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SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2014 terdiri dari ringkasan eksekutif, empat laporan pokok dan satu laporan
tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif memuat:
a. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;
b. Sistematika Pelaporan;
c. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;
d. Opini BPK atas LKPP Tahun 2014;

e. Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2014;

f. Rekomendasi BPK;

g. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
2010-2014; dan

h. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Laporan | memuat:
a. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini BPK;

b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar
pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan,
sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan
pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara
Umum Negara (LKBUN); dan

c. LKPP Tahun 2014.
3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
Laporan Il memuat:
a. Resume Laporan atas SPI; dan
b. Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan Ill: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan

Laporan Il memuat:
a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.



5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut
Laporan IV memuat:
a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan

b. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang
Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2013.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan Kriteria-kriteria
terkait:

a. Pelaporan fiskal;
b. Perkiraan fiskal dan penganggaran; dan

c. Analisis dan manajemen risiko fiskal.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013,
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan
Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan adalah
tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini
atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 05 s.d. 08 berikut ini, BPK
melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang
digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian
atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas sistem
pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin
bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 69a/LHP/XV/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, BPK
memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2013
karena: (1) piutang over lifting sebesar Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya
menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya; (2)
piutang penjualan minyak dan gas bumi (migas) bagian negara sebesar Rp2,46
triliun mengandung ketidakpastian; (3) Pemerintah belum selesai menelusuri Aset
Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp3,06 triliun;
(4) Pemerintah belum mengakui piutang atas saldo Dana Belanja Pensiun sebesar
Rp302,06 miliar yang belum disetorkan kembali karena lebih dari 6 bulan

LHP — LKPP Tahun 2014 grd 3 (5»,,{



berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun; (5) Pemerintah belum
menyelesaikan permasalahan Suspen Belanja Negara yaitu selisih lebih pengakuan
belanja oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Kementerian/Lembaga
(KL) sebesar Rp140,40 miliar; (6) Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan
yang memadai atas pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Saldo
Anggaran Lebih (SAL) antara lain terkait dengan permasalahan selisih dan
ketidakkonsistenan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Hibah
Langsung KL serta selisih kiriman uang.

04 Pemerintah telah menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan upaya
perbaikan yaitu: (1) mengungkapkan secara memadai terkait piutang over lifting
yang tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara dalam LKPP Tahun 2014; (2)
melakukan upaya penagihan, verifikasi dan koreksi untuk menghapus pencatatan
piutang yang masih mengandung ketidakpastian; (3) melakukan pemetaan dan
penelusuran keberadaan Aset Kredit Eks BPPN; (4) melakukan verifikasi kepada
pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi hak pensiunan sebagai
dasar pengakuan piutang; (5) melakukan beberapa langkah mitigasi untuk
memperkecil selisih pengakuan belanja antara BUN dengan KL dalam rekonsiliasi
pencatatan dengan melakukan koreksi di tingkat pusat, membuat aplikasi koreksi
dan membuat reklasifikasi pengembalian belanja yang tidak diakui KL menjadi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUN; dan (6) menyusun mekanisme
yang dapat menjamin validitas dan menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL.
Tindak lanjut pemerintah tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan
permasalahan terkait suspen serta selisih catatan dan fisik SAL sehingga
permasalahan tersebut masih terjadi pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2014.

05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.30 atas laporan keuangan,
Pemerintah mengungkapkan saldo Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp286,08
triliun dan Rp221,74 triliun. Pada Tahun 2014 terdapat pencatatan mutasi Aset
KKKS senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi
karena pencatatan dan pelaporan Aset KKKS belum didukung oleh sistem
pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan
transaksi. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur
pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak salah saji atas
pencatatan mutasi Aset KKKS yang tidak dapat dijelaskan tersebut.

06 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan,
Pemerintah mengungkapkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember
2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38
triliun. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 tersebut di antaranya
merupakan Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di KL sebesar Rp17,49 triliun.
Terdapat permasalahan Utang kepada Pihak Ketiga di tiga KL sebesar Rpl,21
triliun yang tidak dapat ditelusuri dan tidak didukung dokumen yang memadai,
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yaitu: (1) Utang kepada Pihak Ketiga terkait pekerjaan jasa penyediaan layanan
Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation pada Balai
Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)
Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rpl1,12 triliun tidak dapat
direkonsiliasi dengan nilai prestasi kerjanya dan tidak didukung dengan parameter
perhitungan yang jelas atas nilai prestasi kerja penyedia jasa; (2) Utang kepada
Pihak Ketiga pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar
Rp59,12 miliar tanpa dokumen pendukung yang lengkap; dan (3) Utang kepada
Pihak Ketiga berupa jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp23,33 miliar
pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (BP Batam), yang dananya tersimpan pada rekening bank atas nama BP
Batam, tidak dapat dipastikan nilai yang seharusnya masih tercatat sebagai utang.
Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur
pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang
mencerminkan kewajiban Pemerintah kepada pihak ketiga tersebut.

07  Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.48 atas laporan keuangan,
Pemerintah mengungkapkan SAL setelah penyesuaian per 31 Desember 2014
sebesar Rp86,13 triliun. SAL per 31 Desember 2014 tersebut terdiri dari SAL
Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp66,59 triliun dan Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp19,53 triliun. Nilai Catatan
SAL per 31 Desember 2014 tersebut sama dengan nilai fisik SAL, namun terdapat
permasalahan pada transaksi dan/atau saldo yang membentuk SAL sehingga
penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat, yaitu: (1) Pemerintah belum
memiliki metode perhitungan SAL yang menjamin saling uji antara catatan dan
fisik SAL dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten; (2) proses rekonsiliasi
antara BUN dan KL atas saldo akun yang berpengaruh terhadap catatan dan fisik
SAL tidak efektif sehingga masih ada suspen belanja karena KL mencatat belanja
lebih besar senilai Rp654,75 miliar dan suspen belanja karena BUN mencatat
belanja lebih besar senilai Rp557,36 miliar, serta masih ada perbedaan saldo Kas
Hibah Langsung KL sebesar Rp110,20 miliar, Kas pada BLU sebesar Rp69,17
miliar, dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2,72 miliar antara LKPP
yang disusun berdasarkan konsolidasi data KL dengan LKBUN yang disusun
berdasarkan konsolidasi data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).;
(3) usulan koreksi dari Pemerintah sebesar Rp2,40 triliun atas LKPP Tahun 2014
Unaudited yang membentuk catatan dan fisik SAL pada LKPP Tahun 2014
Audited tidak didukung dengan dokumen dan penjelasan tertulis yang mendasari
perubahan; (4) saldo Kas Dalam Transito yang menjadi bagian dari fisik SAL
belum dapat diyakini kewajarannya karena adanya transaksi kiriman uang senilai
Rp3,32 triliun yang tidak dapat ditelusuri; (5) terdapat penyesuaian catatan SAL
sebesar Rp7,38 miliar yang tidak didukung dengan dokumen sumber; (6) catatan
Kas di beberapa KPPN menunjukkan selisih lebih senilai Rp4,77 miliar dan selisih
kurang Rp3,35 miliar dibandingkan dengan saldo rekening koran yang tidak dapat
dijelaskan; dan (7) retur belanja yang diterima kembali di Kas Negara dan dicatat
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sebagai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp404,62 miliar tidak memiliki daftar
rincian. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur
pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak permasalahan-
permasalahan tersebut terhadap salah saji SAL.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.34 atas laporan keuangan,
Pemerintah mengungkapkan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember
2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp37,98 triliun dan Rp55,38 triliun. Selain
itu, pada Catatan C.3 angka 12 Pemerintah mengungkapkan adanya Kewajiban
Kontinjensi terkait tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) pada dua KL sebesar
Rp171,75 miliar. Untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan putusan pengadilan yang inkracht, UU APBN-P Tahun 2014
memperbolehkan pergeseran anggaran belanja KL. Berdasarkan data Nota
Keuangan APBN-P Tahun 2015, terdapat putusan pengadilan yang inkracht
berupa pembayaran ganti rugi minimal senilai Rp1,66 triliun dan USD216.76 juta,
serta penyerahan aset tanah seluas 4,84 juta m” dan bangunan. Hasil pengumpulan
data dari KL menunjukkan adanya putusan pengadilan yang inkracht atas 45
perkara pada delapan KL berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp499,79 miliar
dan penyerahan aset tanah seluas 113,60 ribu m®. Namun, putusan pengadilan
yang inkracht tersebut belum seluruhnya dicatat sebagai kewajiban atau
diungkapkan sebagai Kewajiban Kontinjensi dalam LKPP Tahun 2014. Hal
tersebut terjadi karena Pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan
pelaporan tuntutan hukum sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab
untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah
inkracht untuk dicatat/diungkap sebagai kewajiban. Data yang tersedia tidak
memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk
memperolen keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan kewajiban
Pemerintah.

Menurut opini BPK, kecuali dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu
dilakukan jika Pemerintah menyelesaikan permasalahan mengenai pencatatan Aset
KKKS, Utang kepada Pihak Ketiga, permasalahan catatan dan fisik SAL, serta
kewajiban Pemerintah yang timbul dari tuntutan hukum, laporan keuangan yang
disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal
yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dan 2013,
realisasi APBN, arus kas, dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
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10 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan
tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap SPI dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 74b/LHP/XV/05/2015
tanggal 25 Mei 2015 dan Nomor 74c¢/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 25 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

T EUBLIK INDONESIA
w‘A/L?'—%\
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GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2014 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara; dan

b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun
2014 dengan memperhatikan:

a. kesesuaian LKPP dengan SAP;

b. kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai
dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;

c. efektivitas SPI; dan
d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.  Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2014 yang meliputi LKKL, LKBUN, dan
Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN).

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2014 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember
2014, Laporan Realisasi APBN, LAK, dan CaLK yang telah direviu Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun
yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi APBN, LAK,
kecukupan CaLK, serta SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2014 dilakukan dengan metodologi pemeriksaan
menggunakan pendekatan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan
penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan.
Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern
untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk
memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan
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keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP,
BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

a. Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan
SAP; dan

b. Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah
mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan
pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil
pemeriksaan yang diungkapkan dalam LHP LKPP Tahun 2007 s.d. 2013.

8.  Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 38.i/ST/I-
1VV/3/2015 tanggal 31 Maret 2015 dimulai 1 April 2015 s.d. 29 Mei 2015.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab
Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi
dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja
maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang
berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk
menemukan kesalahan atau penyimpangan. Namun demikian, jika dari hasil pemeriksaan
ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya
perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak
memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya
memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh
secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan
terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum
atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan
bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2014 yang hasilnya
digunakan sebagai dasar penyusunan LHP atas LKPP Tahun 2014.

Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan
Publik) dan LKBUN, menunjukkan terdapat 62 LKKL yang mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP), 17 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini Wajar Dengan
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Pengecualian (WDP), serta 7 LKKL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat

(TMP).

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2010 s.d. 2014 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN
Tahun 2010-2014

Opini BPK atas LKKL

No. BA Kementerian/Lembaga
2010 2011 2012 2013 2014

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat WTP WTP WTP WTP WTP

3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP

4. 005 Mahkamah Agung WDP WDP WTP WTP WTP

5. 006 Kejaksaan Agung WDP WTP-DPP | WTP-DPP WTP WTP

6. 007 Sekretariat Negara WTP WTP WTP WTP-DPP WTP-DPP

7. 010 Kementerian Dalam Negeri WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP WTP-DPP

8. 011 Kementerian Luar Negeri WDP WTP-DPP WTP WTP WTP

9. 012 Kementerian Pertahanan WDP WDP WTP-DPP WTP WTP-DPP

10. 013 Kementerian Hukum dan Hak WTP-DPP WTP WTP-DPP WTP WTP-DPP
Asasi Manusia

11. 015 Kementerian Keuangan WDP WTP WTP WTP WTP

12. 018 Kementerian Pertanian WDP WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP

13. 019 Kementerian Perindustrian WTP WTP WTP WTP WTP

14. 020 Kementerian Energi dan Sumber WTP-DPP WTP WTP WTP WDP
Daya Mineral

15. 022 Kementerian Perhubungan WDP WDP WDP WTP WTP-DPP

16. 023 Kementerian Pendidikan dan TMP TMP WDP WTP WTP
Kebudayaan

17. 024 Kementerian Kesehatan TMP WDP WTP-DPP WTP WTP

18. 025 Kementerian Agama WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP

19. 026 Kementerian Tenaga Kerja dan WDP WDP WDP WDP TMP
Transmigrasi

20. 027 Kementerian Sosial WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WDP

21. 029 Kementerian Kehutanan WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP

22. 032 Kementerian Kelautan dan WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP
Perikanan

23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum WDP WDP WTP-DPP WTP WTP-DPP

24. 034 Kementerian Koordinator Bidang WTP WTP WTP WTP WTP
Politik Hukum dan Keamanan

25. 035 Kementerian Koordinator Bidang WTP WTP WTP WTP WTP
Perekonomian

26. 036 Kementerian Koordinator WTP WTP WTP WTP WTP
Kesejahteraan Rakyat

27. 040 Kementerian Pariwisata dan WDP WDP WDP TMP TMP
Ekonomi Kreatif

28. 041 Kementerian Badan Usaha Milik WTP WTP WTP WTP WTP-DPP
Negara
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No. BA Kementerian/Lembaga
2010 2011 2012 2013 2014
29. 042 Kementerian Riset dan Teknologi WTP WTP WTP WDP WTP-DPP
30. 043 Kementerian Lingkungan Hidup WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
31. 044 Kementerian Koperasi dan Usaha WTP WTP WTP-DPP WDP WTP-DPP
Kecil Menengah
32. 047 Kementerian Pemberdayaan WTP WTP WTP WTP WTP
Perempuan dan Perlindungan
Anak
33. 048 Kementerian Pendayagunaan WTP WTP WDP WTP-DPP WTP
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
34. 050 Badan Intelijen Negara WTP WTP WTP WTP WTP
35. 051 Lembaga Sandi Negara WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP-DPP WDP
36. 052 Dewan Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
37. 054 Badan Pusat Statistik WDP WTP WTP WTP WTP
38. 055 Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
WTP WTP WTP WTP WTP
Perencanaan Pembangunan
Nasional
39. 056 Badan Pertanahan Nasional WDP WDP WTP-DPP WTP WTP
40. 057 Perpustakaan Nasional WTP WTP WTP WDP WDP
41. 059 Kementerian Komunikasi dan
) WDP WDP WDP WDP TMP
Informatika
42. 060 Kepolisian Negara RI WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP
43. 063 Badan Pengawasan Obat dan
WTP-DPP WTP TMP WDP WTP
Makanan
44. 064 Lembaga Ketahanan Nasional WTP WTP WTP WTP-DPP WDP
45. 065 Badan Koordinasi Penanaman
WTP WTP WTP WTP WTP
Modal
46. 066 Badan Narkotika Nasional WTP-DPP WTP WTP WTP-DPP WTP
47. 067 Kementerian Pembangunan
. WDP WDP WTP-DPP WTP WDP
Daerah Tertinggal
48. 068 Badan Kependudukan dan
) WDP WTP-DPP WTP WTP WDP
Keluarga Berencana Nasional
49. 074 Komisi Nasional Hak Asasi
. WTP WTP WTP WTP WTP
Manusia
50. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi
. WTP WTP WTP WTP WDP
dan Geofisika
51. 076 Komisi Pemilihan Umum WDP WDP WDP WDP WDP
52. 077 Mahkamah Konstitusi WTP WTP WTP WTP WTP
53. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis
. WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
Transaksi Keuangan
54. 079 Lembaga lImu Pengetahuan
) WTP WTP WDP WTP WTP
Indonesia
55. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
56. 081 Badan Pengkajian dan
) WTP WTP WDP WTP WDP
Penerapan Teknologi
BPK LHP — LKPP Tahun 2014 :
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No. BA Kementerian/Lembaga
2010 2011 2012 2013 2014
57. 082 Lembaga Penerbangan dan
. ) WTP WTP WDP WDP WDP
Antariksa Nasional
58. 083 Badan Informasi Geopasial
(sebelumnya: Badan Koordinasi WDP WTP WDP TMP TMP
Survei dan Pemetaan Nasional)
59. 084 Badan Standarisasi Nasional WTP WTP WTP WTP WTP
60. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir WTP-DPP WDP WDP WTP WTP
61. 086 Lembaga Administrasi Negara WTP WTP WTP WTP WTP
62. 087 Arsip Nasional Republik
) WTP WTP WTP WTP WDP
Indonesia
63. 088 Badan Kepegawaian Negara WTP WTP WTP WTP WTP
64. 089 Badan Pengawasan Keuangan
WTP WTP WTP WTP WTP
dan Pembangunan
65. 090 Kementerian Perdagangan WTP-DPP WTP WTP WTP WTP
66. 091 Kementerian Perumahan Rakyat WTP WTP WDP WTP-DPP WTP
67. 092 Kementerian Pemuda dan
WDP WDP WDP WDP WDP
Olahraga
68. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi WTP WTP WTP WTP WTP
69. 095 Dewan Perwakilan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP
70. 100 Komisi Yudisial WTP WTP WTP WTP WTP
71. 103 Badan Nasional Penanggulangan
WDP WTP WTP WTP-DPP WTP
Bencana
72. 104 Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja WTP WTP WTP WDP WTP-DPP
Indonesia
73. 105 Badan Penanggulangan Lumpur
S WTP-DPP WTP WTP WTP WTP-DPP
Sidoarjo
74. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan
. WTP WTP WTP WDP WTP
Barang/Jasa Pemerintah
75. 107 Badan SAR Nasional WDP WTP-DPP WTP WTP WTP
76. 108 Komisi Pengawas Persaingan
WTP WDP WTP WTP WTP
Usaha
77. 109 Badan Pengembangan Wilayah 1)
WDP WDP WDP WDP
Suramadu
T
78. 110 Ombudsman RI ) WTP WTP WTP TMP
T
79. 111 Badan Nasional Pengelola )
TMP WDP WDP WTP
Perbatasan
80. 112 Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan 2) 2 TMP TMP WDP
Pelabuhan Bebas Batam
81. 113 Badan Nasional Penanggulangan
' ggulang 2) 2 WDP WTP WTP
Terorisme
82. 114 | Sekretariat Kabinet 2 2 WTP WTP WTP
83. 115 Badan Pengawas Pemilihan 2) 2)
WDP WDP WDP
Umum
84. 116 | Lembaga Penyiaran Publik Radio 2 2 WDP WDP T™P
BPK LHP — LKPP Tahun 2014 :
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Republik Indonesia
85. 117 Lembaga Penyiaran Publik 2) 2)
" . ) WDP WDP T™P
Televisi Republik Indonesia
86. 118 Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan 2 2 TMP WDP WDP
Pelabuhan Bebas Sabang
87. 999 Bendahara Umum Negara WDP WDP WDP WDP WDP
Keterangan :
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
1) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011
2) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan
Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan
kepada DPR, LKPP Tahun 2014 disampaikan terlebih dahulu kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kewajaran informasi yang
disajikan dalam LKPP. LKPP Tahun 2014 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah
diperiksa (Audited).

Sehubungan dengan LKPP Tahun 2014 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. LKPP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)
yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), dan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. LKPP, LKBUN, dan LKKL
tersebut disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2012, dengan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran |I-SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual.

2. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar
Rp1.550,49 triliun, atau 94,81 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2014. Sementara itu, realisasi
Belanja Negara adalah sebesar Rp1.777,18 triliun, atau 94,69 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA
2014. Penyerapan Belanja Negara TA 2014 tersebut lebih tinggi dibandingkan penyerapan TA 2013 sebesar
Rp1650,56 triliun. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan realisasi Belanja Negara TA 2014
terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp226,69 triliun. Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp248,89 triliun, dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,20 triliun.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember
2014. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp3.910,92 triliun dan Kewajiban
sebesar Rp2.898,38 triliun, sehingga Ekuitas Dana Neto (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember
2014 adalah sebesar Rp1.012,54 triliun. Ekuitas Dana Neto Pemerintah per 31 Desember 2014 tersebut
meningkat sebesar 97,05 triliun atau meningkat 9,58 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2013.

4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan
Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp67,70 triliun,
penambahan dari penyesuaian saldo awal sebesar minus Rp16,44 miliar, kenaikan Kas Negara selama TA 2014
sebesar Rp25,55 triliun, penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp3,72 triliun, sehingga saldo Kas Bendahara
Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU),
dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp89,52 triliun. Setelah
ditambahkan dengan saldo Kas pada rekening pemerintah lainnya baik yang dikelola oleh BUN maupun yang
dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp6,21 triliun, maka Saldo Akhir Kas dan Setara Kas
adalah sebesar Rp95,73 triliun.

b. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif atas informasi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan
keuangan, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan
Laporan Arus Kas.
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LKPP Tahun 2014 merginformasian juga mengenai tindek lanjul Pemerintah atas Rekomendasi BPK atas
Temuan Pemeriksazn BPK terhadzp LKPP Tabun 2013, Selain upaya-upays yang dilakukan dalam menindaklanjuti
rekomendas: lemuan pemeriksaan tersebut, delam rangha meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan kevangan
negera secara umum, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan antara Taan:

1. Panyemgumaan aluran, sistem can prosedur, yang terkait dengan penganggaran, pelakzanaan AFEN, dan
pelaporan kevangan Pemerintah

7. Malakukan monitoring penyerspan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman kepada prinsip
afisian, ekonomis, dan efektit dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sehingua
sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dengan beik,

9. Meningkatkan kualitas laporan keusngan-terulama terhadap kermentarian negaralembaga yang masih
mendapat opini autit “Tidak Menyatakan Pendapat” dan “Wajar Dengan Pengecualian”,

4. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaparan kewangan dalam rangka peningkatan Sumber Daya
Manusia (SOM} bagi pegavwvai di kementerian negarallembaga.

b, Melanjutkan langksh-langkah dan upaya-upaya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Sampai dengan 1ahun 2014, Pemerintah masih menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAF)
Berbasis Kas Menuju Skrual sebagaimana dismanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran |l Penerapan SAP Berbasis Akrual akan mulai diterapkan
pada tahun 2015 untuk dapat memberikan manfaat leoih baik bagi para pemangku kepentingan, terutama para
pengguna laporan kevangan pemenintah.

Pemerintah mengherapkan tanggapan, seran, maupun kritk yang kenstruktif dam para pemangku
Wagentingan |stakehaiders], sshingoa kualitas LEPP di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah
akan terus berupaya untuk dapat meryusun dan menyajikan LKPP sacara andal sebapgai carminan perwujudan
tata kelola permerintahan yang baik lgood gavernance).

Jakarta, 7 Maei 2015
an  Pemarintah Republik Indonesia
Menteri Keuvanga
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RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Pemerintah menyusun laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA)
2014 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan
Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran Il (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2014 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2014 dengan realisasinya, yang
mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.550,49 triliun atau 94,81 persen dari
APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.777,18 triliun atau 94,69
persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp1,203,58 triliun atau 94,00 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp573,70
triliun atau 96,18 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2014 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp97,39
Miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA
2014 sebesar Rp226,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2014 adalah sebesar Rp248,89 triliun atau
103,06 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp22,20 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

. TA 2013
. TA 2014 (Audited) Audited)
raian Anggaran Ak
(UU No. Realisasi | " Realsasithd | g e
12/2014) Anggaran
Pendapatan Negara dan 1.635,38 1.550,49 94,81 1.438,89
Hibah
Belanja Negara 1.876,87 1.777,18 94,69 1.650,56
Belanja Pemerintah 1.280,37 1.203,58 94,00 1.137,16
Pusat
Transfer ke Daerah 596,50 573,70 96,18 513,26
Suspen Belanja Negara (0,097) 0,140
Surplus (Defisit) (241,49) (226,69) 93,87 (211,67)
Anggaran
Pembiayaan Neto 241,49 248,89 103,06 237,39
SiLPA (SiKPA) 22,20 25,72
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2. NERACA
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2014.

Jumlah Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.910,92 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp262,98 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.309,92 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1.714,59 triliun,
Piutang Jangka Panjang sebesar Rp2,83 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp620,61 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.898,38 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka
Pendek sebesar Rp352,31 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp2.546,07 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.012,54 triliun yang terdiri
dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp85,02 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.097,56 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013

(Audited) (Audited)

Aset 3.910,92 3.567,59
Aset Lancar 262,98 252,74
Investasi Jangka Panjang 1.309,92 1.183,17

Aset Tetap 1.714,59 1.709,86
Piutang Jangka Panjang 2,83 2,90

Aset Lainnya 620,61 418,92
Kewajiban 2.898,38 2.652,10
Kewajiban Jangka Pendek 352,31 368,09
Kewajiban Jangka Panjang 2.546,07 2.284,01
Ekuitas Dana Neto 1.012,54 915,49
Ekuitas Dana Lancar (85,02) (113,36)
Ekuitas Dana Investasi 1.097,56 1.028,85

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama TA 2014 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2014.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan
Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar
RP67,70 riliun, sedangkan pada awal tahun 2014 terjadi koreksi sebesar minus Rp16,44 miliar, sehingga saldo
awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2014 menjadi Rp67,69
triliun.

Selama TA 2014 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp80,07 triliun, penurunan kas dari
aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp146,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar
Rp248,89 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp3,35 triliun dan penurunan karena
penyesuaian pembukuan sebesar Rp3,72 triliun sehingga mengakibatkan kenaikan kas sebesar Rp21,83 triliun.
Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31
Desember 2014 menjadi Rp89,52 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp4,65 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran
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sebesar Rp0,32 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,15 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar
Rp5,40 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,07 triliun. Selama tahun 2014 terdapat
deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp4,38 triliun,
sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp95,73 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian TA 2014 TA 2013
(Audited) (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung 67,70 71,58
Koreksi Saldo Awal (0,01) (0,31)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung 67,69 11,21
setelah Koreksi
Kenaikan (Penurunan) Kas
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (80,07) (31,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (146,62) (180,36)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan 248,89 237,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 3,35 0,11
Pengunaan SAL - (30)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas 25,55 (4,18)
Penyesuaian Pembukuan (3,72) 0,61
Kenaikan (Penurunan) Kas 21,83 (3,57)
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung 89,52 67,70

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan
LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari
Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis
akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi
tambahan yang diperlukan.
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Laporan Keuangan Pemenntah Pusat (LEPP) Tahun 2014 (Awudsied)
yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan scbagaimana terlampir, adalah
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LKPF Tahun 2014 (Awdited) ini telah disusun berdasarkan sistem
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informasi pelaksanaan APBEN dan posisi kevangan Pemerintah Pusat
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Berbasis Kas Menuju Akrual.
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I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)
TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
. % Realisasi
Uraian Catatan Anggaran Realisasi terhadap Realisasi
Anggaran
A. Pendapatan Negara dan Hibah B.2.1

I. Penerimaan Perpajakan B.2.1.1 1.246.106.955.600.000 1.146.865.769.098.252 92.04%  1.077.306.679.558.272
1. Pajak Dalam Negeri B.2.1.1.1 1.189.826.575.600.000 1.103.217.635.957.204 92.72% 1.029.850.063.303.271
2. Pajak Perdagangan Internasional B.2.1.1.2 56.280.380.000.000 43.648.133.141.048 77.55% 47.456.616.255.001
Il. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.2 386.946.415.445.000 398.590.523.613.990 103.01% 354.751.889.117.468
1. Penerimaan Sumber Daya Alam B.2.1.2.1 241.114.622.223.000 240.848.282.407.860 99.89% 226.406.189.261.540
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN B.2.1.2.2 40.000.000.000.000 40.314.429.901.560 100.79% 34.025.604.050.274
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya B.2.1.2.3 84.968.409.424.000 87.746.767.296.051 103.27% 69.671.855.890.502
4. Pendapatan BLU B.2.1.24 20.863.383.798.000 29.681.044.008.519 142.26% 24.648.239.915.152
lll. Penerimaan Hibah B.2.1.3 2.325.114.000.000 5.034.520.904.737 216.53% 6.832.500.887.004
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + Al + 1.635.378.485.045.000 1.550.490.813.616.979 94.81%  1.438.891.069.562.744

A.lN)

B. Belanja Negara B.2.2

l. Belanja Pemerintah Pusat B.2.2.1 1.280.368.574.301.000 1.203.577.167.222.861 94.00% 1.137.162.887.298.240
1. Belanja Pegawai B.2.2.1.1 258.435.598.595.000 243.719.884.098.338 94.31% 221.688.819.162.644
2. Belanja Barang B.2.2.1.2 195.206.755.356.000 176.622.265.435.276 90.48% 169.722.685.080.370
3. Belanja Modal B.2.2.1.3 160.790.466.559.000 147.347.928.326.528 91.64% 180.864.203.133.334
4. Pembayaran Bunga Utang B.2.2.14 135.453.200.000.000 133.441.292.679.083 98.51% 113.035.490.483.582
5. Subsidi B.2.2.1.5 403.035.574.566.000 391.962.514.288.102 97.25% 355.045.179.958.292
6. Belanja Hibah B.2.2.1.6 2.853.254.017.000 907.509.554.215 31.81% 1.302.956.172.580
7. Belanja Bantuan Sosial B.2.2.1.7 96.655.378.861.000 97.924.676.539.384 101.31% 92.136.072.115.501
8. Belanja Lain-lain B.2.2.1.8 27.938.346.347.000 11.651.096.301.935 41.70% 3.367.481.191.937
Il. Transfer ke Daerah B.2.2.2 596.504.184.406.000 573.703.081.723.721 96.18% 513.260.443.170.637
1. Dana Perimbangan B.2.2.2.1 491.882.888.478.000 477.052.754.641.271 96.99% 430.354.730.161.983
a. Dana Bagi Hasil B.2.2.2.1.1 117.663.562.827.000 103.938.958.255.771 88.34% 88.463.060.120.183
b. Dana Alokasi Umum B.2.2.2.1.2 341.219.325.651.000 341.219.325.651.000 100.00% 311.139.289.165.000
c. Dana Alokasi Khusus B.2.2.2.1.3 33.000.000.000.000 31.894.470.734.500 96.65% 30.752.380.876.800

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -1-



TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
. % Realisasi
Uraian Catatan Anggaran Realisasi terhadap Realisasi
Anggaran

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian B.2.2.2.2 104.097.420.928.000 96.231.227.308.000 92.44% 82.905.713.008.654
a. Dana Otonomi Khusus B.2.2.2.2.1 16.148.773.028.000 16.148.773.028.000 100.00% 13.445.571.566.000
b. Dana Penyesuaian B.2.2.2.2.2 87.948.647.900.000 80.082.454.280.000 91.06% 69.460.141.442.654

3. Dana Keistimewaan DIY B.2.2.2.3 523.875.000.000 419.099.774.450 80.00%
lll. Suspen Belanja Negara B.2.2.3 (97.393.160.171) 140.396.949.208
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.Il + B.IlI) 1.876.872.758.707.000 1.777.182.855.786.411 94.69%  1.650.563.727.418.085
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) B.2.3 (241.494.273.662.000) (226.692.042.169.432) 93.87% (211.672.657.855.341)

D. Pembiayaan B.24

I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) B.2.4.1 254.931.959.172.000 261.244.985.683.200 102.48% 243.199.747.083.370
1. Penggunaan SAL B.2.4.1.1 1.000.000.000.000 0% 30.000.000.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman B.2.4.1.2 4.398.460.306.000 4.999.122.569.597 113.66% 4.174.085.472.290
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi B.2.4.1.3 1.000.000.000.000 543.558.387.876 54.36% 1.500.151.167.201
4. Surat Berharga Negara (Neto) B.24.14 264.983.707.000.000 264.628.918.472.574 99.87% 224.672.521.479.583
Penerimaan Surat Berharga Negara 439.096.524.981.366 327.747.662.419.035
Pengeluaran Surat Berharga Negara (174.467.606.508.792) (103.075.140.939.452)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto) B.2.4.1.5 2.177.977.297.000 949.967.958.159 43.62% 474.470.730.046
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah B.2.4.1.6 (9.305.042.400.000) (8.912.513.705.006) 95.78% (11.915.446.765.750)
7. Kewajiban Penjaminan B.2.4.1.7 (964.068.000.000) (964.068.000.000) 100% (706.035.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional B.2.4.1.8 (8.359.075.031.000) (5.000.000.000.000)
Il. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) B.2.4.2 (13.437.685.510.000) (12.352.160.006.680) 91.92% (5.805.169.762.176)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) B.2.4.2.1 54.129.575.787.000 52.574.662.239.463 97.13% 55.279.821.617.227
a. Penarikan Pinjaman Program B.2.4.2.1.1 16.899.600.000.000 17.776.956.719.493 105.19% 18.426.396.220.606
b. Penarikan Pinjaman Proyek B.2.4.2.1.2 37.229.975.787.000 34.797.705.519.970 93.47% 36.853.425.396.621
2. Penerusan Pinjaman B.2.4.2.2 (3.407.371.699.000) (2.505.637.602.270) 73.54% (3.880.566.936.399)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri B.2.4.2.3 (64.159.889.598.000) (62.421.184.643.873) 97.29% (57.204.424.443.004)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.1I) 241.494.273.662.000 248.892.825.676.520 103.06% 237.394.577.321.194
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) | B.2.5 22.200.783.507.088 25.721.919.465.853

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini -2-
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Il. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(Dalam Rupiah)
Uraian Catatan 31 Des 2014 (audited) 31 Des 2013 (audited)
ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Rekening Kas BUN di BI C.2.1 58.238.862.209.607 43.737.911.964.052
Rekening Pemerintah Lainnya C.2.2 4.648.771.715.828 9.999.484.261.911
Rekening Kas di KPPN C.2.3 2.843.557.011.256 2.666.720.204.356
Kas di Bendahara Pengeluaran C.2.4 316.874.974.276 342.891.820.960
Kas di Bendahara Penerimaan C.2.5 147.819.027.491 225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.6 6.193.971.845.835 7.363.221.503.338
Kas pada BLU C.2.7 23.336.819.639.008 19.072.940.458.860
Jumlah Kas dan Setara Kas 95.726.676.423.301 83.409.010.150.043
Uang Muka dari Rekening BUN C.2.8 426.084.589.111 141.923.861.996
Investasi Jangka Pendek C.2.9 4.382.620.665.030 1.182.306.983.395
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja C.2.10 2.196.690.366.554 4.658.189.616.621
Piutang
Piutang Pajak c.2.1 91.774.168.360.216 103.240.249.433.833
Piutang Bukan Pajak C.2.12 141.315.978.840.022 147.710.233.612.351
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.2.13 2.575.581.126 1.977.442.150
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi C.2.14 182.565.935.471 142.483.141.891
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman C.2.15 5.219.058.275.189 6.011.228.743.194
Piutang dari Kegiatan BLU C.2.16 3.553.717.607.485 2.728.415.892.912
Jumlah Piutang (Bruto) 242.048.064.599.509 259.834.588.266.331
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih C.2.17 (149.399.872.043.211) (159.689.806.285.608)
Jumlah Piutang (Bersih) 92.648.192.556.298 100.144.781.980.723
Persediaan C.2.18 67.600.353.672.687 63.205.251.965.209
Jumlah Aset Lancar 262.980.618.272.981 252.741.464.557.987
Investasi Jangka Panjang
Investasi Non Permanen
Dana Bergulir C.2.19 22.618.233.561.719 17.872.890.837.875
Dana Bergulir Diragukan Tertagih C.2.20 (325.440.113.463) (39.997.900.137)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih) 22.292.793.448.256 17.832.892.937.738
Investasi Non Permanen Lainnya €.2.21 8.625.184.946.842 8.340.448.484.300
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya C.2.22 (11.282.810.445) (5.531.213.937)
Jumlah Investasi Non Permanan Lainnya (Bersih) 8.613.902.136.397 8.334.917.270.363
Jumlah Investasi Non Permanen 30.906.695.584.653 26.167.810.208.101
Investasi Permanen
Investasi Permanen PMN €.2.23 940.189.434.094.290 844.094.126.993.709
Investasi Permanen BLU C.2.24 200.435.044.832 177.778.694.559
Investasi Permanen Lainnya C.2.25 338.624.829.163.846 312.730.704.421.451
Jumlah Investasi Permanen 1.279.014.698.302.968 1.157.002.610.109.719
Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.309.921.393.887.621 1.183.170.420.317.820
Aset Tetap C.2.26
Tanah 945.677.266.992.956 1.041.019.298.252.419
Peralatan dan Mesin 331.484.412.353.590 282.940.410.570.636
Gedung dan Bangunan 210.934.630.857.630 191.278.171.370.296
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 476.253.657.666.187 423.232.566.227.236
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Uraian Catatan 31 Des 2014 (audited) 31 Des 2013 (audited)
Aset Tetap Lainnya 49.856.505.381.076 38.607.829.866.402
Konstruksi Dalam Pengerjaan 113.946.714.499.490 119.419.040.145.511
Jumlah Aset Tetap (Bruto) 2.128.153.187.750.929 2.096.497.316.432.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.27 (413.564.858.797.715) (386.642.243.569.313)
Jumlah Aset Tetap 1.714.588.328.953.214 |  1.709.855.072.863.187
Piutang Jangka Panjang C.2.28
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 174.219.622.769 239.948.430.983
Piutang Jangka Panjang Lainnya 4.820.160.307.846 4.856.087.111.476
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto) 4.994.379.930.615 5.096.035.542.459
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.2.29 (2.168.545.700.880) (2.197.535.902.919)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) 2.825.834.229.735 2.898.499.639.540
Aset Lainnya C.2.30
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 132.392.631.678.964 279.936.137.500
Aset Tak Berwujud 19.418.359.628.145 17.448.733.461.982
Dana yang Dibatasi Penggunaannya 107.883.037.541.388 95.453.796.857.223
Dana Penjaminan 74.594.663.462 71.638.992.611
Dana Kelolaan BLU 15.491.986.109.389 17.684.403.155.418
Aset KKKS 286.089.093.484.847 221.745.303.742.534
Aset Eks BPPN 2.558.616.559.690 3.181.247.163.249
Aset Lain-lain 132.760.986.324.644 98.608.345.001.685
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya 9.970.179.251.456 7.968.396.497.466
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman 41.470.978.243.696 46.871.682.852.501
Jumlah Aset Lainnya (Bruto) 748.110.463.485.681 509.313.483.862.169
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya €.2.31 (23.550.469.430.844) (21.904.143.176.106)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya C.2.32 (103.953.838.286.596) (68.489.052.477.854)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih) 620.606.155.768.241 418.920.288.208.209
JUMLAH ASET 3.910.922.331.111.792 | 3.567.585.745.586.743
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Fihak Ketiga C.2.33 2.679.231.919.973 348.097.673.274
Utang Kepada Pihak Ketiga C.2.34 37.980.198.606.742 55.380.161.243.832
Utang Biaya Pinjaman C.2.35 33.885.294.867.579 27.668.104.388.520
Utang Subsidi C.2.36 64.433.845.108.042 71.683.090.732.971
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang C.2.37 149.134.908.708.957 162.251.340.131.620
Utang SBN Jangka Pendek C.2.38 49.583.393.774.000 41.722.185.956.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan C.2.39 1.358.873.118.978 161.408.703.427
Pendapatan Diterima di Muka C.2.40 9.782.484.473.823 8.454.347.000.882
Utang Jangka Pendek Lainnya C.2.41 3.470.723.597.386 418.095.877.428
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 352.308.954.175.480 368.086.831.707.954
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan C.2.42 2.876.377.932.292 1.939.381.089.664
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri C.2.43 1.794.044.591.049.158 1.523.750.834.782.215
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT C.2.44 20.431.212.930.000 17.161.745.000.000
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya C.2.45 84.196.327.243.997 68.366.428.707.899
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 1.901.548.509.155.447 1.611.218.389.579.778
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan C.2.46 610.949.515.129.568 646.221.116.658.252
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya C.2.47 33.576.619.525.619 26.573.441.869.951
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri 644.526.134.655.187 672.794.558.528.203
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 2.546.074.643.810.634  2.284.012.948.107.981
JUMLAH KEWAJIBAN 2.898.383.597.986.114 = 2.652.099.779.815.935

EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
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Uraian Catatan 31 Des 2014 (audited) 31 Des 2013 (audited)
SAL Awal Setelah Penyesuaian C.2.48 66.597.650.883.582 40.262.010.866.885
SIiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian C.2.49 19.539.342.700.004 26.332.138.910.461
Cadangan Piutang C.2.50 92.913.908.152.555 99.643.556.941.069
Cadangan Persediaan C.2.51 67.600.353.672.687 63.205.251.965.209
Pendapatan yang Ditangguhkan C.2.52 2.136.196.629.944 4.817.382.158.336
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang C.2.53 (314.037.171.275.183) (325.224.143.092.266)
Jangka Pendek
Selisih Kurs Bagian Lancar C.2.54 (12.212.231.622.370) (18.688.113.653.035)
Dana Lancar Lainnya C.2.55 226.078.511.078 90.082.709.951
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima C.2.56 2.001.558.961.581 4.653.616.446.673
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan C.2.57 (9.782.484.473.823) (8.454.347.000.882)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (85.016.797.859.945) (113.362.563.747.599)
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang C.2.58 1.309.921.393.887.621 1.183.170.420.317.820
Diinvestasikan dalam Aset Tetap C.2.59 1.714.588.328.953.214 1.709.855.072.863.187
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.2.60 539.045.219.249.774 352.579.883.574.149
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang C.2.61 (2.308.449.937.718.660) = (2.031.798.722.297.177)
Jangka Panjang
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang C.2.62 (157.549.473.386.326) (184.958.124.939.572)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

EKUITAS DANA NETO
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.097.555.530.985.623

1.028.848.529.518.407

1.012.538.733.125.678

915.485.965.770.808

3.910.922.331.111.792

3.567.585.745.586.743
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Ill. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)
Uraian Catatan TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
I. Arus Kas Masuk
1. Penerimaan Perpajakan D.2.1
a. Pajak Penghasilan D.2.1.1 546.180.870.340.008 506.442.796.872.651
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | D.2.1.2 409.181.627.426.617 384.713.518.912.993
c. PajakBumi dan Bangunan D.2.1.3 23.476.231.891.365 25.304.582.771.965
d. Cukai D.2.14 118.085.549.812.883 108.452.081.324.579
e. Pajak Lainnya D.2.15 6.293.356.486.331 4.937.083.421.083
f. Pajak Perdagangan Internasional D.2.1.6 43.648.133.141.048 47.456.616.255.001
Total Penerimaan Perpajakan 1.146.865.769.098.252 1.077.306.679.558.272
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) D.2.2
a. Penerimaan Sumber Daya Alam D.2.2.1 240.848.282.407.860 226.406.189.261.540
b. PenerimaanBagianPemerintah atas Laba BUMN D.2.2.2 40.314.429.901.560 34.025.604.050.274
c. PNBP Lainnya D.2.23 87.610.305.116.971 69.482.471.662.383
d. Penerimaan BLU D.2.24 29.681.044.008.519 24.648.239.915.152
Total PNBP 398.454.061.434.910 354.562.504.889.349
3. Penerimaan Hibah D.2.3 2.956.901.630.280 4.533.878.206.066
Jumlah Arus Kas Masuk (A.l) 1.548.276.732.163.442  1.436.403.062.653.687
Il. Arus Kas Keluar
1. Belanja Pegawai D.2.4 243.719.624.006.422 221.687.976.872.374
2. Belanja Barang D.2.5 175.144.475.400.158 167.911.005.354.943
3. Belanja Bunga Utang D.2.6 133.441.688.595.776 113.033.446.250.400
4. Belanja Subsidi D.2.7 391.962.514.288.102 355.045.179.958.292
5. Belanja Hibah D.2.8 907.509.554.215 1.305.414.705.780
6. Bantuan Sosial D.2.9 97.820.890.718.247 92.108.033.527.871
7. Belanja Lain-Lain D.2.10 11.652.519.680.692 3.367.142.169.363
8. Bagi Hasil Pajak D.2.11 39.715.942.185.337 43.855.009.346.533
9. Bagi Hasil SumberDayaAlam D.2.12 62.001.317.675.508 42.456.559.513.479
10. Bagi Hasil Cukai D.2.13 2.221.698.394.926 2.151.491.260.171
11. Dana Alokasi Umum D.2.14 341.219.325.651.000 311.139.289.165.000
12. Dana Alokasi Khusus D.2.15 31.894.470.734.500 30.752.380.876.800
13. Dana OtonomiKhusus D.2.16 16.148.773.028.000 13.445.571.566.000
14. Dana Penyesuaian D.2.17 80.082.373.489.250 69.344.444.403.654
15. Dana Keistimewaan DIY D.2.18 419.099.774.450 115.696.326.500
Jumlah Arus Kas Keluar (A.ll) 1.628.352.223.176.5683  1.467.718.641.297.160
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.l - A.ll) (80.075.491.013.141) (31.315.578.643.473)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON
KEUANGAN
I. Arus Kas Masuk
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Aset D.2.19 136.462.179.080 189.384.228.119
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I) 136.462.179.080 189.384.228.119
Il. Arus Kas Keluar
Belanja Modal D.2.20 146.753.013.335.371 180.546.463.439.987
Jumlah Arus Kas Keluar (B.1I) 146.753.013.335.371 180.546.463.439.987

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan (B.I - B.1I)

(146.616.551.156.291)

(180.357.079.211.868)
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Uraian Catatan TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
I. Arus Kas Masuk
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri D.2.21 440.731.307.381.543 359.863.540.370.424
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri D.2.22 52.574.662.239.463 55.279.821.617.227
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman D.2.23 4.999.122.569.597 4.174.085.472.290
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I) 498.305.092.190.603 419.317.447.459.941
Il. Arus Kas Keluar
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri D.2.24 174.608.862.562.934 108.216.396.993.594
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri D.2.25 62.421.184.643.873 57.204.424.443.004
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah D.2.26 9.876.581.705.006 12.621.481.765.750
4. Penerusan Pinjaman D.2.27 2.505.637.602.270 3.880.566.936.399
Jumlah Arus Kas Keluar (C.1I) 249.412.266.514.083 181.922.870.138.747
g"l'l')“‘ Kas Bersih dari Aktivitas Pemhiayaan [C.I - 248.892.825.676.520  237.394.577.321.194
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) D.2.28 2.340.146.494.865 (104.009.136.761)
2. Kiriman Uang (Neto) D.2.29 9.423.289.100 304.283.894.052
3. Transito (Neto) D.2.30 1.087.646.750.357 (93.019.790.696)
4. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan
Rekening, retur SP2D, Sistem Perbankan dan Koreksi
Pemindahbukuan (Neto) D.2.31 (83.426.791.675) (1.315.856.649)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 3.353.789.742.647 105.939.109.946
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS 25.554.573.249.735 25.827.858.575.799
Penggunaan SAL : (30.000.000.000.000)
Penyesuaian Pembukuan D.1.2 (3.720.440.807.080) 607.785.913.678
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH
PENYESUAIAN 21.834.132.442.655 (3.564.355.510.523)
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU 67.704.682.716.689 71.578.340.493.780
Penyesuaian Saldo Awal (16.441.567.471) (309.302.266.568)
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah
Penyesuaian D.1.1 67.688.241.149.218 71.269.038.227.212
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU 89.522.373.591.873 67.704.682.716.689
Rekening Pemerintah Lainnya C.2.2 4.648.771.715.828 9.999.484.261.911
Kas di Bendahara Pengeluaran C.24 316.874.974.276 342.891.820.960
Kas di Bendahara Penerimaan C.2.5 147.819.027.491 225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.6 5.404.286.309.734 6.248.372.302.671
Kas pada BLU yang Belum Disahkan D.1.3 69.171.469.129 70.046.094.641
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi
Jangka Pendek) (4.382.620.665.030) (1.182.306.983.395)
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS D.1.3 95.726.676.423.301 83.409.010.150.043
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IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Kondisi
Perekonomian Global
Tahun 2014

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2014.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran Il (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan
Akun Standar.

9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah

diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011.

el

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Perekonomian global sepanjang tahun 2014 diwarnai beberapa permasalahan krusial di
antaranya adalah masih terdapat risiko pelemahan ekonomi di berbagai negara, khususnya
negara-negara berkembang. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan lemahnya
permintaan global mendorong pelemahan kinerja perdagangan dunia. Sinyal ini dipertegas oleh
lembaga keuangan Dana Moneter Internasional (IMF) yang untuk kesekian kalinya
memangkas prediksi pertumbuhan ekonomi global.

Lemahnya permintaan global dan penurunan aktivitas perdagangan dunia pada gilirannya
menyebabkan penurunan berbagai harga komoditas dunia, termasuk harga minyak mentah
dunia. Terkait dengan harga minyak dunia, masih terdapat faktor lain yang mendorong
pelemahan harga minyak dunia secara signifikan diantaranya adalah dampak eskalasi krisis
Crimea antara Rusia dan Ukraina, krisis geopolitik di Timur Tengah dimana negara-negara
terkait berupaya meningkatkan pangsa pasar mereka melalui strategi perang harga minyak.
Selain itu, melimpahnya pasokan minyak mentah dunia dengan hadirnya energi substitusi,
yaitu shale oil and gas, serta ketidaksepakatan Organization of the Petroleum Exporting
Countries (OPEC) untuk mengurangi kuota produksi minyaknya telah mendorong peningkatan
pasokan minyak dan penurunan harga minyak mentah di pasar global.

Penurunan harga minyak dunia memberikan dampak berbeda pada negara-negara pengekspor
minyak dan negara-negara pengimpor minyak. Pada negara pengekspor minyak, turunnya
harga minyak akan memberikan tekanan fiskal yang signifikan mengingat sumber pendapatan
utama mereka adalah dari penjualan minyak bumi. Sedangkan bagi negara-negara pengimpor,
rendahnya harga minyak bumi akan mendorong aktifitas perekonomian, menurunkan inflasi,
serta mengurangi tekanan fiskal. Disamping itu harga minyak dunia yang rendah
menghadirkan kesempatan untuk melakukan reformasi kebijakan pengelolaan subsidi energi.
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Kinerja
Perekonomian
Indonesia Tahun
2014

Bagi Indonesia yang harus mengimpor sebagian kebutuhan bahan bakar minyaknya,
penurunan harga minyak dunia ini membawa dampak mengendurnya tekanan terhadap fiskal,
neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Tekanan pada APBN yang berasal dari: (1)
kemungkinan shortfall penerimaan akibat perlambatan kinerja ekonomi; (2) kemungkinan
membengkaknya belanja pemerintah pusat, terutama subsidi BBM akibat depresiasi nilai
tukar rupiah yang cukup signifikan; dan (3) harga minyak yang cukup tinggi sampai dengan
tiga triwulan pertama 2014, telah mendorong pemerintah melakukan kebijakan pemotongan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada APBN-P tahun 2014.

Permasalahan lain dalam perekonomian global di tahun 2014 adalah gejolak arus modal dan
likuiditas global akibat normalisasi kebijakan moneter yang diambil 7he Fed. Arah kebijakan
The Fed untuk mengurangi dan menghentikan stimulus moneter yang telah dilakukan selama
ini telah menimbulkan pembalikan arus modal dari emerging markets termasuk Indonesia ke
perekonomian Amerika Serikat. Fenomena tersebut telah menyebabkan penguatan dolar
Amerika Serikat terhadap semua mata uang dunia

Di tengah kondisi perekonomian global yang melambat, kinerja perekonomian nasional tumbuh
relatif cukup baik sejalan dengan fundamental ekonomi yang kuat dan stabilitas
makroekonomi yang terjaga serta proses penyesuaian ke arah yang lebih sehat.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan makro ekonomi, kebijakan Bank
Indonesia tetap diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan mengelola defisit transaksi
berjalan yang sehat. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui strategi pengelolaan likuiditas
dan tingkat suku bunga serta didukung penguatan koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia.
Pelaksanaan kebijakan stabilitas ekonomi tersebut ditempuh dengan tetap memperhatikan
upaya menjaga pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi

Realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 masih cukup baik walaupun sedikit melambat.
Perlambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tekanan pada kinerja neraca
perdagangan yang disebabkan oleh lemahnya permintaan global serta defisit pada neraca
perdagangan migas. Defisit neraca perdagangan migas didorong oleh tingginya permintaan
domestik. Pada saat yang sama, kinerja investasi (PMTB) terus menunjukkan perlambatan
yang didorong oleh dampak depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga
meningkatkan biaya impor bahan baku dan barang modal. Di samping itu, tingginya tingkat
suku bunga dalam negeri turut meningkatkan biaya kredit dan pembiayaan investasi. Namun
di sisi lain, tingkat konsumsi masyarakat masih cukup tinggi sehingga mampu menjaga
pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,06 persen.

Boks 1. Pengertian 7he FED, Quantitative Easing (QF) dan Tapering Off

The FED (The Federal Reserve System) merupakan gabungan dari 12 bank swasta nasional di
Amerika Serikat yang dipimpin oleh Dewan Gubernur yang beranggotakan tujuh orang.
Meskipun secara teknis 7he FED merupakan lembaga swasta, tetapi 7he FED lebih berperan
sebagai badan pemerintah daripada sebuah entitas bisnis. Dibawah seorang Chairman, The
FED dapat berperan sebagai bank sentral Amerika Swasta.

Layaknya bank sentral lainnya, 7he FED mengelola perekonomian Amerika Serikat dengan
cara menaikkan ataupun menurunkan suku bunga acuan. Tetapi 7he FED tidak dapat
menurunkan suku bunga di bawah nol, dimana hal ini telah dipertahankan selama lebih dari 6
tahun.

Salah satu cara yang digunakan 7he FED untuk merangsang ekonomi Amerika Serikat adalah
dengan memompa uang secara langsung ke dalam sistem keuangan dengan cara membeli
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Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia
Tahun 2014

obligasi jangka panjang dengan harapan uang tersebut dapat digunakan kembali untuk
keperluan lainnya, atau yang biasa dikenal dengan kebijakan Quantitative Easing.

Kebijakan ini cukup membantu Amerika Serikat ketika dilanda resesi di tahun 2009. Sampai
dengan akhir tahun 2013, 7he FED telah membeli obligasi USD 85 miliar per bulan. Totalnya,
di akhir tahun 2013, The FED telah mengantongi hampir USD 4 triliun dalam bentuk obligasi.
Jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki 7/e FED sebelum krisis keuangan hanya sebesar
USD 80 miliar.

Tapering off adalah proses pengurangan obligasi yang dibeli melalui Quantitative Easing
secara bertahap. Tujuan dari 7he FED melakukan Tapering Off adalah karena The FED ingin
kembali ke keadaan normal, artinya tidak ada lagi pembelian obligasi atau memasukkan dolar
kembali ke sistem keuangan ekonomi Amerika Serikat.

Usulan rencana kebijakan 7apering Off mulai bergaung di bulan Mei tahun 2013, ketika Ketua
The FED, Ben S. Bernanke, mengusulkan agar 7he FED segera mengurangi pembelian obligasi
di tahun 2013, dan dampaknya langsung terasa ke seluruh pasar keuangan emerging market
walaupun pada akhirnya kebijakan ini baru dilaksanakan di sepanjang tahun 2014.

Pengumuman kebijakan ini memunculkan kekhawatiran secara global. Perubahan yang
dilakukan 7he FED, bisa mengundang respons pasar secara global. Dampak dari pengumuman
kebijakan T7apering Off juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Di awal
pengumuman kebijakan 7apering Off ditahun 2013 juga menjadi salah satu penyebab Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh hingga 20%. Keinginan 7he FED mengurangi stimulus
tersebut membuat dana asing yang parkir di Indonesia banyak yang keluar dari Indonesia.
Jumlah nilai dana asing yang keluar sangat signifikan. Banyak investor menunggu kepastian
dari kebijakan Tapering Off sehingga menyebabkan ketidakstabilan pasar.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Sepanjang tahun 2014, ekonomi Indonesia mampu tumbuh relatif cukup baik sebesar 5,06
persen meskipun lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 5,73
persen. Melambatnya pertumbuhan ini terutama dikarenakan terjadinya penurunan ekspor
Indonesia sebagai dampak lemahnya permintaan global dan konsekuensi jangka pendek
kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah serta sebagai dampak atas kebijakan
Pemerintah dan Bl dalam rangka memperbaiki neraca perdagangan. Di sisi lain, impor juga
tumbuh negatif karena mahalnya biaya impor sebagai dampak depresiasi nilai tukar Rupiah.
Pertumbuhan tertinggi menurut lapangan usaha sepanjang tahun 2014 terjadi pada sektor
Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,31 persen, diikuti oleh sektor
Konstruksi sebesar 6,58 persen dan sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
sebesar 5,96 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha didominasi oleh tiga lapangan
usaha utama yaitu Industri Pengolahan (23,71 persen); Perdagangan, Hotel dan Restoran
(14,60 persen) dan Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (14,33 persen).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 terjadi pada heberapa
komponen. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,46 persen adalah
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
sebesar 4,25 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 2,07 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut pengeluaran didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (56,12 persen), diikuti Pembentukan Modal Tetap
Bruto (31,70 persen) dan Ekspor Barang dan Jasa (23,08 persen).
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PDB seri 2000 atas dasar harga berlaku selama tahun 2014 mencapai Rp10.094,93 triliun
atau naik sebesar Rp1.007,65 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013
sebesar Rp9.087,28 triliun. Sedangkan PDB seri 2000 atas dasar harga konstan pada tahun
2014 mencapai Rp2.909,18 triliun atau naik sebesar Rp140,13 triliun dibandingkan periode
yang sama tahun 2013 sebesar Rp2.769,05 triliun.

Produk Domestik Bruto Seri 2000 Tahun 2010-2014
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—4—PDB atas Harga Berlaku Seri 2000

Sumber : Badan Pusat Statistik
Grafik 1. Tren PDB Harga Berlaku Seri 2000 Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)

PDB Seri 2000 Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2014
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Sumber: Badan Pusat Statistik
Grafik 2. Struktur PDB Seri 2000 Menurut Pengeluaran tahun 2010 s.d 2014
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PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 dan 2014
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Sumber: Badan Pusat Statistik
Grafik 3. Struktur PDB Seri 2000 Menurut Lapangan Usaha atas Dasar harga
Berlaku
Tahun 2013 dan Tahun 2014 (persen)

Boks 2. Perubahan Tahun Dasar PDB Indonesia Berbasis SNA 2008
Pada penyusunan dokumen APBN-P tahun 2014, data PDB baik menurut pengeluaran maupun
lapangan usaha menggunakan tahun dasar 2000 atau disebut dengan seri 2000. Pada seri ini
PDB menurut pengeluaran terdiri dari 6 komponen sedangkan PDB menurut lapangan usaha
terdiri dari 9 sektor. Namun pada akhir tahun pelaporan 2014, PDB disesuaikan dengan
perhitungan tahun dasar 2010 (seri 2010) dimana PDB menurut lapangan usaha
menggunakan 17 kategori dan menurut pengeluaran menjadi 7 komponen.
Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi PDB seri 2000 dan seri 2010

Seri 2000 \ Seri 2010
Pengeluran Pengeluaran
1. Konsumsi RT 1. Konsumsi Rumah Tangga
2. Konsumsi Pemerintah 2. Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga
3. PMTB 3. Konsumsi pemerintah
4. Perubahan Inventori 4. PMTB
5.  Ekspor Barang dan Jasa 5. Perubahan Inventori
6.  Impor barang dan jasa 6.  Ekspor Barang dan Jasa
Sektora 7. Impor barang dan jasa
Pertanian, Sektoral
peternakan,kehutanan, dan 1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
perikanan 2. Pertambangan dan penggalian
2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan
3. Industri Pengolahan 4.  Pengadaan listrik dan gas
4. Listrik, gas, dan air bersih 5. Pengadaan air
5. Konstruksi 6.  Konstruksi
6. Perdagangan, hotel dan restoran 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi
7. Pengangkutan dan komunikasi perawatan mobil dan sepeda motor
8.  Keuangan, real estate dan jasa 8.  Transportasi dan pergudangan
perusahaan 9.  Penyediaan akomodasi dan makan minum
9. Jasajasa 10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan
12.  Real Estate
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan
jaminan sosial wajib
15.  Jasa pendidikan
Sumber: Badan Pusat Statistik 16. Jasa keseatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya
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Inflasi

PDB tahun dasar 2010 tersebut telah mengimplementasikan System of National Accounts
(SVA) 2008 yang merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu
rekomendasi PBB dalam buku panduan SNA 2008 bahwa pergantian tahun dasar dilakukan
pada tahun yang berakhir O dan 5 dengan maksud untuk menjamin keterbandingan PDB
secara internasional dan penyusunannya melalui kerangka Supply and Use Tables (SUT)
2010. Penyusunan SUT berguna untuk menjaga konsistensi penghitungan PDB dengan 3
pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan. Selain itu, perubahan
tahun dasar PDB memberikan gambaran perekonominan nasional terkini, menunjukkan
penghitungan yang lebih akurat terkait level dan struktur ekonomi dengan memasukkan
kegiatan ekonomi baru yang belum dicatat dalam penghitungan sebelumnya.

Selain perubahan komponen menurut pengeluaran maupun lapangan usaha menurut produksi,
PDB Seri 2010 juga dimaksudkan untuk mencakup perubahan struktur ekonomi selama 10
tahun terakhir, khususnya akibat perubahan teknologi dan informasi yang berpengaruh
terhadap pola distribusi dan munculnya kegiatan ekonomi yang baru serta produk baru yang
terjadi selama 10 tahun terakhir. Sebagai konsekuensinya, terdapat perbedaan hasil
perhitungan PDB, baik secara nilai maupun pertumbuhan, misalnya PDB nominal, PDB
konstan dan pertumbuhan PDB.

Tabel 2. Perbandingan Perkembangan PDB Seri 2000 dan Seri 2010

PDB Nominal Tahun Dasar 2000 (Rp T) 6.446,9 | 7.419,2 8.229.4 9.084,0 | 10.094,9
PDB Nominal Tahun Dasar 2010 (Rp T) 6.864,1 7.843,7 8.662,6 9.578,4 | 10.542,7
PDB Riil Tahun Dasar 2000 (Rp T) 23145 | 2.464,6 2.618,9 2.770,3 | 2.909,2
PDB Riil Tahun Dasar 2010 (Rp T) 6.864,1 7.287,3 7.726,5 8.152,9 | 8.568,10
Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2000 (%) 6,2 6,5 6,3 57 5,06
Pertumbuhan PDB Tahun Dasar 2010 (%) 6.4 6,2 6,0 55 5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sepanjang tahun 2014, harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan adanya
kenaikan. Pada bulan Desember 2014, dari hasil pemantauan BPS di 82 kota tercatat seluruh
kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 4.53 % dengan IHK
123,90 dan terendah terjadi di Meulaboh sebesar 1,17 % dengan IHK 120,56. Tingkat inflasi
tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) sebesar 8,36 persen.

Kelompok vol/atile food mengalami tekanan inflasi sepanjang tahun 2014 hal ini terjadi
akibat ketidakstabilan harga dan keterbatasan stok beberapa volatile food seperti beras dan
aneka cabai yang terjadi hingga penghujung tahun 2014 .

Sementara, tekanan inflasi dari kelompok administered prices meningkat. Peningkatan inflasi
pada kelompok ini terjadi antara lain karena pengalihan subsidi BBM di penghujung tahun
yang menyebabkan harga BBM di masyarakat menggunakan harga non subsidi untuk jenis
premium dan subsidi tetap untuk jenis solar, penyesuaian tarif listrik kelompok Rumah Tangga
dan Industri, penyesuaian harga LPG 12 kg, serta penyesuaian kenaikan tarif angkutan
secara umum seiring musim liburan.

Di sisi lain, penurunan harga komoditas global yang dapat mengkompensasi tekanan inflasi
yang berasal dari depresiasi rupiah dinilai sebagai penyebab cukup terkendalinya inflasi inti.

Dalam rangka menjaga kestabilan harga domestik, Pemerintah terus melakukan koordinasi
dengan Bank Indonesia melalui forum TPI dan TPID terutama pada upaya penentuan
mekanisme fixed subsidy BBM dan reformasi subsidi energi lainnya, kemampuan fiskal
pemerintah dalam mengalokasikan penghematan subsidi serta pengawasan, distribusi dan
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Nilai Tukar Rupiah

Neraca Pembayaran
Indonesia

stabilitasi harga pangan strategis. Laju inflasi bulanan (m-fo-m) dan Tahunan (y-0-y) selama
tahun 2014 tergambar di Grafik 4.

Inflasi Tahun 2014
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Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4. Tren Laju Inflasi Bulanan dan Tahunan Tahun 2014

Selama tahun 2014 nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi. Secara rata-rata rupiah
tercatat melemah sebesar 12,67 persen pada level Rp11.878/USD dari sebelumnya sebesar
Rp10.452/USD di tahun 2013. Secara point to point (ptp) pada 31 Desember 2014, rupiah
terdepresiasi sebesar 2,06 persen (yoy) dari Rp12.189/USD di 31 Desember 2013 ke level
Rp12.440/USD.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah atas dolar AS khususnya terjadi pada triwulan IV tahun
2014. Kejadian ini dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya menguatnya dolar Amerika
Serikat terhadap hampir seluruh mata uang berbagai negara sejalan dengan perbaikan
ekonomi Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate, melambatnya
perekonomian global, serta perilaku investor yang menunggu proses peralihan pemerintahan.
Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya
sehingga dapat mendukung penyesuaian ekonomi secara terkendali. Di samping itu, koordinasi
antara Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan dalam menjaga stabilitas
ekonomi makro dan persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Kinerja NPI tahun 2014 secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan. NPI
2014 mencatatkan surplus USD 15,2 miliar setelah sebelumnya mengalami defisit USD 7,3
miliar pada tahun 2013. Peningkatan ini didukung juga dengan menyusutnya defisit transaksi
berjalan menjadi USD 26,2 miliar (2,95 persen PDB) jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebesar USD 29,1 miliar (3,18 persen PDB). Perbaikan ini bersumber dari
kenaikan surplus neraca transaksi modal dan finansial serta neraca perdagangan non migas,
seiring penurunan impor mengikuti pelemahan permintaan domestik. Meningkatnya surplus
transaksi modal dan finansial sebesar USD 43,6 miliar dari sebelumnya sebesar USD 22,00
miliar di tahun 2013 yang berasal dari aliran masuk investasi asing langsung (FDI) dan surplus
investasi lain dari penarikan simpanan penduduk di luar negeri serta penarikan pinjaman LN
korporasi. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek
pertumbuhan ekonomi indonesia. Kinerja perdagangan non migas mengalami perbaikan
terutama karena tingginya permintaan minyak nabati dan ekspor manufaktur, sedangkan di
sisi migas, defisit neraca perdagangan migas menyusut walaupun volume impor minyak
meningkat, hal ini dikarenakan melemahnya harga minyak mentah dunia.
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Sumber :Bank Indonesia
Grafik 5. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2013-2014

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari — Desember 2014 sebesar USD
176,29 miliar atau menurun 3,43 persen dibanding periode yang sama tahun 2013. Capaian
ekspor ini terdiri dari ekspor non migas senilai USD 145,96 miliar atau turun 2,64 persen
dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor migas sebesar USD 30,33
miliar atau turun 7,05 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perlambatan kinerja ekspor ditahun 2014 dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya
pelemahan permintaan global khususnya dari negara mitra dagang utama Indonesia yaitu
Tiongkok dan Jepang serta strategi kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan nilai
tambah ekspor minerba.

Selama periode Januari — Desember 2014 total impor mencapai 178,18 miliar atau turun
4,53 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2013. Capaian impor ini terdiri dari
impor non migas senilai USD134,72 miliar atau turun 4,70 persen dan impor migas sebesar
USD43,46 miliar atau turun 3,99 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Nilai impor golongan barang konsumsi, bahan baku/penclong dan barang modal mengalami
penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 3,59
persen, 4,05 persen dan 7,07 persen. Perlambatan impor berasal dari penurunan impor barang
konsumsi dan kontraksi impor barang modal serta bahan baku. Penurunan impor juga terkait
dengan respons kebijakan dalam mengendalikan permintaan domestik dan kebijakan
pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Tren perkembangan
ekspor, impor dan neraca perdagangan selama tahun 2012-2014 dapat dilihat pada grafik 6.
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Grafik 6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Semesteran
2012-2014 (Miliar USD)
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Grafik 7. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan 2014
(Juta USD)
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Sepanjang Triwulan IV tahun 2014, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang
dipengaruhi oleh perbaikan transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial
berhasil mendorong kenaikan cadangan devisa dari USD111,2 miliar pada triwulan [l tahun
2014 menjadi USD111,86 miliar pada triwulan IV atau setara dengan 6,4 bulan impor dan
pembayaran utang luar negeri pemerintah. Peningkatan cadangan devisa merupakan refleksi
daya tahan perekonomian nasional terhadap tekanan sektor eksternal.
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Grafik 8. Cadangan Devisa 2014 (Miliar USD)

Pada bulan November dan Desember 2014, Bl rate diputuskan berada di level 7,75 persen
dimana dari Januari - Oktober 2014 BI rafe sebesar 7,50 persen. Kebijakan tersebut
konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju sasaran 4+ 1 persen pada 2015
dan 2016 serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.
Berdasarkan UU mengenai Bank Indonesia, penetapan sasaran inflasi dilakukan oleh
Pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, ditetapkan
sasaran Inflasi untuk periode 2013 - 2015, masing-masing sebesar 4,5%, 4,5%, dan 4%
masing-masing dengan deviasi +1%.

Ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat
dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga negara (SBN) yang dapat
diperdagangkan (tradable). Porsi kepemilikan asing pada SBN tradable pada 12 Desember
2014 tercatat mencapai 38,6 persen dengan nilai nominal sebesar Rp 470,0 triliun atau lebih
tinggi dibanding posisinya pada akhir tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dengan nominal
Rp323,9 triliun.

Berakhirnya stimulus moneter oleh 7he Fed pada Quantitative Easing (QF 3) pada akhir
Oktober 2014 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tingkat suku bunga
obligasi Pemerintah Indonesia. Tingkat obligasi pemerintah dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun
terlihat mengalami tekanan sejak pertengahan tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun
2014. Selain faktor global, tingkat suku bunga obligasi pemerintah mengalami peningkatan
yang disebabkan oleh tekanan yang bersumber dari faktor domestik seperti kenaikan laju
inflasi. Tekanan terhadap tingkat suku bunga obligasi juga tercermin pada obligasi negara
dengan tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan juga mengalami hal
serupa. Meskipun demikian, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada Tahun 2014
masih dapat dikendalikan di tingkat 5,8 persen atau lebih rendah dibandingkan asumsi APBN-
P 2014 sebesar 6,0 persen.

Perkembangan pasar saham domestik selama 2014 menunjukkan kinerja positif seiring
dengan sentimen positif global dan perbaikan data ekonomi domestik. IHSG pada triwulan |
2014 mencapai level 4.768,28 (28 Maret 2014) atau naik 11,6% (qtq) dibandingkan level
triwulan IV 2013 yang sebesar 4.274,18. Sedangkan pada triwulan Il 2014 mencapai level
4.878,58 (30 Juni 2014) atau naik 2,3% (qtq) dibandingkan triwulan | 2014. Pada Triwulan
Il 2014 mencapai level 5.137,58 (30 September 2014) atau naik 5,3% (qtq) dibandingkan
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Fungsi Intermediasi
Perbankan

Lifting Minyak dan
Gas

triwulan 11 2014. Pada Triwulan IV 2014 mencapai level 5.226,95 (31 Desember 2014) atau
naik sebesar 1,7% (qtq) dibandingkan dengan triwulan Il 2014. Dibandingkan dengan
penutupan tahun lalu Indeks pasar saham IHSG naik 22.3%. Penguatan IHSG dipicu oleh
inflasi yang terkendali serta optimisme terhadap perbaikan corporate earnings. Sementara itu,
sentiment positif eksternal yang mendorong kinerja IHSG adalah spekulasi kebijakan
pemerintah Tiongkok yang akan mendorong pasar saham dan rilis data trade balance
Tiongkok yang mengalami surplus lebih tinggi dari perkiraan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Tahun 2013-2014
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Sumber : Bursa Efek Indonesia
Grafik 9. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2013-2014

Di tengah proses penyesuaian dalam perekonomian domestik, ketahanan industri perbankan
masih terpelihara ditopang oleh modal yang kuat dan risiko kredit yang terkendali. Hingga
akhir 2014, fungsi intermediasi perbankan berlangsung baik seperti tercermin dari Loan to
Deposit Ratio (LDR) yang berada pada level 89,42 persen. Pada Desember 2014, rasio
kecukupan modal bank (CAR/Capital Adequacy Ratio) tercatat sebesar 19,4 persen, jauh di
atas ketentuan minimum 8 persen. Rasio kredit bermasalah (NPLINon Performing Loan) gross
juga masih terjaga pada level rendah dan stabil di kisaran 2,00 persen, Desember 2014 NPL
berada pada posisi 2,2 persen.

Tabel 3. Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan 2014

(I;}Z])E 90,47 | 90,47 | 91,79 | 90,79 | 90,30 | 90,25 | 92,19 | 90,63 | 8893 | 88,45 | 88,65 | 89,42
NPL

Gross 19 2 2 2 2,2 2,2 2,2 23 23 23 2,4 2,2
(%)

CAR 19,6 19,8 19,8 19,4 19,5 19,3 19,3 19,3 19,4 19,5 19,6 | 19,4

Sumber : Bank Indonesia

Lifting minyak mentah Indonesia selama tahun 2014 (Desember 2013 - November 2014)
rata-rata mencapai kisaran 794 ribu barel per hari yang berarti lebih rendah bila dibandingkan
dengan target APBN-P tahun 2014 sebesar 818 ribu per barel per hari. Rata-rata /ifting gas
dalam Tahun 2014 (Desember 2013 - November 2014) mencapai 1.224 ribu barel setara
minyak per hari sama dengan target APBN-P 2014. Rendahnya realisasi /ifting minyak bumi
antara lain disebabkan karena menurunnya kapasitas produksi sumur-sumur migas, beberapa
permasalahan teknis meliputi cuaca buruk, dan adanya pemunduran jadwal produksi dari
rencana semula oleh beberapa kontraktor.
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Harga Minyak
Mentah Indonesia

Perubahan Asumsi
Dasar Ekonomi
Makro pada
APBN-P TA 2014

Harga minyak mentah Indonesia (/ndonesian Crude Price/I[CP) di tahun 2014 cenderung
meningkat pada Semester I, kemudian mengalami penurunan pada Semester Il. Pada bulan
Januari 2014, ICP berada di kisaran USD105,80 per barel, selanjutnya pada bulan-bulan
berikutnya, ICP mengalami kenaikan harga dan berada di level tertinggi pada bulan Juni 2014
di kisaran USD108,95 per barel. Harga rata-rata ICP sampai dengan semester | tahun 2014
sebesar USD106,73 per barel. Namun pada Semester || 2014 rata-rata ICP mengalami
penurunan. ICP mulai turun pada bulan Juli, penurunan tersebut terus terjadi hingga akhir
tahun. Hal tersebut diantaranya dipengaruhi oleh faktor penurunan permintaan minyak
mentah jenis direct burning di Jepang akibat substitusi dari direct fuel dengan natural gas dan
batubara. Penurunan harga tersebut sejalan dengan perkembangan minyak mentah utama
dunia dan juga di pengaruhi oleh pertemuan negara-negara OPEC yang sepakat tidak
memotong produksi serta dampak meningkatnya pasokan substitusi minyak khususnya shale
oil and gas. Pada bulan desember 2014 harga rata-rata ICP menurun ke kisaran USD 59,56
per barel yaitu turun 20,46% dari rata-rata ICP November 2014 sebesar USD 75.39 per
barel. Angka tersebut adalah harga minyak mentah Indonesia terendah selama tahun 2014.
Rata-rata ICP tahun 2014 adalah USD 97 per barel.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2014

Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang lebih rendah dibanding target APBN-P-nya
terus berlanjut hingga triwulan | tahun 2014, sehingga diperkirakan realisasi pertumbuhan
ekonomi tahun 2014 akan lebih rendah dibanding target APBN-nya. Selain itu, realisasi /ifting
minyak bumi pada akhir tahun 2013 jauh lebih rendah dibanding targetnya dan kondisi ini
berlanjut hingga semester | tahun 2014. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut
memberikan tekanan yang berat terhadap pelaksanaan APBN tahun 2014.

Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang berbeda dengan asumsi dasar ekonomi
makro yang digunakan dalam APBN tahun 2014 mengharuskan Pemerintah melakukan
perubahan. Perubahan APBN tahun 2014 di samping menampung perubahan asumsi dasar
ekonomi makro juga dimaksudkan untuk menampung perubahan kebijakan dalam rangka
mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014.

Adapun perubahan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2014 adalah sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi dari 6,0 persen menjadi 5,5 persen.
Koreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor
masih lemahnya perekonomian global dan penurunan kinerja perdagangan internasional.

2) Inflasi dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen.
Laju inflasi diperkirakan cenderung lebih rendah didukung oleh membaiknya pasokan
barang kebutuhan masyarakat dan harga komoditas internasional yang cenderung
turun. Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil diharapkan dapat
menjaga laju inflasi sepanjang tahun 2014,

3)  Tingkat suku bunga SPN tiga bulan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen.
Kondisi likuiditas global yang semakin ketat dan masih tingginya ketidakpastian di
sektor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat bunga obligasi
pemerintah. Namun, masih tingginya permintaan obligasi pemerintah menjadi faktor
positif bagi pencapaian tingkat suku bunga sesuai target yang ditetapkan.

4)  Nilai tukar Rupiah dari Rp10.500 per USD menjadi Rp11.600 per USD.
Isu kebijakan tapering off oleh The Fed telah menimbulkan tekanan yang sangat
signifikan pada nilai tukar di berbagai kawasan termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai keseimbangan baru yang
mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Sinergi kebijakan fiskal,
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moneter, dan sektor riil diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

5)  Lifting minyak dari 870 ribu barel per hari menjadi 818 ribu barel per hari dan /ifting gas
dari 1.240 ribu barel setara minyak per hari menjadi 1.224 ribu barel setara minyak per
hari.

Dengan mempertimbangkan realisasi /iting minyak dan gas bumi pada triwulan | tahun
2014, sampai dengan akhir tahun 2014 /ifting minyak dan gas bumi diperkirakan lebih
rendah dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014.

Tabel 4. Ringkasan Indikator Makro Tahun 2014

Pertumbuhan Ekonomi (%) y-0-y 6,0 5,5 5,06
Tingkat Inflasi (%) y-0-y 5,5 5,3 8.36
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) 10.500 11.600 11.878
Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 55 6,0 5,80
Harga Minyak (USD/Barel) 105 105 97
Lifting Minyak (Ribu Barel/Hari) 870 818 794
Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari) 1.240 1.224 1.224

Sumber: Kementerian Keuangan

Tema Pembangunan  Arah kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah

RKP 2014 tahun 2014 dirumuskan dalam satu tema, yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional
bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Untuk mendukung
pencapaian tema tersebut, ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas
nasional lainnya, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan;
(4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi
dan iklim usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
teknologi. Sedangkan tiga prioritas lainnya adalah (1) bidang politik, hukum, dan keamanan;
(2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kebijakan
ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan
pada Rencana kerja Pemerintah Tahun 2014.

Sejalan dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas nasional lainnya tersebut,
RKP dibagi dalam tiga bagian, yaitu pertama, kebijakan yang diarahkan untuk mencapai
sasaran prioritas pembangunan nasional; kedua, kebijakan untuk memperkuat pembangunan
di berbagai bidang; serta ketiga kebijakan untuk memperkokoh kesatuan wilayah
pembangunan seluruh Indonesia.

Pokok-pokok APBN 2014 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi

Kebijakan Fiskal dan distribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah

Postur APBN-P 20714 untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan
mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi
distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilitas berkaitan dengan upaya untuk menjaga
stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang
produktif, efisien, dan stabil. Dengan demikian, APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan
fiskal memiliki peran strategis untuk melaksanakan fungsi ekonomi pemerintah.

Kebijakan fiskal sebagai salah satu pilar penting dalam pengelolaan ekonomi makro,
mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
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Kebijakan Umum
Perpajakan

Oleh karena itu, strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal diarahkan untuk
tetap memberikan ruang bagi ditempuhnya kebijakan stimulus fiskal secara terukur guna
mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil
pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Secara umum, kebijakan fiskal tahun 2014 masih bersifat ekspansif dalam rangka menjaga
momentum pertumbuhan dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan
tersebut diwujudkan melalui (1) kebijakan pendapatan negara; (2) kebijakan belanja negara; dan
(3) kehijakan defisit dan pembiayaan anggaran.

APBN Perubahan tahun 2014 disusun dalam rangka mengendalikan dan mengamankan
pelaksanaan APBN tahun 2014 dan menjaga defisit APBN dalam batas aman akibat tekanan
yang sangat herat terhadap pelaksanaan APBN 2014, baik dari sisi pendapatan maupun
belanja negara.

Sejalan dengan realisasi APBN 2013 dan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro sebagai
dasar perhitungan dalam APBN-P maka pokok-pokok perubahan postur APBN-P 2014 adalah
sebagai berikut:
—  Pendapatan negara dari Rp1.667.140,8 miliar menjadi Rp1.635.378,5 miliar;
— Belanja negara dari Rp1.842.495,3 miliar menjadi Rp1.876.872,8 miliar;
—  Defisit anggaran dari Rp175.354,5 miliar menjadi Rp241.494,3 miliar;
— Pembiayaan defisit dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dari Rp196.258,0
miliar menjadi Rp254.932,0 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) dari negatif
Rp20.903,5 miliar menjadi negatif Rp13.437,7 miliar.

Tabel 5. Ringkasan Realisasi Anggaran 2013, APBN dan APBN-P 2014
(triliun Rupiah)

Penerimaan Perpajakan 1.077,31 1.280,39 1.246,11
PNBP 354,75 385,39 386,95
Penerimaan Hibah 6,83 1,36 2,33
Pendapatan Negara & Hibah 1.438,89 1.667,14 1.635,38
Belanja Pemerintah Pusat 1.137,16 1.249,94 1.280,37
Transfer ke Daerah 513,26 592,55 596,50
Total Belanja Negara 1.650,56 1.842,49 1.876,87
Surplus (Defisit) (211,67) (175,35) (241,49)
Pembiayaan 237,39 175,35 241,49

Sumber: Kementerian Keuangan

Terkait upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah menerapkan beberapa
kebijakan di bidang perpajakan, yaitu (1) penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih
memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar, khususnya untuk bidang
usaha pertambangan, panas bumi, bidang usaha berbasis syariah, dan jasa keuangan; (2)
penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
(3) perluasan basis pajak dan penyesuaian tarif; (4) penyempurnaan kebijakan insentif
perpajakan untuk mendukung iklim usaha dan investasi; (5) penguatan penegakan hukum bagi
penyelundupan pajak.

Kebijakan umum untuk penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2014 antara lain:

a.  Penyempurnaan peraturan perpajakan;

b.  Peningkatan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap penerimaan negara;
c.  Kebijakan perpajakan untuk meningkatkan capital inflow dan mengurangi capital
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Realisasi Penerimaan
PerpajakanTahun
2014

outflow;

d.  Evaluasi kebijakan tarif bea masuk, antara lain untuk sektor industri alat transportasi
darat untuk mendukung moda transportasi dalam negeri;

e.  Penerapan kebijakan bea keluar untuk mendukung hilirisasi, antara lain bea keluar atas
ekspor produk mineral;

f.  Penyesuaian tarif cukai minuman mengandung etil alkohol.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Selama tahun 2014, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.550,49 triliun atau
94,81 persen dari target yang ditetapkan APBN 2014 sebesar Rp1.635,38 triliun. Capaian
realisasi pendapatan negara dan hibah ini didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan
sebesar Rp1.146,87 triliun atau 92,04 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp1.246,11
triliun. Realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp398,59 triliun atau 103,01 persen dari target
APBN 2014 sebesar Rp386,95 triliun, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp5,03 triliun
atau 216,53 persen dari target APBN 2014 sebesar Rp2,33 triliun. Faktor-faktor yang
mempengaruhi realisasi pendapatan negara tahun 2014 antara lain perkembangan kondisi
ekonomi dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta realisasi APBN-P 2013. Faktor ekonomi
yang memengaruhi perubahan pendapatan negara antara lain (1) pertumbuhan ekonomi, (2)
inflasi, (3) nilai tukar, (4) harga minyak mentah Indonesia (ICP), (5) serta lifting minyak dan
gas bumi.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2014) pendapatan negara dan hibah mengalami
peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,94 persen. Pertumbuhan ini sejalan
dengan arah kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian APBN. Realisasi
pendapatan negara dan hibah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, yaitu
sebesar 21,63 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu menurun sebesar
7,53 persen.

Pertumbuhan Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun 2010-2014
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Sumber : Kementerian Keuangan
Grafik 10. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010-2014

Perpajakan tetap menjadi tumpuan utama dalam capaian pendapatan negara dan hibah
sepanjang tahun 2014. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.146,87 triliun atau
meningkat 6,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp1.077,31 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh implikasi kebijakan penerimaan
perpajakan, baik kebijakan di bidang penerimaan pajak maupun kebijakan di bidang
penerimaan kepabeanan dan cukai.
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Komposisi penerimaan perpajakan tahun 2014 meliputi penerimaan pajak dalam negeri
sebesar Rp1.103,22 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp43,65
triliun. Penerimaan pajak dalam negeri meliputi penerimaan PPh sebesar Rp546,18 triliun,
penerimaan PPN dan PPn BM sebesar Rp409,18 triliun, penerimaan PBB sebesar Rp23,48
triliun, penerimaan cukai sebesar Rp118,09 tiliun, dan penerimaan pajak lainnya sebesar
Rp6,29 triliun. Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk
sebesar Rp32,32 triliun dan bea keluar sebesar Rp11,33 triliun.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 dan 2014
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
Grafik 11. Penerimaan Perpajakan Tahun 2013 dan 2014
(Triliun Rupiah)

Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan perpajakan dibandingkan
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu dipergunakan untuk menilai
tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara dan menjadi salah
satu indikator ketahanan fiskal suatu negara. 7ax ratio Indonesia berangsur-angsur
meningkat pada periode 2010-2012, namun mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2014.
Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) tahun 2014 mencapai 11,36
persen. Persentase ini menurun sebesar 0,50 persen bila dibandingkan dengan tax ratio tahun
2013 sebesar 11,86 persen.

Tax Ratio Indonesia Tahun 2010 - 2014
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
Grafik 12. Tax Ratio Indonesia Tahun 2010-2014

Capaian PNBP tahun 2014 mencapai Rp398,59 triliun atau sebesar 103,01 persen dari
anggaran yang ditetapkan sebesar Rp386,95 triliun. Capaian realisasi PNBP ini naik sebesar
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Rp43,84 triliun dari realisasi PNBP tahun 2013 sebesar Rp354,75 triliun. Komposisi PNBP
meliputi penerimaan SDA sebesar Rp240,85 triliun, pendapatan bagian laba BUMN sebesar
Rp40,31 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp87,75 triliun, dan pendapatan BLU sebesar
Rp29,68 triliun. Meningkatnya pencapaian PNBP tersebut dipengaruhi oleh perkembangan
beberapa asumsi dasar ekonomi makro, khususnya harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai
tukar rupiah, dan /ifting minyak dan gas bumi (migas).

Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014
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Sumber : Kementerian Keuangan
Grafik 13. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014 (Triliun Rupiah)

Penerimaan hibah tahun 2014 terealisasi sebesar Rpb,03 triliun atau 216,53 persen dari
target APBN tahun 2014 sebesar Rp2,33 triliun. Realisasi tersebut menurun sebesar 26,32
persen bila dibandingkan dengan realisasi hibah tahun 2013 yang mencapai Rp6,83 triliun.
Penerimaan hibah sangat tergantung atas komitmen negara donor untuk memberikan
bantuannya dan komitmen Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah dalam melaporkan
dan melakukan pengesahan hibah yang telah diterimanya. Dalam rangka tertib administrasi,
kebijakan penerimaan hibah diarahkan pada upaya untuk menyempurnakan sistem penerimaan
dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.

REALISASI BELANJA NEGARA

Dalam APBN-P tahun 2014 terdapat penyesuaian atas besaran belanja negara melalui
perubahan kebijakan fiskal di bidang belanja negara. Pokok-pokok perubahan kebijakan
tersebut antara lain: (1) upaya pengendalian subsidi energi; (2) pengalokasian anggaran
cadangan belanja untuk kebutuhan yang bersifat kontraktual dan tunggakan tagihan atas
beberapa  kegiatan tahun-tahun  sebelumnya; serta (3) pemotongan belanja
Kementerian/Lembaga (K/L). Kebijakan pemotongan belanja K/L tersebut dilakukan untuk
anggaran yang bersumber dari rupiah murni dengan tidak mengurangi anggaran kebutuhan
belanja pegawai dan barang untuk operasional kantor, anggaran pendidikan, tetap menjaga
upaya pencapaian program prioritas nasional, serta dengan mengecualikan pemotongan-
pemotongan pada kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan dan
Pemilu 2014

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2014 disusun dengan
mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2014, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan kerangka ekonomi makro tahun 2014.

Perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang diiringi respon kebijakan yang akan
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diambil pemerintah, menyebabkan postur perubahan APBN tahun 2014 berbeda dengan
APBN-nya secara struktural, tidak terkecuali pada komponen belanja pemerintah pusat
sebagai salah satu komponen dari belanja negara. Perbedaan tersebut utamanya diakibatkan
oleh perkiraan peningkatan secara signifikan beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang pada
akhirnya menyebabkan peningkatan rasio defisit anggaran terhadap PDB tahun 2014 menjadi
lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014. Perkiraan peningkatan
defisit tersebut selain dapat mengganggu pelaksanaan APBN tahun 2014 juga berpotensi
menyebabkan terganggunya pencapaian keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Untuk
meminimalkan potensi terganggunya pencapaian keberlanjutan fiskal tersebut sekaligus
mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2014, kombinasi kbijakan yang diambil pemerintah
di bidang belanja pemerintah pusat antara lain: (1) kebijakan pengendalian subsidi energi; dan
(2) pemotongan anggaran belanja K/L secara terstruktur

Kinerja penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) tahun 2014 dinilai
oleh Pemerintah dengan mengacu kepada (1) perbandingan penyerapan antara tahun 2013
dengan tahun 2014; dan (2) perbandingan dengan daya serap nasional. Hal ini dimaksudkan
agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga
multiplier effect dapat dicapai secara maksimal. Terkait dengan hal itu, Pemerintah
melakukan perubahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa serta memberikan
penghargaan kepada K/L yang berkinerja baik untuk menjamin bahwa anggaran telah
dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Realisasi belanja negara sepanjang tahun 2014 mencapai Rp1.777,18 triliun
atau 94,69 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp1.876,87triliun. Secara nominal realisasi
belanja negara tahun 2014 tersebut naik sebesar Rp126,62 triliun atau 7,67 persen dari
realisasi tahun 2013 sebesar Rp1.650,56 triliun. Realisasi belanja negara ini terdiri dari
belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.203,58 triliun atau 94,00 persen dari pagu APBN
2014 sebesar Rp1.280,37 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp573,70 triliun
atau 96,18 persen dari pagu APBN sebesar Rp596,50 triliun. Melalui kebijakan dan alokasi
anggaran belanja negara yang diterapkan Pemerintah di tahun 2014, Pemerintah dapat
secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program
pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber
daya ekonomi antar kegiatan, antarprogram, antar sektor dan antar fungsi pemerintahan,
mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

Realisasi belanja pemerintah pusattahun 2014 apabila dilihat dari klasifikasi ekonomi meliputi
belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp243,72 triliun (94,31 persen dari pagu), belanja
barang yang terealisasi sebesar Rp176,62 triliun (90,48 persen dari pagu), belanja modal
yang terealisasi sebesar Rp147,35 triliun (91,64 persen dari pagu), belanja pembayaran
bunga utang yang terealisasi sebesar Rp133,44 triliun (98,51 persen dari pagu), belanja
subsidi yang terealisasi sebesar Rp391,96 triliun (97,25 persen dari pagu), belanja hibah yang
terealisasi sebesar Rp0,91 triliun (31,81 persen dari pagu), belanja bantuan sosial yang
terealisasi sebesar Rp97,92 triliun (101,31 persen dari pagu), dan belanja lainnya yang
terealisasi sebesar Rp11,65 triliun (41,70 persen dari pagu).
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
Grafik 14. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2013 dan Tahun 2014
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (triliun Rupiah)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2014 sebagian besar merupakan
belanja yang bersifat wajib dipenuhi (belanja pegawai, belanja barang operasional, dan alokasi
penerima bantuan iuran dalam rangka SJSN bidang kesehatan), subsidi, pembayaran bunga
utang serta bantuan sosial. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk belanja yang merupakan
diskresi pemerintah (belanja barang non opersional, sebagian bantuan sosial, belanja modal,
belanja hibah dan belanja lain-lain). Komponen terbesar belanja pemerintah pusat apabila
dilihat dari klasifikasi ekonomi adalah belanja subsidi yang diikuti oleh belanja pegawai dan
belanja barang. Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang atau jasa yang memenuhi hajat hidup
orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau di masyarakat,
meliputi subsidi energi dan subsidi non energi. Sedangkan belanja pegawai sebagian besar
digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan serta honorarium, dan juga digunakan untuk
pembayaran kontribusi sosial, yakni asuransi kesehatan, dan pembayaran manfaat pensiun.
Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2014 meliputi (1) meningkatkan kapasitas fiskal
daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; dan
(2) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan
publik antar daerah.

Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi
vertical dan horizontal fiscal imbalance, meningkatkan kualitas layanan publik dan
mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya
nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan
tepat waktu, serta mendukung fiscal sustainability dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer
ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan
naiknya pendapatan negara. Selain anggaran transfer ke daerah yang dialokasikan dan
disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN
yang dialokasikan melalui anggaran kementerian negara/lembaga untuk mendanai beberapa
kegiatan di daerah. Dana dari kementerian/lembaga tersebut antara lain berupa dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian
negara/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD.

Realisasi transfer ke daerah tahun 2014 mencapai Rp573,70 triliun (96,18 persen dari pagu
APBN 2014 sebesar Rp596,50 triliun), atau naik Rp60,44 triliun (11,78 persen) dari realisasi
tahun 2013 sebesar Rp513,26 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana

Catatan atas Laporan Keuangan -26-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

Makna Transfer ke
Daerah

Surplus/Defisit
Anggaran

Kebijakan
Pembiayaan Tahun
2014

perimbangan, dana otsus dan penyesuaian serta dana keistimewaan DIY. Realisasi dana
perimbangan tahun 2014 sebesar Rp477,05 triliun atau sebesar 96,99 persen dari pagu
APBN 2014 sebesar Rp491,88 triliun. Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar
Rp96,23 triliun atau 92,44 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp104,09 triliun.
Sedangkan Dana Keistimewaan DIY terealisasi sebesar Rp0,42 triliun (80 persen dari pagu).

Realisasi Transfer Ke Daerah Tahun 2013-2014 (Triliun Rp)
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Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan
Grafik 15. Realisasi Transfer ke Daerah 2013-2014 (Triliun Rp)

Transfer ke daerah adalah instrumen pelaksanaan desentralisasi fiskal selain pemberian
kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk memungut pajak (taxing power). Oleh karena
local taxing power melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber
penerimaan daerah masih sangat terbatas, Pemerintah melakukan transfer ke daerah
terutama untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah diserahkan
ke daerah (money follow function). Namun demikian, di samping transfer ke daerah,
Pemerintah juga mengalokasikan dana ke daerah dalam bentuk Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan yang penyalurannya dilakukan melalui Kementerian Negara/Lembaga
teknis.

PEMBIAYAAN

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2014 mencapai Rp1.550,49 triliun, sementara
realisasi belanja negara mencapai Rp1.777,18 triliun, sehingga defisit tahun anggaran
berjalan tahun 2014 sebesar Rp226,69 triliun.

Guna mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian
nasional, kebijakan fiskal Pemerintah pada tahun 2014 diarahkan pada kebijakan fiskal
ekspansif. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah memanfaatkan sumber-sumber
pembiayaan yang berasal dari non utang dan utang. Mengingat minimnya kapasitas sumber-
sumber pembiayaan non utang, sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian
utama sumber pembiayaan dalam menutup defisit APBN 2014. Pembiayaan melalui utang
dalam APBN 2014 dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang
berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan
Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung. Dalam
pelaksanaannya, Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-
sumber pembiayaan utang dari dalam negeri. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri
relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Kebijakan pembiayaan
dalam APBN tahun 2014 di antaranya adalah (1) mengupayakan ratio utang terhadap PDB
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Rasio Defisit
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berkisar 23-24 persen pada akhir tahun 2014; (2) memanfaatkan SAL sebagai sumber
pembiayaan anggaran dan fiscal buffer; (3) mempertahankan kebijakan negative net flow
serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; (4) mengupayakan pemanfaatan utang
untuk kegiatan produktif; (5) mengalokasikan dana investasi Pemerintah dalam bentuk
pemberian PMN kepada BUMN/lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2014 mencapai Rp248,89 triliun atau 103,06
persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp241,49 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam
negeri mencapai Rp261,24 triliun, atau 102,48 persen dari target APBN-P 2014 sebesar
Rp254,93 triliun. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp12,35 triliun, lebih
tinggi sebesar Rp1,09 triliun dari target APBN-P 2014 sebesar negatif Rp13,44 triliun.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah menjaga defisit kumulatif
APBN dan APBD dibawah ambang batas 3,0 % terhadap PDB. Hal ini sesuai dengan amanah
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selama tahun
2010-2014 rasio tersebut berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata
sebesar 1,66 persen.
e
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Sumber : Budget in Brief APBN-P 2015
Grafik 16. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun
2010-2014
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A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014disusun untuk tujuan umum (general
purposes financial statement) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan
dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (decision usefulness
approach). LKPP Tahun 2014mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh
entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian
Negara/Lembaga (KL), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi eselon |, kantor
wilayah, dan satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran
yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan
kerja perangkat daerahpengguna Dana Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan,dan Urusan
Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan
konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)danLaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2014 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN
dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan gabungan dari entitas akuntansi satuan kerja di
bawahnya. Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN selaku Pengguna Anggaran dan jumlah Satker
yang berada di bawahnya.

No. A::::]r:n Kementerian Negara/Lembaga 2':;11':'“ Sazt: :;
1 BA 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 2 2
2 BA 002 Dewan Perwakilan Rakyat 2 2
3 BA 004 Badan Pemeriksa Keuangan 70 70
4 BA 005 Mahkamah Agung 1.655 1.640
5 BA 006 Kejaksaan Agung 517 517
6 BA 007 Sekretariat Negara 16 16
7 BA 010 Kementerian Dalam Negeri 1285 873
8 BA 011 Kementerian Luar Negeri 144 144
9 BA 012 Kementerian Pertahanan 820 1.070
10 BA 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 803 797
1 BA 015 Kementerian Keuangan 1.073 1.073
12 BA 018 Kementerian Pertanian 1.440 1.622
13 BA 019 Kementerian Perindustrian 127 107
14 BA 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 98 98
15 BA 022 Kementerian Perhubungan 643 663
16 BA 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 453 420
17 BA 024 Kementerian Kesehatan 1.427 1.577
18 BA 025 Kementerian Agama 7.016 6.931
19 BA 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 841 882
20 BA 027 Kementerian Sosial 242 216
21 BA 029 Kementerian Kehutanan 408 407
22 BA 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 918 890
23 BA 033 Kementerian Pekerjaan Umum 1.328 1.083
24 BA 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2 2
25 BA 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2 2
26 BA 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 2
27 BA 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 266 150
28 BA 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 1 1
29 BA 042 Kementerian Riset dan Teknologi b ]
30 BA 043 Kementerian Lingkungan Hidup 42 74
31 BA 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 59 45
32 BA 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 17
33 BA 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2 2
34 BA 050 Badan Intelijen Negara 1 1
35 BA 051 Lembaga Sandi Negara 1 1
36 BA 052 Dewan Ketahanan Nasional 1 1
37 BA 054 Badan Pusat Statistik 513 507
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No. A:;:::n Kementerian Negara/Lembaga 2.:]u1lzlah Sazt: :;
38 BA 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 35 35
Pembangunan Nasional
39 BA 056 Badan Pertanahan Nasional 461 468
40 BA 057 Perpustakaan Nasional 36 36
4 BA 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 60 62
42 BA 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.230 1.206
43 BA 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 40 40
44 BA 064 Lembaga Ketahanan Nasional 1 1
45 BA 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 39 39
46 BA 066 Badan Narkotika Nasional 146 119
47 BA 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 43 15
48 BA 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 42 42
49 BA 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1 1
50 BA 075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 183 183
51 BA 076 Komisi Pemilihan Umum 531 531
52 BA 077 Mahkamah Konstitusi 1 1
53 BA 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1 1
54 BA 079 Lembaga limu Pengetahuan Indonesia 50 50
55 BA 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 20 21
56 BA 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 19 19
57 BA 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 20 20
58 BA 083 Badan Informasi Geospasial 1 1
59 BA 084 Badan Standardisasi Nasional 1 1
60 BA 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3 3
61 BA 086 Lembaga Administrasi Negara 8 13
62 BA 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 19 35
63 BA 088 Badan Kepegawaian Negara 13 13
64 BA 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 39 39
65 BA 090 Kementerian Perdagangan 171 255
66 BA 091 Kementerian Perumahan Rakyat 9 9
67 BA 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 34 34
68 BA 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 1 1
69 BA 095 Dewan Perwakilan Daerah 2 2
70 BA 100 Komisi Yudisial 1 1
Al BA 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1 1
72 BA 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 28 27
73 BA 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 1 1
74 BA 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 1
75 BA 107 Badan SAR Nasional 35 34
76 BA 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 1 1
71 BA 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 1 1
78 BA 110 Ombudsman RI 1 1
79 BA 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 25 35
80 BA 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 1 1
Bebas Batam
81 BA 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 1 1
82 BA 114 Sekretariat Kabinet 1 1
83 BA 115 Badan Pengawas Pemilihan Umum 34 28
84 BA 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 71 70
85 BA 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 29 29
86 BA 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 1 1
Bebas Sabang
87 BA 999 Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:
BA 999.01 | Pengelolaan Utang *) 1 1
BA 999.02 | Hibah *) 2 2
BA 999.03 | Investasi Pemerintah *) 1 1
BA 999.04 | Penerusan Pinjaman *) 1 1
BA 999.05 | Transfer ke Daerah *) 3 3
BA 999.07 | Belanja Subsidi *) 13 13
BA 999.08 | Belanja Lain-lain*) 13 13
BA 999.99 | Transaksi Khusus *)
BA 999.- Badan Lainnya*)
Jumlah Satker 25.741 | 25.384
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¥} BA tersebut merupakan entitas akuntansi, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan
menjadi LKBUN.

LKPP Tahun 2014 mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

= transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, yaitu dana
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

= transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana
APBN, namun mengelola aset Pemerintah, yaituUnit Badan Lainnya nonsatuan kerja.

LKPP Tahun 2014 ini tidak mencakup entitas:

] Pemerintahan Daerah;

= Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

] Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
] Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal (investasi) Pemerintah pada Perusahaan
Negara (BUMN dan Non BUMN),dan BHMN, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah
dan dijabarkan dalam lkhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.
Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP),
yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi
Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker
(Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan
laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN
diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan
neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN.
SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem
Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
(SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi
Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-
BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya
(SA-BL). SiAP terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)
dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan
Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang
akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada
diagram di bawah ini.
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SAPP dijalankan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

Kerangka Umum SAPP

MENTERI
KEUANGAN
SELAKU
PENGELOLA

FISKAL

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran
seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri
dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Laporan Realisasi APBN TA
2014disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri
Keuangan selaku BUN yang berasal daripembukuan intrakomtabel atas seluruh
penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negaradan/atau melalui pengesahan
pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari
K/Lberfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.

Angka realisasi Belanja Negara pada Laporan Realisasi APBN TA 2014 disajikan
berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana
pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang
dibelanjakannya.Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data
SAU) berfungsi sebagai penguiji (kontrol) atas data belanja K/L. Apabila terjadi
perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN,
perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai data “Suspen.”

Angka realisasi Pembiayaan pada Laporan Realisasi APBN TA 2014 disajikan
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berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri
Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomtabel atas seluruh
penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara
dan/atau melalui pengesahan transaksi pembiayaan.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL
danNeraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum
Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran — Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan
Keuangan Badan Lainnya. Untuk mengantisipasi keterbatasan waktu penyusunan
laporan keuangan, LKPP dapat disusun melalui konsolidasi LKKL dan Laporan Keuangan
Bagian — Bagian Anggaran BUN, sebelum menjadi angka konsolidasian LKBUN. Khusus
data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas
pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang
dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2014mencakup data
penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening
502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening
519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 608.000111980, rekening SAL,
rekening khusus dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi
pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari
pendapatan hibah langung, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas
disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi,
pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan, daftar
rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima
pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca adalah berdasarkan basis akrual,
yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan/atau timbulnya kewajiban tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2014mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran Il PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis
Kas Menuju Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2014
diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan
pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
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Pendapatan diakui pada
saat kas diterima pada
KUNatau terjadinya
pengesahan oleh KPP

Belanja diakui pada saat
kas keluar dari KUNatau
terjadinya pengesahan
oleh KPPV

Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP
Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat
pada tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1

(2)

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah.Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada
saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN
selaku Kuasa BUN sesuai dengan PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan
Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah No.02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang
Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan yang diakui pada saat
pengesahan oleh KPPN antara lainPendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU.
Untuk Kas di Bendahara Penerimaan tidak diakui sebagai pendapatan karena rekening
Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUN

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2014adalah untuk
penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan
Gas Bumi (600.000411980) dan RekeningPanas Bumi (508.000084980), sertaRekening
Pertambangan dan Perikanan 508.000071980. Hal ini dilandasi bahwa earnings process
atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini juga dikarenakan
penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada
rekening 508.000084980, serta penerimaan pertambangan pada rekening
508.000071980,masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah
seperti under/over lifting, Domestic Market Obligation (DMO)fee, dan pengembalian
(reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
kewajiban lainnya. Penerimaan migas pada rekening 600.0004 11980, penerimaan panas
bumi pada rekening 508.000084980, dan penerimaan pertambangan pada rekening
508.000071980, setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban
Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai“Pendapatan yang Ditangguhkan.”
Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani
rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas
Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau
pada saat terjadinya pengesahan atas belanja berdasarkandokumenpengesahan oleh
KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain
Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja
disajikan pada lembar muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomiljenis
belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CalK), ditambahkan
penjelasan mengenai belanja yang disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
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Pembiayaan diakui pada
saat kas
diterima/dikeluarkan dari
KUN atau terjadinya
pengesahan oleh BUN

Aset terdiri dari Aset
Lancar, Investasi, Aset
Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar terdiri dari
kas, piutang,investasi
Jangka pendek dan
persediaan

3)

4)

Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang dalam
penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan
modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok hutang.Pembiayaan
diakui pada saat kas diterima pada KUN ataupada saat terjadinya pengeluaran kas dari
KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan oleh
BUN.Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan
pinjaman luar negeri melalui mekanisme direct payment. Pengeluaran Pembiayaan yang
diakui pada saat pengesahan antara lain pencatatan investasi permanen yang berasal
dari hibah saham. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan
pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN
maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas
yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (atau data Ditjen Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada
Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca
Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) yang disampaikan oleh Ditjen Pengelolaan
Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran
dijelaskan pada CaLK.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh
masyarakat. Aset diukur dalam satuan mata uang rupiah.Namun demikian, termasuk
juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya
alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui
pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tesebut diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri
dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

= Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk
valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

= Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang
belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai
dengan tanggal pelaporan.
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Investasi terdiri dari
Investasi fangka pendek
dan investasi jangka
panjang

b.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai
bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening
Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum
disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, serta kas dari hibah
langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara berupa pengeluaran
yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Kas BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang
belum disahkan. Dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan tidak
disajikan sebagai kas dan setara kas melainkan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca
KIL yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito
merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah
(rekening asal) ke rekening Pemerintah yang lain (rekening tujuan), namun
sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening
tujuan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang
timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai
dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang
Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR),Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan
BLU, Piutang Lain-lain, dan Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman.LKPP
Tahun 2014menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Vet Realizable
Value) atas piutang dengan memperhitungkanpenyisihan atas piutang tidak
tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada
CaLK.Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka
Belanja/Belanja Dibayar di Muka.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang lainnya yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada
perhitungan fisik pada tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi
jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan
atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
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Investasi Jangka
Panjang terdiri dari
Investasi Non Permanen
dan Investasi Permanen

dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca
Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014meliputi investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31
Desember 2014adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non
permanen dan permanen.

(i)

(ii)

Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk
dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan. Pada LKPP Tahun 2014, Investasi Non Permanenbukan
merupakan penyertaan modal saham, melainkanberupa pinjaman jangka
panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan
negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

= Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana
Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan
(LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP)
atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.

= Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset
Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) yang telah diinvestasikan dalam bentuk pinjaman atau
surat berharga.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan. Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum
digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk
mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam
jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen
meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara,
lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya.

= |nvestasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara,
lembaga keuangan internasional, Eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN),
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia,
Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha
lainnya.PMNpadaperusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah
sama dengan atau lebih besar dari 51persen disebut sebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMNpadaperusahaan negara yang
kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai
Non BUMN;

= PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas
dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham
pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas);

= Aset-aset yang berstatus BantuanPemerintah Yang Belum Ditetapkan
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Aset Tetap terdiri dari
Tanah, Gedung dan
Bangunan, Peralatan dan
Mesin, Jalan, Irigasi, dan
Jaringan, Aset Tetap
Lainnya, dan KDP

Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen
PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari
belanja K/L yang diserahkelolakan kepada BUMN di masing-masing sektor.
Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita
Acara Serah Terima Operasi (BASTO). Metode pencatatan BPYBDS masih
variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai
hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan

= PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi
permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun
dalam bentuk penerhitan Promissory Notes. Di sisi lain, Promissory
Notestersebutdisajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMNpada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau
lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada Bl disajikan dengan
menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN)
dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan
metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen
menggunakan metode biaya.

Penilaian investasi permanen diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika
suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti
bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada
pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam
suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional,
menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan
internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil
konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah Bl pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan
dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.Aset tetap juga
mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal
pelaporan sedang dalam proses pengerjaandan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat
aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dikonsolidasikan dari nilai Aset Tetappada neraca
KiLper 31 Desember 20714berdasarkanharga perolehan.Sejak tahun 2007,
Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi
inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN
yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMIN
tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2014.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan
pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VIl PMK
No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan
atau lebih besar dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih
besar dari Rp10.000.000(sepuluh juta rupiah).
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SAP telah mengatur
mengenai depresiasi dan
Pemerintah telah
menerapkan penyusutan
Aset Tetap untuk
seluruh entitas
akuntansi mulai
pelaporan keuangan
Tahun 2013

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalanfirigasif/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum
kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari
transfer/pengalihan/pertukaran.Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum
kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran [l PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap,Aset Tetap disajikan
berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan
(depresiasi).Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh
entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2014 sebagaimana PMK
No.1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014.
Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap
semester dan disajikan dalam pos Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai
Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati
satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut
digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan
aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang
sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera
direklasifikasikan ke salah satu pos yang sesuai dengan jenisaset tetap tersebut.

Piutang Jangka Panjang

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran
(TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit
Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

= TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah
secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal
dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas negara atau daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.

= TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai
negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

= Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan
dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang
bersumber dari dalam dan/atau dari luar negeri, yang diberikan kepada pemda,
BUMN, BUMD/atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah, termasuk di dalamnya piutang
sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemda/atau
penerima lainnya.

= Piutang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan
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Aset lainnya terdiri dari
TPA, Tagihan TGR,
Kemitraan dengan Pihak
Ketiga, Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya, Aset
Tak Berwujud, Dana
Penjaminan, Aset KKKS,
Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya,dan
Asetlain-lain.

dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada pemda, BUMN, BUMD,
atau penerima lainnya.

TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang
akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2014 ini
telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos
tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan
piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan
Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya,Aset Tidak Berwujud, Dana
Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah
Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang
dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah
akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya
hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang
disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi
Hasil, rekening dana reboisasi, dana Biaya Penyelenggaraan luran Haji, dan Kas
Besi Perwakilan Rl di Luar Negeri, Dana Abadi Pendidikan, serta jenis dana lain
yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk
hak atas kekayaan intelektual.Aset Tidak Berwujud meliputi software
komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, hasil
kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak
Berwujud dalam pengembangan.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2014adalah:

- Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004, yang disajikan
pada LKPP Tahun 2014 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian.

- Aset KKKS yang diperoleh tahun 2005 - 2010, yang disajikan berdasarkan
harga perolehan. Apabila tidak diketahui harga perolehannya maka
digunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian.

- Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011, yang dicatat berdasarkan
harga perolehan. Aset KKKS yang diperoleh serta digunakan sejak tahun
2011, apabila berupa Harta Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun
2014 setelah Placed Into Services (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan
setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang
diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi.

Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan
penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian
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Kewajiban terdiri dari
kewajiban Jangka
Pendek dan Kewajiban
Jangka Panjang.

namun belum dapat diyakini nilainya, tidak dicatat dalam neraca, namun
diungkapkan dalam CaLK.

Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah ¢.q Kementerian ESDM
dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai
aset tetap atau persediaan.

Untuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan
minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu
minyak dan gas bumi.

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas)
yang dimiliki Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia
Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung
Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengelola Dana Abadi
Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset
dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi
APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)maka aset dan
kewajiban atas KPA dikeluarkan daripenghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
jenis aset lainnya sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa
aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset
yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset
yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada
PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau
tagihan pada LKPP Tahun 2014 disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa
kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga
internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau
pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut
hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-
undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.

a.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang
Bunga/Biaya Pinjaman (accrued interest),Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan
Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum
disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah
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terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah
yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian
dari kewajiban yang berkaitan.

= Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang
adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal
pelaporan.

= SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto
yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.

= Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait
dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan
508.000084.980, seperti under lifting, DOMO fee, dan pengembalian
(reimbursement) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKSherdasarkan
verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

= Kewaijiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah /nkracht

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini
merupakan gugatan perdata ataupun gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang
ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat
menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan
bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi
penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya
hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan
Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.
Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah
memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), maka Kementerian Negara/ Lembaga
bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian
Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila
diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang
dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah /nkracht dan
upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga
terkait harus segera menindaklanjuti putusan inkracht tersebut untuk
menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan
atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah inkracht dianggarkan pada
masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah inkracht dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal pembayaran atas putusan tuntutan hukum yang telah
inkrachttidak terdapat lagi upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan
Pemerintah dan sudah dianggarkan dalam DIPA  Kementerian
Negara/Lembaga tahun anggaran berikutnya, maka nilai pembayaran atas
putusan tuntutan hukum yang telah /nkracht tersebut disajikan sebagai
Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL/LKPP;

2) Apabila putusan tuntutan hukum yang telah inkracht, namun pembayarannya
belum dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga tahun
anggaran berikutnya, maka nilai yang ditetapkan dalam amar putusan atas
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tuntutan hukum yang telah /nkracht tersebut hanya diungkapkan dalam CaLK
atas LKKL/LKPP secara agregat, yaitu sebesar nilai total yang terdapat di
dalam amar putusan tersebut.

3) Dalam hal tuntutan hukum belum /nkracht atau masih terdapat upaya hukum
lanjutan/ upaya hukum luar biasa, yang dapat dilakukan Pemerintah, maka
tidak dilakukan penyajian dalam Neraca maupun diungkapkan dalam CalLK
atas LKKL/LKPP.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam
negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lainadalah pinjaman bilateral,
multilateral, kredit ekspor, /easing, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian
Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk
sekuritas (government debt securities), yang terdiri dari fixed rates bonds,variable
rates bonds, zero coupon bonds,international bonds, Surat Utang Pemerintah
kepada Bank Indonesia,dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)yang dikelola
Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal 31 Desember 2014 disajikan sebagai bagian lancar.

= Fixed Rate (FR) Bondsadalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang
ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6
(enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan
kepemilikannya di pasar sekunder.

= Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu
atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar
perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan
dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (monthiy). ORI
dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar
sekunder.

= Variable Rate (VR) Bondsadalah obligasi berbunga mengambang yang memiliki
tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu.
Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3
(tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan
kepemilikannya di pasar sekunder.

= Zero Coupon (ZC) Bonds adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara
diskonto.Zero  Coupon dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan
kepemilikannya di pasar sekunder.

= Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)
merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (mon-tradable).
SUP kepada Bl terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01

= SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia
berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen
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Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya

(6)

per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh
tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004
setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak
berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada
tahun 2025 (sebelumnya 2018).

= SU-007adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tungggakan bunga SU-
002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh
tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara semi-
annually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar
Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan
dengan cara tunai (cash) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara
(SUN) yang dapat diperdagangkan (tradable).

= SRBI-07adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7
Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI.
Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per
tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali
setahun.

= [nternational Bonds adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata
uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di
neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bl pada tanggal pelaporan.

= Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan
prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk.
Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga
konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep
imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi
pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi
dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak
yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada
saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan
nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah
kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak
perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk
sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk hedge bonds menggunakan kurs
rupiah terhadap USD yang terakhir.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah Promissory Notes yang diterbitkan oleh
Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional.Promissory Notes
yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan
sebagai kewajiban jangka pendek.Promissory Notes yang akan dilunasi/dibayar lebih dari
satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka
panjang.Promissory notes pada IMFdisajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF
pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal pelaporan.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa
lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu
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Ekuitas Dana terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi

Kurs Mata Uang Asing

(7

(8)

peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui
karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak
dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan
Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat
adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan
tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk
pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan
dalam Catatan Penting Lainnya.Sedangkanutang kontinjensi Pemerintah yang bersifat
implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan
tidakdiungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan risk sharing atas Program Kredit Usaha Tani
Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan
utang pemerintah.Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas
Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan
kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset non
lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk posDana yang Dibatasi
Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-Aset non lancar) berupa dana pihak ketiga yang
dikelola Pemerintah mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

KursMata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran
Il PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam
mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata
uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.Lebih
lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata
Uang Asing, menyatakan bahwa:

= Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan
dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan
menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi.

= Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam
transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam
mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu
sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

= Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk
bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya,
maka:

a. transaksi mata uang asing yang dibeli denganmata uang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi; dan

b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

c. Total transaksi adalah hasil perkalian kurs transaksi dan kurs tengah bank
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sentral pada tanggal transaksi sebagaimana poin a dan poin b di atas.
Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata
uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan
menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bl pada tanggal
transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak
harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.Namun, transaksi dalam mata uang
asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI,
dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing
tersebut menurut kurs tunai (spot rate) pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena
dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang
bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut
adalah kurs tengah Bl(Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember2014dan 31

Desember 2013.

Mata Uang Asing Satuan | 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013
Dolar Amerika Serikat [USD] 1 12.440,00 12.189,00
Dolar Australia [AUD] 1 10.205,23 10.875,66
Dolar Canada [CAD] 1 10.734,33 11.442,94
Franc Swiss [CHF] 1 12.582,83 13.731,78
Yuan China [CNY] 1 2.033,01 1.999,22
Kroner Denmark [DKK] 1 2.031,90 2.254,99
EURO [EUR] 1 15.133,27 1.6821,44
Poundsterling Inggris [GBP] 1 19.370,34 20.096,63
Yen Jepang [JPY] 100 10.424,88 11.616,88
Korean Won [KRW] 1 11,40 11,55

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal
transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana
periode berjalan.LKPP Tahun 2014ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata
uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam
Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam mata uang asing, bagian lancar penerusan
pinjaman, investasi jangka pendek dalam mata uang asing, dan utang luar negeri
disajikan padaekuitas dana lancar.Sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan
pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, PMN/investasi jangka panjang, dan SBN
Valas disajikan pada ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di Bl dalam mata uang asing (valas):
a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang
asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milikBUN dalam
mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran
mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;

- Hasil pembagian angka 1 dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum
terealisasi.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNBP Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui
sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
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Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias

h. Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut:
- Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:

Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja
sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian
dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi;

- Penghitunganpenyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN
dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan
pada saat konversi:

= Membandingkan antara besaran mata uang asing yangdipindahbukukan
dengan saldo mata uang asing sebelumdipindahbukukan kemudian dikali
saldo selisih kurs belumterealisasi saat pemindahbukuan;

= Kemudian diakui sebagai untungfrugi selisih kurs belum terealisasi dan
dicatat pada Akun Ekuitas Dana Lancar-Selisih Kurs kemudian ditutup ke
akun SILPA.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing.

a. Outstanding valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi outstanding
valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.

b. Kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

- Loan yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs
tengah Bl pada tanggal 31 Desember 2004

- Loan yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan
kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.

- Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang outstanding
(2014) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan
hasil konversi mata uang terakhir.

(9) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU
Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal
16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu
organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas
Pelaporan,BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca
Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga Aset/kewajiban eks
BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP Tahun 2014 dan diungkapkan secara
memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP Tahun
2014yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008
yang telah diaudit oleh BPK.
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Catatan Penting Lainnya
Perubahan Nomenklatur Kementerian/Lembaga terkait Pembentukan Kabinet Kerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dan
Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka beberapa nomenklatur
Kementerian/Lembaga mengalami penyesuaian sebagai berikut:

No Nomenklatur Lama Nomenklatur Baru
Kementerian Koordinator | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, berdasarkan
1 Bidang Kesejahteraan Perpres No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Rakyat Manusia Dan Kebudayaan
9 Kementerian Tenaga Kementerian Ketenagakerjaan, |
Kerja Dan Transmigrasi berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

3 | Kementerian Kehutanan | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Lingkungan | berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan

Hidup Kehutanan
5 Kementerian Tenaga Kementerian Ketenagakerjaan, |
Kerja Dan Transmigrasi berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

6 Kementerian Pekerjaan . .
Umum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,

- berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan
7 Kementerian Perumahan | perymahan Rakyat

Rakyat

Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,

8 berdasarkan Perpres No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan
Dan Kebudayaan

Kebudayaan.
9 Kementerian Kebudayaan | Kementerian Pariwisata,
Dan Pariwisata berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
Kementerian Riset Dan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi,
10 . berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan
Teknologi " -
Pendidikan Tinggi
Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi berdasarkan
11 | Pembangunan Daerah Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Tertinggal, Dan Transmigrasi
Dalam Perpres No.165 Tahun 2014, nomenklatur BPN berubah menjadi Kementerian
12 Badan Pertanahan Agraria dan tata Ruang/BPN. Namun demikian, berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2015
Nasional (BPN) dan Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, organisasi BPN
diatur secara terpisah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2015
13 . :
tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
14 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berdasarkan Perpres No. 10 Tahun

2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Atas perubahan-perubahan tersebut, sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 dan
Perpres Nomor 7 Tahun 2015, pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden tersebut menggunakan sumber daya dan anggaran yang tersedia sesuai tugas dan fungsinya. Di
samping itu, seluruh peraturan pelaksanaan atas tugas dan fungsi kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan
nomenklatur, tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya peraturan yang baru.

Dari sisi akuntansi, akan muncul beberapa kondisi penggabungan atau likuidasi entitas akuntansi/entitas pelaporan
sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur di atas, antara lain penyatuan kementerian/lembaga (merger), pembentukan
kementerian/lembaga baru, dan likuidasi atas kementerian/lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka prosedur
pelaksanaan pencatatan akuntansi, baik pembentukan neraca awal, neraca hasil penyatuan (merger) maupun likuidasi,
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serta segala hal yang berkaitan dengan kondisi yang muncul atas konsekuensi perubahan entitas pelaporan pada
kementerian/lembaga, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan
Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga dan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya di bidang akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana diatur dalam PMK No. 272/PMK.05/2015, entitas akuntansi/entitas pelaporan dari kementerian/lembaga
yang memenuhi kriteria-kriteria entitas yang dilikuidasi, setelah ditetapkannya ketentuan terkait likuidasi entitas
tersebut, akan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

Penetapkan penanggung jawab proses likuidasi

Penyelesaian hak dan kewajiban sebelum laporan keuangan penutup
Penyusunan laporan keuangan penutup

Penyelesaian hak dan kewajiban setelah laporan keuangan penutup
Penyusunan laporan keuangan likuidasi.

Gl em BY N =

Penyusunan laporan keuangan penutup dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelesaian transaksi
terakhir yang meliputi: 1) penyelesaian pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di
Bendahara Pengeluaran, 2) penyelesaian pertanggungjawaban Kas di Bendahara Penerimaan, dan 3) penerbitan SP2D
pembayaran gaji induk bulan berikutnya. Setelah diterbitkannya Laporan Keuangan Penutup, entitas akuntansi/entitas
pelaporan pada kementerian/lembaga yang dilikuidasi harus menyerahterimakan hak dan kewajiban termasuk sisa pagu
DIPA/anggaran kepada entitas penanggung jawab likuidasi atau entitas lainnya yang ditunjuk. Penyelesaian serah terima
hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya
Laporan Keuangan Penutup. Setelah seluruh hak dan kewajiban termasuk sisa pagu DIPA/anggaran diserahterimakan,
dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi yang disampaikan kepada: 1) entitas pelaporan yang ditunjuk, 2)
Kementerian Keuangan, dan 3) Badan Pemeriksa Keuangan.

Terhadap entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak dilikuidasi, maka serah terima aset, jika ada, dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara. Batas waktu dimulainya proses likuidasi maupun penyelesaian penyesuaian organisasi pada masing-
masing kementerian/lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana di atas, ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kementerian/lembaga masing-masing. Pemerintah
berharap penyelesaian transaksi dan penetapan laporan keuangan likuidasi dapat dilakukan sebelum akhir tahun
anggaran 2015, sehingga kewenangan dan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga dapat dipastikan
sebelum batas akhir transaksi tahun anggaran 2015 dan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN
tahun anggaran 2015.

Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Pada Tahun 2014, Kementerian Keuangan telah menerapkan SPAN dalam pengelolaan keuangan negara yang
terintegrasi dan berbasis IT. Pengembangan SPAN dilakukan oleh tim terpadu Kementerian Keuangan yang terdiri dari
Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek (Setjen Kementerian Keuangan). SPAN secara umum bertujuan
untuk menyatukan seluruh operasional penganggaran dan perbendaharaan negara ke dalam satu sistem yang
terintegrasi. Piloting SPAN yang pada tahun 2013 dan Rol/ Qutpenerapan SPAN pada KPPN secara bertahap yang
dimulai pada tahun 2014 dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam atas SPAN tersebut.

Analisis dimaksud mencakup proses bisnis, aplikasi, kemampuan SDM dan kesiapan hardware termasuk jaringan.
Disamping itu juga dilakukan antisipasi atas kemungkinan timbulnya permasalahan sehingga jika timbul permasalahan
dimaksud dapat diselesaikan dengan cepat, tepat dan akurat. Dengan demikian SPAN diharapkan dapat beroperasi
sesuai yang diharapkan.
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B. PENJELASAN ATAS P0S-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar
Rp1.550.490.813.616.979 atau mencapai 94,81 persen dari target APBN-P TA 2014 sebesar
Rp1.635.378.485.045.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan
Perpajakan sebesar Rp1.146.865.769.098.252, PNBP sebesar Rp398.590.523.613.990, dan
Penerimaan Hibah sebesar Rp5.034.520.904.737. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut
termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp5.655.296.592.171 dan Bea Masuk DTP sebesar
Rp131.312.505.000 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang
dan jasa) sebesar Rp2.077.619.274.457.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 mengalami kenaikan Rp111.599.744.054.235 atau 7,76
persen jika dibandingkan dengan TA 2013. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan
PNBP sejak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 17.
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Grafik 17 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2010 - 2014

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.855.786.411 atau 94,69
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp1.650.563.727.418.085.
Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.203.577.167.222.861,
Transfer ke Daerah sebesar Rp573.703.081.723.721, dan terdapat Suspen sebesar minus
Rp97.393.160.171. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas
Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga.

Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2010 dapat dilihat pada Grafik 18.
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Grafik 18 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2010- 2014

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.550.490.813.616.979 dan
realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.777.182.855.786.411, maka Defisit Anggaran pada TA
2014 sebesar Rp226.692.042.169.432.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2014 adalah sebesar
Rp248.892.825.676.520, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar
Rp261.244.985.683.200 dan  Pembiayaan  Luar  Negeri (Neto) sebesar  minus
Rp12.352.160.006.680.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2014 sebesar Rp 22.200.783.507.088.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014 adalah sebesar Rp1.550.490.813.616.979
berarti mencapai 94,81 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar
Rp1.635.378.485.045.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan,
PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2014 dapat dilihat pada
Grafik 19.
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Grafik 19 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2014
Rincian pendapatan negara dan hibah per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2014 adalah sebesar Rp1.146.865.769.098.252 atau
mencapai 92,04 persen dari target vyang ditetapkan dalam APBN-P  sebesar
Rp1.246.106.955.600.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2014 lebih besar
Rp69.559.089.539.980 atau naik 6,46 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.
Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (i} Pajak Perdagangan
Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP
sebesar Rp5.655.296.592.171 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp131.312.505.000.

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp1.103.217.635.957.204
atau mencapai 92,72 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar
Rp1.189.826.575.600.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2014 lebih besar
Rp73.367.572.653.933 atau naik 7,12 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Besarnya
realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

PPh Migas 87.445.663.200.967 88.747.448.408.293
PPh Non migas 453.078.754.802.823 413.808.305.275.411
PPh Fiskal 1.169.109.225 849.766.010
PPh Ditanggung Pemerintah 5.655.283.226.993 3.886.193.422.937
PPN dan PPnBM 409.181.627.426.617 384.713.518.912.993
PBB 23.476.231.891.365 25.304.582.771.965
BPHTB - -
Cukai 118.085.549.812.883 108.452.081.324.579
Pajak Lainnya 6.293.356.486.331 4.937.083.421.083
Jumlah 1.103.217.635.957.204 1.029.850.063.303.271

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak
Penghasilan DTP sebesar Rp5.655.296.592.171.

Total pendapatan pajak dalam negeri yang mencapai 92,72 persen dari target APBN-P 2014.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang tidak mencapai target adalah PPh Non Migas, PPN dan
PPnBM. Hal ini dikarenakan antara lain: (1) Kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalami
tekanan akibat menguatnya kondisi perekomomian di AS sepanjang 2014 yang mendorong arus
modal keluar (Capital Qutflow) yang cukup besar; (2) Kelesuan perekonomian global yang membuat
aliran permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia cenderung menurun; (3) Melemahnya

Catatan atas Laporan Keuangan -52-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (Audited)

Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp43,65 triliun

PNBP
Rp398,59
triliun

Penerimaan
SDA Rp240,85
triliun

kinerja perusahaan yang berada di sektor Pertambangan; dan (4) turunnya harga komoditas
tradable sector yang menjadi andalan ekspor Indonesia.

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi  Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2014 adalah sebesar
Rp43.648.133.141.048 atau mencapai 77,55 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P
sebesar Rp56.280.380.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2014 lebih
kecil Rp3.808.483.113.953 atau turun 8,03 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.
Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited) |
Bea Masuk 32.319.129.733.990 |  31.621.250.024.724
Bea Keluar 11.329.003.407.058 15.835.366.230.277
Jumlah 43.648.133.141.048 |  47.456.616.255.001

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2014, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp131.312.505.000.

Penurunan penerimaan Bea Keluar TA 2014 disebabkan antara lain rendahnya harga CPO di pasar
Internasional yang masih berada di bawah ambang batas pengenaan bea keluar dan pergeseran

komoditas ekspor dari CPO ke produk turunan yang tarif bea keluarnya lebih rendah.

B.2.1.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP TA 2014 adalah sebesar Rp398.590.523.613.990 mencapai 103,01 persen dari
jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp386.946.415.445.000. Hal ini berarti realisasi
PNBP TA 2014 lebih besar Rp43.838.634.496.522 atau naik 12,36 persen dibandingkan dengan
realisasi TA 2013 sebesar Rp354.751.889.117.468. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan
Sumber Daya Alam; (i) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (i} PNBP Lainnya, dan (iv)
Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1.Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2014 adalah sebesar Rp240.848.282.407.860,
atau mencapai 99,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar
Rp241.114.622.223.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2014 lebih besar
Rp14.442.093.146.320 atau naik 6,38 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Rincian
realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi 139.174.307.803.380 | 135.329.234.847.290
Pendapatan Gas Bumi 77.701.803.216.997 68.300.185.200.293
Pendapatan Pertambangan Umum 19.300.421.200.975 18.620.492.963.389
Pendapatan Kehutanan 3.699.872.441.655 3.060.373.940.552
Pendapatan Perikanan 216.367.232.525 229.350.562.720
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 755.510.512.328 866.551.747.296
Jumlah 240.848.282.407.860 | 226.406.189.261.540

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013, pendapatan minyak bumi mengalami kenaikan.
Kenaikan capaian realisasi pendapatan SDA Minyak Bumi tahun 2014 dibandingkan dengan
realisasi pendapatan SDA Minyak Bumi pada tahun 2013 tersebut antara lain disebabkan lebih
tingginya realisasi nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2014 yaitu sebesar Rp11.868,67 per USD
dibandingkan realisasi nilai tukar 2013 yang hanya sebesar Rp10.460,22 per USD. Selain itu, juga
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disebabkan adanya penyelesaian outstanding piutang SDA minyak bumi tahun 2013 yang diterima
pada tahun 2014.

B.2.1.2.2.Bagian Pemerintah atas Laha BUMN

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2014 adalah sebesar Rp40.314.429.901.560
atau mencapai 100,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar
Rp40.000.000.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2014 lebih
besar Rp6.288.825.851.286 atau naik18,48 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.
Target Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN tahun 2014 sebesar
Rp40.000.000.000.000 diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) ‘ TA 2013 (Audited)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan 8.823.422.770.320 7.490.907.289.021
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan 31.491.007.131.240 | 26.534.696.761.253
Jumlah 40.314.429.901.560 | 34.025.604.050.274

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2014 tersebut, sebesar 80,53 persen berasal

dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

PT Pertamina 10.259.054.000.000
PT Telkom 5.284.132.606.898
PT Bank Rakyat Indonesia 3.602.579.400.000
PT Bank Mandiri 3.276.675.500.000

PT Perusahaan Gas Negara

2.905.421.754.262

PT Pupuk Indonesia

1.869.016.000.000

PT Bank Negara Indonesia

1.630.429.340.629

PT Inalum

1.627.822.333.500

O oINIOo B W|IN|—=

PT Semen Indonesia

1.150.184.622.000

10 | PT Pegadaian

858.286.000.000

Total 10 BUMN

32.463.601.557.289

Pada Tahun 2014, dalam rangka pencapaian target PNBP dari bagian pemerintah atas Laba BUMN,
Menteri BUMN selaku RUPS meminta penambahan setoran dividen dari 22 BUMN sebesar Rp2,69
triliun.

B.2.1.2.3.Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2014 adalah sebesar Rp87.746.767.296.051 atau 103,27 persen dari
jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp84.968.409.424.000. Hal ini berarti
realisasi PNBP Lainnya TA 2014 lebih besar Rp18.074.911.405.549 atau naik 25,94 persen
dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian TA 2014(Audited) TA 2013 (Audited)
Pendapatan Penjualan dan sewa
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 17.002.808.332.786 10.348.855.443.833
Pendapatan Penjualan aset 136.462.179.080 189.384.228.119
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas 16.332.224.156.049 13.461.844.460.369
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Pendapatan Sewa 293.342.385.777 291.228.758.879

Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2.477.501.155.958 33.556.178.476
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa 36.242.338.209.650 24.324.869.069.676
Pendapatan Jasa

Pendapatan Jasa | 22.755.458.452.713 19.036.310.373.473

Pendapatan Jasa Il

1.266.227.876.481

1.369.732.058.143

Pendapatan Jasa Luar Negeri

593.851.252.292

564.917.113.293

Pendapatan Jasa Perbankan 540.827.508 567.548.510
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas
Penempatan Uang Negara 3.683.705.584.425 2.751.039.444.796
Pendapatan Jasa Kepolisian 3.612.922.162.495 3.509.309.765.336
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol 226.868.919.930 213.053.134.699
Pendapatan Jasa Kepolisian Il 117.803.552.951 131.425.870.986
Pendapatan Jasa Lainnya 206.896.858.780 150.766.900.520
Total Pendapatan Jasa 32.464.275.487.575 27.727.122.209.756

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga

1.998.227.378.007

2.157.055.147.430

Pendapatan Gain On Bond Redemption 60.188.000.000 260.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 2.426.200.377.000 2.712.015.999.000
Total Pendapatan Bunga 4.484.615.755.007 4.869.331.146.430

Uraian

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak
Pidana Korupsi

2.870.177.786.886

278.486.542.196

Pendapatan Pendidikan

3.006.395.763.012

2.287.742.131.383

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

648.825.726.560

278.930.683.217

Pendapatan luran dan Denda

1.689.358.941.406

1.398.128.607.728

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL
Pendapatan Pelunasan Piutang

4.323.104.102.951
92.372.189.161

5.201.515.618.841
315.675.651.865

Pendapatan dari Penutupan Rekening

16.912.434.135

93.362.764.134

Pendapatan Selisih Kurs
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang

897.567.700.155
1.613.680.820

1.770.265.769.281

Lalu Il

Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN 967.600.942 -

Pendapatan Lain-lain 1.008.241.917.791 1.126.425.695.995
Total Pendapatan Lain-lain 6.340.779.625.955 8.507.245.500.116

Jumlah PNBP Lainnya 87.746.767.296.051 69.671.855.890.502

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya melampaui target APBN-P terutama karena kenaikan di
beberapa jenis PNBP Lainnya seperti Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan, Pendapatan
Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas, Pendapatan dari Pengelolaan BMN, dan Pendapatan atas
Pengelolaan Kas (7reasury Single Account) dan/atau atas Penempatan Uang Negara.

Untuk Pendapatan dari Pengelolaan BMN yang naik signifikan dibanding tahun 2013 terutama
disebabkan oleh penyelesaian kewajiban sewa BMN eks KKS Pertamina oleh PT Pertamina
(Persero) c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp2.227.577.829.637, dan penyetoran/pelunasan uang
sewa oleh Jakarta Internasional School sebesar Rp143.979.621.203.

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan juga naik signifikan dibandingkan tahun 2013
terutama karena kenaikan penjualan hasil tambang sebesar Rp4.842.580.799.280. Pendapatan
Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp16.332.224.156.049 antara lain terdiri atas
Pendapatan Minyak Mentah (DMO) sebesar Rp15.458.636.996.011, dan Pendapatan lainnya dari
Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp873.069.534.459.
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B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2014 adalah sebesar Rp29.681.044.008.519 atau 142,26 persen
dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp20.863.383.798.000. Hal ini berarti
realisasi Pendapatan BLU TA 2014 lebih besar Rp5.032.804.093.367 atau naik 20,42 persen
dibandingkan dengan realisasi TA 2013. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Pendapatan Jasa Layanan Umum:
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa

kepada Masyarakat

22.119.394.273.875

18.359.471.141.552

Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/
Kawasan Tertentu

1.139.330.350.352

1.072.243.436.645

Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat

3.236.983.066.986

2.272.677.026.676

Total Pendapatan Jasa Layanan Umum

26.495.707.691.213

21.704.391.604.873

Pendapatan Hibah BLU

91.265.971.812

108.230.165.667

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

1.233.373.294.610

1.339.038.388.726

Pendapatan BLU Lainnya

1.860.697.050.884

1.496.579.755.886

Jumlah

29.681.044.008.519

24.648.239.915.152

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp5.034.520.904.737
atau 216,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.325.114.000.000.
Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2014 lebih kecil Rp1.797.979.982.267 atau turun 26,32

persen dibandingkan dengan realisasi TA 2013.

Barang/Jasa/Surat Berharga

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - L Bentuk
edapatan mbah Talam Teger - Langsing Sentd 522.123.290.666 426.022.593.757

Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang

640.673.244.369

1.188.936.452.156

Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri

1.162.796.535.035

1.614.959.045.913

Pendapatan Hibah Luar Negeri

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana

1.496.106.704.979

1.987.042.923.829

Pendapatan Hibah Luar Negeri -
Barang/Jasa/Surat Berharga

Langsung Bentuk

1.655.495.983.791

1.872.600.087.181

Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang

820.121.680.932

1.357.898.830.081

Total Pendapatan Hibah Luar Negeri

3.871.724.369.702

5.217.541.841.091

Jumlah Penerimaan Hibah

5.034.520.904.737

6.832.500.887.004

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 216,53% dikarenakan hibah langsung tidak diproyeksikan
dalam APBN-P. Di samping itu, realisasi mencapai 216,53% dikarenakan meningkatnya hibah
langsung yang diterima K/L dan kesadaran K/L untuk melaporkannya kepada BUN.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2014 adalah termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang
dan jasa) sebesar Rp2.077.619.274.457. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan
jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus
Kas. Pada tahun 2013 dan 2014, Pemerintah tidak mencatat penerimaan dana dari Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk tahun 2015, dana yang diterima
dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah akan dicatat
sebagai pendapatan hibah.
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Belanja Negara
Rp1.777,18
triliun

Belanja
Pemerintah
Pusat
Rn1.203,58
triliun

Belanja
Pemerintah
Pusat menurut
Organisasi/BA

Terdapat hibah dari Department of Foreign Affairs and Trade Pemerintah Australia untuk kegiatan
penanggulangan AIDS di daerah sebesar AUD100.000.000 selama 2007-2014 yang tidak dicatat
sebagai pendapatan hibah pada LKPP. Hibah tersebut dikelola oleh Komisi Penangggulangan AIDS
Nasional (KPAN) dan telah dicatat sebagai penerimaan dalam laporan keuangan KPAN sebagai Unit
Badan Lainnya.

B.2.2.Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara TA 2014 adalah sebesar Rp1.777.182.815.375.411 atau 94,69 persen
dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.876.872.758.707.000. Belanja Negara
TA 2014 lebih besar Rp126.619.087.957.326 atau naik 7,67 persen dibandingkan dengan
realisasi TA 2013. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke
Daerah.

B.2.2.1.Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 adalah sebesar Rp1.203.577.167.222.861 atau
94,00 persen dari APBN-P sebesar Rp1.280.368.574.301.000. Hal ini berarti realisasi Belanja
Pemerintah Pusat TA 2014 lebih besar Rp66.414.279.924.621 atau 5,84 persen dari Realisasi TA
2013 sebesar Rp1.137.162.887.298.240.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah
Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii)
Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada
BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp626.429.481.797.730 atau 52,05 persen dari total
Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2014 pada KIL (selain BA BUN) adalah
sebesar Rp577.164.824.476.978. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L
terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp86.185.628.390.534 atau 14,93 persen dari
total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk KJL.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase)
selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2014 dapat dilihat pada Grafik 20.

Kemendikbud
13,27%

Kemen PU
12,61%

Kemenhan
1£,93%

Kemenag

Kesehatan
7,91% 8,22%

Grafik 20 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga
Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2014
Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat
dalam Lampiran 2.A.
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Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah
perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas)
fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi
ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi
pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi
Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2014 dan 2013 adalah sebagaimana terdapat dalam
Tabel 6.
Tabel 6 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2014 dan TA 2013 (dalam rupiah)

m Uraian Fungsi Anggaran TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
01 Pelayanan Umum 855.870.050.511.000 797.791.468.999.562 705.647.194.456.203
02 Pertahanan 83.221.189.227.000 86.113.332.395.952 87.510.069.209.435
03 Ketertiban dan 35.920.471.958.000 34.856.554.090.424 36.120.377.751.587

Keamanan
04 Ekonomi 114.235.137.264.000 97.140.826.976.360 108.082.622.165.969
05 Lingkungan Hidup 10.338.336.216.000 9.326.369.142.311 10.590.449.510.737
06 Perumahan dan 27.086.146.508.000 26.244.334.265.079 33.790.021.564.664
Fasilitas Umum
07 Kesehatan 12.112.197.612.000 10.893.430.932.502 17.576.987.815.265
08 Pariwisata dan Budaya 1.724.419.245.000 1.468.998.974.975 1.818.809.622.380
09 Agama 3.679.820.420.000 4.001.912.911.492 3.872.784.643.682
10 Pendidikan* 129.224.906.014.000 122.696.967.105.593 114.969.073.445.582
" Kependudukan dan 6.955.899.326.000 13.070.838.786.426 17.107.462.370.448
Perlindungan Sosial
00 Tidak ada fungsi** (27.867.357.815) 77.034.742.288
Total 1.280.368.574.301.000  1.203.577.167.222.861 1.137.162.887.298.240

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan
pada Belanja Pemerintah Pusat. Anggaran Pendidikan juga dialokasikan melalui Transfer Daerah
sebesar Rp238.838.962.133.000 dan Pengeluaran Pembiayaan (Dana Pengembangan Pendidikan
Nasional) sebesar Rp8.359.075.031.000.

**Tidak ada fungsi artinya kode fungsi tidak ada dalam tabel referensi fungsi

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2014 terlihat pada Grafik 21.
(dalam triliun rupiah)
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Grafik 21.Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2014
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.C
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Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja

Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii)
Pemerintah Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut
Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 22.
Jenis Belanja
TS \ 5%
P W
r A
L
Grafik 22 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
menurut Jenis Belanja TA 2014
Belanja B.2.2.1.1. Belanja Pegawai
Pegawai
Rp243, 72triliun Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 adalah sebesar Rp243.719.884.098.338 yang berarti 94,31
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp258.435.598.595.000. Hal ini
berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2014 lebih besar Rp22.031.064.935.694 atau naik 9,94
persen dari realisasi TA 2013. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 69.065.135.113.346 75.184.442.606.967
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI 49.066.923.935.671 33.855.445.476.023
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 530.749.615.764 696.199.360.592
Belanja Gaji Dokter PTT 968.258.381.656 1.041.867.532.888
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 388.438.133.809 290.029.438.526
Belanja Honorarium 1.535.437.075.999 1.861.438.792.076
Belanja Lembur 590.207.671.033 659.533.750.843
Belanja Vakasi 283.706.978.601 274.929.984.523
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja
Pegawai Transito 32.922.920.009.403 26.353.376.624.682
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu 83.879.924.628.743 78.462.009.589.533
Belanja Asuransi Kesehatan 4.488.182.554.313 2.780.143.068.089
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran - 229.402.937.902
Jumlah 243.719.884.098.338 221.688.819.162.644
Belanja Barang B.2.2.1.2. Belanja Barang
Rn176,62triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2014 adalah sebesar Rp176.622.265.435.276 yang berarti 90,48
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp195.206.755.356.000. Hal ini
berarti realisasi Belanja Barang TA 2014 lebih besar Rp6.899.580.354.906 atau naik 4,07 persen
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Belanja Modal
Rn147,35triliun

dari Realisasi TA 2013. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka
Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah

30.048.659.900.645
44.720.977.180.905
721.624.249

427.399.467.702

27.405.891.254.659
50.456.678.134.073
132.633.509

338.877.631.430

Belanja Kontribusi

81.822.739.492

Belanja Jasa

21.775.090.923.399

21.114.250.880.768

Belanja Pemeliharaan

18.194.434.963.043

13.180.727.198.049

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

29.004.746.608.396

24.373.891.355.500

Belanja Perjalanan Luar Negeri

2.123.896.943.444

2.165.212.320.557

Belanja Barang BLU

18.940.169.399.442

16.673.590.501.933

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat atau Pemda

7.977.453.805.385

9.890.303.126.341

Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

1.026.912.503.210

1.441.182.360.013

Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada
Masyarakat atau Pemda

Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan
Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden

Jumlah

97.824.775.302

1.866.495.265.847

335.659.334.815

176.622.265.435.276

Belanja Barang BLU sebesar Rp18.940.169.399.442 terdiri dari:

Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Barang

Belanja Jasa

Belanja Pemeliharaan

Belanja Perjalanan

Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya

Jumlah

6.971.207.040.744
6.701.148.377.382
1.215.260.075.088
694.991.576.586
650.545.625.749
669.393.803.658
2.037.622.900.235
18.940.169.399.442

318.646.498.970

2.363.301.184.568

169.722.685.080.370

TA 2014 (Audited)  TA 2013 (Audited)

5.767.252.827.611
6.085.303.026.645
1.787.797.254.569
591.928.270.034
487.575.659.099
101.181.795.904
1.852.551.668.071
16.673.590.501.933

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut
dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Realisasi Belanja Barang pada tahun 2014 yang mencapai 90,48 persen dari pagu APBN-P
disebabkan antara lain karena kebijakan penghematan Pemerintahan pada triwulan IV seperti
pembatasan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas pada K/L.

Pada TA 2014, terdapat Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan sebaliknya,
Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang. Kondisi ini dikarenakan K/L tidak cermat
dalam penyusunan RKA K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Belanja Barang
menghasilkan Aset Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMN.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 adalah sebesar Rp147.347.928.326.528 berarti 91,64 persen
dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp160.790.466.559.000. Hal ini berarti
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realisasi Belanja Modal TA 2014 lebih kecil Rp33.516.274.806.806 atau turun 18,53 persen dari

Realisasi TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

(dalam Rp)
Uraian TA 2014 (Audited)
Belanja Modal Tanah 3.493.925.154.181 4.634.554.545.099
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.383.384.313.966  68.330.717.773.271

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

19.234.955.281.773

23.143.230.323.439

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal BLU

Jumlah

Belanja Modal BLU terdiri dari (Rp):

Belanja Modal Tanah

147.347.928.326.528

65.637.287.728.141
3.423.050.348.682
2.175.325.499.785

78.371.316.715

78.790.109.327.027
3.820.637.997.486
2.144.953.167.012

180.864.203.133.334

TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

59.443.432.140

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.161.735.746.577

995.542.369.127

Jumlah

2.175.325.499.785

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 740.709.983.200 850.896.456.991
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 74.477.398.395 50.033.924.547
Belanja Modal Lainnya 120.031.054.898 189.036.984.207

2.144.953.167.012

Pencapaian realisasi belanja modal yang mencapai 91,64 persen dari APBN-P diantaranya
disebabkan antara lain karena kendala lelang dalam pengadaan barang dan jasa seperti proses
pengadaan yang memakan waktu lama dan lambat, pengadaan yang terlambat, revisi/perubahan
terkait pengadaan barang dan jasa, dan adanya gagal lelang.

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2014 adalah sebesar Rp133.441.292.679.083
Bunga Utang yang berarti 98,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar
H’f_’33'44 Rp135.453.200.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2014 lebih
trilian besar Rp20.405.802.195.501 atau naik 18,05 persen dari Realisasi TA 2013 sebesar
Rp113.035.490.483.582. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2014 adalah sebagai berikut
(dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited) ~ TA 2013 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang 99.196.289.575.670 81.771.062.528.089
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN 11.288.468.678.076 8.861.197.134.070
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang 14.602.258.857.337 14.324.371.329.405
Belanja Pembayaran Discount SUN DN 6.071.895.166.500 5.737.047.038.080
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas
Pembelian Kembali Obligasi Negara DN 309.420.460.000 722.579.964.500
Belanja Pembayaranimbalan SBSN DN 1.972.959.941.500 1.221.688.009.000
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak) - 397.544.480.438
Jumlah 133.441.292.679.083 113.035.490.483.582
B.2.2.1.5. Subsidi
Subsidi Realisasi Subsidi TA 2014 adalah sebesar Rp391.962.514.288.102 yang berarti 97,25 persen dari
f/{/‘_?“”'gﬁ jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp403.035.574.566.000. Hal ini berarti realisasi
rin
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Belanja Subsidi TA 2014 ini lebih besar Rp36.917.334.329.810 atau naik 10,40 persen dari
Realisasi TA 2013 sebesar Rp355.045.179.958.292. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai

berikut (dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Belanja Subsidi Premium 108.957.688.337.065 99.564.301.233.567
Belanja Subsidi Minyak Solar 74.860.539.330.156 73.200.555.361.351
Belanja Subsidi Minyak Tanah 7.200.493.002.495 6.253.111.231.399
Belanja Subsidi Elpiji 48.975.336.557.932 30.982.032.174.145

Belanja Subsidi Pangan

18.164.691.743.000

20.310.112.418.700

Belanja Subsidi Listrik

101.816.317.661.995

99.979.714.091.867

Belanja Subsidi Benih 308.567.499.490 414.368.821.123
Belanja Subsidi Pupuk 21.047.254.085.999 17.617.848.604.000
Belanja Subsidi PPh - DTP 5.655.236.443.811 3.885.500.000.000

Belanja Subsidi BM - DTP

131.312.505.000

191.572.181.000

Belanja Subsidi PT KAl

1.112.332.942.554

704.776.617.194

Belanja Subsidi PT PELNI 872.789.200.000 726.522.639.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya 99.990.981.680 87.039.547.789
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan 247.944.000.000 173.491.014.278
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks 3.587.307.738 4.177.033.785
KLBI

Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN- 121.049.000.000 96.680.000.000

RP)

Belanja Subsidi Bunga Kredit Program
Lainnya

6.283.865.993

2.617.167.265

Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit
Usaha Rakyat

2.348.432.441.791

824.540.999.688

Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan
Nias

101.538.702

240.968.804

Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan

31.721.525.498

25.413.241.943

Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang

844.317.203

564.611.394

Jumlah

391.962.514.288.102

355.045.179.958.292

Jenis dan Volume Penyaluran subsidi PS0 adalah sebagai berikut:

No Jenis Subsidi Volume Penyaluran
IPSO (Audited)
1. JBT 45.950.763.030,20 L
2. LPG 4.993.896.993,00 Kg
3. Listrik 193.807.441.718 kWh
4. Pupuk 8.886.811 Ton
5. Benih 33.381.141,51 kg
6. Raskin 2.774.869.305 Kg
7. PT PELNI 474 Vloyage
KRL: 206.179.419 Penumpang
8. PT KAl
KA/KRD: 35.656.074 Tempat Duduk

Dalam realisasi subsidi Tahun Anggaran 2014 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang
dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2014, dan ditempatkan pada rekening dana
cadangan subsidi/PSO pada Rekening Menteri Keuangan sebesar Rp2.926.132.794.013.
Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima
subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut
akan dibayarkan kepada penerima. Sampai dengan akhir Februari 2015, dana cadangan tersebut
telah  digunakan untuk membayar tagihan berdasarkan hasil verifikasi sebesar
Rp2.634.500.726.044, dan sisa dana cadangan sebesar Rp291.632.067.969 telah dikembalikan
ke Rekening Kas Negara sebagai PNBP.
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Belanja Hibah
Rp907,51
miliar

Belanja
Bantuan Sosial
Rn87,92triliun

Dalam realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2014 sebesar Rp101.816.317.661.995 telah
termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2013 hasil audit BPK sebesar
Rp21.793.928.830.995.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp907.509.554.215 yang berarti 31,81
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp2.853.254.017.000. Belanja hibah
tersebut terdiri atas belanja hibah melalui mekanisme ongranting (hibah kepada Pemerintah Daerah)

sebesar Rp835.816.648.146 dan hibah ke luar negeri sebesar Rp71.692.906.069.

Rincian realisasi belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Proyek/Kegiatan

Jumlah (Rp)

Mass Rapid Transit (MRT)

379.481.556.674

Water Resource and Irrigation Sector Management Projects phase 2 (WISMP-2)

126.142.306.472

InfrastuctureFnhancement Grant(IEG)

3.871.035.000

Air Minum 306.706.750.000
Air Limbah 10.565.000.000
Provincial Roadlmprovement andMaintenance (RIM) 5.600.000.000
Air Minum Tahap | untuk Pemerintah Daerah Kapuas dan Kabupaten Muara Enim 3.450.000.000
Asrama mahasiswa diUniversitas Al AzharKairo Mesir 33.416.506.069
Pembelian danrenovasi Masjid untuk/ndonesian MuslimAssociation in America(IMAAM) Maryland 34.545.000.000
Pemerintah Suriah,Serbia, BosniaHerzegovina danPalestina 3.731.400.000
Jumlah 907.509.554.215

Realisasi sebesar 31,81 persen dari pagu APBN-P antara lain dikarenakan terdapat Pemda yang
tidak mengajukan pencairan hibah pada tahun 2014. Dari 10 jenis kegiatan/proyek yang dibiayai
dari hibah kepada Pemda terdapat 3 kegiatan/proyek yang belum direalisasikan. Selain itu proyek
MRT dengan anggaran terbesar, realisasinya hanya 31,71 persen, dan Provincial Road
Improvement and Maintenance realisasinya baru mencapai 4,59 persen untuk tahun 2014.
Disamping itu untuk realisasi belanja hibah ke luar negeri hanya sebesar 79% dari pagu karena
belum adanya realisasi belanja hibah kepada Pemerintah Suriah dan Palestina yang disebabkan
pihak penerima belum bisa memberikan copy rekening koran.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 adalah sebesar Rp97.924.676.539.384 yang berarti
101,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp96.655.378.861.000. Hal
ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2014 lebih besar Rp5.788.604.423.883 atau naik
6,28 persen dari Realisasi TA 2013. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai
berikut.

(dalam rupiah)

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial 378.710.343.470 578.447.093.673
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial 38.384.516.365.241 33.450.874.872.829
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial 35.317.170.986.699 41.650.296.591.168
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial 10.575.772.781.500 3.405.734.443.337

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan
Kemiskinan

11.917.775.453.559

11.162.255.120.813

Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencara

1.350.730.608.915

1.888.463.993.681

Jumlah

97.924.676.539.384

92.136.072.115.501
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Pagu dan realisasi Bansos tersebut sesuai pagu DIPA K/L yang berbeda dengan pagu yang
direncanakan semula pada APBN-P, karena terdapat tambahan pagu pada Kementerian Sosial dari
pergeseran pagu Belanja Lain-Lain untuk program simpanan keluarga sejahtera, dan program
pemberian bantuan bagi keluarga kurang mampu, serta terdapat penyesuaian akun dari Belanja
Barang ke Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan
BNPB.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2014 adalah sebesar Rp11.651.096.301.935 atau 41,70 persen dari
jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp27.938.346.347.000. Hal ini berarti realisasi
Belanja Lain-lain TA 2014 lebih besar Rp8.283.615.109.998 atau naik 245,99 persen dari
Realisasi TA 2013. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Belanja Selisih Harga Beras Bulog - 51.034.500.000
Belanja luran ke Lembaga Internasional - 41.129.077.440
Belanja Penugasan PT SMI - 26.640.876.289
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam - 302.986.425.396

Pengelolaan Rekening Milik BUN
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land

1.599.620.000.000 947.804.000.000

Capping)

Belanja Lain-lain BUN 1.079.953.723.226 4.637.232.209
Belanja Lain-lain 8.971.522.578.709 1.993.249.080.603
Jumlah 11.651.096.301.935 | 3.367.481.191.937

Kecilnya realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2014 dibandingkan dengan APBN-P dikarenakan
adanya realokasi anggaran belanja lain-lain ke anggaran K|L sesuai dengan nature of transaction-
nya melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA).

Belanja lain-lain BUN sebesar Rp1.079.953.723.226 merupakan Belanja Ongkos Angkut Beras
PNS Distrik Pedalaman Papua Rp70.229.212.398 terdiri dari biaya angkut beras PNS Distrik
Pedalaman Papua sebesar Rp61.317.052.400 dan Papua Barat sebesar Rp8.912.159.998 dan
Belanja Karena Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar
Rp1.009.724.510.828. Belanja Lain-lain sebesar Rp8.971.522.578.709 merupakan pengeluaran
belanja untuk kegiatan Sekretariat Negara sebesar Rp346.273.642.030, kegiatan Kementerian
Pertahanan sebesar Rp6.120.994.317.929 yang digunakan untuk pembayaran tunggakan bahan
bakar dan pelumas tahun 2006 s.d 2012, pengeluaran belanja untuk Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun sebesar Rp38.007.709.719,
kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp322.689.000.000, kegiatan
Kementerian Keuangan Rp15.350.683.031, serta pengeluaran belanja untuk keperluan Otoritas
Jasa Keuangan sebesar Rp2.128.207.226.000.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 adalah sebesar Rp573.703.081.723.721 yang berarti
96,18 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp596.504.184.406.000. Hal ini
berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 ini lebih besar Rp 60.023.538.778.634 atau naik
11,69 persen dari Realisasi TA 2013. Transfer ke Daerah terdiri dari (j/ Dana Perimbangan, dan (i
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2014 disajikan pada Grafik 23
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Grafik 23 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2014

Dalam realisasi transfer ke daerah TA 2014 terdapat pemotongan dana transfer dikarenakan lebih
salur (LS) DBH TA sebelumnya sehingga terdapat perbedaan nilai dana transfer yang disalurkan ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Perbedaan tersebut terdapat pada penyaluran dana transfer
sebagai berikut:

No Jenis Penyaluran Dana Dana Transfer Perbedaan Dana Keterangan
Dana Transfer (bruto) Disalurkan ke Transfer
Transfer 2014 RKUD (netto)
A b C d e=cd f
1 DBH Pajak 39.715.942.185.337 39.148.203.677.069 567.738.508.268 | Pot. lebih salur (LS)
DBH TA sbelumnya
(TAYL)
2 DBH SDA 62.001.317.675.508 61.957.921.459.995 43.396.215.513 | Pot. LS DBH TAYL
3 DAU 341.219.325.651.000 | 340.998.495.533.310 220.830.117.690 | Pot. LS DBH TAYL
4 Dana 80.082.454.280.000 79.960.553.858.683 121.900.421.317 Pot. LS Dana BOS
Penyesuaian TAVYL (hasil Rekon
Kemendikbud dg
Pemda)
Total 523.019.039.791.845 | 522.065.174.529.057 953.865.262.788 | Perbedaan

Pengakuan nilai
transfer Antara LKPP
& LKPD

Rincian penyaluran netto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat
pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Uﬂﬂ_ﬂ Realisasi Dana Perimbangan TA 2014 adalah sebesar Rp477.052.754.641.271 atau 96,99 persen
Perimbangan dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp491.882.888.478.000. Hal ini berarti
f/?/‘_’77'”5 realisasi Dana Perimbangan TA 2014 ini lebih besar Rp46.698.024.479.288 atau naik 10,85
riun

persen dari realisasi TA 2013. Dana Perimbangan terdiri dari (i) Dana Bagi Hasil (DBH), (ii) Dana
Alokasi Umum (DAU), dan (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.
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B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2014 adalah sebesar Rp103.938.958.255.771 atau 88,34
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp117.663.562.827.000. Hal ini
berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2014 ini lebih besar Rp15.475.898.135.588 atau naik 17,49
persen dari realisasi TA 2013.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
DBH Pajak
DBH Pajak Penghasilan Perorangan 21.021.725.193.942 19.091.529.508.064
DBH Pajak Bumi dan Bangunan 18.694.216.991.395 24.763.479.838.469
Jumlah DBH Pajak 39.715.942.185.337 43.855.009.346.533
DBH Cukai 2.221.698.394.926 2.151.491.260.171
DBH SDA
DBH SDA Minyak Bumi 24.114.357.778.087 15.530.937.334.820

DBH SDA Gas Bumi

18.795.120.439.100

13.799.051.780.835

DBH SDA Pertambangan Umum

16.425.919.5676.995

11.636.718.665.675

DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

467.100.051.471

451.021.274.903

DBH SDA Kehutanan 2.008.378.171.979 889.055.732.766
DBH SDA Perikanan 190.441.657.876 149.774.724.480
Jumlah DBH SDA 62.001.317.675.508 42.456.559.513.479

Total DBH

103.938.958.255.771

88.463.060.120.183

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2014 adalah sebesar Rp341.219.325.651.000 atau 100
persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp341.219.325.651.000. Hal ini
berarti realisasi DAU TA 2014 ini lebih besar Rp30.080.036.486.000 atau naik 9,67 persen dari
realisasi TA 2013.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2014 adalah sebesar Rp31.894.470.734.500, atau
96,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp33.000.000.000.000. Hal ini
berarti realisasi DAK TA 2014 ini lebih besar Rp 1.142.089.857.700 atau naik 3,71 persen dari
realisasi TA 2013. DAK tidak terserap seluruhnya karena terdapat daerah yang tidak
menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAK tahap sebelumnya sehingga tidak mendapat
penyaluran DAK tahap Il dan/atau Il

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional.
Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria
khusus, dan kriteria teknis.

Pada tahun anggaran 2014, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik
sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 19 bidang. Selain itu, DAK
tambahan untuk bidang infrastruktur pendidikan dan infrastruktur jalan dialokasikan kepada daerah
yang termasuk kategori tertinggal. DAK ditetapkan melalui PMK nomor 180/PMK.07/2013 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2014.
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B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2014 adalah sebesar Rp96.231.227.308.000
atau 92,44 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp104.097.420.928.000.
Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2014 ini lebih besar
Rp13.325.514.299.346 atau naik 16,07persen dari realisasi TA 2013. Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian terdiri dari (j/ Dana Otonomi Khusus, dan (i) Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi KhususTA 2014 adalah sebesar Rp16.148.773.028.000 , yang berarti
100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp16.148.773.028.000. Hal ini
berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2014 ini lebih besar Rp2.703.201.462.000 atau naik
20,10 persen dari realisasi TA 2013.

Transfer Dana Otsus untuk Propinsi Aceh 6.824.386.514.000 6.222.785.783.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua 4.777.070.560.000 4.355.950.048.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua 2.000.000.000.000 571.428.572.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat 2.047.315.954.000 1.866.835.735.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat 500.000.000.000 428.571.428.000
Jumlah 16.148.773.028.000 13.445.571.566.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2014 adalah sebesar Rp80.082.454.280.000, yang berarti 91,06
persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp87.948.647.900.000. Hal ini berarti
realisasi Dana Penyesuaian TA 2014 ini lebih besar Rp10.622.312.837.346 atau naik 15,29
persen dari realisasi TA 2013. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu
daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung
percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2014 terdiri dari:

Dana Tambahan Penghasilan untuk Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah

896.453.422.000

2.394.228.188.000

Dana Insentif Daerah (DID)

1.387.800.000.000

1.387.800.000.000

Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD

54.442.398.172.000

43.049.824.362.000

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

23.291.942.515.000

22.452.953.387.154

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi

63.860.171.000

59.639.179.000

(P2D2)
Dana Keistimewaan DIY*

- 115.696.326.500
Jumlah 80.082.454.230.000 | 69.460.141.442.654
*Dalam Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 sebesar Rp69.460.141.442.654 terdapat realisasi
Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp115.696.326.500 yang pertama kali dialokasikan pada TA
2013 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Dana Keistimewaan DIY pada APBN-P 2014 tidak lagi menjadi bagian dari

Dana Penyesuaian dan disajikan terpisah.
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B.2.2.2.3. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Realisasi Dana TA 2014 adalah sebesar Rp419.099.774.450 yang berarti 80 persen dari jumlah
yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp523.875.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana
Penyesuaian TA 2014 ini lebih besar Rp303.403.447.950 dibanding realisasi TA 2013 sebesar
Rp115.696.326.500 (tahun 2013 disajikan sebagai bagian dari Dana Penyesuaian).

Dana Keistimewaan DIY tidak seluruhnya terealisasi dikarenakan Pemprov DIY tidak mengajukan
pencairan Dana Tahap Ill sebesar 20% dari pagu.

Untuk mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pedoman umum Dana Keistimewaan DIY tahun
2014 ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan PMK
No.36/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014.

B.2.2.3. Suspen

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja
Negara menurut kementerian negarallembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang
dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja

TA 2014 adalah sebesar minus Rp97.393.160.171, dengan rincian (dalam Rp):

Selisih (BUN -

Belanja Pemerintah Pusat

Kementerian
Negara/Lembaga *)

KIL)

Belanja Pegawai 243.719.624.006.422 243.719.884.098.338 (260.091.916)
Belanja Barang 175.144.475.400.158 175.167.953.464.364 (23.478.064.206)
Belanja Modal 146.753.013.335.371 146.724.621.022.983 28.392.312.388
Pembayaran Bunga Utang 133.441.688.595.776 133.441.292.679.083 395.916.693

Subsidi

391.962.514.288.102

391.962.514.288.102

Belanja Hibah

907.509.554.215

907.509.554.215

Belanja Bantuan Sosial

97.820.890.718.247

97.924.676.539.384

(103.785.821.137)

Belanja Lain-lain

11.652.519.680.692

11.651.096.301.935

1.423.378.757

Transfer keDaerah

Dana Bagi Hasil

103.938.958.255.771

103.938.958.255.771

Dana Alokasi Umum

341.219.325.651.000

341.219.325.651.000

Dana Alokasi Khusus

31.894.470.734.500

31.894.470.734.500

Dana Otonomi Khusus 16.148.773.028.000 16.148.773.028.000 -
Dana Penyesuaian 80.082.373.489.250 80.082.454.280.000 (80.790.750)
Dana Keistimewaan DIY 419.099.774.450 419.099.774.450

Suspen

1.775.105.236.511.954

1.775.202.629.672.125

(97.393.160.171)

*) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)

Daftar suspen lengkap dapat dilihat di Lampiran 4A.

Penyebab terjadinya suspen antara lain adalah sebagai berikut:

a. Adanya laporan tingkat satker yang tidak terkonsolidasi di tingkat kementerian lembaga

b. Ketidaktersediaan dokumen sumber pada Kementerian/Lembaga sebagai dasar pencatatan
pengembalian belanja pada pada LKKL.

c. Kesalahan input kode satker maupun kode Bagian Anggaran

d. Kesalahan input transaksi misalnya pencatatan Hibah barang yang seharusnya dicatat
menggunakan dokumen MPHL namun dicatat menggunakan SPHL.
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B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2014, maka
Defisit Anggaran TA 2014 adalah sebesar Rp226.692.042.169.432, yang berarti 93,87 persen
dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp241.494.273.662.000.

Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Pendapatan Negara dan Hibah 1.550.490.813.616.979 1.438.891.069.562.744
Belanja Negara 1.777.182.855.786.411 1.650.563.727.418.085
Defisit Anggaran (226.692.042.169.432) (211.672.657.855.341)

B.2.4.Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2014 adalah sebesar Rp248.892.825.676.520 yang berarti
103,06 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp241.494.273.662.000.
Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp261.244.985.683.200, yang
berarti 102,48 persen dari jumlah vyang dianggarkan dalam APBN-P  sebesar
Rp254.931.959.172.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program
Restrukturisasi, (iv)] Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi)
Penyertaan Modal Negara/lnvestasi Pemerintah, (vi) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan
rekening SAL. Tidak terdapat Penggunaan SAL TA 2014 yang berarti O persen dari jumlah yang
dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.000.000.000.000. Rincian Penggunaan SAL adalah
sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) ~ TA 2013 (Audited)

Penggunaan SAL 30.000.000.000.000
Jumlah - | 30.000.000.000.000

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2014 adalah sebesar
Rp4.999.122.569.597 yang berarti 113,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P
sebesar Rp4.398.460.306.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah
sebagai berikut (dalam Rp):

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN 16.240.842.237 36.618.425.203
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Pembiayaan
Privatisasi dan
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
Rp543,56
miliar

Surat Berharga
Negara (Neto)
Rp264,63
triliun

kepada Daerah

Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD 46.268.415.162 29.741.504.648
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN 431.025.435.241 472.664.221.510
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah 32.600.023.484 137.176.960.778
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan 51.581.497.491 61.639.309.344
(TAB) kepada Daerah

Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD 313.343.927.733 259.089.528.395
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN 4.094.192.988.049 3.154.920.573.932
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah 13.869.440.200 22.234.948.480
Total 4.999.122.569.597 4.174.085.472.290

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2014 sebesar
Rpb543.558.387.876 atau 54,36 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar
Rp1.000.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja
BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN
dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing.
Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan
aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset
Program Restrukturisasi adalah:

Penerimaan Hasil Privatisasi 3.567.668.844 56.700.000.000
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset 401.935.495.548 1.362.055.382.471
Eks BPPN

Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset 138.055.223.484 81.395.784.730
Bekas Milik Eks BDL

Jumlah 543.558.387.876 1.500.151.167.201

Penerimaan dari hasil privatisasi berasal dari:

1. Penjualan saham milik negara pada PT Kertas Padalarang dengan nilai sebesar
Rp352.447.193;

2. Hasil penjualan saham milik negara pada PT Sarana Karya sebesar Rp3.215.221.651.

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2014 adalah sebesar
Rp264.628.918.472.574 atau 99,87 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar
Rp264.983.707.000.000. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan
pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk
memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar
dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut:

Penerimaan
Penerbitan/Penjualan SPN 60.900.000.000.000 42.400.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN 229.420.795.000.000 187.631.255.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN 4.804.417.699.000 2.936.148.166.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang 41.181.713.565.568 23.507.074.053.640
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Pinjaman
Dalam Negeri
(Neto)
Rp949,97
miliar

PMN/ Investasi
Pemerintah
Rp8,91triliun

Imbalan Dibayar di Muka SBSN - Jangka Panjang

173.506.611.000

107.679.673.000

Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah

16.170.000.000.000

11.653.000.000.000

Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas

68.211.583.706.866

41.493.925.823.035

Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas 45.473.984.500 2.856.042.000
Penerimaan Penerbitan SBSN - Valas 17.746.402.980.000 17.237.922.715.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dim 442.631.434.432 777.800.946.360
Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS

Total Penerimaan 439.096.524.981.366 327.747.662.419.035

Pengeluaran

Pelunasan SPN (55.000.000.000.000) (31.170.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN (40.271.434.883.492) (49.761.974.878.452)
Pembelian Kembali Obligasi DN (7.294.968.000.000) (3.527.385.000.000)

Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN

(5.151.535.004.000)

(2.444.191.774.000)

Pelunasan SBSN-Jangka Pendek

(12.833.860.000.000)

Pelunasan SBSN-Jangka Panjang (18.532.410.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk (172.435.299.000) (122.729.287.000)
Panjang
Pelunasan SPN Syariah (14.068.000.000.000) (3.215.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas (48.623.322.300)
Pelunasan obligasi negara Valas (26.394.700.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang (7.533.500.000.000) -
Total Pengeluaran (174.467.606.508.792) | (103.075.140.939.452)
Jumlah SBN (Neto) 264.628.918.472.574 224.672.521.479.583

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp 949.967.958.159, yang
berarti 43,62 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp2.177.977.297.000.
Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam
Negeri TA 2014 adalah:

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN 285.680.274.280 241.537.090.518
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Persahaan Daerah 805.543.738.021 374.189.693.670
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (141.256.054.142) (141.256.054.142)
Jumlah 949.967.958.159 474.470.730.046

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/lnvestasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2014
adalah sebesar Rp8.912.513.705.006, yang berarti 95,78 persen dari jumlah yang dianggarkan
APBN-P sebesar Rp9.305.042.400.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal
Negara (PMN) TA 2014 adalah:

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000
PMN untuk Badan Internasional dan 2.412.513.705.006 1.997.051.462.553
Penyertaan Modal Lainnya

Investasi Pemerintah 4.582.642.303.197
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal 1.126.500.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir 3.500.000.000.000 2.209.253.000.000
Jumlah 8.912.513.705.006 11.915.446.765.750
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PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp3.000.000.000.000 terdiri dari:

Uraian

Jumlah (Rp)

700.000.000.000
1.300.000.000.000
PT Sarana Multigriya Finansial sebesar 1.000.000.000.000
Jumlah 3.000.000.000.000

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar
Perum jaminan Kredit Indonesia sebesar

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya sebesar Rp2.412.513.705.006.
terdiri dari:

Uraian ‘ Jumlah (Rp) ‘
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector 2.219.482.849
Asian Development Bank 508.073.844.015
International Bank For Reconstruction and Development 216.685.936.730
International Finance Corporation 18.761.223.782
International Fund for Agricultural Development 44.294.033.433

ASEAN Infratructure Fund 591.379.184.197

International Rubber Consortium Limited (IRCo)

31.100.000.000

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

1.000.000.000.000

Jumlah

2.412.513.705.006

Dana Bergulir sebesar Rp3.500.000.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian ‘ Jumlah (Rp) ‘
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat 3.000.000.000.000
BLU LPDB KUMKM 500.000.000.000
Jumlah 3.500.000.000.000

Kewajiban
Penjaminan
Rp964,07
milyar

Dana
Pengembangan
Pendidikan
Nasional Rp0
triliun

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban adalah Rp964.068.000.000 atau 100 persen
dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P sebesar Rp964.068.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp964.068.000.000 terdiri dari:

Uraian ‘ Jumlah (Rp) ‘
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang 913.654.000.000
menggunakan batu bara

Proyek percepatan penyediaan air minum 2.233.000.000

Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha 48.181.000.000

Penjaminan Infrastruktur
Jumlah 964.068.000.000

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Tidak ada realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2014 dari
jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.359.075.031.000. Alokasi dana
pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan
untuk  menjamin  keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antar generasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan
rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum
(BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Kementerian Keuangan.
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Pembiayaan LIV
(Neto) minus
Rn12,35 triliun

Penarikan
Pinjaman LN
Rp52,57 triliun

Penarikan
Pinjaman
Program
Rn17,78triliun

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2014 adalah sebesar minus Rp12.352.160.006.680
yang berarti 91,92 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2014 sebesar minus
Rp13.437.685.510.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (i)
penerusan pinjaman dan (i) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2014 adalah sebesar Rp52.574.662.239.463 yang
berarti 97,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp54.129.575.787.000.
Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan
pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2014 adalah sebesar Rp17.776.956.719.493, yang
berarti 105,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P  sebesar
Rp16.899.600.000.000.

Realisasi Penarikan Pinjaman Program melebihi nilai yang dianggarkan pada UU APBN-P TA 2014,
disebabkan kurs pada saat penarikan lebih tinggi dibanding asumsi kurs yang ditetapkan pada
APBN-P TA 2014. Adapun secara valas, realisasi pinjaman program tidak melebihi APBN-P TA
2014

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (cash financing) yang
memerlukan policy matrix untuk pencairannya. Policy matrix adalah suatu set of policy yang
menjadi collateral pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman
program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program
dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2014 dan TA 2013
(dalam Rp):

Penarikan Pinjaman Program dari OECF 3.888.653.458.800
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD 9.219.474.559.493 9.639.342.761.806
Penarikan Pinjaman Program dari ADB 4.865.200.000.000 4.898.400.000.000
Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya 3.692.282.160.000

Jumlah 17.776.956.719.493 18.426.396.220.606

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini sama dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01
(Utang Pemerintah) sehingga tidak terdapat lagi selisih pencatatan antara Ditjen Perbendaharaan
selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna
Anggaran 999.01 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Data BUN Data BA 999 Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari OECF

Penarikan Pinjaman Program dari IBRD 9.219.474.559.493 9.219.474.559.493

Penarikan Pinjaman Program dari ADB 4.865.200.000.000 4.865.200.000.000

Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya 3.692.282.160.000 3.692.282.160.000

Jumlah 17.776.956.719.493 | 17.776.956.719.493
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Penarikan
Pinjaman
Proyek
Rn34,80 triliun

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2014 adalah sebesar Rp34.797.705.519.970, yang
berarti 93,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P  sebesar
Rp37.229.975.787.000.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek
pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan
prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2014 dan TA 2013

(dalam Rp):

Curamn o T 201

Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral 7.825.365.221.903 10.395.098.419.601
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral 7.436.950.218.356 7.651.179.843.930
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor 4.909.557.800.278 6.606.850.582.989
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial 14.653.542.921.278 12.155.674.537.140
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya (27.710.641.845) 44.622.012.961
Jumlah 34.797.705.519.970 36.853.425.396.621

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01
(Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar minus Rp1.037.050.233.025 (BA 999.01) mencatat
lebih kecil dibandingkan BUN) dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian Data BUN (SAU) Data BA 999 (SAI) Selisih (SAI-SAU)

Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral 7.825.365.221.903 8.902.346.620.950 1.076.981.399.047
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral 7.436.950.218.356 6.597.514.693.926 (839.435.524.430)
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas 4.909.557.800.278 4.978.737.675.539 69.179.875.261
Kredit Ekspor

Penarikan Pinjaman Proyek Komersial 14.653.542.921.278 13.282.056.299.844 (1.371.486.621.434)
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya (27.710.641.845) (27.710.641.845)
Jumlah 34.797.705.519.970 | 33.760.655.290.259 (1.037.050.233.025)

Penjelasan selisih pencatatan antara BUN (Sistem Akuntansi Umum) dengan BA 999.01 (Sistem
Akuntasi Instansi) adalah sebagai berikut:

NoD Valuta 2013, Diterima di Reksus 2014 (88.398.265.206)
NoD Valuta 2012, SP3 2014 (telah dicatat SAl pada tahun 2012) (7.246.782.438)
NoD Valuta 2013, SP3 2014 (telah dicatat SAI pada tahun 2013) (2.300.260.927.914)
Koreksi SP4HLN namun SP3 belum koreksi (8.558.240.794)
SP3 belum terbit/terbit sebagian 116.763.112.348
Refund Direct Payment (896.342.358)
NoD 2014 namun Pagu DIPA tidak tersedia 680.424.562.986
NoD 2014 namun Pagu DIPA tidak cukup 36.349.120.595
NoD 2014 akan diterbitkan/dieksekusi tahun 2015 396.002.209.441
SWAP 138.768.969.958
Pembulatan (3.492)
Bank Charge 2.353.849
Total (1.037.050.233.025)
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Penerusan
Pinjaman
Rn2,51 triliun

Pembayaran
Cicilan Pokok
Utang LN
Rp62,42 triliun

SIHLPA
Rp22,20 triliun

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2014 adalah sebesar
Rp2.505.637.602.270 yang berarti 73,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P
sebesar Rp3.407.371.699.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) ‘ TA 2013 (Audited)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah 187.866.570.901 117.600.418.723
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN 2.317.771.031.369 3.762.966.517.676

Total 2.505.637.602.270 3.880.566.936.399

Realisasi Penerusan Pinjaman sebesar 73,54 persen disebabkan masih rendahnya penyerapan dana
penerusan pinjaman oleh BUMN karena beberapa hal yaitu (1) terhambatnya pembebasan lahan
untuk proyek, kendala proses perijinan dengan Pemda setempat dan sebagian proyek masih dalam
proses pengadaan barang dan jasa terkait proyek kelistrikan, (2) proses pengadaan barang jasa dan
kendala teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan pada proyek Pembangkit Listrik Panas
Bumi, (3) perubahan cara penarikan pinjaman sehingga perlu dilakukan revisi DIPA pada proyek
infrastruktur, dan (4) keterlambatan proses verifikasi internal pada pemerintah daerah dalam
proyek Pengerukan Sungai Bebas Banijir.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar
negeri yang jatuh tempo pada TA 2014. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
dalam TA 2014 adalah sebesar Rp62.421.184.643.873 yang berarti 97,29 persen dari jumlah
yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp64.159.889.598.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2014 dan TA
2013(dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited)
3.132.403.585.000
11.190.683.832.426

TA 2013 (Audited) |
3.429.128.608.848
12.296.871.113.188

Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program

Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek 2.450.264.998.290 2.453.973.347.539
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek 45.647.832.228.157 39.024.451.373.429
Jumlah 62.421.184.643.873 57.204.424.443.004

B.2.5. Sisa Lehih (Kurang) Pembiayaan Anggaran — SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp226.692.042.169.432dan realisasi Pembiayaan Neto
sebesar Rp248.892.825.676.520 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp22.200.783.507.088 dengan perhitungan sebagai berikut (dalam
Rp):

Pendapatan Negara dan Hibah

1.650.490.813.616.979

1.438.891.069.562.744

Belanja Negara

1.777.182.855.786.411

1.650.563.727.418.085

Surplus (Defisit)

(226.692.042.169.432)

(211.672.657.855.341)

Pembiayaan Neto

248.892.825.676.520

237.394.5677.321.194

SiLPA (SiKPA)

22.200.783.507.088

25.721.919.465.853
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B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual
Sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan
dan belanja berbasis akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap
menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual disajikan secara
tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2014.
2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana
dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2014, dengan rincian sebagai berikut:
Kode . Realisasi TA 2014 (dalam Rp)
Kementerian Negara/Lembaga -
BA Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Urusan Bersama
010 | Kementerian Dalam Negeri 1.308.670.832.317 322.965.338.962 8.525.439.957.623
018 | Kementerian Pertanian 1.637.905.617.592 | 5.791.608.093.215
019 | Kementerian Perindustrian 120.081.724.610
020 | Kementerian ESDM 42.144.090.804 -
023 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2.241.479.662.064 82.326.501.141
024 | Kementerian Kesehatan 730.916.627.532 | 2.824.870.054.001
026 | Kementerian Tenaga Kerja dan 211.735.960.320 | 1.238.876.808.252
Transmigrasi
027 | Kementerian Sosial 561.149.975.178 92.731.830.075
029 | Kementerian Kehutanan 135.245.799.770 13.506.244.653
032 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 279.313.019.453 793.678.767.104 _
033 | Kementerian Pekerjaan Umum 219.301.008.226 | 1.692.331.781.313 1.232.482.499.000
040 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif 33.091.499.472 61.129.001.881
043 | Kementerian Negara Lingkungan Hidup 94.158.146.272 )
044 | Kementerian Negara Koperasi dan UKM 141.990.498.571 67.990.454.738
047 | Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan 2.394.190.920
055 | Kementerian Negara PPN/Bappenas 95.454.595.831
057 | Perpustakaan Nasional 12.462.004.608
065 | Badan Koordinasi Penanaman Modal 14.872.802.267 )
067 | Kementerian PDT 8.376.735.223 35.117.783.274
068 | Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional
087 | Arsip Nasional Republik Indonesia 3.335.613.925 )
090 | Kementerian Perdagangan 93.432.124.200 230.710.802.776
092 | Kementerian Pemuda dan Olah Raga 938.767.833.705
111 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan 6.807.122.800 16.738.436.686 )
Total 8.063.081.185.660 | 13.264.581.898.071 | 9.757.922.456.623
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3.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja
pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri
Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi
Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan
Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep “enterprising the government” dan penganggaran berbasis kinerja di
lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas,
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola
langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai
bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan
instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan
pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional
dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barangljasa (quasi public goods), meliputi
penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan
keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasionalflaporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa
eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut
harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2014, terdapat 141 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK
BLU, yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No Kementerian Negara/Lembaga Jumlah BLU
1 Sekretariat Negara 2
2 Kementerian Keuangan 3
3 kementerian Pertanian 2
4 Kementerian Perindustrian 5
5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1
6 Kementerian Perhubungan 7
7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 33
8 Kementerian Kesehatan 52
9 Kementerian Agama 15
10 Kementerian Kehutanan 1
1" Kementerian Pekerjaan Umum 1
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12 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 1
13 Kementerian Koperasi dan UKM 2
14 | Kementerian Komunikasi dan Informatika 1
15 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 1
16 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional 1
17 Kementerian Perumahan Rakyat 1
18 | POLRI 10
19 BP Batam 1
20 | BP Sabang 1
Jumlah BLU 141

Ditinjau dari bidang layanan, dari 141 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:
a. 131 BLU hidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

bh. 4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

¢. 6 BLU hidang Pengelolaan Dana Khusus.

Berdasarkan laporan keuangan 141 BLU (Audited) berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK), total pendapatan
pada tahun 2014 adalah sebesar Rp46.831.513.224.542 . Komposisi pendapatan BLU pada TA 2014 dapat dilihat

pada Grafik 24.
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Grafik 24 Komposisi Pendapatan BLU TA 2014

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 25.
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Grafik 25 Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2014

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Lampiran 37.
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4.

Pergeseran Pagu Anggaran pada BA 999.08 ke BA Kementerian Negara/Lembaga
Pagu anggaran pengelolaan belanja lain-lain (BA 999.08) TA 2014 ditetapkan dalam UU APBN/P Tahun 2014

meliputi jenis belanja sebagai berikut:

(dalam rupiah)
Belanja Pegawai Belanja I?antuan Belanja Lain-Lain Jumlah
Sosial
PAGU APBN 21.980.005.452.000 3.000.000.000.000 | 36.903.975.655.000 | 61.883.981.107.000
PAGU APBN-P 12.510.009.041.000 3.300.000.000.000 | 27.938.346.347.000 | 43.748.355.388.000

Perubahan dalam APBN-P disebabkan antara lain adanya pergeseran pagu anggaran BA 999.08 ke BA KIL ataupun

ke BA BUN lainnya. Pergeseran dari BA 999.08 ke BA K/L diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tanggal 13

Januari 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014. Pergeseran tersebut menggunakan mekanisme

penerbitan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SABA) sebesar Rp19.344.178.044.000 dengan penjelasan sebagai

berikut:

a. SABA sebesar Rp4.144.111.186.000 yang telah digeser ke K/L (menambah pagu di K/L) dalam APBN-PTA
2014

b. SABA sebesar Rp15.200.066.858.000 adalah SABA yang pergeserannya dilakukan setelah APBN-P TA 2014
ditetapkan.

Terdapat juga Pergeseran dari BA 999.08 ke BA BUN 999.02 dan 999.99 sebesar Rp2.135.962.432.000 dengan

rincian sebagai berikut:

a. Realokasi ke BA 999.02 (Hibah) sebesar Rp91.298.537.000.

b. Realokasi ke BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) sebesar Rp2.044.663.895.000.

Kontrak Tahun Jamak
Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak

merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban
anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas
Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya
sampai dengan Rp10.000.000.000. Data kontrak tahun jamakTahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai
berikut:

No Tahun Nilai Kontrak Tahun Jamak

1 2015 8.774.617.209.000

2 2016 5.532.125.857.000

3 2017 2.119.102.413.000

4 2018 916.395.067.000

5 2019 389.210.606.000
Jumlah 17.731.451.152.000

Rincian Nilai Kontrak tahun Jamak Per KL dapat dilihat pada Lampiran 5.

Pagu Minus

Pagu APBN-P Tahun 2014 sebesar Rp1.876.872.758.707.000 terdiri dari pagu belanja Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.280.368.574.301.000 dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp 596.504.184.406.000. Sampai dengan akhir
tahun 2014 masih terdapat pagu minus pada DIPA dengan uraian sebagai berikut:

No Uraian Jumlah Satker Nilai

1. | Belanja Pegawai 2.226 | 1.243.998.122.759

2. | Non Belanja Pegawai 254 67.055.761.375

3. | Belanja yang berasal dari Hibah 289 | 2.077.619.274.457
Langsung Barang/Jasa
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1.

Belanja pegawai melebihi pagu anggaran DIPA terjadi khususnya pada belanja gaji dan tunjangan yang melekat
pada gaji yang dapat dibayarkan meskipun pagu anggaran dalam DIPA tidak cukup tersedia. Kekurangan pagu
anggaran pembayaran gaji disebabkan tidak meratanya distribusi alokasi anggaran untuk pembayaran gaji
sehingga terdapat satker yang kelebihan maupun kekurangan alokasi pembayaran gaji di akhir tahun. Selain itu,
adanya pengangkatan pegawai baru maupun perpindahan/mutasi pegawai tidak disertai dengan
penyesuaian/revisi DIPA sehingga jumlah alokasi anggaran pembayaran gaji pada setiap satker tidak sesuai
dengan jumlah pegawai pada satker yang bersangkutan.

Belanja non pegawai melebihi pagu anggaran DIPA khususnya terjadi pada belanja barang/jasa, dimana data
realisasi anggaran yang telah diterbitkan SP2D di KPPN maupun pengadaan barang/jasa yang telah
dikontrakkan oleh satker tidak terinformasi dengan tepat pada saat revisi anggaran. Revisi anggaran tersebut
terjadi karena antara lain adanya kebijakan penghematan/pemotongan anggaran yang menimbulkan alokasi pagu
anggaran lebih kecil daripada anggaran yang telah dibayarkan/direalisasikan/dikontrakkan. Hal ini menimbulkan
pagu minus pada kegiatan tersebut. Selain itu pagu minus juga terjadi khususnya pada KPPN Non SPAN yang
diakibatkan terdapat revisi DIPA yang tidak dapat diupload ke SPAN sedangkan realisasinya berhasil dikonversi
melalui Daily Transaction Conversion.

Pagu minus belanja yang berasal dari hibah langsung berupa barang/jasa terjadi karena pengesahan pendapatan
dan belanja yang berasal dari hibah langsung berupa barang/jasa, menurut ketentuan tidak perlu direvisi DIPA-
nya.

Pagu minus terjadi pada tingkat satker, namun secara total pagu anggaran pada tingkat Kementerian/Lembaga tidak
terjadi minus.

1. Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Hulu Migas KKKS tahun 2014 dan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a.

Pengiriman Minyak Bumi Tujuan Ekspor
Pengiriman minyak bumi untuk tujuan ekspor dari hasil operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdiri

dari pengiriman minyak bumi tujuan domestik non Kilang Pertamina dan ekspor. Data ekspor minyak bumi
periode per 31 Desember 2014 dan periode per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Ekspor BBL 109.933.259 117.380.467
Uss 10,384,153,481 12,187,878,389
Lifting Kontraktor BBL 95.794.440 96.313.091
USs 9,090,999,294 10,079,246,573
Lifting Pemerintah BBL 14.138.819 21.067.376
Uss 1,293,154,187 2,108,631,816

b. Pengiriman Minyak Bumi ke Kilang Domestik

Pengiriman minyak bumi ke kilang domestik adalah pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik
milik PT Pertamina (Persero) dimana harga jual minyak bumi menggunakan ICP. Data pengiriman minyak bumi ke
kilang domestik periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman BBL 177.402.706 181.051.565
Uss 17,081,079,924 19,158,959,018
Lifting Kontraktor BBL 40.324.311 40.658.355
Uss 3,805,874,414 4,266,710,266
Lifting Pemerintah BBL 137.078.395 140.393.210
USs 13,275,205,510 14,892,248,752
Ekiv Rp 156.230.980.326.380 155.476.970.362.368
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c. Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Bumi Dalam Negeri/Domestic Market Obligation

DMO merupakan kewajiban KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk menjual dan menyerahkan
kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar
dalam negeri. Data DMO periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
DMO BBL 23.809.569 23.320.940
DMO FEE (US$) 1,101,201,003 1,168,028,468
DMO AT ICP (US$) 2,317,948,818 2,442,413,165

. Pengiriman Ekspor Natural Gas
Pengiriman ekspor natural gas merupakan penjualan gas alam untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor

untuk periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman MMBTU 347.344.141 353.435.664
Uss 4,648,243,970 5,120,660,835
Bagian Kontraktor USs 3,784,458,909 3,744,860,809
Bagian Pemerintah Uss$ 863,785,062 1,375,800,026

. Pengiriman Ekspor Liguefied Petroleum Gas (LPG)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, maka
ekspor LPG tidak diperbolehkan apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pengiriman ekspor LPG

terakhir dilakukan pada Bulan Agustus tahun 2009.
Pengiriman Ekspor Liguefied Natural Gas (LNG)

Pengiriman eskpor LNG merupakan penjualan LNG untuk tujuan ekspor. Data pengiriman ekspor LNG sampai

dengan periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman MMBTU 834.242.926 888.403.742
BBL 11,533,387,245 12,020,371,757
Biaya Operasi LNG USs$ 1,239,673,090 1,451,913,807
Net Back USs$ 10,293,714,154 10,568,457,950
Bagian Kontraktor USs$ 7,216,848,061 7,121,973,644
Bagian Pemerintah USs 3,076,866,093 3,446,484,306

. Pengiriman Natural Gas Domestik

Pengiriman Natural Gas Domestik merupakan penjualan gas alam untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk

periode 31 Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman MMBTU 1.201.267.698 1.193.143.354
US$ 7,597,841,743 7,326,629,400
Bagian Kontraktor US$ 5,565,879,055 5,405,585,303
Bagian Pemerintah US$ 2,031,962,689 1,921,044,098

. Pengiriman LPG Domestik

Pengiriman LPG Domestik merupakan penjualan LPG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31
Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman MMBTU 1.488.326 1.448.793
Uss 1,194,472,597 1,241,829,004
Bagian Kontraktor US$ 870,077,601 873,867,216
Bagian Pemerintah US$ 324,394,996 367,961,788
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J-

Pengiriman LNG Domestik

Pengiriman LNG Domestik merupakan penjualan LNG untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31
Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman MMBTU 86.749.337 67.525.409
Uss 1,012,064,711 788,614,005
Biaya Operasi LNG USs 133,351,261 44,895,561
Net Back Uss$ 878,713,450 743,718,444
Bagian Kontraktor USs 538,107,107 432,022,912
Bagian Pemerintah Uss$ 340,606,343 311,695,532

Pengiriman Coal Bed Methane (CBM) Domestik

Pengiriman CBM domestik merupakan penjualan CBM untuk tujuan domestik. Data pengiriman untuk periode 31
Desember 2014 dan periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan Periode 31 Des 2014 Periode 31 Des 2013
Total Pengiriman MMBTU 121.601 63.135
USs$ 912,071 473,512
Bagian Kontraktor US$ 670,800 369,931
Bagian Pemerintah Uss 241,270 103,581

8. Perbandingan Pagu DIPA dan Pagu APBN-P

Pada LKPP, Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja disajikan berdasarkan pagu anggaran pada APBN-P. Sedangkan
pada LKKL, pagu anggaran disajikan berdasarkan pagu DIPA.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, termasuk juga diatur dalam UU APBN, Pagu DIPA per KL dapat
dilakukan revisi dari pagu semula di APBN-P. Perubahan dalam pelaksanaan APBN-P dan DIPA dimungkinkan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam UU APBN Nomor 23 Th 2013 tentang APBN TA 2014 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran yaitu
PMK Nomor 07/PMK.02/2013 dan PMK Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja
Dari Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga

Di antara kondisi yang menjadi penyebab diperbolehkannya DIPA per K/L direvisi sehingga menjadi berbeda dengan

pagu anggaran pada APBN-P adalah sebagai berikut:

a. Adanya perubahan/revisi pagu DIPA atas pagu belanja yang bersumber dari PNBP setelah ditetapkannya UU
APBN.-P.

b. Percepatan penarikan Pinjaman LN/DN setelah ditetapkannya UU APBN-P.

c. Adanya revisi DIPA terkait Pengesahan Penerimaan Hibah LN/DN setelah UU APBN-P ditetapkan.

d. Revisi Pagu DIPA satker BLU akibat adanya realisasi Pendapatan BLU yang melebihi target yang sudah
ditetapkan dalam UU APBN-P.

e. Adanya beberapa jenis belanja yang realisasinya diperbolehkan melampaui pagu APBN-P seperti subsidi energi.
Oleh karena itu, dimungkinkan adanya revisi pagu DIPA yang melebihi pagu APBN-P.

Daftar pagu DIPA K/L dan pagu anggaran berdasarkan APBN-P dapat dilihat pada Lampiran 6.
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9.

10.

Kebijakan Penyajian Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran

Kebijakan yang diambil dalam penyusunan LKPP untuk penyajian Pendapatan di LRA adalah menggunakan data yang
ada di Bendahara Umum Negara (Sistem Kas Umum Negara). Data tersebut menggambarkan uang yang nyata telah
masuk ke kas negara dan pendapatan yang telah disahkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan PSAP 02
tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 (IPSAP
02) Tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP
02 Kas di Bendahara Penerimaan tidak dimasukkan sebagai pendapatan karena rekening Bendahara Penerimaan
bukan bagian dari Bendahara Umum Negara.

Terdapat selisih pencatatan pendapatan antara SAKUN dengan K/L dikarenakan terdapat pendapatan yang uangnya
sudah masuk ke kas negara namun KJL tidak mencatat karena tidak memiliki dokumen sumber. K/L tidak memiliki
dokumen sumber dikarenakan wajib setor/pihak ketiga tidak menginformasikan/memberikan dokumen sumber
penyetoran kepada Satker K/L. Untuk itu Pemerintah terus berupaya sehingga pencatatan yang dilakukan oleh K/L
sama dengan BUN antara lain dengan menerapkan sistem MPN G-2 dan rekonsiliasi yang lebih intensif antara BUN
dengan K/L. Pada tahun 2015 dengan penerapan MPN G-2 dan juga didukung dengan SPAN, diharapkan rekonsiliasi
antara K/L dengan BUN dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga selisih pencatatan pendapatan antara K/L
dengan BUN dapat menjadi sama/diminimalisir selisihnya.

Rincian selisih pencatatan Pendapatan antara K/L dengan BUN dapat dilihat di Lampiran 4B.

Biaya Operasional SKK Migas

Pengelolaan keuangan SKK Migas tahun 2014 pada prinsipnya masih sama dengan pengelolaan keuangan eks
BPMIGAS yang dilaksanakan sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 berdasarkan amanat UU 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi. Mengingat BPMIGAS dibubarkan pada 13 November 2012, maka dalam masa
transisi sebelum ditetapkannya UU Migas yang baru, payung hukum penyediaan dan mekanisme hiaya operasional
SKK Migas tahun 2014 berlandaskan pada Perpres 9 Tahun 2013, yaitu :

Pasal 18 ayat (1)

Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu
dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 18 ayat (2)

Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, SKK Migas melalui Menteri ESDM menyampaikan usulan RKT-RAB SKK Migas
kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk surat persetujuan Menteri Keuangan.

Pada tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan anggaran SKK Migas dalam
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.02/2014 TentangTata Cara Penyusunan,
Pendanaan Dan Pelaporan Rencana Kerja Tahunan Dan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Realisasi penerimaan migas tahun 2014 yang dilaporkan dengan menggunakan asas neto, antara lain karena
memperhitungkan faktor pengurang berupa biaya operasional SKK Migas tahun 2014. Berdasarkan surat Menteri
Keuangan Nomor S-145/MK.02/2014 tanggal 3 Maret 2014, biaya operasional yang disetujui adalah sebesar
Rp1.638.165.210.770 dan US$17.189.007 atau ekuivalen Rp1.818.649.787.840. Biaya operasional SKK Migas
yang telah dipindahbukukan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah ekuivalen sebesar Rp1.837.704.117.193
atau sebesar 101,05% dari persetujuan biaya operasional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kurs yang digunakan
pada saat penetapan persetujuan biaya operasional (asumsi kurs APBN 2014) dengan kurs transaksi pada saat
pemindahbukuan biaya operasional.
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1.

12.

13.

Dalam pembahasan APBN 2014, Pemerintah telah berupaya agar biaya operasional SKK Migas masuk dalam
mekanisme APBN dan dibahas bersama dengan DPR-RI. Namun demikian, dalam pembahasan APBN 2014 tersebut
biaya operasional SKK Migas masih diperhitungkan dari penerimaan kegiatan usaha hulu migas yang dikelola dalam
Rekening Migas.

Pada tahun 2015 Pemerintah memasukkan anggaran biaya operasional SKK Migas melalui mekanisme APBN. Oleh
karena itu, dalam postur APBN 2015, Pemerintah telah mengalokasikan biaya operasional SKK Migas dalam BA
Belanja Lain-Lain.

Pinjaman danfatau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang Sudah Closing Date dan Belum Dilaporkan Dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Penerbitan dokumen pembukuan/pengesahan atas penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Surat Perintah
Pembukuan/Pengesahan) atas pinjaman danfatau hibah luar negeri yang sudah closing date tidak dapat dilakukan
mengingat pagu anggaran atas PHLN dimaksud tidak dialokasikan kembali pada dokumen penganggaran tahun
berikutnya. Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan terkait dengan penarikan pinjaman yang belum
diterbitkan dokumen SP3 sebagai dasar realisasi APBN untuk PHL yang sudah c/osing date, diselesaikan dengan
pendekatan akuntansi yang dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar alokasi anggaran secara
administratif dan sebagai rujukan penerbitan SP3 oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 534/KMK.05/2015 tanggal 27 April
2015 tentang Penetapan Nilai Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas Penarikan Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (PHLN) yang Sudah Closing Date dan Belum Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat. Penerbitan KMK dimaksud secara substansi tidak mempengaruhi posisi LKPP.

Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan dokumen pendukung telah diakuinya penerimaan pembiayaan pada BA
999.01 tahun sebelumnya. Terhadap perbedaan pengakuan pencatatan antara BA 999.01 DJPU dengan BUN, telah
diungkapkan pada LKPP secara memadai.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) Generasi Ketiga

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan perjanjian yang dibuat antara
Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta. Perjanjian karya merupakan salah satu instrument hukum dalam
bidang batubara. Dalam perkembangannya, PKP2B ditandatangani dari generasi | sampai dengan generasi VII.
Namun dalam perjalanannya PKP2B mengalami perubahan dari generasi | sampai dengan generasi VII. Terdapat
perbedaan interpretasi bunyi ketentuan PPN atas penyerahan batubara dalam Kontrak PKP2B Generasi lll. Setiap
interpretasi/pendapat didukung dengan dasar hukum positif yang ada. Terhadap perbedaan interpretasi tersebut,
Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa perlu dilakukan perubahan ketentuan PPN dalam Kontrak PKP2B
agar sesuai dengan ketentuan UU PPN yang berlaku dari waktu ke waktu (orevailing). Untuk perubahan tersebut
perlu dilakukan renegosiasi PKP2B Generasi Il maupun Generasi | dan Generasi Il agar perlakuan PPN untuk
batubara menjadi sama/equal untuk semua kontraktor, IUP, maupun konsumen. Saat ini sedang dilaksanakan proses
renegosiasi kontrak pertambangan antara Pemerintah (Kementerian ESDM) dengan para kontraktor. Menteri
Keuangan telah menyampaikan usulan kepada Menteri ESDM mengenai posisi Pemerintah terkait dengan klausul
mengenai ketentuan perpajakan yang diatur dalam kontrak pertambangan.

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Belanja Subsidi atas PPh DTP

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP)

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan
Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber
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Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan EnergilListrik;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.011/2014 tentang Pajak Penghasilan
Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan di Pasar
Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan
Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.04/1998 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian
Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya atas Hasil
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

Realisasi Belanja Subsidi PPh-DTP Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp5.655.236.443.811 dari pagu
anggaran sebesar Rp5.995.070.000.000.

Belanja Subsidi yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah pada tahun 2014 terdiri dari:

. Subsidi PPh DTP atas penghasilan bunga/ imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar

internasional dan atas penghasilan jasa pihak ketiga atas penerbitan dan/atau pembelian kembali Surat

Berharga Negara di pasar internasional.

PPh DTP SBN Valas merupakan salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan meningkatkan

daya saing instrumen utang negara di pasar internasional. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan,

atas penghasilan berupa bunga atau imbalan atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada

Pemerintah dalam penerbitan/pembelian kembali surat berharga negara di pasar internasional terutang Pajak

Penghasilan. Praktek yang umum dilakukan di pasar internasional, negara- negara penerhit SBN Valas tidak

mengenakan pajak atas SBN yang diterbitkan dikarenakan:

1) Praktik Cross Boarder Issuance tidak memungkinkan pemungutan pajak karena adanya 7ax Treaty yang
menyebabkan fax rate yang berbeda-beda (menyulitkan agen pembayar untuk memungut pajak dari berbagai
investor).

2) Kekhawatiran SBN valas yang diterbitkan tidak laku.

Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp4.717.266.445.000 dari pagu anggaran

sebesar Rp5.057.100.000.000.

Subsidi PPh DTP atas penghasilan sehubungan dengan pengusahaan sumber daya panas.

PPh DTP panas bumi adalah salah satu fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pengusaha panas bumi yang

ijin/kontraknya ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi ditetapkan.

Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang baik/kondusif dalam

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik dan memberikan manfaat

dan keadilan kepada daerah.

Realisasi belanja subsidi tersebut selama tahun 2014 adalah sebesar Rp937.969.998.811 dari pagu anggaran

sebesar Rp937.970.000.000

14. Potensi Penerimaan PBB Sektor Mineral dan Batubara
Dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Mineral dan Batubara (PBB Minerba) Pemerintah telah
mengatur pengenaan PBB tersebut sesuai ketentuan khusus yang diatur dalam Kontrak (lex specialis) dan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang umum berlaku (UU PBB dan peraturan pelaksanaanya).
Terdapat potensi penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral dan Batubara kurang ditetapkan, oleh sebab itu
Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

a.

b.

Atas ketetapan pajak yang kurang ditetapkan, Pemerintah telah menerbitkan SPPT 2014 atas tiga Wajib Pajak
Sektor Mineral dan Batubara;

melakukan koordinasi internal dalam rangka meneliti pengenaan PBB Minerba atas Wajib Pajak sektor Mineral
dan Batubara;

akan membangun sistem informasi yang memadai sehingga administrasi penatausahaan PBB di sektor Minerba
menjadi lebih baik di masa datang.
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15. Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan
Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun Anggaran 2014

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) yang tertuang dalam Production Sharing Contract (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak
kerja sama dalam bidang Migas antara Pemerintah dengan KKKS. Wajib Pajak KKKS Migas menerapkan tarif pajak
Branch Profit Tax berdasarkan 7ax Treaty, sedangkan Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip bagi
hasil dalam Production Sharing Contract (PSC), kontraktor harus menerapkan tarif Brach Profit Tax sebesar 20%
sesuai dengan tarif yang disepakati pada saat kontrak ditandatangani. Apabila Wajib Pajak KKKS Migas
menerapkan tarif pajak berdasarkan 7ax Treaty, maka penerimaan Pemerintah akan berkurang dari yang
seharusnya.

Terhadap kekurangan PPh tersebut, DJP telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib
Pajak KKKS Migas keberatan atas SKPKB tersebut dan mengajukan proses keberatan dan banding di Pengadilan
Pajak. Beberapa persidangan telah dilaksanakan dan tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak. Atas
permasalahan tersebut Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM mengenai penerapan 7ax
Treaty oleh Wajib Pajak KKKS Migas dan mengusulkan agar segera dilakukan amandemen PSC oleh Kementerian
ESDM dan SKK Migas.
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Posisi Neraca secara
umum

Perbandingan Neraca
selama b tahun terakhir

C. PENJELASAN ATAS P0S-POS NERACA

C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Aset Lancar

262.980.618.272.981

252.741.464.557.987

Investasi Jangka Panjang

1.309.921.393.887.621

1.183.170.420.317.820

Aset Tetap

1.714.588.328.953.214

1.709.855.072.863.187

Piutang Jangka Panjang

2.825.834.229.735

2.898.499.639.540

Aset Lainnya

620.606.155.768.241

418.920.288.208.209

Jumlah Aset 3.910.922.331.111.792 3.567.585.745.586.743
Kewajiban Jangka Pendek 352.308.954.175.480 368.086.831.707.954
Kewajiban Jangka Panjang 2.546.074.643.810.634 2.284.012.948.107.981
Jumlah Kewajiban 2.898.383.597.986.114 2.652.099.779.815.935
Ekuitas Dana Lancar (85.016.797.859.945) (113.362.563.747.599)
Ekuitas Dana Investasi 1.097.555.530.985.623 1.028.848.529.518.407
Jumlah Ekuitas Dana Neto 1.012.538.733.125.678 915.485.965.770.808
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3.910.922.331.111.792 3.567.585.745.586.743

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan

pada Grafik 26.

Dalam triliun Rupiah
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Grafik 26 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca

Tahun 2010 - 2014

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 mengalami
penurunan sebesar 28,26 persen dari posisi 31 Desember 2012 dikarenakan Pemerintah
menerapkan penyusutan aset tetap dan aset lainnya mulai tahun anggaran 2013. Sedangkan
Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,60 persen dari posisi
31 Desember 2013. Hal ini terutama disebabkan oleh antara lain (i) SiLPA Tahun Anggaran
2014, (i) Kenaikan Aset Tetap/Aset Lainnya dari belanja modal, dan (iii) Kenaikan investasi
jangka panjang.

Catatan atas Laporan Keuangan -87-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

Rekening Kas BUN di BI
Rn58,24 triliun

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 sebesar Rp58.238.862.209.607 dan Rp43.737.911.964.052 merupakan saldo
Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di Bl, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Rekening BUN Nomor 502.000000980

2.168.613.501.096

2.154.699.513.919

Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor
600.502411980

2.121.111.185

4.710.389.197

Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor

600.502111980 206.456.219.900 2.316.773.947.848
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah

Nomor 518.000122980 2.676.596.567.697 9.639.143.719.777
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD

Nomor 608.001411980 8.816.668.583.872 4.711.413.249.853

Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO
Nomor 608.000991980

444.411.196.760

99.188.970.376

Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN
Nomor 608.000111980

Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam
Sumatera dalam Rupiah Nomor
519.000124980

8.492.000.735

8.492.000.735

Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam
Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980

Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam
Sumatera dalam EURO Nomor
609.000991980

Rekening SAL Nomor 500.000002980

41.818.274.229.874

21.674.873.255.508

Rekening Khusus 2.097.228.798.555 3.128.616.916.907
Rekening RDI/RPD

Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri

Kas dalam Transito ;i -
Jumlah” 58.238.862.209.674 | 43.737.911.964.120

" selisih antara data neraca dengan rincian rekening sebesar Rp67 dan Rp68 karena pembulatan

Rekening Kas BUN di Bl dalam valuta asing (valas) sesuai rincian berikut.

Jenis Rekening Saldo Valas Saldo Rupiah
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor
600.502411980 USD170,507.33 2.121.111.185

Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor

600.502111980 JPY1,980,418,190.10 206.456.219.900
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD
Nomor 608.001411980 USD708,735,416.71 8.816.668.583.872

Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO

Nomor 608.000991980

EUR29,366,501.54

444.411.196.760

Rekening SAL sebesar Rp41.818.274.229.874 merupakan rekening Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana SAL pada Bank Indonesia.
Pengelolaan rekening ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010
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RPL Rp4,65 triliun

Tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2013. Dana SAL yang disimpan dalam Rekening Kas
SAL digunakan dalam rangka:

1. menutup kekurangan pembiayaan APBN; dan/atau

2. memenuhi kebutuhan sementara pengeluaran Negara pada saat tertentu dalam hal
realisasi penerimaan Negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran tersebut
(mismatch).

Dana SAL yang dipindahbukukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara pada
kondisi mismatch sebagaimana dimaksud di atas dikembalikan dari Rekening Kas Umum
Negara (RKUN) dalam Rupiah ke Rekening Kas SAL paling lambat dua bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di Bl merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada Lampiran 8.

C.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp4.648.771.715.828 dan Rp9.999.484.261.911 merupakan saldo Rekening Pemerintah
Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)
Bank 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
1. Bank Indonesia 4.648.611.018.834 9.998.997.554.352
2. Bank Umum 160.696.994 486.707.559
Jumlah 4.648.771.715.828 9.999.484.261.911

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Rekening 31 Desember 2.014 31 Desember 2.013

(audited) (audited)
Rekening Panas Bumi (Nomor
508.000084980) 696.587.013.633 343.349.686.194
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS
(Nomor 600.000411980) 3.832.193.507.447 9.513.579.917.997
Rekening Pemerintah Lain 119.830.497.754 142.067.950.161
Jumlah 4.648.611.018.834 9.998.997.554.352

Rekening Panas Bumi sebesar Rp696.587.013.633 merupakan kas BUN yang ada di
rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil
kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan
(pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas
bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp3.832.193.507.447 merupakan Kas
BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta
asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing
Contract/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada
Pemerintah.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan
Rekening Panas Bumi disajikan pada Catatan Penting Lainnya.
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Rekening Kas di KPPN
Rp2,84 triliun

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp316,87 miliar

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp147,82 miliar

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp6,13 triliun

Rekening Pemerintah Lain sebesar Rp119.830.497.754 terdiri dari rekening untuk
menampung penerimaan pertambangan dan perikanan.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp160.696.994 merupakan Kas

pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa
rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inti Rakyat
(PIR)/Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan.

Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada Lampiran 9.
C.2.3. Rekening Kas di KPPN

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp2.843.557.011.256 dan Rp2.666.720.204.356 merupakan saldo Rekening Kas Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas
di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada Lampiran 10.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp316.874.974.276 dan Rp342.891.820.960 merupakan kas yang dikuasai,
dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang
Persediaan  (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran  belum
disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 11.

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp147.819.027.491 dan Rp225.839.936.566 mencakup seluruh kas, baik saldo
rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di
bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada KL dapat dilihat pada Lampiran 11.

C.2.6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp6.193.971.845.835 dan Rp7.363.221.503.338 merupakan kas yang berada di bendahara
pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga
jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara,
belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari
hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013

Uraian (audited)

Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja

yang belum disetor ke kas negara 1.100.682.852.819 1.025.268.555.493

Pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara

ke kas negara 28.201.708.134

5.347.879.920.484

Kas yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga 4.247.898.470.692

Dana Lancar Lainnya (hibah langsung K/L) 679.477.745.599 911.325.943.881
Selisih kurs Hibah Langsung yang telah disahkan

pada Kementerian Kehutanan 10.719.992

Dana Lancar Lainnya (Jasa Siaran dan Non Siaran

pada LPP RRI) 26.612.494.419 16.885.866.841

Dana Lancar Lainnya (Reklas Saldo Kas Besi pada 111.087.854.180 61.861.216.639
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Kementerian Luar Negeri)

Jumlah

6.193.971.845.835

1.363.221.503.338

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan

BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)
Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
1. KIL 5.717.733.671.662 6.944.460.747.533
2. BUN 476.238.174.173 418.760.755.805
Jumlah 6.193.971.845.835 7.363.221.503.338

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1.

Kementerian Luar Negeri sebesar Rp126.273.723.177 sebagian besar merupakan kas
lainnya reklasifikasi dari Kas Besi, saldo Rekening Palestina yang belum diserahkan, dan
hak pegawai yang belum diserahkan.

Kementerian Keuangan sebesar Rp354.587.995.165 terdiri dari bunga dan jasa giro
rekening Bendahara Pengeluaran yang belum menerapkan Treasury Notional Pooling
(TNP) dan uang pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik
saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai yang berada di bawah tanggung jawab
Bendahara Pengeluaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.966.622.707.061 sebagian besar
merupakan saldo retur rekening bank penyalur Beasiswa Miskin (BSM), dana blockgrant
yang belum disalurkan, hak pegawailpihak ketiga, hibah, pajak/jasa giro/pengembalian
belanja yang belum disetor ke kas negara.

Kementerian Kesehatan sebesar Rp377.506.513.375 sebagian besar merupakan hibah,
titipan/hak pihak ketiga, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.

Kementerian Sosial sebesar Rp142.649.719.443 sebagian besar merupakan hibah, hak
pegawailpihak ketiga, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas
negara.

POLRI sebesar Rp140.794.632.058 sebagian besar merupakan hibah, hak
pegawailpihak ketiga, hasil rampasan kejahatan psikotropika, uang muka pasien Rumah
Sakit BLU, pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran 11.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp476.238.174.173 terdiri dari:

1.

2.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp291.632.067.969 merupakan
kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan
subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan disetorkan ke Kas Negara pada
TA berikutnya;

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp184.606.106.204 terdiri dari:

a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Otoritas Jasa Keuangan (0OJK) sebesar
Rp143.631.685.040 terdiri dari pengembalian belanja yang belum disetor ke kas
negara sebesar Rp109.235.882.590, pembayaran kepada pihak ketiga yang belum
diselesaikan sebesar Rp17.934.322.933, pajak yang belum disetor ke kas negara
sebesar Rp9.211.274.747, jasa giro yang belum disetor ke kas negara sebesar
Rp6.913.694.314, dan pendapatan denda Wanprestasi yang belum disetor ke kas
negara sebesar Rp336.510.456.
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Kas pada BLU Rp23,34
triliun

Uang Muka dari
Rekening BUN Rp426,08
miliar

b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar
Rp40.920.090.800 merupakan dana bantuan kemasyarakatan dari Wakil Presiden
yang belum disalurkan per 31 Desember 2014.

c. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp54.117.215,
Kementerian Keuangan sebesar Rp207.987, dan pada BNP2TKI sebesar Rp5.162
merupakan jasa giro yang belum disetor ke kas Negara sampai dengan tanggal
pelaporan.

C.2.7. Kas pada BLU

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp23.336.819.639.008 dan Rp19.072.940.458.860 merupakan saldo kas yang ada di

satuan kerja BLU pada beberapa KIL, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara 736.666.983.706 671.254.901.128
2. BLU di Kementerian Keuangan 3.226.706.173.434 2.845.277.111.289
3. BLU di Kementerian Pertanian 21.833.755.458 9.795.621.801
4. BLU di Kementerian Perindustrian 49.498.888.438 46.944.070.443
5. BLU di Kementerian ESDM 73.997.469.621 36.775.862.947
6. BLU di Kementerian Perhubungan 247.960.743.934 193.152.487.378
7. BLU di Kementerian Dikbud 6.333.975.201.957 5.708.918.293.456
8. BLU di Kementerian Kesehatan 2.286.298.734.083 1.318.153.443.734

9. BLU di Kementerian Agama

422.188.881.629

348.804.831.308

10.BLU di Kementerian Kehutanan

416.422.254.165

175.661.002.418

11.BLU di Kementerian Pekerjaan Umum

523.735.355.135

1.058.978.856.111

12.BLU di Kementerian Ristek

1.616.006.152

1.285.610.397

13.BLU di Kementerian Negara KUKM

481.747.365.884

408.380.605.182

14.BLU di Kementerian Kominfo

6.818.200.201.308

4.987.040.096.627

15.BLU di Kepolisian RI

216.278.089.612

52.137.058.434

16.BLU di BPPT

23.702.095.491

21.942.397.712

17.BLU di LAPAN

2.908.011.995

2.898.769.801

18.BLU di Kementerian Perumahan Rakyat

591.513.720.889

489.932.294.594

19.BLU di Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam
(BPKPBPB Batam)

861.569.706.117

695.607.144.100

Jumlah

23.336.819.639.008

19.072.940.458.860

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar
Rp27.650.268.834.909 (lihat Catatan D.1.3.2). Selain Kas pada BLU sebesar
Rp23.336.819.639.008 tersebut, terdapat kas yang telah didepositokan sebesar
Rp4.382.620.665.030 dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (disajikan pada Investasi
Jangka Pendek - lihat Catatan C.2.9). Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum
disahkan sebesar Rp69.171.469.129 (Rp23.336.819.639.008 + Rp4.382.620.665.030 -
Rp27.650.268.834.909).

C.2.8. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp426.084.589.111 dan Rp141.923.861.996 merupakan pembayaran pembiayaan
pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada
penggantian dari /ender.

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp426.084.589.111 adalah Uang Muka dari
Rekening BUN yang eljgible, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada /ender
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Investasi Jangka Pendek
Rp4,38 triliun

Belanja Dibayar di Muka
dan Uang Muka Belanja
Rp2,20 triliun

Piutang Pajak
Rp81,77 triliun

yang terjadi sejak tahun 2009. Dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari Rekening BUN
tahun 2013, terdapat kenaikan sebesar Rp284.160.727.115 atau 200,22%. Rincian Uang
Muka dari Rekening BUN menurut /ender adalah sebagai berikut.

Lender 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

1. IBRD 253.583.882.633 (1.972.707.300)

2. ADB 9.897.618.340 30.646.456.028

3. OECF/JBIC 80.732.774.831 22.173.013.165

4. IFAD 13.445.295.730 91.077.100.103

5. Uni Eropa 651.760.305

6. IDB 8.5657.090.900

7. Australia 59.216.166.372 -

Jumlah 426.084.589.111 141.923.861.996

C.2.9. Investasi Jangka Pendek

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp4.382.620.665.030 dan Rp1.182.306.983.395 merupakan nilai investasi yang dilakukan
dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal
pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2014 merupakan deposito
yang berada di BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.208.866.250.000, BLU pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.881.063.415.030, BLU pada
Kementerian Kesehatan sebesar Rp201.805.000.000, BLU pada Kementerian Perhubungan
sebesar Rp60.000.000.000, dan BLU pada Kementerian Agama sebhesar Rp30.886.000.000.

C.2.10. Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 sebesar Rp2.196.690.366.554 dan Rp4.658.189.616.621 merupakan uang muka
dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas
pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa K/L. Belanja
Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan
Informatika sebesar Rp774.449.507.895 merupakan pembayaran uang muka terhadap
beberapa paket pekerjaan. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka
Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada Lampiran
12.

C.2.11. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp91.774.168.360.216 dan Rp103.240.249.433.833. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember
2014 herdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Vet Realizable Value) adalah sebesar
Rp44.520.591.164.294 berasal dari nilai bruto sebesar Rp91.774.168.360.216 dikurangi
penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.253.577.195.922.

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Direktorat Jenderal Pajak:

Nilai Bruto

67.750.716.880.930

77.366.561.749.071

Penyisihan

(45.161.401.732.445)

(48.785.110.550.899)

Nilai Bersih

22.589.315.148.485

28.581.451.198.172
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

Nilai Bruto 24.023.451.479.286 25.873.687.684.762
Penyisihan (2.092.175.463.477) (1.695.166.517.256)
Nilai Bersih 21.931.276.015.809 24.178.521.167.506
Piutang Pajak (Bruto) 91.774.168.360.216 103.240.249.433.833
Total Penyisihan (47.253.577.195.922) (50.480.277.068.155)
Piutang Pajak (Bersih) 44.520.591.164.294 52.759.972.365.678

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2014 dan 31

Piutang Pajak pada . ;
Desember 2013  masing-masing  sebesar ~ Rp67.750.716.880.930  dan

Ditjen Pajak

Rp77.366.561.749.071 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2014. Rincian
Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak

Jenis Piutang Pajak

31 Desember 2014
(audited)

(dalam rupiah)

31 Desember 2013
(audited)

1. | Piutang PPh Pasal 21 1.262.751.459.769 1.196.082.304.338
2. | Piutang PPh Pasal 22 484.054.200.127 474.859.038.112
3. | Piutang PPh Pasal 23 1.853.477.515.538 2.073.653.402.146
4. | Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 1.801.582.088.599 1.464.443.087.320
5. | Piutang PPh Pasal 25 Badan 23.120.464.180.370 26.484.631.354.502
6. | Piutang PPh Pasal 26 2.694.578.193.984 2.654.047.893.334
7. Piutang PPh Final dan Fiskal LN 1.240.386.830.335 847.587.668.063
8. Piutang PPN Dalam Negeri 21.445.463.144.668 19.086.728.575.262
9. Piutang PPnBM Dalam Negeri 654.153.825.309 385.509.016.104
10. | Piutang PBB Pedesaan - 1.992.878.656.086
11. | Piutang PBB Perkotaan - 3.894.949.763.751
12. | Piutang PBB Perkebunan 639.432.586.408 607.271.063.282
13. | Piutang PBB Kehutanan 497.966.425.046 442.641.257.932
14. | Piutang PBB Pertambangan 9.004.253.586.793 12.217.284.060.116
15. | Piutang Pajak Tidak Langsung Lain 4.148.450 4.148.450
16. | Piutang Bunga Penagihan PPh 3.052.148.695.534 3.543.990.460.273

Jumlah 67.750.716.880.930 77.366.561.749.071

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
Kurang dari 1 Tahun 14.698.871.774.576 27.232.821.682.563
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun 19.562.411.697.480 15.023.526.070.272

3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun 6.650.007.089.389 11.708.327.205.897
5 Tahun atau Lebih 26.839.426.319.489 23.401.886.790.342
Jumlah” 67.750.716.880.934 77.366.561.749.074

" selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp4 dan Rp3 karena pembulatan

a. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp67.750.716.880.930 terdapat piutang pajak
kualitas macet sebesar Rp38.400.017.978.200 dengan nilai agunan sebesar
Rp20.076.119.348. Nilai piutang pajak kualitas macet tersebut termasuk piutang
yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp8.560.247.491.102. Selama tahun
2014, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp316.069.756.866. Selama tahun
2014, tidak terdapat nilai piutang yang mendapatkan persetujuan dari Menteri
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Keuangan untuk dihapusbukukan.

Nilai piutang pajak yang telah daluwarsa penagihannya per 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp15.331.353.474.096. Nilai piutang pajak yang daluwarsa
tersebut mengalami  penurunan sebesar Rp6.771.105.982.994  menjadi
Rp8.560.247.491.102 pada 31 Desember 2014. Penurunan nilai piutang pajak
daluwarsa dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Ilkhtisar Perubahan Daluwarsa Piutang Pajak Nilai (Rp)
1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 1 Januari 2014 15.331.353.474.096
2. Pengurangan (B2 + C2) (7.918.748.544.434)
3. Penambahan (B3 + C3) 1.147.642.561.440
Saldo Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014 8.560.247.491.102
B. Perubahan Daluwarsa Piutang PPh dan PPN
1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 1 Januari 2014 14.393.306.890.003
2. Dikurangi:
a. Pembayaran lunas (722.693.649.443)
b. Pemutakhiran Data yang Menangguhkan (6.322.043.094.342)
Daluwarsa
c. Pembayaran sebagian dan selisih kurs (19.643.713.614)
(7.064.380.457.399)
3. Ditambah:
Piutang Daluwarsa tahun berjalan 633.395.420.222
Saldo Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014 1.962.321.852.826
C. Perubahan Daluwarsa Piutang PBB
1. Saldo awal Piutang Daluwarsa Per 1 Januari 2014 938.046.584.094
2. Dikurangi:
Pengalihan PBB-P2 ke Pemda (854.368.087.035)
3. Ditambah:
Piutang PBB P3 Daluwarsa Tahun Berjalan 514.247.141.218
Saldo Piutang Daluwarsa Per 31 Desember 2014 597.925.638.277

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada Lampiran 13.

b. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan,
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak,
pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan
dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi
sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp78.202.327.775.498.

Karena ketetapan pajak di atas masih menjadi sengketa, maka ketetapan pajak
sebesar Rp78.202.327.775.498 belum diakui sebagai Piutang Pajak per 31
Desember 2014.

c. Berdasarkan data potensi pengenaan sanksi administrasi yang timbul akibat
keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak di tahun 2014
Pemerintah telah menerhitkan STP atas sanksi tersebut, baik di tahun 2014
maupun tahun 2015. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan validasi data
STP atas sanksi administrasi sesuai pasal 9 ayat (2a), ayat (2b) dan pasal 19 ayat
(1) UU KUP yang terbit di tahun 2014.

Sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 06
Tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER
08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak. Dijelaskan bahwa Piutang
Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam
undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode
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Piutang Pajak pada
Ditjen Bea dan Cukai

laporan keuangan.

Mengingat bahwa piutang pajak merupakan piutang yang berasal dari peraturan
perundang-undangan, maka pengakuannya harus memenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan Surat ketetapan; dan/atau
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

Pada Tahun 2014 terdapat Sanksi Administrasi Berupa Bunga atas Keterlambatan
Pembayaran Pajak sebesar Rp3.117.240.129.893. Berdasarkan penelitian,
sebagian dari keterlambatan tersebut telah diterhitkan STP dalam Tahun Anggaran
2014 dan termasuk dalam perhitungan piutang dalam LKPP Tahun 2014.
Sedangkan, atas keterlambatan yang STP-nya diterhitkan dalam Tahun Anggaran
2015, akan dicatat sebagai piutang dalam Tahun Anggaran 2015.

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp24.023.451.479.286 dan
Rp25.873.687.684.762 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat
ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang
diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian
Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 8.
Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang 31 Desember 2.[114 31 Desember 2.013

(audited) (audited)

Kurang dari 1 Tahun 21.997.753.426.023 24.105.767.731.264

1 Tahun s.d 2 Tahun 261.702.369.928 44.189.653.179

2 Tahun s.d 3 Tahun 39.025.104.808 422.647.218.182

Di atas 3 Tahun 1.724.970.578.526 1.301.083.082.135

Jumlah” 24.023.451.479.285 25.873.687.684.760

" selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp1 dan Rp2 karena pembulatan
Tabel 8 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

(dalam rupiah)
No | Jenis Piutang Pajak 2 Deseml::‘r"fil::; L I]eseml::lrl:i[t]::)
1 Piutang PPh Pasal 22 444.027.000 10.756.000
2 | Piutang PPh Pasal 22 Impor 75.993.186.928 49.284.114.651
3 Piutang PPN Dalam Negeri 3.265.661.451.905 3.702.269.055.842
4 Piutang PPN Impor 344.100.213.319 211.812.715.177
5 Piutang PPN Lainnya 33.598.435.800 -
6 Piutang PPnBM Impor 31.889.729.138 28.514.228.911
7 Piutang Cukai Hasil Tembakau 16.385.985.073.670 19.816.801.760.259
8 Piutang Cukai Ethyl Alkohol 889.000.000 889.000.000
9 | Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol 3.389.321.600 3.108.825.600
10 | Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai 31.452.235.148 29.453.271.760
11 | Piutang Pendapatan Cukai Lainnya 9.635.407.455 9.205.833.909
12 | Piutang Bunga Penagihan PPN 4.344.686.351 736.577.629
13 | Piutang Bea Masuk 1.294.966.356.434 865.348.447.579
14 | Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean 2.107.387.175.335 779.818.787.420
15 | Piutang Pendapatan Pabean Lainnya 236.023.272.446 181.537.096.668
16 | Piutang Pajak/Pungutan Ekspor 181.540.429.071 185.431.335.397
17 | Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar 15.606.721.543 9.089.814.480
18 | Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar 544.756.143 376.063.480
Jumlah 24.023.451.479.286 25.873.687.684.762
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Piutang Bukan Pajak
Rp141,32 triliun

Piutang Bukan Pajak di

K/L Rp45,34 triliun

C.2.12. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp141.315.978.840.022 dan Rp147.710.233.612.351. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31
Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar
Rp40.606.517.863.465, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp141.315.978.840.022
dikurangi penyisihan sebesar Rp100.709.460.976.557). Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
Piutang pada K|L:
Nilai Bruto 45.344.001.937.762 32.128.373.428.125
Penyisihan (15.771.897.646.574) (25.363.191.717.989)
Nilai Bersih 29.572.104.291.188 6.765.181.710.136
Piutang pada BUN:
Nilai Bruto 95.971.976.902.260 115.581.860.184.226
Penyisihan (84.937.563.329.983) (82.577.096.951.095)
Nilai Bersih 11.034.413.572.277 33.004.763.233.131
Piutang Bukan Pajak (Bruto) 141.315.978.840.022 147.710.233.612.351
Total Penyisihan (100.709.460.976.557) (107.940.288.669.084)
Piutang Bukan Pajak (Bersih) 40.606.517.863.465 39.769.944.943.267

Beberapa Piutang PNBP pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain Piutang

PNBP pada:

a.

Kejaksaan Agung sebesar Rp14.634.625.373.508 merupakan piutang dari uang
pengganti, denda tilang, dan sewa rumah dinas.

Kementerian ESDM sebesar Rp23.123.374.540.718 sebagian besar merupakan piutang
yang berasal dari luran Royalty dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/lzin Usaha
Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dari jumlah tersebut di atas, terdapat penyelesaian piutang negara bukan pajak dari
Kontraktor PKP2B Generasi | untuk tahun buku 2001-2007 yang dilakukan dengan
kompensasi/perjumpaan (set-0ff) hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dan
Kontraktor PKP2B Generasi | sebesar Rp9.070.518.077.167 (Rp1.649.151.709.341 dan
USD596,572,859), di antara dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan set-off tersebut
adalah:

1) Surat BPKP Nomor S-801/D1/01/2014 tanggal 18 Desember 2014 hal
Penghitungan Kembali Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Kontraktor PKP2B
Generasi |, yang berisikan penghitungan hak dan kewajiban sebagai berikut.

o Perhitungan Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) atas 6 Kontraktor PKP2B
dari tahun 2001-2007;

o Perjumpaan Hak dan Kewajiban dihitung dari selisih antara DHPB dengan
Reimbursement PPN;

o Seluruh kontraktor dikenakan denda berupa bunga dan pajak penjualan.

2) Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta No. SPPNL-
77/PUPNC.10.05/2014,  No.  SPPNL-78/PUPNC.10.05/2014,  No.SPPNL-
79/PUPNC.10.05/2014, No. SPPNL-80/PUPNC.10.05/2014, seluruhnya tanggal 31
Desember 2014 hal Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas masing-masing
kepada PT Berau Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro
Indonesia serta Surat No. SKPPN-5174/PUPNC.10.05/2014 tanggal 30 Desember
2014 hal Pengembalian Pengurusan Piutang Negara.

Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.524.851.229.057 berasal dari tunggakan Provisi

Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, dan tunggakan ganti rugi tegakan.
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Piutang Bukan Pajak di

BUN Rp35,97 triliun

d.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.975.196.772.066 berasal dari
Biaya Hak Penyelenggaran Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada Lampiran

14.
Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2014 sebesar Rp95.971.976.902.260
terdiri dari:
(dalam rupiah)
. 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Piutang PNBP (audited) (audited)
1. Piutang Deviden dan Denda pada BA 999.03:
Nilai Bruto 144.649.068.259 145.678.487.897
Penyisihan (98.991.101.552) (98.536.398.650)
Nilai Bersih 45.657.966.707 47.142.089.247
2. Piutang pada BA 999.05
Nilai Bruto 4.726.020.273.817 7.723.988.955.720
Penyisihan - -
Nilai Bersih 4.726.020.273.817 7.723.988.955.720
3. Piutang pada BA 999.07:
Nilai Bruto 1.292.143.202.492 1.144.616.528.092
Penyisihan (6.460.716.012) (5.723.082.640)
Nilai Bersih 1.285.682.486.480 1.138.893.445.452
4. Piutang pada BA 999.08:
Nilai Bruto 136.519.526.122 99.210.000
Penyisihan (682.597.631) -
Nilai Bersih 135.836.928.491 99.210.000
5. Piutang PT PPA pada BA 999.99:
Nilai Bruto | 51.798.368.304 49.852.367.635
Penyisihan (258.991.841,52) (249.261.838)
Nilai Bersih 51.5639.376.462 49.603.105.797
6. Piutang Migas pada BA 999.99:
Nilai Awal 2.120.697.877.932 17.631.803.189.816
Penyisihan (183.930.058.123) (2.928.196.170.826)
Nilai Bersih 1.936.767.819.809 14.703.607.018.990
7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks
Pertamina pada BA 999.99:
Nilai Awal 1.102.706.212.304 3.068.262.937.868
Penyisihan (5.513.531.062) (15.341.314.690)
Nilai Bersih 1.097.192.681.242 3.052.921.623.178
8. Piutang pada BA 999.99 - Denda atas
Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
Nilai Bruto 16.257.158.850 63.325
Penyisihan - -
Nilai Bersih 16.257.158.850 63.325
9. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi
Nilai Bruto 10.472.940.716.099 10.610.995.939.584
Penyisihan (10.334.109.038.294) | (10.472.680.079.679)
Nilai Bersih 138.831.677.805 138.315.859.905
10. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun
Nilai Bruto 224.966.310.133 145.290.066.492
Penyisihan - -
Nilai Bersih 224.966.310.133 145.290.066.492
11. Piutang pada BA 999.99 - Aset Kredit Eks BPPN
dan Eks Kelolaan PT PPA
Nilai Bruto 74.649.688.902.638 72.558.618.980.797
Penyisihan (73.282.991.129.630) | (66.753.929.462.333)
Nilai Bersih 1.366.697.773.008 5.804.689.518.464
12. Piutang pada BA 999.99 - Aset Kredit yang
diserahkelolakan kepada PT PPA
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Nilai Bruto 1.033.589.285.310 2.502.653.456.999
Penyisihan (1.024.626.165.838) (2.302.441.180.439)
Nilai Bersih 8.963.119.472 200.212.276.560

Piutang PNBP (Bruto)’

95.971.976.902.260

115.581.860.184.225

Total Penyisihan

(84.937.563.329.983)

(82.577.096.951.095)

Piutang PNBP (Bersih)

11.034.413.572.277

33.004.763.223.130

" selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

1.

Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) sebesar Rp144.649.068.259 terdiri dari:

. 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Uraian (audited) (audited)
Piutang Lancar 2.970.000.000 3.029.419.638
Piutang Diragukan 85.405.633.414 88.255.633.414
Piutang Macet 56.273.434.845 54.393.434.844
Piutang Dividen (Bruto)’ 144.649.068.259 145.678.487.896
Penyisihan (98.991.101.552) (98.536.398.650)
Piutang Dividen (Netto) 45.657.966.707 47.142.089.246

" selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar A1 karena pembulatan

Dalam piutang dividen tersebut di atas, belum termasuk dividen tahun 2011 dari PT
Krakatau Steel (Persero) Thk sebesar Rp956.493.260.000, yang pada Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan telah ditetapkan sebagai dividen dalam bentuk saham
kepada para pemegang saham. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini,
mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT
Krakatau Steel (Persero) Thk. Perubahan nilai modal disetor dari dividen saham tersebut,
telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen saham yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau
Steel (Persero) Thk akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan dividen, setelah
ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT
Krakatau Steel (Persero) Thk yang berasal dari penerimaan dividen tahun 2011 tersebut.

Piutang pada BA 999.05 sebesar Rp4.726.020.273.817 merupakan piutang yang berasal
dari kelehihan pembayaran (lebih salur) Dana Perimbangan. Lehbih salur tersebut akan
dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2015.

Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar
Rp1.292.143.202.492 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran atas
subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 sebesar Rp435.113.206.842,
tahun 2012 sebesar Rp707.662.577.405, piutang terkait luran Jasa Tirta Il dan Subsidi
Benih pada PT Sang Hyang Seri berdasarkan LHP BPK TA 2012 sebesar
Rp1.840.743.845, kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih berdasarkan hasil audit BPK
Rl Tahun 2014 sebesar Rp16.612.271.289, dan Kelebihan pembayaran atas PSO PT KAl
berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014 sebesar Rp130.914.403.111.

Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar
Rp136.519.526.122 terdapat pada Perum Bulog sebesar Rp131.537.825.200,
Kementerian Pertanian sebesar Rp4.811.607.957, dan pada satker Otoritas Jasa
Keuangan sebesar Rp170.092.965 yang merupakan hak atau pengakuan Pemerintah
terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum
diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu
tidak lebih dari satu tahun.

Piutang PT PPA sebesar Rp51.798.368.304 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil
Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian
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sebagai berikut.

(dalam juta rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Saldo Awal (1)

2.816.000.000

Koreksi Saldo Awal (2)

49.852.367.635

(6.279.056)

Penerimaan:

Hasil Pengelolaan Aset (HPA):

Divestasi saham yang dikelola

Dividen atas saham yang dikelola

Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola

Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola

117.665.000.000

Redemption Obligasi

Penjualan dari right saham

HPA aset lainnya

Hasil Pengelolaan Saham

Hasil Pengelolaan Saham Bank

31.814.189.995

Hasil Pengelolaan Saham Non Bank

54.801.093.725

Hasil Pengelolaan Saham dan Kredit 115.607.323.342
Jumlah HPA 202.222.607.062
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan .
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor - -
Realisasi Hasil Pengelolaan Dana-HPA 3.261.102.715 2.872.657.484

Jumlah Penerimaan (3)

120.926.102.715

205.095.264.546

Pengurangan:

Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali
tahun berjalan dan telah dibayar tunai

Imbalan Pengelolaan Aset 15.287.769.386 48.244.596.727
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset 1.528.776.939 4.824.459.673
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan 10.012.455 12.066.621
Biaya aset periode sebelumnya 100.124.546 120.666.213
Imbalan Kinerja - 2.417.354.711
PPN Imbalan Kinerja 241.735.471
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan -
khusus

Jumlah Pengurangan (4) 16.926.683.326 55.860.879.416

HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((5)=(1)+(2)+
(3) (4N

153.851.787.024

152.044.106.074

HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)

102.053.418.721

102.191.738.439

Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) -
(6)*

51.798.368.303

49.852.367.635

" selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

Nilai Piutang PT PPA sehesar Rp51.798.368.304 merupakan piutang lancar yang akan

dibayar oleh PT PPA setelah Laporan Keuangan PT PPA selesai diaudit.

6. Piutang Migas pada BA 999.99 sehesar Rp2.120.697.877.932 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Piutang pada PT Pertamina

465.665.404.257

6.520.338.365.418

Piutang Migas Lainnya

1.655.032.473.675

11.111.464.824.398

Piutang Migas (Bruto)

2.120.697.877.932

17.631.803.189.816

Penyisihan

(183.930.058.123)

(2.928.196.170.826)

Piutang Migas (Netto)

1.936.767.819.809

14.703.607.018.990

Rincian Piutang PT Pertamina sebesar Rp465.665.404.257 terdiri dari:

| Uraian | 31 Desember 2014 (audited) | 31 Desember 2013 (audited) |
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USD Rp USD Rp

1. Nilai Lawan - | 5.125.028.192.803
2. Ekspor Minyak 106,896,795

Mentah
3. Natural Gas 37,432,910.31 3,441,661
4. 1PG 3,712,708
5. Overlifting 421,736

a. Minyak Bumi 79,208

b. Gas Alam 342,528
Jumlah 37,432,910.31 114,472,900 | 5.125.028.192.803
Iz;“’"e(rss‘:t:;a:miam 465.665.404.257 6.520.338.365.418

Rincian Piutang Non PT Pertamina sebesar USD133,041,195.633 ekuivalen dengan

Rp1.655.032.473.675 terdiri dari:

(dalam USD)
No | Piutang 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)
1 Penjualan Minyak Bumi 1,797,299.930 25,751,934.547
2 Penjualan Gas Alam 69,320,651.413 290,925,698.808
a. Melalui Trustee 60,214,399.347 268,833,499.988
1) Ekspor LNG 7.020 (22,018.080)
2) Ekspor Gas Alam 48,669,448.835 219,217,890.978
3) Domestik Gas Alam 11,544,943.462 11,952,858.770
4) Domestik LPG 0.030 37,684,768.320
5) Domestik LNG - -
b. Melalui NonTrustee (Kewajiban KKKS) 9,106,252.066 22,092,198.820
1) Ekspor LPG 248.670 248.670
2) Domestik Gas Alam 9,105,991.956 22,016,156.210
3) Domestik CBM 11.440 75,793.940
3 Overlifting KKKS 59,764,381.290 588,995,238.470
a. Minyak Bumi 24,256,693.083 247,190,937.870
b. Gas Alam 35,507,688.207 341,804,300.600
4 Lainnya 2,158,863.000 5,924,865.840
a. Bonus Produksi 50.000 50.000
b. Transfer Material 35.000 35.000
c. Denda/ Pinalty 2,158,778.000 2,158,777.590
d. Pembayaran kelebihan DMO Fee - 3,766,003.250
Total Piutang 133,041,195.633 911,597,737.65

7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar
Rp1.102.706.212.304 merupakan piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q.
PT Pertamina EP yang terdiri dari:

(dalam Rp)
Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina c.q. PT Pertamina EP Nilai
Jumlah Piutang Sewa BMN Periode 17 September 2003 s.d. 30 Juni 2014 3.182.271.417.855
Pengurangan : Pembayaran tagihan sewa pada tanggal 31 Desember 2014 (2.227.577.829.637)
Penambahan : Piutang Sewa BMN Periode 1 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2014 148.012.624.086

Jumlah

1.102.706.212.304

Total saldo nilai piutang sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina
c.g. PT Pertamina EP sejak tahun 2003 per 30 Juni 2014 adalah sebesar
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USD265.876.131, ekuivalen dengan nilai Rp3.182.271.417.855 (Kurs USD1 =
Rp11.969), sebagaimana hasil konfirmasi PT Pertamina (Persero) dengan surat Vice
President ~ Financial Accounting & Reporting PT Pertamina (Persero) No.
177/H10200/2014-S4 tanggal 16 Juli 2014. Dari total nilai Piutang dimaksud, pada
tanggal 31 Desember 2014 PT Pertamina (Persero) telah melakukan pembayaran uang
sewa BMN dimaksud sebesar Rp2.227.577.829.637.

Guna pemuktahiran saldo Piutang Sewa BMN per 31 Desember 2014, dengan
berdasarkan pada Kesepakatan Beban Sewa BMN antara PT Pertamina (Persero) dan
DJKN tanggal 28 Januari 2009, bahwa pemanfaatan sewa BMN senilai
Rp9.472.807.941.523 dilakukan dengan perhitungan tarif sewa dialokasikan secara
prorata untuk jangka waktu 32 tahun, maka alokasi tarif sewa untuk jangka waktu sewa
selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp148.012.624.086.

8. Piutang pada BA 999.99 berupa Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
sebesar Rp16.257.158.850 terdiri dari:

(dalam Rp)

Uraian Nilai
Kekurangan pembayaran jasa giro oleh Bank Banten pada bulan Oktober 2014 271.488
Pendapatan jasa giro bulan Desember 2014 yang akan dibayarkan pada hari 16.253.307.498
kerja keempat bulan Januari 2015

Kekurangan pembayaran jasa giro oleh Bank Bengkulu pada bulan Oktober 1.827.464
2014

Kekurangan pembayaran jasa giro Bank Bengkulu bulan Oktober 2014 97.268
Kekurangan pembayaran jasa giro oleh Bank Bengkulu pada bulan November 1.611.618
2014

Kekurangan pembayaran jasa giro Bank Bengkulu bulan Oktober 2014 43.514
Nilai Bersih 16.257.158.850

9. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar
Rp10.472.940.716.099 terdiri dari:

(dalam Rp)

Uraian 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013

(audited) (audited)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah 7.913.268.915.311 7.964.168.186.187
b BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah 2.559.671.800.788 2.646.827.753.397
Nilai Bruto 10.472.940.716.099 10.610.995.939.584
Penyisihan (10.334.109.038.294) (10.472.680.079.679
Nilai Bersih 138.831.677.805 138.315.859.905

a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013

(audited) (audited)

Dana BLBI BDL yang di-cessie-kan 11.888.938.781.558 11.888.938.781.558
Dikurangi:

- Pengembalian s.d. Desember 2006 (2.730.645.774.151) (2.730.645.774.151)

- Pengembalian tahun 2007 (228.053.353.977) (228.053.353.977)

- Pengembalian tahun 2008 (323.144.463.070) (323.144.463.070)

- Pengembalian tahun 2009 (140.764.168.751) (140.764.168.751)

- Pengembalian tahun 2010 (84.175.667.811) (84.175.667.811)

- Pengembalian tahun 2011 (83.718.041.051) (83.718.041.051)

- Pengembalian tahun 2012 (252.873.341.830) (252.873.341.830)

- Pengembalian tahun 2013 (81.395.784.730) (81.395.784.730)

- Pengembalian tahun 2014 (50.899.270.876) -

Catatan atas Laporan Keuangan -102-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

| Jumlah |  7.913.268.915.311 | 7.964.168.186.187 |

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian
Keuangan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS
pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST
Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah
melunasi kewajibannya. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada
Lampiran 15.

Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah
terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan
Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai
berikut.

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Total dana BLBI BDL yang di-cessie-kan

3.321.282.950.812

3.321.282.950.812

Dikurangi:

- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006 (9.000.000.000) (9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007 (28.500.000.000) (28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008 (15.000.000.000) (15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009 (366.663.664.470) | (366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010 (146.889.652.865) | (146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011 (100.000.000.000) | (100.000.000.000)

- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012

- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2013

- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2014
Jumlah”

(8.401.880.081)

(8.401.880.081)

(87.155.952.609)
2.559.671.800.787

2.646.827.753.396

" selisih antara data neraca dengan data piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

Dari lima BDL, satu BDL yaitu Bank Prasidha telah melaksanakan penandatanganan
BAST Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.g. Kementerian Keuangan, empat
BDL yaitu PT Bank Asiatic, PT Bank Dagang Bali, PT Bank Global Internasional dan
PT Bank Ratu belum melakukan penandatanganan BAST Aset.

Pada tahun 2014 penyisihan atas piutang BDL dilakukan berdasarkan PMK No.
69/PMK.06/2014, sedangkan pada tahun 2013 penyisihan berdasarkan PMK No.
201/PMK.06/2010.

10. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp224.966.310.133
terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

Uraian (audited)

1. Piutang atas Saldo Uang Pensiun (SUP) PT Asabri (Persero) Bulan 10.061.990.600

Desember 2014

2. Piutang atas kelebihan pencairan kepada PT Jasindo untuk Jamkesmen 552.730.000

dan Jamkestama Bulan Oktober s.d Desember 2014

3. Piutang atas kelebihan pencairan kepada BPJS dari bulan Januari s.d 180.161.767.631

Desember 2014

4. Piutang atas kelebihan pencairan bulan November 2014 kepada PT 9.220.446.461
Taspen (Persero)

5.  Piutang atas Kelebihan Pencairan bulan Desember 2014 334.532.846

6. Saldo Uang Pensiun (SUP) PT Taspen (Persero) bulan Desember 2014 24.634.842.595

Jumlah 224.966.310.133
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11. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp74.649.688.902.638, terdiri dari Piutang Aset
Kredit eks BPPN sebesar Rp66.648.121.943.677 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar
Rp8.001.566.958.961. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang
dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.366.697.773.008, yaitu berasal dari nilai bruto
sebesar Rp74.649.688.902.638 dikurangi penyisihan sebesar Rp73.282.991.129.630.

Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Kelolaan PT PPA (audited) (audited)
Aset kredit eks BPPN 66.648.121.943.677 66.009.120.450.552
Eks Kelolaan PT PPA 8.001.566.958.961 6.549.498.530.245
Piutang (Bruto) 74.649.688.902.638 72.558.618.980.797
Penyisihan (73.282.991.129.630) | (66.753.929.462.333)
Piutang (Bersih) 1.366.697.773.008 5.804.689.518.464

Aset kredit eks BPPN sebesar Rp66.648.121.943.677 merupakan aset Pemerintah hasil
penyitaan oleh pemerintah karena para debitor tidak mampu melunasi hutangnya kepada
Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikucurkan Pemerintah pada saat terjadi krisis
ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap
pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (Capital Adequate Ratio) di bawah
batas minimal yang ditetapkan Bl. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian
pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri
Keuangan. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang
masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp66.648.121.943.677 dan Rp66.009.120.450.552. Perubahan jumlah ini disebabkan
oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitur, koreksi jumlah utang,
pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (dhi.
Kantor Pusat DJKN), pengkategorian piutang menjadi PSBDT (Piutang Sementara Belum
Dapat Ditagih) serta penyesuaian kenaikan dan/atau penurunan kurs mata uang asing.
Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Aset Kredit Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang
Negaranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)

13.879.953.816.627

12.931.188.400.441

Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)

23.762.400.137.355

23.846.733.283.505

Aset Kredit ATK Yang Masih dikelola DJKN c.q. Dit
PKNSI

29.005.767.989.695

29.057.038.925.936

Aset Kredit di PUPN (belum PB/PJPN) namun termasuk
debitur ATK

174.159.840.670

Jumlah”

66.648.121.943.677

66.009.120.450.552

Tagihan PKPS yang telah memenuhi syarat pengakuan sebagai Piutang Lain-Lain per 31
Desember 2014 adalah sebanyak 16 obligor dengan nilai  sebesar
Rp23.762.400.137.355, sedangkan tagihan PKPS per 31 Desember 2013 adalah
sebesar Rp23.846.733.283.505.

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp8.001.566.958.961 merupakan hak tagih
atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA
kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal
27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian
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12.

Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset
kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN vyaitu sebesar
Rp4.196.644.145.017. Jumlah aset kredit eks kelolaan PT PPA yang diurus oleh PUPN
per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.804.922.813.944.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 tentang SATK,
aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB,
sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah
ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang
Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani
PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset kredit Non ATK vyang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN per
31 Desember 2014 disajikan dalam tabel berikut.

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

Aset Kredit Non ATK di PUPN yang belum 18.894.923.572 35.091.264.847

PB/PJPN

Aset Kredit Non ATK yang dikelola kantor 26.201.505.214.295 25.853.538.030.353

Pusat

PKPS yang belum PB/PJPN 7.742.948.669.872 5.795.674.781.296

Jumlah 33.963.348.807.739 31.684.304.076.496

(dalam rupiah)
Nilai penyisihan piutang tak tertagih Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA per
31 Desember 2014 sebesar Rp73.282.991.129.630, sedangkan per 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp66.753.929.462.333. Kenaikan nilai penyisihan piutang tidak tertagih
sebesar Rp6.529.061.667.297 dikarenakan kenaikan nilai piutang sebesar
Rp2.091.069.921.841 dan adanya perubahan metode perhitungan besaran penyisihan
piutang serta pengurangan nilai pengembalian (recovery) pada tahun anggaran 2014.
Penyisihan atas piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dilakukan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada
Lampiran 16.

Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan
kepada PT PPA sebesar Rp1.033.589.285.310 merupakan aset kredit yang sebelumnya
berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA
berdasarkan perjanjian serah-kelola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal
29 Mei 2013. Nilai Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA per 31
Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar
Rp8.963.119.472, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.033.589.285.310 dikurangi
penyisihan sebesar Rp1.024.626.165.838.

Penyisihan atas piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA dilakukan
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014.

Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PT PPA adalah sebagai
berikut.

31 Desember 2014 (audited) 31 Desember 2013 (audited)
Debitur Nilai Aset Nilai Aset Nilai Aset Nilai Aset
(dalam Rp) | (dalam USD) (dalam Rp) | (dalam USD)
PT Jaya Perkasa - - 151.367.074.750 38,822,432
Engineering
PT Polysindo Eka - - 459.555.536 960,092
Perkasa
PT Texmaco Jaya - - 365.572.613 2,435
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Bagian Lancar TPA
Rn2,58 miliar

Bagian Lancar Tagihan
TGR Rp182,57 miliar

Bagian Lancar Penerusan
Pinjaman Rp5,22 triliun

PT Wastra Indah 10.493.948 -
PT Bina Prima Perdana - 470.399.713.486 25,540,008
PT Tuban Petrochemical 1.033.589.285.310 1.083.805.023.903 -
Industries

Total 1.033.589.285.310 1.706.407.434.236 65,324,967
;:;"' feotelah konversi ke 1.033.589.285.310 2.502.653.456.999

C.2.13. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp2.575.581.126 dan Rp1.977.442.150 merupakan saldo TPA
yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA
per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp0 yang berasal
dari nilai bruto sebesar Rp2.575.581.126 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.575.581.126.
Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian KUKM.

C.2.14. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebhesar Rp182.565.935.471 dan Rp142.483.141.891 merupakan saldo
Tagihan TGR pada K/L dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal
neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat
direalisasikan adalah sebesar Rp35.210.834.527 yang berasal dari nilai bruto sebesar
Rp182.565.935.471 dikurangi penyisihan sebesar Rp147.355.100.944.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dan BUN dapat dilihat pada Lampiran
17.

C.2.15. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp5.219.058.275.189 dan Rp6.011.228.743.194. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri
dari:

1. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp4.438.757.974.457 merupakan potensi
kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember
2014. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 berdasarkan nilai
bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.416.564.184.570 berasal dari nilai
bruto Rp4.438.757.974.457 dikurangi penyisihan sebesar Rp22.193.789.887, dengan

rincian:
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
BUMN 4.013.382.656.676 4.641.607.703.528
BUMD 291.632.372.605 355.277.027.869
Pemda 45.899.629.507 64.431.439.913
Lainnya 80.617.569.475 85.394.628.593
RIDL - 5.822.786.428
Kredit Program 7.225.746.194 -
Nilai Bruto” 4.438.757.974.457 5.152.533.586.331
Penyisihan (22.193.789.887) (25.762.667.932)
Nilai Bersih 4.416.564.184.570 5.126.770.918.399

2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp780.300.300.732 merupakan piutang
yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:
(dalam rupiah)
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Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Potensi Tunggakan dapat ditagih

209.578.174.085

212.899.226.855

Piutang Bunga

311.375.489.335

364.520.361.826

Piutang Denda 259.346.637.312 281.275.568.180
Nilai Bruto 780.300.300.732 858.695.156.861
Penyisihan (23.811.428.042) (24.335.196.342)
Nilai Bersih 756.488.872.690 834.359.960.519

a. Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp209.578.174.085 merupakan bagian hak
tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk

dapat ditagih sampai

dengan 31

Desember 2014. Berdasarkan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor 12/PB/2011 mengenai Kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Penerusan Pinjaman, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang
yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 bulan per tanggal neraca
dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang
tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 bulan per tanggal neraca diklasifikasikan
pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari

piutang pada:
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
BUMN 47.588.062.086 80.040.951.737
BUMD 79.829.192.354 100.778.887.954
Pemda 5.962.603.803 17.803.369.699
Lainnya 76.081.037.534 14.244.850.111
Kredit Program 117.278.307 31.167.354
Nilai Bruto” 209.578.174.084 212.899.226.855
Penyisihan (20.957.817.409) (21.106.216.692)
Nilai Bersih 188.620.365.675 191.793.010.163

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

b. Piutang Bunga sebesar Rp311.375.489.335 berdasarkan debitur, yaitu:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
BUMN 283.778.558.688 330.409.908.109
BUMD 6.286.458.859 9.980.950.041
Pemda 5.304.597.960 7.194.194.947
Lainnya (Channeling dan KUMK SUP 005) 4.196.288.268 5.187.618.044

Kredit Program

11.617.920.377

11.747.690.685

Nilai Bruto” 311.375.489.336 364.520.361.826
Penyisihan (1.556.877.447) (1.822.601.809)
Nilai Bersih 309.818.611.889 362.697.760.017

7 selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

c. Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp259.346.637.312

berdasarkan debitur, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
BUMN 872.068.251 100.725.130.121
BUMD 209.301.567.385 155.846.385.098
Pemda 5.388.297.751 4.265.306.002
Lainnya 42.943.958.494 18.063.050.239
Kredit Program 840.745.430 2.375.696.720
Nilai Bruto™ 259.346.637.311 281.275.568.180
Penyisihan (1.296.733.187) (1.406.377.841)
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Piutang dari Kegiatan
BLU Rp3,55 triliun

| Nilai Bersih | 258.049.904.124 | 279.869.190.339 |

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

C.2.16. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp3.553.717.607.485 dan Rp2.728.415.892.912. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31
Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar
Rp2.312.819.636.751 berasal dari nilai bruto sebesar Rp3.553.352.129.485 dikurangi
penyisihan sebesar Rp1.240.897.970.734. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang
Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp3.406.216.977.970, dan Non Operasional BLU sebesar
Rp147.500.629.515. Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian NegaralLembaga 31 Desember 2'014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)

1. BLU di Sekretariat Negara 684.635.112.881 706.442.769.071
2. BLU di Kementerian Keuangan 57.696.475.772 34.772.216.529
3. BLU di Kementerian Perindustrian 1.437.920.250 1.772.813.835
4. BLU di Kementerian ESDM 24.219.995.710 14.351.023.198
5. BLU di Kementerian Perhubungan 1.454.917.500 2.656.899.000
6. BLU di Kementerian Dikbud 482.380.634.770 337.746.267.412
7. BLU di Kementerian Kesehatan 1.311.677.078.974 879.978.571.229
8. BLU di Kementerian Agama 19.789.499.395 3.190.560.922
9. BLU di Kementerian PU 315.455.351.611 167.946.636.403
10. BLU di Kementerian KUKM 1.520.810.158 626.923.778
11. BLU di Kepolisian Rl 56.747.494.401 17.228.423.203
12. BLU di BPPT 4.877.261.750 4.855.687.848
13. BLU di LAPAN 267.184.074 149.500.000
14. BLU di Kemen Perumahan Rakyat 749.640.167 1.290.844.601
15. BLU di BPKPBPB Batam 443.307.600.557 469.044.381.729
Jumlah Nilai Bruto 3.406.216.977.970 2.642.053.518.758
Penyisihan (1.226.377.005.747) (1.132.232.682.038)
Jumlah Nilai Bersih 2.179.839.972.223 1.509.820.836.720

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian NegaralLembaga 31 Desember 2.014 31 Desember 2'[]13

(audited) (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara 769.345.153 836.328.608
2. BLU di Kementerian Keuangan 57.573.860.609 37.689.339.104
3. BLU di Kementerian Perhubungan 6.334.000 -
4. BLU di Kementerian Dikbud 78.356.846.904 40.635.614.293
5. BLU di Kementerian Kesehatan 4.149.970.427 5.172.117.979
6. BLU di Kementerian Agama 6.619.778.199 2.026.219.768
7. BLU di Kepolisian Rl 21.466.914 -
8. BLU di LAPAN 3.027.309 2.754.402
Jumlah Nilai Bruto 147.500.629.515 86.362.374.154
Penyisihan (14.520.964.987) (11.681.685.555)
Jumlah Nilai Bersih 132.979.664.528 74.680.688.599
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Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Rp149,40 triliun

C.2.17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 sebesar Rp149.399.872.043.211 dan Rp159.689.806.285.608 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. Piutang Pajak 47.253.577.195.922 50.480.277.068.155
2. Piutang Bukan Pajak 100.709.460.976.556 | 107.940.288.669.084
3. Bagian Lancar TPA 2.575.581.126 1.977.442.150
4. Bagian Lancar TP/TGR 147.355.100.944 73.250.874.352
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman 46.005.217.929 50.097.864.274
6. Piutang dari Kegiatan BLU 1.240.897.970.734 1.143.914.367.593
Penyisihan Piutang 149.399.872.043.211 | 159.689.806.285.608

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai
Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.
1.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp47.253.577.195.922
merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan
Rp100.709.460.976.556 dapat dilihat pada Lampiran 16.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp2.575.581.126
merupakan penyisihan TPA pada Kementerian Koperasi dan UKM.

Pajak  sebesar

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar

Rp147.355.100.944 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar
Rp46.005.217.929 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA
999.04.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari
Rp1.240.897.970.734 terdiri dari:

Kegiatan BLU sebesar

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

1. BLU di Sekretariat Negara 576.380.199.335 556.600.515.132
2. BLU di Kementerian Keuangan 1.041.350.120 934.080.191
3. BLU di Kementerian Perindustrian 312.621.943 324.893.249
4. BLU di Kementerian ESDM 9.246.465.773 6.146.638.918
5. BLU di Kementerian Perhubungan 47.168.445 53.146.683
6. BLU di Kementerian Dikbud 83.790.399.752 100.404.808.445
7. BLU di Kementerian Kesehatan 270.118.933.548 242.943.924.292
8. BLU di Kementerian Agama 605.360.366 375.057.144
9. BLU di Kementerian PU 251.494.170.516 133.785.213.770
10. BLU di Kementerian KUKM 899.051.060 67.711.235
11. BLU di Kepolisian RI 339.393.789 149.530.391
12. BLU di BPPT 24.386.309 24.278.440
13. BLU di LAPAN 144.631.057 144.041.272
14. BLU di Kementerian Perumahan 3.748.201 6.454.223

Rakyat

15. BLU di BPKPBPB Batam 46.450.090.520 101.954.074.208
Jumlah 1.240.897.970.734 1.143.914.367.593
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Persediaan
Rn67,60 triliun

C.2.18. Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp67.600.353.672.687 dan Rp63.205.251.965.209 merupakan nilai persediaan yang
berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2014 31 Desember 2013

Jenis Persediaan

(audited) (audited)
Persediaan di K/L 64.997.443.226.590 58.950.408.397.849
Persediaan di BLU 993.640.886.770 745.639.256.227

Persediaan di BUN 1.609.269.559.327 3.509.204.311.133

Jumlah 67.600.353.672.687 63.205.251.965.209

Persediaan di K/L per 31 Desember 2014 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar
Rp46.389.306.258.957, POLRI sebesar Rp2.919.334.738.880, Kementerian Perumahan
Rakyat  sebesar =~ Rp2.904.366.696.255, Kementerian ~ Pertanian  sebesar
Rp1.358.149.475.874, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.021.654.569.937. Rincian
Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada Lampiran 18.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.609.269.559.327 adalah Persediaan
pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca K/L dan Satker Khusus
Pengguna Dana BA BUN - Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yang terdiri dari:

a. Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar
Rp26.814.242.487 setara dengan 2.264.390kg merupakan persediaan berupa
benih di gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang
rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT. Komoditas benih yang
dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan
Jagung Komposit, hasil stock apname fisik yang telah dilakukan tim untuk benih di
gudang posisi 31 Desember 2014 sebagai berikut.

31 Desember 2014 (audited) 31 Desember 2013 (audited)
No. Tahun

kg Nilai (Rp) kg Nilai (Rp)
1 Padi Non Hibrida 1.821.267 12.393.721.935 2.071.860 | 14.099.007.300
2 Padi Hibrida 32.485 1.543.037.500 - -
3 Jagung Komposit 23.490 189.102.252 - -
4 Jagung Hibrida 387.148 12.688.388.552 790.489 | 25.858.330.079
5 Kedelai - - - -
Jumlah” 2.264.390 26.814.250.239 2.862.349 | 39.957.337.379

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rn7.752 karena pembulatan

b. Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja
Lain-lain) per 31 Desember 2014 pada Perum BULOG sebesar
Rp1.299.225.225.000 setara dengan kuantum 173.230.030,23kg dikalikan
dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp7.500/kg. Sedangkan nilai
stok CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut.

31 Desember 2014 (audited) 31 Desember 2013 (audited)

No |Tahun Harga Harga
Kuantum (kg) |Perolehan Jumlah (Rp) Kuantum (kg) | Perolehan Jumlah (Rp)
per kg (Rp) per kg (Rp)
1 201 - 6.450 - | 102.310.234,47 6.450 | 659.901.012.343

2 | 2012 | 173.230.030,23 7.500 |1.299.225.225.000 | 266.666.666,67 7.500 |2.000.000.000.000

Jumlah” 173.230.030,23 1.299.225.225.000 | 368.976.901,14 2.659.901.012.343

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1.725 karena pembulatan
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Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2014 sebesar 195.768.022,56kg berdasarkan
Delivery Order (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 11.838.676,8kg,
penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2014 sebanyak 92.288.797,76kg, dan
penyaluran Operasi Pasar Khusus (OPK) tahun 2014 sebanyak 91.616.895kg.

Penggunaan CBP selama Tahun 2014 dan saldo per 31 Desember 2013 disajikan
sebagai berikut.

URAIAN Kwantum (Kg) N:'r':;a Nominal (Rp) KETERANGAN
p— I — -
STOK AWAL 368.974.399,79 7500 2.767.307.998.414 [ Nilai Persediaan
(kwantum x nilai neraca)
PENAMBAHAN STOK - - - | Pembelian Pemerintah
STOK AWAL 2014 (1), 368.974.399,79 7.500 2.767.307.998.413,50

[IPENGGUNAAN :
1. PENGGUNAAN OP ( PENDAPATAN NEGARA) :
- DO TA 2014 92.288.797,76

Jumlah (1) 92.288.797,76 617.162.868.568 | Penerimaan pada Tahun 2014

12.435.861.700 | Outstanding OPM TA 2014

2. PENGGUNAAN BENCANA ALAM :
- DO TA 2014 11.838.676,80

Jumlah (2) 11.838.676,80

3. PENGGUNAAN OPK (OPERASI PASAR KHUSUS) :

- DO TA 2014 91.616.895,00
Jumlah (3) 91.616.895,00 119.101.963.500 | Outstanding OPK TA 2014

TOTAL PENGGUNAAN (Il)| 195.744.369,56

Nilai Persediaan
STOK AKHIR (lll=1-11) 173.230.030,23 7.500 1.299.225.226.713,50 | (kwantum x nilai neraca)

173.206.377,00 7.500 1.299.225.225.000,00 Pembulatan

c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp275.051.939.298 merupakan Barang Milik
Negara (BMN) yang dibiayai dana RR DIPA BNPB BA 999.08 TA 2011 dan
disalurkan TA 2012 namun belum diserahterimakan kepada penerima bantuan.

d. Persediaan pada Otoritas Jasa Keuangan (0JK) sebesar Rp8.178.152.542.
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Dana Bergulir
Rn22,62 triliun

C.2.19. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp22.618.233.561.719 dan Rp17.872.890.837.875 merupakan dana yang dipinjamkan
untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota
Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan

rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian NegaralLembaga 31 Desember 2_014 31 Desember 2'013
(audited) (audited)

. Kementerian Kehutanan 59.336.913.265 21.996.497.873
. Kementerian Lingkungan Hidup 34.994.865.954 36.585.636.598

. Kementerian Koperasi dan UKM

2.789.735.187.473

3.098.169.096.937

15.129.251.360.785

11.176.290.973.648

Kementerian Pekerjaan Umum

4.604.915.234.242

3.539.848.632.819

1
2
3
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
5
J

umlah

22.618.233.561.719

17.872.890.837.875

Dana Bergulir sebesar Rp22.618.233.561.719 pembiayaannya bersumber dari BA 999.03
dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Negara Koperasi dan KUKM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan
Kementerian Kehutanan.

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp59.336.913.265 dan Rp21.996.497.873 adalah dana bergulir yang dikelola
oleh BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.

2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 sebesar Rp34.994.865.954 dan Rp36.585.636.598 merupakan
Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi Separate
Arrangement Agreement (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman
untuk program Debt for Nature Swap (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus
2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah Ffinancial Assistance for
Environmental Investment for Micro and Small Enterprises. Program ini dijalankan oleh
KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.

3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp2.789.735.187.473 dan Rp3.098.169.096.937 berasal dari
BA 999.03 yang disalurkan kepada BLU Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB)
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp15.129.251.360.785 dan Rp11.176.290.973.648
merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03
yang disalurkan kepada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan. Pembiayaan perumahan ini
merupakan dana yang digulirkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan
Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) dengan tujuan untuk meningkatkan akses
kepada sumber pembiayaan perumahan.

5. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 sebesar Rp4.604.915.234.242 dan Rp3.539.848.632.819 merupakan hak tagihan
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha
Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan
tanah proyek pembangunan jalan tol. Dana bergulir pada Kementerian Pekerjaan Umum
berasal dari BA 999.03.
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Dana Bergulir Diragukan
Tertagih Rp325,44 miliar

Investasi Non Permanen
Lainnya Rp8,63 triliun

C.2.20. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp325.440.113.463 dan Rp39.997.900.137 merupakan penyisihan yang dibentuk
untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L
dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)

. Kementerian Kehutanan : :
. Kementerian Lingkungan Hidup 18.256.649.734 16.782.036.260
. Kementerian Koperasi dan UKM 307.183.463.729 23.215.863.877

Kementerian Pekerjaan Umum

325.440.113.463

1
2
3
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
5
J

umlah 39.997.900.137

Secara rinci kebijakan pembentukan nilai realisasi bersih dana bergulir pada masing-masing
entitas adalah sebagai berikut.

1. Tidak ada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan
Hutan karena semua penyaluran masih dalam masa tenggang (grace period).

2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar
Rp18.256.649.734 merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang
telah dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi
nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun Dana
Bergulir yang Diragukan Tertagih.

3. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUKM sebesar Rp307.183.463.729
merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih, dan dana bergulir yang telah
diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

4. Tidak ada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
karena semua risiko penyaluran menjadi beban perbankan.

b. Tidak ada Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat
BPJT, dengan pertimbangan: (1) BUJT wajib melakukan pelunasan dana talangan
pengadaan tanah dimaksud sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol, (2)
sampai dengan saat ini semua dana talangan selalu dibayar oleh BUJT, serta (3) tanah
yang ditalangi oleh Dana Bergulir menjadi BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum.

C.2.21. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp8.625.184.946.842 dan Rp8.340.448.484.300 merupakan investasi yang dikelola oleh
beberapa K/L atau BUN, yaitu:

(dalam rupiah)
Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

Kementerian Perindustrian

11.282.810.445

14.481.582.162

BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu

8.608.674.011.397

8.319.488.777.138

BLU Perguruan Tinggi Eks BHMN

5.228.125.000

6.478.125.000

Jumlah

8.625.184.946.842

8.340.448.484.300

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp11.282.810.445
merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil
dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian
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3.

sampai dengan lima tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki
oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar RpO, yang merupakan nilai hasil
pengurangan investasi pokok sebesar Rp11.282.810.445 dengan nilai Investasi jangka
panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp11.282.810.445.

Investasi yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.608.674.011.397 dan
Rp8.319.488.777.138, atau meningkat sebesar 3,48%. Nilai Investasi Non Permanen
pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi
atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi
BLU PIP. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut.
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2.[114 31 Desember 2_013
(audited) (audited)

Investasi atau Penyaluran Kepada Pemerintah

Daerah

1. Pembangunan RSUD Type B di Prov. Sulawesi 135.600.000.000 162.6800.000.000

Tenggara
2. Pembangunan RSUD Type C di Kab. Muko Muko - 32.201.999.999
3. Pembangunan Pasar Umum di Kab. Karangasem 35.775.321.000 -

Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik di
Kab. Lombok Timur

5. Pembangunan Dua Jembatan layang serta
peningkatan dan pelebaran tujuh ruas jalan di 66.364.218.418 91.964.218.418
Kota Bandar Lampung

6. Pembangupan Pasar"Umum Amlapura Timur serta 46.992.821.000
Pusat Seni dan Kerajinan

7. Pembangunan RSUD Tipe C di Kab. Karangasem 30.499.876.601 42.899.876.601

8. Pembangunan Pasar Tradisional Marelan
Kecamatan Medan Marelan, Pasar Tradisional

26.790.000.000 34.350.000.000

Jawa Kecamatan Medan Belawan dan Pasar geche 11.334.000.000
Tradisional Lelang Kecamatan Medan Sunggal

9. Pembang_unan Jalan dan Jembatan di Prov. 101.773.421.999 195.221.965.174
Sulawesi Tenggara

10. Pembiayaan Pembangunan 15 Ruas Jalan di 66.676.982.000 80.499.021.350
Kabupaten Lombok Tengah

11. Pembiayaan Pembangunan RSUD Anutapura di 99.844.571.000 77.986.550.849
Kota Palu

12. Pembiayaan Pembangunan Terminal Dungingi di 91.716.499.613 £.534.700.000
Kota Gorontalo

13. Pembiayaan Pembagunan 10 Ruas Jalan Provinsi 354.337.299.642 106.704.323.746

dan 1 Jembatan di Sulawesi Selatan

14. Pembangunan Pasar Umum di Kab. Temanggung 37.579.771.350

15. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. 97.735.130.073
Halmahera Selatan

16. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab.
Mukomuko

17. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab.
Boalemo

18. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Prov.
Sulawesi Tenggara

19. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Prov.

31.866.590.600

33.700.057.000

10.373.804.100

25.819.088.000

Bangkalan
Total Penyaluran Kepada Pemda 1.108.674.011.396 819.488.777.137
Investasi atau Penyaluran Kepada BUMN atau
Badan Usaha
20. Pinjaman dengan Persyaratan Lunak dalam

Rangka Pelaksanaan Pasal 22A UU Nomor 2 7.500.000.000.000 7.500.000.000.000

Tahun 2010 - PLN
Total Penyaluran Kepada BUMN|Badan Usaha 7.500.000.000.000 7.500.000.000.000
Total Investasi/Penyaluran PIP” 8.608.674.011.396 8.319.488.777.137

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Investasi jangka panjang non permanen pada Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik
Negara sebesar Rp5.228.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi pada
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Cadangan Penurunan
Nilai Investasi Non
Permanen Lainnya
Rp11,28 miliar

Investasi Permanen PMN
Rp840,13 triliun

PMN pada BUMN

Institut Teknologi Bandung.

C.2.22. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp11.282.810.445 dan Rp5.531.213.937 merupakan pencadangan
penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang
dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan pencadangan penurunan nilai investasi non
permanen lainnya mulai diterapkan pada LKPP Tahun 2012 dengan kebijakan bahwa nilai
yang dicadangkan adalah sebesar:

1. investasi yang diragukan pengembaliannya dengan bobot pengurang sebesar 50%, dalam
hal debitur hanya melakukan pembayaran paling banyak sebanyak tiga kali pembayaran
dalam 1 (satu) tahun; dan

2. investasi macet dengan bobot pengurang sebesar 100%, dalam hal debitur sama sekali
tidak melakukan pembayaran dalam satu tahun.

Pembentukan cadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya dilakukan dalam
rangka pembentukan nilai realisasi bersih investasi non permanen. Sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi, investasi non
permanen disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

C.2.23. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp940.189.434.094.290 dan Rp844.094.126.993.709 merupakan
nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, Lembaga Keuangan Internasional,
Badan Usaha Lainnya, dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. BUMN/Perusahaan Negara 888.206.868.069.152 793.035.186.146.735
2. Non BUMN 3.507.656.853.250 1.678.121.327.192
3. Lembaga Internasional 48.474.441.139.524 49.380.371.357.652
4. Badan Usaha Lainnya 468.032.364 448.162.130
Jumlah 940.189.434.094.290 844.094.126.993.709

Penyertaan modal negara pada eks BHMN, Bl, dan LPS pada LKPP Tahun 2014 disajikan
sebagai Investasi Permanen Lainnya. Reklasifikasi tersebut menyesuaikan perubahan pada
Bagan Akun Standar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar.

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp888.206.868.069.152 dan Rp793.035.186.146.735 disajikan berdasarkan metode
ekuitas (equity method), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing
BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang
bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2014 tersebut merupakan nilai
PMN pada 121 BUMN sebesar Rp861.720.045.856.942 dan lima BUMN/Lembaga di
bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp26.486.822.212.210. Status
laporan keuangan pada 121 BUMN adalah sebagai berikut.
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(dalam rupiah)
Status Laporan Jumlah JBUITI\:IaI\:I Nilai Nilai
Audited 2014 106 851.764.029.897.083 98,8%
Unaudited 2014 12 15.115.405.100.898 1,79%
Audited 2013 1 (5.159.389.141.039) (0,59%)
Dalam Proses Likuidasi 2 - .
Jumlah 121 861.720.045.856.942 100%

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada Lampiran 19.

Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2014 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang
Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 14 BUMN dengan nilai sebesar
Rp58.021.901.990.333. (Lampiran 20)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2014 termasuk PMN pada 5 (lima) BUMN
sebesar Rp26.486.822.212.210 yang berada di bawah pembinaan Kementerian
Keuangan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nilai PMN

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

10.447.745.000.000

8.299.338.000.000

PT Geo Dipa Energi 1.837.655.780.968 1.849.351.387.876
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 5.451.564.614.000 5.147.990.174.000
PT Sarana Multi Infrastruktur 4.785.615.319.004 4.545.889.775.754
PT Sarana Multigriya Financial 3.964.241.498.238 2.790.942.276.094

Jumlah 26.486.822.212.210 | 22.633.511.613.724

Neraca untuk kelima BUMN tersebut dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 21.

Perubahan nilai PMN pada Perusahaan Negara antara lain disebabkan oleh:

a.

Perubahan nilai ekuitas beberapa Perusahaan Negara
Nilai ekuitas beberapa perusahaan berubah akibat aktivitas perusahaan yang
menyebabkan laba/rugi.

Reklasifikasi pada beberapa Perusahaan Negara menjadi perusahaan minoritas
Selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dilakukan
reklasifikasi atas PT Perkebunan Nusantara I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIll, dan XIV menjadi perusahaan minoritas.

Diakuisisinya beberapa Perusahaan Negara
Akuisisi PT Inhutani I, 11, lll, IV, dan V oleh Perum Perhutani.

Reklasifikasi Nilai Ekuitas PT Asuransi Kesehatan (ASKES) dan PT Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) kepada BPJS
1) Nilai ekuitas PT Asuransi Kesehatan (ASKES) sebesar Rp9.143.613.000.000
kepada BPJS Kesehatan; dan
2) Nilai ekuitas PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebesar
Rp6.349.879.000.000 kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Telah diterbitkannya PP penetapan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan
Statusnya (BPYBDS) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah atas:

1) PT ASDP senilai Rp308.571.680.909 (PP Nomor 6 Tahun 2014);

2)  Perum Damri senilai Rp31.844.050.000 (PP Nomor 7 Tahun 2014); dan

3) PT Angkasa Pura | senilai Rp2.926.166.059.177 (PP Nomor 8 Tahun 2014).
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PMN pada perusahaan
minoritas (non BUMN)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat
(1) PP Nomor 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan
perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam Lampiran 22.

. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember

2013 sebesar Rp3.507.656.853.250 dan Rp1.678.121.327.192, merupakan penyertaan
pemerintah pada perusahaan dengan persentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai
penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%
disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (equity method), sedangkan kepemilikan
kurang dari 20% menggunakan metode biaya (cost method).

Non-BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.

a. Kepemilikan 20%-50%

PT Surabaya Indah Estate Rungkut, PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung, dan
Asean Infrastructure Fund. Sehubungan dengan telah dibubarkan Asean Copper
Product Inc, maka mulai dari pelaporan keuangan tahun 2014 Asean Copper Product
Inc tidak dicatat lagi dalam daftar investasi pemerintah.

b. Kepemilikan di bawah 20%

PT Bank Bukopin Tbk, PT Rekayasa Industri, PT Freeport Indonesia, PT Indosat,
Thbk, PT Nindya Karya, PT Socfindo, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI),
PT Asean Bintulu Fertilizer, PT PANN Pembiayaan Maritim, PT Perkebunan
Nusantara |, PT Perkebunan Nusantara Il, PT Perkebunan Nusantara IV, PT
Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara
VII, PT Perkebunan Nusantara VIIl, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan
Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT
Perkebunan Nusantara XIlI, dan PT Perkebunan Nusantara XIV.

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2014 disebabkan
oleh:

a. Pengalihan kepemilikan Negara pada 13 (tiga belas) BUMN Perkebunan, yaitu PT
PerkebunanNusantara (PTPN) I, PTPN II, PTPN IV - PTPN XIV sebesar 90% kepada
PTPN III (Persero) sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 72 Tahun 2014 sehingga
menjadi tambahan pada Non-BUMN;

b. Perubahan kurs tengah Bl untuk nilai tukar Dollar Amerika dari 1TUSD = Rp12.189
(kurs tengah BI Per tanggal 31 Desember 2013) menjadi 1TUSD = Rp12.440 (kurs
tengah Bl Per tanggal 31 Desember 2014). Perubahan kurs tengah Bl berpengaruh
pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport, PT Prasadha Pamunah Limbah
Industri, dan Asean Infrastructure Fund. Pada ketiga perusahaan tersebut, laporan
keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat sehingga harus
dikonversi ke dalam mata uang Rupiah untuk menghitung kepemilikan Pemerintah;
dan

c. Perubahan kurs tengah Bl untuk nilai tukar Ringgit Malaysia dari TMYR =
Rp3.707,609 (kurs tengah Bl Per tanggal 31 Desember 2013) menjadi TMYR =
Rp3.561,930 (kurs tengah Bl Per tanggal 31 Desember 2014). Perubahan kurs
tengah Bl untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di Asean Bintulu
Fertilizer mengingat Laporan Keuangan Asean Bintulu Fertilizer menggunakan mata
uang Ringgit Malaysia;

Pada non-BUMN dengan kepemilikan negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada
Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan
Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya.
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Penyertaan pada
Lembaga Internasional

PMN pada Badan Usaha
Lainnya

Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak
tergantung pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

Rincian kepemilikan negara pada Non-BUMN dapat dilihat pada Lampiran 22.

. Penyertaan pada Lembaga Internasional per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

sebesar Rp48.474.441.139.524 (kurs tengah Bl 31 Desember 2014, 1.00
USD=Rp12.440) dan Rp49.380.371.357.652 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah
Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan
internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk
promissory notes. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah B
pada tanggal 31 Desember 2014.

Pada tahun 2014 terdapat kelehihan pembayaran PMN pada ADB sebesar
USD2.605.302,84 dikarenakan kesalahan administratif dan ADB telah mengembalikan
seluruhnya pada 17 Maret 2015.

Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada Lampiran 23.

Dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp48.474.441.139.524,
termasuk penyertaan dalam bentuk promissory notes sebesar Rp33.576.619.525.619 di
antaranya sebesar Rp33.553.945.227.099 kepada /nternational Monetary Fund (IMF).
Rincian promissory notes per Lembaga International adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2014 31 Desember 2013

No | Nama Lembaga (audited) (audited)

1 | International Monetary Fund 33.553.945.227.099 26.550.675.238.720

9 International Development 5.173.139.668 5.173.139.668

Association

3 Multilateral Investment 14.119.623.920 13.834.734.402
Guarantee Agency

4 | Common Fund for Commodities 3.381.534.932 3.758.757.160

Jumlah Total 33.576.619.525.619 26.573.441.869.950

Nilai penyertaan yang masih merupakan promissory notes dapat berkurang, yang

disebabkan:

a. pembayaran atas promissory notes; dan

bh. pengurangan/penghapusan promissory notes, yang dapat disebabkan antara lain
adanya apresiasi nilai tukar Rupiah.

Penyertaan dalam bentuk Promissory Notes disajikan dalam kelompok Kewajiban Jangka

Panjang. Lihat Catatan C.2.47.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp468.032.364 dan Rp448.162.130 merupakan Investasi Permanen Pemerintah
pada perusahaan penerbit SBSN.

Rincian Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per Perusahaan Penerbit SBSN adalah
sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2014 31 Desember 2013

No Perusahaan (audited) (audited)
1 | Perusahaan Penerbit SBSN 10.000.000 10.000.000
2 | Perusahaan Penerbit SBSN | 10.000.000 10.000.000
3 | Perusahaan Penerbit SBSN Il 119.304.708 113.710.493
4 | Perusahaan Penerbit SBSN IlI 110.906.854 106.732.777
5 | Perusahaan Penerbit SBSN IV 108.910.401 103.859.430
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Investasi Permanen BLU
Rp200,44 miliar

Investasi Permanen
Lainnya Rn338,62 triliun

6 ‘ Perusahaan Penerbit SBSN V 108.910.401 103.859.430

Jumlah 468.032.364 448.162.130

C.2.24. Investasi Permanen BLU

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp200.435.044.832 dan Rp177.778.694.559 merupakan penyertaan modal oleh BLU dan
Perguruan Tinggi eks BHMN vyang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU pada
perusahaan. Saldo per 31 Desember 2014 terdiri dari:

1.

penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar
Rp6.637.194.500 pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi
kepemilikan sebesar 10%; dan

penyertaan modal Institut Teknologi Bandung sebesar Rp57.301.133.146, Universitas
Indonesia  sebesar Rp9.992.057.916, Universitas Gajah Mada sebesar
Rp66.810.850.000, Universitas Pendidikan Indonesia sebesar Rp7.411.854.062,
Universitas Airlangga sebesar Rp10.820.999.218, Institut Pertanian Bogor sebesar
Rp39.937.834.016, dan investasi permanen yang dilakukan IAIN Sumatera Utara pada
PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp1.523.121.974.

C.2.25. Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp338.624.829.163.846 dan Rp312.730.704.421.451 merupakan
nilai penyertaan modal negara pada eks BHMN, BI, dan LPS dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

1. Eks BHMN 21.416.182.295.846 1.651.156.056.451
2. Bank Indonesia 275.987.690.000.000 279.366.841.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan 41.220.956.868.000 31.712.707.365.000
Jumlah 338.624.829.163.846 312.730.704.421.451

1.

PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 sebesar Rp21.416.182.295.846 dan Rp1.651.156.056.451 merupakan nilai
ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BHMN 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

a. Institut Pertanian Bogor 874.896.460.513 874.896.460.513

(IPB)

b. Universitas Airlangga 423.853.838.854 423.853.838.854

c. BP MIGAS 352.405.757.084 352.405.757.084

d. BPJS Kesehatan 11.144.289.555.210

e. BPJS Ketenagakerjaan 8.620.736.684.185 -

Jumlah 21.416.182.295.846 1.651.156.056.451

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
(BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata
kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya
penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret
2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53
ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara
pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga
menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan
antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, semua Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
berubah status hukumnya menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan klausul
masa transisi untuk pengalihan aset Perguruan Tinggi eks BHMN dilakukan paling lambat
pada tanggal 28 September 2013.

Mengingat pengalihan aset dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013,
telah diambil kebijakan bahwa aset Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang
telah ditetapkan menjadi kekayaan negara dipisahkan, yaitu pada Universitas Airlangga
dan Institut Pertanian Bogor, per 31 Desember 2012 tetap dicatat sebagai investasi
permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012, dengan cut off pencatatan
per 31 Desember 2010, dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Kebijakan ini diambil
dalam masa transisi, sambil menunggu selesainya proses pengalihan kekayaan negara
dipisahkan menjadi kekayaan negara tidak dipisahkan/barang milik negara pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Universitas Airlangga
menggunakan data Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2012 awdited yang
disesuaikan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Institut Pertanian Bogor
per 31 Desember 2013 masih menggunakan data Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun
2012 audited.

Untuk BP Migas, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BP MIGAS, Mahkamah Konstitusi telah
mencabut dasar hukum yang mengatur dan menetapkan BP MIGAS, sehingga per 13
November 2012 BP MIGAS telah dibubarkan.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 dan
Nomor 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 telah diatur hal-hal antara lain:

a. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai
dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi,
dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan

Catatan atas Laporan Keuangan -120-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

gas bumi (SKK Migas);

b. dalam rangka Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks BP MIGAS dengan prinsip optimalisasi
dan efisiensi;

c. biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi; dan

d. biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran BP MIGAS tahun
2012.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor S-33/MK.05/2013
tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BP MIGAS pada LKPP Tahun
2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

a. BP MIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;

b. Pendanaan BP MIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember
2012 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(BUN) BA 999.03;

c. LKPP Tahun 2012 menyajikan BP MIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar
netequity per 13 November 2012; dan

d. Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012
mengungkapkan BP MIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas kebijakan yang telah diambil terkait BP MIGAS tersebut, nilai investasi permanen
pada BP MIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 adalah
nilai aset bersih yang dimiliki oleh BP MIGAS per 13 November 2012, berdasarkan
Laporan Keuangan BP MIGAS (vnaudited) per 13 November 2012 yang telah disusun oleh
BP MIGAS.

Ekuitas BP MIGAS per 13 November 2012 naik sebesar Rp715.012.340.753 dari posisi
per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut akibat dari peningkatan Surplus Kinerja Bersih
sehesar  Rp437.907.203.984 dan  kenaikan  Ekuitas  Lainnya  sebesar
Rp277.105.136.769.

Transaksi setelah tanggal 13 November 2012 dilaporkan di Badan Lainnya sebagai Aset
Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah
sebesar Rp275.987.690.000 dan Rp279.366.841.000.000. Modal Bank Indonesia
dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank
Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.

3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 adalah sebesar Rp41.220.956.868.000 dan Rp31.712.707.365.000. Modal
Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi
permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara
dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada
Lampiran 24.
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Aset Tetap Rp2.128,15
triliun

C.2.26. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp2.128.153.187.750.929 dan Rp2.096.497.316.432.500 merupakan nilai Aset Tetap
berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode
harga perolehan (acquisition cost), serta telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Nilai
bersih Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.714.588.328.953.214, yaitu
berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.128.153.187.750.929 dikurangi penyusutan sebesar
Rp413.564.858.797.715.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)
Tanah*! 945.677.266.992.956 1.041.019.298.252.419
Peralatan dan Mesin 331.484.412.353.590 282.940.410.570.636
Gedung dan Bangunan**' 210.934.630.857.630 191.278.171.370.296
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 476.253.657.666.187 423.232.566.227.236
Aset Tetap Lainnya 49.856.505.381.076 38.607.829.866.402
Konstruksi Dalam Pengerjaan 113.946.714.499.490 119.419.040.145.511
Aset Tetap sebelum Penyusutan 2.128.153.187.750.929 2.096.497.316.432.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (413.564.858.797.715) (386.642.243.569.313)
Jumlah Aset Tetap 1.714.588.328.953.214 1.709.855.072.863.187

*) Jumlah Tanah pada tahun 2013 termasuk eliminasi sebesar Rp63.590.100.000 karena terjadi duplikasi pencatatan pada
Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

**) Jumlah Gedung dan Bangunan pada tahun 2013 termasuk eliminasi sebesar Rp5.311.446.117 karena terjadi duplikasi
pencatatan pada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola
oleh BLU sebesar Rp195.560.906.210.834, dengan rincian sebagai berikut.
(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Tanah

131.420.096.401.623

131.283.481.154.544

Peralatan dan Mesin

24.320.051.081.440

21.943.894.181.328

Gedung dan Bangunan

30.383.951.673.812

27.624.046.542.060

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.042.035.439.411 1.855.332.216.886
Aset Tetap Lainnya 965.560.438.852 855.301.424.711
Konstruksi Dalam Pengerjaan 6.429.211.175.696 6.415.988.041.618
Aset Tetap sebelum Penyusutan 195.560.906.210.834 189.978.043.561.147
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (20.534.998.695.801) (12.732.647.221.617)
Jumlah Aset Tetap 175.025.907.515.033 177.245.396.339.530

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar
Rp31.655.871.318.429 atau 1,51 persen dari nilai per 31 Desember 2013, sedangkan nilai
buku Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp4.733.256.090.027 atau 0,28 persen.
Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar
Rp147,35 triliun, koreksi akumulasi penyusutan akibat penerapan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, penambahan aset Tetap yang diperoleh dari hibah.
Kenaikan Aset Tetap yang hanya senilai Rp31.655.871.318.429 tersebut tidak sebesar
realisasi belanja modal dikarenakan pada tahun 2014 terdapat reklasifikasi Aset Tetap
menjadi Aset Lainnya (Kemitraan Dengan Pihak Ketiga), diantaranya pada Kementerian
Pekerjaan Umum sebesar Rp131.941.959.113.010, yang terdiri dari akun Tanah sebesar
Rp126.991.348.322.817 dan akun Jalan, Irigasi dan Jaringan  sebesar
Rp4.950.610.790.193. Akun Tanah yang direklasifikasi tersebut merupakan tanah atas 28
ruas jalan tol yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sedangkan akun Jalan, Irigasi, dan
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Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Ro413,56
triliun

Piutang Jangka Panjang
Rp4,99 triliun

Tagihan TGR Rp174,22
miliar

Jaringan yang direklasifikasi tersebut merupakan aset jembatan untuk ruas tol Jembatan

Suramadu.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada Lampiran 25.

C.2.27.Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp413.564.858.797.715 dan Rp386.642.243.569.313 merupakan nilai Penyusutan Aset
Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 192.311.485.253.519 157.611.985.219.129
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 40.633.664.150.064 52.463.855.914.974
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 179.845.220.627.735 176.081.093.005.564
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 774.488.766.397 485.309.429.646
Jumlah 413.564.858.797.715 386.642.243.569.313

K/L melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus.
Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap
yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada
Entitas Pemerintah Pusat.

C.2.28.Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp4.994.379.930.615 dan Rp5.096.035.542.459. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per
31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.825.834.229.735, yaitu berasal dari nilai bruto
sebesar Rp4.994.379.930.615 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.168.545.700.880.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi 174.219.622.769 239.948.430.983
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya 4.820.160.307.846 4.856.087.111.476
Jumlah 4.994.379.930.615 5.096.035.542.459
Penyisihan (2.168.545.700.880) (2.197.535.902.919)
Nilai Bersih 2.825.834.229.735 2.898.499.639.540

1. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Saldo Tagihan TGR per 31

Desember 2014 dan 31

Desember 2013 sebesar

Rp174.219.622.769 dan Rp239.948.430.983. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2014
berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp19.961.115.971 yang berasal
dari nilai bruto sebesar Rp174.219.622.769 dikurangi penyisihan  sebesar
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Piutang Jangka Panjang
Lainnya Rp4,82 triliun

Rp154.258.506.798. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada Lampiran 26.

2. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp4.820.160.307.846 dan Rp4.856.087.111.476. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per
31 Desember 2014 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar
Rp2.805.873.113.764, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.820.160.307.846 dikurangi
penyisihan sebesar Rp2.014.287.194.082. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. Kementerian Hukum dan HAM 15.886.800.000 17.340.500.000
2. Kementerian Pendidikan dan 4.422.567.553 10.799.403.300
Kebudayaan
3. Kementerian Kesehatan - 15.245.500
4. Kementerian Kehutanan 158.276.776.998 227.423.226.077
5. Kementerla_n Koordinator Bidang 31.745.710 319.411.750
Perekonomian
6. BKKBN 8.499.808.374 8.499.808.374
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional 2.250.890 -
8. BPKPBPB Batam 1.506.532.334 -
9. BABUN 999.04 2.656.780.000.000 2.656.780.000.000
10. BA BUN 999.99 1.974.753.825.987 1.934.909.516.475
Nilai Bruto 4.820.160.307.846 4.856.087.111.476
Penyisihan (2.014.287.194.082) (1.996.846.887.032)
Nilai Bersih 2.805.873.113.764 2.859.240.224.444

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1.

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) sebesar Rp15.886.800.000 merupakan piutang atas sewa tanah oleh PT
Paramita Bangun yang belum dibayar, masa sewa terhitung mulai tahun 2013-2015.

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar
Rp4.422.567.553 pada satker Institut Pertanian Bogor merupakan piutang afiliasi
kepada PT BLST yang merupakan anak perusahaan IPB, termasuk diantaranya untuk
pinjaman dari kompensasi PT Indah Pesona Bogor, Pinjaman untuk unit usaha Agrifresh,
pinjaman untuk jaminan deposito, pinjaman untuk shareholder PT Grahawita Cendikia,
Pinjaman untuk poo/ bus, dan pinjaman jangka panjang kepada PT Prima
Kelola.NilaiPiutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar
Rp4.400.454.715 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.422.567.553 dikurangi
penyisihan sebesar Rp22.112.838.

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar
Rp158.276.776.998. Penurunan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan
tahun 2014 disebabkan oleh adanya bunga/denda Piutang HTI Rescheduling,
pembayaran Piutang HTI Rescheduling, dan reklasifikasi Piutang HTI NMonRescheduling
menjadi Piutang Bukan Pajak. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian
Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar
Rp140.628.834.098, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp158.276.776.998
dikurangi penyisihan sebesar Rp17.647.942.900.

Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sebesar Rp31.745.710 merupakan piutang atas pemotongan penghasilan yang akan
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jatuh tempo setelah TA 2015. NilaiPiutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan
sebesar Rp31.586.981, berasal dari nilai bruto sebesar Rp31.745.710 dikurangi
penyisihan sebesar Rp158.729.

5.  Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan
modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS mulai tahun 2008.
Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar
Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses
pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada
BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari
nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihansebesar Rp8.499.808.374.

6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar
Rp2.250.890 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada seorang pegawai
BATAN. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan
nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.239.636, yang berasal dari
nilai bruto sebesar Rp2.250.890 dikurangi penyisihan sebesar Rp11.254.

7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp1.506.532.334 merupakan Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Kantor Perwakilan Jakarta. Nilai Piutang Jangka
Panjang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar
Rp1.506.532.334, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.506.532.334 dikurangi
penyisihan sebesar Rp0.

8. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.656.780.000.000 merupakan
piutang jangka panjang yang keseluruhan berasal dari kewajiban pokok belum jatuh
tempo skema KUMK kredit program. Nilai Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04
berdasarkan  nilai  bersih yang dapat direalisasikan adalah  sebesar
Rp2.643.496.100.000, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.656.780.000.000
dikurangi penyisihan sebesar Rp13.283.900.000.

9. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp1.974.753.825.987 atau senilai
USD158,742,269 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari
12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical
Indotama (PT TPPI) sebesar USD 139,233,366 dan PT PIM sebesar USD19,508,903.
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Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Jangka Panjang

Rp2,17 triliun

Aset Lainnya
Rp748,11 triliun

C.2.29. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 sebesar Rp2.168.545.700.880 dan Rp2.197.535.902.919 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

1. Tagihan TP[Tuntutan Ganti Rugi

154.258.506.798

217.942.813.387

2. Piutang Jangka Panjang Lainnya

2.014.287.194.082

1.979.593.089.532

Jumlah

2.168.545.700.880

2.197.535.902.919

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai

pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp154.258.506.798
dapat dilihat pada Lampiran 26.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar
Rp2.014.287.194.082 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya
Kementerian Hukum Dan HAM sebesar Rp79.434.000, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan  sebesar =~ Rp22.112.838,  Kementerian ~ Kehutanan  sebesar
Rp17.647.942.900, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp158.729,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp8.499.808.374,
Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp11.254, BA 999.04 sebesar
Rp13.283.900.000, dan BA 999.99 sebesar Rp1.974.753.825.987.

C.2.30. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp748.110.463.485.681 dan Rp509.313.483.862.169. Nilai bersih Aset Lainnya per 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp620.606.155.768.241, yaitu berasal dari nilai bruto
sebesar Rp748.110.463.485.681 dikurangi penyisihan sebesar Rp23.550.469.430.844 dan
akumulasi penyusutan sebesar Rp103.953.838.286.596. Aset Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 132.392.631.678.964 279.936.137.500
2. Aset Tak Berwujud 19.418.359.628.145 17.448.733.461.982
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya 107.883.037.541.388 95.453.796.857.223
4. Dana Penjaminan 74.594.663.462 71.638.992.611
5. Dana Kelolaan BLU 15.491.986.109.389 17.684.403.155.418
6. Aset KKKS 286.089.093.484.847 221.745.303.742.534
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi) 2.558.616.559.690 3.181.247.163.249
8. Aset Lain-lain 132.760.986.324.644 98.608.345.001.685

©

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

9.970.179.251.456

7.968.396.497.466

10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman

41.470.978.243.696

46.871.682.852.501

Jumlah

748.110.463.485.681

509.313.483.862.169

Penyisihan (23.550.469.430.844) (21.904.143.176.106)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (103.953.838.286.596) (68.489.052.477.854)
Nilai Bersih 620.606.155.768.241 418.920.288.208.209

Catatan atas Laporan Keuangan -126-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

Kemitraan dengan Pihak
Ketiga Rp 132,39 triliun

Aset Tak Berwujud
Rn19,42 triliun

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp107,88 triliun

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp132.392.631.678.964 dan Rp279.936.137.500 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak
Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian NegaralLembaga 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2.968.027.721 13.308.637.500

2. Kementerian Pekerjaan Umum 131.941.959.113.010 -

3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 182.980.000.000 182.980.000.000

4. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS 83.647.500.000 83.647.500.000

b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam T
Jumlah 132.392.631.678.964 279.936.137.500

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum merupakan aset
pada Ditjen Bina Marga yang telah dimanfaatkan oleh BUJT terdiri dari Tanah sebesar
Rp126.991.348.322.817 dan Jalan, Irigasi, dan jaringan sebesar Rp4.950.610.790.193.
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum tersebut merupakan
reklasifikasi dari akun Tanah dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang pada LKPP Tahun 2013
disajikan sehagai Aset Tetap (lihat Catatan C.2.26).

2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp19.418.359.628.145 dan Rp17.448.733.461.982 merupakan aset yang berupa software,
dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada
Lampiran 27.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp107.883.037.541.388 dan Rp95.453.796.857.223, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013

(audited) (audited)
1. Kementerian Luar Negeri 380.152.014.135 437.835.441.620
2. Kementerian Pertahanan 6.645.194.319.836 8.322.662.245.672
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 303.387.013.176 304.187.466.401
4. Kementerian Kesehatan 53.156.104.930 691.186.932.002
5. Kementerian Agama 1.657.177.288.743 1.965.546.621.619
6. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 279.527.254.000 -
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia 477.674.604.919 411.780.509.995
8. Lembaga Ketahanan Nasional 35.920.399.352 3.650.217.740
9. BUN 98.050.848.542.297 83.316.947.422.174
Jumlah 107.883.037.541.388 95.453.796.857.223

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dana vyang Dibatasi

Penggunaannya pada Kementerian

Luar Negeri sebesar

Rp380.152.014.135 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182
tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang
mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (cash supply)
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/
instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Penggunaannya terutama
pada belanja yang bersifat mengikat.

Dana vyang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar
Rp6.645.194.319.836 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai
dengan akhir tahun 2014, dana reimbursement, dana pending matters, dana siaga ops,
dan Outstanding L/C devisa.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebesar Rp303.387.013.176 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga, Universitas
Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut
Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.

Dana vyang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar
Rp53.156.104.930 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan
masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2014.
Termasuk di dalamnya saldo dana Program Jamkesmas Rujukan, Jamkesmas Dasar, dan
Jampersal.

Dana vyang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar
Rp1.657.177.288.743 merupakan aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya
keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk
menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan
dari pejabat yang berwenang. Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola BP-DAU tidak lagi
disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sesuai PMK Nomor
235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebesar Rp279.527.254.000 merupakan rekening deposito dana penjaminan oleh
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memperoleh Surat
Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) pada Ditjen Binapenta.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
sebesar Rp477.674.604.919 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional
POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar
Rp35.920.399.352 merupakan nilai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai
dengan akhir tahun 2014.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp98.050.848.542.297, terdiri
dari:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013

(audited) (audited)
Rekening Cadangan 7.181.378.836.639 7.076.413.245.972
Escrow Bank Mutiara 214.962.903.928 210.625.629.902
Rekening Lainnya di BUN 162.227.302.567 169.570.714.516
BA 999.03 17.327.350.561.156 17.361.728.097.294
PT Taspen 73.164.928.938.007 58.498.609.734.490
Jumlah 98.050.848.542.297 83.316.947.422.174

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

a. Rekening Cadangan sebesar Rp7.181.378.836.639 merupakan rekening yang

digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:
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(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
Rekening Cadangan Reboisasi 4.546.878.110.595 4.546.878.110.595
Rekening Cadangan Subsidi/PSO 2.634.500.726.044 2.529.535.135.377

Jumlah

7.181.378.836.639

1.076.413.245.972

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk
menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah
dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk
membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (Gerhan) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi,
Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor
06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-11/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang
Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.g.
Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa
subsidi/PSO yang belum disalurkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang
sah. Rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO dilaporkan pada BA 999.07.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi
Penggunaannya adalah sebagai berikut.
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
Subsidi Premium - 6.948.201.957
Subsidi Minyak Solar 466.624.425.458
Subsidi LPG - -
Subsidi Benih 164.844.001.875 375.003.022.428
Subsidi Pupuk 1.032.297.753.405 1.315.446.867.744
Subsidi PELNI 214.273.420.945 126.522.639.000
Subsidi PT KAI 380.417.691.852 238.989.978.790
Subsidi PSO LKBN ANTARA 5.297.290.002
Subsidi Pangan 837.370.567.965 -
Jumlah 2.634.500.726.044 | 2.529.535.135.377

b. Rekening escrow Bank Mutiara sebesar Rp214.962.903.928 adalah Rekening

escrow pada rekening Nomor 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran
yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan
USD17,279,976.20 (kurs tengah Bl tanggal 31 Desember 2014 USD1=Rp12.440).
Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika
Serikat.

. Rekening Lainnya vyang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar
Rp162.227.302.567 dengan rincian sebagai berikut.
(dalam rupiah)

31 Desember 2013
(audited)

31 Desember 2014

Uraian Rekening (audited)

1. Menteri Keuangan C.Q Direktur  Jenderal
Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian
Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR Nomor
500.000004980

2. Menteri Keuangan Pengelolaan untuk Surat
Berharga Negara nomor 502.000001980 (Nama
rekening  berubah dari  Menteri  Keuangan
Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara menjadi
Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga

75.168.865.798 69.985.677.235

12.625.000.000
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Negara dengan surat Direktur  Jenderal
Perbendaharaan nomor S-9268/PB/2013 tanggal 20
Desember 2013)
3. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan
nomor 502.000002980 82.107.368.549 82.107.368.549
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena
Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik
nomor 510.000239980 1.422.296.768 1.395.096.768
5. Rekening Depkeu untuk Penampungan Hibah Dari
luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional
Dalam Valuta USD nomor 602.074411980 3.528.771.452 3.457.571.964
Total 162.227.302.567 169.570.714.516

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA  999.03  sebesar
Rp17.327.350.561.156 terdiri dari:

1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir
atas Debt Nature Swap sebesar Rp39.547.561.156 merupakan dana pada
rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil.

2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.617.700.000.000
merupakan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban
antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan
rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

Endowment Fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)
bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada BA 999.03
dan dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah
Kementerian Keuangan.

3) Dana Kewajiban Penjaminan sebesar Rp1.670.103.000.000 terdiri dari:

e Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan
batubara sebesar Rp1.524.869.000.000.

e Penjaminan  percepatan  penyediaan  air  minum  sebesar
Rp37.233.000.000.

e Penjaminan Proyek KPS melalui BUPI sebesar Rp108.001.000.000.

e. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen sebesar Rp73.164.928.938.007

merupakan kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun Pegawai Negeri
Sipil.
Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk
berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta.
Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program
THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari
gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara pay as you go, yaitu pembayaran
pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai
memasuki masa pensiun dengan sistem sharing dengan Dana Pensiun.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2014
diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31
Desember 2014 adalah sebesar Rp73.164.928.938.007.
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Dana Penjaminan
Rp74,59 miliar

Dana Kelolaan BLU

Rp 15,49 triliun

4. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp74.594.663.462
dan Rp71.638.992.611 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara
Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang
disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Koperasi dan UKM RI Nomor: 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana
Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan terdiri dari
rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dana penampungan
subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak perum Jamkrindo.

5. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp15.491.986.109.389 dan Rp17.684.403.155.418 merupakan dana yang masih berupa
kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

BADAN LAYANAN UMUM (audited) (audited)
BLU Pusat Investasi Pemerintah 9.748.646.803.029 10.037.781.780.501
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT 2.445.084.765.758 3.610.151.367.181
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan 43.903.639.215 996.864.026.352
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan 1.955.245.785.735 1.992.586.201.127

BLU LPDB KUKM

1.299.105.115.652

1.147.019.780.257

JUMLAH DANA KELOLAAN

15.491.986.109.389

17.684.403.155.418

a. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp9.748.646.803.029
merupakan dana investasi yang telah diterima PIP dari Bagian Anggaran 999.03, dan
per 31 Desember 2014 berada pada rekening Pusat Investasi Pemerintah. Rincian
penempatan dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember
2014 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan Dana

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) Reguler
1. Giro di Bank BRI (RIDI) 24.055.988.603 4.241.222.862
2. Giro dollar AS di Bank BRI 2.490.814.426 2.440.557.639
3. Deposito BRI (7 bilyet) 2.769.600.000.000 3.569.600.000.000
4. Deposito Bank Mandiri (5 bilyet) 1.586.000.000.000 1.171.000.000.000
5. Deposito Bank BTN (5 bilyet) - 890.000.000.000
6. Deposito Bank Bukopin (8 bilyet) 1.425.000.000.000 900.000.000.000
7. Deposito Bank BNI (3 bilyet) 750.000.000.000 -
8. Deposito Bank Sumut (1 bilyet) 100.000.000.000
9. Deposito Bank Muamalat (2 bilyet) 200.000.000.000
10. Deposito Bank Syariah Bukopin (2 bilyet) 32.000.000.000 32.000.000.000
11. Deposito Bank BRI Syariah (1 bilyet) = 9.000.000.000
12. Deposito Bank BJB Syariah (1 bilyet) 30.000.000.000 30.000.000.000

Jumlah RIDI Reguler

6.619.146.803.029

6.908.281.780.501

RIDI GEOTHERMAL

1. Giro di Bank BRI (RIDI Geothermal)

500.000.000

500.000.000

2. Deposito BRI (2 bilyet)

3.129.000.000.000

3.129.000.000.000

Jumlah RIDI Geothermal

3.129.500.000.000

3.129.500.000.000

Jumlah Dana Kelolaan PIP

9.748.646.803.029

10.037.781.780.501

b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat

BPJT sebesar
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Rp2.445.084.765.758. Rincian penempatan dana kelolaan

Pendanaan Sekretariat BPJT adalah:

pada BLU Bidang

(dalam rupiah)

Nama Bank

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

1.

Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 126-00-0
4819396

23.159.232.132

46.267.672.548

2.

Giro BRI Acc. Nomor 00000193-01-
000751-30-3

41.933.998.494

19.847.211.403

3. Giro BNI Acc. Nomor 5522522235 15.991.535.132 43.036.483.230
4. Deposito Berjangka 2.364.000.000.000 3.401.000.000.000
Jumlah 2.445.084.765.758 3.510.151.367.181

c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pemhiayaan Perumahan sebesar Rp43.903.639.215
dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nama Bank Mamor Rekeriing 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013
(audited) (audited)
1. BTN 00001-01-30-000777-8 40.774.150.833 53.519.584
2. MANDIRI 119-00-2000150-7 1.548.164 1.359.304
3. BTN SYARIAH 7011001975 1.190.041 1.310.136
4. BUKOPIN 1022716014 1.662.869 1.791.092
5. BANK RIAU KEPRI 101-00-00103 1.595.144 1.447.130
6. BANK RIAU KEPRI SYARIAH | 82-00-30000-0 1.000.000 1.000.000
7. BANK SUMUT 350.01.06.000004-0 1.217.650 1.173.708
8. BANK SUMUT Syariah 610.01.06.000002-0 1.146.649 1.000.555
9.  BANK Kaltim 0011100244 1.514.981 4.758.969.999
10. BANK Sumsel Babel 170-30-20010 8.015.741 10.613.898
11. BANKNTT 016.01.01.000001-0 59.027.309 2.088.168
12.  BANK DIY 001.111.001168 1.041.272 1.038.688
13. BRI 0193-01-001528-30-5 2.662.606.497 102.177.487
14. BNI 1122223319 1.528.030 1.986.847
15. BRI SYARIAH 1007195784 27.438.585 2.019.538
16. BPD Jatim 11251030 14.940.669 3.178.698
17. BPD Jatim Syariah 6101002502 8.464.664
18. BPD Jateng 1-034-01721-9 1.932.308 1.350.746
19. BPD Papua 150.21.10.05.00004-5 470.600.106 1.986.357
20. BPD Kalteng 100.002.000002933.2 1.420.972 2.322.564
21. Bank Syariah Mandiri 7271220124 92.689.818 14.122.400
22. BTN 00014-01-40-019735-5 - 976.301.000.000
23. BTN SYARIAH SY44668 118.000.000
24. BRI Syariah MM1336500177 14.986.000.000
25. BUKOPIN 2410300020 - 549.000.000
26. BPD Kalsel 003.00.12.00016.5 1.000.000 -
Total Saldo Menurut Rekening Koran 44.135.732.302 996.918.456.899
Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan (232.112.089) (54.941.552)
Cadangan Piutang - 511.000
Total Saldo Dana Bergulir Pada Bank Pelaksana™ 43.903.620.213 996.864.026.347

" selisih antara data neraca dengan rincian Dana Kelolaan BLU sebesar Rp2 karena pembulatan

d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar
Rp1.955.245.785.735 terdiri dari:

Uraian

Nomor Rekening

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

1.

Rekening Pengelolaan
Pokok Dana Bergulir pada
rekening BRI Cabang
Kebayoran Baru

0193-01-000830-30-1

10.245.785.735

12.586.201.127

2. Deposito 0193-01-010440-40-5 1.900.000.000.000
3. Deposito 00241-01-40-001855-4 - 80.000.000.000
4. Deposito 0193-01-011010-40-7 1.800.000.000.000 -
5. Deposito 0193-01-010925-40-5 30.000.000.000
6. Deposito 0193-01-011049-40-6 65.000.000.000
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e.

7. Deposito [ 122:02-0494351-1 50.000.000.000

Jumlah 1.955.245.785.735 | 1.992.586.201.127

Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM per 31 Desember
2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.299.105.115.652 dan
Rp1.147.019.780.257.

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS Ro286,09
trifiun

Aset KKKS per 31
Rp286.089.093.484.847 dan Rp221.745.303.742.534 yang terdiri dari:

Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar

(dalam rupiah)

Jenis Aset KKKS 31 Desember 2014 31 Desember 2013 %
(audited) (audited) | Kenaikan
1. Aset Tanah 15.273.400.409.353 15.197.315.580.044 0,53%
2. Aset Non Tanah 270.815.693.075.494 206.547.988.162.490 35,09%
a. Harta Benda Modal (HBM) 245.309.669.485.962 184.933.656.960.416 37,09%
b. Harta Benda Inventaris (HBI) 30.053.848.399 12.013.456.609 | 150,17%
c. Material Persediaan 25.475.969.741.133 21.602.317.745.465 17.93%
Nilai Aset KKKS 286.089.093.484.847 221.745.303.742.534 32,72%
Akumulasi Penyusutan (80.699.329.575.389) (53.903.062.985.532) 50,27%
Nilai Buku Aset KKKS 205.389.763.909.458 167.842.240.757.002 27,09%

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2014 disajikan pada Lampiran 28.

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2014 tersebut di atas, terdapat
aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014, karena tidak memenuhi
kriteria-kriteria penyajian di neraca, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah

Terdapat aset tanah pada 52 KKKS dengan perolehan tahun 2010 ke bawah senilai
Rp1.949.211.321.458,47 dan USD29,988,031 yang tidak dilaporkan ke dalam
Neraca tahun 2014.

Jumlah KKKS Luas Aset Nilai Perolehan (Rp) N""’“(B"SFD“')‘*“*‘"
52 KKKS 4156.762.112.24m | 1.949.211.321458,47 29,988,031

Nilai tersebut mengalami perubahan dengan aset tanah yang telah diungkapkan
dalam CaLK LKPP tahun 2013 (audited).

Dari nilai tersebut, terdapat aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian
dan aset yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun perlu identifikasi
dan verifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi, aset tanah akan disajikan dalam
Neraca LKPP setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian.

b. Aset Harta Benda Modal

Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur, yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi,
dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi (plug and abandoned).

Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi, nilai asetnya dikeluarkan dari
nilai aset non tanah yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2013. Total aset
sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2013 adalah sebanyak 623 sumur
dengan nilai perolehan sebesar USD196,828,310 dan nilai wajar sebesar
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Rp1.184.222.605.157. Nilai aset sumur yang tidak digunakan adalah sebagai
berikut.

Jumlah KKKS Jumlah Aset Nilai Perolehan (USD) Nilai Wajar (Rp)
19 KKKS 623 item 196,828,310 1.184.222.605.157

Aset perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan di Tahun 2014
Terdapat aset yang baru dilaporkan oleh SKK Migas namun merupakan aset dengan
perolehan sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut.

Jumlah KKKS Nilai Perolehan (USD)
21 KKKS 3.272.079.418,28
Aset tersebut akan dicatat ke dalam neraca setelah dilakukan inventarisasi dan

penilaian.
Adapun untuk aset perolehan sampai dengan tahun 2010 yang dilaporkan sebelum
tahun 2014 namun setelah periode IP akan dilaporkan setelah dilakukan verifikasi
dan rekonsiliasi menyeluruh antara data aset HBM perolehan sampai dengan 2010
dengan data HBM yang telah di IP, yaitu baik HBM yang telah mendapat nilai wajar,
kondisi rusak berat maupun dalam proses penghapusan. Verifikasi dan rekonsiliasi
tersebut juga bertujuan untuk mendata aset-aset hasil IP yang kemungkinan tidak
tercatat di SKK Migas. Mengingat proses verifikasi dan rekonsiliasi dimaksud
membutuhkan proses cukup ektensif, pengungkapan besaran nilai HBM dan
penyusutannya secara akurat di Catatan atas Laporan Keuangan baru dimungkinkan
pada periode pelaporan berikutnya.
Aset Subsequent Expenditure

1) Aset KKKS yang merupakan subsequent expenditure yang dilaporkan dalam

CaLK LKPP 2014 senilai USD9,238,668,288.
Jumlah KKKS Nilai Perolehan (USD)

48 KKKS 9,238,668,288

2) Nilai sebesar tersebut mengalami perubahan dari nilai yang dilaporkan dalam
CaLK LKPP Tahun 2013.

3) Aset KKKS yang merupakan subisequent expenditure yang dilaporkan dalam
CaLK LKPP Tahun 2013 senilai USD8,562,935,549 adalah:

Jumlah KKKS Nilai Perolehan (USD) Nilai Wajar (Rp)
36 KKKS 8,562,935,549 44.012.072.750.516

4) Perubahan berasal dari aset KKKS yang merupakan subsequent expenditure
yang diperoleh setelah tahun 2010, dengan sebesar USD44,051,236.66.
Selain itu terdapat SE yang berasal dari saldo awal dan dikeluarkan dari
neraca sebesar Rp63.171.755.841,33 atau  ekuivalen  dengan
USD25,616,902. Terdapat juga SE yang merupakan koreksi sebesar
USD606,064,600.30.

b) Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, pada LKPP tahun 2013
maupun LKPP tahun-tahun berikutnya, aset KKKS yang merupakan
subsequent expenditure akan disajikan ke dalam CalK sebesar nilai
perolehannya.

Aset yang telah diserahkan ke Pemerintah

1) Aset Kondisi Rusak Berat
Aset dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak digunakan masih memiliki
nilai yang sama dengan CalLK tahun 2013 dengan nilai sebesar
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C.

d.

Rp356.816.206.196.

Jumlah KKKS Jumlah Aset Nilai Perolehan (USD) Nilai Wajar (Rp)

48 KKKS 11,820 item 150,168,868 356.816.206.196

2) Aset yang Dalam Proses Penghapusan
Terdapat aset pada 3 KKKS senilai total USD 47,343,823.23 dalam proses
penghapusan. Penghapusan tersebut terbagi atas penghapusan dari aset yang
dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2014 sebesar:

Jumlah KKKS Jumlah Aset Nilai Perolehan (USD) Nilai Wajar (Rp)

3 KKKS 30 item 1,233,627.99 5.644.492.571,71

Nilai ini merupakan nilai yang seluruhnya baru dilaporkan tahun ini. Sedangkan
nilai sebesar Rp267.670.481 yang dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2013
sudah tidak dilaporkan kembali karena proses penghapusannya telah selesai.
Terhadap HBM yang masih tercatat dalam CaLK LKPP tahun 2013 (antara
lain aset sumur yang tidak digunakan, aset subsequent expenditure, dan aset
dalam kondisi rusak berat) akan ditindaklanjuti dengan RKMK tentang
Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Penertiban BMN yang berasal dari
KKKS Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Aset HBI

Aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebesar USD4,675,230.86
pada 53 KKKS untuk sementara belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014.
Aset HBI tersebut diungkapkan dalam CalLK dengan nilai perolehan keseluruhan

dalam mata uang USD.
Jumlah KKKS Aset dengan Nilai Perolehan (USD)

53 KKKS 4,688,798.62

Adapun aset HBI yang tidak tercatat tanggal perolehannya sebesar USD13,567.76
pada 3 KKKS juga belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014, sehingga total
aset HBI yang belum disajikan ke dalam Neraca sebesar USD4,688,798.62.

Apabila dibandingkan dengan aset HBI yang tercatat pada CaLK LKPP Tahun 2013
untuk aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 sebesar USD303,265
dan Rp24.062.557.076, yang seluruhnya kembali diungkapkan ke dalam mata uang
USD menjadi sebesar USD2,789,769.95, dan untuk aset HBI yang tidak tercatat
tanggal perolehannya sebesar USD265,162 dan Rp956.292.488 yang seluruhnya
kembali diungkapkan ke dalam mata uang USD menjadi sebesar USD333,473.39,
sehingga total aset HBI yang tercatat pada CaLK LKPP Tahun 2013 adalah sebesar
USD 3,158,746.55, terjadi peningkatan dengan tahun ini sebesar
USD1,530,052.08, yang berasal dari mutasi tambah sebesar USD2,221,959.78
dan mutasi kurang sebesar USD691,907.71. Termasuk dalam mutasi kurang
sebesar USD691,907.71 tersebut adalah transfer aset ke neraca karena hasil
inventarisasi dan penilaian yang dilakukan pada 4 KKKS sebesar USD314,948.99.
Aset HBI tersebut akan disajikan dalam Neraca LKBUN setelah dilakukan
inventarisasi dan penilaian.

KKKS Terminasi
Selama tahun 2014, terdapat 38 KKKS yang telah terminasi dengan total nilai
aset sebesar USD1,343,694.81.
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Aset Eks BPPN Rp2,56
trifiun

Jumlah KKKS

Nilai Buku 31 Desember 2014 (USD)

38 KKKS

1,343,694.81

7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp2.558.616.559.690 dan Rp3.181.247.163.249 merupakan aset Pemerintah eks BPPN
yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan
kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang
terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham.

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2014 merupakan hasil inventarisasi dan
penilaian dengan rincian sebagai berikut.

31 Desember 2014 (audited) 31 Desember 2013 (awudited)
Jenis Aset Jumlah - Jumlah -

Aset Nilai (Rp) Aset Nilai (Rp)
Aset Properti 851 1.753.334.802.445 851 1.753.334.802.445
Aset Inventaris 36.811 11.903.097.376 | 36.342 13.760.890.622
Penempatan Antar Bank dan Nostro 9.056.771.355 478.622.000.000
Surat Berharga Eks BPPN 417.767.615.047 412.347.466.749
Saham Eks BPPN 366.554.273.467 523.182.003.433
Jumlah? 2.558.616.559.690 3.181.247.163.249

Sejak LKPP Tahun 2012, aset kredit eks BPPN dan tagihan

bukan pajak.

PKPS dicatat sebagai piutang

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada Lampiran 29.

1. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang berada
dalam pengelolaan oleh Pemerintah serta didukung dengan asli dokumen kepemilikan
aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote). Nilai Aset Properti eks BPPN
per 31 Desember 2014 sebhesar Rp1.753.334.802.445 dan per 31 Desember 2013
sebesar Rp1.753.334.802.445. Tidak ada perubahan nilai aset properti dikarenakan
hingga saat ini belum terdapat aset properti yang terjual melalui lelang maupun untuk
digunakan oleh Kementerian/Lembaga negara melalui penetapan status penggunaan.

Dari Aset Properti sebanyak 851 Aset Properti senilai Rp1.753.334.802.445,
sebanyak 98 aset senilai Rp157.799.804.037 adalah Aset Properti dengan dokumen
kepemilikan berupa covernote dan masih menggunakan nilai buku. Selain Aset Properti
tersebut, terdapat Aset Properti eks BPPN yang tidak dilaporkan dalam neraca karena
dokumen kepemilikan asli tidak dikuasai DJKN dengan rincian sebagai berikut.

Dokumen Kepemilikan Jumlah Unit
Copy 395
Dokumen selain dokumen kepemilikan 881
Tidak ada keterangan 81
Jumlah 1.357

Terdapat potensi penambahan jumlah aset properti eks BPPN yang berasal dari asset
settlement obligor PKPS dengan rincian sebagai berikut.
e 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah seluas 575.315 m’ yang terletak di Desa

Sukadalem Kecamatan Kramat Watu (sekarang Kecamatan Waringin Kurung)
Kabupaten Serang.
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e 2 (dua) bidang tanah seluas 145.030 m’ yang terletak di Desa Gunung Sugih
Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah.

e 41 (empat puluh satu) bidang tanah seluas 51.609 m? yang terletak di Billy dan
Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit
Kotamadya Jakarta Timur.

Aset tersebut belum dapat disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014
dikarenakan dokumen aset dimaksud masih dilakukan pengkajian lebih lanjut dan akan
dilaporkan dalam neraca tahun 2015 setelah dilakukan penilaian.

2. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks BPPN dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi
(BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai
wajar Aset inventaris per 31 Desember 2014 sebesar Rp11.903.097.376 sedangkan
per 31 Desember 2013 sebesar Rp13.760.890.622. Penurunan jumlah dan nilai aset ini
disebabkan adanya koreksi pencatatan nilai aset inventaris pada tahun 2013.

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2014 sebesar Rp9.056.771.355 sedangkan per 31
Desember 2013 sebesar Rp478.622.000.000. Penurunan nilai Aset Nostro tersebut
disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi, sebagian besar Aset
Nostro yang telah dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2013 bhelum memenubhi
kriteria pengakuan aset di Neraca karena tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, kriteria pengakuan aset diatur sebagai berikut.

o Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah;
e Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
o Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Nilai aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan Per 31 Desember
2014 sebesar Rp475.348.708.774. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam
penelusuran oleh DJKN dan dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat
pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

4.  Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada
saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank
berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank.
Setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan
pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember
2014 sehesar Rp417.767.615.047 sedangkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp412.347.466.749. Pencatatan nilai surat berharga eks BPPN berdasarkan nilai pasar
surat berharga yang disajikan pada Monthly Report Citibank.

5.  Aset Saham Eks BPPN

Aset saham adalah aset berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar
aset saham berasal dari asset settlement BTO dan BBKU. Aset saham eks BPPN
terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langung
oleh DJKN. Aset Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar
Rp366.554.273.467 sedangkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp523.182.003.433.
Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham

Catatan atas Laporan Keuangan -137-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

Aset Lain-lain Ro132,76
triliun

pada tahun 2014.

Kementerian Keuangan telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham.
Namun hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2014,
terdapat sembilan emiten yang memberikan tanggapan.

Terhadap aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian
Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara telah meminta informasi kepada Ditjen
Administrasi Hukum Umum, Kemenkum HAM atas status emiten tersebut, namun
hingga akhir periode penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2014 belum ada
tanggapan karena masih dalam proses penelitian dan verifikasi.

Nilai aset saham eks BPPN yang dikelola oleh Kustodi Citibank disajikan berdasarkan
Maonthly Report Citibank. Sedangkan nilai aset saham eks BPPN yang dikelola langsung
oleh DJKN disajikan berdasarkan nilai saham terakhir yang telah disampaikan oleh para
emiten.

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp132.760.986.324.644 dan Rp98.608.345.001.685 merupakan jenis aset selain yang
telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember
2014  berdasarkan nilai  bersih yang dapat direalisasikan adalah  sebesar
Rp8.256.648.640.371 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp132.760.986.324.644
dikurangi  penyisihan sebesar Rp23.550.469.430.844 dan penyusutan sebesar
Rp100.953.868.258.429. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

A . 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Instansi|Unit Terkait (audited) (audited)
1. KL 31.660.041.596.556 29.188.116.027.267
2. BABUN 999.03 13.234.602.981 13.234.602.981
3. BABUN 999.04 23.451.899.643.724 21.720.308.915.133
4. BA BUN 999.99 77.635.810.481.383 47.686.685.456.304
Nilai Bruto 132.760.986.324.644 98.608.345.001.685
Penyisihan (23.343.114.539.625) (21.669.784.761.843)
Akumulasi Penyusutan (23.056.226.819.196) (14.585.989.492.322)
Nilai Bersih 86.361.644.965.823 62.352.570.747.520

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp31.660.041.596.556 termasuk di dalamnya
Aset lain-lain pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar
Rp14.119.191.080.101. Aset lain-lain pada Kemdikbud tersebut merupakan Barang Milik
Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam
operasional lingkup Kemdikbud serta dalam proses penghapusan dari BMN termasuk di
dalamnya aset dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan hasil inventarisasi BPKP tahun
2001-2005 serta bantuan sosial yang menghasilkan aset senilai Rp13.193.650.190.283.

Rincian Aset Lain-lain di masing-masing KL disajikan pada Lampiran 30;

2. Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp13.234.602.981 terdiri dari Aset eks Dana
bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaporkan pada neraca Laporan
Keuangan BA 999.03 per 31 Desember 2014. Dana bergulir pada Kementerian Kelautan
merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
(PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian
Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.
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3. Aset Lain-lain pada BA BUN 999.04 sebesar Rp23.451.899.643.724. Nilai bersih yang
dapat direalisasikan adalah sebesar Rp108.785.104.099 berasal dari nilai bruto sebesar
Rp23.451.899.643.724 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp23.343.114.539.625.
Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut.

o Aset Lainnya RDI sebesar Rp22.767.789.388.135 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian Pokok Non Pokok Jumlah
1. BUMN 9.172.958.107.542 6.082.830.178.359 15.255.788.285.901
2. BUMD 756.358.425.479 3.312.309.579.545 4.068.668.005.024
3. PEMDA 34.368.203.552 601.118.329.764 635.486.533.316
4. Lainnya
- Nonperbankan(koperasi/
proyek) 62.637.023.874 48.147.269.367 110.784.293.241
- Perbankan
(ChannelingBBO/BBKU) 10.946.955.097 24.217.344.649 35.164.299.746

- Perbankan (TSL

BBO/BBKU) 652.761.400.570 1.893.550.233.915 2.546.311.634.485

- Perbankan (TSL) 63.564.351.164 52.021.985.258 115.586.336.422
Nilai Bruto 10.753.594.467.278 | 12.014.194.920.857 | 22.767.789.388.135
Penyisihan (22.659.004.284.036)
Nilai Bersih 108.785.104.099

Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp684.110.255.589, yang terdiri

dari:
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. PIR Perkebunan 273.587.885.106 294.910.077.508
2. UPP Perkebunan 305.937.534.918 309.206.402.557
3. Peternakan 96.598.602.000 96.598.602.000
4. Kredit Listrik Pedesaan 2.066.512.000 2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi 5.270.305.000 5.270.305.000
6. P3 Bali 649.416.565 664.010.814
Nilai Bruto 684.110.255.589 708.715.909.879
Penyisihan (684.110.255.589) | (708.715.909.879)
Nilai Bersih - -

4. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi
terdiri dari:

Khusus) sebesar Rp77.635.810.481.383

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014

(audited)

31 Desember 2013
(audited)

1.

PT PPA (Persero)

24.120.423.000

24.120.423.000

2. Aset eks PT PPA yang sudah

dikembalikan ke Menteri
Keuangan

5.038.259.262.655

5.098.915.229.333

3. Aset eks Pertamina 41.806.783.498.357 41.837.635.550.563
4. Aset Bekas Milik Asing/Cina 2.522.588.000 21.326.818.000
5. Aset BMN /dle 30.147.664.105 16.004.511.220
6. Aset PKP2B 30.733.062.020.898 688.260.190.000
7. Aset Lain-Lain DJKN selaku

Pengelola Barang 915.024.368 422.734.188
Jumlah 77.635.810.481.383 47.686.685.456.304
1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) per 31 Desember 2014 dan 31
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2).

Desember 2013 sehesar Rp24.120.423.000 dan Rp24.120.423.000 merupakan
aset saham yang diserahkelolakan kepada PT PPA yang terdiri dari saham bank dan
saham non bank.

Aset Lain-lain eks PT PPA sebesar Rp5.038.259.262.655 merupakan aset eks PT
PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap
pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2013 sebagai berikut.

No| Jenis Aset Saldo Awal Mutasi Tambah (Kurang) Saldo Akhir
Unit Jumlah (Rp) Unit Jumlah (Rp) Unit Jumlah (Rp)
1 |Aset Properti 2.146| 5.037.754.485.742| (50)| (72.651.546.000)| 2.096| 4.965.102.939.742
2 |Surat Berharga 9 16.657.242.209 - - 9 16.657.242.209
Aset Saham Non 20 44.503.501.382 2 11.995.579.322 22 56.499.080.704
3 Bank
Jumlah 2.175| 5.098.915.229.333| (48)| (60.655.966.678)) 2.127| 5.038.259.262.655

3).

Penurunan jumlah dan penambahan nilai aset tersebut disebabkan oleh penjualan
melalui lelang, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui penetapan status
penggunaan aset, koreksi penambahan jumlah, pelepasan hak atas aset dengan
kompensasi, dan hasil penilaian aset.

Dari 2.096 aset properti senilai Rp4.965.102.939.742, 37 aset senilai
Rp123.953.401.452 merupakan Aset Properti dengan dokumen kepemilikan
Covernote.

Pemerintah berkomitmen dan terus melakukan upaya-upaya penelusuran sisa aset
properti eks BPPN. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero)
disajikan pada Lampiran 31.

Aset eks Pertamina sebesar Rp41.806.783.498.357 merupakan nilai aset sebagai
akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September
2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2014 tersebut terdiri atas:

a. Aktiva Tetap LNG Badak-Bontang Rp16.301.977.513.835 dan LNG Arun-
Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank
yang tertuang dalam PSC Agreement antara Pertamina (saat itu bertindak selaku
Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT
Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Badak per 31 Desember 2013 sebesar
Rp16.301.977.513.835 berasal dari hasil penilaian DJKN per 12 November
2010 sebesar Rp16.302.447.401.562, ditambah hasil penilaian DJKN per 20
April 2012 sebesar Rp3.725.430.479, dikurangi penghapusan terhadap penilaian
aset per 12 November 2010 pada 21 September 2012 (KMK Nomor
255/KM.6/2012) sebesar Rp3.212.808.000 dan penghapusan terhadap 50 item
aktiva kilang LNG Badak yang telah laku terjual pada 24 Desember 2014
(Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KM.6/2014).

Terhadap aset eks Pertamina berupa aktiva kilang LNG Arun telah dilakukan
inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai dari Kantor Wilayah | DJKN Banda
Aceh dan KPKNL Lhokseumawe bersama dengan PT Arun NGL, dengan nilai
wajar BMN sebesar Rp11.029.729.944.488 sebagaimana Berita Acara
Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: 01/TIMIP/KWL.01.DJKN/2011
tanggal 17 Maret 2011.
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4)

5)

b. Aset eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar

Rp12.824.018.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT
Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar
Rp16.242.092.564.001 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim
Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan PT Pertamina EP,
dengan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

(dalam rupiah)
Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian DJKN Nilai
Target IP (Nilai Perolehan aset per 17 Sept 2003) 16.242.092.564.001
Hasil Inventarisasi 13.692.173.347.220
Aset Tidak Ditemukan, Aset di Luar WKP, Aset FUPP, dan Lainnya 2.549.919.216.781
Nilai Wajar Hasil Penilaian DJKN 12.824.018.245.034

. Aset eks PT Pertamina berupa delapan Aset Tetap sebesar

Rp1.651.057.795.000.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian
wajar atas aset tetap eks PT Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar
BMN sebagai berikut.

No Lokasi Aset Tanah Bangunan Nilai Perolehan Penilaian Tanggal
(m?) (m?) (KMK 92/2008) DJKN Penilaian
(dalam ribuan
Rp)
1 JI.Agus Salim 108
& 108A 1.057 837 9.293.188.000 35.037.558 17-9-2012
2 JI.Surabaya 60 &
60Pav 1.468 357 9.410.537.000 36.505.456 17-9-2012
3 JI.Terogong 33 105.557 N/A 207.375.000.000 1.233.433.545 10-8-2012
4 JI.Dipati Ukur 31 751 N/A 2.131.297.000 2.991.056 31-10-2012
5 JI.Abdul Muis 68 22.305 N/A 121.275.536.000 265.899.043 12-12-2012
6 JI.Kapten Tendean 46.280 N/A 15.505.583.177 77.191.137 26-9-2012
Jumlah 364.991.141.177 | 1.651.057.795

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang
Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, aset di
Jalan Tanjung 34, Jakarta Pusat telah diperuntukkan menjadi BMN pada
Kementerian Keuangan. Untuk itu, telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor
95 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng tanggal 10 September 2012 atas
nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014, pemrosesan Penetapan Status Penggunaan BMN di
Jalan Tanjung 34 Jakarta Pusat masih dalam pemrosesan oleh DJKN.

Aset di Jalan Brawijaya VIII No.30, Jakarta Selatan telah ditetapkan status
penggunaannya sebagai BMN pada Kementerian ESDM dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 201/KM.6/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral.

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) sebesar Rp2.522.588.000 merupakan nilai
ABMAIC yang akan dilepaskan kepada pihak ketiga setelah ditetapkannya
Keputusan Menteri Keuangan atas pelepasan ABMA/C kepada pihak ketiga dengan
pembayaran kompensasi sebesar 50% dari nilai aset tersebut.

Aset Lain-Lain BMN Jjdle sebesar Rp30.147.664.105 merupakan bagian dari BMN
sehingga seluruh BMN /dle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN /dle yang
dilaporkan dan disajikan dalam LKPP adalah BMN /dle yang sudah diserahkan
kepada Pengelola Barang.Pengguna Barang yang telah menyerahkan BMN Jdle
kepada Pengelola Barang antara lain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
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Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya
Rp8,97 triliun

6)

7)

(BPKP), Mahkamah Agung RI, Badan Pusat Statistik, dan Badan Tenaga Nuklir
Nasional (BATAN).

Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
sebesar  Rp30.733.062.020.898  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari
perjanjian/kontrak. Dalam kontrak (Negara diwakili Perusahaan Negara Batubara)
diatur bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka
kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik negara (Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok PKP2B). Rincian aset

PKP2B pada tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut.

No PKP2B Nilai Wajar (Rp)
1 PT Adaro Indonesia 5.132.267.475.424
2 PT Arutmin Indonesia 2.564.175.032.772
3 PT Berau Coal 1.683.270.043.875
4 PT Kaltim Prima Coal 16.695.075.707.472
5 PT Kideco Jaya Agung 4.473.466.774.168
6 PT Multi Harapan Utama 171.442.906.188
7 PT Tanito Harum 13.364.081.000
Jumlah” 30.733.062.020.899

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Di samping aset sebesar Rp30.733.062.020.898 di atas, masih terdapat aset dari
ketujuh kontraktor PKP2B di atas sebesar lebih kurang USD633,560,466 dan
Rp432.845.875 yang belum disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2014 karena:

a. Pedoman akuntansi dan pelaporan aset BMN yang berasal dari PKP2B masih
dalam tahap penyusunan.

b. BMN dimaksud belum dilakukan inventarisasi dan penilaian.

Aset Lain-lain yang dikelola oleh DJKN selaku Pengelola Barang sebesar
Rp915.024.368 terdiri dari aset Eks USAID, aset eks /ndonesian Debt Restructuring
Agency (INDRA), aset eks PROFI, aset eks GIZ-GGPAS, aset eks GIZ-DED dan
Gratifikasi KPK.

Y. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp9.970.179.251.456 dan Rp7.968.396.497.466. Rincian Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)
Urai 31 Desember 2014 31 Desember 2013
raian (audited) (audited)

. Yayasan Taman Mini Indonesia Indah

81.834.675.708 78.154.522.689

. Otorita Asahan

379.194.760.119 1.194.758.813.300

. Yayasan Gedung Veteran

11.091.032.127 11.786.424.283

1

2

3

4. Badan Amil Zakat 38.059.695.644 28.210.614.691
5. Badan Wakaf Indonesia 1.362.878.074 1.273.337.448
6. BP Dana Abadi Umat 2.609.392.585.779 2.454.141.693.320
7. SKK MIGAS (200.106.602.515) (639.765.931.972)
8. BAPERTARUM PNS 5.685.437.414.922 4.839.837.023.707
9. Otoritas Jasa Keuangan 1.363.912.811.598 -
Jumlah 9.970.179.251.456 7.968.396.497.466

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012 mulai Laporan
Keuangan tahun 2012 Ekuitas Bersih dari UBL tersebut disajikan pada pos Aset Lainnya dari
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Ekuitas pada Unit Badan Lainnya.

Penjelasan Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnyaadalah sebagai berikut.

1.

Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebesar
Rp81.834.675.708 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan
Tahun 2014 sebesar Rp82.606.175.708 dikurangi nilai Tanah sebesar Rp771.500.000
karena telah disajikan pada Laporan Keuangan Sekretariat Negara.

Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan sebesar Rp379.194.760.119 merupakan
total ekuitas bersih yang ada pada Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2014.

Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran sebesar Rp11.091.032.127
merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Yayasan Gedung Veteran per tanggal 31
Desember 2014.

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional sebesar Rp38.059.695.644
merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional per tanggal 31
Desember 2014.

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp1.362.878.074
merupakan total ekuitas bersih yang ada pada Badan Wakaf Indonesia per tanggal 31
Desember 2014.

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) sebesar
Rp2.609.392.585.779 merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BP DAU per
tanggal 31 Desember 2014.

Nilai Aset Lainnya sebesar minus Rp200.106.602.515 yang berasal dari Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) merupakan
total ekuitas bersih yang ada pada SKK MIGAS per 31 Desember 2014 sebesar minus
Rp459.059.213.884 dikurangi ekuitas bersih BPMIGAS per tanggal 13 November 2012
sebesar Rp352.405.757.084 berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS per 13
November 2012 audited dan penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan
Pasca Kerja per 31 Desember 2014 sebesar Rp611.358.368.453 karena Laporan
Keuangan SKK MIGAS mencantumkan kewajiban tersebut pada neraca.

Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai
Negeri Sipil (BAPERTARUM PNS) per 31 Desember 2014 sebesar Rp5.685.437.414.922
merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM PNS per tanggal 31
Desember 2014. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, BAPERTARUM PNS berpedoman
kepada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Nilai Aset Lainnya sebesar Rp1.363.972.811.598 yang berasal dari Otoritas Jasa
Keuangan (0JK) merupakan nilai ekuitas bersih 0JK sebagai Unit Badan Lainnya (UBL)
Bukan Satker per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.822.989.979.548 dikurangi nilai
ekuitas 0JK sebagai UBL satker (BA BUN 999.08) per 31 Desember 2014 sebesar
Rp459.077.167.950.
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10. Aset Lainnya Penerusan Pinjaman

Aset Lainnya Penerusan o
Pinjaman Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp41,47 triliun Rp41.470.978.243.696 dan Rp46.871.682.852.501 merupakan total pokok pinjaman

Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.
Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2014 tersebut terdiri atas:
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
Penerusan Pinjaman kepada BUMN 40.119.946.846.326 45.264.521.113.738
Penerusan Pinjaman kepada BUMD 258.144.705.662 bb1.668.312.526
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah 657.765.377.769 517.664.067.960
Daerah
Penerusan Pinjaman Lainnya 417.243.909.188 511.018.890.082
Kredit Program 17.877.404.751 26.810.468.195
Nilai Bruto 41.470.978.243.696 46.871.682.852.501
Penyisihan (207.354.891.219) (234.358.414.263)
Nilai Bersih 41.263.623.352.477 46.637.324.438.238

C.2.31. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih - Aset Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31

Rp23,55 triliun Desember 2013 sebesar Rp23.550.469.430.844 dan Rp21.904.143.176.106 terdiri dari:
(dalam rupiah)
Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
1. Penerusan Pinjaman 207.354.891.219 234.358.414.263
2. Aset Lain-lain 23.343.114.539.625 21.669.784.761.843
Jumlah 23.550.469.430.844 21.904.143.176.106

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang

nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar
Rp207.354.891.219 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp23.343.114.539.625
pada BA 999.04 yaitu Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain Kredit Program
sebesar Rp684.110.255.589 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Aset Lain RDI
sebesar Rp22.659.004.284.036.
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Akumulasi Penyusutan
Aset Lainnya Rp103,95
triliun

Utang PFK Rn2,68
triliunr

C.2.32.Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp103.953.838.286.596 dan Rp68.489.052.477.854 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
1. KIL (9.465.479.728.480) (7.930.551.486.227)
2. BUN (94.488.358.558.116) (60.558.500.991.627)
Jumlah (103.953.838.286.596) (68.489.052.477.854)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L sebesar Rp9.465.479.728.480 terdiri dari
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp198.281.892.011 dan
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp9.267.197.836.469.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN sebesar Rp94.488.358.558.116 terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS sebesar Rp80.699.329.575.389 yang merupakan
akumulasi penyusutan aset KKKS non tanah yang terdiri dari akumulasi penyusutan Harta
Benda Modal (HBM) sebesar Rp80.690.242.712.076 dan akumulasi penyusutan Harta
Benda Inventaris (HBI) sebesar Rp9.086.863.313. Nilai Rp80.699.329.575.389 tersebut
terdiri dari akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2013 sebesar
Rp53.903.062.985.532 dan penyusutan tahun 2014 sebesar Rp26.796.266.589.857.
Adapun HBI disajikan dan disusutkan sejak tahun 2013.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp13.789.028.982.727 merupakan
Akumulasi Penyusutan Aset BMN /d/e sebesar Rp1.748.535.420, Akumulasi Penyusutan
Aset Eks Pertamina sebesar Rp8.446.481.497.887, dan Akumulasi Penyusutan Aset
PKP2B sebesar Rp5.340.798.949.420.

C.2.33. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sehesar Rp2.679.231.919.973
dan Rp348.097.673.274 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan
Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

. 31 Desember TransaksiTahun 2014 o N
Uraian 2013 Penyesuaian . N 2014
Penerimaan Pengeluaran

PFK 10% Gaji PNS 168.104.141.109 20.247.519.598.732 | 23.985.131.202.295 | (3.569.507.462.454)
PFK 2% Gaji (9.176.628.740) 4.279.525.594 (4.897.103.146)
Terusan
PFK 2% luran Kes. 182.151.327.492 4.033.648.993.870 4.215.800.321.362
Pemda
PFK 2% As. (212.272.489) 14.363.626.692 14.151.354.203
Bidan/Dokter PTT
PFK 2% Askes 1.080.347.216 214.220.643 1.294.567.859
TNI/Polri
Sub Total PFK *) 341.946.914.588 24.300.025.965.531 | 23.985.131.202.295 656.841.677.824
PFK DTP Migas - 45.600.000 45.600.000
PFK Lain-Lain 3.270.994.977 (107.751.834) 375.919.890.760 378.556.308.985 742.328.586
PFK Bulog 2.879.763.709 278.134.215.648 255.700.458.570 25.313.520.787
PFK Pajak Rokok - 9.904.366.379.135 7.908.077.586.359 1.996.288.792.776
JUMLAH 348.097.673.274 (107.751.834) | 34.858.492.051.074 | 32.527.465.556.209 2.679.231.919.973

*) Nilai pengeluaran PFK sebesar Rp23.985.131.202.295 merupakan pengembalian PFK sebagai pengurang kewajiban untuk
jenis PFK sebagai berikut : PFK 10% Gaji PNS PFK 2% Gaji Terusan, PFK 2% luran Kesehatan Pemda, PFK 2% Asuransi
Bidan/Dokter PTT, dan PFK 2% Askes TNI/Polri.

Terhadap saldo awal tahun 2014 PFK lain-Lain sebesar Rp3.270.994.977 terdapat koreksi
sebesar minus Rp107.751.834 disebabkan kesalahan pencatatan pada penerimaan PFK lain-
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Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp37,98 triliun

lain tahun 2013.

C.2.34. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp37.980.198.606.742 dan Rp55.380.161.243.832. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan
kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban
Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum
dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)
. . 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Utang Kepada Pihak Ketiga (audited) (audited)
KIL 17.498.669.889.631 23.299.768.926.917
BUN 20.481.528.717.111 32.080.392.316.915
Jumlah 37.980.198.606.742 55.380.161.243.832

1. Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp17.498.669.889.631 antara
lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus
dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin,
honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari
pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga yang berada pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara

lain:

a.

b.

C.

d.

Kementerian Pertahanan sebesar Rp7.280.060.285.542 sebagian besar merupakan
kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.961.036.693.875 sebagian
besar merupakan Beasiswa Miskin (BSM), dana blackgrant yang belum disalurkan,
hak pegawai/pihak ketiga.

Kementerian Agama sebesar Rp2.243.984.194.207 sebagian besar merupakan aset
bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan hak pihak ketiga.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.286.582.903.529 sebagian
besar merupakan utang Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi
dan Informatika (BP3TI) kepada penyedia jasa, tagihan Biaya Hak Penggunaan
(BHP) Frekuensi Radio TV Digital.

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada Lampiran 32.
2. Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp20.481.528.717.111, terdiri

dari:
(dalam rupiah)

. . 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013
Utang Kepada Pihak Ketiga (audited) (audited)
BA 999.05 15.756.430.496.044 | 24.619.657.177.709
BA 999.08 18.854.413.733 49.746.677.557
BA 999.99 3.672.784.006.081 6.290.662.724.766
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) 1.033.459.801.253 | 1.120.325.736.883
Jumlah 20.481.528.717.111 32.080.392.316.915

a.

Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan
Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima.
Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum
dibayarkan sebesar Rp15.756.430.496.044, adalah sebagai berikut.
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(dalam rupiah)

No | Jenis Kewajiban 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013
(audited) (audited)
1 Kewajiban Diestimasi DBH Pajak dan SDA TA 2013 656.189.024.989 3.428.144.204.605
2 Kurang Bayar Tunjangan Profesi Guru - 4.310.747.365.410
3 Kurang Bayar DBH PPh Perorangan 1.232.460.519.710 1.254.285.753.184
4 Kurang Bayar DBH BP PBB 56.590.468.961 9.809.769.544
5 Kurang Bayar DBH PBB 1.866.156.795.238 222.619.306.573
6 Kurang Bayar Cukai Hasil Tembakau TA 2012 - 124.074.406.742
7 Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2012 - 357.460.669.187
8 Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2013 4.367.227.054.896 6.481.707.551.896
9 Kurang Bayar DBH Gas Bumi TA 2013 4.604.434.018.215 6.484.175.551.215
10 | Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2008- - 924.546.388.182
2012
11 | Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2013 2.353.489.946.297 364.803.270.711
12 | Kurang Bayar DBH Panas Bumi 251.514.5682.221 254.898.057.709
13 | Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2006-2012 5.130.763.165 48.740.398.893
14 | Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2013 332.075.952.352 322.483.113.858
15 | Kurang Bayar DBH Perikanan TA 2013 31.161.370.000 31.161.370.000
Total 15.756.430.496.044 24.619.657.177.709

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sebesar
Rp18.854.413.733 terdiri dari:

(1)

(2)

Utang kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar
Rp920.090.800 merupakan utang pembayaran Completion Center rangkaian
pengadaan pesawat kepresidenan BBJ-2.

Utang kepada Pihak Ketiga dengan akun penyeimbang Kas Lainnya dan Setara
Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.934.322.933 terdapat pada satuan
kerja Otoritas Jasa Keuangan merupakan LS yang masuk ke bendahara namun
belum diselesaikan pembayarannya oleh 0JK.

c. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp3.672.784.006.081 terdiri
dari:

(1)

(2)

Kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi dari rekening panas
bumi sebesar Rp659.697.761.303, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
PT Pertamina (Persero) 58.418.593.666 9.658.905.211
Chevron Geothermal Salak, Ltd 184.154.408.367 63.675.288.738
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd 135.732.998.573 77.397.048.537
Star Energy Geothermal (Wayang Windu), 281.391.760.696 192.618.443.708
Ltd

Jumlah” 659.697.761.302 343.349.686.194

" selisih antara data neraca dengan rincian kewajiban sebesar Rp1 karena pembulatan

Kewajiban terkait Rekening Migas (Nomor 600.000411.980) per 31 Desember
2014 sebesar Rp2.981.388.010.143 merupakan estimasi kewajiban
kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan
kontrak kerja sama dengan KKKS berupa OMO fee, dan pengembalian
(reimbursement) PPN dan PBB. Total rekening 600.000411.980 per 31
Desember 2014 sebesar Rp3.832.193.507.447. Berdasarkan hasil verifikasi,
jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar
Rp2.981.388.010.143 dan sisanya sebesar Rp850.805.497.304 yang sudah
dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang
Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:
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(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero) - 1.5677.748.774.268
DMQ Fee dan Fee lainnya 593.243.646.116 2.843.333.323.317

Reimbursment PPN

2.361.722.988.183

1.246.510.102.763

PDRD

26.421.375.844

12.930.161.673

Anggaran SKK MIGAS

266.783.889.699

Jumlah

2.981.388.010.143

5.947.306.251.720

(3) Utang kepada Pihak Ketiga yang berasal dari kelebihan penerimaan dari
pembayaran jasa giro atas pelaksanaan Treasury Notional Pooling sebesar
Rp214.722.778 dari empat bank, yaitu Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BPD

Aceh, dan Bank BPD NTB.

(4) Utang kepada Pihak Ketiga berupa kekurangan pembayaran kontribusi trustfund
pada organisasi internasional sebesar USD6.759,34 ekuivalen Rp84.086.190.
Utang ini terdiri dari kekurangan pembayaran akibat biaya transaksi bank dan
kekurangan pembayaran akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD

dengan rincian sebagai berikut.

Organisasi . .. Selisih (Rp)
No Internasional Tagihan Pembayaran Selisih per 31/12/2014
1 ISFD 3.115.517,94 3.115.500,44 17,50 217.700,00
2 | OFID 232.258,50 232.231,00 27,50 342.100,00
3 | AAHTF 48.832,00 48.814,50 17,50 217.700,00
4 | AMRO 480.339,00 480.321,50 17,50 217.700,00
5 | APTERR 107.500,00 107.449,16 50,84 632.449,60
6 | Fasilitas KSS 1.500.000,00 1.499.980,50 19,50 242.580,00
7 | GCF 250.000,00 244.419,50 | 5.580,50 | 69.421.420,00
8 | AMTF 45.000,00 43.971,50 | 1.028,50 | 12.794.540,00
Jumlah 5.779.447,44 | 5.772.688,10 | 6.759,34 | 84.086.189,60

(5) Utang kepada Pihak Ketiga berupa tagihan dari PT SMI (Persero) terkait
penugasan PT SMI dalam rangka fasilitasi penyiapan proyek KPS SPAM
Umbulan dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp31.399.425.667.

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp1.033.459.801.253 merupakan utang
yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak
Ketiga yang antara lain karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D, penerimaan non
anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan serta dari koreksi
pemindahbukuan. Perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember
2014 berasal saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 sebesar
Rp1.120.325.736.883, disesuaikan dengan mutasi transaksi akun non anggaran

sebagai berikut.

(1) Perhitungan retur sebesar minus Rp84.441.632.473.
(2) Kesalahan sistem perhankan sebesar minus Rp470.480.773.
(3) Koreksi pemindahbukuan sebesar Rp 763.921.355.
(4) Jurnal koreksi Utang Pihak Ketiga oleh KPPN sebesar minus Rp2.717.743.739.
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Utang Biaya Pinjaman
Rn33,88 triliun

Utang Bunga Obligasi
dan pinjaman dalam
negeri sebesar Rp31,31
triliun

Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri sebesar
Rp2,58 triliun

Utang Subsidi Rn64,43
triliun

C.2.35. Utang Biaya Pinjaman

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp33.885.294.867.579 dan Rp27.668.104.388.520 merupakan utang bunga yang belum
dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN 31.306.166.218.521 24.977.578.068.784
Utang Bunga Pinjaman LN 2.579.128.649.058 2.690.526.319.736

Jumlah

33.885.294.867.579

27.668.104.388.520

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut.

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2014 dan

31 Desember 2013 sebesar Rp31.306.166.218.521 dan Rp24.977.578.068.784 dapat

dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
Fixed Rate Bonds 19.945.309.628.657 15.418.502.075.720
ORI 197.084.588.580 151.377.994.140
SBSN 1.610.124.698.685 1.304.713.380.110
Variable Rate Bonds 800.743.183.012 765.632.174.544
Surat Utang BI 78.686.980.949 79.692.411.446
SUN Valas 8.629.572.699.862 7.235.193.242.237
Pinjaman Dalam Negeri 37.703.699.621 22.466.790.587
SBR 6.940.739.155 .
Jumlah 31.306.166.218.521 24.977.578.068.784

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada Lampiran 33.

2. Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

sebesar Rp2.579.128.649.058 dan Rp2.690.526.319.736 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014

31 Desember 2013

(audited) (audited)
Utang Bilateral 1.042.531.957.194 1.141.845.218.799
Kredit Komersial 152.643.414.246 80.223.260.005
Kredit Ekspor 266.276.556.907 319.447.616.924
Multilateral 1.117.676.720.710 1.149.010.224.007
Jumlah” 2.579.128.649.058 2.690.526.319.735

* selisih antara data neraca dengan rincian utang bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp1 karena pembulatan

C.2.36. Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp64.433.845.108.042 dan Rp71.683.090.732.971, sehingga Utang Subsidi tahun 2014
mengalami penurunan sebesar Rp7.249.245.624.929 atau 10,11% persen dari TA 2013.
Utang subsidi TA 2013 terdiri dari:

(dalam rupiah)
31 Desember 2013
(audited)

31 Desember 2014

Uraian (audited)

Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan
(Kemkominfo, Kemenhub, dan Kemensos)
Utang Subsidi Listrik

1.981.172.244.004
9.000.001.169.000

909.325.891.030
21.793.928.830.995
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Utang Subsidi JBT dan LPG

40.886.072.470.039

46.915.727.232.666

Utang Subsidi Bunga

3.764.211.559

60.676.232.108

Utang Subsidi pada Kementan (Pupuk dan
Benih)

12.106.877.455.280

2.003.432.546.172

Utang Subsidi IJP KUR

455.957.558.160

Jumlah

64.433.845.108.042

71.683.090.732.971

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

1.

Utang Subsidi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.297.290.002
merupakan utang pencairan Dana Cadangan subsidi/PSO LKBN ANTARA TA 2014.

Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp594.691.112.797 terdiri dari
utang subsidi/PSO kepada PT PELNI sebesar Rp214.273.420.945 dan utang Subsidi/PSO
kepada PT KAl sebesar Rp380.417.691.852. Utang Subsidi  sebesar
Rp594.691.112.797 tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah
ditempatkan di rekening Dana Cadangan subsidi/PSO atas nama Menteri Keuangan.

Utang Subsidi pada Kementerian Sosial sebesar Rp1.381.183.841.205 merupakan utang
subsidi pangan berupa kurang bayar Pemerintah atas penyaluran Subsidi Beras bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah TA 2013 berdasarkan hasil audit BPK Rl sebesar
Rpb543.813.273.240 dan pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO Pangan TA 2014
sebesar Rp837.370.567.965.

Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp49.889.837.850.598, terdiri dari:

a. Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp9.000.001.169.000 terdiri
atas pengakuan utang subsidi listrik atas kurang bayar hasil audit BPK TA 2014
sebesar Rp2.000.001.169.000 yang merupakan sisa pagu anggaran subsidi listrik
tahun 2014 dan pengakuan utang subsidi listrik atas kurang bayar hasil audit BPK TA
2014  karena telah dianggarkan pada APBN-P TA 2015 sebesar
Rp7.000.000.000.000.

b. Utang Subsidi JBT dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp40.886.072.470.039.
Adapun rincian utang tersebut adalah:
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013
(audited) (audited)

Saldo utang kekurangan pembayaran subsidi | 40.880.833.772.299 -

JBT dan LPG Tabung 3 Kg TA 2014 kepada PT

Pertamina (Persero)

Saldo utang kurang bayar Subsidi BBM dan LPG 547.141 | 46.910.488.534.926

3 Kg TA 2012 berdasarkan hasil audit BPK Rl

Saldo utang atas kekurangan bayar PPN Tahun 5.238.150.599 5.238.697.740

2011 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.

Jumlah 40.886.072.470.039 | 46.915.727.232.666

c. Utang Subsidi Bunga sebesar Rp3.764.211.559.
Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp12.106.877.455.280 terdiri dari:

a. Dana escrow account TA 2014 senilai Rp1.197.141.755.280 terdiri dari subsidi
pupuk  sebesar  Rp1.032.297.753.405 dan  subsidi  benih  sebesar
Rp164.844.001.875; dan

b. Pengakuan utang subsidi pupuk atas kurang bayar hasil audit BPK TA 2012 dan TA
2013 karena telah dianggarkan pada APBN-P TA 2015 sebesar
Rp10.909.735.700.000.

Utang Subsidi pada Kementerian KUKM sebesar Rp455.957.558.160 merupakan sisa
pagu anggaran IJP KUR TA 2014.
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Bagian Lancar Utang

Jangka Panjang
Rp149,13 triliun

Utang subsidi sebesar Rp64.433.845.108.042 belum termasuk kekurangan pembayaran atas
penyaluran barang/jasa bersubsidi yang nilainya melampaui pagu APBN TA 2014, walaupun
secara volume realisasi penyaluran barang/jasa bersubsidi tidak melampaui kuota penugasan
yang ditetapkan dalam APBN. Adapun kekurangan pembayaran tersehbut terdiri dari:

Uraian Nilai (Rp)
Subsidi Listrik 10.280.860.092.654
Subsidi Pupuk 7.445.858.983.729

Subsidi Pangan Program Raskin

1.510.250.368.941

Subsidi Bunga Kredit Program

198.101.226.723

Subsidi IJP KUR

714.598.034.707

Jumlah

20,149,668,706,754.00

C.2.37. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

sebesar Rp149.134.908.708.957 dan

Rp162.251.340.131.620 merupakan utang

Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang

terdiri dari:

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang LD 2.014 31 Desember 2.013
(audited) (audited)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:

BA 999.01 63.383.702.005.703 65.945.678.362.356
Utang pada Kemenlu 16.973.950.900 -
Subtotal 63.400.675.956.603 65.945.678.362.356

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN) 85.385.951.190.0562 95.970.590.002.492
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri 347.681.562.302 334.710.446.772
Utang pada Kemendikbud 600.000.000 361.320.000
Subtotal 85.734.232.752.354 96.305.661.769.264
Jumlah 149.134.908.708.957 162.251.340.131.620

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri (BA 999.01) menurut /ender dirinci sebagai

berikut.
(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013

(audited) (audited)
Bilateral 27.345.562.949.158 28.761.588.568.679
Multilateral 16.836.698.102.471 20.294.613.241.640
Export Credit 15.319.599.283.630 14.294.039.624.597
Commercial Credit 3.881.841.670.443 2.595.436.927.440
Jumlah” 63.383.702.005.702 65.945.678.362.356

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dengan rincian sebagai

berikut.
(dalam rupiah)
Jenis SBN 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
I. Fixed Rate Bonds
Nominal 17.278.032.000.000 15.308.602.000.000

Unamortized Premium (Discount)

12.775.407.000

(49.526.863.000)

Nilai bersih (nilai buku) 17.290.807.407.000 15.259.075.137.000
Il. Variable Rate

Nominal 16.600.335.000.000 9.411.226.000.000

Unamortized Premium (Discount) - -

Nilai bersih (nilai buku) 16.600.335.000.000 9.411.226.000.000

Il Surat Utang Pemerintah kepada Bl

Nominal yg harus diamortisasi

6.411.706.589.052

5.815.606.883.492
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Utang SBN Jangka
Pendek Rp49,58 triliun

Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Rp1,36 triliun

Accrued Indexation - -

Nilai bersih (nilai buku) 6.411.706.589.052 5.815.606.883.492
IV. ORI

Nominal 12.676.745.000.000 11.000.000.000.000

Unamortized Premium (Discount) - -

Nilai bersih (nilai buku) 12.676.745.000.000 11.000.000.000.000
V. ZERO COUPON

Nominal

Unamortized Premium (Discount)

Nilai bersih (nilai buku)
VI. SBSN

Nominal 19.960.505.000.000 18.532.410.000.000

Unamortized Premium (Discount) 8.201.908.000 -

Nilai bersih (nilai buku) 19.968.706.908.000 18.532.410.000.000

Subtotal SBN Denominasi Rupiah 72.948.300.904.052 60.018.318.020.492
VIIl. SUN dalam Valas (USD)

Nominal 12.440.000.000.000 28.034.700.000.000

Unamortized Premium (Discount) (2.349.714.000) (5.278.018.000)

Nilai bersih (nilai buku) 12.437.650.286.000 28.029.421.982.000
IX. SBSN dalam Valas (USD)

Nominal 7.922.850.000.000

Unamortized Premium (Discount) -

Nilai bersih (nilai buku) - 7.922.850.000.000

Subtotal SBN Denominasi Valas 12.437.650.286.000 35.952.271.982.000
Total Bagian Lancar SBN (Rupiah dan Valas) 85.385.951.190.052 95.970.590.002.492

Catatan:

- Fixed Rate Bond terdiri dari 1 seri, yaitu FRO027;

- ORI terdiri dari 1 seri, yaitu ORI009;

- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada B/ terdiri dari 4 seri, yaitu SU-002, SU-004, SU-007, dan
SRBI-01;

- Variable Rate Bond terdiri dari 2 seri VRO0O20 dan VRO021; dan

- SUN Valas (USD) terdiri dari 2 seri, yaitu RI0015;

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dapat dilihat dalam Lampiran 34.

C.2.38. Utang SBN Jangka Pendek

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp49.583.393.774.000 dan Rp41.722.185.956.000, merupakan instrumen utang jangka
pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN
Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar
Rp38.972.079.186.000 dan SPN Syariah Rupiah sebesar Rp10.611.314.588.000. Rincian
SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam Lampiran 35.

C.2.39. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
2013 sebesar Rp1.358.873.118.978 dan Rp161.408.703.427 merupakan kewajiban
Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun
sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian
sebagai berikut.

(dalam rupiah)
31 Desember 2013

31 Desember 2014

Uraian (audited) (audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian | 1.354.558.135.214

pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir

pada Kementerian Keuangan 134.250.995.588

Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian 4.314.983.764
ESDM 22.113.614.119
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

5.044.093.720
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Pendapatan Diterima
Dimuka Rp3,78 triliun

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp3,47 triliun

| Jumlah | 1.358.873.118.978 | 161.408.703.427 |

C.2.40. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp9.782.484.473.823 dan Rp8.454.347.000.882 merupakan pendapatan yang sudah masuk
ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar
saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2013 berasal dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.409.946.313.230 yang merupakan pendapatan
terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana
pada Lampiran 32.

C.2.41. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp3.470.723.597.386 dan Rp418.095.877.428, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

. 31 Desember 2014 31 Desember 2013
Utang Jangka Pendek Lainnya (audited) (audited)
KIL 63.258.861.001 172.508.528.868
BUN 3.407.464.736.385 245.587.348.560
Jumlah 3.470.723.597.386 418.095.877.428

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp63.258.861.001 antara
lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas
negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU dan Perguruan
Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Utang Jangka Pendek Lainnya di K/L
yang nilainya signifikan antara lain pada Kementerian Pertahanan sebesar
Rp22.806.909.345 merupakan utang rumah sakit yang masih harus dibayar dan pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.362.170.728 merupakan utang
pajak dan belanja barang/jasa yang belum dibayar.

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada Lampiran 32.

2. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di BUN sebesar Rp3.407.464.736.385
merupakan Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.08 dan BA 999.99 yang terdiri

dari:
(dalam rupiah)
Uraian 31 Desember 2_014
(audited)
a. Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada 0JK 9.211.274.747
b. Kewajiban kepada PT Taspen bulan Desember 2014 13.711.576.588

c. Kewajiban kepada PT Taspen atas Unfunded Past Service Liability untuk 3.000.000.000.000
skema tahap Il tahun 2015

d. Utang Kepada PT Taspen atas kekurangan pembayaran 28.223.556

e. Kewajiban Kepada Bulog (selisih harga beras TNI/POLRI/PNS vertikal 8.008.261.284
tahun 2012 s.d. 2013)

f.  Utang PPN BI RTGS 1.505.400.210

g. Utang kepada PT Asabri 375.000.000.000

Jumlah 3.407.464.736.385

a. Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada 0JK sebesar Rp9.211.274.747 telah
disetor ke kas Negara melalui Surat Setoran Pajak.

b. Kewajiban kepada PT Taspen bulan Desember 2014 sebesar Rp13.711.576.588
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Utang Jangka Panjang
DN Perbankan Rp2,88
triliun

Utang Jangka Panjang
SBN Dalam Negeri
Rp1.794,04 triliun

merupakan kekurangan pencairan belanja pensiun bulan Desember 2014 yang
dikelola PT Taspen (Persero). Utang ini telah dibayarkan pada tanggal 28 Januari
2015.

c. Kewajiban kepada PT Taspen atas Unfunded Past Service Liability untuk skema
tahap Il tahun 2015 sebesar Rp30.000.000.000.000 telah dibayarkan pada tanggal
2 Februari 2015.

d. Utang Kepada PT Taspen atas kekurangan pembayaran untuk kontribusi APBN atas
belanja pegawai eks Kementerian Perhubungan pada PT KAl yang dibayarkan
kembali tahun 2013 sebesar Rp 28.223.556 akan dibayarkan pada tahun 2015.

e. Kewajiban Kepada Bulog yang merupakan selisih harga beras TNI/POLRI/PNS
vertikal tahun 2012 s.d. 2013 sebesar Rp8.008.261.284 belum dapat dibayarkan
karena belum teralokasi APBN TA 2014.

f. Utang PPN Bl RTGS RTGS sebesar Rp1.505.400.210 belum dibayarkan dan
menunggu alokasi anggaran.

g. Utang kepada PT Asabri atas UPSL Program Manfaat Santunan Asuransi /| THT PT
Asabri (Persero) Tahun 2001-2002 sebesar Rp375.000.000.000 akan dibayarkan
tahun 2015.

C.2.42. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp2.876.377.932.292 dan Rp1.939.381.089.664. Utang tersebut
merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari
perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.
Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Jenis Utang (audited) (audited)
BJB 690.108.526.295 493.503.122.359
Bank Mandiri 1.179.937.852.661 880.763.750.932
PT. BNI (Persero) 256.844.954.304 342.459.939.138
PT. BRI (Persero) 166.923.207.927 222.564.277.235
Bank Jateng 97.177.180.834 -
Bank DKI 485.386.210.270 :
Jumlah” 2.876.377.932.291 |  1.939.381.089.664

" selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan

C.2.43. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.794.044.591.049.158 dan Rp1.523.750.834.782.215
merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun
setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2014 ini
terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp1.351.159.342.468.159 dan SBN
Internasional (valas) sebesar Rp442.885.248.581.000

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut.
(dalam rupiah)

Jenis SBN

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

l.  Fixed Rate Bonds

Principle Outstanding

874.587.601.000.000

692.082.601.000.000

Unamortized Premium (Discount)

2.736.764.734.000

3.624.803.547.000
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Nilai Bersih (Nilai Buku)

877.324.365.734.000

695.707.404.547.000

ORI

Principle Outstanding

41.421.165.000.000

32.882.000.000.000

Unamortized Premium (Discount)

Nilai Bersih (Nilai Buku)

41.421.165.000.000

32.882.000.000.000

Zero Coupon Bonds

Principle Outstanding

Unamortized Premium (Discount)

Nilai Bersih (Nilai Buku)

Variable Rate Bonds

Principle Outstanding

96.743.372.000.000

113.343.707.000.000

Unamortized Premium (Discount)

Nilai Bersih (Nilai Buku)

96.743.372.000.000

113.343.707.000.000

Surat Utang Pemerintah kepada Bl

Principle Outstanding

222.642.224.733.159

229.053.931.322.211

Unamortized Premium (Discount)

Nilai Bersih (Nilai Buku)

222.642.224.733.159

229.053.931.322.211

VI. SBSN
Principle Outstanding 113.205.220.000.000 91.541.380.000.000
Unamortized Premium (Discount) (2.567.889.999.000) (1.217.940.133.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)) 110.637.330.001.000 90.323.439.867.000
VI. SBR
Principle Outstanding 2.390.885.000.000
Unamortized Premium (Discount) -
Nilai Bersih (Nilai Buku)) 2.390.885.000.000

Subtotal SBN Denominasi Rupiah

1.351.159.342.468.159

1.161.310.482.736.211

VIl. Obligasi Negara dalam Valas

Principles Outstanding

367.625.398.715.612

291.280.412.028.745

Accrued Indexation

76.550.221.284.388

72.162.197.971.255

Net Unamortized Premium (Discount)

(1.290.371.419.000)

(1.002.257.954.000)

Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas)

442.885.248.581.000

362.440.352.046.000

Total SBN Jangka Panjang”’

1.794.044.591.049.159

1.523.750.834.782.211

" selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 dan Rp4 karena pembulatan

Catatan:
Fixed Rate Bonds terdiri dari 39 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2016 - 2044.

ORI terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2016 — 2017.
Variable Rate Bonds terdiri dari 10 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2016 - 2020.

Fixed Rate Bonds, ORI, dan Variable Rate Bonds diperdagangkan dan dipindahtangankan
kepemilikannya di pasar sekunder.

SBR terdiri dari 1 seri, yaitu SBRO01 dengan masa jatuh tempo tahun 2016.

Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004,
SuU007, dan SRBIO1, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 - 2043. SUP tidak dapat
diperdagangkan (non-tradable).

SBSN terdiri dari 30 seri fixed rate dengan masa jatuh tempo tahun 2016 - 2043, 15 seri
SDHI dengan masa jatuh tempo 2016 - 2029, 2 seri Sukuk Ritel (SR-005 dan SR-006)
dengan masa jatuh tempo tahun 2016, 7 seri PBS dengan masa jatuh tempo tahun 2018 -
2043, dan 6 seri IFR dengan masa jatuh tempo tahun 2017 - 2036.

Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 16 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh
tempo tahun 2016 - 2044, 4 seri SBSN berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo
tahun 2018 - 2024 3 seri berdenominasi JPY dengan masa jatuh tempo tahun 2019 -
2022, dan 1 seri RIEUR berdenominasi Euro dengan masa jatuh tempo tahun 2021.
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Utang Kepada Dana
Pensiun dan THT
Rp20,43 triliun

Utang Jangka Panjang
DN Lainnya Rp84,20

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada Lampiran 36.

C.2.44. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 sebesar Rp20.431.212.930.000 dan Rp17.161.745.000.000 merupakan
kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS
tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Penetapan Unfunded PSL tahun
2007 s.d 2011

19.161.745.000.000

19.161.745.000.000

Pembayaran Tahun 2012 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000
Pembayaran Tahun 2013 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000
Pembayaran Tahun 2014 2.000.000.000.000 -
Pembayaran Tahun 2015/Tahap 2 3.000.000.000.000

Jumlah

12.161.745.000.000

17.161.745.000.000

Penetapan Unfunded PSL tahun 2012
s.d 2013

7.557.126.930.000

Unfunded Liability PT Asabri (persero)

712.341.000.000

Jumlah

20.431.212.930.000

17.161.745.000.000

Nilai unfunded liability atas Program THT berdasarkan perhitungan PT. Taspen per 31
Desember 2012 adalah sebesar Rp11.822.231.724.875. Berdasarkan surat Menteri
Keuangan kepada PT Taspen Nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, Pemerintah
menetapkan nilai  unfunded  liability atas  program THT adalah  sebesar
Rp19.161.745.000.000, berdasarkan hasil duve diligence yang dilakukan BPKP terhadap
unfunded PSL PT Taspen Tahun 2007 s.d 2011. Jumlah nilai Rp19.161.745.000.000
termasuk jumlah PSL sebesar Rp11.822.231.724.875 yang telah dicatat sampai dengan
tahun 2011. Atas penetapan tersebut, PT Taspen diminta untuk melakukan penyesuaian
penggunaan asumsi perhitungan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Sesuai Surat Menteri Keuangan, Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013, hal
Persetujuan Skema Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program THT PNS, untuk
pembayaran atas saldo UPSL Program THT PNS tahun 2007 - 2011
(Rp17.161.745.000.000) akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan skema
pembayaran sebagai berikut.

Tahap Tahun Jumlah (Rp)
| 2014 2.000.000.000.000
Il 2015 3.000.000.000.000
11 2016 4.000.000.000.000
v 2017 4.000.000.000.000
v 2018 4.161.745.000.000
Jumlah 17.161.745.000.000

Dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014, kewajiban pemerintah atas UPSL
mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan telah terbitnya surat Menteri Keuangan S-
912/MK.02/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Penetapan Unfunded Past Service Liability
tahun 2012 s.d 2013 sebesar Rp7.557.126.930.000 akibat terbitnya PP Nomor 15 Tahun
2012 serta Unfunded Past Service Liability PT Asabri (Persero) sebesar Rp712.341.000.000.

C.2.45. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

Catatan atas Laporan Keuangan -156-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

trifiun

sebesar Rp84.196.327.243.997 dan Rp68.366.428.707.899, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Utang

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Utang Pemerintah Indonesia kepada Bl dalam rangka
Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

2.826.956.396.636

2.826.956.396.636

Kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program Kredit
Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999

1.911.927.727.159

1.911.927.727.159

Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT

Taspen 73.164.928.938.007 | 58.498.609.734.490
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada

BAPERTARUM PNS 5.685.437.414.922 4.839.837.023.707
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L 607.076.767.273 289.097.825.907
Jumlah 84.196.327.243.997 | 68.366.428.707.899

Utang Pemerintah Indonesia kepada Bl dalam rangka Penyertaan pada Lembaga
Keuangan Internasional

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun
1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan
pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan
internasional.  Jumlah yang telah dibayarkan oleh Bl adalah sebesar
Rp2.826.956.396.636, termasuk di antaranya Rp2.764.860.843.170 kepada IMF.
Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terhit UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Bl
mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah.
Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut.
Pemerintah mengusulkan kepada B, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan
tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah
mengirim surat kepada Bl beberapa kali, terakhir dengan surat Nomor S-08/MK.11/2010
tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana
talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian
Keuangan telah melakukan pertemuan dengan Bl pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai
kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan Bl melakukan
verifikasi atas seluruh data dan transaksi dana talangan tersebut untuk memastikan
jumlah dan status klaim Bl; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah
disepakati bersama, maka Pemerintah dan Bl akan segera melakukan langkah
penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan Bl telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati
bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen
yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari Bl ke Kementerian
Keuangan dan sebaliknya, faksimili SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah
Rp46.356.797.132 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia
hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi
penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

Kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan Bl kepada bank pelaksana untuk
disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi
primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan
holtikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola executing dan pola
channeling. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola channeling yakni bank
pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen channeling) ke Koperasi/LSM.
Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai executing yang bertanggung jawab atas
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penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember
1998, pembagian risk sharing atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25%
ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5%
ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31
Desember 2010 diketahui hahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar
Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (Bl mendebet rekening giro bank pelaksana di
Bl) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar
Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati
berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan
tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar
Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan
untuk risk sharing adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. Risk sharing yang ditanggung
Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban
atas Risk Sharing Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159
(52,25%xRp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas Risk Sharing Kredit Program. Dalam
rangka penyelesaian kewajiban risk sharing program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat
konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban risk sharing
KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

o Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp73.164.928.938.007 merupakan
kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember
2014,

o Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.685.437.414.922 merupakan
Utang yang berasal dari ekuitas bersih BAPERTARUM PNS berdasarkan Laporan
Keuangan tahun 2014.

o Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp607.076.767.273,
adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp45.009.731.681, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.061.468.140, Kementerian Kehutanan
sebesar Rp118.153.090.986, BPKPBPB Batam sebesar Rp389.168.422.324, dan
Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.684.054.142.
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Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp610,95
triliun

Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp33,58 triliun

Posisi Utang Luar negeri,
SBN, dan PN

C.2.46. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp610.949.515.129.568 dan Rp646.221.116.658.252 merupakan posisi utang luar
negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian
Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang 31 Desember 2_014 31 Desember 2.013

(audited) (audited)
Bilateral 262.394.669.561.951 303.006.978.080.151
Multilateral 275.493.865.750.861 268.472.113.803.829
Kredit Ekspor 46.904.662.152.744 59.309.149.100.930
Kredit Komersial 26.156.317.664.012 15.432.875.673.342
Jumlah 610.949.515.129.568 646.221.116.658.252

C.2.47. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp33.576.619.525.619 dan Rp26.573.441.869.951, dengan rincian:

(dalam rupiah)
Uraian 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)
International Monetary Fund 33.553.945.227.099 26.550.675.238.721
International Development Association 5.173.139.668 5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency 14.119.623.920 13.834.734.402

Common Fund for Commodities

3.381.5634.932

3.758.757.160

Total Utang Jangka Panjang Lainnya

33.576.619.525.619

26.573.441.869.951

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah dalam bentuk Promissory Notes terkait
dengan Penyertaan Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh
tempo/dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo
satu tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan promissory notes dalam mata
uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang

bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

(dalam juta rupiah)

Jenis Utang 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Kenaikan
(audited) (audited) (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):
Utang LN - Bagian Lancar 63.383.702,01 65.945.678,36 (2.561.976,36)
Utang LN - Jangka Panjang 610.949.515,13 646.221.116,66 (35.271.601,53)
Utang Bunga LN 2.579.128,65 2.690.526,32 (111.397,67)
Total Utang LN 676.912.345,78 714.857.321,34 (37.944.975,56)
Surat Berharga Negara (SBN):
Bagian Lancar SBN-Rupiah 52.979.594,00 41.485.908,02 11.493.685,98
Bagian Lancar SBN-Valas 12.437.650,29 28.029.421,98 (15.591.771,70)
SPN 49.583.393,77 41.722.185,96 7.861.207,82
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Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing

SAL Setelah
Penyesuaian Rn66,60
triliun

SBSN Jangka Pendek-Rupiah 19.968.706,91 18.532.410,00 1.436.296,91
SBSN Jangka Pendek-Valas - 7.922.850,00 (7.922.850,00)
SBN Jangka Panjang-Rupiah 1.240.522.012,47 1.070.987.042,87 169.534.969,60
SBN Jangka Panjang-Valas 380.685.248,58 319.778.852,05 60.906.396,54
SBSN Jangka Panjang-Rupiah 110.637.330,00 90.323.439,87 20.313.890,13
SBSN Jangka Panjang-Valas 62.200.000,00 42.661.500,00 19.538.500,00
Utang Bunga SBN 31.268.462,52 24.955.111,28 6.313.351,24
Total SBN dan Bunga 1.960.282.398,53 1.686.398.722,02 273.883.676,51
Promissory Notes (PN):
PN Jangka Pendek - - -
PN Jangka Panjang 33.576.619,53 26.573.441,87 7.003.177,66
Total PN 33.576.619,53 26.573.441,817 1.003.177,66

Tabel 10 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Valuta 31 Desember 2_014 31 Desember 2_013 Kenaikan
(audited) (audited) (Penurunan)
ACU 372,648,705 350,515,061 22,133,644
ADB 60,124,620 67,036,119 (6,911,499)
AUD 471,230,928 446,120,928 25,110,000
CAD 108,355,154 118,665,472 (10,310,318)
CHF 124,993,520 170,687,742 (45,694,222)
CNY 1,395,075,132 1,395,075,132 -
DKK 26,602,050 31,079,999 (4,477,949)
EUR 3,500,235,398 3,615,546,709 (115,311,311)
GBP 177,499,703 246,048,411 (68,548,708)
JPY 1,840,877,950,745 2,019,108,387,137 (178,230,436,392)
KRW 209,189,636,800 210,963,667,670 (1,774,030,870)
KWD 5,607,614 5,639,300 (131,686)
SAR 95,031,441 78,305,752 16,725,689
SDR 1,786,481,070 1,932,600,413 (146,119,343)
usD 24,882,574,200 23,591,640,440 1,290,933,760
WBD 5,358,529 26,215,677 (20,857,148)

C.2.48. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian TA 2014 dan TA 2013 sebesar
Rp66.597.650.883.582 dan Rp40.262.010.866.885. SAL TA 2014 setelah penyesuaian
tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2014 sebesar Rp66.594.149.777.346, ditambah
selisih lebih kas tahun lalu Rp2.258.130.896, ditambah penyesuaian lainnya sebesar minus
Rp16.441.567.471, dan ditambah penyesuaian catatan SAL sebesar Rp17.684.542.811.
Pada TA 2014 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian
sebesar Rp19.539.342.700.004, sehingga SAL per 31 Desember 2014 adalah sebesar
Rp86.136.993.583.586. Sementara itu, SAL menurut fisik setelah penyesuaian adalah
sebesar Rp86.136.993.583.586, sehingga tidak terdapat selisih fisik SAL dibandingkan

catatannya. Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11 Saldo Anggaran Lebih TA 2014 dan TA 2013

(dalam rupiah)

Uraian TA 2014 (audited) TA 2013 (audited)
Saldo Awal SAL 66.594.149.777.346 70.262.825.244.473
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu 2.258.130.896 8.149.767.980
Penggunaan SAL g (30.000.000.000.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN (6.175.091.483) 641.122.867
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU (10.266.475.988) 24.491.001.778
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L - (601.517.310)
Kas dalam Transito (33.494.752.903)
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah dari Hibah Langsung - -
SAL setelah Penyesuaian 66.579.966.340.771 40.262.010.866.885
Penyesuaian Catatan SAL:
Selisih Utang PFK " 9.012.248.166
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Selisih Utang Kepada Pihak ketiga ?

3.439.143.955

Selisih Transito

5.233.150.690

Total Penyesuaian Catatan SAL 17.684.542.811 -
SAL setelah Penyesuaian Catatan SAL 66.597.650.883.582 40.262.010.866.885
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian 22.200.783.507.088 25.721.919.465.853

Penyesuaian SiLPA (SiKPA):

Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu

(61.260.251.519)

(644.751.888.573)

Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan

Penyesuaian Rekening Retur

Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain

(974.989.900)

Penyesuaian Kas Hibah Langsung (518.471.983)
Penyesuaian Kas KPPN 2.000.001 .
Penyesuaian Transfer o
Penyesuaian Kas pada BLU .
Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN) - 1.198.523.336.037
Selisih Kurs (unrealized) ® (2.599.207.565.511) 56.966.469.127
Penyesuaian akibat selisih droping dana dan belanja - .
Koreksi Pembulatan (155) -
Total Penyesuaian SiLPA (2.661.440.807.084) 610.219.444.608
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian 19.539.342.700.004 26.332.138.910.461
Saldo Akhir Catatan SAL (A) 86.136.993.583.586 66.594.149.777.346

Fisik Kas SAL:

Rekening SAL di BI

41.818.274.229.874

21.674.873.255.508

Rekening BUN di BI

14.323.359.181.178

18.934.421.791.637

Rekening KPPN

2.843.557.011.256

2.666.720.204.356

Rekening Khusus 2.097.228.798.555 3.128.616.916.907
Kas di Bendahara Pengeluaran 316.874.974.276 342.891.820.960
Kas pada BLU yang telah Disahkan ° 27.650.268.834.909 20.185.201.347.614
Kas Hibah Langsung KL yang telah Disahkan ® 789.685.536.101 1.114.849.200.667

Total Fisik Kas

89.839.248.566.149

68.047.574.537.649

Penyesuaian Fisik Kas:

Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya

19.860.027.767

17.256.780.750

Utang PFK

(2.679.231.919.973)

(348.097.673.274)

Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

(1.033.459.801.253)

(1.120.325.736.883)

Penyesuaian Selisih Kiriman Uang”

(9.423.289.104)

Total Penyesuaian Fisik Kas

(3.702.254.982.563)

(1.451.166.629.407)

Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)

66.596.407.908.242

Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)

86.136.993.583.586

(2.258.130.896)

Catatan:
1). Penjelasan selisih Utang PFK:

Uraian TA 2014
Utang PFK 1 Jan 2014 348.097.673.274
Utang PFK 31 Desember 2014 2.679.231.919.973
Selisih Utang PFK 2014 (2.331.134.246.699)
Mutasi Perhitungan PFK 2014 2.340.146.494.865
Selisih Perhitungan PFK dengan Neraca 9.012.248.166
2). Penjelasan selisih Utang Kepada Pihak ketiga:
Uraian TA 2014
Utang Pihak Ketiga 1 Jan 2014 1.120.325.736.883
Utang Pihak Ketiga 31 Desember 2014 1.033.459.801.253
Selisih Utang Pihak Ketiga 2014 86.865.935.630
Mutasi Utang Pihak Ketiga 2014 (83.426.791.675)
Selisih Utang Pihak Ketiga dengan Neraca 3.439.143.955
3). Penjelasan selisih Transito:
| Uraian \ TA 2014 |
‘ Kas di bendahara Pengeluaran 1 Jan 2014 ‘ 360.148.601.710 ‘
‘ Kas di bendahara Pengeluaran 31 Des 2014 ‘ 336.735.002.043 ‘
‘ Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran 2014 ‘ (23.413.599.667) ‘
| Mutasi Transito 2014 | 28.646.750.357
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SILPA setelah
Penyesuaian Rp19,54
triliun

4).

5).

b).

7).

C.

‘ Selisih Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Neraca 5.233.150.690

Sejak tahun 2012 selisih kurs funrealized) atas kas BUN yang merupakan bagian dari SAL dan merupakan
penambah (pengurang) SiLPA. Selisih kurs tahun anggaran sebesar minus Rp2.599.207.565.511 terdiri dari
selisih  kurs kas di BUN sebesar minus Rp2.632.428.701.114 dan selisih kurs RPH sebesar
Rp33.221.135.603.

Kas BLU sebesar Rp27.650.268.834.909 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D
Pengesahan dan koreksi saldo awal.

Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan sebesar Rp789.685.536.101 berdasarkan laporan KPPN yang
melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah
tersebut.

Penyesuaian Selisih Kiriman Uang sebesar Rp9.423.289.104 merupakan selisih pengeluaran kiriman uang dan
penerimaan kiriman uang pada Laporan Arus Kas. Lihat Catatan D.2.29.

2.49. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Setelah Penyesuaian per 31 Desember 2014
dan 31 Desember 2013 sebesar Rp19.539.342.700.004 dan Rp26.332.138.910.461
merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA
2013 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

TA 2014
(audited)

TA 2013

Uraian (audited)

Pendapatan Negara dan Hibah

1.550.490.773.205.979

1.438.891.069.562.744

Belanja Negara

1.777.182.815.375.411

1.650.563.727.418.085

Surplus (Defisit)

(226.692.042.169.432)

(211.672.657.855.341)

Pembiayaan Neto

248.892.825.676.520

237.394.577.321.194

SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian

22.200.783.507.088

25.721.919.465.853

Penyesuaian SiLPA:

Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu

(61.260.251.519)

(644.751.888.573)

Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang
Persediaan

Penyesuaian Rekening Retur

Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain

(974.989.900)

(518.471.983)

Penyesuaian Kas Hibah Langsung

Penyesuaian Kas KPPN 2.000.001

Penyesuaian Transfer .

Penyesuaian Kas pada BLU .

Penyesuaian Kas di BUN (selisih kurs di BUN) 5 1.198.523.336.037

Selisih Kurs (unrealized) 1) (2.599.207.565.511) 56.966.469.127

Penyesuaian SiLPA 5

Koreksi Pembulatan (155)

Total Penyesuaian SiLPA (2.661.440.807.084) 610.219.444.608
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian 19.539.342.700.004 26.332.138.910.461
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Cadangan Piutang
Rn92,91 triliun

Cadangan Persediaan
Rp67,60 triliun

Pendapatan yang
Ditangguhkan Ro2, 14
triliun

C.2.50. Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp92.913.908.152.555 dan Rp99.643.556.941.069. Jumlah Cadangan Piutang merupakan
akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)
Akun Lawan 31 Desember 2014 31 Desember 2013
i audited) (audited)

Piutang Lancar (Bersih) 92.648.192.556.298 | 100.144.781.980.723

Belanja Dibayar di Muka berupa Persekot
Gaji dan Beasiswa Dibayar Dimuka pada

LPDP 195.131.404.973 4.573.169.948

Uang Muka dari Rekening BUN 426.084.589.111 141.923.861.996

Selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan

Pinjaman dalam valas (355.500.397.827) (647.722.071.597)

Jumlah” 92.913.908.152.555 99.643.556.941.070

" selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp1 karena pembulatan

C.2.51. Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp67.600.353.672.687 dan Rp63.205.251.965.209 merupakan pasangan perkiraan
persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

C.2.52. Pendapatan yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp2.136.196.629.944 dan Rp4.817.382.158.336 merupakan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang
terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena
earning process-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun
lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan 31 Desember 2014 31 Desember 2013
(audited) (audited)

Kas di Bendahara Penerimaan 147.819.027.491 225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas" 1.100.682.852.819 1.025.268.555.493
Rek. Penerimaan Panas Bumi 36.889.252.330 -
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS - PNBP 850.805.497.304 3.566.273.666.277
Jumlah 2.136.196.629.944 4.817.382.158.336

Catatan:

1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan,
pengembalian belanja, dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran.
(lihat Catatan C.2.6)
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Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek minus
Rp314,04 triliun

Selisih Kurs Bagian
Lancar minus Rp12,21
triliun

Dana Lancar Lainnya
Rp226,08 miliar

C.2.53. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31
Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp314.037.171.275.183 dan minus
Rp325.224.143.092.266. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang
disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Total Utang Jangka Pendek

352.308.954.175.480

368.086.831.707.954

Dikurangi:
Utang PFK (2.679.231.919.973) (348.097.673.274)
Utang karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak
Ketiga (1.033.459.801.253) (1.120.325.736.883)

Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan

Kas Lainnya dan Setara Kas (4.247.898.470.692) (5.347.879.920.484)
Utang Jangka Pendek Lainnya yang merupakan akun

lawan Kas Lainnya dan Setara Kas (28.201.708.134)

Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan

RPL (Rek. Migas dan Panas Bumi) (3.641.085.771.446) (6.290.655.937.914)
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun

lawan Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan (9.782.484.473.823) (8.454.347.000.882)

Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(12.567.742.740.189)

(19.335.835.724.632)

Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH

(1.657.177.288.743)

(1.965.546.621.619)

Utang Subsidi yang merupakan akun lawan Dana yang
Dibatasi Penggunaannya

(2.634.500.726.044)

Jumlah

314.037.171.275.183

325.224.143.092.266

C.2.54. Selisih Kurs Bagian Lancar

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus
Rp12.212.231.622.370 dan minus Rp18.688.113.653.034 merupakan selisih yang timbul
karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat
transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah Bl). Selisih kurs terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian

31 Desember 2014
(audited)

31 Desember 2013
(audited)

Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri

(12.567.742.740.189)

(19.335.835.724.632)

Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerusan Pinjaman 355.500.397.827 647.722.071.598
Selisih kurs pada Kementerian Kehutanan Hibah
Langsung yang telah disahkan 10.719.992

Jumlah

(12.212.231.622.370)

(18.688.113.653.034)

C.2.55. Dana Lancar Lainnya

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Rp226.078.511.078 dan Rp90.082.709.951, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014 31 Desember 2013
Uraian (audited) (audited)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan
Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04) 119.991.194.748 142.554.657.720
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA 69.171.469.129 70.046.094.641
Selisih_Pencatatan Kas Hibah Langsung K/L dengan (110.207.790.502) (203.523.256.786)
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Barang/Jasa yang Masih
Harus Diterima Rp2,00
triliun

Barang/Jasa yang Masih
Harus Diserahkan minus
Rp3,78 triliun

Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka
Panjang Rn1.309,92
triliun

Diinvestasikan dalam
Aset Tetap Rp1.714,59
trifiun

Diinvestasikan dalam
Aset Lainnya Rp539,05
trifiun

Pencatatan di KPPN
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini
Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kemlu

2.258.130.896
61.861.216.639

111.087.854.180

Kas Lainnya dan Setara Kas pada LPP RRI 26.612.494.419 16.885.866.841
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang 9.423.289.104 -
Jumlah 226.078.511.078 90.082.709.951

C.2.56. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima

Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp2.001.558.961.581 dan Rp4.653.616.446.673. Rincian penghitungan
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)
31 Desember 2013

(audited)
4.658.189.616.621

31 Desember 2014
(audited)
2.196.690.366.554

Uraian

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja
Dikurangi:
Persekot Gaji pada Mahkamah Agung
Persekot Gaji pada Kejaksaan Agung
Persekot Gaji dan Beasiswa Dibayar Dimuka pada LPDP -
Kementerian Keuangan

(2.084.666.486)

(3.187.927.140)
- (1.011.480)

(191.762.198.282) (1.853.770.656)

Persekot Gaji pada Kementerian Pertanian (30.667.100) (66.100.020)

Persekot Gaji pada Kementerian Kesehatan (112.341.000) (663.949.706)

Persekot Gaji pada Kementerian Agama - (3.486.600)

Persekot Gaji pada Badan Pertanahan Nasional (185.000)

Persekot Gaji pada Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (38.271.451) -
Jumlah 2.001.558.961.581 4.653.616.446.673

C.2.57. Barang|Jasa yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar minus Rp9.782.484.473.823 dan minus Rp8.454.347.000.882. Barang/Jasa yang
Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 merupakan akun lawan dari total
Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp9.782.484.473.823.

C.2.58. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan
31 Desember 2013 sebesar Rp1.309.921.393.887.621 dan Rp1.183.170.420.317.820
merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan
investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.59. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rp1.714.588.328.953.214 dan sebesar Rp1.709.855.072.863.187 merupakan
jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

C.2.60. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
sebesar Rpb39.045.219.249.774 dan Rp352.579.883.574.149 merupakan jumlah ekuitas
dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.
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Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang minus
Rp2.308,45 triliun

Rincian penghitungan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
Piutang Jangka Panjang (bersih) 2.825.834.229.735 2.898.499.639.540
Aset Lainnya (bersih) 620.606.155.768.241 | 418.920.288.208.209

Jumlah Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya

623.431.989.997.976

421.818.787.847.749

Dikurangi:

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH yang
merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga

(1.657.177.288.743)

(1.965.546.621.619)

Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP (19.860.027.767) (17.256.780.750)
Selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas (1.224.866.352.719) (3.917.654.113.035)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya pada (5.685.437.414.922) (4.839.837.023.707)
BAPERTARUM PNS yang merupakan akun lawan

Utang Kepada Pihak Ketiga

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada PT Taspen (73.164.928.938.007) (58.498.609.734.490)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya berupa Utang

Subsidi (2.634.500.726.044) -
Jumlah "’ 539.045.219.249.774 | 352.579.883.574.148

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

C.2.61. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember
2014 dan 31 Desember 2013 sebesar minus Rp2.308.449.937.718.660 dan minus
Rp2.031.798.722.297.177 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk
pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang
yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri
dikurangi selisih kurs utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2014 31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 1.901.548.509.155.447 1.611.218.389.579.778
Utang Jangka Panjang Luar Negeri 644.526.134.655.187 672.794.558.528.202
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang (158.774.339.739.045) (188.875.779.052.607)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah

Lainnya pada BAPERTARUM PNS (5.685.437.414.922) (4.839.837.023.707)
Dana yang Dibatasi Penggunaannya

pada PT Taspen (73.164.928.938.007) (58.498.609.734.490)
Jumlah” 2.308.449.937.718.660 2.031.798.722.297.176

" selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp5.685.437.414.922 adalah utang
yang berasal dari ekuitas bersih BAPERTARUM PNS yang merupakan akun lawan (pasangan)
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, bukan akun lawan (pasangan) Dana Yang Harus
Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp73.164.928.938.007 adalah
kewajiban PT Taspen kepada peserta program pensiun PNS yang merupakan akun lawan
(pasangan) Dana yang Dibatasi Penggunaannya, bukan akun lawan (pasangan) Dana Yang
Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang terdiri dari:

31 Desember 2013
(audited)

31 Desember 2014

Uraian (audited)
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Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk (1.746.147.921.518.130)

(1.475.717.744.850.326)

Dalam Negeri

Dana yang Harus Disediakan untuk (562.302.016.200.530) (556.080.977.446.850)
Pembayaran Utang Jangka Panjang

Luar Negeri

Jumlah (2.308.449.937.718.660) | (2.031.798.722.297.176)

C.2.62. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar
Jangka Panjang minus minus Rp157.549.473.386.326 dan minus Rp184.958.124.939.572 merupakan selisih yang

Rp157,55 triliun

timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat

transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka

Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Uraian (audited) (audited)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas” | (158.774.339.739.045) | (188.875.779.052.607)
Selisih kurs atas Aset lainnya RDI dan Aset Lainnya

dalam Penerusan Pinjaman 1.224.866.352.719 3.917.654.113.035

Jumlah

(157.549.473.386.326)

(184.958.124.939.572)

" Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus
Rp82.224.118.454.657 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar minus Rp76.550.221.284.388.
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C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2014, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas,
Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan 17 rekening pada Bank Umum (Rekening
Kredit Program). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

Rekening SDA Migas: nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing
Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK
Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang
Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk
menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada
rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian
pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening
Penerimaan Panas Bumi pada Bl digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar
pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa

Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan
Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan yang antara

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA.
Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, sesuai peraturan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas

a.
13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi
reimbursement PPN, PBB dan lainnya.

c.
lain berasal dari PT Inalum dan perusahaan KKKS.
besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Kredit Program

Rekening Kredit Program dipergunakan untuk menampung pengembalian pinjaman dari debitur.

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.832.193.507.447.
Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara
untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing
Contract|Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening
Migas selama Tahun 2014.

Tabel 12 Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2014 dan 2013

31 Desember 2014 (audited) 31 Desember 2013 (audited)

LA UsD Rp Juta UsD Rp Juta
l. Saldo Awal 780,505,366.97 9.513.579,92 | 1,344,928,728.80| 13.005.460,82
Il. Penerimaan:
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP 16,054,543,590.58 | 190.282.129,09 | 17,956,713,722.55 | 187.816.222,13
lainnya a)
2. Koreksi Pembukuan - - - -
3. Penerimaan lain-lain b) 35,377,849.54 418.635,82 141,804,600.22 1.391.823,79
4. Selisih Kurs Pembukuan Kredit 12.478.799,22 13.789.282.61
5. Penerimaan belum jelas peruntukannya c) D 10,091,953.18 111.004,17
6. Pengembalian Dana Talangan d) 300,000,000.00 3.730.980,00 600,000,000.00 7.362.000,00
Total Penerimaan 16,389,921,440.12 | 206.910.544,13 | 18,708,610,275.95 | 210.470.332,69
IIl. Pengeluaran:
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO Il 1,562,018,530.51 18.668.960,20 | 1,802,624,546.55 20.745.751,75
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda 5,056,983.49 60.631,05 9,121,599.65 98.330,85

600.502411980 e)

c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor
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o PPh Migas 7,326,178,572.89 87.431.065,65 | 8,380,393,964.93 88.673.813,40
o PendapatanPNBP SDA Migas 4,848,164,234.19 58.012.131,27 | 5,775,934,021.86 63.008.139,89
o Pendapatan Migas lainnya (423139) 7,190,298.59 84.028,27 29,063,981.18 325.524,55
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD 13,748,608,619.67 | 164.256.816.44 | 15,997,138,114.17 | 172.851.560,44
2. Pengeluaran non APBN/APBD:
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor 1,162,463,352.34 13.792.900,12| 1,092,795,043.65 11.112.063,92
b. Pembayaran DMO Fee KKKS ) 1,344,218,646.80 16.002.995,84 | 1,183,789,547.10 12.731.608,94
c. Pembayaran Fee | Anggaran SKK Migas 156,738,341.72 1.837.704.12 182,479,765.68 1.839.289,61
d. Pembayaran Underlifting KKKS g) 135,950,985.26 1.620.737,06 46,472,678.89 495.100,20
e. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero) o o o o
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD 2,799,371,326.12 33.254.337,14 | 2,505,537,035.32 26.178.062,67
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI h) 2,696,039.07 32.045,41 140,971,739.07 1.384.014,36
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit i) - 11.162.119,46 - 5.944.064,34
5. Pengeluaran lainnya  j) 11,449,979.03 143.610,16 29,372,417.83 341.350,43
6. Administrasi Bank k) 67.00 0,79 30.00 0,36
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening 246,635.73 2.901,14 14,302.26 161,01
8. Dana Talangan d) 300,000,000.00 3.740.100.00 600,000,000.00 7.263.000,00
Total Pengeluaran 16,862,372,666.62 | 212.591.930,54 | 19,273,033,638.65| 213.962.213,59
IV. Kenaikan/Penurunan (Il - 11I) (472,451,226.50) | (5.681.386,41) | (564,423,362.70) | (3.491.880.90)
V. Saldo Akhir (I + 1V) ) 308,054,140.47 3.832.193,51 780,505,366.97 9.513.579,92
Penjelasan:

Rekening Migas Nomor 600.000411980, merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh
Penerimaan Negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Production Sharing
Contract/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-
kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Penerimaan

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.

- Penerimaan PPh Migas
Penerimaan PPh Migas sebesar USD7,319,412,021.64 atau setara Rp86.697.920.661.847 merupakan penerimaan atas
pembayaran kewajiban PPh migas kontraktor yang disetor ke rekening migas Nomor 600.000411980 sesuai dengan
kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan.

- PNBP SDA Migas
Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan /ifting minyak bumi dan gas alam bagian Negara,
penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan /ifting bagian Negara sebesar USD8,727,983,054
atau setara Rp10.350.257.010.650.

- PNBP Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas
Meliputi Bonus dan Transfer Material
Bonus sebesar USD6,750,000.00 atau setara Rp78.135.000.000 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil yang
menjadi kewajiban KKKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu.
Transfer Material sebesar USD398,514.27 atau setara Rp4.816.415.663 merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil
dalam rangka pemanfaatan aset KKKS berdasarkan persetujuan SKK MIGAS dan dapat diperhitungkan sebagai cost
recovery.

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain sebesar USD35,377,849.54 atau setara Rp418.635.822.158 terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit

oleh Bank Indonesia, retur pengembalian karena salah rekening, dan penerimaan lainnya, diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD2,696,039.07 atau setara Rp32.045.412.097 merupakan koreksi-koreksi kredit
yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan dobel yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD246,635.73 atau setara Rp2.884.665.486 merupakan koreksi
kredit yang diakibatkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena pergantian rekening atau
kesalahan rekening tujuan pihak ketiga.

- Penerimaan Lainnya sebesar USD 32,435,174.74 atau setara dengan Rp383.705.744.575 merupakan penerimaan karena
salah setor yang peruntukannya bukan sebagai penerimaan migas, dan dari setoran KKKS atas kelebihan pembayaran DMO.

c) Penerimaan yang belum teridentifikasi peruntukannya adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyetor
maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

d) Dana Talangan Kredit/Debit sebesar sebesar USD300,000,000.00 merupakan pemindahbukuan dari rekening migas ke
rekening Kas Umum Negara oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 24 Desember 2014 untuk memenuhi
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kebutuhan dana pada Rekening Kas Umum Negara. Atas pemindahbukuan dana talangan tersebut, telah pula dikembalikan ke
rekening migas atas dua tahap yaitu pada tanggal 29 Desember 2014 sebesar USD170,000,000.00 dan pada tanggal 31
Desember 2014 sebesar USD130,000,000.00.

e) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBP SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor
600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah
diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja
sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai
realisasi pendapatan negara.

- Pemindahbukuan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukuan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening
migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.

- Pemindahbukuan PNBP Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor
KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

f) Pembayaran DMO Fee KKKS

Dalam pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD1,344,218,646.80 atau setara dengan Rp16.002.995.836.349 termasuk
didalamnya pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina (Persero) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT
Pertamina (Persero) sebesar USD51,036,455.60 atau setara dengan Rp634.603.736.799, dengan rincian sebagai berikut.
= Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan November 2014 sebesar USD42,812,521.08 yang
diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD42,812,521.08, sehingga pada
saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN No.600.502411980 sebagai:
- Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD42,812,521.08 atau setara Rp532.330.887.108.

= Pembayaran DMO Fee kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan November 2014 sebesar USD8,223,934.52 yang
diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD8,223,934.52, sehingga pada
saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas No.600.502411980 sebagai:
- Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) sebesar USD8,223,934.52 atau setara Rp102.272.849.690.

g) Pembayaran Underlifting KKKS
Dalam pembayaran Underlifting KKKS sebesar USD135,950,985.26 atau setara dengan Rp1.620.737.060.000 termasuk
didalamnya pembayaran Underlifting kepada PT Pertamina EP dan PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban
valas PT Pertamina (Persero).

h) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia
Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD2,696,039.07 atau setara dengan Rp32.045.412.097
merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan
oleh Bank Indonesia.

i) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/ Debit
Selisih kurs pembukuan kredit/debit sebesar Rp11.162.119.460.000 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia
akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi
karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian
Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

j) Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran Lainnya sebesar USD11,449,979.03 atau setara dengan Rp143.610.160.335 merupakan pengeluaran atau

pemindahbukuan yang peruntukannya dapat dirinci sebagai berikut.

- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD630,404.00 atas
PPh Final Pasal 4 ayat (2).

- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD168,373.00 atas
PPh Badan atas STP.

- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD10,640,323.84
atas PPh Badan atas SKPKB.

- Pemindahbukuan ke rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing Nomor 600.500411980 sebesar USD10,878.19 atas
PPh Final Pasal 26 ayat (4).

k) Biaya Adminstrasi Bank (Bank Charges)
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Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah
rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan
berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

) Saldo Akhir
Dari total saldo akhir sebesar USD308,054,140.47 atau setara dengan Rp3.832.193.507.447 (ekuivalen menggunakan kurs
tengah Bl tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp12.440,00/USD), termasuk cadangan untuk pembayaran kewajiban-
kewajiban kontraktual dan kewajiban-kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2014 yang belum
diselesaikan sampai akhir Desember 2014 sebesar USD239,661,415.61 atau setara dengan Rp2.981.388.010.143, dan
pendapatan yang ditunda sebesar USD68,392,724.86 atau setara dengan Rp850.805.497.303.

3. Fee Penjualan Migas

Pemerintah tidak mencadangkan fee penjualan migas untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 pada saldo akhir Rekening
Migas per 31 Desember 2014 serta belum mengakui kewajiban atas fee penjualan migas untuk periode /ifting tersebut dalam
penyusunan LK BUN | LKPP Tahun 2014 dikarenakan pertimbangan:

a. Tidak dicadangkan dan belum diakuinya fee penjualan migas tahun 2012, 2013, dan 2014 didasarkan pada pertimbangan
bahwa Direktorat Jenderal Anggaran belum menerima tagihan atas fee penjualan migas untuk periode tersebut dari SKK
Migas;

b. Sementara itu, untuk fee penjualan migas tahun 2011 yang telah ditagihkan oleh SKK Migas melalui surat No.
0223/SKKC0000/2013/S4 tanggal 17 April 2013 dengan jumlah sebesar USD129,440,378.55 tidak dilakukan
pencadangan dan pengakuan atas kewajiban tersebut karena dalam tagihan tersebut masih termasuk volume LNG bagian
KKKS;

c. Selain itu, dengan telah terbitnya Seller Appointment Agreement (SAA) antara SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) pada
tanggal 30 dan 31 Desember 2014, SKK Migas seharusnya melakukan penagihan kembali atas fee penjualan migas tahun
2011 dengan telah mengakomodir klausul ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan, volume, serta hak
dan kewajiban sesuai SAA tersebut.

Pemerintah berpendapat bahwa pembebanan fee penjualan LNG harus ditanggung secara proporsional antara Pemerintah dan
Kontraktor dengan pertimbangan sebagai berikut.

a. Pasal 100 ayat (7) dan (8) PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu migas pada intinya mengatur bahwa fee
penjualan yang ditanggung oleh negara sesuai dengan porsi volume migas bagian negara.

b. Konsistensi dengan pembebanan fee penjualan minyak dan fee penjualan gas pipa yang ditanggung negara hanya sebesar
volume migas bagian negara.

c. Terdapat hasil kajian BPKP terhadap formula fee penjualan migas tahun 2006, yang merekomendasikan bahwa khusus
untuk LNG, mengupayakan agar fee penjualan LNG yang dibayar oleh Pemerintah diperhitungkan sebagai cost of sales LNG,
sehingga terjadi pembebanan yang proporsional antara Pemerintah dan KKKS (surat BPKP kepada Dirjen Anggaran,
Kementerian Keuangan No. SP-1790/D504/2008 tanggal 15 Desember 2008).

Apabila volume LNG yang digunakan dalam perhitungan fee penjualan migas tahun 2011 menggunakan estimasi angka
pembebanan hanya untuk volume LNG bagian negara saja (tidak termasuk volume bagian Kontraktor), maka total nilai fee
penjualan migas tahun 2011 yang dapat disepakati untuk ditanggung oleh Pemerintah sebesar USD79,423,815.28.

Data volume LNG bagian Negara yang digunakan dalam perhitungan tersebutt berdasarkan Laporan Pengiriman LNG yang
dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dilaporkan oleh SKK Migas dalam Laporan AO3 LNG periode Januari s.d.
Desember 2011.

4. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2014 dan 31
Desember 2013 adalah sebesar Rp696.587.013.633 dan Rp343.349.686.194. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)
adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung
penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang
perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi
Rekening Panas Bumi:

(dalam rupiah)
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URAIAN 31 Desember 2014 | 31 Desember 2013

Saldo Awal 343.349.686.194 347.992.721.305

Penerimaan:

1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi 1.381.578.271.020 1.071.795.758.446

2. Koreksi Pembukuan Kredit

Total Penerimaan 1.381.578.271.020 1.071.795.758.446

Pengeluaran:

1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi 170.269.258.028 140.057.446.839
2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi 121.690.108.423 79.288.896.199
3. Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN

736.381.577.130 857.092.450.519

4. Pinjaman untuk Dana Talangan

5. Koreksi Pembukuan debit

Total Pengeluaran 1.028.340.943.581 1.076.438.793.557

Kenaikan/Penurunan (I - 11I) 353.237.327.439 (4.643.035.111)

Saldo Akhir (I + IV) 696.587.013.633 343.349.686.194

Penjelasan:

a.

4,

Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2014 sebesar Rp170.269.258.028 dibayarkan seluruhnya dalam
satu kali pembayaran.

Pembayaran kembali (reimbursement) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp121.690.108.423 adalah pembayaran
kembali (reimbursement) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut.

1) Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2013 adalah Rp36.900.263.978

2)  Pembayaran kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2014 adalah Rp84.789.844.445

Pemindahbukuan PNBP Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp736.381.577.130 terdiri
dari :

1) PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan | Tahun 2014
2)  PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan Il Tahun 2014
3)  PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan Il Tahun 2014  Rp167.213.476.150
4)  PNBP Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2014  Rp268.224.093.454

Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2014 sebesar Rp696.587.013.633 terdiri dari:
1) Cadangan untuk pembayaran kewajiban pengembalian (reimbursement) PPN yang terkait dengan kegiatan usaha
panas bumi sebesar Rp659.697.761.303 yang terdiri dari:

Rp190.937.354.630
Rp110.006.652.896

(dalam rupiah)
PT Pertamina Geothermal Energi (Persero) 58.418.593.666
Chevron Geothermal Salak, Ltd 184.154.408.367
Chevron Geothermal Indonesia, Ltd 135.732.998.573
Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd 281.391.760.696

2) Dana yang tersedia di rekening panas bumi yang diakui sebagai pendapatan yang ditunda yang belum dapat
dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Negara pada tahun 2014 sebesar Rp36.889.252.330.

Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2014, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat
selisih aset tetap bruto sebesar Rp2.546.764.706.188, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap Data Neraca LKKL" Data LBMN" SELISIH
(1) (2) (3) 4) =(2)-(3)
Tanah 944.073.630.217.177 944.073.538.847.177 91.370.000
Peralatan dan Mesin 331.124.404.219.404 331.124.215.626.404 188.593.000
Gedung dan Bangunan 210.934.630.857.630 210.856.678.936.592 77.951.921.038
Jalan, Irigasi dan Jaringan 476.191.203.084.293 476.194.458.092.017 (3.255.007.724)
Aset Tetap Lainnya 49.803.187.324.454 49.880.178.396.699 (76.991.072.245)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 113.911.321.037.403 116.456.071.547.660 (2.544.750.510.257)
Jumlah 2.126.038.376.740.361 2.128.585.141.446.549 (2.546.764.706.188)

" Tidak termasuk aset tetap yang ada di BA BUN

Penjelasan selisih aset tetap:
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1. Selisih pada Tanah sebesar Rp91.370.000 terdapat pada Kementerian Agama.
2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:
a. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Agama sebesar Rp241.562.000.
b. Selisih Peralatan dan Mesin pada Kementerian Keuangan sebesar Rp57.870.000 disebabkan write-off nilai Peralatan dan
Mesin yang hilang pada aplikasi SAK, sementara pada aplikasi SIMAK BMN masih tercatat.

3. Selisih Gedung dan Bangunan, antara lain pada Kementerian Keuangan sebesar Rp76.907.536.838 disebabkan perbedaan
pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada aplikasi SAK direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada
aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.

4. Selisih pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

a.Selisih Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.728.366.333 pada Kementerian ESDM disebabkan karena data aplikasi
SIMAK BMN belum ter-update.

b. Selisih Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.526.641.391 terdapat pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPBS).

5. Selisih Aset Tetap Lainnya, antara lain pada Kementerian Keuangan sebesar Rp76.907.536.838 disebabkan perbedaan
pengakuan Aset Tetap Renovasi, dimana pada aplikasi SAK direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan sementara pada
aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.

6. Selisih Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:

a. Selisih KDP pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.498.582.512.483 karena perbedaan pencatatan dimana pada
aplikasi SIMAK BMN masih dicatat sebagai KDP sementara pada aplikasi SAK telah dilakukan reklasifikasi menjadi
persedian.

b. Selisih KDP pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp38.453.031.651 karena pembangunan yang belum selesai
pada akhir tahun pada aplikasi SIMAK BMN masih tercatat sebagai KDP sementara pada aplikasi SAK dicatat sebagai
piutang.

c. Selisih KDP pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp5.011.650.910 karena pembangunan yang

belum selesai pada akhir tahun pada aplikasi SIMAK BMN masih tercatat sebagai KDP sementara pada aplikasi SAK
dicatat sebagai piutang.

Adapun hasil rekonsiliasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2014 antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN
terdapat selisih sebesar Rp629.696.211 , dengan rincian:

(dalam rupiah)
Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap Data Neraca LKKL" Data LBMN" SELISIH
(1) (2) (3) 4) =(2)-@3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (192.238.197.002.032) (192.399.887.181.305) 161.690.179.273
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (40.633.664.150.064) (40.471.176.183.821) (162.487.966.243)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (179.837.796.082.502) (179.839.120.349.424) 1.324.266.922
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (774.488.766.397) (774.591.982.656) 103.216.259
Jumlah (413.484.146.000.995) (413.484.775.697.206) 629.696.211

7 tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang ada di BA BUN

Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah pada Tahun 2014

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau hasil penilaian kembali
dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2013, Pemerintah Pusat mulai
melaksanakan penyusutan Aset Tetap. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai
dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui potensi BMN dengan
memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN.

Dalam rangka penerapan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Pusat, telah diterbitkan beberapa peraturan/ketentuan, yaitu
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat, KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh Satuan Kerja di lingkungan
Pemerintah Pusat melaksanakan penyusutan aset tetap mulai pelaporan keuangan tahun 2013.
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Terhadap aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2013, maka dilakukan penyusutan pertama kali pada awal tahun 2013.
Penyusutan pertama kali dilakukan dengan menghitung penyusutan selama periode sejak aset tetap diperoleh sampai dengan
akhir tahun 2012. Sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013, seluruh aset tetap disusutkan sejak tanggal perolehan, termasuk
aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah dilaksanakan inventarisasi dan penilaian (IP). Kebijakan penyusutan
atas aset tetap yang telah di-IP tersebut telah dilaksanakan oleh K/L pada pelaporan keuangan tahun 2013.

Sebelum dilakukan penyusutan pertama kali, terlebih dahulu perlu dilakukan proses normalisasi terhadap aset tetap yang
memiliki data kuantitas dan nilai yang tidak wajar, tanggal perolehan kosong, atau kondisi-kondisi data aset tetap yang tidak
sesuai untuk proses penyusutan. Kondisi ini dapat terjadi diantaranya disebabkan proses penginputan koreksi hasil inventarisasi
dan penilaian yang tidak sempurna, proses perbaikan data SIMAK BMN yang tidak sempurna, maupun hal-hal lain yang apabila
tidak dilakukan proses normalisasi maka data aset tetap tersebut tidak mencerminkan penghitungan penyusutan aset tetap
secara memadai dan akurat. Apabila dalam proses normalisasi tersebut ditemukan data yang tidak wajar, maka K/L yang
bersangkutan harus menindaklanjuti untuk kemudian dilakukan koreksi sehingga dihasilkan data aset tetap yang andal dan
akurat.

Penyempurnaan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Pada tahun 2014, Pemerintah telah menyempurnakan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang telah di-IP dengan menerbitkan
PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013, dan KMK Nomor
145/KM.6/2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013. Dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2014
dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 dinyatakan bahwa aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah di-IP, disusutkan
sejak Semester Il Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan penyusutan atas aset tetap yang diperoleh
sebelum tahun 2005 yang telah di-IP tersebut, maka satuan kerja pada K/L telah melakukan koreksi nilai penyusutan pada
pelaporan keuangan tahun 2014.

Koreksi akumulasi penyusutan sebagai akibat dari penyempurnaan kebijakan penyusutan disajikan pada Lampiran 37.

6. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di JI. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung,
Jawa Barat.

b. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini
masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.

c. Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.

d. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang
berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
o Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.857 meter linier.

Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.

Arsip Film sebanyak 59.109 reel.

Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip Microfische sebanyak 7200 fische.

Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.

Arsip Rekaman Suara sebhanyak 43.276 kaset dan arsip ree/ to reelsound sebanyak 871 reel.

Arsip Optical Disc sebanyak 8.707 keping.

Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).

Arsip foto belum terdata sebanyak 221 hoks dan 282 album.

f. Lembaga limu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless,
Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.

g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan
Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

h.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
o Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan

e Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti:
benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
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i.  Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.338 eksemplar naskah kuno. Terdapat
penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.

j- Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.

k. Kementerian Sosial Rl menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu
Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.

I.  Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
m. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
e tugu peringatan sebanyak 14 unit;
o hangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
o monografi sebanyak 2 buah; dan
o laporan sebanyak 7 buah.

7. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan
Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Satker BLU sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diilustrasikan sebagaimana grafik di bawah ini.

Dalam triliun Rupiah
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Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Lampiran 38.

8. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara (BRR-NAD-Nias)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR
NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16
April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca
Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga Aset | kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan
pada LKPP Tahun 2014 dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP
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Tahun 2014 yang diungkapkan adalah aset | kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

Dalam rangka penyelesaian aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi
BRR NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias).
Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2014, LK Likuidasi belum diterbitkan mengingat LK Penutup per 16 April 2009 belum
diaudit oleh BPK. Menteri Keuangan pada bulan Februari 2014 telah menunjuk BPKP untuk mereviu LK Penutup BRR NAD-Nias
per 16 April 2009 sebelum diaudit oleh BPK.

Deputi Kepala BPKP melalui surat nomor S-438/D.1.01/2014 tanggal 4 Agustus 2014 menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR)
atas Laporan Keuangan Penutup BRR NAD-Nias. Pokok-pokok LHR dimaksud adalah sebagai berikut.

1.

2.

Persediaan tanah untuk relokasi (biaya pengadaan tanah untuk bantuan kepada masyarakat) yang belum ada statusnya

sejumlah Rp57.038.869.905.

Hasil reviu atas koreksi penambahan aset neto sebesar Rp839.307.413.926, menunjukan adanya double counting sebesar

Rp92.720.691.679, pengurangan nilai aset yang tidak double counting sebesar Rp19.121.544.150 dan koreksi yang tidak

didukung SP2D yaitu koreksi tambah sebesar Rp51.748.365.293 dan koreksi kurang sebesar Rp117.839.224.242.

Koreksi BPK Rl yang terkait dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp423.621.903.000 yang tidak dicatat sebagai aset

tetap dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.494.902.679.522 yang belum dicatat sebagai aset, belum dapat ditelusuri

karena tidak ada rincian SP2D-nya.

Koreksi BPK Rl yang terkait dengan aset Japan International Cooperation System (JICS) sebesar Rp276.216.129.314 yang

dikeluarkan dari pembukuan, seharusnya dicatat dan diinventarisasi karena SP2D-nya telah disahkan oleh KPPN Banda

Aceh.

Pengklasifikasian/penggolongan aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak tepat yaitu:

a. Dalam Akun Aset Tetap Lainnya, terdapat komputer sejumlah Rp4.049.282.425 dan alat kantor lainnya sejumlah
Rp7.476.340.424. Komputer dan alat kantor lainnya, seharusnya termasuk dalam kelompok peralatan dan mesin; dan

b.  Dalam Akun Aset Lainnya, terdapat pengeluaran yang terkait dengan pengadaan aset tetap, yaitu biaya perencanaan
sebesar Rp136.775.410.684 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.484.458.956. Seharusnya biaya tersebut
direklasifikasi menambah aset tetap yang terkait.

Pencatatan yang tidak konsisten atas aset tetap hibah yang berasal dari NGO dan Negara Donor, yaitu di dalam penjelasan

pos-pos neraca di Catatan atas Laporan Keuangan Penutup terdapat penjelasan bahwa:

a. Peralatan dan Mesin termasuk aset tetap hibah yang berasal dari NGO dan Negara Donor seperti JICS, Pemerintah
Belanda, UNHCR, sebesar Rp44.948.462.361; dan

b. Jalan, lIrigasi dan Jaringan termasuk aset tetap hibah yang berasal dari Pemerintah Belanda sebesar
Rp61.645.802.641.

Namun aset tetap yang berasal dari JICS senilai Rp276.216.129.314, dikeluarkan dari pembukuan.

Di dalam klasifikasi Aset Lainnya pada penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Penutup terdapat aset lain-lain sejumlah

Rp193.308.578.706 yang tidak ada rinciannya lebih lanjut.

Rincian aset tetap yang terdapat pada Lampiran Neraca Penutup tidak sesuai dengan klasifikasi aset yang terdapat pada

penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Penutup.

Aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi minimal sebesar Rp204.986.931.913, mengakibatkan belum dapat

diserahkan kepada penerima manfaat.

Berdasarkan hasil reviu BPKP tersebut, saat ini Pemerintah sedang melakukan koreksi atas LK Penutup BRR NAD-Nias per 16
April 2009. LK Penutup yang telah dikoreksi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit.

Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (audited).

NERACA
BRR NAD-NIAS
(dalam rupiah)

Aset
Aset Lancar
Piutang Kepada Pihak Ketiga 516.968.200
Uang Muka Belanja 24.546.204.400
Belanja Dibayar di Muka 2.149.584.510
Persediaan 78.951.123.713
Jumlah Aset Lancar 106.163.880.823
Aset Tetap
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9.

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah Aset Tetap
Aset Lainnya
Aset Lain-Lain
Jumlah Aset Lainnya
Jumlah Aset
Kewajiban
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar
Cadangan Piutang
Cadangan Persediaan
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Ekuitas Dana

572.821.719.812
1.5638.503.845.802
3.351.099.589.510
4.771.805.420.047
27.483.007.111
1.049.831.238.560

11.311.544.820.842

661.364.926.291

661.364.926.291

12.079.073.627.956

27.212.757.110
78.951.123.713

106.163.880.823

11.311.544.820.842
661.364.926.291

11.972.909.747.133

12.079.073.627.956

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

12.079.073.627.956

Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan |, Keuangan Negara juga

meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan

kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP Tahun 2014 dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit

Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program

dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian

Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan

Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga,

maijelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;

c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;

d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan
mengelola dana publik;

e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan

f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, maka
mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan
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belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau
bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian
Satker mendapatkan dana di luar APBN yang tidak menjadi PNBP, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan hibah,
sepanjang memenuhi kriteria pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai mekanisme pengelolaan hibah dan sistem akuntansi hibah.

. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja,
termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan,
UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar net equity (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset
lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya terdapat 90 Unit Badan
Lainnya. Selanjutnya terhadap daftar UBL ini terdapat penambahan untuk SKK MIGAS dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-322/PB/2014 tentang Penambahan Unit Badan Lainnya dalam
Daftar Unit Badan Lainnya Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2014, terhadap 92 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai
berikut.

1.

UBL Satker sebanyak 26 UBL.

2. UBL Bagian Satker sebanyak 53 UBL.
3.
4. UBL yang belum aktif/ belum mengelola APBN sebanyak 4 UBL.

UBL Bukan Satker sebanyak 9 UBL.

Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam Lampiran 39.

Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN terdiri dari:

1.

Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)

Untuk BP2N telah dibekukan oleh pemerintah pada tahun 2014. Pembekuan badan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor
33 tahun 2009 tentang Perfilman. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2009 ini menyatakan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1992 sebagai dasar pembentukan BP2N dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk selanjutnya, tugas
BP2N diambil alih oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI). BPI ini merupakan lembaga swasta yang dibentuk oleh
masyarakat perfilman.

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor 0T.01.01/1/041/2013 tanggal 7 Januari
2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin
Tenaga Kesehatan (MDTK) belum aktif.

Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN- PBPTA)

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor B.102/SJ-PR/1/2013 tanggal 23
Januari 2013 hal Penyampaian Unit Badan Lainnya di Lingkungan Kemenakertrans terdapat empat UBL, dan tidak
termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA).

Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari
2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut belum
aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN TA 2014.

Pada tahun 2014 terdapat pembubaran beberapa UBL, yaitu:

1.
2.
3.

Komite Ekonomi Nasional dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
Komite Inovasi Nasional dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik
Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku
Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Catatan atas Laporan Keuangan -178-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu,
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan
Timur Indonesia dan Dewan Gula Nasional.

Peraturan Presiden nomor 176 Tahun 2014 membubarkan beberapa UBL dan menegaskan status beberapa UBL yang
berstatus tidak aktif/belum aktif.

10. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

a.

Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat
melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor
Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang
dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat
keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa
Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-
5/5/66; dan

Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing
yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari
Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang
sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan
Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan
PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA|C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

a.
b.
.

Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;

Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah
dengan menyetorkannya ke Kas Negara;

Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA|C Sampai Dengan Tahun 2014

Atas peran Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah, pada Tahun 2014 sebanyak 51 aset telah
dimantapkan status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tim Asistensi BMD Sebagian
Daerah dan BMN Kepada

(TAD) Sebagian**** | Pihak Ketiga

BMN Dilepaskan

Sebagian*

BMD
Sebagian**

BMN dan BMD

ERE Sebagian***

BMD Jumlah

| - 3 . . . - . 3

I} . 2

[\ . 6

v : : : : : 1
vl : 2 2 2 :

Vil

Vil 1

1X

XI

oo |a N[ =N (N

oo —
N

Xl

Xl

XIV 1

XV

XVi

Nl=|=]

XV 1
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1.

Keterangan:

= * dan **: Barang Milik Negara Sebagian dan/atau Barang Milik Daerah Sebagian adalah pemantapan status hukum
ABMA/C menjadi BMN dan/atau BMD secara sebagian, dimana penyelesaiannya hanya sebagian dari luas tanah yang
tercantum pada Lampiran PMK 188/PMK.06/2008 dan untuk sisanya akan diselesaikan kemudian setelah diusulkan
penyelesaiannya kembali oleh Tim Asistensi Daerah. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA|C dapat diterbitkan 2 atau
lebih Keputusan Menteri Keuangan.

= ***: BMN dan BMD Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA|C dengan cara dimantapkan status hukumnya
menjadi BMN Sebagian dan BMD dan/atau BMN dan BMD Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA|C dapat
diterbitkan 2 Keputusan Menteri Keuangan.

= **** BMD Sebagian dan BMN Sebagian adalah pemantapan status hukum ABMA/C dengan cara dimantapkan status
hukumnya menjadi BMD Sebagian dan BMN Sebagian. Sehingga pada akhirnya untuk 1 ABMA/C dapat diterbitkan 2 atau
lebih Keputusan Menteri Keuangan.

Pada Tahun 2014, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara berdasarkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
atas 1 (satu) ABMA/C yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp1.261.294.000.

Sampai dengan Tahun 2014, dari total ABMA/C sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 188/PMK.06/2008 dan 5 aset
Temuan Baru, 291 aset telah dimantapkan status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

BMD . .
Tim Asistensi | menjadi | menjadi | BMN BMD B“Q',‘\',.‘.;““ Sebagian ke";:’::sp':::k d[;'r'l‘i'::l::::“ Jumlahy |Temuan Baru
Daerah (TAD) BMN BMD (Sebagian | Sebagian y dan BMN . ABMA|C
Sebagian . Ketiga PMK 188
Sebagian

[ - 6 - - 1 - - - 7

I 9 20 1 - - - - - 30

Il 4 9 - 2 - - - - 15

IV 1 13 - - - - 2 - 16

Vv 4 3 - - - 1 - - 8

Vi - 1 - 3 - - - - 4 -
Vil 3 5 - 1 - - - - 9 3
Vil 6 29 - 1 - - - - 36 -
IX 3 21 1 - 2 - 1 - 28 1
X 10 33 - 2 1 - 2 - 48 1
X - 25 - 7 - - - - 32 -
Xl 5 2 - - - - - - 7
Xl - 3 - - - - - 2 5

XIV 7 4 - - - - - - 11

XV - 14 - 1 - - - - 15

XV 1 6 2 2 - - - - 11
XVl 3 6 - - - - - - 9 -
Y 56 200 4 19 4 1 5 2 291 5

Rincian Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C s.d Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 40.

Aset Eks BPPN

Pada tahun 2014 sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang
dikelola Pemerintah dan merupakan sumber pembiayaan dalam negeri non-utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hasil pengelolaan aset pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp539.990.719.032,40 (aset eks BPPN sebesar Rp401.935.496.548
dan BDL sebesar Rp138.055.223.484) atau sebesar 54% terhadap target APBN-P 2014 sebesar Rp1.000.000.000.000.
Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan pada dasarnya ditempuh melalui penjualan di
muka umum atau lelang, pengurusan piutang Negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyerah kelolaan aset
kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 mengungkapkan
permasalahan antara lain Pemerintah belum menyelesaikan penelusuran keberadaan aset kredit eks BPPN sebanyak 7.591 aset
kredit senilai Rp3.065.098.455.943 dan sebanyak 626 aset properti senilai Rp400.289.684.384. Pemerintah telah
menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dengan melakukan penelusuran terhadap selisih data dimaksud dan menyampaikan hasil
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12.

penelusuran kepada BPK RI.

Pemerintah terus melakukan penelusuran atas Aset Kredit Eks BPPN dan Aset Properti. Kerja keras pemerintah dalam menelusuri
dokumen tersebut telah membawa hasil, sehingga sampai dengan saat ini selisih aset kredit sebesar Rp3,065 triliun yang
meliputi aset kredit sebanyak 7.591 account telah dapat ditelusuri seluruhnya. Rincian hasil penelusuran dan verifikasi hingga
tahun 2014 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Penelusuran Aset Kredit eks BPPN

Selisih awal (Berdasarkan LHP BPK Tahun 2012) 7.726.261.668.803,40
Mengurangi : Hasil penelusuran Tahun 2013 (1.916.396.142.922,53)
Menambah : 5 (lima) debitur aset kredit yang tidak ditemukan dalam laporan 24.569.339.057,80
pertanggungjawaban PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2009

Sisa selisih penelusuran tahun 2012 5.834.434.864.938,67
Mengurangi : Hasil Penelusuran Tahun 2013 2.769.336.408.997,18
Sisa selisih penelusuran tahun 2013 3.065.098.455.941,49
Mengurangi : Hasil Penelusuran Tahun 2014 3.065.098.455.941,49
Sisa selisih penelusuran tahun 2014 a

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.339.684.385 menjadi tersisa
Rp122.069.231.521 dengan rincian sebagai berikut.

Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri

(TA 2013) 627 400.339.684.385

Hasil Penelusuran TA 2014:
= Terjual di BPPN dan PPA 122 50.135.490.148
=  Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA 8 59.069.114.858
=  Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa) 20 5.090.723.763
= Aset jaminan BDL dan PKPS 84 94.040.671.431
= Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan 35 69.934.452.664

Status Penggunaan
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014) 358 122.069.231.521

Penelusuran sisa aset properti temuan BPK yang disajikan masih menyisakan 358 aset dengan nilai buku Rp122.069.231.521
dikarenakan dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Pemerintah dan data alamat aset kurang memadai untuk dilakukan
pengecekan fisik, misalnya alamat aset hanya tercantum kota saja atau hanya nama jalan tanpa adanya nomor.

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA
2013 yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan
diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti
dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam
kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan
terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas
proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, tuntutan hukum kepada Pemerintah yang telah memiliki kekuatan
hukum yang tetap (inkracht), dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

1) Dukungan danfatau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan
oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW
Tahap | dan Tahap Il, percepatan penyediaan air minum, dan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS).
Pemberian jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan kewajiban kontinjensi
Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW
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Tahap )

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan
untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga
listrik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
(Proyek 10.000 MW/Fast Track Program/FTP Tahap I). Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran
kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan
pembangkit tenaga listrik dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (credit worthiness) sekaligus menurunkan biaya modal atas
pendanaan proyek. Proyek dalam program FTP | tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan
perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit
dan transmisi. Hingga 30 Mei 2014, pada proyek FTP | Pemerintah telah mengeluarkan 35 surat jaminan pemerintah (fetter
of guarantee) dengan total nilai kredit yang dijamin mencapai Rp71,8 triliun.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara,
dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap II)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk
penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2010 dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/borgtocht) dan hanya diberikan kepada
proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik
swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (Independent Power Producer/IPP). Sampai dengan bulan Juni 2014,
Pemerintah telah mengeluarkan lima Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai Millenium Development Goals
(MDG's), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan
nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat
dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan perubahannya yaitu Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011. Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila PDAM
gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko
yang dapat mempengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara
lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (non revenue water/NRW), tingginya biaya operasional, manajemen internal
PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh pemerintah daerah/kepala daerah) yang berada di bawah
harga keekonomian. Sampai dengan bulan Juni 2014, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak lima Surat Jaminan
Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor
56 Tahun 2011. Proses lelang proyek IPP PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN
(Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatangan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek.
Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (commercial aperation date/COD) pada tahun 2017.

2) Jaminan Sosial
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Program Jaminan Sosial Nasional

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang
Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mulai 1 Januari 2014 yang lalu Indonesia
menjalankan sistem jaminan sosial yang baru. Hal ini ditandai dengan transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan serta PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Pada 1 Januari 2014 tersebut, BPJS Kesehatan
mulai menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (JKN). Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan akan
menyelenggarakan program ketenagakerjaan paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Program ketenagakerjaan terdiri atas
program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKm), program jaminan hari tua (JHT), dan program
jaminan pensiun (JP).

Dalam pelaksanaan program JKN, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disikapi dengan baik, agar tidak
menimbulkan risiko fiskal di masa yang akan datang. Salah satu potensi risiko fiskal di tahun 2014 adalah ketidaksesuaian
antara besaran iuran yang telah ditetapkan dan diterima oleh BPJS Kesehatan dengan besaran klaim yang harus dibayarkan
oleh BPJS Kesehatan kepada penyedia jasa kesehatan. Besaran iuran JKN disajikan sebagai berikut.

TABEL BESARAN IURAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No Kelomnok Besaran luran Manfaat
) P (Per Orang Per Bulan) Akomodasi Medis
1 PBI Rp19.225 | Kelas 3
. . - Kelas 2 bagi golongan | dan Il
0,
2 Pegawai Negeri RGN Kelas | bagi golongan 1l dan IV
. N 4,5% dari gajilupah* | Kelas 2 bagi pegawai dengan gaji s.d. 1,5 PTKP K1
3 Pegawal Swasta 5% dari gajilupah** | Kelas 1 bagi pegawai dengan gaji s.d. 1,5-2 PTKP K1 L]
Pekerja bukan Rp25.500 | Kelas 3
4 penerima upah & Rp42.500 | Kelas 2
bukan pekerja Rp59.500 | Kelas 1

Pemerintah mendesain program jaminan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan 3 (tiga) hal
penting yaitu kecukupan manfaat (adequacy), kemampuan membayar (affordability), dan kesinambungan program
(sustainability). Potensi risiko fiskal yang berasal dari implementasi program ketenagakerjaan SJSN di tahun 2014 relatif
kecil, karena jumlah akumulasi iuran program diperkirakan masih mencukupi untuk mendanai klaim. Hal ini mengingat saat
ini program JKK dan program JKm memiliki aset bersih yang relatif besar, yang berasal dari alokasi pengalihan aset PT
Jamsostek. Demikian juga untuk program JHT mempunyai potensi risiko fiskal yang relatif kecil, karena penyelenggaraan
programnya dilaksanakan berdasarkan skema iuran pasti. Selanjutnya, program JP juga diyakini mempunyai potensi risiko
fiskal yang relatif kecil, mengingat masa iuran wajib minimal selama 15 tahun.

3) Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah
modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (Bl), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur di dalam peraturan
perundangundangan.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal Bl ditetapkan berjumlah
sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bl yang mengakibatkan
modalnya berkurang dari Rp2,0 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum
guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan untuk cadangan
umum, jumlah modal Bl masih kurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap kewajiban
moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, Bl akan memberikan bagian kepada Pemerintah atas surplus B
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam
hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam
Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari
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Pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh
Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2013, ekuitas (modal) LPS telah
berkembang menjadi sebesar Rp31,7 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi
risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun.
Dalam hal modal LPEl menjadi berkurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN
berdasarkan mekanisme yang berlaku. Pada tahun 2014, ekuitas LPEI diperkirakan akan mencapai Rp10,0 triliun. Ekuitas
tersebut diperkirakan cukup untuk mendukung target pembiayaan sebesar Rp44,7 triliun, penjaminan sebesar Rp3,5 triliun
dan asuransi sebesar Rp0,5 triliun.

4) Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum yang dapat menimbulkan risiko fiskal kepada Pemerintah berupa gugatan perdata dan Tata Usaha Negara
(TUN) ditujukan kepada Pemerintah. Risiko fiskal yang kemungkinan akan timbul adalah berupa potensi pengeluaran negara
dari APBN, potensi hilangnya kepemilikan aset tanah dan bangunan karena kepemilikannya dipersengketakan, maupun yang
berupa hilangnya potensi penerimaan negara.

Nilai tuntutan yang akan menjadi beban Pemerintah adalah hanya perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht), Pemerintah tidak mempunyai upaya hukum lainnya termasuk upaya hukum luar biasa, dan telah dianggarkan.
Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah /nkracht diupayakan melalui anggaran masing-masing K/L. Upaya mitigasi
dalam rangka mengurangi risiko fiskal Pemerintah dalam menghadapi tuntutan hukum kepada Pemerintah, diupayakan
melalui upaya hukum semaksimal mungkin oleh masing-masing KIL.

Keputusan atas Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang Telah /nkracht

Sesuai kebijakan akuntansi yang telah diambil pemerintah untuk Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht), pemerintah mengungkapkan pada CPL yang merupakan bagian dari Catatan atas
Laporan Keuangan Neraca. Pada tahun 2014, keputusan pengadilan yang telah /nkracht terdapat pada 2 Kementerian
dengan nilai sebesar Rp171.759.014.981.

13. BMN /d/e (/dle Asset)

Terdapat BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN /dle berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, akan tetapi sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014 belum diserahkan kepada Pengelola Barang sebesar Rp9.304.454.001 yang terdiri dari tanah dengan
nilai perolehan sebesar Rp7.048.556.000 dan Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp2.255.898.001, dikarenakan
proses serah terima belum selesai dilaksanakan di masing-masing KPKNL terkait. Adapun BMN /d/e yang belum diserahkan
tersebut berada di Lampung, Bengkulu, dan Jawa Timur.

Guna menindaklanjuti amanat Pasal 4 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara
Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Kementerian
Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dan ketentuan teknis tentang Prosedur Kerja dan
Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga.

Dua peraturan di atas menjadi pedoman Kementerian Keuangan dalam melakukan prosedur penetapan dan pengelolaan BMN /dlk
yang sejak tahun 2013 telah diimplementasikan.

14. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment & Site Restoration (ASR)
KKKS

Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) KKKS merupakan dana yang diminta untuk disisihkan oleh KKKS setiap tahun
dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan untuk dicadangkan dalam rangka pemulihan wilayah operasi pertambangan pasca masa
ekslpoitasi, yaitu untuk membongkar fasilitas operasi migas yang akan ditinggalkan, yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan
diberlakukan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery).

Pencadangan dana ASR juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang
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15.

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu;

2) Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran;

3) Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan
khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang

USD ke rekening bersama (joint account) antara KKKS dengan SKK Migas selama jangka waktu pengumpulan, dan atas dana

tersebut tidak dapat digunakan tanpa adanya otorisasi dari kedua belah pihak.

Pengelolaan dan pengawasan dana ASR selama ini berada dibawah pengendalian SKK Migas sebagai institusi yang mempunyai
tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR tersebut selanjutnya
dipertanggungjawabkan oleh SKK Migas melalui Laporan Keuangan SKK Migas (Buku 1) dan Laporan Informasi Keuangan
Kontrak Kerja Sama Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Buku II).

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2014, total saldo dana ASR yang ditempatkan di rekening bersama adalah
USD634,655,752.86 termasuk di dalamnya jasa giro sebesar USD12,030,266.65. Selain itu, SKK Migas dalam Laporan
Keuangannya juga masih mencatat piutang atas ASR yang seharusnya disetorkan setiap per semester oleh KKKS sebesar
USD14,200,875.38, sehingga total kewajiban ASR yang seharusnya dipenuhi oleh KKKS sampai dengan posisi per 31 Desember
2014 adalah sebesar USD636,826,361.59.

Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 perihal Usulan
Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka
koreksi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebankan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai
Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola “fixed payment and fixed term”, dengan klausul
antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (operating and maintenance) menjadi unsur cost recovery. Selanjutnya dengan
surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa
pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp 18,2 triliun.

Dalam perkembangannya, mengacu kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 23
Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset
Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan Sewa Aset dalam Laporan Keuangan
Tahun 2003 s.d. 2013 dengan nilai total terhutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.034.258.793.769.

Dari total tagihan Piutang Sewa BMN per tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp3.182.271.417.855, PT Pertamina (Persero) telah
melakukan penyetoran Piutang Sewa ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 31 Desember 2014 dengan nilai setoran
sebesar Rp2.227.577.829.637.

Pemanfaatan Kilang LNG Arun

Berdasarkan Agreements for Use and Operation of Plant 2nd Amendment antara Pertamina dan PT Arun NGL, pengoperasian
kilang LNG Arun oleh PT Arun NGL berakhir pada saat berakhirnya Kontrak Penjualan LNG, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014
saat pengapalan cargo LNG yang terakhir.

Terkait masa depan operasi kilang, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-249/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan S-
250/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014, biaya sewa aktiva kilang LNG Arun dibebankan kepada PT Pertamina (Persero) dan
Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. dan besaran tarifnya akan ditetapkan kemudian.

Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak

Terkait pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-651/MK.6/2011 tanggal 20 Oktober
2011 hal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak, diputuskan bahwa pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, baik
oleh Kontraktor KKS dan/atau PT Pertamina dalam rangka perpanjangan kontrak ataupun penyediaan sumber gas baru secara
komersial, diwajibkan menyetorkan biaya pemanfaatan BMN kepada Negara.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.06/2014 tanggal 18 September 2014 hal Persetujuan
Pemanfaatan BMN Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Untuk Proyek /ndonesia Deepwater Development (IDD) Chevron, diputuskan
bahwa aktiva kilang LNG Badak dapat dimanfaatkan untuk Proyek IDD Chevron selama 10 tahun (tahun 2018-2027) dengan tarif
pemanfaatan sebesar USD 0,22/mmbtu, di luar biaya aperating and maintenance serta capital expenditure.
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16. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (0JK)

Otoritas Jasa Keuangan (0JK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
0JK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c¢) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. 0JK
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sejak tanggal 31 Desember 2013, beralih dari Bank
Indonesia ke 0JK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 0JK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang
bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak industri jasa keuangan
belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan 0JK. Selain yang
telah dialokasikan Pada TA 2012 dan TA 2013 untuk persiapan pendirian 0JK dialokasikan pada APBN masing-masing sebesar
Rp212.031.418.000 dan sebesar Rp1.645.293.987.000, pada TA 2014 dialokasikan sebesar Rp2.408.282.840.000 di Bagian
Anggaran 999.08.

17. Dana Jaminan Sosial

Dalam upaya memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, Pemerintah pada tahun 2004
menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN ini dibangun untuk
mengemban amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” (Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan
Nasional 2012-2019 Republik Indonesia).

SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota
keluarga, sehingga mendapat perlindungan atas hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena
sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Dalam upaya mewujudkan tujuan SJSN untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejaheraan sosial bagi seluruh rakyat,
pemerintah pada tahun 2011 membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan menetapkan UU Nomor 24 Tahun
2011 tentang BPJS. BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba,
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan dana
jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial nasional yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan tujuan sistem
jaminan sosial tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 60, BPJS mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan
sosial sejak 1 Januari 2014. Kemudian dengan berjalannya jaminan sosial BPJS, maka Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) tidak
lagi menyelenggarakan program jaminan sosial yang dikelolanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sumber aset Dana Jaminan
Sosial terdiri atas:

1. luran jaminan termasuk bantuan iuran;
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2. Hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
3. Aset program jaminan yang menjadi hak peserta dari BUMN yang menjalankan jaminan program;
4. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi defisit, maka Dana Jaminan Sosial dapat mengajukan pinjaman kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
dan/atau Pemerintah dapat mencairkan Dana Cadangan Jaminan Sosial untuk menjaga program jaminan sosial terus berjalan.

18. Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2013

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun rencana
tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2013 dan menyampaikannya kepada BPK. Perkembangan
pelaksanaan  rencana  tindak  lanjut  dimaksud  sebagaimana  dapat dilihat pada Lampiran  41.
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Saldo Awal Kas per 1
Januari 2014 sebesar
Rn67,89 triliun

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS
D.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldlo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2014 adalah sebesar
Rp67.688.241.149.218, yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31
Desember 2013 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2014. Apabila
dibandingkan dengan Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2013 sebesar
Rp71.269.038.227.212, Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Setelah Koreksi TA 2014
mengalami penurunan sebesar Rp3.580.797.077.994 yang disebabkan antara lain oleh
penurunan Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2014.

Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU:
Kas BUN di BI 43.737.911.964.052 37.382.696.367.039
Kas di KPPN 2.666.720.204.356 16.207.882.323.813
Kas pada BLU yang telah disahkan 20.185.201.347.614 17.331.515.069.465
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan 1.114.849.200.667 656.246.733.463

Saldo Awal Kas BUN, KPPN dan BLU Sebelum Penyesuaian 67.704.682.716.689 71.578.340.493.780
Penyesuaian Saldo Awal
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU*) (10.266.475.988) 24.491.001.778

Penyesuaian Saldo Awal KPPN**) (333.191.751.036)

(6.175.091.483)

Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah (601.517.310)

Total Penyesuaian Saldo Awal (16.441.567.471) (309.302.266.568)

Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah

Penyesuaian 67.688.241.149.218 71.269.038.227.212

Keterangan:

*) Penyesuaian saldo awal BLU adalah perubahan saldo awal kas BLU Tahun 2014 dibandingkan saldo akhir Tahun
2013 melalui Memo Penyesuaian koreksi terhadap pendapatan dan belanja yang telah disahkan pada tahun
anggaran sebelumnya. Penyesuaian ini terjadi pada KPPN Bandung |, KPPN Mataram, dan KPPN Tangerang.

Penyesuaian kas BLU di KPPN Malang dilakukan karena kesalahan pencatatan saldo awal kas BLU tahun 2013.

KPPN Jumlah (Rp)
KPPN Bandung | (15.079.740.693)
KPPN Malang (3.788.281.465)
KPPN Mataram (370.234.000)
KPPN Tangerang 8.971.780.170
Total (10.266.475.988)

Selain itu terdapat perpindahan satker BLU mitra kerja antar KPPN yang terjadi pada KPPN Jakarta I, KPPN
Jakarta I, KPPN Jakarta Ill, KPPN Jakarta V, KPPN Jakarta VI, KPPN Jakarta VII, dan KPPN Batam, yaitu:

KPPN Batam 695.607.144.100
KPPN Jakarta V (389.186.978.644)
KPPN Jakarta VI 409.666.215.579
KPPN Jakarta | (695.607.144.100)
KPPN Jakarta Il (409.666.215.579)
KPPN Jakarta IlI (215.661.002.418)
KPPN Jakarta VII 604.847.981.062
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Kenaikan Kas pada
TA 2014 sebesar
Rp21,83 triliun

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar minus Rp6.175.091.483 merupakan penyesuaian atas Kas di KPPN

yaitu:
KPPN Jumlah (Rp)
KPPN Dumai 449.818
KPPN Jakarta V (6.118.941.475)
KPPN Waingapu (56.600.000)
KPPN Penerimaan 24
Dit PKN 150

Total

(6.175.091.483)

Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Dumai sebesar Rp449.818 dikarenakan adanya penyesuaian terhadap

kesalahan pencatatan kiriman uang.

Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Jakarta V sebesar Rp6.118.941.475 disebabkan perpindahan wilayah

kerja KPPN.

Penyesuaian saldo pada KPPN Waingapu disebabkan karena permasalahan gagal /oad yang mengakibatkan data
induk SPM/SP2D rusak/hilang, untuk SP2D nomor 409701Z senilai Rp3.000.000 dan nomor 4096997 senilai
Rp53.600.000. SP2D tersebut muncul pada rekening koran namun tidak muncul pada aplikasi SP2D dan

bendum.

Penyesuaian saldo awal untuk KPPN Penerimaan dan Direktorat PKN disebabkan karena pembulatan.

Terdapat perpindahan satker penerima hibah langsung mitra kerja antar KPPN yang terjadi pada KPPN Jakarta Il

dan Jakarta VII, yaitu:

KPPN Jumlah (Rp)
KPPN Jakarta Il (170.775.941.353)
KPPN Jakarta VII 170.775.941.353

D.1.2. PERUBAHAN KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2014 dan TA 2013

adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi

(80.075.491.013.141)

(31.315.5678.643.473)

Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset
Non Keuangan

(146.616.5651.156.291)

(180.357.079.211.868)

Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan 248.892.825.676.520 237.394.577.321.194
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran 3.3563.789.742.647 105.939.109.944
Koreksi Pembukuan:
Penggunaan SAL > (30.000.000.000.000)
Penyesuaian Pembukuan *) (3.720.440.807.080) 607.785.913.678
Kenaikan (Penurunan) Kas 21.834.132.442.655 (3.564.355.510.525)

*) Penyesuaian Pembukuan TA 2014 sebesar minus Rp3.720.440.806.530, terdiri dari:

No. Uraian Jumlah (Rp)
1. Penyesuaian Kas KPPN 2.000.001
2. Penyesuaian Kas Hibah (974.989.900)
3. Selisih kurs Unrealized 33.221.135.603
4. Penyesuaian pendapatan TA yang lalu (61.260.251.519)
5. Penyesuaian SILPA (2.632.428.701.113)
6. Penyesuaian Kas BLU (1.059.000.000.000)
7. Penyesuaian Pembulatan (152)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan (3.720.440.807.080)

Rincian penyesuaian pembukuan sebesar minus Rp3.720.440.807.080 terdiri dari:
1. Penyesuaian pembukuan kas di KPPN terjadi pada 2 (dua) KPPN sebesar Rp2.000.001 yaitu

KPPN Rengat dan KPPN Biak.

a. Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Rengat sebesar Rp1 merupakan penyesuaian terhadap

pembulatan angka di aplikasi.

b. Penyesuaian kas di KPPN pada KPPN Biak sebesar Rp2.000.000 dikarenakan adanya
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kesalahan pencatatan pelimpahan pada Pos Persepsi Tahun 2013 yang dikoreksi pada
Januari 2014.
2. Penyesuaian pembukuan kas hibah sebesar minus Rp974.989.900 untuk mencatat pengurangan
kas hibah langsung terkait transaksi penyetoran kas hibah ke donor atau kas negara.

3. Selisih Kurs Belum Terealisasi sehesar Rp33.221.135.603 terdiri dari :
a. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Rekening KUN sebesar minus Rp26.994.723.951
b. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Rekening Pinjaman dan Hibah sebesar
Rp30.674.843.567
c. Selisih Kurs Belum Terealisasi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebesar
Rp29.541.015.987

4. Penyesuaian Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu sebesar minus Rp61.260.251.519 terdiri
dari :
a. Penyesuaian pendapatan hibah tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp7.043.965.243
b. Penyesuaian pendapatan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu pada atas Rekening Pinjaman dan
Hibah sebesar minus Rp34.557.853.165.
c. Penyesuaian Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar minus Rp19.658.433.111.

5. Penyesuaian SiLPA kode akun 311211 sebesar minus Rp2.632.428.701.113 merupakan
penyesuaian atas selisih kurs, yaitu :
a. Penyesuaian Selisih kurs pada RKUN sebesar minus Rp2.652.908.438.346
b. Penyesuaian Selisih Kurs pada Rekening Pinjaman dan Hibah sebesar Rp20.479.737.233

6. Penyesuaian Kas BLU sebesar minus Rp1.059.000.000.000 sebagai pencatatan pengurangan
kas BLU BPJT terkait penyetoran surplus kas BLU ke Rekening Kas Negara.

7. Penyesuaian pembulatan sebesar minus Rp151 merupakan pembulatan angka terhadap
perhitungan seluruh transaksi yang disebabkan mekanisme aplikasi.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 28.

Grafik 28: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

Catatan atas Laporan Keuangan -190-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

Saldo Akhir Kas dan
Bank per 31
Desember 2014
sebesar Rn95,73
triliun

D.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp95.726.676.423.301
merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas
pemerintah tahun berikutnya. Dibandingkan dengan TA 2013, terdapat kenaikan Saldo Akhir Kas
dan Bank TA 2014 sehesar Rp12.317.666.273.258. Rincian Saldo Akhir Kas dan Bank per 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*®)

89.522.373.591.873

67.704.682.716.689

Rekening Pemerintah Lainnya

4.648.771.715.828

9.999.484.261.911

Kas di Bendahara Pengeluaran 316.874.974.276 342.891.820.960
Kas di Bendahara Penerimaan 147.819.027.491 225.839.936.566
Kas Lainnya dan Setara Kas™*) 5.404.286.309.734 6.248.372.302.671
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***) 69.171.469.129 70.046.094.641

Kas pada BLU yang telah Didepositokan
(Investasi Jangka Pendek)

(4.382.620.665.030)

(1.182.306.983.395)

Jumlah Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

95.726.676.423.301

83.409.010.150.043

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung yang berasal dari catatan BUN terdiri

dari:
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI 58.238.862.209.607 43.737.911.964.052
Rekening Kas di KPPN 2.843.557.011.256 2.666.720.204.356
Kas di BLU yang Sudah Disahkan 27.650.268.834.909 20.185.201.347.614

Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan

789.685.536.101

1.114.849.200.667

Jumlah

89.522.373.591.873

67.704.682.716.689

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2014 sebesar Rp27.650.268.834.909 termasuk Kas
yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp4.382.620.665.030 oleh Satker

BLU.

*¥*) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5.404.286.309.734 berasal dari saldo kas yang
berada di Bendahara Pengeluaran selain Uang Persediaan menurut neraca sebesar
Rp6.193.971.845.835 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah

disahkan sebesar Rp789.685.536.101.

***) Kas pada BLU sebesar Rp69.171.469.129 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan
oleh KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Total Kas pada BLU menurut K/L 23.336.819.639.008 19.072.940.458.860

Kas pada BLU yang telah Didepositokan

(Investasi Jangka Pendek) 4.382.620.665.030 1.182.306.983.395
27.719.440.304.038 20.255.247.442.255

Dikurangi:

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN 27.650.268.834.909 20.185.201.347.614

Total Kas pada BLU yang belum disahkan 69.171.469.129 70.046.094.641

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp27.650.268.834.909 berasal dari

perhitungan sebagai berikut (Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Saldo awal BLU 20.185.201.347.614 | 17.331.515.069.465
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU (10.266.475.988) 24.491.001.778

Pendapatan BLU

29.681.044.008.519

24.648.239.915.152

Belanja Barang BLU

(18.971.427.659.265)

(16.673.608.901.933)

Belanja Modal BLU

(2.144.953.167.012)

Pemindahbukuan Rek Kas BLU ke Bank Persepsi

(2.175.282.385.971)

(3.000.000.000.000)
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Koreksi kas BLU (1.059.000.000.000) (482.569.836)
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN 27.650.268.834.909 | 20.185.201.347.614

Perbedaan Saldo Kas Hibah Langsung antara LK K/L dan LK BUN

Dalam TA 2014 terdapat perbedaan sebesar Rp110.202.666.962 antara saldo Kas Hibah
Langsung dalam LK K/L yang terdapat dalam Neraca sebesar Rp679.477.745.529 dengan saldo
Kas Hibah Langsung menurut BUN sebesar Rp789.685.536.101. Perbedaan secara rinci per
satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran 11.

Perbedaan Saldo Kas BLU antara LK KJL dan LK BUN

Dalam TA 2014 terdapat perbedaan sebesar Rp69.171.469.129 antara saldo Kas BLU dalam
LK K/L yang terdapat dalam Neraca sebesar Rp27.719.440.304.038 dengan saldo Kas BLU
yang disahkan oleh KPPN menurut BUN sebesar Rp27.650.268.834.909. Perbedaan secara
rinci per satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran 11.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS
Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk
Aktivitas Operasi . . . . .
sebesar minus kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2014. Arus
Ro80,08 triliun Kas Be.r3|h fiarl Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp80.075.491.013.141, dengan rincian
sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Arus Kas Masuk 1.548.276.732.163.442 1.436.403.062.653.687
Dikurangi Arus Kas Keluar 1.628.352.223.176.583 1.467.718.641.297.160
Arus Kas Bersih (80.075.491.013.141) (31.315.578.643.473)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan
operasional pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
Dari arus kas bersih aktivitas operasi TA 2014 sebesar minus Rp80.075.491.013.141
menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai
seluruh kegiatan operasional Pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2013, terdapat penurunan
arus kas bersih sebesar Rp48.759.912.369.668.

D.2.1.Penerimaan Perpajakan

/CZ%;”::: Penerimaan Perpajakan pada TA 2014 sebesar Rp1.146.865.769.098.252 terdiri dari

Ro1. 146,87 trilun Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.103.217.635.957.204 dan Penerimaan Pajak
Perdagangan Internasional sebesar Rp43.648.133.141.048. Penerimaan Perpajakan ini
merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2014
setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA
2014 dan 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

| Uraian | TA 2014 (Audited) |  TA 2013 (Audited) |
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Pajak Penghasilan
sebesar Rp546,18
triliun

PPN dan PPnBM
sebesar Rp409,18
triliun

Pajak Dalam Negeri
Pajak Penghasilan (PPh) 546.180.870.340.008 506.442.796.872.651
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang
Mewah (PPN & PPnBM) 409.181.627.426.617 384.713.518.912.993

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

23.476.231.891.365

25.304.582.771.965

Cukai

118.085.549.812.883

108.452.081.324.579

Pajak Lainnya

6.293.356.486.331

4.937.083.421.083

Jumlah Penerimaan Pajak DN

1.103.217.635.957.204

1.029.850.063.303.271

Pajak Perdagangan Internasional

Bea Masuk 32.319.129.733.990 31.621.250.024.724
Bea Keluar 11.329.003.407.058 15.835.366.230.277
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan
Internasional 43.648.133.141.048 47.456.616.255.001

Penerimaan Perpajakan

1.146.865.769.098.252

1.077.306.679.558.272

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2014 lebih besar Rp69.559.089.539.980

atau 6,46 persen dibandingkan Penerimaan Perpajakan dalam TA 2013.

D.2.1.1. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2014 adalah sebesar Rp546.180.870.340.008
yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh
pada TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
PPh Migas
PPh Minyak Bumi 30.327.511.076.496 32.363.301.224.444
PPh Gas Alam 57.118.137.210.691 56.384.134.954.761
PPh Migas Lainnya 14.913.780 12.229.088
Jumlah PPh Migas 87.445.663.200.967 88.747.448.408.293
PPh Non Migas
PPh Pasal 21 105.650.628.028.716 90.162.275.144.909
PPh Pasal 22 7.256.207.053.418 6.837.153.122.927
PPh Pasal 22 Impor 39.453.958.770.804 36.332.464.974.534
PPh Pasal 23 25.517.229.950.252 22.207.243.817.727
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 4.704.497.307.307 4.383.412.280.039
PPh Pasal 25/29 Badan 148.361.812.336.141 154.294.874.300.998
PPh Pasal 26 34.729.211.219.726 27.983.972.009.476

PPh Final dan Fiskal LN

87.318.711.619.075

71.570.842.143.275

PPh Ditanggung Pemerintah 5.655.283.226.993 3.886.193.422.937
PPh Non Migas Lainnya 87.667.626.609 36.917.247.536
Jumlah PPh Non Migas 458.735.207.139.041 417.695.348.464.358
Jumlah Pajak Penghasilan 546.180.870.340.008 506.442.796.872.651

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2014 lebih besar
Rp39.738.073.467.357 atau 7,85 persen dibandingkan penerimaan Pajak Penghasilan TA

2013.

D.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN &PPnBM) untuk TA
2014 adalah sebesar Rp409.181.627.426.617. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah

sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri 251.387.204.511.035 238.309.752.684.913
PPN dan PPnBM Impor 157.639.549.819.942 146.270.495.713.343
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Penerimaan PBB
sebesar Rp23,48
triliun

Penerimaan cukai
sebesar Rp118,09
triliun

Penerimaan Pajak
Lainnya sebesar
Rp6,23 triliun

PPN dan PPnBM lainnya

154.873.095.640

133.270.514.737

Jumlah PPN dan PPnBM

409.181.627.426.617

384.713.518.912.993

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA
2014 lebih besar Rp24.468.108.513.624 atau 6,36 persen dari TA 2013.

D.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan

(PBB) pada TA 2014 adalah sebesar
Rp23.476.231.891.365. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam

Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

PBB Pedesaan 1.734.007.582 750.059.903.382
PBB Perkotaan 1.170.228.956 1.366.288.386.715
PBB Perkebunan 1.479.401.376.338 1.323.5643.592.844
PBB Kehutanan 365.532.221.254 293.834.940.779
PBB Pertambangan 1.021.593.867.517 630.195.395.934
PBB Migas 20.604.215.952.849 20.940.660.552.311
PBB Pertambangan Panas Bumi 2.584.236.869 -
Jumlah Penerimaan PBB 23.476.231.891.365 25.304.582.771.965

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2014 lehih kecil
Rp1.828.350.880.600 atau 7,23 persen dari TA 2013.

D.2.1.4. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2014 adalah sebesar Rp118.085.549.812.883, dengan rincian

sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Cukai Hasil Tembakau 112.544.199.625.328 103.560.193.054.883
Cukai Ethyl Alkohol 166.469.693.536 159.091.509.515

Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol

5.342.173.432.720

4.688.176.497.000

Denda Administrasi Cukai

21.805.848.618

32.495.144.662

Cukai Lainnya
Jumlah Penerimaan Cukai

10.901.212.681

12.125.118.519

118.085.549.812.883

108.452.081.324.579

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2014 lebih besar Rp9.633.468.488.304 atau

8,88 persen dari Penerimaan Cukai TA 2013.

D.2.1.5. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp6.293.356.486.331. Rincian
Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penjualan Benda dan Bea Materai 4.935.281.813.129 4.269.589.801.257
Pendapatan PPn Batubara 388.251.982.792 345.029.515.313

Pajak Tidak Langsung 1.081.764.558 1.346.272.042
Bunga Penagihan Pajak:
Bunga Penagihan PPh 780.847.107.105 119.031.157.245
Bunga Penagihan PPN 185.172.632.577 198.018.393.454
Bunga Penagihan PPnBM 2.561.855.293 3.988.555.918
Bunga Penagihan PTLL 159.330.877 79.725.854
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Pajak Perdagangan
Internasional sebesar
Rn43,65 triliun

Penerimaan PNBP
sebesar Rp398,45
triliun

Penerimaan SDA
sebesar Rp240,85
triliun

| Jumlah Pajak Lainnya

| 6.293.356.486.331 |

4.937.083.421.083 |

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2014 lebih besar Rp1.356.273.065.248

atau 27,47 persen dari TA 2013.

D.2.1.6. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak  Perdagangan

Internasional pada
Rp43.648.133.141.048, vyang terdiri

dari  Penerimaan

TA 2014

adalah
Masuk

sebesar
sebesar

Rp32.319.129.733.990 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp11.329.003.407.058. Rincian
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Bea Masuk
Bea Masuk 30.542.300.036.455 29.560.105.914.820
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil) 2.371.562.000 289.294.159
Pendapatan Denda Administrasi Pabean 614.024.738.088 685.359.813.314
Bea Masuk dalam rangka KITE 1.002.512.056.324 1.148.308.923.167
Denda atas sanksi administrasi 75.000.000 25.000.000
Bea Masuk - Ditanggung Pemerintah 131.312.505.000 191.572.181.000
Pabean Lainnya 26.533.836.123 35.588.898.264
Jumlah Bea Masuk 32.319.129.733.990 31.621.250.024.724
Bea Keluar 11.329.003.407.058 15.835.366.230.277
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional 43.648.133.141.048 47.456.616.255.001

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2014 lebih kecil
Rp3.808.483.113.953 atau 8,03 persen dari TA 2013.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) pada TA 2014

adalah  sebesar

Rp398.454.061.434.910, yang berarti lebih besar Rp43.891.556.545.561 atau 12,38 persen
dari TA 2013 sebesar Rp354.562.504.889.349.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba

BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

D.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2014 adalah sebesar Rp240.848.282.407.860.
Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi

SDA, yang terdiri dari:

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Pendapatan Minyak Bumi 139.174.307.803.380 135.329.234.847.290
Pendapatan Gas Alam 77.701.803.216.997 68.300.185.200.293
Pendapatan Pertambangan Umum 19.300.421.200.975 18.620.492.963.389
Pendapatan Kehutanan 3.699.872.441.655 3.060.373.940.552
Pendapatan Perikanan 216.367.232.525 229.350.562.720
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 755.510.512.328 866.551.747.296
Jumlah Penerimaan SDA 240.848.282.407.860 226.406.189.261.540

Dengan demikian, Penerimaan Sumber

Daya Alam pada TA 2014 lebih besar
Rp14.442.093.146.320 atau 6,38 persen dari TA 2013.
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Penerimaan Bagian
Pemerintah atas Laba
BUMN sebesar
Rn40,31 triliun

Penerimaan PNBP
Lainnya sebesar
Rp87,61 triliun

Penerimaan BLU
sebesar Rn29,68
triliun

D.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2014 adalah sebesar
Rp40.314.429.901.560, yang berarti lebih besar Rp6.288.825.851.286 atau 18,48 persen
dari TA 2013 sebesar Rp34.025.604.050.274.

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai
penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

D.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya
Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2014 adalah sebesar Rp87.610.305.116.971. Penerimaan
ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 17.002.808.332.786 10.348.855.443.833
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas 16.332.224.156.049 13.461.844.460.369
Pendapatan Sewa 293.342.385.777 291.228.758.879
Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2.477.501.155.958 33.556.178.476
Pendapatan Jasa | 22.755.458.452.713 19.036.310.373.473

Pendapatan Jasa Il

1.266.227.876.481

1.369.732.058.143

Pendapatan Jasa Luar Negeri

593.851.252.292

564.917.113.293

Pendapatan Jasa Perbankan 540.827.508 567.548.510
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas

Penempatan Uang Negara 3.683.705.584.425 2.751.039.444.796
Pendapatan Jasa Kepolisian 3.612.922.162.495 3.509.309.765.336
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol 226.868.919.930 213.053.134.699
Pendapatan Jasa Kepolisian Il 117.803.552.951 131.425.870.986
Pendapatan Jasa Lainnya 206.896.858.780 150.766.900.520
Pendapatan Bunga 1.998.227.378.007 2.157.0565.147.430
Pendapatan Gain On Bond Redemption 60.188.000.000 260.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 2.426.200.377.000 2.712.015.999.000

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak
Pidana Korupsi

2.870.177.786.886

278.486.542.196

Pendapatan Pendidikan

3.006.395.763.012

2.287.742.131.383

Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

648.825.726.560

278.930.683.217

Pendapatan luran dan Denda

1.689.358.941.406

1.398.128.607.728

Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL

4.323.104.102.951

5.201.515.618.841

Pendapatan Pelunasan Piutang

92.372.189.161

315.675.651.865

Pendapatan dari Penutupan Rekening

16.912.434.135

93.362.764.134

Pendapatan Selisih Kurs

897.567.700.155

Penerimaan Kembali Belanja TAYL II

1.613.680.820

1.770.265.769.281

Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN 967.600.942
Pendapatan Lain-lain 1.008.241.917.791 1.126.425.695.995
Jumlah PNBP Lainnya 87.610.305.116.971 69.482.471.662.383

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2014 lebih besar
Rp18.127.833.454.588 atau 26,09 persen dari TA 2013.

D.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2014 adalah sebesar
Rp29.681.044.008.519, yang terdiri dari (dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Pendapatan Jasa Layanan Umum

26.495.707.691.213

21.704.391.604.873

Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum

91.265.971.812

108.230.165.667

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

1.233.373.294.610

1.339.038.388.726

Pendapatan BLU Lainnya

1.860.697.050.884

1.496.579.755.886
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Penerimaan Hibah

sebesar Rp2,96 triliun

Belanja Pegawai
sebesar Rp243,72
triliun

| Jumlah Penerimaan BLU | 29.681.044.008.519 |  24.648.239.915.152 |

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2014 lebih besar Rp5.032.804.093.367 atau
20,42 persen dari TA 2013.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.956.901.630.280. Pendapatan ini
merupakan penerimaan negara dalam bentuk uang baik terencana maupun langsung yang
berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri
lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral,

multilateral dan hibah luar negeri lainnya.

Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Hibah Luar Negeri

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Hibah Dalam Negeri

Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang 684.000.000 1.694.593.930
Hibah Dalam Negeri Langsung - Lembaga/Badan Usaha 25.995.124.749 125.229.823.031
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemda 613.994.119.620 | 1.056.935.885.195
Hibah Dalam Negeri Langsung - Pemda - 5.076.150.000
Jumlah Hibah Dalam Negeri 640.673.244.369 | 1.188.936.452.156

Hibah Luar Negeri - Bilateral 663.199.145.545 834.963.018.773
Hibah Luar Negeri — Multilateral 832.907.559.434 | 1.151.978.658.565
Hibah Luar Negeri Lainnya - 101.246.491
Hibah Luar Negeri Langsung - Perorangan 1.105.195.518 177.934.000
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral 200.999.504.252 313.994.295.486
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral 571.002.636.538 989.733.078.584
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya 47.014.344.624 53.993.522.011
Jumlah Hibah Luar Negeri 2.316.228.385.911 | 3.344.941.753.910
Jumlah Hibah 2.956.901.630.280 | 4.533.878.206.066

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2014 lebih kecil Rp1.576.976.575.786 atau
34,78 persen dari TA 2013.

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri)
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali
pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Belanja Pegawai pada TA 2014
adalah sebesar Rp243.719.624.006.422, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 69.062.605.714.465 62.559.867.616.768
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 49.077.210.855.866 46.479.411.957.065
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 533.365.765.764 696.117.985.588
Belanja Gaji Dokter PTT 968.223.254.156 1.041.867.532.888

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS 388.555.991.109 290.025.917.126

Belanja Honorarium 1.535.233.652.099 1.849.645.392.876

Belanja Lembur 592.869.788.020 671.454.854.543

Belanja Vakasi 283.677.067.712 274.929.984.523

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito 32.909.571.661.443 26.353.168.742.159

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu 83.880.127.701.475 78.461.940.882.847

Belanja Asuransi Kesehatan 4.488.182.554.313 2.780.143.068.089

Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran 229.402.937.902
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Belanja Barang
sebesar Rp175,14
triliun

Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp133,44 triliun

| Total Belanja Pegawai | 243.719.624.006.422 | 221.687.976.872.374 |

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2014 mengalami kenaikan Rp22.031.647.134.048
atau 9,94 persen dibandingkanTA 2013.

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2014 adalah sebesar Rp175.144.475.400.158 yang merupakan
pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung
kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut

(dalam Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Belanja Barang

74.827.998.231.027

77.832.230.968.636

Belanja Jasa

21.772.290.205.459

21.112.795.448.644

Belanja Pemeliharaan

18.197.182.298.416

13.181.035.547.365

Belanja Perjalanan

31.097.100.473.841

26.539.140.306.676

Belanja Barang BLU

18.971.427.659.265

16.673.608.901.933

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda

9.942.817.197.335

12.572.194.181.689

Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden
dan/atau wakil presiden

335.669.334.815

Jumlah Belanja Barang

175.144.475.400.158

167.911.005.354.943

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2014 ini lebih besar Rp7.233.470.045.215 atau 4,31
persen dibandingkan TA 2013.

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2014 sebesar Rp133.441.688.595.776 merupakan
pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal,
baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman,
dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami
kenaikan Rp20.408.242.345.376 atau 18,06 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA
2013 sebesar Rp113.033.446.250.400.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang
Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp118.839.348.587.455 dan
Rp14.602.340.008.321 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp118.839.348.587.455
merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang
rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai

berikut (dalam Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri

99.196.289.575.671

81.771.062.528.088

Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri

11.288.468.678.076

8.861.197.134.070

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara DN 6.071.895.166.500 5.737.047.038.080
Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption 309.420.460.000 722.579.964.500
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri 1.972.959.941.500 1.221.688.009.000
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas 40.831.883 145.935.666
Belanja Pembayaran Denda 273.933.825 397.544.480.438
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN 118.839.348.587.455 98.711.265.089.842
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Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan
Rp20.128.083.497.613 atau 20,39 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam
Negeri TA 2013 sebesar Rp98.711.265.089.842.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.602.340.008.321 merupakan
pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan
rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Belanja Bunga Pinjaman Program 3.969.972.019.672 3.999.626.884.969
Belanja Bunga Pinjaman Proyek 10.632.367.988.649 10.322.554.275.589
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN 14.602.340.008.321 14.322.181.160.558

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan Rp280.158.847.763
atau 1,96 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri TA 2013 sebesar
Rp14.322.181.160.558.

D.2.7. Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2014 sebesar Rp391.962.514.288.102 merupakan belanja negara
yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau
mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual

Belanja Subsidi . 1< . e
sebesar Rn391,96 terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):
triliun
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Subsidi Perusahaan Negara
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM 239.994.057.227.648 210.000.000.000.462
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:
Subsidi Non BBM - Harga/biaya 141.336.830.990.484 138.322.043.935.690
Subsidi Non BBM - Pajak 5.786.548.948.811 4.077.072.181.000
Subtotal 147.123.379.939.295 142.399.116.116.690
Subsidi dalam Rangka PSO 2.085.113.124.234 1.518.338.803.983
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara 389.202.550.291.177 353.917.454.921.135
Subsidi Perusahaan Swasta
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan 2.759.963.996.925 1.127.725.037.157
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta 2.759.963.996.925

1.127.725.037.157

Jumlah Belanja Subsidi 391.962.514.288.102 355.045.179.958.292

Dengan demikian, Subsidi TA 2014 ini lebih besar Rp36.917.334.329.810 atau 10,40 persen
dari Subsidi TA 2013.

D.2.8. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain,

organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2014

terdapat belanja hibah sebesar Rp907.509.554.215 sehingga Belanja hibah TA 2014 lebih kecil
Belanja Hibah sebesar Rp397.905.151.565 atau 30,48 persen dari TA 2013 sebesar Rp1.305.414.705.780.
Rp8907,51 miliar

D.2.9. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp97.820.890.718.247 merupakan transfer uang atau bharang

Catatan atas Laporan Keuangan -199-



Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 (4udited)

yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Bantuan Sosial
sebesar Rn97,82 Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
triliun Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM 370.671.751.643 549.544.741.283
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dim bentuk
barang/jasa 7.182.772.070 29.136.156.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial 38.386.185.668.050 | 33.434.604.708.177
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 35.216.790.302.736 | 41.647.139.522.837
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 10.575.767.781.500 3.397.607.668.050
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 11.917.428.877.559 | 11.161.959.929.813
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana 1.346.863.564.689 1.888.040.801.711
Jumlah Belanja Bantuan Sosial 97.820.890.718.247 | 92.108.033.527.871
Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2014 ini lebih besar Rp5.712.857.190.376 atau
6,20 persen dari TA 2013.
D.2.10. Belanja Lain-lain
Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan
pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2014 adalah sebesar
Belanja Lain-lain Rp11.652.519.680.692, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):
sebesar Ap11,65
triliun Uraian TA 2014 (Audited) | TA 2013 (Audited)
Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping) 1.599.620.000.000 947.804.000.000
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog - 51.034.500.000
Belanja luran ke Lembaga Internasional - 41.129.077.440
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua 70.229.212.398 -
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN 1.009.724.510.828 302.647.402.822
Belanja Penugasan PT SMI - 26.640.876.289
Belanja Lain-lain BUN Lainnya - 4.637.232.209
Belanja Lain-Lain selisih kurs terealisasi 1.423.378.757 -
Belanja lain-lain 8.971.522.5678.709 | 1.993.249.080.603
Jumlah Belanja Lain-lain 11.652.519.630.63 3.367.142.169.363
Dengan  demikian, Belanja Lain-lain TA 2014 mengalami kenaikan sebesar
Rp8.285.377.511.329 atau 246,07 persen dari TA 2013.
D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas
bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer
Bagi Hasil Pajak pada TA 2014 adalah sebesar Rp39.715.942.185.337, dengan rincian sebagai
berikut (dalam Rp):
DBH Pajak sebesar
Rpn39,72 triliun Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan 21.021.725.193.942 19.091.529.508.064
Bagi Hasil PBB 18.694.216.991.395 24.763.479.838.469
Jumlah Bagi Hasil Pajak 39.715.942.185.337 | 43.855.009.346.533

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2014 lebih kecil Rp4.139.067.161.196 atau 9,44 persen
dari TA 2013.

D.2.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada
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DBH SDA sebesar
Rp62 triliun

DBH Cukai Tembakau
sebesar Rp2,22 triliun

DAU sebesar
Rn341,22 triliun

DAK sebesar
Rn31,89 triliun

Dana Otonomi Khusus
sebesar Ap16,15
triliun

pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian
pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2014 adalah sebesar
Rp62.001.317.675.508, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Bagi Hasil Minyak Bumi 24.114.357.778.087 15.530.937.334.820
Bagi Hasil Gas Alam 18.795.120.439.100 13.799.051.780.835
Bagi Hasil Pertambangan Umum 16.425.919.576.995 11.636.718.665.675

Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi

467.100.051.471

451.021.274.903

Bagi Hasil Kehutanan 2.008.378.171.979 889.055.732.766
Bagi Hasil Perikanan 190.441.657.876 149.774.724.480
Jumlah Bagi Hasil SDA 62.001.317.675.508 42.456.559.513.479

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil SDA TA 2014 lebih besar Rp19.544.758.162.029 atau
46,03 persen dari TA 2013.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah
Daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2014 adalah sebesar
Rp2.221.698.394.926, sedangkan pada TA 2013 sebesar Rp2.151.491.260.171.

Dengan demikian, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2014 lebih besar Rp70.207.134.755
atau 3,26 persen dibandingkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA 2013.

D.2.14. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2014 sebesar
Rp341.219.325.651.000, jumlah tersebut lebih besar Rp30.080.036.486.000 atau 9,67
persen dari TA 2013 sebesar Rp311.139.289.165.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan
tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2014 sebesar
Rp31.894.470.734.500, jumlah tersebut lebih besar Rp1.142.089.857.700 atau 3,71 persen
dari TA 2013 sebesar Rp30.752.380.876.800.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2014 sebesar
Rp16.148.773.028.000, jumlah tersebut lebih besar Rp2.703.201.462.000 atau 20,10 persen
dari TA 2013 sebesar Rp13.445.571.566.000.
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Dana Penyesuaian
sebesar Rp80,08 triliun

Dana Keistimewaan DIY
sebesar Rp419,10
miliar

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi
Aset Non Keuangan
sebesar Rp146,62
triliun

Pendapatan dari
Pengelolaan BMN
sebesar Rp136,46
miliar

D.2.17. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan
kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2014 adalah sebesar
Rp80.082.373.489.250, lebih besar Rp10.737.929.085.596 atau 15,48 persen dari TA 2013
sebesar Rp69.344.444.403.654.

D.2.18. Dana Keistimewaan DIY

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian
anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY dan merupakan belanja transfer
pada belanja transfer lainnya. Transfer Dana Keistimewaan DIY pada TA 2014 adalah sebesar
Rp419.099.774.450, lebih besar Rp303.403.447.950 atau 262,24 persen dari TA 2013
sebesar Rp115.696.326.500.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan
datang. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2014 menunjukkan arus kas keluar
bersih sebesar Rp146.616.551.156.291, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Arus Kas Masuk 136.462.179.080 189.384.228.119
Dikurangi Arus Kas Keluar 146.753.013.335.371 180.546.463.439.987
Arus Kas Bersih (146.616.551.156.291) (180.357.079.211.868)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2014
lebih kecil Rp33.740.528.055.577 atau 18,71 persen dari TA 2013.

D.2.19. Pendapatan dari Pemindahtanganan dan Penjualan Aset

Pendapatan dari Pemindahtanganan dan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal
dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset
yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2014
adalah sebesar Rp136.462.179.080, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 1.927.657.639 1.744.182.436
Penjualan Peralatan dan Mesin 10.474.050.900 5.809.031.144
Penjualan Sewa Beli 27.254.994.051 33.119.588.068
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina 1.264.688.100 31.151.126.200
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan 2.187.050 1.212.313.000
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin 5.930.000 1.055.000
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
Pemindahtanganan BMN Lainnya 95.532.671.340 116.346.932.271
Jumlah Penjualan Aset 136.462.179.080 189.384.228.119

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2014 lebih kecil Rp52.922.049.039 atau
27,94 persen dari TA 2013.
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Belanja Modal
sebesar Rn146,75
triliun

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pembiayaan
sebesar Rp248,89
triliun

Penerimaan
Pembiayaan DN
sebesar Rp440,73
triliun

D.2.20. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pada TA 2014 adalah
sebesar Rp146.753.013.335.371, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Belanja Modal Tanah 3.380.867.507.740 4.569.417.200.263
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.123.577.315.767 68.088.782.230.453
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19.020.151.597.422 22.952.346.992.078
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 65.634.094.163.423 78.789.552.851.317
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.419.040.365.048 4.001.410.998.864
Belanja Modal BLU 2.175.282.385.971 2.144.953.167.012
Jumlah Belanja Modal 146.753.013.335.371 180.546.463.439.987

Belanja Modal ini pada TA 2014 lebih kecil Rp33.793.450.104.616 atau 18,72 persen dari TA
2013.

Dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp80.075.491.013.141 dan Arus
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar minus Rp146.616.551.156.291
mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp226.692.042.169.432. Defisit anggaran tersebut
ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk
memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah
terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2014 adalah
sebesar Rp248.892.825.676.520, yang berasal dari (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Arus Kas Masuk 498.305.092.190.603 419.317.447.459.941
Dikurangi Arus Kas Keluar 249.412.266.514.083 181.922.870.138.747
Arus Kas Bersih 248.892.825.676.520 237.394.577.321.194

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2014 lebih besar
Rp11.498.248.355.326 atau 4,84 persen dari TA 2013.

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan  Pembiayaan Dalam  Negeri dalam TA 2014 adalah  sebesar
Rp440.731.307.381.543, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Pembiayaan Perbankan - 30.000.000.000.000
Pembiayaan Non Perbankan 1.091.224.012.301 615.726.784.188
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) 439.096.524.981.366 327.747.662.419.035
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi b43.558.387.876 1.500.151.167.202
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN

440.731.307.381.543 359.863.540.370.424

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2014 lebih besar Rp80.857.426.607.490
atau 22,47 persen dibandingkan dengan TA 2013.
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a. Pembiayaan Perbankan

Tidak terdapat penerimaan pembiayaan perbankan pada TA 2014, sedang pada TA 2013
terdapat penerimaan pembiayaan perbankan sebesar Rp30.000.000.000.000 yang
merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai

berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) 30.000.000.000.000

Total Penerimaan dari Pembiayaan

Perbankan 30.000.000.000.000
b. Pembiayaan Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan pada TA 2014 adalah sebesar

Rp1.091.224.012.301, berarti lebih besar Rp475.497.228.113 atau 77,23 persen dari
penerimaan pada TA 2013 sebesar Rp615.726.784.188. Penerimaan ini herasal dari
penerimaan pinjaman dalam negeri.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat
Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2014 sebesar Rp439.096.524.981.366, dengan
rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penerimaan/Penjualan SPN 60.900.000.000.000 42.400.000.000.000
Penerimaan/Penjualan Obligasi Negara DN 229.420.795.000.000 | 187.631.255.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN 4.804.417.699.000 2.936.148.166.000
Penerbitan/Penjualan SBSN 41.181.713.565.568 23.507.074.053.640
Imbalan dibayar di muka SBSN 173.506.611.000 107.679.673.000
Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN 16.170.000.000.000 11.653.000.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek 442.631.434.432 777.800.946.360
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN - Valas 68.211.583.706.866 41.493.925.823.035
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara — Valas 45.473.984.500 2.856.042.000
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang 17.746.402.980.000 17.237.922.715.000
Total Penerimaan SBN 439.096.524.981.36 | 327.747.662.419.03
6 5

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2014 lebih besar

Rp111.348.862.562.331 atau 33,97 persen dibanding TA 2013.
d. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2014
sebesar Rpb43.558.387.876, lebih kecil Rp956.592.779.325 atau 63,77persen dari TA
2013 sebesar Rp1.500.151.167.201.

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Penerimaan Hasil Privatisasi

3.567.668.844

56.700.000.000

Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks
BPPN

401.935.495.548

1.362.055.382.471

Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas

Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) 138.055.223.484 81.395.784.730
Total Penerimaan Hasil Privatisasi dan Aset
Program Restrukturisasi 543.558.387.876 1.500.151.167.201

D.2.22. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri
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Penerimaan
Pembiayaan LN
sebesar Rp52,57
triliun

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rn4,99 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2014 sebesar Rp52.574.662.239.463
merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri
yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah

sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Penerimaan Pinjaman Program 17.776.956.719.493 18.426.396.220.606
Penerimaan Pinjaman Proyek 34.797.705.519.970 36.853.425.396.621
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN 52.574.662.239.463 55.279.821.617.227

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2014 lebih kecil
Rp2.705.159.377.764 atau 4,89 persen dari TA 2013.

a. Penerimaan Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2014 adalah sebesar Rp17.776.956.719.493,

dengan rincian (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Program Bilateral 3.692.282.160.000 3.888.653.458.800
Program Mutilateral 14.084.674.559.493 14.537.742.761.806
Jumlah Pinjaman Program 17.776.956.719.493 18.426.396.220.606

Dengan demikian, Penerimaan Pinjaman Program TA 2014 lebih kecil Rp649.439.501.113

atau 3,52 persen dari TA 2013.

b. Penerimaan Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2014 adalah sebesar Rp34.797.705.519.970,

dengan rincian (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Proyek dari Bilateral 7.825.365.221.903 10.395.098.419.601
Penerimaan Pinjaman Proyek dari Multilateral 7.436.950.218.356 7.651.179.843.930
Penerimaan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit

Ekspor 4.909.557.800.278 6.606.850.582.989
Penerimaan Pinjaman Proyek Komersial 14.653.542.921.278 12.155.674.537.140
Penerimaan Pinjaman Proyek Lainnya (27.710.641.845) 44.622.012.961
Jumlah Penerimaan Pinjaman Proyek 34.797.705.519.970 36.853.425.396.621

Dengan demikian, Penerimaan Pinjaman Proyek TA 2014 lebih kecil Rp2.055.719.876.651

atau 5,58 persen dibandingkan TA 2013.

D.2.23. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2014 sebesar Rp4.999.122.569.597
merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman Subsidiary Loan
Agreement (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam
dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian

Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN 526.134.716.124 676.201.112.139
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN 4.472.987.853.473 3.497.884.360.151
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman 4.999.122.569.597 | 4.174.085.472.290

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2014 lebih besar Rp825.037.097.307

atau 19,77 persen dari TA 2013.
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Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rn174,61
triliun

Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rn62,42
triliun

PMN/Investasi
Pemerintah sebesar
Rp8,88 triliun

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran ~ Pembiayaan  Dalam

Negeri

dalam TA 2014

adalah  sebesar

Rp174.608.862.562.934 yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam
negeri, pelunasan SPN, Obligasi Negara, Obligasi Internasional, dan SBSN, serta Pengeluaran
Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara Valuta Asing dengan rincian sebagai berikut (Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional

5.000.000.000.000

Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
dari BUMN

141.256.054.142

141.256.054.142

Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara 55.000.000.000.000 31.170.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah 52.717.937.887.492 55.733.551.652.452
Pelunasan SBSN 18.704.845.299.000 12.956.589.287.000
Pelunasan Obligasi Internasional 14.068.000.000.000 3.215.000.000.000
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga

Negara - Valuta Asing 33.976.823.322.300 -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 174.608.862.562.934 108.216.396.993.594

Dengan demikian, Pengeluaran

Pembiayaan

Rp66.392.465.569.340 atau 61,35 persen dibandingkan TA 2013.

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Dalam Negeri TA 2014 lebih besar

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2014 sebesar Rp62.421.184.643.873
merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Pengeluaran Pinjaman Program 14.323.087.417.426 15.480.047.043.061
Pengeluaran Pinjaman Proyek 48.098.097.226.447 41.724.377.399.943
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 62.421.184.643.873 57.204.424.443.004
Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2014 lebih besar

Rp5.216.760.200.869 atau 9,12 persen dibandingkan dengan TA 2013.

D.2.26. Penyertaan Modal Negara/lnvestasi Pemerintah

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan
modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara, serta investasi
dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2014 adalah sebesar

Rp9.876.581.705.006, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

Penyertaan Modal Negara pada BUMN

3.000.000.000.000

2.000.000.000.000

Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional

1.412.513.705.006

883.189.211.087

Penyertaan Modal Negara Lainnya

1.000.000.000.000

1.113.862.251.466

Investasi Pemerintah

5.709.142.303.197

Investasi Pemerintah Dalam Rangka Kewajiban
Penjaminan

Dana Bergulir

Jumlah PMN/Investasi Pemerintah

964.068.000.000

706.035.000.000

3.500.000.000.000

2.209.253.000.000

9.876.581.705.006

12.621.481.765.750

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2014 lebih kecil Rp2.744.900.060.744 atau
21,75 persen dari TA 2013.

D.2.27. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan
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Penerusan Pinjaman
sebesar Rp2,51triliun

Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) Rp22,20
triliun

penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD.
Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2014 adalah sebesar Rp2.505.637.602.270. Jumlah
tersebut lehih kecil Rp1.374.929.334.129 atau 35,43 persen dibandingkan dengan TA 2013
sebesar Rp3.880.566.936.399.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp248.892.825.676.520 dan
defisit anggaran sebesar Rp226.692.042.169.432, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) TA 2014 sebesar Rp22.200.783.507.088.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam
TA 2014, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp3.353.789.742.647,
dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih
dari Aktivitas Non
Anggaran sebesar
Rp3,35 triliun

PFK (Neto) sebesar
Rn2,34 triliun

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)

Perhitungan Fihak Ketiga (Neto) 2.340.146.494.865 (104.009.136.761)
Kiriman Uang (Neto) 9.423.289.100 304.283.894.052
Transito (Neto) 1.087.646.750.357 (93.019.790.696)

Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Karena Kesalahan Rekening (Neto) (83.426.791.675) (1.315.856.649)

Arus Kas Bersih 3.353.789.742.647 105.939.109.946

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2014 lebih besar
Rp3.247.850.632.701 dari TA 2013.

D.2.28. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2014 sebesar Rp2.340.146.494.865 berasal dari
penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah
Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak
ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah
pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya.
Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2014 adalah sebagai berikut (dalam

Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK
Penerimaan PFK 10% Gaji 20.247.519.598.732 19.074.458.153.667
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan 4.279.525.594 3.554.963.758
Penerimaan PFK Beras BULOG 278.134.215.648 250.285.370.995
Penerimaan PFK 2 % luran Kesehatan Pemda 4.033.648.993.870 2.617.507.833.678
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT 14.363.626.692 15.847.512.035
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Kesehatan PensiunTNI/Polri 214.220.643
Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja
Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas) 45.600.000 -
Penerimaan PFK Lain-lain 375.919.890.760 373.259.275.346
Jumlah Penerimaan PFK 24.954.125.671.939 22.334.913.109.479
Penerimaan Dana Talangan 3.740.100.000.000 1.263.000.000.000

Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga

9.904.366.379.135

Dikurangi

Pengeluaran Non Anggaran PFK

Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji

(23.985.131.202.295)

(19.114.438.225.769)

Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan

(6.908.264.557)

Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog

(270.996.248.363)

Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda

(255.700.458.570)

(2.671.738.431.643)
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Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain (378.556.308.985) (374.841.075.908)
Jumlah Pengeluaran PFK (24.619.387.969.850) | (22.438.922.246.240)
Pengembalian Penerimaan Dana Talangan (3.730.980.000.000) (7.263.000.000.000)
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran
Pajak Rokok (7.908.077.586.359)
Jumlah PFK 2.340.146.494.865 (104.009.136.761)

Apabila dibandingkan dengan TA 2013, Perhitungan Fihak Ketiga dalam TA 2014 lebih besar

Rp2.444.155.631.626.

D.2.29. Kiriman Uang

Dalam transaksi KU TA 2014 dan TA 2013 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan
pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling
terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya time lag antara
saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan

Kiriman Uang sebesar

akun. Kiriman Uang untuk TA 2014 dan TA 2013 adalah sebesar Rp9.423.289.100.

Rn8,42 miliar
Rincian KU TA 2014 dan TA 2013 adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan
Penerimaan Kiriman Uang 2.259.684.151.978.041 2.117.057.860.802.173
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA 3.058.407.032.298.580 3.573.413.869.790.803
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus 25.968.280.863.358 11.796.707.966.953
Penerimaan Pemindahbukuan 1.605.953.294.037.043 1.392.852.569.038.352
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening - 1.951.024.663
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan 4.838.214.263.479.766 4.145.665.873.799.628
Jumlah Penerimaan KU 11.788.227.022.656.788 11.240.788.832.422.572
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan
Pengeluaran Kiriman Uang (2.259.688.693.893.560) (2.117.060.925.875.409)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA (3.058.404.579.182.245) (3.573.106.403.160.146)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus (25.968.280.863.357) (11.796.707.966.953)
Pengeluaran Pemindahbukuan (1.605.941.781.948.760) (1.392.852.686.701.722)
Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening - (1.951.024.663)
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan (4.838.214.263.479.766) (4.145.665.873.799.628)
Jumlah Pengeluaran KU (1 1.788.217.599.367.68!: (11.240.484.548.528.520)
Jumlah KU (Neto) 9.423.289.100 304.283.894.052
Dengan demikian, KU neto dalam TA 2014 lebih kecil Rp294.860.604.952 dari TA 2013.
D.2.30. Transito
Transito (Neto) TA 2014 sebesar Rp1.087.646.750.357 merupakan transaksi BUN yang
terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun
berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut.
Transito Rp1,09 Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan
triliun maupun tahun yang lalu dan adanya penerimaan surplus pada rekening kas BLU ke rekening

penerimaan (persepsi) KPPN, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian TA 2014 (Audited) TA 2013 (Audited)
Penerimaan Transito
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah 14.877.292.585.224 34.347.888.988.646
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN 60.000.000 5.5654.597.299
Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNBP (Swadana) 267.328.323.989 1.383.610.704.467
Penerimaan Pengembalian UP TAYL 356.221.626.916 250.846.457.087
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak 315.002.061 324.514.862
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Penerimaan
Pengeluaran Non
Anggaran Pihak
Ketiga minus Rp83,43
miliar

Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana
Rupiah

20.230.890.709.630

Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Pengguna PNBP (Swadana)

1.046.132.525.704

Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan
Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu

1.475.204.205

Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Pengembalian (Restitusi) Pajak

3.255.527.140

Penerimaan surplus pada rekening kas BLU ke rekening penerimaan
(persepsi) KPPN

1.059.000.000.000

35.988.225.262.361

Jumlah Penerimaan Transito 37.841.971.504.869

Pengeluaran Transito
Pengeluaran UP Dana Rupiah (16.634.994.294.275) | (34.665.599.968.792)
Pengeluaran UP Dana PHLN (385.190.000) (1.173.400.000)
Pengeluaran UP Pengguna PNBP (Swadana) (277.314.632.489) (1.421.275.555.866)
Pengeluaran Pengemb Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL (552.396.515) 7.322.371.601
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak (425.000.000) (518.500.000)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah (18.740.803.810.825) -

Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengguna PNBP

(Swadana) (1.099.649.430.408)

Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pengembalian

(Restitusi) Pajak (200.000.000)
Jumlah Pengeluaran Transito (36.754.324.754.512

)

(36.081.245.053.057)

Jumlah Transito (Neto)

1.087.646.750.357

(93.019.790.696)

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2014 lebih besar Rp1.180.666.541.053 dari TA
2013.

D.2.31. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening, retur SP2D,

Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan (Neto)

Dalam TA 2014 dan TA 2013 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul
karena kesalahan rekening, utang kepada pihak ketiga karena retur SP2D, Kesalahan Sistem

Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian

TA 2014 (Audited)

TA 2013 (Audited)

PFK terkait Kesalahan Rekening dan Retur SP2D

Penerimaan Non Anggaran PFK Karena Kesalahan Rekening

4.193.149.636.250

4.175.779.140.004

715.174.393

721.400.216

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga di RKUN yang ditangguhkan -
Pengeluaran Non Angaran Fihak Ketiga karena kesalahan rekening (4.276.972.215.807) (4.125.960.183.714)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dg Penerbitan SPM/SP2D
dalam rangka Pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah
disetor ke Kas Negara (619.052.916) (49.622.803.147)
(83.720.232.257) 911.327.536
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem
Perbankan 28.099.679.159.776
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem
Perbankan (28.100.149.640.549)
(470.480.773)
Koreksi Pemindahbukuan
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 372.282.286.820 76.639.480.949
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan (371.518.365.465) (78.866.665.134)
763.921.355 (2.227.184.185)

Transaksi NA Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening, retur
SP2D, sistem perbankan dan koreksi kesalahan
Pemindahbukuan

(83.426.791.675)

(1.315.856.649)
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 1.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

KODE MA URAIAN MA ANGGARAN TAHUN Q’:EGARAN % TAHUN Q’:?GARAN KENAIKAN/ PENURUNAN %EKNEJ‘:lIJm:I
1 2 3 5 6 4 5=4-3
4|PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 1.635.378.485.045.000 1.550.490.813.616.970 94,81%|  1.438.891.069.562.740 111.599.744.054.234 7,76%

41(Penerimaan Perpajakan 1.246.106.955.600.000 1.146.865.769.098.252| 92,04%|  1.077.306.679.558.270 69.559.089.539.980 6,46%
411|Pendapatan Pajak Dalam Negeri 1.189.826.575.600.000 1.103.217.635.957.200| 92,72%|  1.029.850.063.303.270 73.367.572.653.933 7,12%
4111|Pendapatan Pajak Penghasilan 569.866.658.000.000 546.180.870.340.008 95,84% 506.442.796.872.651 39.738.073.467.357 7,85%
41111(Pendapatan Pajak PPh Migas 83.889.790.000.000 87.445.663.200.967 104,24% 88.747.448.408.293 (1.301.785.207.326) -1,47%
411111|Pendapatan PPh Minyak Bumi 31.834.070.000.000 30.327.511.076.496 95,27% 32.363.301.224.444 (2.035.790.147.948) -6,29%
411112|Pendapatan PPh Gas Alam 52.055.720.000.000 57.118.137.210.690 109,72% 56.384.134.954.761 734.002.255.929 1,30%
411119|Pendapatan PPh Migas Lainnya - 14.913.780 - 12.229.088 2.684.692 21,95%
41112|Pendapatan PPh Non-Migas 485.976.868.000.000 453.078.754.802.823 93,23% 413.808.305.275.411 39.270.449.527.412 9,49%
411121|Pendapatan PPh Pasal 21 105.675.729.000.000 105.650.628.028.716 99,98% 90.162.275.144.909 15.488.352.883.807 17,18%
411122|Pendapatan PPh Pasal 22 7.954.038.000.000 7.256.207.053.418, 91,23% 6.837.153.122.927 419.053.930.491 6,13%
411123|Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 42.706.286.000.000 39.453.958.770.804 92,38% 36.332.464.974.534 3.121.493.796.270 8,59%
411124|Pendapatan PPh Pasal 23 26.027.036.000.000 25.517.229.950.252 98,04% 22.207.243.817.727 3.309.986.132.525 14,90%
411125|Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 5.147.365.000.000 4.704.497.307.307 91,40% 4.383.412.280.039 321.085.027.268 7,33%
411126|Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 181.663.713.000.000 148.361.812.336.141 81,67% 154.294.874.300.998 (5.933.061.964.857) -3,85%
411127|Pendapatan PPh Pasal 26 32.877.075.000.000 34.729.211.219.726 105,63% 27.983.972.009.476 6.745.239.210.250 24,10%
411128|Pendapatan PPh Final 83.882.211.000.000 87.317.542.509.850 104,10% 71.569.992.377.265 15.747.550.132.585 22,00%
411129|Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya 43.415.000.000 87.667.626.609 201,93% 36.917.247.536 50.750.379.073 137,47%
41113(Pendapatan PPh Fiskal 1.169.109.225 E 849.766.010 319.343.215 37,58%
411131|Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri 1.169.109.225 - 849.766.010 319.343.215| 37,58%
41114|Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah 5.655.283.226.993 - 3.886.193.422.937 1.769.089.804.056 45,52%
411141|Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah 46.783.182 E 699.355.937 (652.572.755) -93,31%
411142|Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah - . - -
411143|Pendapatan PPh psl 22 Import ditanggung Pemerintah E - (5.933.000) 5.933.000
411144|Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah E B E E
411146|Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah 937.969.998.811 E 770.600.000.000 167.369.998.811 21,72%
411147|Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah 4.717.266.445.000 E 3.114.900.000.000 1.602.366.445.000 51,44%
411148|Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah - - - -
4112|Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 475.587.180.700.000 409.181.627.426.617 86,04% 384.713.518.912.993 24.468.108.513.624 6,36%
41121(Pendapatan PPN 393.601.356.682.197 - 365.882.383.372.753 27.718.973.309.444 7,58%
411211|Pendapatan PPN Dalam Negeri 241.145.824.571.520 E 226.761.763.410.216 14.384.061.161.304, 6,34%
411212|Pendapatan PPN Impor 152.303.944.794.048 - 138.989.159.819.891 13.314.784.974.157 9,58%
411219|Pendapatan PPN Lainnya 151.587.316.629 E 131.460.142.646 20.127.173.983 15,31%
41122(Pendapatan PPnBM 15.580.270.744.420 - 18.831.135.540.240 (3.250.864.795.820) -17,26%
411221|Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 10.241.379.939.515 E 11.547.989.274.697 (1.306.609.335.182) -11,31%
411222|Pendapatan PPnBM Impor 5.335.605.025.894 - 7.281.335.893.452 (1.945.730.867.558) -26,72%
411229|Pendapatan PPnBM Lainnya - 3.285.779.011 E 1.810.372.091 1.475.406.920 81,50%
4113|Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 21.742.909.000.000 23.476.231.891.365 107,97% 25.304.582.771.965 (1.828.350.880.600) -1,23%
41131|Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 23.476.231.891.365 0,00% 25.304.582.771.965 (1.828.350.880.600) -1,23%
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411311|Pendapatan PBB Pedesaan 1.734.007.582 E 750.059.903.382 (748.325.895.800) -99,77%
411312|Pendapatan PBB Perkotaan 1.170.228.956 E 1.366.288.386.715 (1.365.118.157.759) -99,91%
411313|Pendapatan PBB Perkebunan 1.479.401.376.338, - 1.323.543.592.844 155.857.783.494 11,78%
411314|Pendapatan PBB Kehutanan 365.532.221.254 E 293.834.940.779 71.697.280.475 24,40%
411315|Pendapatan PBB Pertambangan 1.021.593.867.517 - 630.195.395.934 391.398.471.583 62,11%
411316|Pendapatan PBB Migas 20.604.215.952.849 E 20.940.660.552.311 (336.444.599.462) -1,61%
411317|Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi 2.584.236.869 - E 2.584.236.869
4114|Pendapatan BPHTB E - E E
41141|Pendapatan BPHTB - - - -
411411|Pendapatan BPHTB - - - -
4115|Pendapatan Cukai 117.450.217.900.000 118.085.549.812.883 100,54% 108.452.081.324.579 9.633.468.488.304 8,88%
41151|Pendapatan Cukai 117.450.217.900.000 118.085.549.812.883 100,54% 108.452.081.324.579 9.633.468.488.304 8,88%
411511|Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 111.363.824.100.000 112.544.199.625.328 101,06% 103.560.193.054.883 8.984.006.570.445 8,68%
411512|Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 165.482.800.000 166.469.693.536 100,60% 159.091.509.515 7.378.184.021 4,64%
411513|Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 5.920.911.000.000 5.342.173.432.720 90,23% 4.688.176.497.000 653.996.935.720 13,95%
411514|Pendapatan Denda Administrasi Cukai 21.805.848.618 E 32.495.144.662 (10.689.296.044) -32,90%
411519|Pendapatan Cukai Lainnya - 10.901.212.681 E 12.125.118.519 (1.223.905.838) -10,09%
4116|Pendapatan Pajak Lainnya 5.179.610.000.000 6.293.356.486.331 121,50% 4.937.083.421.083 1.356.273.065.248 27,47%
41161|Pendapatan Pajak Lainnya 5.324.615.560.479 - 4.615.965.588.612 708.649.971.867 15,35%
411611|Pendapatan Bea Meterai 1.276.448.507.799 B 1.204.894.943.137 71.553.564.662 5,94%
411612|Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai 3.658.833.305.330 - 3.064.694.858.120 594.138.447.210 19,39%
411613|Pendapatan PPn Batubara 388.251.982.792 E 345.029.515.313 43.222.467.479 12,53%
411619|Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 1.081.764.558 E 1.346.272.042 (264.507.484) -19,65%
41162(Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 968.740.925.852 E 321.117.832.471 647.623.093.381 201,68%
411621|Pendapatan Bunga Penagihan PPh 780.847.107.105 - 119.031.157.245 661.815.949.860 556,00%
411622|Pendapatan Bunga Penagihan PPN 185.172.632.577 B 198.018.393.454 (12.845.760.877) -6,49%
411623|Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 2.561.855.293| E 3.988.555.918| (1.426.700.625) -35,77%
411624|Pendapatan Bunga Penagihan PTLL 159.330.877 B 79.725.854 79.605.023 99,85%
41163|Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah E E E
411631|Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah - g - -
412(Pajak Perdagangan Internasional 56.280.380.000.000 43.648.133.141.048 77,55% 47.456.616.255.001 (3.808.483.113.953) -8,03%
4121|Pendapatan Bea Masuk 35.676.020.000.000 32.319.129.733.990 90,59% 31.621.250.024.724 697.879.709.266 2,21%
41211|Pendapatan Bea Masuk 32.319.129.733.990 E 31.621.250.024.724 697.879.709.266 2,21%
412111|Pendapatan Bea Masuk 30.542.300.036.455 E 29.560.105.914.820 982.194.121.635 3,32%
412112|Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil) 2.371.562.000 B 289.294.159 2.082.267.841 719,78%
412113|Pendapatan Denda Administrasi Pabean 614.024.738.088 E 685.359.813.314 (71.335.075.226) -10,41%
412114|Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 1.002.512.056.324 B 1.148.308.923.167 (145.796.866.843) -12,70%
s I
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412116|Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT) 131.312.505.000, E 191.572.181.000, (60.259.676.000) -31,46%
412119|Pendapatan Pabean Lainnya 26.533.836.123 E 35.588.898.264 (9.055.062.141) -25,44%
4122|Pendapatan Bea Keluar 20.604.360.000.000 11.329.003.407.058 54,98% 15.835.366.230.277 (4.506.362.823.219) -28,46%
41221|Pendapatan Bea Keluar 11.329.003.407.058 E 15.835.366.230.277 (4.506.362.823.219) -28,46%
412211|Pendapatan Bea Keluar 11.324.251.736.885 - 15.816.250.853.064, (4.491.999.116.179) -28,40%
412212|Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar 3.656.043.148 E 11.526.294.176) (7.870.251.028) -68,28%
412213|Pendapatan Bunga Bea Keluar 1.095.627.025 - 7.589.083.037 (6.493.456.012) -85,56%
42|Penerimaan Negara Bukan Pajak 386.946.415.445.000 398.590.523.613.990 103,01% 354.751.889.117.468 43.838.634.496.522 12,36%
421(Penerimaan Sumber Daya Alam 241.114.622.223.000 240.848.282.407.860 99,89% 226.406.189.261.540 14.442.093.146.320 6,38%
4211|Pendapatan Minyak Bumi 154.750.360.000.000 139.174.307.803.380 89,93% 135.329.234.847.290 3.845.072.956.090 2,84%
421111|Pendapatan Minyak Bumi 154.750.360.000.000 139.174.307.803.380 89,93% 135.329.234.847.290 3.845.072.956.090 2,84%
4212|Pendapatan Gas Bumi 56.917.840.000.000 77.701.803.216.997 136,52% 68.300.185.200.293 9.401.618.016.704 13,77%
421211|Pendapatan Gas Bumi 56.917.840.000.000 77.701.803.216.997 136,52% 68.300.185.200.293 9.401.618.016.704 13,77%
4213|Pendapatan Pertambangan Umum 23.599.745.000.000 19.300.421.200.974 81,78% 18.620.492.963.389 679.928.237.585 3,65%
421311|Pendapatan luran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara 1.071.826.000.000 807.238.621.214 75,31% 593.500.481.758 213.738.139.456 36,01%
421312|Pendapatan luran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara 22.527.919.000.000 18.492.675.028.288 82,09% 18.026.992.481.631 465.682.546.657 2,58%
421313|Pendapatan Keuntungan bersih ijin Usaha Pertambangan Khusus IUPK 507.551.472 B E 507.551.472
4214|Pendapatan Kehutanan 5.017.016.000.000 3.699.872.441.655 73,75% 3.060.373.940.552 639.498.501.103 20,90%
42141|Pendapatan Dana Reboisasi 2.440.000.000.000 1.793.938.945.500 73,52% 1.669.506.623.151 124.432.322.349 7,45%
421411|Pendapatan Dana Reboisasi 2.440.000.000.000 1.793.938.945.500 73,52% 1.669.506.623.151 124.432.322.349 7,45%
42142|Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 1.790.444.000.000 827.472.111.344 46,22% 697.793.735.114 129.678.376.230 18,58%
421421|Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 1.790.444.000.000 827.472.111.344 46,22% 697.793.735.114 129.678.376.230 18,58%
42143|Pendapatan [IUPH (IHPH) 146.250.000.000 196.012.832.598 134,03% 105.479.383.439 90.533.449.159 85,83%
421431|Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri 11.250.000.000 11.807.978.232 104,96% 1.493.329.129 10.314.649.103 690,72%
421432|Pendapatan IIlUPH (IHPH) Bambu - - - -
421433|Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan - E E E E
421434|Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam 135.000.000.000 184.204.854.366 136,45% 103.986.054.310 80.218.800.056 77,14%
42144|Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 640.322.000.000 882.415.421.163 137,81% 587.594.198.848 294.821.222.315 50,17%
421441|Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan 640.322.000.000 882.415.421.163 137,81% 587.594.198.848 294.821.222.315 50,17%
42145|Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan 33.131.050 - - 33.131.050
421451|Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan 3.883.250 B E 3.883.250
421452|Pendapatan dari Sertifikasi Benih 11.142.500 - E 11.142.500
421453|Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan 18.105.300 - - 18.105.300
4215|Pendapatan Perikanan 250.000.001.000 216.367.232.525 86,55% 229.350.562.720 (12.983.330.195) -5,66%
42151|Pendapatan Perikanan 250.000.001.000 216.367.232.525 86,55% 229.350.562.720 (12.983.330.195) -5,66%
421511|Pendapatan Perikanan 250.000.001.000 216.367.232.525| 86,55% 229.350.562.720 (12.983.330.195) -5,66%
4216|Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 579.661.222.000 755.51 0.512.328| 130,34% 866.551.747.296 (111.041.234.968) -12,81%
42161|Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 579.661.222.000 755.51 0.512.328| 130,34% 866.551 .747.296| (111.041.234.968) -12,81%
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421611|Pendapatan Setoran Bagian Pertambangan Panas Bumi 564.850.000.000 736.381.577.130 130,37% 857.112.163.019 (120.730.585.889) -14,09%
421612|Pendapatan luran Tetap Pertambangan Panas Bumi 14.811.222.000 19.128.935.198 129,15% 9.439.584.277 9.689.350.921 102,65%
421613|Pendapatan luran Produksi/Royalty Pertambangan Panas Bumi E E E E
422(Pendapatan Bagian Laba BUMN 40.000.000.000.000 40.314.429.901.560 100,79% 34.025.604.050.274 6.288.825.851.286 18,48%
4221|Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 40.000.000.000.000 40.314.429.901.560| 100,79% 34.025.604.050.274 6.288.825.851.286 18,48%
42211|Pendapatan Laba BUMN Perbankan 8.791.531.732.000 8.823.422.770.320| 100,36% 7.490.907.289.021 1.332.515.481.299 17,79%
422111|Pendapatan Laba BUMN Perbankan 8.791.531.732.000 8.823.422.770.320| 100,36% 7.490.907.289.021 1.332.515.481.299 17,79%
42212|Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan 31.208.468.268.000 31.491.007.131.240 100,91% 26.534.696.761.253 4.956.310.369.987 18,68%
422121|Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan 31.208.468.268.000 31.491.007.131.240 100,91% 26.534.696.761.253 4.956.310.369.987 18,68%
423(Pendapatan PNBP Lainnya 84.968.409.424.000 87.746.767.296.051 103,27% 69.671.855.890.502 18.074.911.405.549 25,94%
4231|Pendapatan Penjualan dan Sewa 32.538.045.491.000 36.242.338.209.650 111,38% 24.324.869.069.676 11.917.469.139.974 48,99%
42311|Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan 17.367.147.273.000 17.002.808.332.786 97,90% 10.348.855.443.833 6.653.952.888.953 64,30%
423111|Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 6.848.075.000 17.733.327.042 258,95% 15.559.857.761 2.173.469.281 13,97%
423112|Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan 22.102.468.000 41.568.882.481 188,07% 30.322.352.973 11.246.529.508 37,09%
423113|Pendapatan Penjualan Hasil Tambang 16.066.526.027.000 16.166.463.907.583 100,62% 9.789.587.514.203 6.376.876.393.380 65,14%
423114|Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan 50.000.000.000 136.358.379.379 272,72% 147.403.136.563 (11.044.757.184) -1,49%
423115|Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya 195.000.000 47.002.572 24,10% 33.524.372 13.478.200 40,20%
423116|Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya 16.231.482.000 18.718.755.273 115,32% 42.501.644.852 (23.782.889.579) -55,96%
423117|Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan 65.792.000 654.339.675 994,56% 176.766.430 477.573.245 270,17%
423118|Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni 1.200.000.000.000 609.354.897.968 50,78% 312.329.077.480 297.025.820.488 95,10%
423119|Pendapatan Penjualan Lainnya 5.178.429.000 11.908.840.813 229,97% 10.941.569.199 967.271.614 8,84%
42312|Pendapatan Penjualan Aset 197.424.450.000 136.462.179.080 69,12% 189.384.228.119 (52.922.049.039) -27,94%
423121|Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 50.549.430.000 1.927.657.639 3,81% 1.744.182.436 183.475.203 10,52%
423122|Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 33.848.578.000 10.474.050.900 30,94% 5.809.031.144 4.665.019.756 80,31%
423123|Pendapatan Penjualan Sewa Beli 20.000.000.000 27.254.994.051 136,27% 33.119.588.068 (5.864.594.017) 17,711%
423124|Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina 1.264.688.100 E 31.151.126.200 (29.886.438.100) -95,94%
423125|Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan 2.187.050 E 1.212.313.000 (1.210.125.950) -99,82%
423126(Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin 5.930.000 - 1.055.000 4.875.000 462,09%
423127|Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan E E E E
423129|Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya 93.026.442.000 95.532.671.340 102,69% 116.346.932.271 (20.814.260.931) -17,89%
42313|Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas 14.662.012.500.000 16.332.224.156.049 111,39% 13.461.844.460.369 2.870.379.695.680 21,32%
423131|Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak 20.000.000 8.360.657, 41,80% 15.216.005 (6.855.348) -45,05%
423132|Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 14.375.330.000.000 15.458.586.234.011 107,54% 12.941.088.975.472 2.517.497.258.539 19,45%
423133|Pendapatan Denda, Bunga, Penalti Terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas 561.026.922 - E 561.026.922
423139|Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas 286.662.500.000 873.068.534.459 304,56% 520.740.268.892 352.328.265.567 67,66%
42314|Pendapatan Sewa 311.461.268.000 293.342.385.777 94,18% 291.228.758.879 2.113.626.898, 0,73%
423141|Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 216.007.283.000 236.064.564.613 109,29% 211.622.555.598 24.442.009.015 11,55%
423142|Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin 69.780.617.000 16.610.124.790 23,80% 29.039.633.746 (12.429.508.956) -42,80%
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423143|Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, danJaringan 235.820.000 2.518.765.505) 1068,09% 771.226.420 1.747.539.085 226,59%
423144|Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 500.000.000 2.103.278.555 420,66% 2.763.478.526 (660.199.971) -23,89%
423145|Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin 347.500 - 1.200.000 (852.500) -71,04%
423146|Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan 50.000 B 35.653.377 (35.603.377) -99,86%
423147|Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS) 25.333.000 E 930.000 24.403.000 2623,98%
423148|Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG) - g - -
423149|Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya 24.937.548.000 36.019.921.814 144,44% 46.994.081.212 (10.974.159.398) -23,35%
42315 g::ﬁ:i:tnan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari 2.477.501.155.958 ; 33.556.178.476 2.443.944.977.482 7283.14%
423151|Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang 2.379.141.877.061 E 3.455.907.436) 2.375.685.969.625 68742,75%
423152|Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS 98.359.278.897 B 30.100.271.040 68.259.007.857 226,77%
4232|Pendapatan Jasa 31.194.911.095.000 32.464.275.487.576 104,07% 27.727.122.209.756 4.736.959.810.623 17,08%
42321|Pendapatan Jasa | 16.909.228.739.000 22.755.458.452.713 134,57% 19.036.310.373.473 3.719.148.079.240 19,54%
423211|Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya 44.372.778.000 22.184.238.214 50,00% 132.557.175.139 (110.372.936.925) -83,26%
423212|Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA) 23.109.033.000 29.091.144.745 125,89% 24.267.814.067 4.823.330.678 19,88%
423213|Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor 2.203.341.600.000 3.069.344.251.980 139,30% 2.197.239.167.421 872.105.084.559 39,69%
423214|Pendapatan Hak dan Perijinan 10.928.806.714.000 14.815.951.235.159 135,57% 12.672.564.660.373 2.143.386.574.786 16,91%
423215|Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan 218.028.367.000 363.076.168.935 166,53% 249.160.532.759 113.915.636.176 45,72%
423216 ﬁﬁ:g:lp&t:;:;?a;en”qai;l ‘ﬁ?i::”&;:f‘;;”r‘:jj’;:;':tg‘j‘g'cda“Tekno'°9' sesuai Dengan Tugas Dan 656.731.300.000 822649364414  12526% 702.329.265.155 120.320.099.259 17,13%
423217|Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 82.250.670.000 361.075.414.811 438,99% 66.274.154.703 294.801.260.108 444,82%
423218|Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian 993.151.358.000 1.282.014.210.323 129,09% 1.165.241.015.323 116.773.195.000 10,02%
423219|Pendapatan pelayanan pertanahan 1.759.436.919.000 1.990.072.424.132 113,11% 1.826.676.588.533) 163.395.835.599 8,94%
42322|Pendapatan Jasa Il 987.059.230.000 1.266.227.876.481 128,28% 1.369.732.058.143 (103.504.181.662) -7,56%
423221|Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 61.577.176.000 232.530.314.160 377,62% 335.120.999.719 (102.590.685.559) -30,61%
423222|Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 745.032.938.000 798.735.708.257 107,21% 756.908.885.956 41.826.822.301 5,53%
423223|Pendapatan luran Lelang Untuk Fakir Miskin 18.421.453 E 7.086.262 11.335.191 159,96%
423224|Pendapatan Jasa Catatan Sipil 14.819.745 E 100.308 14.719.437 14674,24%
423225|Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa 4.026.275.000 1.060.619.838 26,34% 1.204.607.865 (143.988.027) -11,95%
423226|Pendapatan Uang Pewarganegaraan 624.000.000 69.340.000 11,11% 3.550.000 65.790.000 1853,24%
423227|Pendapatan Bea Lelang 129.438.841.000 176.642.096.687 136,47% 212.466.116.406 (35.824.019.719) -16,86%
423228|Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 40.290.000.000 49.481.820.530 122,81% 58.190.524.008 (8.708.703.478) -14,97%
423229|Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi 6.070.000.000 7.674.735.811 126,44% 5.830.187.619 1.844.548.192 31,64%
42323|Pendapatan Jasa Luar Negeri 517.382.070.000 593.851.252.292 114,78% 564.917.113.293 28.934.138.999 5,12%
423231|Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI 404.123.083.000 399.603.562.477 98,88% 372.649.789.681 26.953.772.796 7,23%
423232|Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler 103.158.086.000 87.640.732.539 84,96% 84.746.992.557 2.893.739.982 3,41%
423239|Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri 10.100.901.000 106.606.957.276 1055,42% 107.520.331.055 (913.373.779) -0,85%
42324|Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 450.000.000 540.827.508 0,00% 567.548.510 (26.721.002) -4,71%
423241|Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 450.000.000 E 0,00% 567.548.510 (567.548.510) -100,00%
423242|Pendapatan Jasa Bank dari Penerusan Pinjaman 540.827.508 - E 540.827.508
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42325 g:::;’:::f;]a&z:;l%‘:z“" Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) danlatau atas 6.200.000.000.000 3.683.705.584.425 59,41% 2.751.039.444.796 932.666.139.629 33,90%
423251|Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA E E 13.640.764.801 (13.640.764.801) -100,00%
423252|Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum 8.109.815.151 - - 8.109.815.151
423253|Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling 195.000.000.000 162.525.454.234 83,35% 126.903.791.564 35.621.662.670 28,07%
423254|Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia 6.005.000.000.000 3.513.070.315.041 58,50% 2.610.494.888.431 902.575.426.610 34,57%
42326|Pendapatan Jasa Kepolisian | 4.329.332.750.000 3.612.922.162.495 83,45% 3.509.309.765.336 103.612.397.159 2,95%
423261|Pendapatan Surat ljin Mengemudi (SIM) 1.007.057.710.000 1.048.501.039.595 104,12% 989.758.723.336 58.742.316.259 5,94%
423262|Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1.202.885.925.000 1.000.165.465.000 83,15% 975.219.427.000 24.946.038.000 2,56%
423263|Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) 64.701.800.000 35.025.790.000 54,13% 31.845.465.000 3.180.325.000 9,99%
423264|Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) 1.171.452.260.000 912.880.754.900 77,93% 894.039.060.000 18.841.694.900 2,11%
423265|Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 848.808.480.000 586.389.823.000 69,08% 587.275.560.000 (885.737.000) -0,15%
423266|Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator 32.172.700.000 27.431.650.000 85,26% 28.547.205.000 (1.115.555.000) -3,91%
423267|Pendapatan Penerbitan Surat ljin Senjata Api dan Bahan Peledak 2.253.875.000 2.527.640.000, 112,15% 2.624.325.000 (96.685.000) -3,68%
42327|Pendapatan Jasa Pelayanan Tol 213.050.000.000 226.868.919.930 106,49% 213.053.134.699 13.815.785.231 6,48%
423271|Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu - 226.868.919.930 - 213.053.134.699 13.815.785.231 6,48%
42328|Pendapatan Jasa Kepolisian Il 403.262.253.000 117.803.552.951 29,21% 131.425.870.986 (13.622.318.035) -10,37%
423281|Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah 63.907.725.000 51.076.295.000 79,92% 53.671.179.785 (2.594.884.785) -4,83%
423282|Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 59.241.510.000 64.117.335.001 108,23% 64.544.694.125 (427.359.124) -0,66%
423283|Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri 11.831.200.000 37.100.000 0,31% 11.693.460.000 (11.656.360.000) -99,68%
423284 |Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card) 14.995.000 E 6.485.000 8.510.000 131,23%
423285|Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 268.281.818.000 2.557.827.950, 0,95% 1.510.052.076 1.047.775.874 69,39%
42329|Pendapatan Jasa Lainnya 1.635.146.053.000 206.896.858.780 12,65% 150.766.900.520 56.129.958.260 37,23%
423291|Pendapatan Jasa Lainnya 1.615.783.469.000 105.844.655.770 6,55% 101.791.418.879 4.053.236.891 3,98%
423292|Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas |1 2.593.266.000 27.798.085.088 1071,93% 8.566.932.885 19.231.152.203 224,48%
423293|Pendapatan Bea Lelang Pegadaian 16.769.318.000 73.254.117.922 436,83% 40.408.548.756 32.845.569.166 81,28%
4233|Pendapatan Bunga 6.113.228.464.000 4.484.615.755.007 73,36% 4.869.331.146.430 (384.715.391.423) -7,90%
42331|Pendapatan Bunga 1.404.038.464.000 1.998.227.378.007 142,32% 2.157.055.147.430 (158.827.769.423) -7,36%
423311|Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi 267.595.808.000 50.000] 0,00% E 50.000]
423312|Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi E E E E
423313|Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman 1.136.259.539.000 1.656.426.839.489 145,78% 1.890.250.985.894 (233.824.146.405) -12,37%
423314|Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah E E E E
423315|Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan 340.953.572.393 E 265.836.654.462 75.116.917.931 28,26%
423319|Pendapatan Bunga Lainnya 183.117.000 846.916.125 462,50% 967.507.074 (120.590.949) -12,46%
42332|Pendapatan Gain On Bond Redemption 60.188.000.000 - 260.000.000 59.928.000.000 23049,23%
423321|Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang 60.188.000.000 E 260.000.000 59.928.000.000 23049,23%
42333|Pendapatan Premium atas Obligasi Negara 4.709.190.000.000 2.426.200.377.000 51,52% 2.712.015.999.000 (285.815.622.000) -10,54%
423331|Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah 4.709.190.000.000 2.331.110.867.000 49,50% 2.711.157.959.000 (380.047.092.000) -14,02%
423332|Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing 87.577.417.000 B E 87.577.417.000
423333 [Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupiah 7.512.093.000, E 858.040.000 6.654.053.000 775,49%
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42334|Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara E E E E
423341|Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN - . - -
42336|Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah - 0,00%
423361|Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur - . - -
4234|Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 151.609.452.000 2.870.177.786.886 1893,14% 278.486.542.196 2.591.691.244.690 930,63%
42341|Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 151.609.452.000 2.870.077.786.886 1893,07% 278.486.542.196 2.591.591.244.690 930,60%
423411|Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan 3.723.305.000 3.300.496.073| 88,64% 3.906.973.266 (606.477.193) -15,52%
423412|Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 661.335.000 346.388.322 52,38% 463.958.646 (117.570.324) -25,34%
423413|Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) 2.306.551.000 1.545.736.032 67,02% 2.616.130.543] (1.070.394.511) -40,92%
423414|Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya 104.310.770.000 2.804.016.657.519 2688,14% 211.515.197.966 2.592.501.459.553 1225,68%
423415|Pendapatan Ongkos Perkara 18.266.950.000 21.530.934.196 117,87% 23.106.316.591 (1.575.382.395) -6,82%
423416|Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 2.000.000.000 13.236.410 0,66% 344.951.156 (331.714.746) -96,16%
423417|Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi 123.484.764 - E 123.484.764
423419|Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 20.340.541.000 39.200.853.570 192,72% 36.533.014.028 2.667.839.542 7,30%
42342|Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 100.000.000 - - 100.000.000
423421|Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan Pengadilan 100.000.000 B E 100.000.000
4235|Pendapatan Pendidikan 2.776.175.981.000 3.006.395.763.012 108,29% 2.287.742.131.383 718.653.631.629 31,41%
42351|Pendapatan Pendidikan 2.776.175.981.000 3.006.395.763.012 108,29% 2.287.742.131.383 718.653.631.629 31,41%
423511|Pendapatan Uang Pendidikan 1.762.088.665.000 2.454.544.071.372 139,30% 1.765.060.869.392 689.483.201.980 39,06%
423512|Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan 126.719.701.000 79.714.516.932 62,91% 65.177.498.785 14.537.018.147 22,30%
423513|Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek 80.443.041.000 53.818.550.271 66,90% 66.815.802.357 (12.997.252.086) -19,45%
423519|Pendapatan Pendidikan Lainnya 806.924.574.000 418.318.624.437 51,84% 390.687.960.849 27.630.663.588 7,07%
4236|Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 71.358.500.000 648.825.726.560 909,25% 278.930.683.217 369.895.043.343 132,61%
42361|Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 71.358.500.000 648.825.726.560 909,25% 278.930.683.217 369.895.043.343 132,61%
423611|Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan 38.961.500.000 532.630.766.821 1367,07% 129.233.798.204 403.396.968.617 312,15%
423612|Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara 3.100.000.000 2.509.843.023 80,96% 1.548.619.812 961.223.211 62,07%
423613|Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan 779.939.466 E 534.443.534 245.495.932 45,93%
423614|Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan 29.282.000.000 112.423.397.238 383,93% 147.133.594.226 (34.710.196.988) -23,59%
423615|Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 15.000.000 481.780.012 3211,87% 480.227.441 1.552.571 0,32%
4237|Pendapatan luran dan Denda 863.131.055.000 1.689.358.941.406 195,72% 1.398.128.607.728 291.230.333.678 20,83%
42371|Pendapatan luran Badan Usaha 600.000.000.000 1.012.471.268.237 168,75% 922.393.422.616 90.077.845.621 9,77%
423711|Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM 480.000.000.000 827.709.438.197 172,44% 722.697.770.022 105.011.668.175 14,53%
423712|Pendapatan luran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 120.000.000.000 184.760.380.040 153,97% 180.121.846.965 4.638.533.075 2,58%
423713|Pendapatan luran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.450.000 g 19.573.805.629 (19.572.355.629) -99,99%
42372|Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 919.408.406 E 813.980.288 105.428.118 12,95%
423721|Pendapatan Dana Pengamanan Hutan 919.408.406 B 813.980.288, 105.428.118 12,95%
42373|Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 57.964.210.000 370.411.767.779 639,04% 130.633.281.432 239.778.486.347 183,55%
423731 ig:;ia'_;l)iztua; luran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan 9.533.537.000 12.798.951.487 134,25% 6.883.773.334 5.915.178.153 85.93%
423732|Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) 1.761.734.000 6.547.248.300 371,64% 55.788.000 6.491.460.300 11635,94%
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423733|Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB) - - - -
423734|Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB) E B E E
423735|Pungutan masuk Obyek Wisata Alam 46.395.582.000 60.490.088.912 130,38% 36.052.492.293 24.437.596.619 67,78%
423736|luran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA) 273.357.000 296.212.092 108,36% 294.244.624 1.967.468 0,67%
423737|luran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB) - - - -
423738|Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan 290.278.316.988 E 87.346.983.181 202.931.333.807 232,33%
423739|Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam 950.000 - - 950.000
42374|Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan - - - -
423741|Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan - - - -
42375(Pendapatan Denda | 205.145.295.000 305.555.134.884 148,95% 344.279.267.089 (38.724.132.205) -11,25%
423751|Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan 19.002.943.540 E 5.785.629.911 13.217.313.629 228,45%
423752|Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 201.700.295.000 274.041.053.011 135,87% 312.752.135.597 (38.711.082.586) -12,38%
423753|Pendapatan Denda Administrasi BPHTB 72.098.367 - 15.000.000, 57.098.367 380,66%
423754|Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal 504.494.545 B 4.857.442.706 (4.352.948.161) -89,61%
423755|Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 105.000.000 9.265.326.170) 8824,12% 15.658.247.840 (6.392.921.670) -40,83%
423756|Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA 460.000.000 183.974.556 39,99% 296.348.619 (112.374.063) -37,92%
423757|Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia 27.386.502 - E 27.386.502
423758|Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling 179.184 - 948.339 (769.155) -81,11%
423759 gz:::ppseiltan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos 2.880.000.000 2 457 679.009 85,34% 4.913.514.077 (2.455.835.068) 49.98%
42376(Pendapatan Denda Il 21.550.000 1.362.100 6,32% 8.656.303 (7.294.203) -84,26%
423761|Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO Il ke BO | 550.000 E 0,00% 5.604.539 (5.604.539) -100,00%
423762|Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO Il PBB 21.000.000 1.362.100 6,49% 3.051.764 (1.689.664) -55,37%
4239|Pendapatan Lain-Lain 11.259.949.386.000 6.340.779.625.955 56,31% 8.507.245.500.116 (2.166.465.874.161) -25,47%
42391|Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu 8.032.360.306.000 4.323.104.102.951 53,82% 5.201.515.618.841 (878.411.515.890) -16,89%
423911|Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL 2.270.506.334.000 256.220.750.073 11,28% 185.276.253.160 70.944.496.913 38,29%
423912|Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL 20.487.000 91.063.155.377| 444492,39% 150.190.599.911 (59.127.444.534) -39,37%
423913|Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 5.761.830.185.000 2.924.280.885.118 50,75% 3.423.044.648.756 (498.763.763.638) -14,57%
423914|Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL 17.779.246.362 E 14.961.725.496 2.817.520.866 18,83%
423915|Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL 3.300.000 6.154.922.967( 186512,82% 13.726.464.999 (7.571.542.032) -55,16%
423916|Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL 1.966.160.536 E 1.547.403.986 418.756.550 27,06%
423917|Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL 1.025.638.982.518 E 1.412.768.522.533 (387.129.540.015) -27,40%
42392(Pendapatan Pelunasan Piutang 11.180.497.000 92.372.189.161 826,19% 315.675.651.865 (223.303.462.704) -70,74%
423921|Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara 269.434.000 6.078.610.965 2256,07% 2.830.114.173 3.248.496.792 114,78%
423922|Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara 10.911.063.000 86.293.578.196 790,88% 312.845.537.692 (226.551.959.496) -12,42%
42393(Pendapatan dari Penutupan Rekening 16.912.434.135 - 93.362.764.134 (76.450.329.999) -81,89%
423931|Pendapatan dari Penutupan Rekening 16.912.434.135 E 93.362.764.134 (76.450.329.999) -81,89%
42394(Pendapatan dari Selisih Kurs 2.090.547.029.000 897.567.700.155 42,93% 1.770.265.769.281 (872.698.069.126) -49,30%
423941|Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN 895.279.095.904 B 1.769.395.899.246 (874.116.803.342) -49,40%
423942|Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan Rl 1.560.110.667 E 869.870.035 690.240.632 79,35%
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423943|Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi 728.493.584 - E 728.493.584
42395|Penerimaan Kembali Belanja TAYL Il 1.613.680.820 0,00% - 1.613.680.820
423951|Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 167.708.006 - - 167.708.006
423952|Penerimaan kembali belanja barang TAYL 487.928.297 B E 487.928.297
423953|Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu - - - E
423954|Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu E B E E
423955|Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu - - - E
423956|Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu E B E E
423957 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu 23.167.325 - - 23.167.325
423958|Penerimaan Kembali Belanja Lain--lain Tahun Anggaran Yang Lalu 934.877.192 B E 934.877.192
423959|Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu - - - -
42396|Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN 967.600.942 - - 967.600.942
423961|Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN 967.600.942 - E 967.600.942
42399|Pendapatan Lain-Lain 1.125.861.554.000 1.008.241.917.791 89,55% 1.126.425.695.995 (118.183.778.204) -10,49%
423991|Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji 30.220.000.000 12.143.620.159 40,18% 11.710.632.497 432.987.662 3,70%
423992|Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional 18.597.000 11.181.675.800|  60126,23% 9.632.725.551 1.548.950.249 16,08%
423993|Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) 112.002.330, E 25.000] 111.977.330[  447909,32%
423994|Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah E - E -
423995|Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia 7.665.000 E 111.998.379 (104.333.379) -93,16%
423996(Pendapatan Jasa Perbendaharaan - - - -
423997|Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi 552.318.740 E 2.539.828 549.778.912 21646,30%
423998|Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak 107.500.000 558.680.600 519,70% 2.205.703.688, (1.647.023.088) -14,67%
423999|Pendapatan Anggaran Lain-Lain 1.095.515.457.000 983.685.955.162 89,79% 1.102.762.071.052 (119.076.115.890) -10,80%
424(Pendapatan Badan Layanan Umum 20.863.383.798.000 29.681.044.008.519 142,26% 24.648.239.915.152 5.032.804.093.367 20,42%
4241|Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.930.724.885.000 26.495.707.691.213 139,96% 21.704.391.604.873 4.791.316.086.340 22,08%
42411|Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat 15.618.176.715.000 22.119.394.273.875 141,63% 18.359.471.141.552 3.759.923.132.323 20,48%
424111|Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 6.686.892.322.000 9.143.792.014.679 136,74% 6.509.988.422.078 2.633.803.592.601 40,46%
424112|Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 5.814.491.817.000 10.221.214.300.581 175,79% 9.286.900.203.251 934.314.097.330 10,06%
424113|Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi 223.191.345.000 157.568.242.716 70,60% 186.701.874.799 (29.133.632.083) -15,60%
424114|Pendapatan Jasa Pencetakan 2.389.175.000 9.476.286.520 396,63% 900.893.875 8.575.392.645 951,88%
424115|Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian - - - -
424116|Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 2.189.409.337.000 1.926.838.450.138 88,01% 1.702.062.258.286 224.776.191.852 13,21%
424117|Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran 1.410.000.000 868.488.258 61,59% 887.702.776, (19.214.518) -2,16%
424118|Pendapatan Penyediaan Barang 426.131.950 E 7.355.722.280) (6.929.590.330) -94,21%
424119|Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya 700.392.719.000 659.210.359.033 94,12% 664.674.064.207 (5.463.705.174) -0,82%
42412|Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu 846.538.123.000 1.139.330.350.352 134,59% 1.072.243.436.645 67.086.913.707 6,26%
424121|Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita 697.807.496.000 981.842.642.395 140,70% 932.200.572.897 49.642.069.498 5,33%
424122|Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu E E 6.393.496.572, (6.393.496.572) -100,00%
424123|Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah 1.250.338.316 B 1.993.747.200 (743.408.884) -37,29%
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424129|Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya 148.730.627.000 156.237.369.641 105,05% 131.655.619.976 24.581.749.665 18,67%
42413|Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 2.466.010.047.000 3.236.983.066.986 131,26% 2.272.677.026.676 964.306.040.310 42,43%
424131|Pendapatan Program Dana Penjaminan E - - E
424132|Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah E B E E
424133|Pendapatan Program Modal Ventura 2.137.813.000 11.141.872.352 521,18% 3.883.423.283 7.258.449.069 186,91%
424134|Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral 587.568.130.000 670.689.728.163 114,15% 559.547.596.187 111.142.131.976 19,86%
424135|Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah 21.801.775.000 27.923.992.403 128,08% 27.032.263.771 891.728.632 3,30%
424136|Pendapatan Investasi 692.502.329.000 854.926.859.631 123,45% 688.344.353.174 166.582.506.457 24,20%
424139|Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya 1.162.000.000.000 1.672.300.614.437 143,92% 993.869.390.261 678.431.224.176 68,26%
4242|Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum 102.524.440.000 91.265.971.812 89,02% 108.230.165.667 (16.964.193.855) -15,67%
42421(Pendapatan Hibah Terkait 100.428.132.000 45.261.477.748 45,07% 57.244.726.688 (11.983.248.940) -20,93%
424211|Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan 13.849.813.191 B 2.820.043.500 11.029.769.691 391,12%
424212|Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha 69.313.320.000 18.299.284.821 26,40% 36.419.857.426 (18.120.572.605) -49,75%
424213|Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda 31.114.812.000 12.277.222.000, 39,46% 16.288.422.000 (4.011.200.000) -24,63%
424214|Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan - - - -
424215|Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha 835.157.736 B 1.716.403.762 (881.246.026) -51,34%
424216|Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara - - - -
424219|Pendapatan Hibah Terikat Lainnya E B E E
42422(Pendapatan Hibah Tidak Terikat 2.096.308.000 46.004.494.064 2194,55% 50.985.438.979 (4.980.944.915) 9,77%
424221|Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan 3.098.923.371 B 5.673.249.000 (2.574.325.629) -45,38%
424222|Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha 2.096.308.000 19.874.177.638 948,06% 11.290.040.900 8.584.136.738, 76,03%
424223|Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda 5.655.275.000 E 17.203.570.000 (11.548.295.000) -67,13%
424224|Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan E - E E
424225|Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha E B 824.223.287 (824.223.287) -100,00%
424226|Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara E - E E
424229|Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya 17.376.118.055 E 15.994.355.792 1.381.762.263 8,64%
4243|Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 678.850.560.000 1.233.373.294.610 181,69% 1.339.038.388.726 (105.665.094.116) -7,89%
42431(Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 678.850.560.000 1.233.373.294.610 181,69% 1.339.038.388.726 (105.665.094.116) -7,89%
424311|Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan 5.676.598.000 79.838.574.401 1406,45% 70.891.881.105 8.946.693.296 12,62%
424312|Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 628.318.962.000 1.034.166.560.765 164,59% 1.171.070.729.365 (136.904.168.600) -11,69%
424313|Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah 44.855.000.000 119.368.159.444 266,12% 97.075.778.256 22.292.381.188 22,96%
4249|Pendapatan BLU Lainnya 1.151.283.913.000 1.860.697.050.884 161,62% 1.496.579.755.886 364.117.294.998 24,33%
42491(Pendapatan BLU Lainnya 1.151.283.913.000 1.860.697.050.884 161,62% 1.496.579.755.886 364.117.294.998 24,33%
424911|Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.151.283.913.000 1.860.697.050.884 161,62% 1.496.579.755.886) 364.117.294.998 24,33%
43|Penerimaan Hibah 2.325.114.000.000 5.034.520.904.737 216,53% 6.832.500.887.004 (1.797.979.982.267) -26,32%
431|Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri 5.034.520.904.737 E 6.832.500.887.004 (1.797.979.982.267) -26,32%
4311|Pendapatan Hibah Dalam Negeri 1.162.796.535.035 - 1.614.959.045.913 (452.162.510.878) -28,00%
43111|Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana - - - -
431111|Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan E B E E
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431112|Pendapatan Hibah Dalam Negeri -Terencana Lembaga/Badan Usaha E E E E
431119|Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana Lainnya - g - -
43112|Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga 522.123.290.666 E 426.022.593.757 96.100.696.909 22,56%
431121|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang 504.820.303.441 B 412.748.969.114 92.071.334.327 22,31%
431122|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa 17.302.987.225 E 13.273.624.643 4.029.362.582 30,36%
431123|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga - . - -
43113|Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang 640.673.244.369 E 1.188.936.452.156 (548.263.207.787) -46,11%
431131|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Perorangan 684.000.000 B 1.694.593.930 (1.010.593.930) -59,64%
431132|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Lembaga/Badan Usaha 25.995.124.749 E 125.229.823.031 (99.234.698.282) -79,24%
431133|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Pemerintah Daerah 613.994.119.620 B 1.056.935.885.195 (442.941.765.575) -41,91%
431139|Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lainnya E E 5.076.150.000 (5.076.150.000) -100,00%
4312|Pendapatan Hibah Luar Negeri 3.871.724.369.702 B 5.217.541.841.091 (1.345.817.471.389) -25,79%
43121|Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana 1.496.106.704.979 E 1.987.042.923.829 (490.936.218.850) -24,711%
431211|Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan - g - -
431212|Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral 663.199.145.545 E 834.963.018.773 (171.763.873.228) -20,57%
431213|Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral 832.907.559.434 B 1.151.978.658.565 (319.071.099.131) -27,70%
431219|Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Lainnya E E 101.246.491 (101.246.491) -100,00%
43122|Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga 1.555.495.983.791 0,00% 1.872.600.087.181 (317.104.103.390) -16,93%
431221|Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang 629.016.466.662 E 280.793.151.871 348.223.314.791 124,01%
431222|Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa 926.479.517.129 E 1.591.806.935.310 (665.327.418.181) -41,80%
431223|Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga E E E E
43123|Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang 820.121.680.932 0,00% 1.357.898.830.081 (537.777.149.149) -39,60%
431231|Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung --Langsung Bentuk Uang Perorangan 1.105.195.518 E 177.934.000 927.261.518 521,13%
431232|Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral 200.999.504.252 g 313.994.295.486 (112.994.791.234) -35,99%
431233|Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral 571.002.636.538 E 989.733.078.584 (418.730.442.046) -42,31%
431239|Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya 47.014.344.624 B 53.993.522.011 (6.979.177.387) -12,93%
Jumlah Penerimaan 1.635.378.485.045.000 1,550,490,813,616,979 94,81%|  1,438,891,069,562,744 111.599.744.054.235 7,76%
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 1.B
REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
No Nama BUMN Jumlah
(1) (2) (4)
1 PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Thk 3.602.579.400.000,00
2 PT Bank Mandiri Thk 3.276.675.500.000,00
3  |PT Bank Negara Indonesia Thk (BNI) 1.630.429.340.629,00
4 PT Bank BTN 281.847.491.460,00
5 |PT Bank Bukopin 31.891.038.231,00
Perbankan 8.823.422.770.320,00
PT Pertamina 10.259.054.000.000,00

PT Telekomunikasi Indonesia Thk (Telkom)

5.284.132.606.898,00

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Thk

2.905.421.754.262,00

PT Pupuk Indonesia

1.869.016.000.000,00

1

2

3

4

5 PT Inalum 1.627.822.333.500,00
6 PT Semen Indonesia 1.232.606.487.404,00
7 |PT Jasa Raharja 1.150.184.622.000,00
8 |PT Pegadaian 858.286.000.000,00
9 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Il 796.314.089.813,00
10  |PT Bukit Asam Tbk 692.067.889.909,00
11 |PT Taspen 661.995.000.000,00
12 |PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IlI 475.839.000.000,00
13 |PT Jasa Marga Tbk 374.168.844.000,00
14  |PT Angkasa Pura Il 361.461.555.421,00
15 |PT Angkasa Pura | 257.915.821.000,00
16  |PT Bio farma 228.987.286.878,00
17  |PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) | 195.697.995.000,00
18 |PT TIMAH 184.151.046.300,00
19  |PERUM JAMKRINDO 157.563.000.000,00
20 |PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV 152.864.000.000,00
21  |PT Kereta Api Indonesia 140.100.003.061,00
22 |PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV 134.336.885.407,00
23  |PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Il 129.382.600.000,00
24 |PT Wijaya Karya 111.498.800.000,00
25 |PT Asuransi Kredit Indonesia 105.215.372.000,00
26  |Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 96.061.959.081,00
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 1.B
REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

No Nama BUMN Jumlah

(1) (2) (4)

27  |PT Socfin Indonesia 92.004.917.355,00
28 |PT Waskita Karya 75.084.241.908,00
29 |PT ASDP Indonesia Ferry 68.002.000.000,00
30 |PT Pembangunan Perumahan Persero 64.368.297.297,00
31 |PT Adhi Karya 62.114.450.560,00
32 [PT POS Indonesia 61.447.013.080,00
33 [PT ANTAM 59.978.677.606,00
34 |PT Semen Baturaja 59.500.286.794,00
35 [PT Kimia Farma 48.286.826.134,00
36 [PT Jasindo 45.507.186.000,00
37 |Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 40.142.282.196,00
38  [PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V 35.855.900.000,00
39 [PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X 32.224.000.000,00
40 |PT Kawasan Berikat Nusantara 28.487.895.128,00
41  |PT Perkebunan Nusantara VII| 26.316.452.000,00
42  |PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII 26.040.770.871,00
43  |PT Sucofindo 22.119.310.308,00
44  |Perum Jasa Tirta ll 19.457.000.000,00
45 |PT Asabri 16.850.000.000,00
46  |PT Perkebunan Nusantara VI 16.671.793.121,00
47  |PT Biro Klasifikasi Indonesia 15.952.307.600,00
48 |PT SIER 13.779.683.402,00
49  |Perum Jasa Tirta | 13.291.000.000,00
50 |PT ASEIREI 10.733.604.923,00
51 [PERUM PERUMNAS 10.567.226.891,00
52  |PT Perusahaan Pengelola Aset 10.309.965.483,00
53  |PT Perkebunan Nusantara VIl 9.827.000.000,00
54  |PT Pindad 9.760.396.339,00
b5  |PT Jakarta Indust Estat Pulogadung 8.276.033.441,00
56 |PT Hutama Karya 6.642.086.633,00
57  |PT Surveyor Indonesia 6.264.627.813,00
58 |PT Pengembangan Pariwisata Bali 5.226.000.000,00
b9 |PT Kliring Berjangka Indonesia 5.134.505.000,00
60 |PT Brantas Abipraya 3.645.926.000,00
61 |PT Kawasan Industri Medan 3.559.926.008,00
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 1.B
REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

No Nama BUMN Jumlah

(1) (2) (4)

62 |PT Perkebunan Nusantara XI 2.234.000.000,00
63 |PT Perkebunan Nusantara IX 2.059.857.010,00
64 [PT TWC Pbr 1.736.405.000,00
65 [PT Sarinah 1.669.000.000,00
66 |PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II 1.500.000.000,00
67 |PT Rajawali Nusantara Indonesia 1.226.000.000,00
68 |PT Kawasan Industri Wijayakusuma 1.041.869.738,00
69 |PT Kawasan Industri Makassar 905.520.000,00
70 [PT Inhutani | 600.000.000,00
71 |PT Amarta Karya 563.439.363,00
72  |PT PDIP Batam 484.344.121,28
73  |PT Yodya Karya 429.981.588,00
74 |PT Virama Karya 421.654.966,00
75 |PT Indra Karya 222.017.629,00
76  |PT Rekayasa Industri 218.500.000,00
77  |PT Inhutani V 120.000.000,00

Non Perbankan

31.491.007.131.240,30

Jumlah Total

40.314.429.901.560,30
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN 2.A

MENURUT BA DAN ESELON |
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE BA
ESELON | REALISASI DI ATAS
BAGIAN ANGGARAN & ESELON | ANGGARAN REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN
001 |MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 713.067.253.000 645.360.432.326 5.971.532.172 639.388.900.154 (73.678.352.846)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 77.286.980.000 66.962.224.029 10.475.104 66.951.748.925 (10.335.231.075)
02 |MAJELIS 635.780.273.000 578.398.208.297 5.961.057.068 572.437.151.229 (63.343.121.771)
002 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2.888.150.184.000 2.346.173.036.937 39.793.726.489 2.306.379.310.448 (581.770.873.552|
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 819.388.509.000 583.776.650.650 1.803.829.681 581.972.820.969 (237.415.688.031)
02  [DEWAN 2.068.761.675.000 1.762.396.386.287 37.989.896.808 1.724.406.489.479 (344.355.185.521
004 |BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.594.951.954.000 2.340.821.112.389 34.289.459.443 2.306.531.652.946 (288.420.301.054)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 1.814.129.824.000 1.632.616.061.837 12.485.970.319 1.620.130.091.518 (193.999.732.482)
02 |BP.K. PUSAT 780.822.130.000 708.205.050.552 21.803.489.124 686.401.561.428 (94.420.568.572)
005 |MAHKAMAH AGUNG 7.159.890.584.000 6.987.680.136.087 7.994.418.251 6.979.685.717.836 (180.204.866.164)
01 |BADAN URUSAN ADMINISTRAS| 6.736.830.789.000 6.572.123.343.877 6.384.899.447 6.565.738.444.430 (171.092.344.570)
02  |KEPANITERAAN 111.586.000.000 120.472.955.274 4.162.587 120.468.792.687 8.883.792.687
03 |DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUN 115.060.000.000 108.518.195.430 118.445.951 108.399.749.479 6.660.250.521)
04  |DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAM? 66.850.000.000 65.760.930.993 146.417.899 65.614.513.094 (1.235.486.906)
05 |DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGAR/ 22.080.000.000 20.419.847.315 51.357.760 20.368.489.555 (1.711.510.445)
R BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN 79.380.000.000 12.958.208.233 1.280.320.106 .67/7.888. JUZTTT.
07  |BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG 28.104.795.000 27.426.654.965 8.814.501 27.417.840.464 (686.954.536)|
006 |KEJAKSAAN AGUNG 3.570.196.463.000 3.324.671.665.861 3.859.281.259 3.320.812.384.602 (249.384.078.398)
01  |KEJAKSAAN AGUNG 3.570.196.463.000 3.324.671.665.861 3.859.281.259 3.320.812.384.602 (249.384.078.398|
007 |SEKRETARIAT NEGARA 2.005.516.178.000 2.139.550.319.728 3.631.631.089 2.135.918.688.639 130.402.510.639
01  |SEKRETARIAT NEGARA 1.140.369.615.000 1.379.034.802.696 606.762.553 1.378.428.040.143 238.058.425.143
03 |SEKRETARIAT PRESIDEN 413.599.687.000 371.896.064.741 594.677.802 371.301.386.939 (42.298.300.061)
04  |SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 239.523.366.000 194.864.642.740 1.071.636.341 193.793.006.399 (45.730.359.601)
05 |SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN 28.385.076.000 26.206.813.689 67.936.000 26.138.877.689 (2.246.198.311)
06  |[PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN 28.969.559.000 30.599.052.063 - 30.599.052.063 1.629.493.063
07 |DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN 36.137.418.000 29.518.648.377 83.148.230 29.435.500.147 (6.701.917.853)
08 |UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP 56.947.508.000 50.548.964.742 446.655.357 50.102.309.385 (5.845.198.612”
na  |LEMBAGA PERL 583.949.000 56.881.330.680 760.814.806 56.120.515.874 (6.463.433.12
010 |KEMENTERIAN DALAM NEGERI 13.797.035.451.000 12.885.968.395.946 14.227.859.602 12.871.740.536.344 (925.294.914.656]
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 949.313.857.000 955.393.583.902 1.215.052.578 954.178.531.324 4.864.674.324
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 45.641.023.000 37.657.007.467 35.146.158 37.621.861.309 (8.019.161.691)
03  |DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 176.210.000.000 151.542.567.268 84.598.850 151.457.968.418 (24.752.031.582)
04  |DITJEN PEMERINTAHAN UMUM 261.083.286.000 221.992.907.387 551.386.866 221.441.520.521 (39.641.765.479)
05  |DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.591.598.065.000 10.190.587.993.683 7.296.030.739 10.183.291.953.944 (408.306.111.056)
06 |DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 368.802.335.000 321.382.229.880 1.985.601.867 319.396.628.013 (49.405.706.987)
07  |DITJEN OTONOMI DAERAH 79.426.123.000 68.481.711.091 186.840.865 68.294.870.226 (11.131.252.774)
08 |DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.040.053.279.000 652.623.758.614 2.654.836.055 649.968.922.559 (390.084.356.441)
09  [DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAF 58.532.517.000 50.980.705.503 151.838.082 50.828.867.421 (7.703.649.579)
11 |BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 44.178.762.000 41.624.736.183 52.907.035 41.571.829.148 (2.606.932.852)
12 |BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 182.196.204.000 193.701.194.968 13.611.507 193.687.583.461 11.491.379.461
011 |KEMENTERIAN LUAR NEGERI 4.885.814.964.000 5.350.380.769.447 10.555.319.557 5.339.825.449.890 454.010.485.890
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 4.232.920.264.000 4.414.224.128.810 4.633.156.958 4.409.590.971.852 176.670.707.852
02 |DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 42.824.453.000 53.260.653.929 367.050.546 52.893.603.383 10.069.150.383
03  [DITJEN AMERIKA DAN EROPA 30.050.070.000 35.019.984.017 765.796.051 34.254.187.966 4.204.117.966
04  |DITJEN KERJASAMA ASEAN 47.712.875.000 49.559.453.030 204.072.289 49.355.380.741 1.642.505.741
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESELON |
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE BA
ESELON | REALISASI DI ATAS
BAGIAN ANGGARAN & ESELON | ANGGARAN REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN

05 |DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL 296.177.226.000 539.946.653.963 2.561.136.111 537.395.517.852 241.218.291.852
06  |DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK 60.318.779.000 81.135.962.944 776.408.363 80.359.554.581 20.040.775.581
07 |DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAI 29.176.741.000 34.387.905.763 142.083.554 34.245.822.209 5.069.081.209
08  |DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULEF 104.681.503.000 92.619.733.996 712.443.855 91.907.290.141 (12.774.212.859)
09 |INSPEKTORAT JENDERAL 19.630.884.000 24.378.132.617 165.075.548 24.213.057.069 4.582.173.069
11 |BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 22.322.169.000 25.848.160.378 238.096.282 25.610.064.096 3.287.895.096
012 |KEMENTERIAN PERTAHANAN 83.300.296.840.000 86.384.423.050.474|  198.794.659.940 86.185.628.390.534 2.885.331.550.534
01  |KEMENTERIAN PERTAHANAN 20.404.148.321.000 24.558.143.462.919|  119.744.213.199 24.438.399.249.720 4.034.250.928.720
21 |MARKAS BESAR TNI 6.917.821.479.000 6.487.204.691.821 13.489.540.904 6.473.715.150.917 (444.106.328.083|
22 |MARKAS BESAR TNI AL 35.184.226.541.000 34.549.814.219.452 25.594.203.573 34.524.220.015.879 (660.006.525.121)
23 |MARKAS BESAR TNI AL 11.081.087.713.000 11.043.864.488.608 14.295.337.664 11.029.569.150.944 (51.518.562.056)
24 |MARKAS BESAR TNI AU 9.713.012.786.000 9.745.396.187.674 25.671.364.600 9.719.724.823.074 6.712.037.074
013 |KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 7.607.497.385.000 7.204.085.723.071 13.365.260.980 7.190.720.462.091 (416.776.922.909)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 6.307.709.078.000 5.981.020.312.085 3.163.404.468 5.977.856.907.617 (329.852.170.383)|
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 20.450.983.000 19.774.804.799 90.300.585 19.684.504.214 (766.478.786)
03  [DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM 245.233.381.000 255.123.754.872 5.152.902.329 249.970.852.543 4.737.471.543
05 |DITJEN PEMASYARAKATAN 43.307.517.000 43.170.997.241 332.235.733 42.838.761.508 (468.755.492)
06  |DITJEN IMIGRASI 708.333.841.000 678.597.286.409 3.999.597.462 674.597.688.947 (33.736.152.053)
07  |DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 94.131.334.000 82.332.331.202 256.213.273 82.076.117.929 (12.055.216.071)
08  |DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 28.075.424.000 23.519.833.297 11.551.438 23.508.281.859 (4.567.142.141)
09  |DITJEN HAK ASASI MANUSIA 20.197.392.000 19.207.292.272 201.111 19.207.091.161 (990.300.839)
10 |BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 80.349.543.000 46.817.111.355 71.472.694 46.745.638.661 (33.603.904.339)
11 |BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM 14.887.398.000 14.336.053.490 21.486.367 14.314.567.123 (572.830.877)
12 |BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI/ 44.821.494.000 40.185.946.049 265.895.520 39.920.050.529 (4.901.443.471)
015 |KEMENTERIAN KEUANGAN 18.204.775.833.000 18.138.916.078.298 29.668.595.408 18.109.247.482.890 (95.528.350.110)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 6.998.891.061.000 7.322.873.722.864 24.132.471.538 7.298.741.251.325 299.850.190.325 |
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 87.818.987.000 87.193.976.083 351.329.963 86.842.646.120 (976.340.880)
03  [DITJEN ANGGARAN 130.618.343.000 114.666.989.987 456.635.067 114.210.354.920 (16.407.988.080)
04  |DITJEN PAJAK 5.235.586.424.000 4.931.291.664.472 1.993.939.306 4.929.297.725.166 (306.288.698.834|
05  [DITJEN BEA DAN CUKAI 2.706.249.054.000 2.707.368.207.614 704.517.808 2.706.663.689.806 414.635.806
06 |DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 78.443.531.000 125.093.770.004 436.288.792 124.657.481.212 46.213.950.212
07  |DITJEN PENGELOLAAN UTANG 57.681.933.000 56.133.018.159 35.018.672 55.097.999.487 (2.583.933.513)
08 |DITJEN PERBENDAHARAAN 1.756.646.395.000 1,620.083.311.055 712.281.088 1.619.371.029.967 (137.275.365.033)|
09  [DITJEN KEKAYAAN NEGARA 550.515.392.000 524.244.427.075 443.185.361 523.801.241.714 (26.714.150.286)|
11 |BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 502.190.777.000 565.597.596.642 375.410.866 555.222.185.776 53.031.408.776 |
12 [BADAN KEBIJAKAN FISKAL 100.133.936.000 95.369.394.343 27.516.946 95.341.877.397 4.792.058.603)
018 |KEMENTERIAN PERTANIAN 13.613.045.916.000 13.253.631.031.968 51.126.879.125 13.202.504.152.844 (410.541.763.156)|
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 1.103.062.672.000 1.015.619.444.078 18.322.123.961 997.297.320.117 (105.765.351.883)|
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 65.528.157.000 60.347.785.271 177.609.821 60.170.175.450 (5.357.981.550)
03  [DITJEN TANAMAN PANGAN 2.273.831.705.000 2.056.144.996.974 17.911.074.736 2.038.233.922.238 (235.597.782.762)
04  |DITJEN HOLTIKULTURA 524.669.821.000 504.589.972.722 110.976.968 504.478.995.754 (20.190.825.246)
05  |DITJEN PERKEBUNAN 1.316.320.121.000 1.162.816.886.222 466.593.584 1.162.350.292.638 (153.969.828.362)
06 |DITJEN PETERNAKAN 1.391.463.833.000 1.660.528.577.897 547.780.181 1.659.980.797.716 268.516.964.716
07  |DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN 502.959.082.000 457.878.778.007 178.330.720 457.700.447.287 (45.258.634.713)
08 |DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 2.715.885.667.000 2.913.460.586.156 8.377.176.910 2.905.083.409.246 189.197.742.246
09  |[BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 1.558.098.627.000 1.355.132.964.080 2.894.929.497 1.352.238.034.583 (205.860.592.417)
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESELON |
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE BA
ESELON | REALISASI DI ATAS
BAGIAN ANGGARAN & ESELON | ANGGARAN REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN

10 [BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 1.098.836.025.000 1.061.692.583.263 1,540.033.565 1.060.152.549.698 (38.683.475.302)
11 |BADAN KETAHANAN PANGAN 458.545.471.000 419.547.522.910 324.549.296 419.222.973.614 (39.322.497.386)
12 [BADAN KARANTINA PERTANIAN 603.844.735.000 585.870.934.389 275.699.886 585.595.234.503 (18.249.500.497)|
019 |KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.629.287.422.000 2.434.351.177.696 2.355.390.671 2.431.995.787.025 (197.291.634.975)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 725.697.113.000 661.868.362.100 535.156.345 661.333.205.755 (64.363.907.245)
02  |DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRC 216.775.906.000 186.889.195.823 348.896.423 186.540.299.400 (30.235.606.600)
03 |DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUF 262.032.800.000 370.066.632.371 6.861.903 370.059.770.468 108.026.970.468

04  |DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGG 249.342.213.000 134.683.007.118 51.794.522 134.631.212.596 (114.711.000.404|
05 |DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAF 428.138.298.000 389.447.557.764 408.164.778 389.039.392.986 (39.098.905.014)
06 |INSPEKTORAT JENDERAL 45.138.229.000 41.948.658.271 211.782.356 41.736.875.915 (3.401.353.085)
07 |BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTR 572.719.025.000 533.297.912.415 342.498.192 532.956.414.223 (39.763.610.777)
08  |DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTR 85.684.946.000 76.647.439.754 406.027.048 76.241.412.706 (9.443.533.294)
09  |DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAI 43.758.892.000 39.502.412.080 44.209.104 39.458.202.976 4.300.689.024]
020 |KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 14.341.466.972.000 7.366.063.857.662 11.388.445.744 7.354.675.411.918 (6.986.791.560.082]
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 1.313.032.400.000 514.254.751.711 1.724.970.321 512.529.781.390 (800.502.618.610)
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 90.318.603.000 54.814.933.187 2.129.942.031 52.684.991.156 (37.633.611.844)
04  |DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI 3.591.089.749.000 1.371.160.141.361 4.771.833 1.371.155.369.528 (2.219.934.379.472)
05  [DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI 4.565.031.319.000 2.419.963.30.998 744.747.075 2.419.218.562.923 (2.145.812.756.077)
06 |DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUM 372.517.294.000 201.193.047.432 484.273.458 200.708.773.974 (171.808.520.026)
07  |[DEWAN ENERGI NASIONAL 76.682.668.000 56.965.986.597 471.753.679 56.494.232.918 (20.188.435.082)
11 [BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 702.023.115.000 481.409.075.142 1.448.903.484 479.960.171.658 (222.062.943.342)
12 |BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 667.292.282.000 558.638.708.230 537.636.124 568.101.072.106 (99.191.200.894)
13 |BADAN GEOLOGI 1.315.002.754.000 917.365.459.017 2.314.881.321 915.050.577.696 (399.952.176.304)
14 |BPH MIGAS 366.820.000.000 142.028.065.158 1.046.351.281 140.981.713.877 (225.838.286.123|
15 |DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERG 1.291.656.788.000 648.270.379.829 480.215.137 647.790.164.692 (643.866.623.308)
022 |KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 36.003.165.332.000 28.788.716.010.124 65.946.260.904 28.722.769.749.220 (7.280.395.582.780]
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 556.380.105.000 1.304.938.739.444 150.726.272 1.304.788.013.172 748.407.908.172

02  |INSPEKTORAT JENDERAL 79.618.815.000 65.556.209.548 50.423.833 65.505.785.715 (14.113.029.285)
03 |DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 3.619.419.968.000 3.230.641.374.831 2.370.288.707 3.228.271.086.124 (391.148.881.876)
04  |DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 9.420.947.845.000 7.854.297.887.774 3.781.081.048 7.850.516.806.726 (1.570.431.038.274|
05 |DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 7.492.985.310.000 6.850.819.114.550 2.980.460.953 6.847.838.653.597 (645.146.656.403|
08  |DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 11.847.171.670.000 6.872.861.260.116 56.002.226.030 6.816.859.034.086 (5.030.312.635.914|
11 [BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN 205.717.711.000 162.825.592.179 152.037.944 162.673.554.235 (43.044.156.765)
12 |BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN 2.780.923.908.000 2.446.775.831.682 459.016.117 2.446.316.815.565 (334.607.092.435|
023 |KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 76.557.904.902.000 76.926.541.016.381|  329.774.485.247 76.596.766.531.134 38.861.629.134

01  |SEKRETARIAT JENDERAL 1.441.562.300.000 3.058.814.944.010 86.292.386.621 2.972.522.557.389 1,530.960.257.389

02  |INSPEKTORAT JENDERAL 205.000.000.000 170.428.445.609 11.626.211.797 158.802.233.812 (46.197.766.188)
03  [DITJEN PENDIDIKAN DASAR 16.613.504.100.000 16.321.271.156.611 50.847.325.370 16.270.423.830.241 (343.080.269.759]
04  |DITJEN PENDIDIKAN TINGGI 35.418.817.072.000 35.121.106.721.395 50.556.264.461 35.070.550.456.934 (348.266.615.066)
05  [DITJEN PAUDNI 2.338.034.530.000 2.276.668.672.403 24.028.403.817 2.252.640.268.586 (85.394.261.414)
11 |BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD 1.186.700.000.000 1.101.754.329.909 3.984.218.460 1.097.770.111.449 (88.929.888.551)
12 |DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH 14.881.960.000.000 14.547.828.641.273 72.587.380.470 14.475.241.260.803 (406.718.739.197)
13 |BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 359.531.800.000 298.445.528.405 606.036.940 297.839.491.465 (61.692.308.535)
14 |BADAN PSDMPK DAN PMP 2.930.045.100.000 2.945.521.145.439 26.455.213.980 2.919.065.931.459 (10.979.168.541)
15 |DITJEN KEBUDAYAAN 1.182.750.000.000 1.084.701.432.327 2.791.043.331 1.081.910.388.996 (100.839.611.004)
024 |KEMENTERIAN KESEHATAN 47.476.473.683.000 47.583.671.296.413|  111.935.382.521 47.471.735.913.892 (4.737.769.108)
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
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KODE BA
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BAGIAN ANGGARAN & ESELON | ANGGARAN REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN
01  [SEKRETARIAT JENDERAL 26.767.777.948.000 26.732.282.090.916 68.264.275.859 26.664.017.815.057 (103.760.132.943|
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 92.926.900.000 72.233.409.205 615.558.268 71.617.850.937 (21.309.049.063)
03 |DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1.926.320.673.000 1.725.910.599.257 12.467.840.570 1.713.442.758.687 (212.877.914.313|
04  [DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN 12.252.787.900.000 12.591.958.931.627 3.389.131.349 12.588.569.800.278 335.781.900.278
05 |DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1.812.234.812.000 2.454.353.059.185 3.178.757.399 2.451.174.301.786 638.939.489.786
07  |DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAR 1.764.681.263.000 1.478.647.845.174 7.862.261.575 1.470.785.583.599 (293.895.679.401)
11 |BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 509.592.602.000 438.756.408.304 3.756.984.248 434.999.424.056 (74.593.177.944)
12 |BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 2.350.151.585.000 2.089.528.952.745 12.400.573.253 2.077.128.379.492 (273.023.205.508|
025 |KEMENTERIAN AGAMA 51.568.452.512.000 45.733.950.784.074 74.751.661.272 45.659.199.122.802 (5.909.253.389.198]
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 2.876.118.610.000 1.716.429.624.699 7.336.037.689 1.709.093.587.010 (1.167.025.022.990|
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 129.915.085.000 123.746.869.392 6.051.594.072 117.695.276.320 (12.219.809.680)
03  [DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 2.585.739.278.000 2.967.486.086.928 13.025.453.272 2.954.460.633.656 368.721.355.656
04  |DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 42.551.801.568.000 37.481.745.796.866 31.199.623.638 37.450.546.173.228 (5.101.256.394.772|
05  [DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 1.030.903.265.000 1.142.356.335.129 608.637.113 1.141.746.698.016 110.843.433.016
06 |DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK 615.653.658.000 665.158.699.724 834.000.687 664.324.699.037 48.671.041.037
07  [DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 572.863.673.000 510.199.294.732 6.299.713.695 503.899.581.037 (68.964.091.963)
08  |DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA 270.826.478.000 168.281.140.895 1.430.959.782 166.850.181.113 (103.976.296.887)
09  [DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAK 654.550.641.000 672.215.668.195 5.649.880.414 666.565.778.781 12.015.137.781
11 |BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN 280.080.256.000 286.332.267.514 2.315.751.910 284.016.515.604 3.936.259.604
026 |KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.961.928.611.000 3.691.663.935.432 10.955.997.656 3.680.707.937.776 (281.220.673.224)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 326.150.099.000 452.639.890.019 1.404.731.107 451.235.158.912 125.085.059.912
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 42.922.400.000 41.169.442.075 14.360.120 41.155.081.955 (1.767.318.045)
04  |DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 589.884.351.000 520.167.765.330 3.344.099.616 516.823.665.714 (73.060.685.286)
05  [DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 287.389.651.000 247.594.686.762 2.675.704.435 244.918.982.327 (42.470.668.673)
06 |DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS| 720.623.240.000 681.714.915.861 336.146.729 681.378.769.132 (39.244.470.868)
07  [DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRAS 791.578.589.000 736.001.568.913 530.490.925 735.471.077.988 (56.107.511.012)
08 |DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 359.464.058.000 256.551.757.430 563.422.763 265.998.334.667 (103.465.723.333|
11 |BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI 76.613.847.000 71.170.784.337 15.913.154 71.154.871.183 (5.458.975.817)
13 |DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 767.302.376.000 684.653.124.705 2.081.128.807 682.571.995.898 (84.730.380.102)
027 |KEMENTERIAN SOSIAL 6.684.272.663.000 13.254.840.797.840 39.769.806.502 13.215.070.991.338 6.530.798.328.338
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 166.715.701.000 175.493.693.012 694.977.167 174.798.715.845 8.083.014.845
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 23.891.755.000 25.835.887.047 26.758.593 25.809.128.454 1.917.373.454
03 |DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 727.856.388.000 737.829.524.575 4.483.498.347 733.346.026.228 5.489.638.228
04  [DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 761.898.486.000 803.663.453.871 2.976.434.582 800.687.019.289 38.788.533.289
05  |DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.776.726.361.000 11.272.040.599.738 30.221.071.691 11.241.819.528.047 6.465.093.167.047
11 |BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 227.183.972.000 239.977.639.597 1.367.066.122 238.610.573.475 11.426.601.475
029 |KEMENTERIAN KEHUTANAN 4.507.301.508.000 4.725.518.240.306 39.184.869.858 4.686.333.370.448 179.031.862.448
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 294.897.336.000 836.263.319.006 32.916.140.952 803.347.178.054 508.449.842.054
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 44.911.300.000 44.035.634.846 491.208.404 43.544.426.442 (1.366.873.558)
03 [DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN 186.537.415.000 200.766.893.808 158.669.324 200.608.224.484 14.070.809.484
04  |DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL 1.797.997.462.000 1,602.094.430.235 1.179.142.254 1.600.915.287.981 (197.082.174.019)
05  [DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAN 1.220.034.125.000 1.143.321.649.459 2.362.848.604 1.140.958.800.855 (79.075.324.145)
06 |DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN 526.997.851.000 479.347.865.482 1,562.504.008 477.785.361.474 49.212.489.526)
07  |[BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN 210.888.173.000 207.266.249.329 377.976.060 206.888.273.269 (3.999.899.731)
08 |[BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAD 225.037.846.000 212.422.198.141 136.380.252 212.285.817.889 (12.752.028.111)
032 |KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.748.673.798.000 5.869.716.446.021 4.016.001.294 5.865.700.444.727 117.026.646.727
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01  [SEKRETARIAT JENDERAL 346.731.141.000 313.110.029.985 119.302.910 312.990.727.075 (33.740.413.925)
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 50.532.570.000 57.770.267.013 30.766.921 57.739.500.002 7.206.930.092

03 |DITJEN PERIKANAN TANGKAP 1.594.231.229.000 1,509.772.027.985 951.731.737 1.508.820.296.248 (85.410.932.752)
04  [DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 875.292.741.000 883.535.186.105 607.518.065 882.927.668.040 7.634.927.040

05  |DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN 576.269.549.000 650.039.954.730 72.336.043 649.967.618.687 73.698.069.687

06 |DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP 487.983.903.000 480.251.240.917 232.486.515 480.018.754.402 (7.965.148.598)
07  |DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K 613.114.106.000 597.220.124.849 303.577.560 596.916.547.289 (16.197.558.711)
11 [BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP 467.891.773.000 569.878.745.272 456.153.230 569.422.592.042 91.530.819.042

12 |BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN 476.864.189.000 510.991.651.800 1,079.498.063 509.912.153.737 33.047.964.737

13 |BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAD 269.762.597.000 307.147.217.365 162.630.250 306.984.587.115 47.221.990.115

033 |KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 74.522.244.881.000 72.851.334.686.250 57.244.929.711 72.794.089.756.539 (1.728.155.124.461)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 814.215.696.000 1.513.169.217.809 1.425.844.187 1.511.743.373.622 697.527.677.622

02  |INSPEKTORAT JENDERAL 85.604.248.000 70.738.462.073 1.139.522.781 69.598.939.292 (16.005.308.708)
03  [DITJEN PENATAAN RUANG 975.069.011.000 890.529.078.935 1.232.889.728 889.296.189.207 (85.772.821.793)
04  |DITJEN BINA MARGA 39.293.944.663.000 38.646.790.248.702 38.455.941.546 38.608.334.307.156 (685.610.355.844]
05  [DITJEN CIPTA KARYA 14.118.911.243.000 14.032.476.876.938 5.765.279.929 14.026.721.597.009 (92.189.645.991)
06 |DITJEN SUMBER DAYA AIR 18.405.213.552.000 16.927.494.771.581 6.702.811.208 16.920.791.960.373 (1.484.421.591.627)
11 |BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 483.763.714.000 462.911.009.005 961.113.123 461.949.895.882 (21.813.818.118)
13 |BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI 345.522.754.000 307.225.021.207 1,571.527.209 305.653.493.998 (39.869.260.002)
034 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 448.348.622.000 343.274.976.059 90.615.734 343.184.360.325 (105.164.261.675]
01  |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 448.348.622.000 343.274.976.059 90.615.734 343.184.360.325 (105.164.261.675||
035 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 291.265.583.000 206.202.093.388 1.625.766.493 204.576.326.895 (86.689.256.105)|
01  |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 291.265.583.000 206.202.093.388 1.625.766.493 204.576.326.895 (86.689.256.105)|
036 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 194.329.457.000 172.744.231.915 531.209.754 172.213.022.161 (22.116.434.839)|
01  |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 194.329.457.000 172.744.231.915 531.209.754 172.213.022.161 (22.116.434.839)
040 |KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.507.692.753.000 1.278.456.425.89(0 2.614.371.415 1.275.842.054.475 (231.850.698.525)|
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 151.158.121.000 138.576.803.545 373.587.126 138.203.216.419 (12.954.904.581)|
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 25.730.656.000 20.185.269.970 249.634.328 19.935.635.642 (5.795.020.358||
05 |DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISAT? 319.168.299.000 247.051.617.288 876.169.695 246.175.447.593 (72.992.851.407)
06 |DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN 373.025.298.000 337.029.756.587 36.088.383 336.993.667.204 (36.031.630.796)
10 |BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISAT/ 333.925.231.000 265.626.593.332 675.776.698 264.950.816.634 (68.974.414.366)
11 DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAY/ 210.288.827.000 189.978.202.391 231.505.879 189.746.696.512 (20.542.130.488)
12 DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPTE} 94.396.321.000 80.008.183.777 171.609.306 79.836.574.471 (14.559.746.529)
041 [KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 123.456.840.000 97.998.804.049 572.438.835 97.426.365.214 (26.030.474.786)
01  |KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 123.456.840.000 97.998.804.049 572.438.835 97.426.365.214 (26.030.474.786)|
042 |KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 555.028.797.000 458.297.373.019 3.081.888.437 455.215.484.582 (99.813.312.418)
01  |KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 555.028.797.000 458.297.373.019 3.081.888.437 455.215.484.582 (99.813.312.418)
043 |KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 945.756.945.000 858.961.863.264 6.521.978.455 852.339.884.809 (93.417.060.191)
01  |KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 945.756.945.000 858.961.863.264 6.621.978.455 852.339.884.809 (93.417.060.191)
044 |KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1.420.448.122.000 1.249.195.282.028 297.959.235 1.248.897.322.793 (171.550.799.207]
01 |KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 1.420.448.122.000 1.249.195.282.028 297.959.235 1.248.897.322.793 (171.550.799.207)
047 |KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 191.629.656.000 185.029.971.685 332.172.990 184.697.798.695 (6.931.857.305)
01  |KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 191.629.656.000 185.029.971.685 332.172.990 184.697.798.695 6.931.857.305)
048 |KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 146.153.116.000 136.928.411.037 2.109.682.219 134.818.728.818 (11.334.387.182)
01  |KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 146.153.116.000 136.928.411.037 2.109.682.219 134.818.728.818 (11.334.387.182)
050 |BADAN INTELIJEN NEGARA 1.830.146.365.000 1.845.873.797.511 375.902.084 1.845.497.895.427 15.351.530.427
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01  [BADAN INTELIJEN NEGARA 1.830.146.365.000 1.845.873.797.511 375.902.084 1.845.497.895.427 15.351.530.427
051 |LEMBAGA SANDI NEGARA 1.521.421.505.000 1.185.032.589.916 8.293.766.251 1.176.738.823.665 (344.682.681.335)
01  |LEMBAGA SANDI NEGARA 1.521.421.505.000 1.185.032.589.916 8.293.766.251 1.176.738.823.665 (344.682.681.335)
052 |DEWAN KETAHANAN NASIONAL 27.456.304.000 38.277.534.744 147.610.052 38.129.924.692 10.673.620.692
01  |SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL 27.456.304.000 38.277.534.744 147.610.052 38.129.924.692 10.673.620.692
054 |[BADAN PUSAT STATISTIK 3.251.034.005.000 3.009.177.661.651 3.479.376.370 3.005.698.285.281 (245.335.719.719)
01  |BADAN PUSAT STATISTIK 3.251.034.005.000 3.009.177.661.651 3.479.376.370 3.005.698.285.281 (245.335.719.719)|
055 |KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 1.143.501.617.000 1.020.508.933.957 2.049.518.755 1.018.459.415.202 (125.042.201.798)|
01  |KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 1.143.501.617.000 1,020.508.933.957 2.049.518.755 1.018.459.415.202 (125.042.201.798)|
056 |[BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.418.398.040.000 3.822.196.065.230 15.676.039.076 3.806.520.026.154 (611.878.013.846)|
01  |[BADAN PERTANAHAN NASIONAL 4.418.398.040.000 3.822.196.065.230 15.676.039.076 3.806.520.026.154 (611.878.013.846)|
057 |PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 422.439.149.000 333.172.232.360 794.385.299 332.377.847.061 (90.061.301.938)
01  |PERPUSTAKAAN NASIONAL 422.439.149.000 333.172.232.360 794.385.299 332.377.847.061 (90.061.301.939)
059 |KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.558.018.452.000 2.132.043.360.069 7.351.288.492 2.124.692.071.577 (1.433.326.380.423]
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 278.194.000.000 320.591.828.485 3.377.167.864 317.214.660.621 39.020.660.621
02  |INSPEKTORAT JENDERAL 26.227.477.000 22.953.534.882 29.434.872 22.924.100.010 (3.303.376.990)
03 |DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKAS| 703.744.609.000 640.060.779.014 2.130.413.917 637.930.365.097 (65.814.243.903)
04  [DITJEN APLIKASI TELEMATIKA 151.243.859.000 132.031.409.399 417.901.440 131.613.507.959 (19.630.351.041)
05 |DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMAS 2.052.482.316.000 696.417.048.391 796.020.724 695.621.027.667 (1.356.861.288.333|
06  [BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI# 184.476.571.000 166.235.198.126 562.660.953 165.672.637.173 (18.803.033.827)
07 |BADAN INFORMASI PUBLIK 161.650.620.000 153.753.561.772 37.688.722 153.715.873.050 (7.934.746.950)
060 |KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 43.603.877.580.000 44.035.861.044.354 83.398.079.134 43.952.462.965.220 348.585.385.220
01  |KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 43.603.877.580.000 44.035.861.044.354 83.398.079.134 43.952.462.965.220 348.585.385.220
063 |BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.008.841.514.000 888.415.432.309 8.598.100.283 879.817.332.026 (129.024.181.974)
01  |[BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 1.008.841.514.000 888.415.432.309 8.598.100.283 879.817.332.026 (129.024.181.974)
064 |LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 290.329.102.000 277.500.355.751 957.721.505 276.542.634.246 (13.786.467.754)
01  |LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI 290.329.102.000 277.500.355.751 957.721.505 276.542.634.246 (13.786.467.754)
065 |BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL £74.236.381.000 £28.292.195.009 1.163.820.262 527.128.374.747 (47.108.006.253]
01 |BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 574.236.381.000 528.292.195.009 1.163.820.262 527.128.374.747 (47.108.006.253)
066 |BADAN NARKOTIKA NASIONAL 703.121.464.000 709.189.981.800 4.467.881.045 704.722.100.755 1.600.636.755
01 |PELAKSANA HARIAN BNN 703.121.464.000 709.189.981.800 4.467.881.045 704.722.100.755 1.600.636.755
067 |KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.445.935.657.000 2.060.870.858.627 1.192.001.396 2.059.678.857.231 (386.256.799.769)
01  |KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.445.935.657.000 2.060.870.858.627 1.192.001.396 2.059.678.857.231 (386.256.799.769)|
068 |BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.522.866.646.000 2.121.561.629.244 3.444.436.730 2.118.117.192.514 (404.749.453.486)
01  |BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2.522.866.646.000 2.121.561.629.244 3.444.436.730 2.118.117.192.514 (404.749.453.486)
074 |KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 66.656.303.000 71.088.005.512 1.546.797.777 75.541.207.735 8.884.904.735
01 |KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSI 66.656.303.000 77.088.005.512 1.546.797.777 75.541.207.735 8.884.904.735
075 |BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 1.432.871.062.000 1.499.204.313.097 530.863.237 1.498.673.449.860 65.802.387.860
01  |BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIK 1.432.871.062.000 1.499.204.313.097 530.863.237 1.498.673.449.860 65.802.387.860
076 |KOMISI PEMILIHAN UMUM 13.880.947.578.000 11.071.058.648.625 11.219.890.463 11.059.838.758.162 (2.821.108.819.838]
01 |KOMISI PEMILIHAN UMUM 13.880.947.578.000 11.071.058.648.625 11.219.890.463 11.059.838.758.162 (2.821.108.819.838|
077 |MAHKAMAH KONSTITUSI RI 208.183.647.000 207.522.979.272 100.725.600 207.422.253.672 (761.393.328)
01 |MAHKAMAH KONSTITUSI R 208.183.647.000 207.522.979.272 100.725.600 207.422.253.672 (761.393.328)
078 |PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 59.115.283.000 71.562.960.345 909.536.731 70.653.423.614 11.538.140.614
01  |PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 59.115.283.000 71.562.960.345 909.536.731 70.653.423.614 11.538.140.614
079  |LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 993.005.089.000 982.061.726.947 1.830.697.580 980.231.029.367 (12.774.059.633)
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 2.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT BA DAN ESELON |
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE BA
ESELON | REALISASI DI ATAS
BAGIAN ANGGARAN & ESELON | ANGGARAN REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN

01 [LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 993.005.089.000 982.061.726.947 1.830.697.580 980.231.029.367 (12.774.059.633)
080 |BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 667.285.816.000 621.550.123.434 4.989.222.299 616.560.901.135 (50.724.914.865)
01  |BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 667.285.816.000 621.550.123.434 4.989.222.299 616.560.901.135 (50.724.914.865)
081 [BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 768.191.792.000 730.175.338.736 891.469.778 729.283.868.958 (38.907.923.042)
01 |[BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG 768.191.792.000 730.175.338.736 891.469.778 729.283.868.958 (38.907.923.042)
082 |LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 690.157.599.000 690.604.441.930 510.314.659 690.094.127.271 (63.471.729)
01 |LAPAN 690.157.599.000 690.604.441.930 510.314.659 690.094.127.271 (63.471.729)|
083 |[BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 729.651.464.000 689.682.089.822 1.246.078.442 688.436.011.380 (41.215.452.620)
01  |BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 729.651.464.000 689.682.089.822 1.246.078.442 688.436.011.380 (41.215.452.620)
084 |[BADAN STANDARISASI NASIONAL 84.560.083.000 93.465.926.086 263.098.975 93.202.827.111 8.642.744.111

01  |BADAN STANDARISASI NASIONAL 84.560.083.000 93.465.926.086 263.098.975 93.202.827.111 8.642.744.111

085 |BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 90.511.416.000 100.463.881.281 1.280.870.523 99.183.010.758 8.671.594.758

01  |BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 90.511.416.000 100.463.881.281 1.280.870.523 99.183.010.758 8.671.594.758

086 |LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 221.700.397.000 210.732.579.646 259.758.002 210.472.821.644 (11.227.575.356)
01  |LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 221.700.397.000 210.732.579.646 259.758.002 210.472.821.644 (11.227.575.356)|
087 |ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 117.043.549.000 103.936.449.037 1.327.440.100 102.609.008.937 (14.434.540.063)
01 |ARSIP NASIONAL 117.043.549.000 103.936.449.037 1.327.440.100 102.609.008.937 (14.434.540.063)
088 |BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 502.261.594.000 461.695.135.312 2.178.954.724 459.516.180.588 (42.745.413.412)
01  |BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 502.261.594.000 461.695.135.312 2.178.954.724 459.516.180.588 (42.745.413.412)
089 |[BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.264.272.374.000 1.212.012.129.072 2.847.929.763 1.209.164.199.309 (65.108.174.691)
01  |BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1.264.272.374.000 1.212.012.129.072 2.847.929.763 1.209.164.199.309 (55.108.174.691)
090 |KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2.355.162.864.000 1.783.147.744.122 4.220.361.498 1.778.927.382.624 (676.235.481.376]
01  |SEKRETARIAT JENDERAL 605.538.975.000 462.226.017.555 844.675.987 461.381.341.568 (144.157.633.432)
02  |DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGER 893.364.382.000 544.410.236.817 1.810.881.555 542.599.355.262 (350.765.026.738|
03 |DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGER 189.629.632.000 172.480.204.703 167.870.366 172.312.334.337 (17.317.297.663)
04  |DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAI 96.534.552.000 91.483.331.792 48.709.308 91.434.622.484 (5.099.929.516)
05 |INSPEKTORAT JENDERAL 30.720.088.000 28.646.764.602 180.651.373 28.466.113.229 (2.253.974.771)
06 |DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 239.421.861.000 217.709.180.291 107.261.116 217.601.919.175 (21.819.941.825)
07 |BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODIT 66.606.684.000 54.990.453.002 28.963.290 54.961.489.712 (11.645.194.288)
08  [BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN 53.482.946.000 50.294.766.699 40.334.238 50.254.432.461 (3.228.513.539)
09  |DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 179.863.744.000 160.906.788.661 991.014.265 159.915.774.396 (19.947.969.604)
091 |KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4.001.327.698.000 3.521.550.483.887 27.578.819.882 3.493.971.664.005 (507.356.033.995)|
01  |KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4.001.327.698.000 3.521.550.483.887 27.578.819.882 3.493.971.664.005 (507.356.033.995||
092 |KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.761.855.098.000 1.551.374.871.666 3.642.469.775 1.547.732.401.891 (214.122.696.109)
01  |KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.761.855.098.000 1,551.374.871.666 3.642.469.775 1.547.732.401.891 (214.122.696.109)
093 |KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 559.466.618.000 561.442.837.514 2.930.377.406 558.512.460.108 (954.157.892)
01 |KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS| 559.466.618.000 561.442.837.514 2.930.377.406 558.512.460.108 (954.157.892)
095 |DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 670.709.523.000 605.963.555.385 6.751.164.231 599.212.391.154 (71.497.131.846)
01  |SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 411.119.523.000 374.422.891.205 445.634.970 373.977.256.235 (37.142.266.765)
02  |DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD] 259.590.000.000 231.540.664.180 6.305.529.261 225.235.134.919 (34.354.865.081)
100 |KOMISI YUDISIAL RI 71.720.059.000 76.373.211.681 126.104.590 76.247.107.091 (1.472.951.909)
01  |KOMISI YUDISIALRI 77.720.059.000 76.373.211.681 126.104.590 76.247.107.091 (1.472.951.909)
103 [BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2.304.367.639.000 2.682.719.283.528 16.726.617.656 2.665.992.665.872 361.625.026.872

01  |[BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2.304.367.639.000 2.682.719.283.528 16.726.617.656 2.665.992.665.872 361.625.026.872

104 |BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI 375.047.635.000 351.750.531.042 991.363.548 350.759.167.494 (24.288.467.506)
01  |SEKRETARIAT UTAMA BNP2TK| 375.047.635.000 351.750.531.042 991.363.548 350.759.167.494 (24.288.467.506)|
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN 2.A

MENURUT BA DAN ESELON |
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE BA
ESELON | REALISASI DI ATAS
BAGIAN ANGGARAN & ESELON | ANGGARAN REALISASI BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN

105 [BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 735.646.022.000 288.084.268.898 975.000 288.083.293.898 (447.562.728.102|
01  |[BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJC 735.646.022.000 288.084.268.898 975.000 288.083.203.898 (447.562.728.102)
106  |[LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 145.745.938.000 137.987.436.305 583.596.865 137.403.839.440 (8.342.098.560)
01  |LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIJASA PEMERINTAF 145.745.938.000 137.987.436.305 583.596.865 137.403.839.440 (8.342.098.560)
107 |BADAN SAR NASIONAL 1.902.680.618.000 1.920.712.772.698 1.707.302.576 1.919.005.470.122 16.324.852.122
01  |[BADAN SAR NASIONAL 1.902.680.618.000 1.920.712.772.698 1.707.302.576 1.919.005.470.122 16.324.852.122
108 |KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 84.035.163.000 81.253.587.573 640.443.344 80.613.144.229 (3.422.018.771)
01  |KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 84.035.163.000 81.253.587.573 640.443.344 80.613.144.229 (3.422.018.771)
109 |BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU 331.992.446.000 251.894.265.632 120.792.124 251.773.473.508 (80.218.972.492)
01  |BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS 331.992.446.000 251.894.265.632 120.792.124 251.773.473.508 (80.218.972.492)
110 |OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 62.005.395.000 58.447.922.913 57.598.991 58.390.323.922 (3.615.071.078)
01  |OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 62.005.395.000 58.447.922.913 57.598.991 58.390.323.922 (3.615.071.078)|
111 |[BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 168.918.882.000 128.367.924.204 597.611.164 127.770.313.040 (41.148.568.960)|
01  [BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 168.918.882.000 128.367.924.204 597.611.164 127.770.313.040 (41.148.568.960)
112 [BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 1.066.911.135.000 1.059.222.158.052 . 1.059.222.158.052 (7.688.976.948)
01  |BPKPB BATAM 1.066.911.135.000 1,059.222.158.052 1.059.222.158.052 (7.688.976.948)
113 |BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 263.563.629.000 246.353.487.754 98.892.088 246.254.595.666 (17.309.033.334)
01  |BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 263.563.629.000 246.353.487.754 98.892.088 246.254.595.666 (17.309.033.334)
114 |SEKRETARIAT KABINET 170.999.229.000 150.426.612.299 1.260.143.921 149.166.468.378 (21.832.760.622)
01  |SEKRETARIAT KABINET 170.999.229.000 150.426.612.299 1.260.143.921 149.166.468.378 (21.832.760.622)
115 |BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 3.759.496.500.000 3.260.418.956.778 10.462.016.766 3.249.956.940.012 (509.539.559.988)
01  |SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 3.759.496.500.000 3.260.418.956.778 10.462.016.766 3.249.956.940.012 (509.539.559.988)
116 |LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 921.764.046.000 809.460.941.967 272.353.231 809.188.588.736 (112.575.457.264)
01  |LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESI 921.764.046.000 809.460.941.967 272.353.231 809.188.588.736 (112.575.457.264)
117 [LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 967.630.629.000 725.014.496.868 130.367.988 724.884.128.880 (242.746.500.120]
01  |LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 967.630.629.000 725.014.496.868 130.367.988 724.884.128.880 (242.746.500.120)
118 |BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 341.349.526.000 297.714.921.594 64.742.841 297.650.178.753 (43.699.347.247)
01  |BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG 341.349.526.000 297.714.921.594 64.742.841 297.650.178.753 (43.699.347.247)
999 |[BENDAHARA UMUM NEGARA 678.076.618.002.000 |  626.968.334.424.266|  555.991.678.383|  626.412.342.745.883 (61.664.275.256.117)
01  |PENGELOLA UTANG PEMERINTAH 135.453.200.000.000|  133.441.292.679.083 133.441.292.679.083 (2.011.907.320.917)
02  |PENGELOLA HIBAH 2.853.254.017.000 907.509.554.215 907.509.554.215 (1.945.744.462.785|
07  |PENGELOLA BELANJA SUBSIDI 403.035.574.566.000]  391.962.514.288.102 391.962.514.288.102 {11.073.060.277.898]
08  |PENGELOLA BELANJA LAINNYA 43.748.355.388.000 10.643.391.070.308 2.019.279.201 10.641.371.791.107 (33.106.983.596.893]
99 |TRANSAKSI KHUSUS 92.986.234.031.000 90.013.626.832.5658|  553.972.399.182 89.459.654.433.376 (3.526.579.597.624|

1.280.368.574.301.000 | 1,205,563,926,530,378 | 1.986.759.307.517| 1,203,577,167,222,861 (76.791.407.078.139]
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN 2.B

MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KoDE URAIAN BA Belanja Pegawai Bunga Utang Total Belanja
BA Belanja Barang Belanja Modal Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Lain-lain
51 52 53 54 55 56 57 58

001 [MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 23.488.466.137 601.216.251.691 14.684.182.326 639.388.900.154
002 |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 597.544.012.420 1.662.786.991.339 46.048.306.689 2.306.379.310.448
004 [BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 817.812.034.666 1.180.569.700.096 308.149.918.184 2.306.531.652.946
005 |MAHKAMAH AGUNG 5.236.468.541.611 933.634.081.052 809.583.095.173 6.979.685.717.836
006 [KEJAKSAAN AGUNG 1.882.331.984.254 1.304.504.697.143 133.975.703.205 3.320.812.384.602
007 |SEKRETARIAT NEGARA 349.057.643.933 1.651.460.477.420 135.400.567.286 - 2.135.918.688.639
010 [KEMENTERIAN DALAM NEGERI 532.841.655.461 3.641.370.226.291 330.466.941.453 8.367.061.713.139 12.871.740.536.344
011 |KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2.510.726.428.548 2.485.677.216.075 343.421.805.267 - 5.339.825.449.890
012 |KEMENTERIAN PERTAHANAN 35.182.035.866.678 15.958.699.175.47€ 35.044.793.348.380 100.000.000 86.185.628.390.534
013

KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA R 3.744.161.605.061 2.030.056.660.020 1.416.502.197.010 7.190.720.462.091
015 |KEMENTERIAN KEUANGAN 9.088.225.893.905 7.296.818.708.955 1.724.202.880.030 - 18.109.247.482.890
018 |KEMENTERIAN PERTANIAN 1.851.013.771.013 6.803.579.127.011 472.977.246.386 4.074.934.008.434 13.202.504.152.844
019 [KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 541.055.982.822 1.518.832.612.376 372.107.191.827 - 2.431.995.787.025
020

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAI 586.833.813.605 3.012.726.841.381 3.755.114.756.932 7.354.675.411.918
022 [KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2.360.706.602.572 7.387.401.880.927 18.974.661.265.721 - 28.722.769.749.220
023 |KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12.132.887.484.990 25.266.061.495.328 6.324.087.858.836 32.873.729.691.980 76.596.766.531.134
024 |KEMENTERIAN KESEHATAN 5.223.897.244.261 15.676.704.731.974 3.279.031.958.997 23.292.101.978.660 47.471.735.913.892
025 |KEMENTERIAN AGAMA 25.814.875.037.765 6.868.581.538.515 2.111.242.050.273 10.864.500.496.24¢ 45.659.199.122.802
026

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS 431.485.386.093 2.410.480.652.144 838.741.899.539 - 3.680.707.937.776
027 |KEMENTERIAN SOSIAL 387.979.120.064 1.687.943.570.024 92.265.059.736 11.046.883.241.514 13.215.070.991.338
029 |KEMENTERIAN KEHUTANAN 1.451.294.235.923 2.933.381.849.961 267.387.284.564 34.270.000.000 4.686.333.370.448
032 |KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 913.172.569.693 3.310.869.833.047 1.279.259.177.073 362.398.864.914 5.865.700.444.727
033 |KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUN 2.050.857.186.508 11.184.590.982.06€ 55.930.994.230.576 3.627.647.357.389 72.794.089.756.539
034 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN

KEAMANAN 56.995.078.184 247.755.283.622 38.433.998.519 343.184.360.325
035 [KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN 44.838.468.677 158.090.854.618 1.647.003.600 204.576.326.895
036 |KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

KESEJAHTERAAN RAKYAT 37.837.834.730 126.482.297.411 7.892.890.020 172.213.022.161
040

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 194.370.720.127 1.029.057.171.090 47.914.163.258 4.500.000.000 1.275.842.054.475
041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 23.767.887.106 53.497.176.808 20.161.301.300 97.426.365.214
042 |KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 70.766.424.325 311.947.455.239 72.501.605.018 455.215.484.582
043 |KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUF 102.812.374.842 712.307.298.210 37.220.211.757 - 852.339.884.809
044 |KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKV 68.887.306.483 853.167.961.672 99.096.404.638 227.745.650.000 1.248.897.322.793
047 |KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK 31.576.202.566 73.482.612.396 79.638.983.733 184.697.798.695
048 |KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI 43.257.675.938 85.507.191.049 6.053.861.831 134.818.728.818
050 [BADAN INTELIJEN NEGARA 161.152.192.895 1.180.910.011.832 503.435.690.700 1.845.497.895.427
051 |LEMBAGA SANDI NEGARA 77.006.664.909 162.306.012.499 937.426.146.257 1.176.738.823.665
052 [DEWAN KETAHANAN NASIONAL 17.496.214.637 20.414.055.055 219.655.000 38.129.924.692
054 |BADAN PUSAT STATISTIK 1.296.266.035.881 1.216.559.179.030 492.873.070.370 3.005.698.285.281
055 |KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 109.912.428.111 876.009.839.047 32.537.148.044 1.018.459.415.202
056 |BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1.450.500.704.862 1.831.797.755.188 524.221.566.103 3.806.520.026.154
057

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 71.965.513.368 169.228.050.357 91.184.283.336 332.377.847.061
059 |KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 327.438.496.312 1.632.676.708.531 164.576.866.734 2.124.692.071.577
060 [KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 31.032.055.671.220 9.725.583.343.723 3.194.823.950.277 43.952.462.965.220
063 |BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 322.625.398.173 472.801.075.359 84.390.858.494 879.817.332.026
064 |LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 57.230.494.816 144.139.153.646 75.172.985.784 276.542.634.246
065 |BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 72.396.363.607 446.347.291.760 8.384.719.380 527.128.374.747
066 |BADAN NARKOTIKA NASIONAL 217.255.647.413 450.571.256.588 36.895.196.754 704.722.100.755

L. 23




LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN 2.B

MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KoDE URAIAN BA Belanja Pegawai Bunga Utang Total Belanja
BA Belanja Barang Belanja Modal Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Lain-lain
51 52 53 54 55 56 57 58
067
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAI 38.746.684.056 1.318.685.938.545 5.874.983.252 696.371.251.378 2.059.678.857.231
068 |BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL 311.616.767.569 1.789.561.401.806 16.939.023.139 2.118.117.192.514
074 |KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 24.664.507.666 48.685.981.807 2.190.718.262 75.541.207.735
075
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 389.428.047.717 608.695.078.674 500.550.323.469 1.498.673.449.860
076 |KOMISI PEMILIHAN UMUM 474.182.115.413 10.545.874.324.238 39.782.318.511 11.059.838.758.162
077 |[MAHKAMAH KONSTITUSIRI 19.683.455.926 174.420.679.205 13.318.118.541 207.422.253.672
078 |PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN 32.696.907.617 29.312.479.240 8.644.036.757 70.653.423.614
079 |LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 472.166.669.858 341.084.318.678 166.980.040.831 980.231.029.367
080 |BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 329.457.989.211 197.952.754.525 89.150.157.399 616.560.901.135
081 [BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOG 316.582.609.070 325.442.918.193 87.258.341.695 729.283.868.958
082
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL 121.136.986.974 169.816.855.452 399.140.284.845 690.094.127.271
083 [BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 50.355.679.531 157.245.739.505 480.834.592.344 688.436.011.380
084 |BADAN STANDARISASI NASIONAL 28.939.554.652 60.637.020.409 3.626.252.050 93.202.827.111
085 |[BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 43.855.693.140 52.414.950.098 2.912.367.520 99.183.010.758
086 |LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 80.228.076.902 106.978.814.549 23.265.930.193 210.472.821.644
087 |ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 53.590.618.357 45.360.126.430 3.658.264.150 102.609.008.937
088 |BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 261.950.494.277 142.700.475.899 54.865.210.412 459.516.180.588
089 [BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN 707.828.461.053 435.020.020.467 66.315.717.789 1.209.164.199.309
090 |KEMENTERIAN PERDAGANGAN 330.052.327.789 1.174.311.420.516 274.563.634.319 - 1.778.927.382.624
091 |KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 50.806.019.650 917.591.023.449 1.328.893.545.144 1.196.681.075.762 3.493.971.664.005
092 |KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 49.224.894.093 1.456.405.762.929 41.285.744.869 816.000.000 1.547.732.401.891
093 |KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS 290.835.688.185 126.535.267.615 141.141.504.308 - 558.512.460.108
095 |DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD] 182.618.081.482 384.414.374.716 32.179.934.956 599.212.391.154
100 |KOMISI YUDISIAL RI 14.313.904.560 59.655.027.056 2.278.175.475 76.247.107.091
103
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 24.942.376.408 806.538.722.542 579.656.799.257 1.254.854.767.665 2.665.992.665.872
104 |BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TKI 79.508.874.980 251.690.345.315 19.559.947.199 - 350.759.167.494
105 [BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJC 13.094.058.340 103.661.936.993 171.246.856.265 80.442.300 288.083.293.898
106 |LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH 17.307.400.087 45.536.341.606 74.560.097.747 137.403.839.440
107 [BADAN SAR NASIONAL 242.869.899.348 513.307.987.498 1.162.827.583.275 1.919.005.470.122
108 |KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 22.903.988.096 56.265.701.816 1.443.454.317 80.613.144.229
109
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS 7.626.591.326 126.561.965.967 117.584.916.215 251.773.473.508
110 |OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 20.907.032.712 35.953.735.018 1.529.556.192 58.390.323.922
111 [BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 6.723.353.680 103.934.381.973 17.112.577.387 127.770.313.040
112
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAN 712.350.938.435 346.871.219.617 1.059.222.158.052
113
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 7.748.924.622 224.358.494.444 14.147.176.600 246.254.595.666
114 |SEKRETARIAT KABINET 87.209.884.588 60.953.336.690 1.003.247.100 149.166.468.378
115 |BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 20.524.589.314 3.188.800.892.518 40.631.458.180 3.249.956.940.012
116 ‘LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA 301.679.014.779 441.229.430.488 66.280.143.469 809.188.588.736
17 ‘LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK
INDONESIA 224.604.325.089 377.805.129.822 122.474.673.969 724.884.128.880
18
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANC - 34.102.265.614 263.547.913.139 - - - - 297.650.178.753
999 |BENDAHARA UMUM NEGARA 88.368.107.183.056 81.822.739.492 133.441.292.679.083 391.962.514.288.102 |  907.509.554.215 11.651.096.301.935 626.412.342.745.883
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

MENURUT JENIS BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)

LAMPIRAN 2.B

KODE . . .
BA URAIAN BA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Utang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Lain-lain Total Belanja
51 52 53 54 55 56 57 58
JUMLAH 243.719.884.098.338 |  176.622.265.435.276 | 147.347.928.326.528 |  133.441.292.679.083 | 391.962.514.288.102 | 907.509.554.215 | 97.924.676.539.384 | 11.651.096.301.935| 1,203,577,167,222,861
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 2.C
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE FUNGSI/ REALISASI DI ATAS
SUBFUNGSI FUNGSI/SUBFUNGSI ANGGARAN REALISASI BELANJA BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI BELANJA NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN

01 PELAYANAN UMUM 855.870.050.511.000 798.794.243.366.320 1.002.774.366.758 797.791.468.999.562 (58.078.581.511.438)
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN 152.236.562.318.00C 150.052.933.211.925 382.606.201.433 149.670.327.010.492 (2.566.235.307.508]
01.03 PELAYANAN UMUM 12.231.274.507.000 10.826.580.173.048 21.715.322.116 10.804.864.850.932 (1.426.409.656.068]
01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 2.358.166.848.000 2.215.783.621.535 10.391.035.105 2.205.392.586.430 (152.774.261.570]
01.05 PINJAMAN PEMERINTAH 135.538.876.008.000 133.504.200.468.285 222.579.306 133.503.977.888.97¢ (2.034.898.119.021]
01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 2.902.906.214.000 2.516.295.283.254 1.991.865.512 2.514.303.417.742 (388.602.796.258]
01.07 LITBANG PELAYANANAN UMUM 411.200.237.000 245.764.146.605 929.713.148 244.834.433.457 (166.365.803.543]
01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 550.191.064.379.000 499.432.686.461.668 584.917.650.138 498.847.768.811.53C (51.343.295.567.470;
02 PERTAHANAN 83.221.189.227.000 86.312.750.506.208 199.418.110.256 86.113.332.395.952 2.892.143.168.952
02.01 PERTAHANAN NEGARA 60.679.565.399.000 59.721.424.392.697 77.118.990.583 59.644.305.402.114 {1.035.259.996.886]
02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 22.192.282.059.000 26.243.855.012.95¢ 28.116.182.286 26.215.738.830.673 4.023.456.771.673
02.04 LITBANG PERTAHANAN 349.341.769.000 347.471.100.552 94.182.937.387 253.288.163.165 {96.053.605.835]
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 35.920.471.958.000 34.927.414.342.259 70.860.251.835 34.856.554.090.424 (1.063.917.867.576)
03.01 KEPOLISIAN 19.948.392.187.000 19.236.120.867.698 29.142.682.699 19.206.978.184.999 (741.414.002.001]
03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 2.304.367.639.000 2.682.719.283.528 16.726.617.656 2.665.992.665.872 361.625.026.872
03.03 PEMBINAAN HUKUM 2.668.735.916.000 2.581.298.170.491 10.095.350.886 2.571.202.819.605 {97.533.096.395]
03.04 PERADILAN 7.246.669.227.000 7.064.727.687.743 7.975.751.531 7.056.751.936.212 (189.917.290.788]
03.06 LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN 17.755.039.000 15.436.172.356 668.981.269 14.767.191.087 (2.987.847.913]
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA 3.734.551.950.000 3.347.112.160.443 6.250.867.794 3.340.861.292.649 (393.690.657.351]
04 EKONOMI 114.235.137.264.000 97.310.668.401.385 169.841.425.025 97.140.826.976.360 (17.094.310.287.640)
04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM 2.627.319.656.000 2.042.925.918.274 3.706.764.388 2.039.219.153.886 (588.100.502.114]
04.02 TENAGA KERJA 1.685.104.400.000 1.428.487.005.824 7.596.307.857 1.420.890.697.967 (264.213.702.033]

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 14.070.112.125.000 14.139.045.754.674 32.900.403.663 14.106.145.351.011 36.033.226.011
04.04 PENGAIRAN 964.165.493.000 516.466.270.911 402.948.554 516.063.322.357 (448.102.170.643
04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 7.709.959.281.000 3.879.822.982.399 2.526.548.315 3.877.296.434.084 (3.832.662.846.916]
04.06 PERTAMBANGAN 3.378.086.086.000 1.555.739.031.910 2.587.732.234 1.553.151.299.67¢ (1.824.934.786.324]
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 2.289.508.448.000 2.095.750.931.208 3.390.508.835 2.092.360.422.373 (197.148.025.627
04.08 TRANSPORTASI 70.401.613.217.000 62.492.972.221.168 102.494.730.973 62.390.477.490.195 (8.011.135.726.805]
04.09 TELEKOMUNIKASI 2.400.000.000 1.758.209.829 8.443.900 1.749.765.929 (650.234.071)
04.10 LITBANG EKONOMI 3.750.002.951.000 3.417.074.269.857 6.604.296.958 3.410.469.972.899 (339.532.978.101]
04.90 EKONOMI LAINNYA 7.356.865.607.000 5.740.625.805.331 7.622.739.348 5.733.003.065.983 (1.623.862.541.017]
05 LINGKUNGAN HIDUP 10.338.336.216.000 9.346.033.220.189 19.664.077.878 9.326.369.142.311 (1.011.967.073.689)
05.01 MANAJEMEN LIMBAH 2.543.064.506.000 2.394.657.990.104 2.130.837.285 2.392.527.152.819 (150.537.353.181]
05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 135.449.000.000 121.869.675.630 81.428.719 121.788.246.911 (13.660.753.089]
05.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 3.302.509.779.000 3.036.525.139.807 3.417.346.632 3.033.107.793.175 (269.401.985.825]
05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 3.465.534.597.000 3.042.883.312.759 7.483.866.685 3.035.399.446.074 (430.135.150.926)
05.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 891.778.334.000 750.097.101.889 6.550.598.557 743.546.503.332 (148.231.830.668]
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 27.086.146.508.000 26.283.274.643.444 38.940.378.365 26.244.334.265.079 (841.812.242.921)
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 3.410.479.129.000 3.027.132.976.612 26.893.609.238 3.000.239.367.374 (410.239.761.626]
06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 3.132.316.510.000 3.095.115.540.911 476.740.627 3.094.638.800.284 (37.677.709.716]
06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 4.929.314.660.000 4.859.761.682.477 2.245.017.566 4.857.516.664.911 (71.797.995.089]
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA 15.614.036.209.000 15.301.264.443.444 9.325.010.934 15.291.939.432.510 (322.096.776.490]
07 KESEHATAN 12.112.197.612.000 10.933.603.414.765 40.172.482.263 10.893.430.932.502 (1.218.766.679.498)
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2.735.994.600.000 2.326.233.997.011 14.151.786.827 2.312.082.210.184 (423.912.389.816)
07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 4.516.213.675.000 3.651.156.801.741 9.096.751.075 3.642.060.050.666 (874.153.624.334
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 2.C
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2014
(dalam rupiah)
KODE FUNGSI/ REALISASI DI ATAS
SUBFUNGSI FUNGSI/SUBFUNGSI ANGGARAN REALISASI BELANJA BRUTO PENGEMBALIAN REALISASI BELANJA NETTO (DI BAWAH) ANGGARAN

07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 1.688.965.964.000 2.300.041.695.114 5.789.738.633 2.294.251.956.481 605.285.992.481
07.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.522.866.646.000 2.121.561.629.244 3.444.436.730 2.118.117.192.514 (404.749.453.486]
07.05 LITBANG KESEHATAN 392.588.813.000 341.255.438.104 2.859.786.281 338.395.651.823 (54.193.161.177)
07.90 KESEHATAN LAINNYA 255.567.914.000 193.353.853.551 4.829.982.717 188.523.870.834 (67.044.043.166]
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 1.724.419.245.000 1.473.262.608.528 4.263.633.553 1.468.998.974.975 (255.420.270.025)
08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA 481.615.170.000 419.607.215.426 181.040.411 419.426.175.015 (62.188.994.985]
08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 9.606.100.000 8.565.520.498 - 8.565.520.498 (1.040.579.502)
08.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 14.906.450.000 12.765.293.782 29.291.500 12.736.002.282 (2.170.447.718)
08.05 PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI 384.569.600.000 315.576.972.464 2.274.432.824 313.302.539.640 (71.267.060.360]
08.90 PARIWISATA LAINNYA 833.721.925.000 716.747.606.358 1.778.868.818 714.968.737.540 (118.753.187.460]
09 AGAMA 3.679.820.420.000 4.023.835.194.874 21.922.283.382 4.001.912.911.492 322.092.491.492
09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1.204.269.581.000 1.112.378.437.327 10.942.992.270 1.101.435.445.057 (102.834.135.943]
09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 91.842.541.000 85.725.479.211 1.699.809.400 84.025.669.811 (7.816.871.189)

09.03 LITBANG AGAMA 1.902.013.896.000 2.327.143.854.263 7.850.623.252 2.319.293.231.011 417.279.335.011
09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA 481.694.402.000 498.587.424.073 1.428.858.460 497.158.565.613 15.464.163.613
10 PENDIDIKAN 129.224.906.014.000 123.036.395.934.915 339.428.829.322 122.696.967.105.593 (6.527.938.908.407)
10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 608.128.700.000 598.487.186.507 6.593.955.291 591.893.231.216 (16.235.468.784]
10.02 PENDIDIKAN DASAR 30.529.441.417.000 28.761.036.311.567 57.123.269.666 28.703.913.041.901 (1.825.528.375.099]
10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 14.937.570.000.000 14.599.267.372.041 37.416.274.419 14.561.851.097.622 (375.718.902.378]
10.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 2.715.271.030.000 2.482.641.597.341 19.290.246.824 2.463.351.350.517 (251.919.679.483]
10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 728.392.102.000 675.379.475.381 438.190.005 674.941.285.376 (53.450.816.624]
10.06 PENDIDIKAN TINGGI 42.817.053.562.000 41.187.007.064.450 59.675.503.510 41.127.331.560.940 (1.689.722.001.060]
10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 5.316.344.126.000 6.290.659.118.869 124.574.468.820 6.166.084.650.049 849.740.524.049
10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 2.857.010.334.000 2.699.005.328.672 9.533.888.802 2.689.471.439.870 (167.538.894.130]
10.09 LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.162.931.709.000 1.081.204.073.013 3.799.639.244 1.077.404.433.769 (85.527.275.231]
10.10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.103.549.000.000 984.780.046.818 1.294.352.360 983.485.694.458 (120.063.305.542]
10.11 PENGEMBANGAN BUDAYA 1.141.193.857.000 1.050.991.573.215 2.713.772.317 1.048.277.800.898 (92.916.056.102)
10.90 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA 25.308.020.177.000 22.625.936.787.041 16.975.268.064 22.608.961.518.977 (2.699.058.658.023]
" PERLINDUNGAN SOSIAL 6.955.899.326.000 13.107.931.761.999 37.092.975.573 13.070.838.786.426 6.114.939.460.426
11.01 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN 265.393.828.000 288.567.078.953 990.427.321 287.576.651.632 22.182.823.632
11.02 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA 120.374.656.000 119.950.491.485 598.239.844 119.352.251.641 (1.022.404.359
11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN 438.983.124.000 443.284.021.362 1.843.790.604 441.440.230.758 2.457.106.758
11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 177.945.592.000 172.846.056.198 190.633.476 172.655.422.722 (5.290.169.278]
11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 22.006.400.000 19.667.450.840 106.822.730 19.560.628.110 (2.445.771.890]
11.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 158.124.252.000 151.866.143.592 290.463.938 151.575.679.654 (6.548.572.346)

11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 5.773.071.474.000 11.911.750.519.56¢ 33.072.597.660 11.878.677.921.908 6.105.606.447.908
00.00 Fungsi Subfungsi Tidak Ada 14.513.135.492 42.380.493.307 (27.867.357.815) (27.867.357.815)

JUMLAH

1.280.368.574.301.000

1,205,563,926,530,378

1.986.759.307.517

1,203,677,167,222,861

(76.791.407.078.139)
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN

31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN 3.A

Dana Bagi Hasil

No. Wilayah Pajak SDA Cokai Jumiah DAU DAK Total Dana Perimbangan
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9=6+7+8
1 |Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 996.617.326.828 1.493.152.670.263 10.942.310.222 2.500.712.307.313 12.894.775.313.000 1.361.611.240.000 16.757.098.860.313
2 |Provinsi Sumatera Utara 1.432.964.816.852 158.406.738.046 18.545.483.529 1.609.917.038.427 20.493.684.692.000 1.872.018.821.000 23.975.620.551.427
3 [Provinsi Sumatera Barat 460.435.581.888 111.487.316.107 9.942.177.922 581.865.075.917 11.616.355.756.000 1.226.913.918.000 13.425.134.749.917
4 |Provinsi Riau 2.882.660.787.246 13.557.541.544.534 16.440.202.331.780 7.086.364.618.000 280.012.481.000 23.806.579.430.780
5 [Provinsi Kepulauan Riau 742.105.171.405 2.890.332.470.910 4.938.586.167 3.637.376.228.482 2.966.837.766.000 277.902.420.000 6.882.116.414.482
6 [Provinsi Jambi 921.928.243.965 1.587.827.053.692 3.432.559.817 2.513.187.857.474 6.760.310.357.000 479.574.210.000 9.753.072.424.474
7 [Provinsi Sumatera Selatan 2.452.270.983.747 6.954.060.457.767 3.658.677.755 9.409.990.119.269 10.217.273.982.000 950.002.388.000 20.577.266.489.269
8 [Provinsi Bangka Belitung 242.772.651.135 518.416.026.358 - 761.188.677.493 3.740.385.859.000 347.464.658.000 4.849.039.194.493
9 [Provinsi Bengkulu 209.917.164.583 229.112.315.976 - 439.029.480.559 5.575.161.518.000 619.278.298.000 6.633.469.296.559
10 _|Provinsi Lampung 559.592.298.417 504.920.409.215 13.993.504.197 1.078.506.211.829 10.653.937.487.000 1.002.634.710.000 12.735.078.408.829
11 _|Provinsi DKI Jakarta 9.452.747.398.866 312.478.953.549 - 9.765.226.352.415 85.985.282.000 - 9.851.211.634.415
12 |Provinsi Jawa Barat 3.243.336.039.325 1.655.670.814.374 148.564.557.162 5.047.571.410.861 31.253.145.683.900 2.106.383.736.000 38.407.100.830.761
13 _|Provinsi Banten 1.174.550.928.958 21.453.728.341 - 1.196.004.657.299 7.482.851.591.000 504.069.561.000 9.182.925.809.299
14 |Provinsi Jawa Tengah 1.667.649.949.951 83.927.707.231 512.701.405.492 2.264.279.062.674 31.956.566.768.000 2.180.910.935.000 36.401.756.765.674
15 _|Provinsi DI Yogyakarta 230.034.699.465 2.024.783.586 21.365.353.208 253.424.836.259 4.906.818.097.000 230.050.233.000 5.390.293.166.259
16 _|Provinsi Jawa Timur 2.586.002.258.945 1.877.461.791.293 1.194.686.779.479 5.658.150.829.717 35.525.315.109.000 2.364.541.562.000 43.548.007.500.717
17 _|Provinsi Kalimantan Barat 554.969.585.390 501.402.631.017 - 1.056.372.216.407 8.867.613.127.000 1.051.764.238.000 10.975.749.581.407
18 |Provinsi Kalimantan Tengah 646.800.925.698 1.066.094.336.289 312.989.961 1.713.208.251.948 9.233.010.568.000 768.899.892.500 11.715.118.712.448
19 _|Provinsi Kalimantan Selatan 708.465.428.058 3.150.593.054.656 - 3.859.058.482.714 7.352.969.101.000 656.517.360.000 11.868.544.943.714
20 |Provinsi Kalimantan Timur 2.611.925.544.744 15.456.361.951.656 18.068.287.496.400 4.409.093.033.000 319.747.233.000 22.797.127.762.400
21 _|Provinsi Kalimantan Utara 511.532.616.538 4.902.224.256.937 5.413.756.873.475 1.856.422.435.000 23.276.831.000 7.293.456.139.475
22 |Provinsi Sulawesi Utara 326.937.335.193 79.812.565.052 406.749.900.245 7.393.485.577.000 923.671.203.000 8.723.906.680.245
23 |Provinsi Gorontalo 109.789.619.974 12.624.976.363 - 122.414.596.337 3.352.944.625.000 400.947.970.000 3.876.307.191.337
24 |Provinsi Sulawesi Tengah 285.354.710.636 177.359.893.629 5.952.771.493 468.667.375.758 7.615.406.435.000 839.773.683.000 8.923.847.493.758
25 |Provinsi Sulawesi Selatan 819.716.887.233 163.126.636.518 16.816.383.534 999.659.907.285 15.186.522.475.000 1.528.290.740.000 17.714.473.122.285
26 |Provinsi Sulawesi Barat 138.400.305.479 15.566.577.777 - 153.966.883.256 3.298.848.324.000 408.394.220.000 3.861.209.427.256
27 _|Provinsi Sulawesi Tenggara 275.083.200.964 313.579.125.545 - 588.662.326.509 7.410.398.264.000 921.871.350.000 8.920.931.940.509
28 |Provinsi Bali 405.619.908.099 3.448.641.690 9.176.987.088 418.245.536.877 6.034.331.526.000 407.323.904.000 6.859.900.966.877
29 |Provinsi Nusa Tenggara Barat 277.863.725.773 140.716.519.405 241.110.386.895 659.690.632.073 7.252.369.864.000 763.729.750.000 8.675.790.246.073
30 _|Provinsi Nusa Tenggara Timur 331.739.783.761 23.131.601.387 5.557.481.005 360.428.866.153 11.126.394.610.000 1.596.525.052.000 13.083.348.528.153
31 _|Provinsi Maluku 300.397.640.377 78.136.626.860 - 378.534.267.237 6.309.571.890.000 817.942.268.000 7.506.048.425.237
32 _|Provinsi Maluku Utara 246.916.691.261 384.074.570.668 630.991.261.929 6.015.909.319.000 986.039.955.000 7.632.940.535.929
33 |Provinsi Papua 1.026.115.336.391 1.450.603.369.205 2.476.718.705.596 18.671.671.881.100 2.853.271.284.000 24.001.661.870.696
34 |Provinsi Papua Barat 882.726.638.192 2.124.185.559.612 3.006.912.197.804 6.616.592.718.000 823.114.630.000 10.446.619.545.804
35 |Dana Cadangan - - -
36 |Kembali ke RKUN
37 |Nilai belum teridentifikasi daerah penerima

JUMLAH

39.715.942.185.337

62.001.317.675.508

2.221.698.394.926

103.938.958.255.771

341.219.325.651.000

31.894.470.734.500

477.052.754.641.271

L. 28




LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
Realisasi

No. Daerah Pagu PPh Perorangan PBB Total

1 2 3 4 5 4+5

1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 245.112.712.200 76.676.705.529 146.848.431.194 223.525.136.723
2 Kab. Aceh Barat 14.942.992.396 2.671.228.273 11.268.106.713 13.939.334.986
3 Kab. Aceh Besar 20.102.815.421 7.623.363.533 10.892.450.170 18.515.813.703
4 Kab. Aceh Selatan 18.103.248.443 3.914.503.779 12.891.810.507 16.806.314.286
5 Kab. Aceh Singkil 16.122.950.562 2.659.975.821 12.410.590.783 15.070.566.604
6 Kab. Aceh Tengah 16.935.202.207 4.374.088.709 11.405.172.098 15.779.260.807
7 Kab. Aceh Tenggara 19.027.855.747 1.910.079.020 15.013.905.626 16.923.984.646
8 Kab. Aceh Timur 65.780.143.155 2.732.153.921 57.576.524.531 60.308.678.452
9 Kab. Aceh Utara 307.456.183.252 14.882.094.034 259.948.352.371 274.830.446.405
10 Kab. Bireuen 27.085.973.587 6.277.206.387 18.768.860.039 25.046.066.426
1" Kab. Pidie 16.745.827.576 5.228.769.276 10.220.589.538 15.449.358.814
12 Kab. Simeulue 13.292.148.870 2.501.677.035 10.086.519.462 12.588.196.497
13 |Kota Banda Aceh 34.581.020.993 23.172.347.322 8.443.598.703 31.615.946.025
14 Kota Sabang 19.085.811.070 3.824.572.355 13.404.623.337 17.229.195.692
15 |Kota Langsa 18.511.883.223 6.755.072.959 10.557.562.543 17.312.635.502
16 Kota Lhokseumawe 58.483.168.166 5.786.007.600 46.714.410.203 52.500.417.803
17 |Kab. Nagan Raya 18.135.024.151 2.106.198.106 14.844.884.043 16.951.082.149
18 Kab. Aceh Jaya 14.975.007.081 2.315.839.850 11.567.007.621 13.882.847.471
19 |Kab. Pidie Jaya 12.734.632.768 2.869.804.380 8.976.290.186 11.846.094.566
20 Kab. Aceh Barat Daya 14.621.876.383 3.304.852.340 10.303.356.375 13.608.208.715
21 Kab. Gayo Lues 21.522.729.114 2.340.073.765 17.034.507.526 19.374.581.291
22 Kab. Aceh Tamiang 75.624.531.683 4.713.985.913 64.110.233.112 68.824.219.025
23 |Kab. Bener Meriah 13.974.802.217 2.794.711.984 10.193.561.915 12.988.273.899
24 Kota Subulussalam 12.541.237.361 2.617.717.296 9.082.949.045 11.700.666.341
25  |Provinsi Sumatera Utara 398.429.872.921 238.173.257.821 141.006.280.910 379.179.538.731
26 Kab. Asahan 55.330.621.506 10.512.820.893 42.863.465.292 53.376.286.185
27 |Kab. Dairi 17.476.886.051 5.239.097.041 12.759.110.858 17.998.207.899
28 Kab. Deli Serdang 58.009.729.667 16.955.604.962 37.660.214.176 54.615.819.138
29 |Kab. Karo 16.523.041.544 6.819.899.420 8.988.365.906 15.808.265.326
30 Kab. Labuhan Batu 41.352.554.365 8.491.576.119 30.747.112.774 39.238.688.893
31 Kab. Langkat 155.756.254.396 12.222.962.257 129.501.572.717 141.724.534.974
32 Kab. Mandailing Natal 52.119.890.519 5.770.475.188 40.186.911.599 45.957.386.787
33 |Kab. Nias 9.967.478.220 3.884.887.986 5.537.579.501 9.422.467.487
34 Kab. Simalungun 57.741.654.361 13.809.672.632 41.331.304.596 55.140.977.228
35 |Kab. Tapanuli Selatan 28.835.640.500 10.967.771.873 19.409.052.274 30.376.824.147
36 Kab. Tapanuli Tengah 19.985.657.966 5.517.326.716 13.279.626.081 18.796.952.797
37 |Kab. Tapanuli Utara 19.479.135.396 5.468.457.132 12.655.575.898 18.124.033.030
38 Kab. Toba Samosir 15.717.032.705 6.331.927.444 8.456.674.865 14.788.602.309
39 [Kota Binjai 26.679.273.307 7.324.984.375 17.708.053.053 25.033.037.428
40 Kota Medan 158.576.449.465 134.327.107.173 20.155.115.841 154.482.223.014
4 Kota Pematang Siantar 23.286.527.660 15.933.598.971 6.130.509.989 22.064.108.960
42 Kota Sibolga 15.968.030.402 6.705.619.752 8.337.507.023 15.043.126.775
43 |Kota Tanjung Balai 12.441.072.743 4.630.802.311 7.106.739.834 11.737.542.145
44 Kab. Batu Bara 24.570.189.576 8.865.976.303 14.575.284.763 23.441.261.066
45  |Kab. Labuhan Batu Utara 31.041.670.586 5.395.154.492 24.407.079.709 29.802.234.201
46 Kab. Labuhan Batu Selatan 50.266.523.625 6.129.196.740 37.845.157.995 43.974.354.735
47 |Kab. Padang Lawas Utara 16.857.283.402 4.589.771.993 20.603.449.322 25.193.221.315
48 Kab. Padang Lawas 24.129.669.577 4.707.565.782 23.759.075.679 28.466.641.461
49  |Kab. Nias Utara 9.737.749.012 3.959.059.939 5.253.830.536 9.212.890.475
50 Kab. Nias Barat 8.381.758.997 3.790.101.151 4.171.214.693 7.961.315.844
51 Kota Tehing Tinggi 14.541.302.827 6.110.563.015 7.630.816.268 13.741.379.283
52 Kota Padang Sidempuan 19.277.549.025 7.821.389.148 10.439.457.941 18.260.847.089
53 |Kab. Pakpak Bharat 15.509.406.760 3.735.347.135 10.814.001.653 14.549.348.788
54 Kab. Nias Selatan 16.720.190.783 4.040.628.263 11.746.190.822 15.786.819.085
55 |Kab. Humbang Hasundutan 17.889.604.616 4.220.114.959 12.524.136.470 16.744.251.429
56 Kab. Serdang Bedagai 43.185.115.181 9.569.598.976 31.580.850.690 41.150.449.666
57 |Kab. Samosir 12.714.897.102 4.046.432.504 7.920.781.436 11.967.213.940
58 Kota Gunungsitoli 10.324.103.070 5.343.489.265 4.460.475.957 9.803.965.222
59  |Provinsi Sumatera Barat 137.122.678.972 94.843.589.130 34.581.907.875 129.425.497.005
60 Kab. Lima Puluh Kota 16.909.358.384 4.785.265.830 10.966.923.433 15.752.189.263
61 Kab. Agam 17.916.394.846 6.494.774.484 10.793.525.057 17.288.299.541
62 Kab. Kepulauan Mentawai 14.816.614.677 2.810.776.037 10.945.458.660 13.756.234.697
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
Realisasi

No. Daerah Pagu PPh Perorangan PBB Total

1 2 3 4 5 4+5

63 |Kab. Padang Pariaman 13.282.979.130 4.078.425.765 8.331.874.743 12.410.300.508
64 Kab. Pasaman 15.326.243.841 4.407.599.294 9.911.983.731 14.319.583.025
65  |Kab. Pesisir Selatan 22.452.372.958 5.190.000.484 15.845.208.003 21.035.208.487
66 Kab. Sijunjung 16.023.573.221 4.485.265.403 10.798.444.970 15.283.710.373
67  |Kab. Solok 16.518.510.787 5.245.815.099 10.277.479.763 15.523.294.862
68 Kab. Tanah Datar 15.153.624.818 5.875.583.149 8.272.647.153 14.148.230.302
69 |Kota Bukit Tinggi 13.833.002.324 8.025.784.893 5.065.023.072 13.090.807.965
70 Kota Padang Panjang 11.651.242.214 3.808.953.946 7.016.999.262 10.825.953.208
JAl Kota Padang 65.835.325.909 51.265.234.799 10.557.102.216 61.822.337.015
72 Kota Payakumbuh 11.694.836.279 5.266.039.697 5.689.229.755 10.955.269.452
73 |Kota Sawahlunto 11.984.907.232 4.198.377.224 7.581.621.418 11.779.998.642
74 Kota Solok 12.153.629.603 4.633.120.534 6.825.899.575 11.459.020.109
75 |Kota Pariaman 15.383.895.175 6.042.959.878 8.331.860.775 14.374.820.653
76 Kab. Pasaman Barat 20.050.890.550 5.672.442.161 14.893.189.506 20.565.631.667
77 |Kab. Dharmasraya 19.956.959.774 6.120.732.589 12.927.104.526 19.047.837.115
78 Kab. Solok Selatan 18.576.387.630 3.885.296.785 13.686.061.214 17.571.357.999
79 |Provinsi Riau 750.100.235.985 217.626.651.028 460.908.158.632 678.534.809.660
80 Kab. Bengkalis 814.407.233.965 66.509.965.253 637.785.490.621 704.295.455.874
81 Kab. Indragiri Hilir 60.435.235.032 15.131.332.408 42.132.033.951 57.263.366.359
82 Kab. Indragiri Hulu 122.734.958.073 15.579.708.940 97.366.422.442 112.946.131.382
83 |Kab. Kampar 232.303.533.360 16.446.601.018 192.981.281.623 209.427.882.641
84 Kab. Kuantan Singingi 40.451.791.966 12.126.753.696 25.923.103.113 38.049.856.809
85  |Kab. Pelalawan 162.484.180.006 17.673.324.950 131.651.433.142 149.324.758.092
86 Kab. Rokan Hilir 267.307.200.542 14.201.699.094 228.090.486.672 242.292.185.766
87 |Kab. Rokan Hulu 102.854.258.293 11.945.225.595 83.784.577.817 95.729.803.412
88 Kab. Siak 391.059.894.834 31.273.615.158 320.282.376.112 351.555.991.270
89  |Kota Dumai 50.352.523.085 25.359.222.511 21.822.445.989 47.181.668.500
90 Kota Pekanbaru 126.132.002.599 89.812.353.576 28.272.089.673 118.084.443.249
91 Kab. Kepulauan Meranti 84.599.197.633 10.464.801.288 67.509.632.944 77.974.434.232
92 Provinsi Kepulauan Riau 219.979.883.279 120.112.801.674 83.875.181.309 203.987.982.983
93 |Kab. Bintan 45.803.088.272 13.122.656.235 29.110.250.672 42.232.906.907
94 Kab. Natuna 177.778.187.208 10.308.618.600 152.619.467.887 162.928.086.487
95  |Kab. Karimun 45.606.855.463 17.215.847.468 33.887.020.482 51.102.867.950
96 Kota Batam 146.176.685.353 98.949.392.503 34.819.278.211 133.768.670.714
97 |Kab. Kepulauan Anambas 86.011.389.251 20.602.210.951 58.697.287.177 79.299.498.128
98 Kota Tanjung Pinang 39.243.879.321 14.785.156.418 21.425.116.417 36.210.272.835
99 |Kab. Lingga 35.369.865.969 8.564.762.216 24.010.123.185 32.574.885.401
100  [Provinsi Jambi 220.204.216.287 45.888.408.259 156.994.485.083 202.882.893.342
101 |Kab. Batanghari 140.251.879.205 3.943.313.009 124.466.461.646 128.409.774.655
102 |Kab. Bungo 43.912.385.541 6.101.293.538 34.846.689.612 40.947.983.150
103 |Kab. Kerinci 14.673.839.412 3.631.567.938 10.062.571.494 13.694.139.432
104  |Kab. Merangin 50.973.575.129 5.086.353.379 41.928.981.127 47.015.334.506
105 |Kab. Muaro Jambi 106.062.894.064 4.504.149.925 92.053.529.407 96.557.679.332
106  |Kab. Sarolangun 70.508.925.940 3.859.207.112 61.486.456.643 65.345.663.755
107 |Kab. Tanjung Jabung Barat 117.674.446.422 5.722.352.898 101.194.909.322 106.917.262.220
108 Kab. Tanjung Jabung Timur 105.807.248.696 5.467.261.441 90.521.837.940 95.989.099.381
109 |Kab. Tebo 65.834.549.155 3.724.158.417 56.964.228.171 60.688.386.588
110 |Kota Jambi 58.840.640.990 23.960.365.714 30.467.159.973 54.427.525.687
111 |Kota Sungai Penuh 9.656.794.577 3.458.277.159 5.594.224.758 9.052.501.917
112 [Provinsi Sumatera Selatan 598.398.810.581 147.158.852.410 403.799.646.808 550.958.499.218
113 |Kab. Lahat 119.727.609.415 5.307.101.782 104.257.375.746 109.564.477.528
114 |Kab. Musi Banyuasin 623.942.471.737 18.032.077.683 546.332.289.682 564.364.367.365
115 |Kab. Musi Rawas 128.737.631.026 6.897.290.581 111.642.333.463 118.539.624.044
116 |Kab. Musi Rawas Utara 71.167.065.531 3.791.594.507 62.113.418.499 65.905.013.006
117 |Kab. Muara Enim 415.737.528.388 21.901.010.166 359.229.363.516 381.130.373.682
118 Kab. Ogan Komering llir 58.430.849.833 8.531.302.376 46.651.539.979 55.182.842.355
119 |Kab. Ogan Komering Ulu 77.339.531.403 7.441.887.486 63.159.826.137 70.601.713.623
120  |Kota Palembang 102.675.699.303 83.185.711.924 14.468.675.329 97.654.387.253
121 |Kota Pagar Alam 20.081.768.873 5.125.243.663 13.544.327.676 18.669.571.339
122 |Kota Lubuk Linggau 28.368.792.300 8.938.066.601 16.794.484.247 25.732.550.848
123 |Kota Prabumulih 69.518.400.158 12.478.033.300 50.432.467.621 62.910.500.921
124  |Kab. Empat Lawang 23.957.707.634 9.165.336.639 13.014.435.914 22.179.772.553
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125 |Kab. Banyuasin 129.780.747.835 8.194.337.352 113.293.012.722 121.487.350.074
126  |Kab. Ogan llir 69.797.186.259 6.966.088.248 56.807.848.724 63.773.936.972
127 |Kab. OKU Timur 24.328.000.675 5.963.338.818 16.694.768.145 22.658.106.963
128 Kab. OKU Selatan 20.376.899.305 4.766.687.131 14.169.172.219 18.935.859.350
129 |Kab. Penukal Abab Lematang llir 90.354.996.546 5.417.237.293 76.604.799.360 82.022.036.653
130  [Provinsi Bangka Belitung 59.850.425.393 22.272.445.255 32.566.801.074 54.839.246.329
131 |Kab. Bangka 34.402.825.669 4.727.716.987 25.733.647.129 30.461.364.116
132 |Kab. Belitung 26.002.547.962 3.725.950.376 20.003.605.024 23.729.555.400
133 |Kota Pangkal Pinang 23.329.943.741 11.145.587.450 11.055.968.021 22.201.555.471
134  |Kab. Bangka Selatan 33.319.987.075 2.423.135.233 26.955.919.434 29.379.054.667
135  |Kab. Bangka Tengah 24.554.563.804 3.696.119.256 18.623.296.331 22.319.415.587
136  |Kab. Bangka Barat 38.612.992.710 5.241.580.854 28.722.265.898 33.963.846.752
137 |Kab. Belitung Timur 27.719.737.931 3.276.643.811 22.601.969.002 25.878.612.813
138  [Provinsi Bengkulu 54.376.810.141 28.766.984.621 22.149.309.578 50.916.294.199
139 |Kab. Bengkulu Selatan 13.082.257.474 3.349.419.416 8.859.177.357 12.208.596.773
140  |Kab. Bengkulu Utara 22.914.161.641 4.822.243.197 16.376.565.644 21.198.808.841
141 |Kab. Rejang Lebong 14.104.438.295 3.738.306.253 9.418.075.497 13.156.381.750
142 |Kota Bengkulu 25.896.688.951 15.939.152.943 8.414.950.341 24.354.103.284
143 |Kab. Kaur 15.147.480.663 2.264.074.289 11.811.357.908 14.075.432.197
144  |Kab. Seluma 16.286.208.293 2.811.175.350 12.374.153.710 15.185.329.060
145 |Kab. Mukomuko 22.161.137.563 2.995.144.093 17.675.671.967 20.670.816.060
146  |Kab. Lebong 15.258.481.678 2.183.144.862 12.000.883.910 14.184.028.772
147 |Kab. Bengkulu Tengah 11.980.539.390 2.730.129.823 8.456.051.644 11.186.181.467
148 Kab. Kepahiang 13.742.846.141 2.366.964.130 10.414.228.050 12.781.192.180
149 |Provinsi Lampung 156.899.739.892 96.139.121.537 52.084.218.506 148.223.340.043
150  |Kab. Lampung Barat 19.099.098.987 4.739.463.874 12.422.421.888 17.161.885.762
1561 |Kab. Lampung Selatan 30.666.268.547 11.988.762.103 16.130.233.117 28.118.995.220
152 |Kab. Lampung Tengah 50.041.900.663 14.100.596.447 33.158.338.210 47.258.934.657
1563 |Kab. Lampung Utara 26.650.200.258 8.046.113.846 17.072.807.621 25.118.921.467
154 |Kab. Lampung Timur 70.514.555.217 8.784.707.585 55.214.556.548 63.999.264.133
155  |Kah. Tanggamus 28.659.016.063 6.962.974.376 19.011.595.562 25.974.569.938
156  |Kab. Tulang Bawang 38.137.621.024 9.931.391.864 26.001.295.892 35.932.687.756
157 |Kab. Way Kanan 26.571.136.781 5.751.558.378 19.227.559.748 24.979.118.126
158 Kab. Pesawaran 16.280.104.015 6.092.339.627 9.019.148.458 15.111.488.085
1569 |Kab. Pesisir Barat 9.310.489.488 2.179.834.631 6.475.682.909 8.655.517.540
160  |Kab. Pringsewu 14.024.133.555 6.195.475.290 10.904.873.786 17.100.349.076
161 |Kab. Mesuji 16.751.794.757 3.754.790.509 11.271.233.535 15.026.024.044
162  |Kab. Tulang Bawang Barat 14.780.040.962 4.116.656.855 9.788.974.600 13.905.631.455
163 |Kota Bandar Lampung 57.354.539.561 43.795.013.500 10.655.700.758 54.450.714.258
164  |Kota Metro 19.777.767.161 7.817.730.211 10.757.126.646 18.574.856.857
165 |Provinsi DKI Jakarta 10.038.290.006.210 9.306.614.599.890 146.132.798.976 9.452.747.398.866
166  [Provinsi Jawa Barat 1.110.574.612.715 864.300.003.170 181.856.156.868 1.046.156.160.038
167 |Kab. Bandung 107.360.543.893 42.775.358.596 58.604.700.479 101.380.059.075
168 Kab. Bekasi 277.339.005.891 194.803.476.303 65.928.337.241 260.731.813.544
169 |Kab. Bogor 166.882.812.690 95.691.190.854 61.336.151.620 157.027.342.474
170 |Kab. Ciamis 51.525.359.837 25.070.354.472 22.129.908.556 47.200.263.028
171 |Kab. Cianjur 53.535.976.453 25.776.885.989 24.856.535.526 50.633.421.515
172 |Kab. Cirebon 77.429.225.244 31.046.079.605 39.315.761.275 70.361.840.880
173 |Kab. Garut 81.882.751.738 33.701.822.145 44.345.897.736 78.047.719.881
174 |Kab. Indramayu 152.270.448.345 33.370.482.338 105.833.688.506 139.204.170.844
175 |Kab. Karawang 205.989.959.505 109.221.246.738 81.806.258.860 191.027.505.598
176 |Kab. Kuningan 50.210.769.184 23.337.426.824 22.353.731.999 45.691.158.823
177 |Kab. Majalengka 61.480.942.173 22.625.870.400 34.471.285.098 57.097.155.498
178 Kab. Pangandaran 22.539.992.955 13.500.412.103 7.463.263.933 20.963.676.036
179 |Kab. Purwakarta 80.644.179.680 43.516.492.870 29.328.665.321 72.845.158.191
180  |Kab. Subang 136.890.980.410 27.226.469.526 98.446.602.847 125.673.072.373
181 |Kab. Sukabumi 70.584.432.254 27.826.389.111 38.687.265.759 66.513.654.870
182  |Kab. Sumedang 43.706.193.296 27.641.109.267 13.836.951.116 41.478.060.383
183 |Kab. Tasikmalaya 55.062.677.652 21.593.346.408 28.479.792.671 50.073.139.079
184  |Kab. Bandung Barat 45.100.536.661 30.266.639.691 11.690.399.127 41.957.038.818
185 |Kota Bandung 216.301.645.883 188.063.214.246 17.524.006.561 205.587.220.807
186  |Kota Bekasi 102.103.620.495 79.727.323.702 16.171.997.756 95.899.321.458
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187 |Kota Bogor 56.561.126.114 44.382.078.948 9.540.824.173 53.922.903.121
188 Kota Cirebon 39.311.807.968 28.815.380.235 8.540.320.737 37.355.700.972
189 |Kota Depok 68.690.449.670 52.649.129.929 12.734.453.201 65.383.583.130
190  |Kota Sukabumi 30.945.884.253 22.897.070.193 6.269.529.195 29.166.599.388
191 |Kota Cimahi 29.858.574.705 21.163.096.593 6.884.168.006 28.047.264.599
192  |Kota Tasikmalaya 36.932.259.069 26.810.131.476 8.057.686.363 34.867.817.839
193 |Kota Banjar 31.003.302.810 17.056.355.581 11.986.861.482 29.043.217.063
194  [Provinsi Banten 444.539.074.439 391.067.405.129 24.222.533.784 415.289.938.913
195  |Kab. Lebak 67.083.418.911 26.598.310.733 34.355.929.125 60.954.239.858
196  |Kab. Pandeglang 57.839.877.838 28.003.086.966 25.679.686.794 53.682.773.760
197 |Kab. Serang 81.585.822.033 51.132.334.536 23.474.652.621 74.606.987.157
198 Kab. Tangerang 153.274.615.856 123.861.361.489 18.464.808.239 142.326.169.728
199 |Kota Cilegon 77.141.785.462 64.934.473.303 7.189.320.704 72.123.794.007
200  |Kota Tangerang 203.368.968.131 177.681.980.172 13.228.473.984 190.910.454.156
201  |Kota Serang 45.081.707.107 29.381.039.377 11.887.866.996 41.268.906.373
202 |Kota Tangerang Selatan 137.138.318.816 87.631.515.329 35.756.149.677 123.387.665.006
203 |Provinsi Jawa Tengah 517.770.089.503 381.056.720.681 110.758.236.277 491.814.956.958
204  |Kab. Banjarnegara 24.393.052.279 10.572.441.909 12.358.110.960 22.930.552.869
205  |Kab. Banyumas 48.121.280.828 24.771.203.024 21.297.086.382 46.068.289.406
206  |Kab. Batang 25.752.991.770 9.422.408.315 15.806.317.471 25.228.725.786
207  |Kab. Blora 75.388.906.922 11.994.164.247 56.131.965.545 68.126.129.792
208 Kab. Boyolali 25.595.361.865 12.010.654.437 11.842.027.826 23.852.682.263
209 |Kab. Brebes 51.410.070.065 11.492.574.082 34.983.045.877 46.475.619.959
210  |Kab. Cilacap 62.693.587.251 28.424.427.647 29.964.946.894 58.389.374.541
211 |Kab. Demak 37.799.227.768 12.436.093.107 22.705.962.134 35.142.055.241
212 |Kab. Grobogan 41.679.810.808 10.685.940.388 28.432.256.654 39.118.197.042
213 |Kab. Jepara 34.274.046.979 14.651.515.953 19.456.819.884 34.108.335.837
214 |Kab. Karanganyar 24.286.459.861 11.652.956.450 11.102.585.723 22.755.542.173
215 |Kab. Kebumen 27.930.494.067 11.194.754.080 14.969.447.029 26.164.201.109
216 |Kab. Kendal 41.353.653.512 11.342.458.376 27.434.144.056 38.776.602.432
217 |Kab. Klaten 29.712.513.033 16.028.426.723 11.907.966.537 27.936.393.260
218 Kab. Kudus 70.157.659.378 47.156.359.353 18.552.654.693 65.709.014.046
219 |Kab. Magelang 22.522.603.914 9.660.315.635 11.916.098.781 21.576.414.416
220  |Kab. Pati 34.655.212.311 14.555.725.400 18.532.750.629 33.088.476.029
221 |Kab. Pekalongan 23.620.525.175 9.255.734.794 13.773.974.567 23.029.709.361
222 |Kab. Pemalang 28.924.370.005 11.235.838.036 16.304.131.183 27.539.969.219
223 |Kah. Purbalingga 29.851.310.314 9.700.393.008 17.162.664.337 26.863.057.345
224 |Kab. Purworejo 21.064.875.441 9.426.923.027 10.463.930.645 19.890.853.672
225  |Kab. Rembang 28.070.683.227 10.380.652.487 15.816.722.508 26.197.374.995
226  |Kab. Semarang 32.077.194.481 17.328.976.759 14.268.076.506 31.597.053.265
227 |Kab. Sragen 31.185.261.007 9.579.441.922 18.455.470.674 28.034.912.596
228 Kab. Sukoharjo 26.510.842.577 14.739.818.175 10.160.671.911 24.900.490.086
229 |Kab. Tegal 29.034.812.979 11.658.643.399 15.895.030.904 27.553.674.303
230  |Kab. Temanggung 19.990.391.738 8.996.903.002 9.783.053.801 18.779.956.803
231 |Kab. Wonogiri 23.587.696.259 9.378.983.428 12.699.565.167 22.078.548.595
232 |Kab. Wonosobo 22.070.826.742 8.512.712.517 12.159.316.787 20.672.029.304
233 |Kota Magelang 14.904.050.220 9.669.253.521 4.891.307.344 14.560.560.865
234  |Kota Pekalongan 22.582.329.245 14.518.372.373 6.824.227.042 21.342.599.415
235  |Kota Salatiga 22.254.925.344 10.492.955.654 9.699.224.919 20.192.180.573
236  |Kota Semarang 139.786.544.513 113.141.562.378 18.569.293.208 131.710.855.586
237  |Kota Surakarta 37.671.200.082 30.353.121.543 6.806.599.325 37.159.720.868
238 Kota Tegal 19.105.874.557 12.724.715.106 5.560.124.835 18.284.839.941
239 |Provinsi DI Yogyakarta 78.941.254.350 68.407.273.062 7.768.500.608 76.175.773.670
240  |Kab. Bantul 25.170.387.630 14.052.707.664 9.839.987.559 23.892.695.223
241 |Kab. Gunung Kidul 31.025.358.695 11.697.547.959 16.461.061.629 28.158.609.588
242 |Kab. Kulon Progo 19.611.924.694 11.270.965.723 7.364.761.621 18.635.727.344
243 |Kab. Sleman 43.786.297.960 30.328.294.787 10.908.735.535 41.237.030.322
244 |Kota Yogyakarta 42.411.150.805 35.658.032.383 6.276.830.935 41.934.863.318
245  |Provinsi Jawa Timur 812.454.774.657 570.243.202.183 191.619.670.481 761.862.872.664
246  |Kab. Bangkalan 56.410.305.470 11.351.245.569 41.031.899.114 52.383.144.683
247 |Kab. Banyuwangi 49.898.444.423 18.457.846.158 29.510.497.550 47.968.343.708
248 Kab. Blitar 29.899.292.414 13.348.480.876 14.426.718.306 27.775.199.182
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249 |Kab. Bojonegoro 138.840.438.910 16.923.219.274 110.612.896.146 127.536.115.420
250  |Kab. Bondowoso 31.292.010.467 11.465.321.658 16.922.326.160 28.387.647.818
251  |Kab. Gresik 104.713.286.251 55.154.809.475 42.516.466.877 97.671.276.352
252 |Kab. Jember 55.755.944.371 25.207.344.022 27.067.721.486 52.275.065.508
253 |Kab. Jombang 40.080.360.944 14.357.335.803 23.256.242.438 37.613.578.241
254 |Kab. Kediri 40.983.074.707 17.084.624.303 21.349.514.720 38.434.139.023
255  |Kab. Lamongan 42.350.644.389 12.733.806.338 26.997.942.513 39.731.748.851
256  |Kab. Lumajang 30.421.790.568 12.102.125.264 16.328.397.576 28.430.522.840
257 |Kab. Madiun 25.257.932.239 11.597.475.727 12.172.198.525 23.769.674.252
258 Kab. Magetan 23.223.600.836 12.281.636.816 9.545.890.624 21.827.527.440
259 |Kab. Malang 69.034.945.244 23.726.900.863 38.345.893.347 62.072.794.210
260  |Kab. Mojokerto 43.660.642.920 15.027.721.697 25.874.386.306 40.902.108.003
261  |Kab. Nganjuk 48.293.675.986 15.216.764.182 28.436.859.201 43.653.623.383
262  |Kab. Ngawi 37.327.161.420 11.668.926.850 22.216.182.153 33.885.109.003
263 |Kab. Pacitan 23.845.094.174 11.600.339.717 10.800.686.332 22.401.026.049
264  |Kab. Pamekasan 37.779.184.769 12.378.366.469 22.716.619.701 35.094.986.170
265  |Kab. Pasuruan 57.667.812.343 27.241.552.065 26.553.869.974 53.795.422.039
266  |Kab. Ponorogo 32.608.634.197 14.101.187.593 16.484.467.139 30.585.654.732
267 |Kah. Probolinggo 39.645.517.810 15.459.018.575 21.735.037.345 37.194.055.920
268 Kab. Sampang 42.320.864.141 9.616.667.584 29.560.638.463 39.177.306.047
269 |Kab. Sidoarjo 118.827.554.964 69.443.270.797 41.340.011.096 110.783.281.893
270  |Kab. Situbondo 28.969.815.361 11.922.721.747 15.625.264.784 27.547.986.531
271 |Kab. Sumenep 98.088.409.830 13.963.483.220 77.313.593.763 91.277.076.983
272 |Kab. Trenggalek 32.505.424.561 12.004.760.716 19.196.584.819 31.201.345.535
273 |Kab. Tuban 68.053.838.194 21.243.153.945 42.017.640.779 63.260.794.724
274 |Kab. Tulungagung 38.644.178.663 16.496.912.351 19.530.823.367 36.027.735.718
275  |Kota Blitar 23.712.253.669 11.669.442.477 9.892.373.400 21.561.815.877
276 |Kota Kediri 36.744.772.069 28.611.848.622 5.718.265.256 34.330.113.878
277 |Kota Madiun 33.912.717.254 19.051.097.595 11.791.513.299 30.842.610.894
278 Kota Malang 52.971.149.571 41.271.693.020 8.586.953.165 49.858.646.185
279 |Kota Mojokerto 18.695.572.962 10.917.485.019 6.748.601.598 17.666.086.617
280  |Kota Pasuruan 22.649.472.124 14.286.179.034 6.901.602.591 21.187.781.625
281 |Kota Proholinggo 24.225.806.266 11.606.676.392 11.012.519.586 22.619.195.978
282  |Kota Surabaya 239.919.584.312 207.214.189.408 19.644.690.082 226.858.879.490
283 |Kota Batu 17.665.453.631 8.483.550.669 8.066.414.810 16.549.965.479
284  |Provinsi Kalimantan Barat 139.147.201.439 66.403.462.146 62.177.776.218 128.581.238.364
285  |Kab. Bengkayang 29.533.129.954 3.938.573.183 22.884.550.019 26.823.123.202
286  |Kab. Landak 30.832.923.460 4.196.592.344 24.186.273.184 28.382.865.528
287  |Kab. Kapuas Hulu 33.168.489.179 5.040.517.640 26.980.815.514 32.021.333.154
288 Kab. Ketapang 73.101.208.368 8.884.347.256 57.374.138.451 66.258.485.707
289 |Kab. Pontianak 19.263.510.878 4.297.251.950 12.822.262.196 17.119.514.146
290  |Kab. Sambas 35.775.687.475 5.776.098.912 26.296.156.776 32.072.255.688
291 |Kah. Sanggau 46.339.477.891 7.724.644.218 34.430.082.620 42.154.726.838
292 |Kab. Sintang 33.897.247.654 6.370.038.295 26.461.404.149 32.831.442.444
293 |Kota Pontianak 42.134.611.280 28.331.845.062 10.966.278.597 39.298.123.659
294  |Kota Singkawang 20.168.726.613 4.854.628.064 13.057.326.321 17.911.954.385
295  |Kab. Kayong Utara 22.176.042.794 2.766.159.287 17.149.641.749 19.915.801.036
296  |Kab. Kubu Raya 28.585.606.253 11.286.102.324 15.162.162.290 26.448.264.614
297  |Kab. Sekadau 22.160.382.257 4.198.494.548 16.371.556.728 20.570.051.276
298 Kab. Melawi 26.582.264.494 3.314.593.626 21.265.811.723 24.580.405.349
299  |Provinsi Kalimantan Tengah 153.434.266.180 60.208.376.082 84.541.162.274 144.749.538.356
300  [Kab. Barito Selatan 34.737.700.311 4.547.467.104 27.531.347.588 32.078.814.692
301  |Kab. Barito Utara 53.970.418.592 5.320.317.622 43.447.280.744 48.767.598.366
302  |Kab. Kapuas 28.469.524.469 4.207.246.590 31.969.394.458 36.176.641.048
303 |Kab. Kotawaringin Barat 30.745.307.590 9.358.297.602 22.159.265.979 31.517.563.581
304  |Kab. Kotawaringin Timur 63.885.362.635 14.192.537.281 46.762.384.382 60.954.921.663
305  |Kota Palangkaraya 31.725.287.919 17.243.417.594 11.834.627.636 29.078.045.230
306  |Kab. Barito Timur 39.473.829.298 5.424.597.249 31.025.114.647 36.449.711.896
307 |Kab. Murung Raya 56.929.348.594 8.464.971.989 42.856.273.996 51.321.245.985
308 Kab. Pulang Pisau 18.111.654.370 2.964.193.810 14.004.296.839 16.968.490.649
309 |Kab. Gunung Mas 28.137.440.097 3.410.610.183 24.489.586.894 27.900.197.077
310  |Kab. Lamandau 32.421.594.289 3.270.369.824 26.489.369.789 29.759.739.613
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311 |Kab. Sukamara 24.785.777.604 2.735.977.084 21.553.897.073 24.289.874.157
312 |Kab. Katingan 29.537.870.366 3.503.073.732 24.203.505.276 27.706.579.008
313 |Kab. Seruyan 51.623.843.644 5.902.759.761 43.179.204.616 49.081.964.377
314 |Provinsi Kalimantan Selatan 182.873.281.229 97.123.728.860 74.071.703.007 171.195.431.867
315 |Kab. Banjar 54.660.030.620 9.531.087.356 39.481.278.168 49.012.365.524
316 |Kab. Barito Kuala 37.481.954.112 5.515.409.926 27.915.791.995 33.431.201.921
317 |Kab. Hulu Sungai Selatan 30.156.589.740 6.321.723.834 27.585.141.761 33.906.865.595
318 Kab. Hulu Sungai Tengah 21.099.904.530 6.756.655.443 12.952.533.119 19.709.188.562
319 |Kab. Hulu Sungai Utara 29.274.318.435 5.847.237.287 20.712.880.696 26.560.117.983
320  |Kab. Kotabaru 45.796.982.066 16.409.282.652 50.323.934.264 66.733.216.916
321 |Kab. Tabalong 77.540.822.353 11.580.422.115 59.047.788.493 70.628.210.608
322 |Kab. Tanah Laut 52.623.532.165 11.205.849.845 34.441.972.281 45.647.822.126
323 |Kab. Tapin 46.740.059.588 7.153.530.496 34.752.331.564 41.905.862.060
324  |Kota Banjarbaru 22.547.836.659 12.305.047.543 8.970.618.047 21.275.665.590
325  |Kota Banjarmasin 48.920.616.930 36.816.859.063 9.233.154.479 46.050.013.542
326 |Kab. Balangan 44.308.044.642 7.823.257.786 32.409.802.659 40.233.060.445
327 |Kab. Tanah Bumbu 30.053.776.223 10.184.884.092 31.991.521.227 42.176.405.319
328  |Provinsi Kalimantan Timur 732.380.514.236 316.668.435.836 356.097.943.951 672.766.379.787
329 |Kab. Berau 67.739.489.051 22.431.346.151 40.319.405.029 62.750.751.180
330  [Kab. Kutai Kartanegara 1.001.563.176.850 67.285.801.479 830.374.827.312 897.660.628.791
331 |Kab. Kutai Barat 75.474.015.223 25.075.478.115 45.649.021.641 70.724.499.756
332 |Kab. Kutai Timur 215.456.332.006 46.879.662.556 152.457.356.778 199.337.019.334
333 |Kab. Mahakam Ulu 26.198.456.323 13.936.516.611 10.478.231.823 24.414.748.434
334  |Kab. Pasir 106.616.521.998 26.719.096.433 72.086.410.439 98.805.506.872
335 |Kota Balikpapan 184.634.351.998 140.217.597.180 32.090.547.209 172.308.144.389
336 |Kota Bontang 190.199.415.584 62.236.052.750 110.015.562.392 172.251.615.142
337 |Kota Samarinda 138.061.102.750 55.586.124.623 72.728.404.651 128.314.529.274
338 Kab. Penajam Paser Utara 122.226.913.047 17.173.982.733 95.417.739.052 112.591.721.785
339  |Provinsi Kalimantan Utara 114.176.825.644 18.010.782.013 86.837.328.234 104.848.110.247
340  |Kab. Bulungan 151.792.349.509 6.763.742.491 132.686.991.575 139.450.734.066
341 |Kab. Malinau 55.224.400.193 4.233.316.859 45.809.356.467 50.042.673.326
342 |Kab. Nunukan 108.412.413.344 4.321.162.043 93.922.628.248 98.243.790.291
343 |Kab. Tana Tidung 28.590.749.141 3.005.826.098 23.356.561.477 26.362.387.575
344  |Kota Tarakan 100.767.127.250 11.254.309.930 81.330.611.103 92.584.921.033
345  |Provinsi Sulawesi Utara 75.168.379.092 47.871.235.262 22.478.789.179 70.350.024.441
346  |Kab. Bolaang Mongondow 19.877.435.747 2.124.026.241 15.252.448.177 17.376.474.418
347 |Kab. Minahasa 25.098.607.071 6.206.907.350 16.364.203.790 22.571.111.140
348 Kab. Sangihe 9.559.497.029 3.136.784.367 5.859.193.020 8.995.977.387
349 |Kota Bitung 24.940.820.628 6.639.952.225 16.288.006.214 22.927.958.439
350  |Kota Manado 40.829.083.874 23.483.075.213 13.696.502.105 37.179.577.318
351 |Kab. Kepulauan Talaud 12.647.924.447 2.682.333.547 9.141.014.341 11.823.347.888
352 |Kab. Minahasa Selatan 14.174.029.467 3.777.975.550 9.398.999.596 13.176.975.146
353 [Kah. Minahasa Tenggara 16.734.609.902 2.679.645.153 12.270.770.621 14.950.415.774
354  |Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 9.538.528.766 2.122.940.851 6.763.981.200 8.886.922.051
355  |Kota Kotamubagu 19.539.109.344 6.111.617.446 11.464.093.953 17.575.711.399
356  |Kab. Bolaang Mongondow Timur 15.509.510.921 2.328.441.821 11.290.750.371 13.619.192.192
357  |Kab. Bolaang Mongondow Selatan 14.023.116.212 1.814.916.839 10.551.535.513 12.366.452.352
358 Kota Tomohon 24.044.783.829 3.058.543.523 18.338.523.161 21.397.066.684
359  |Kab. Minahasa Utara 19.508.274.470 8.752.659.175 10.303.851.974 19.056.511.149
360 |Kab. Bolaang Mongondow Utara 16.458.664.627 2.335.449.859 12.348.167.556 14.683.617.415
361 |Provinsi Gorontalo 25.033.093.278 14.035.240.566 9.123.646.000 23.158.886.566
362  |Kab. Boalemo 12.410.815.620 1.909.302.610 9.596.522.508 11.505.825.118
363 |Kab. Gorontalo 17.275.559.071 3.785.052.779 11.523.443.453 15.308.496.232
364  |Kota Gorontalo 16.117.825.393 9.247.990.726 5.777.778.307 15.025.769.033
365  |Kab. Pohuwato 13.430.077.552 2.108.479.639 10.349.309.343 12.457.788.982
366  |Kab. Gorontalo Utara 15.880.834.682 1.700.950.240 12.446.239.711 14.147.189.951
367  |Kab. Bone Bolango 20.474.682.181 2.301.084.851 15.884.579.241 18.185.664.092
368  |Provinsi Sulawesi Tengah 66.155.888.157 31.083.098.140 31.195.683.467 62.278.781.607
369  [Kah. Banggai 39.821.365.768 9.439.796.989 26.221.936.834 35.661.733.823
370  |Kab. Banggai Laut 5.789.257.497 1.312.374.657 4.088.281.766 5.400.656.423
371 |Kah. Banggai Kepulauan 10.996.074.834 2.040.063.883 8.181.963.964 10.222.027.847
372 |Kab. Buol 15.614.723.534 2.182.525.298 12.440.219.306 14.622.744.604
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373 |Kab. Toli-Toli 19.947.462.260 2.588.776.344 15.320.418.402 17.909.194.746
374  |Kab. Donggala 19.247.421.349 2.319.076.669 15.602.675.108 17.921.751.777
375 |Kab. Morowali 23.060.073.409 2.775.671.625 18.318.367.579 21.094.039.204
376 |Kab. Morowali Utara 17.257.784.841 1.672.880.625 14.332.891.229 16.005.771.854
377 |Kab. Poso 19.539.700.779 3.493.882.032 14.722.186.279 18.216.068.311
378 Kota Palu 20.978.754.279 13.499.525.414 6.622.377.524 20.121.902.938
379 |Kab. Parigi Moutong 17.030.970.642 2.736.105.645 13.139.254.076 15.875.359.721
380  |Kab. Sigi 16.922.470.172 1.948.994.928 13.191.242.377 15.140.237.305
381  |Kab. Tojo Una Una 15.869.468.481 2.078.856.984 12.805.583.492 14.884.440.476
382  |Provinsi Sulawesi Selatan 230.984.260.166 144.455.014.617 72.361.270.383 216.816.285.000
383 |Kab. Bantaeng 20.649.613.818 3.742.791.261 14.970.866.853 18.713.658.114
384  |Kab. Barru 16.232.748.596 4.481.215.590 10.716.838.680 15.198.054.270
385 |Kab. Bone 46.473.063.025 8.274.429.070 34.412.174.020 42.686.603.090
386  |Kab. Bulukumba 20.681.087.992 7.085.304.249 12.370.121.230 19.455.425.479
387  |Kab. Enrekang 19.967.878.851 4.637.772.362 14.011.440.960 18.649.213.322
388 Kab. Gowa 18.751.832.964 4.214.741.813 13.339.410.948 17.554.152.761
389 |Kab. Jeneponto 23.265.891.861 4.283.840.568 16.769.202.896 21.053.043.464
390  [Kab. Luwu 15.646.281.091 4.299.305.414 10.236.295.679 14.535.601.093
391 |Kab. Luwu Utara 22.594.496.146 5.043.332.002 15.884.027.467 20.927.359.469
392 |Kab. Maros 20.054.964.370 6.973.211.499 11.483.192.658 18.456.404.157
393 |Kab. Pangkajene Kepulauan 28.927.405.243 10.769.329.633 16.498.561.895 27.267.891.528
394  |Kab. Pinrang 17.878.251.225 5.524.493.650 11.261.008.274 16.785.501.924
395  |Kah. Selayar 16.678.131.803 5.165.605.489 10.424.035.023 15.589.640.512
396  |Kab. Sidenreng Rappang 22.308.423.820 5.420.429.363 15.429.140.372 20.849.569.735
397  |Kab. Sinjai 15.394.563.373 4.324.573.874 10.055.431.507 14.380.005.381
398 Kab. Soppeng 16.671.928.410 4.963.505.710 10.556.548.107 15.520.053.817
399 |Kab. Takalar 17.284.035.267 5.651.933.034 10.742.230.580 16.394.163.614
400  |Kab. Tana Toraja 20.040.510.479 6.076.558.156 11.926.468.789 18.003.026.945
401 |Kab. Wajo 74.294.659.770 7.027.127.312 61.650.561.479 68.677.688.791
402  |Kota Pare-pare 20.343.736.895 6.737.031.455 11.852.942.172 18.589.973.627
403 |Kab. Toraja Utara 11.437.623.800 3.438.923.191 7.232.874.163 10.671.797.354
404  |Kota Makassar 90.179.229.821 71.680.216.509 13.917.621.476 85.597.837.985
405  |Kota Palopo 15.863.962.353 7.209.874.581 7.513.553.871 14.723.428.452
406  |Kab. Luwu Timur 56.708.947.549 22.863.906.254 29.756.601.095 52.620.507.349
407 _ |Provinsi Sulawesi Barat 31.051.432.939 8.554.835.162 20.194.562.953 28.749.398.115
408 Kab. Majene 17.492.145.906 2.023.709.152 14.165.296.507 16.189.005.659
409 |Kab. Mamuju 23.707.033.237 4.144.808.708 17.875.616.510 22.020.425.218
410  |Kab. Mamuju Tengah 11.396.975.117 695.853.878 9.832.463.721 10.528.317.599
411 |Kab. Polewali Mandar 17.498.006.744 3.497.631.271 12.709.625.000 16.207.256.271
412 |Kab. Mamasa 14.184.959.523 1.100.243.679 12.036.127.452 13.136.371.131
413 |Kab. Mamuju Utara 34.050.560.320 1.829.291.403 29.740.240.083 31.569.531.486
414  |Provinsi Sulawesi Tenggara 67.339.215.799 30.933.517.128 31.543.825.964 62.477.343.092
415 |Kab. Buton 23.679.907.537 2.785.366.941 18.556.169.190 21.341.536.131
416 |Kab. Konawe 12.027.008.014 2.994.320.021 8.170.939.213 11.165.259.234
417 |Kab. Konawe Kepulauan 6.989.828.027 807.929.738 2.380.548.541 3.188.478.279
418 Kab. Kolaka 37.615.481.887 7.426.800.916 26.401.855.652 33.828.656.568
419 |Kab. Kolaka Timur 3.549.905.344 815.681.742 5.797.914.398 6.613.596.140
420  |Kab. Muna 12.770.129.570 3.096.378.853 8.820.695.272 11.917.074.125
421 |Kota Kendari 25.057.411.256 14.768.557.029 8.906.152.258 23.674.709.287
422  |Kota Bau-bau 14.997.184.885 3.524.460.133 10.457.159.073 13.981.619.206
423 |Kab. Konawe Selatan 21.839.082.263 2.727.178.625 16.940.732.872 19.667.911.497
424  |Kab. Bombana 16.359.199.590 2.132.516.196 13.144.744.682 15.277.260.878
425  |Kab. Konawe Utara 18.656.279.452 1.548.675.777 16.022.843.894 17.571.519.671
426  |Kab. Buton Utara 8.698.596.502 1.184.233.361 6.930.332.781 8.114.566.142
427  |Kab. Wakatobi 12.533.064.520 1.728.231.981 9.926.857.275 11.655.089.256
428 Kab. Kolaka Utara 16.008.244.567 1.696.598.347 12.911.983.111 14.608.581.458
429  |Provinsi Bali 149.505.713.700 131.883.000.048 10.157.954.830 142.040.954.878
430  |Kab. Badung 59.273.015.131 49.623.409.348 5.966.034.572 55.589.443.920
431 |Kab. Bangli 17.052.525.771 8.474.669.597 7.571.309.997 16.045.979.594
432 |Kab. Buleleng 27.950.837.802 18.162.482.084 8.559.135.122 26.721.617.206
433 |Kab. Gianyar 22.881.838.736 14.995.826.222 6.683.158.177 21.678.984.399
434  |Kab. Jembrana 18.898.719.611 9.718.675.799 8.135.028.246 17.853.704.045
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435  |Kab. Karangasem 20.600.425.240 11.088.009.391 8.303.940.175 19.391.949.566
436  |Kab. Klungkung 16.458.889.541 9.236.244.857 6.289.279.036 15.525.523.893
437 |Kab. Tabanan 22.120.588.417 14.224.840.035 6.674.283.798 20.899.123.833
438 Kota Denpasar 73.096.334.443 62.624.068.168 7.248.558.597 69.872.626.765
439 |Provinsi Nusa Tenggara Barat 83.676.611.361 59.138.891.000 19.543.195.399 78.682.086.399
440  |Kab. Bima 16.936.218.239 5.520.680.605 10.223.147.056 15.743.827.661
441 |Kab. Dompu 14.927.243.990 4.650.327.763 9.261.428.862 13.911.756.625
442  |Kab. Lombok Barat 16.403.545.666 6.606.377.052 8.660.229.485 15.266.606.537
443 |Kab. Lombok Tengah 20.785.628.832 6.996.063.030 12.312.985.690 19.309.048.720
444 |Kab. Lombok Timur 21.937.290.264 7.692.891.170 12.686.303.875 20.379.195.045
445  |Kab. Sumbawa 22.238.651.545 5.281.876.023 15.470.389.796 20.752.265.819
446  |Kota Mataram 28.025.680.713 18.637.259.344 7.636.264.652 26.273.523.996
447 |Kab. Lombok Utara 14.810.960.082 3.023.642.433 10.182.384.312 13.206.026.745
448 Kota Bima 15.301.574.359 5.728.824.745 8.566.137.799 14.294.962.544
449 |Kab. Sumbawa Barat 42.112.253.055 25.250.620.610 14.793.805.072 40.044.425.682
450  |Provinsi Nusa Tenggara Timur 71.543.609.060 36.897.899.344 29.906.695.168 66.804.594.512
451 |Kab. Alor 11.786.127.786 2.162.676.713 8.812.799.658 10.975.476.371
452  |Kab. Belu 8.295.137.623 2.821.350.950 4.926.129.685 7.747.480.635
453 |Kab. Ende 11.983.716.066 2.460.184.053 8.719.711.411 11.179.895.464
454 |Kab. Flores Timur 18.345.812.967 2.473.806.128 14.000.701.898 16.474.508.026
455 |Kab. Kupang 12.148.516.885 2.395.602.396 8.894.536.903 11.290.139.299
456  |Kab. Lembata 16.025.340.782 1.751.071.524 12.471.798.555 14.222.870.079
457 |Kab. Malaka 5.714.871.070 804.137.993 4.508.845.020 5.312.983.013
458 Kab. Manggarai 11.679.707.015 3.205.729.646 7.704.036.425 10.909.766.071
459  |Kab. Ngada 14.031.089.833 1.626.289.082 10.768.598.763 12.394.887.845
460  |Kab. Sikka 12.385.330.269 2.960.307.022 8.660.058.897 11.620.365.919
461  |Kab. Sumba Barat 8.582.077.889 1.706.013.974 6.325.630.276 8.031.644.250
462  |Kab. Sumba Timur 15.847.485.406 2.943.589.913 11.810.579.143 14.754.169.056
463 |Kab. Timor Tengah Selatan 20.387.207.513 1.984.016.506 16.164.873.565 18.148.890.071
464  |Kab. Timor Tengah Utara 19.297.253.306 2.236.131.425 14.888.372.893 17.124.504.318
465  |Kota Kupang 24.310.524.506 16.157.925.462 6.540.274.147 22.698.199.609
466  |Kab. Rote Ndao 15.461.452.291 1.453.749.169 12.361.787.079 13.815.536.248
467  |Kab. Nagekeo 10.024.685.269 1.306.524.831 8.030.473.840 9.336.998.671
468 Kab. Sumba Tengah 9.684.313.187 1.223.293.279 7.799.445.179 9.022.738.458
469  |Kab. Sumba Barat Daya 10.736.229.400 1.305.837.947 8.683.763.022 9.989.600.969
470  |Kab. Manggarai Timur 9.935.505.542 1.161.188.024 8.072.381.198 9.233.569.222
471 |Kab. Sabu Raijua 11.768.420.667 992.478.851 9.245.412.860 10.237.891.711
472  |Kab. Manggarai Barat 11.183.033.538 1.610.078.894 8.802.995.050 10.413.073.944
473 |Provinsi Maluku 71.612.194.111 27.868.462.423 38.522.647.662 66.391.110.085
474  |Kab. Maluku Tenggara Barat 16.795.805.858 1.865.372.058 13.665.108.099 15.530.480.157
475  |Kab. Maluku Tengah 28.628.966.423 3.457.440.970 23.044.375.958 26.501.816.928
476  |Kab. Maluku Tenggara 17.725.860.653 3.042.463.238 13.389.908.277 16.432.371.515
477 |Kab. Pulau Buru 19.656.894.425 2.053.582.619 15.540.811.967 17.594.394.586
478 Kota Amhon 39.312.768.771 19.921.967.052 15.914.820.002 35.836.787.054
479  |Kab. Seram Bagian Barat 17.925.498.245 2.170.196.611 14.435.560.945 16.605.757.556
480  |Kab. Seram Bagian Timur 57.783.943.914 1.525.733.732 51.482.145.388 53.007.879.120
481  |Kab. Maluku Barat Daya 15.752.015.742 2.970.765.418 11.656.548.678 14.627.314.096
482  |Kab. Buru Selatan 12.095.263.515 1.552.406.464 9.666.255.451 11.218.661.915
483 |Kab. Kepulauan Aru 19.259.231.311 1.859.935.664 15.966.985.038 17.826.920.702
484  |Kota Tual 9.479.095.879 1.382.829.791 7.441.316.872 8.824.146.663
485  |Provinsi Maluku Utara 51.601.573.080 22.984.112.180 24.999.360.459 47.983.472.639
486  |Kab. Halmahera Tengah 25.013.110.892 1.865.877.424 20.545.253.548 22.411.130.972
487  |Kab. Halmahera Barat 18.192.348.075 2.203.393.732 14.603.560.348 16.806.954.080
488 Kota Ternate 25.456.839.014 7.526.834.557 16.190.545.018 23.717.379.575
489  |Kab. Halmahera Timur 25.510.354.064 3.035.632.257 19.724.536.468 22.760.168.725
490  |Kota Tidore Kepulauan 16.296.145.377 2.485.346.298 12.631.331.965 15.116.678.263
491  |Kab. Kepulauan Sula 17.301.018.356 1.509.470.727 13.830.976.735 15.340.447.462
492  |Kab. Pulau Morotai 14.833.295.005 1.346.702.808 11.792.919.630 13.139.622.438
493 |Kab. Pulau Taliabu 6.657.199.819 1.245.307.259 4.930.281.693 6.175.588.952
494  |Kab. Halmahera Selatan 21.972.900.376 1.754.118.869 19.826.133.514 21.580.252.383
495  |Kab. Halmahera Utara 23.809.597.447 11.503.484.322 10.409.476.764 21.912.961.086
496  |Kab. Yalimo 9.985.097.362 2.302.104.989 7.111.076.869 9.413.181.858
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.B
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
Realisasi
No. Daerah Pagu PPh Perorangan PBB Total
1 2 3 4 5 4+5

497  [Kab. Lanny Jaya 11.230.443.766 2.432.049.174 8.126.803.654 10.558.852.828
498  |Provinsi Papua 260.780.399.096 134.741.655.365 115.573.747.850 250.315.403.215
499  |Kab. Biak Numfor 22.560.800.908 4.756.395.720 15.555.447.132 20.311.842.852
500  |Kab. Jayapura 31.976.248.464 4.565.750.767 24.431.858.584 28.997.609.351
501  |Kah. Jayawijaya 19.909.466.184 4.685.198.947 13.892.942.522 18.578.141.469
502 |Kab. Merauke 48.073.270.234 9.410.960.306 33.974.640.931 43.385.601.237
503 |Kab. Mimika 193.910.699.002 100.756.133.274 88.314.533.649 189.070.666.923
504  |Kab. Nabire 26.805.270.412 4.009.836.190 20.120.031.991 24.129.868.181
505  |Kab. Paniai 14.439.689.328 2.437.540.570 11.101.294.941 13.5638.835.511
506 |Kab. Puncak Jaya 24.432.120.136 2.667.769.789 19.258.624.117 21.926.393.906
507 |Kah. Kepulauan Yapen 26.919.860.856 3.440.231.209 20.920.076.268 24.360.307.477
508  |Kota Jayapura 45.999.759.003 24.995.285.284 16.575.743.900 41.571.029.184
509  |Kab. Sarmi 22.031.425.552 2.667.995.560 18.092.980.046 20.760.975.606
510  |Kab. Keerom 22.736.848.993 2.824.845.322 18.252.588.960 21.077.434.282
511 |Kab. Yahukimo 24.824.314.697 2.280.080.321 20.664.908.670 22.944.988.991
512 |Kab. Pegunungan Bintang 26.155.006.764 3.224.058.433 21.066.151.642 24.290.210.075
513 |Kab. Tolikara 20.553.943.932 2.423.223.459 16.700.900.121 19.124.123.580
514  |Kab. Boven Digoel 31.088.539.212 3.213.866.266 26.787.550.913 30.001.417.179
515  |Kab. Mappi 28.612.336.375 2.846.625.804 23.711.467.964 26.558.093.768
516 |Kab. Asmat 26.159.637.669 3.399.664.199 20.913.297.987 24.312.962.186
517 |Kah. Waropen 28.184.895.278 2.363.440.029 23.791.374.780 26.154.814.809
518  |Kah. Mamberamo Raya 58.716.384.420 2.264.570.435 51.019.468.886 53.284.039.321
519  |Kah. Mamberamo Tengah 8.758.745.580 2.129.098.194 6.154.497.530 8.283.595.724
520  |Kab. Nduga 9.554.715.294 2.238.528.432 6.778.213.276 9.016.741.708
521  |Kab. Dogiyai 13.555.982.455 2.362.494.438 10.343.823.428 12.706.317.866
522 |Kab. Intan Jaya 13.972.394.396 2.423.754.643 10.709.372.088 13.133.126.731
523 |Kab. Puncak 15.994.121.919 2.379.984.086 12.555.834.231 14.935.818.317
524  |Kab. Deiyai 11.158.693.883 2.250.522.879 8.270.274.083 10.520.796.962
525  |Kab. Supiori 13.684.722.906 2.365.863.353 10.458.316.627 12.824.179.980
526  [Provinsi Papua Barat 192.293.199.195 28.948.839.987 148.920.615.297 177.869.455.284
527  |Kab. Sorong 211.560.337.857 4.114.434.879 187.558.677.144 191.673.112.023
528  |Kah. Manokwari 52.647.737.673 6.634.815.415 41.224.033.680 47.858.849.095
529  |Kab. Manokwari Selatan 9.128.341.961 966.942.338 7.504.106.741 8.471.049.079
530  |Kab. Fak Fak 46.419.521.900 2.962.052.318 39.933.384.631 42.895.436.949
531 |Kota Sorong 39.147.315.292 9.354.947.705 26.251.430.716 35.606.378.421
532 |Kab. Pegunungan Arfak 9.628.865.609 965.854.753 7.965.250.720 8.931.105.473
533 |Kab. Sorong Selatan 41.164.502.008 1.998.032.918 36.011.214.668 38.009.247.586
534  |Kab. Raja Ampat 53.772.073.045 2.024.960.236 46.858.355.199 48.883.315.435
535  |Kab. Teluk Bintuni 212.440.857.764 11.753.428.781 184.719.697.894 196.473.126.675
536 |Kab. Teluk Wondama 26.486.765.645 1.569.188.865 22.971.623.864 24.540.812.729
537 |Kab. Tambrauw 17.803.577.946 1.264.608.888 15.239.711.643 16.504.320.531
538 |Kab. Maybrat 19.451.316.250 1.085.060.620 16.933.247.225 18.018.307.845
539  |Kab. Kaimana 29.091.600.615 1.826.552.471 25.165.568.596 26.992.121.067
540 |Sisa pagu yang tidak dialokasikan 243 - -
541  |Nilai belum teridentifikasi daerah penerima -

JUMLAH 42.663.992.152.593 21.021.725.193.942|  18.694.216.991.395| 39.715.942.185.337

L. 37



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.C

(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu SUMBER DAYA ALAM
Minyak Bumi Gas Bumi Per gan Umum Panas Bumi Hasil Kehutanan Hasil Perikanan Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Provinsi Nanggroe Aceh Dar 1.056.698.167.937 477.939.645.839 573.094.945.516 5.590.251.137 23.348.640 49.977.099 1.056.698.168.231
2 | Kab. Aceh Barat 14.114.362.742 2.247.364.825 6.795.592.575 4.675.472.294 2.122.603 10.627.658 383.182.410 14.114.362.365
3 | Kab. Aceh Besar 10.698.571.210 2.247.364.825 6.795.592.575 1.233.907.324 2.122.603 36.401.792 383.182.410 10.698.571.529
4 | Kab. Aceh Selatan 10.626.857.885 2.247.364.825 6.795.592.575 1.103.953.527 2.122.603 94.641.565 383.182.410 10.626.857.505
5 | Kab. Aceh Singkil 10.013.297.883 2.247.364.825 6.795.592.575 552.353.758 2.122.603 32.681.461 383.182.410 10.013.297.632
6 | Kab. Aceh Tengah 12.280.267.678 2.247.364.825 6.795.592.575 2.837.011.971 2.122.603 14.993.500 383.182.410 12.280.267.884
7 | Kab. Aceh Tenggara 10.092.520.257 2.247.364.825 6.795.592.575 659.713.961 2.122.603 4.543.371 383.182.410 10.092.519.745
8 | Kab. Aceh Timur 9.850.444.740 2.248.161.534 6.795.592.575 348.879.332 2.122.603 72.506.054 383.182.410 9.850.444.508
9 | Kab. Aceh Utara 182.855.518.673 32.644.889.361 149.503.029.656 294.831.401 2.122.603 27.463.171 383.182.410 182.855.518.602
10 | Kab. Bireuen 9.822.317.566 2.247.364.825 6.795.592.575 387.164.201 2.122.603 6.890.678 383.182.410 9.822.317.292
11 | Kab. Pidie 11.053.577.504 2.247.364.825 6.795.592.575 1.617.354.125 2.122.603 7.961.005 383.182.410 11.053.577.543
12 | Kab. Simeulue 9.727.485.847 2.247.364.825 6.795.592.575 293.084.201 2.122.603 6.138.962 383.182.410 9.727.485.576
13 | Kota Banda Aceh 9.725.890.257 2.247.364.825 6.795.592.575 293.084.201 2.122.603 4.543.371 383.182.410 9.725.889.985
14 | Kota Sabang 9.770.464.934 2.247.364.825 6.795.592.575 293.084.201 46.697.280 4.543.371 383.182.410 9.770.464.662
15 | Kota Langsa 9.846.787.082 2.247.364.825 6.795.592.575 293.084.201 2.122.603 125.440.196 383.182.410 9.846.786.810
16 | Kota Lhok 9.725.890.257 2.247.364.825 6.795.592.575 293.084.201 2.122.603 4.543.371 383.182.410 9.725.889.985
17 | Kab. Nagan Raya 12.349.812.533 2.247.364.825 6.795.592.575 2.780.576.387 2.122.603 140.973.712 383.182.410 12.349.812.512
18 | Kah. Aceh Jaya 9.996.570.968 2.247.364.825 6.795.592.575 518.657.075 2.122.603 49.651.565 383.182.410 9.996.571.053
19 | Kab. Pidie Jaya 9.750.934.257 2.247.364.825 6.795.592.575 318.128.297 2.122.603 4.543.371 383.182.410 9.750.934.081
20 | Kab. Aceh Barat Daya 10.620.488.214 2.247.364.825 6.795.592.575 1.172.637.970 2.122.603 19.588.213 383.182.410 10.620.488.596
21 | Kab. Gayo Lues 10.823.464.909 2.247.364.825 6.795.592.575 1.390.559.066 2.122.603 4.642.879 383.182.410 10.823.464.358
22 | Kab. Aceh Tamiang 33.034.552.864 25.147.706.049 6.795.592.575 476.577.674 2.122.603 229.370.970 383.182.410 33.034.552.281
23 | Kab. Bener Meriah 9.725.890.257 2.247.364.825 6.795.592.575 293.084.201 2.122.603 4.543.371 383.182.410 9.725.889.985
24 | Kota Subulussal 9.948.537.401 2.247.364.825 6.795.592.575 484.177.201 2.122.603 36.097.929 383.182.410 9.948.537.543
25 |Provinsi S a Utara 23.310.178.413 3.555.030.374 2.925.185.955 6.710.503.154 406.726.496 9.712.732.152 - 23.310.178.131
26 |Kab. Asahan 1.727.765.352 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 646.411.732 383.182.410 1.727.764.941
27 |Kab. Dairi 2.641.291.499 222.190.399 182.824.246 927.706.948 25.420.406 899.966.879 383.182.410 2.641.291.288
28 |Kab. Deli Serdang 2.122.382.424 240.540.543 602.114.048 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 2.122.382.013
29 |Kab. Karo 1.787.255.164 222.190.399 182.824.246 369.333.857 25.420.406 604.303.243 383.182.410 1.787.254.561
30 |Kab. Labuhan Batu 1.719.263.663 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 637.910.043 383.182.410 1.719.263.252
31 |Kab. Langkat 11.368.896.091 4.884.306.338 4.821.485.707 267.735.748 25.420.406 986.765.071 383.182.410 11.368.895.680
32 |Kab. Mandailing Natal 7.513.366.782 222.190.399 182.824.246 3.440.324.608 813.452.992 2.471.392.186 383.182.410 7.513.366.841
33 |Kab. Nias 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
34 |Kab. Simalungun 13.688.538.597 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 12.607.184.975 383.182.410 13.688.538.184
35 |Kab. Tapanuli Selatan 16.233.440.318 222.190.399 182.824.246 10.051.419.084 25.420.406 5.368.403.775 383.182.410 16.233.440.320
36 |Kab. Tapanuli Tengah 2.319.603.706 222.190.399 182.824.246 902.596.616 25.420.406 603.388.858 383.182.410 2.319.602.935
37 |Kab. Tapanuli Utara 4.662.263.635 222.190.399 182.824.246 1.965.028.556 25.420.406 1.883.616.944 383.182.410 4.662.262.961
38 |Kab. Toba Samosir 2.117.161.980 222.190.399 182.824.246 417.699.268 25.420.406 885.844.361 383.182.410 2.117.161.090
39 |Kota Binjai 3.057.657.905 985.510.423 792.419.649 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 3.057.657.494
40 |Kota Medan 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
41 |Kota Pematang Siantar 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
42 |Kota Sibolga 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
43 |Kota Tanjung Balai 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
44 |Kab. Batu Bara 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
45 |Kab. Labuhan Batu Utara 2.482.223.893 222.190.399 182.824.246 983.171.148 25.420.406 685.435.201 383.182.410 2482.223.810
46 |Kab. Labuhan Batu Selatan 2.016.941.330 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 935.587.708 383.182.410 2.016.940.917
47 |Kab. Padang Lawas Utara 1.689.899.963 227.347.884 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.689.899.552
48 |Kab. Padang Lawas 8.127.667.962 2.387.342.553 182.824.246 267.735.748 25.420.406 4.881.162.187 383.182.410 8.127.667.550
49 |Kab. Nias Utara 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
50 |Kab. Nias Barat 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
51 |Kota Tebing Tinggi 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
52 |Kota Padang Sid 2.806.258.785 222.190.399 182.824.246 1.389.252.455 25.420.406 603.388.858 383.182.410 2.806.258.774
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.C
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu SUMBER DAYA ALAM
Minyak Bumi Gas Bumi Pertambangan Umum Panas Bumi Hasil Kehutanan Hasil Perikanan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

53 |Kab. Pakpak Bharat 3.830.732.870 222.190.399 182.824.246 288.664.987 25.420.406 2.728.449.796 383.182.410 3.830.732.244
54 |Kab. Nias Selatan 15.590.562.238 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 14.509.208.617 383.182.410 15.590.561.826
55 |Kab. Humbang H jutan 4.190.855.297 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 3.109.501.679 383.182.410 4.190.854.888
56 |Kab. Serdang Bedagai 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
57 |Kab. Samosir 4.870.376.467 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 3.789.022.848 383.182.410 4.870.376.057
58 |Kota Gunungsitoli 1.684.742.478 222.190.399 182.824.246 267.735.748 25.420.406 603.388.858 383.182.410 1.684.742.067
59 |Provinsi S a Barat 16.385.839.873 - 13.691.997.623 209.328.000 2.484.513.752 - 16.385.839.375
60 |Kab. Lima Puluh Kota 2.292.358.206 1.605.631.015 23.258.666 280.286.389 383.182.410 2.292.358.480
61 |Kab. Agam 2.168.795.843 1.443.092.615 23.258.666 319.262.645 383.182.410 2.168.796.336
62 |Kab. Kepul Mentawai 10.872.269.002 1.432.499.207 23.258.666 9.033.328.807 383.182.410 10.872.269.090
63 |Kab. Padang Pariaman 2.122.675.537 1.432.499.207 23.258.666 283.735.340 383.182.410 2.122.675.623
64 |Kab. Pasaman 3.095.006.218 2.394.798.586 23.258.666 293.766.297 383.182.410 3.095.005.959
65 |Kab. Pesisir Selatan 2.753.646.895 1.791.268.089 23.258.666 555.938.013 383.182.410 2.753.647.178
66 |Kab. Sijunjung 13.271.378.187 5.810.443.910 23.258.666 7.054.492.943 383.182.410 13.271.377.929
67 |Kab. Solok 4.659.711.977 3.952.551.229 23.258.666 300.719.512 383.182.410 4.659.711.817
68 |Kab. Tanah Datar 2.157.312.605 1.453.815.979 23.258.666 297.055.789 383.182.410 2.157.312.844
69 |Kota Bukit Tinggi 2.114.997.277 1.432.499.207 23.258.666 276.057.080 383.182.410 2.114.997.363
70 |Kota Padang Panjang 2.114.997.277 1.432.499.207 23.258.666 276.057.080 383.182.410 2.114.997.363
71 |Kota Padang 2.117.306.277 1.434.807.929 23.258.666 276.057.080 383.182.410 2.117.306.085
72 |Kota Payakumbuh 2.114.997.277 1.432.499.207 23.258.666 276.057.080 383.182.410 2.114.997.363
73 |Kota Sawahlunto 11.830.290.768 11.147.224.365 23.258.666 276.624.783 383.182.410 11.830.290.224
74 |Kota Solok 2.114.997.277 1.432.499.207 23.258.666 276.057.080 383.182.410 2.114.997.363
75 |Kota Pariaman 2.114.997.277 1.432.499.207 23.258.666 276.057.080 383.182.410 2.114.997.363
76 |Kab. Pasaman Barat 3.115.096.884 1.734.578.490 23.258.666 974.077.358 383.182.410 3.115.096.924
77 |Kab.Dh aya 10.957.777.470 8.997.367.738 23.258.666 1.553.969.224 383.182.410 10.957.778.038
78 |Kab. Solok Selatan 13.112.863.529 - - 2.858.164.550 418.656.000 9.452.860.430 383.182.410 13.112.863.390
79 |Provinsi Riau 2.698.594.352.756 2.659.665.459.524 2.869.662.676 13.964.001.005 - 22.095.229.620 - 2.698.594.352.825
80 |Kab. Bengkalis 2.636.766.125.862 2.611.552.315.810 521.757.031 2.242.506.350 22.066.364.347 383.182.410 2.636.766.125.948
81 |Kab. Indragiri Hilir 526.114.673.535 483.575.538.457 521.757.031 6.984.542.513 34.649.653.004 383.182.410 526.114.673.415
82 |Kab. Indragiri Hulu 520.650.993.747 493.250.604.640 521.757.031 19.180.561.571 7.314.887.966 383.182.410 520.650.993.618
83 |Kab. Kampar 1.189.418.279.733 1.178.255.436.087 1.233.464.000 2.934.037.031 6.612.160.612 383.182.410 1.189.418.280.140
84 |Kab. Kuantan Singingi 496.592.830.231 483.575.538.457 521.757.031 7.310.987.251 4.801.365.045 383.182.410 496.592.830.194
85 |Kab. Pelalawan 520.194.518.246 488.058.617.533 4.051.810.899 2.277.933.847 25.422.973.642 383.182.410 520.194.518.331
86 |Kab. Rokan Hilir 1.471.398.812.507 1.463.492.732.038 521.757.031 2.242.506.350 4.758.634.765 383.182.410 1.471.398.812.594
87 |Kab. Rokan Hulu 510.985.135.725 503.066.821.508 521.757.031 2.346.448.440 4.666.926.903 383.182.410 510.985.136.292
88 |Kab. Siak 1.455.668.341.703 1.442.627.165.591 521.757.031 2.242.491.631 9.893.745.125 383.182.410 1.455.668.341.788
89 |Kota Dumai 497.441.677.738 483.575.538.457 521.757.031 2.242.506.350 10.718.693.575 383.182.410 497.441.677.823
90 |Kota Pekanbaru 490.727.482.770 483.575.538.457 521.757.031 2.242.506.350 4.004.498.610 383.182.410 490.727.482.858
91 |Kab. Kepul Meranti 542.988.319.036 524.055.994.041 1.422.980.000 3.480.067.350 13.646.094.907 383.182.410 542.988.318.708
92 |Provinsi Kepul Riau 719.802.916.342 219.737.164.663 456.333.425.488 43.653.639.261 78.687.018 - 719.802.916.430
93 |Kab. Bintan 231.311.190.393 72.722.373.999 136.717.096.958 21.462.308.767 26.229.006 383.182.410 231.311.191.140
94 |Kab. Natuna 592.963.937.291 298.933.499.254 281.893.851.203 11.727.175.417 26.229.006 383.182.410 592.963.937.290
95 |Kab. Karimun 241.113.857.772 72.722.373.999 136.717.096.958 31.129.151.568 162.052.356 383.182.410 241.113.857.291
96 |Kota Batam 221.584.906.786 72.722.373.999 136.717.096.958 11.727.175.417 35.078.001 383.182.410 221.584.906.785
97 |Kab. Kepul Anamb 421.554.146.870 194.528.363.830 214.889.196.206 11.727.175.417 26.229.006 383.182.410 421.554.146.869
98 |Kota Tanjung Pinang 226.961.441.034 72.722.373.999 136.717.096.958 17.112.558.102 26.229.006 383.182.410 226.961.440.475
99 |Kab. Lingga 235.040.074.573 72.722.373.999 136.717.096.958 25.062.124.583 155.296.680 383.182.410 235.040.074.630
100 |Provinsi Jambi 313.442.858.257 120.633.800.365 155.718.677.282 31.804.140.677 5.286.239.137 - 313.442.857.461
101 |Kab. Batanghari 74.991.090.437 27.237.552.835 31.143.735.035 13.063.193.682 3.163.426.837 383.182.410 74.991.090.799
102 |Kab. Bungo 87.181.698.474 24.126.760.070 31.143.735.035 26.907.483.995 4.620.537.568 383.182.410 87.181.699.078
103 [Kab. Kerinci 62.398.818.461 24.126.760.070 31.143.735.035 5.699.104.215 1.046.036.645 383.182.410 62.398.818.375
104 |Kab. Merangin 66.685.220.239 24.126.760.070 31.143.735.035 9.580.034.512 1.451.508.556 383.182.410 66.685.220.583
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105 |Kab. Muaro Jambi 84.463.432.449 40.451.064.551 31.991.606.539 8.173.073.945 3.464.505.812 383.182.410 84.463.433.257
106 |Kab. Sarolangun 98.241.242.979 37.855.183.337 31.143.735.035 25.023.277.318 3.835.865.112 383.182.410 98.241.243.212
107 |Kab. Tanjung Jabung Barat 371.503.437.262 157.969.881.699 201.096.155.670 8.680.225.949 3.373.991.556 383.182.410 371.503.437.284
108 |Kab. Tanjung Jabung Timur 216.214.987.912 67.504.930.546 140.637.063.826 5.699.104.215 1.990.706.828 383.182.410 216.214.987.825
109 [Kab. Tebo 81.139.902.279 24.126.760.070 31.143.735.035 13.223.993.966 12.262.230.568 383.182.410 81.139.902.049
110 |Kota Jambi 69.165.677.645 30.882.786.120 31.143.735.035 5.699.104.215 1.056.869.777 383.182.410 69.165.677.557
111 |Kota Sungai Penuh 62.398.686.298 24.126.760.070 31.143.735.035 5.699.104.215 - 1.045.904.482 383.182.410 62.398.686.212
112 |Provinsi S a Sel 1.385.670.591.526 295.516.185.340 862.069.556.773 219.557.640.701 228.873.024 8.298.335.121 1.385.670.590.959
113 |Kab. Lahat 339.677.065.203 48.383.843.513 144.873.968.631 144.169.122.718 137.895.996 1.729.052.700 383.182.410 339.677.065.968
114 |Kab. Musi Banyuasin 1.854.650.494.982 332.226.768.561 1.403.111.427.750 103.345.023.784 32.696.146 15.551.396.772 383.182.410 1.854.650.495.423
115 [Kab. Musi Rawas 312.211.592.977 60.263.191.111 222.656.523.878 25.770.652.925 24.185.746 3.305.447.428 191.591.205 312.211.592.293
116 |Kab. Musi Rawas Utara 181.660.828.668 34.775.406.000 129.585.293.000 16.219.149.019 8.510.400 880.879.062 191.591.205 181.660.828.686
117 |Kab. Muara Enim 441.511.007.205 118.479.987.069 144.649.032.724 176.186.197.831 269.706.927 1.734.491.529 191.591.205 441.511.007.285
118 |Kab. Ogan Komering llir 204.721.446.843 42.216.597.761 123.152.794.253 34.385.281.802 32.696.146 4.550.894.663 383.182.410 204.721.447.035
119 [Kab. Ogan Komering Ulu 240.860.929.518 65.243.419.802 131.455.293.140 42.603.942.665 32.696.146 1.142.395.649 383.182.410 240.860.929.812
120 |Kota Palemh 196.805.368.829 42.216.597.761 123.152.794.253 29.877.702.968 32.696.146 1.142.395.649 383.182.410 196.805.369.187
121 |Kota Pagar Alam 196.854.334.577 42.216.597.761 123.152.794.253 29.877.702.968 81.661.894 1.142.395.649 383.182.410 196.854.334.935
122 |Kota Lubuk Linggau 196.805.368.829 42.216.597.761 123.152.794.253 29.877.702.968 32.696.146 1.142.395.649 383.182.410 196.805.369.187
123 |Kota Prabumulih 216.863.742.120 57.381.862.490 127.782.236.688 30.139.895.177 32.696.146 1.143.869.655 383.182.410 216.863.742.566
124 |Kab. Empat Lawang 198.034.025.829 42.216.597.761 123.152.794.253 31.106.359.544 32.696.146 1.142.395.649 383.182.410 198.034.025.763
125 |Kab. Banyuasin 259.166.156.747 79.414.591.110 123.152.794.253 40.300.638.710 32.696.146 15.882.254.637 383.182.410 259.166.157.266
126 |Kab. Ogan llir 217.442.115.424 62.054.189.356 123.172.682.253 30.656.970.168 32.696.146 1.142.395.649 383.182.410 217.442.115.982
127 |Kab. OKU Timur 202.540.507.331 42.216.597.761 123.152.794.253 35.607.317.414 32.696.146 1.147.919.357 383.182.410 202.540.507.341
128 |Kab. OKU Selatan 197.972.194.678 42.216.597.761 123.152.794.253 31.019.191.416 32.696.146 1.167.733.010 383.182.410 197.972.194.996
129 [Kab. Penukal Abab Lematang llir 110.612.683.361 28.325.298.000 35.769.419.000 45.446.219.724 33.873.520 846.281.634 191.591.205 110.612.683.083
130 |Provinsi Bangka Belitung 122.110.799.165 13.611.138.295 - 108.472.619.311 - 27.041.359 - 122.110.798.965
131 |Kab. Bangka 110.361.486.144 3.885.136.079 106.073.527.227 19.640.359 383.182.410 110.361.486.075
132 |Kab. Belitung 44.818.371.519 3.885.136.079 40.516.391.417 33.661.544 383.182.410 44.818.371.450
133 |Kota Pangkal Pinang 34.110.343.239 3.885.136.079 29.833.010.895 9.013.786 383.182.410 34.110.343.170
134 |Kab. Bangka Selatan 47.568.641.815 3.885.136.079 43.291.309.471 9.013.786 383.182.410 47.568.641.746
135 |Kab. Bangka Tengah 42.836.894.771 3.885.136.079 38.547.210.529 21.365.352 383.182.410 42.836.894.370
136 |Kab. Bangka Barat 69.650.417.433 3.885.136.079 65.365.347.320 16.751.555 383.182.410 69.650.417.364
137 |Kab. Belitung Timur 46.959.073.287 3.885.136.079 42.588.894.926 101.859.803 383.182.410 46.959.073.218
138 |Provinsi Bengkul 44.907.411.767 - 44.821.605.903 85.805.415 - 44.907.411.318
139 |Kab. Bengkulu Selatan 10.295.034.289 9.788.092.040 123.759.174 383.182.410 10.295.033.624
140 [Kab. Bengkulu Utara 52.627.010.583 51.656.185.567 587.641.776 383.182.410 52.627.009.753
141 |Kab. Rejang Lebong 9.968.690.340 9.538.585.961 46.921.745 383.182.410 9.968.690.116
142 |Kota Bengkul 9.940.836.464 9.538.585.961 19.067.868 383.182.410 9.940.836.239
143 [Kab. Kaur 11.489.554.560 11.051.256.398 55.115.998 383.182.410 11.489.554.806
144 |Kab. Seluma 11.999.862.745 11.584.497.257 32.182.606 383.182.410 11.999.862.273
145 |Kab. Mukomuko 10.504.478.408 10.058.142.761 63.152.814 383.182.410 10.504.477.985
146 |Kab. Lebong 10.399.801.686 9.980.593.166 36.026.172 383.182.410 10.399.801.748
147 |Kab. Bengkulu Tengah 47.038.801.933 46.611.028.786 44.590.679 383.182.410 47.038.801.875
148 |Kab. Kepahiang 9.940.836.464 - - 9.538.585.961 - 19.067.868 383.182.410 9.940.836.239
149 |Provinsi L g 140.709.618.778 130.164.212.615 6.352.621.800 1.576.741.300 2.145.936.581 470.106.217 140.709.618.513
150 |Kab. Lampung Barat 11.647.683.688 10.590.449.186 453.535.600 95.914.074 280.031.109 36.162.014 191.591.205 11.647.683.188
151 |Kab. Lampung Selatan 21.064.306.901 18.961.596.186 907.071.200 177.392.894 562.740.805 72.324.032 383.182.410 21.064.307.527
152 |Kab. Lampung Tengah 20.948.549.489 18.961.596.186 907.071.200 294.231.661 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.948.549.577
153 |Kab. Lampung Utara 20.870.344.489 18.961.596.186 907.071.200 216.026.444 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.870.344.360
154 |Kab. Lampung Timur 84.631.520.059 82.787.332.756 907.071.200 151.465.927 330.144.088 72.324.032 383.182.410 84.631.520.413
155 |Kab. Tanggamus 26.491.705.414 18.961.596.186 907.071.200 2.207.007.091 3.861.342.463 171.506.350 383.182.410 26.491.705.700
156 |Kab. Tulang Bawang 21.373.932.489 18.961.596.186 907.071.200 719.614.855 330.144.088 72.324.032 383.182.410 21.373.932.771
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157 |Kab. Way Kanan 21.170.453.194 18.961.596.186 907.071.200 276.880.105 330.144.088 311.579.835 383.182.410 21.170.453.824
158 |Kab. Pesawaran 20.957.157.601 18.961.596.186 907.071.200 302.840.514 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.957.158.430
159 |Kab. Pesisir Barat 9.386.227.782 8.371.146.000 453.535.600 85.745.884 248.046.961 36.162.014 191.591.205 9.386.227.664
160 |Kab. Pringsewu 20.833.427.142 18.961.596.186 907.071.200 179.109.102 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.833.427.018
161 [Kab. Mesuji 22.417.488.091 18.961.596.186 907.071.200 1.134.538.183 330.144.088 700.956.634 383.182.410 22.417.488.701
162 |Kab. Tulang Bawang Barat 20.805.783.489 18.961.596.186 907.071.200 151.465.927 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.805.783.843
163 |Kota Bandar Lampung 20.806.423.489 18.961.596.186 907.071.200 152.105.927 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.806.423.843
164 |Kota Metro 20.805.783.489 18.961.596.186 907.071.200 151.465.927 330.144.088 72.324.032 383.182.410 20.805.783.843
165 |Provinsi DKI Jakarta 312.478.953.549 290.515.003.518 19.662.295.800 - - 2.559.665 2.299.094.566 312.478.953.549
166 |Provinsi Jawa Barat 417.706.527.069 190.764.523.459 128.905.966.720 7.616.919.895 88.110.005.937 2.309.110.857 417.706.526.868
167 |Kab. Bandung 99.038.757.708 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 73.019.750.504 196.467.877 383.182.410 99.038.757.890
168 |Kab. Bekasi 80.197.448.134 42.017.194.573 30.000.764.710 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 80.197.448.316
169 |Kab. Bogor 95.153.427.491 14.788.317.919 10.088.261.897 11.782.458.526 57.865.726.160 245.480.561 383.182.410 95.153.427.473
170 [Kab. Ciamis 19.208.540.194 8.222.185.919 5.508.179.897 506.432.691 3.535.171.352 1.244.978.721 191.591.205 19.208.539.785
171 |Kab. Cianjur 35.660.946.434 14.788.317.919 10.088.261.897 2.136.558.454 7.048.800.474 1.215.825.079 383.182.410 35.660.946.233
172 |Kab. Cirebon 33.059.049.353 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 187.709.553 383.182.410 33.059.049.536
173 |Kab. Garut 47.826.259.348 14.788.317.919 10.088.261.897 1.226.105.200 21.139.017.640 201.374.464 383.182.410 47.826.259.530
174 |Kab. Indramayu 92.978.376.488 52.213.601.692 32.351.574.380 562.777.283 7.048.800.474 418.440.433 383.182.410 92.978.376.672
175 |Kab. Karawang 61.821.577.594 24.340.387.997 29.293.920.132 562.777.283 7.048.800.474 192.509.481 383.182.410 61.821.577.777
176 |Kab. Kuningan 33.263.529.641 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.201.551.677 239.438.639 383.182.410 33.263.529.825
177 |Kab. Majalengka 35.021.247.377 15.870.923.796 10.946.136.907 562.777.283 7.052.942.454 205.284.709 383.182.410 35.021.247.559
178 |Kab. Pangandaran 15.798.867.385 6.566.132.000 4.580.083.000 304.680.592 3.513.629.122 642.751.057 191.591.205 15.798.866.976
179 |Kab. Purwakarta 33.352.207.131 14.788.317.919 10.088.261.897 569.659.306 7.176.631.163 346.154.620 383.182.410 33.352.207.315
180 |Kab. Subang 83.914.589.986 17.706.503.249 57.628.502.687 562.777.283 7.322.959.887 310.664.652 383.182.410 83.914.590.168
181 |Kab. Sukabumi 71.463.354.896 14.788.317.919 10.088.261.897 1.291.990.001 44.296.799.216 614.803.637 383.182.410 71.463.355.080
182 |Kab. Sumed 33.701.792.739 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.371.535.871 507.717.542 383.182.410 33.701.792.922
183 |Kab. Tasikmalaya 34.780.511.875 14.788.317.919 10.088.261.897 2.140.304.284 7.048.800.474 331.645.073 383.182.410 34.780.512.057
184 |Kab. Bandung Barat 33.300.131.336 14.788.317.919 10.088.261.897 569.376.283 7.211.826.105 259.166.905 383.182.410 33.300.131.519
185 |Kota Bandung 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
186 |Kota Bekasi 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
187 |Kota Bogor 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
188 |Kota Cirebon 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
189 [Kota Depok 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
190 |Kota Sukabumi 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
191 [Kota Cimahi 33.056.068.667 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 184.728.866 383.182.410 33.056.068.849
192 |Kota Tasikmalaya 33.083.883.794 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 212.543.993 383.182.410 33.083.883.976
193 |Kota Banjar 33.947.304.770 14.788.317.919 10.088.261.897 562.777.283 7.048.800.474 1.075.964.971 383.182.410 33.947.304.954
194 |Provinsi Banten 3.678.244.122 - 2.839.801.648 350.112.000 488.330.241 - 3.678.243.889
195 |Kab. Lebak 2.063.736.418 1.364.579.756 100.032.000 215.942.636 383.182.410 2.063.736.802
196 |Kab. Pandeglang 7.130.918.380 5.444.545.980 402.948.902 900.240.775 383.182.410 7.130.918.067
197 [Kab. Serang 1.679.714.024 759.701.591 397.307.097 139.522.925 383.182.410 1.679.714.023
198 |Kab. Tangerang 1.382.438.927 759.701.591 100.032.000 139.522.925 383.182.410 1.382.438.926
199 [Kota Cilegon 1.382.438.927 759.701.591 100.032.000 139.522.925 383.182.410 1.382.438.926
200 |Kota Tangerang 1.382.438.927 759.701.591 100.032.000 139.522.925 383.182.410 1.382.438.926
201 |Kota Serang 1.382.438.927 759.701.591 100.032.000 139.522.925 383.182.410 1.382.438.926
202 |Kota Tangerang Selatan 1.371.359.857 - - 748.622.521 100.032.000 139.522.925 383.182.410 1.371.359.856
203 |Provinsi Jawa Tengah 13.904.937.240 4.036.956.693 961.848.127 1.684.401.122 231.235.200 6.990.496.210 13.904.937.352
204 |Kab. Banjarnegara 1.388.911.820 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 606.599.136 383.182.410 1.388.911.926
205 |Kab. Banyumas 1.890.143.500 237.468.039 56.578.713 497.601.259 121.799.961 593.513.020 383.182.410 1.890.143.402
206 |Kab. Batang 2.121.058.078 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 1.338.745.394 383.182.410 2.121.058.184
207 |Kab. Blora 14.148.095.234 8.073.915.390 109.842.820 91.481.558 13.602.070 5.476.071.090 383.182.410 14.148.095.338
208 |Kab. Boyolali 1.502.094.240 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 719.781.554 383.182.410 1.502.094.344
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209 |Kab. Brebes 1.864.937.635 237.468.039 56.578.713 91.481.558 62.865.871 1.033.361.149 383.182.410 1.864.937.740
210 |Kab. Cilacap 4.612.589.513 237.468.039 56.578.713 2.904.853.549 13.602.070 1.016.904.120 383.182.410 4.612.588.901
211 |Kab. Demak 1.196.211.850 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 413.899.164 383.182.410 1.196.211.954
212 |Kab. Grobogan 2.580.630.790 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 1.798.318.106 383.182.410 2.580.630.896
213 |Kab. Jepara 1.413.140.239 237.468.039 56.578.713 132.033.954 13.602.070 590.275.146 383.182.410 1.413.140.332
214 |Kab. Karanganyar 1.195.490.920 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 413.178.235 383.182.410 1.195.491.025
215 |Kab. Kebumen 1.352.141.873 237.468.039 56.578.713 113.409.270 13.602.070 547.901.951 383.182.410 1.352.142.453
216 |Kab. Kendal 2.116.452.750 237.468.039 56.578.713 91.481.558 33.621.780 1.314.120.354 383.182.410 2.116.452.854
217 |Kab. Klaten 1.193.532.796 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.220.111 383.182.410 1.193.532.901
218 |Kab. Kudus 1.201.431.345 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 419.118.659 383.182.410 1.201.431.449
219 |Kab. Magel 1.213.988.968 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 431.676.284 383.182.410 1.213.989.074
220 |Kab. Pati 1.702.898.349 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 920.585.664 383.182.410 1.702.898.454
221 |Kab. Pekalongan 1.270.247.986 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 487.935.301 383.182.410 1.270.248.091
222 |Kab. Pemalang 2.035.729.981 237.468.039 56.578.713 91.481.558 36.320.443 1.230.698.924 383.182.410 2.035.730.087
223 |Kab. Purbalingga 1.254.892.693 237.468.039 56.578.713 91.481.558 30.860.333 455.321.744 383.182.410 1.254.892.797
224 |Kab. Purworejo 1.299.226.266 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 516.913.580 383.182.410 1.299.226.370
225 |Kab. Rembang 2.694.871.358 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 1.912.558.672 383.182.410 2.694.871.462
226 |Kab. Semarang 1.454.005.232 237.468.039 56.578.713 91.481.558 187.948.478 497.346.139 383.182.410 1.454.005.337
227 |Kab. Sragen 1.196.650.847 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 414.338.163 383.182.410 1.196.650.953
228 |Kab. Sukoharjo 1.193.518.342 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.205.657 383.182.410 1.193.518.447
229 |Kab. Tegal 1.864.538.186 237.468.039 56.578.713 91.481.558 70.665.953 1.025.161.617 383.182.410 1.864.538.290
230 |Kab. Temanggung 1.255.959.125 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 473.646.440 383.182.410 1.255.959.230
231 |Kab. Wonogiri 1.484.586.503 237.468.039 56.578.713 333.432.595 13.602.070 460.322.921 383.182.410 1.484.586.748
232 |Kab. W b 1.326.139.375 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 543.826.689 383.182.410 1.326.139.479
233 |Kota Magelang 1.193.518.342 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.205.657 383.182.410 1.193.518.447
234 |Kota Pekalongan 1.193.518.342 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.205.657 383.182.410 1.193.518.447
235 |Kota Salatiga 1.193.518.342 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.205.657 383.182.410 1.193.518.447
236 |Kota Semarang 3.031.059.020 237.468.039 1.870.433.149 91.481.558 13.602.070 434.891.900 383.182.410 3.031.059.126
237 |Kota Surakarta 1.193.518.342 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.205.657 383.182.410 1.193.518.447
238 |Kota Tegal 1.193.518.342 237.468.039 56.578.713 91.481.558 13.602.070 411.205.657 383.182.410 1.193.518.447
239 |Provinsi DI Yogyakarta 21.774.049 - - 19.578.259 - 2.196.047 - 21.774.306
240 |Kab. Bantul 384.559.113 - 1.376.701 383.182.410 384.559.111
241 |Kab. Gunung Kidul 387.150.562 - 3.968.150 383.182.410 387.150.560
242 |Kab. Kulon Progo 462.738.703 78.313.042 1.243.291 383.182.410 462.738.743
243 |Kab. Sleman 384.280.434 - 1.098.023 383.182.410 384.280.433
244 |Kota Yogyakarta 384.280.434 - - - - 1.098.023 383.182.410 384.280.433
245 |Provinsi Jawa Timur 393.837.376.458 338.622.551.364 47.880.613.522 1.037.209.819 317.520.000 5.979.481.498 393.837.376.203
246 |Kab. Bangkalan 32.237.754.861 26.685.105.300 4.753.069.022 42.227.010 17.163.243 357.008.043 383.182.410 32.237.755.028
247 |Kab. Banyuwangi 24.606.605.242 18.283.783.314 2.374.891.304 442.760.238 289.108.810 2.832.878.666 383.182.410 24.606.604.742
248 |Kab. Blitar 22.102.525.136 18.283.783.314 2.374.891.304 370.502.710 17.163.243 673.002.463 383.182.410 22.102.525.444
249 |Kab. Boj 637.028.580.958 628.213.489.854 7.205.303.812 42.227.010 17.163.243 1.167.214.795 383.182.410 637.028.581.124
250 |Kab. Bondowoso 21.659.230.007 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 152.358.103 422.788.033 383.182.410 21.659.230.174
251 |Kab. Gresik 32.339.958.280 26.404.294.326 5.041.640.930 42.227.010 17.163.243 451.450.528 383.182.410 32.339.958.447
252 |Kab. Jember 23.700.812.859 18.283.783.314 2.374.891.304 203.483.995 17.163.243 2.438.308.972 383.182.410 23.700.813.238
253 |Kab. Jombang 21.737.139.832 18.283.783.314 2.374.891.304 39.225.466 17.163.243 638.894.263 383.182.410 21.737.140.000
254 |Kab. Kediri 22.107.897.660 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 1.006.650.546 383.182.410 22.107.897.827
255 |Kab. Lamongan 21.823.170.060 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 721.922.946 383.182.410 21.823.170.227
256 |Kab. Lumajang 22.869.261.316 18.283.783.314 2.374.891.304 931.782.613 17.163.243 878.458.861 383.182.410 22.869.261.745
257 |Kab. Madiun 23.072.436.314 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 87.387.859 1.900.964.583 383.182.410 23.072.436.480
258 |Kab. Magetan 21.455.277.092 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 354.029.977 383.182.410 21.455.277.258
259 |Kab. Malang 21.800.312.198 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 699.065.083 383.182.410 21.800.312.364
260 |Kab. Mojokerto 21.517.489.749 18.283.783.314 2.374.891.304 41.987.393 17.163.243 416.482.251 383.182.410 21.517.489.915
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261 |Kab. Nganjuk 21.857.652.563 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 756.405.450 383.182.410 21.857.652.731
262 |Kab. Ngawi 22.178.871.173 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 1.077.624.060 383.182.410 22.178.871.341
263 |Kab. Pacitan 21.843.658.156 18.283.783.314 2.374.891.304 459.796.656 17.163.243 324.841.243 383.182.410 21.843.658.170
264 |Kab. Pamekasan 21.425.183.292 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.936.178 383.182.410 21.425.183.459
265 |Kab. Pasuruan 21.473.588.796 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 372.341.683 383.182.410 21.473.588.964
266 |Kab. Ponorogo 21.775.186.244 18.283.783.314 2.374.891.304 42.356.664 155.382.129 535.590.589 383.182.410 21.775.186.410
267 |Kab. Probolinggo 21.528.159.572 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 426.912.459 383.182.410 21.528.159.740
268 |Kab. Sampang 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
269 |Kab. Sidoarjo 22.433.003.427 18.300.737.314 3.366.478.404 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 22.433.003.594
270 |Kab. Situbond 21.532.993.337 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 19.456.069 429.453.396 383.182.410 21.532.993.503
271 |Kab. Sumenep 22.253.963.001 18.509.102.407 2.856.166.134 42.227.010 17.163.243 446.121.963 383.182.410 22.253.963.167
272 |Kab. Trenggalek 21.854.820.275 18.283.783.314 2.374.891.304 338.210.064 17.163.243 457.590.556 383.182.410 21.854.820.891
273 |Kab. Tuban 37.535.433.319 33.006.987.391 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 1.710.982.129 383.182.410 37.535.433.487
274 |Kab. Tulungagung 21.623.049.405 18.283.783.314 2.374.891.304 102.851.494 17.163.243 461.178.063 383.182.410 21.623.049.828
275 |Kota Blitar 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
276 |Kota Kediri 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
277 |Kota Madiun 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
278 |Kota Malang 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
279 |Kota Mojokerto 21.424.279.786 18.283.783.314 2.374.891.304 42.044.469 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.279.953
280 |Kota Pasuruan 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
281 |Kota Probolinggo 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
282 |Kota Surabaya 21.424.462.327 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 323.215.213 383.182.410 21.424.462.494
283 |Kota Batu 21.430.415.721 18.283.783.314 2.374.891.304 42.227.010 17.163.243 329.168.606 383.182.410 21.430.415.887
284 |Provinsi Kali Barat 51.290.078.758 - 36.832.155.764 - 14.457.923.652 - 51.290.079.416
285 |Kab. Bengkayang 63.457.282.434 4.719.503.331 58.354.596.267 383.182.410 63.457.282.008
286 |Kab. Landak 61.208.616.243 8.079.605.833 52.745.828.263 383.182.410 61.208.616.506
287 |Kab. Kapuas Hulu 65.058.771.422 9.505.661.440 55.169.927.757 383.182.410 65.058.771.607
288 |Kab. Ketapang 86.495.683.232 50.653.876.629 35.458.624.603 383.182.410 86.495.683.642
289 |Kab. Pontianak 11.932.387.276 4.477.708.490 7.071.496.423 383.182.410 11.932.387.323
290 |Kab. Sambas 18.597.251.974 3.953.924.090 14.260.144.944 383.182.410 18.597.251.444
291 |Kab. Sanggau 27.805.369.815 25.427.102.203 1.995.085.079 383.182.410 27.805.369.692
292 |Kab. Sintang 10.949.240.656 6.846.895.849 3.719.162.021 383.182.410 10.949.240.280
293 |Kota Pontianak 9.162.428.453 3.697.358.522 5.081.887.423 383.182.410 9.162.428.355
294 |Kota Singkawang 42.480.752.747 3.698.170.543 38.399.399.694 383.182.410 42.480.752.647
295 |Kab. Kayong Utara 9.090.900.519 6.220.580.305 2.487.137.052 383.182.410 9.090.899.767
296 |Kab. Kubu Raya 9.333.787.518 4.675.540.090 4.275.064.487 383.182.410 9.333.786.987
297 |Kab. Sekadau 11.612.881.498 3.954.824.229 7.274.874.464 383.182.410 11.612.881.103
298 |Kab. Melawi 22.927.200.466 - 8.546.168.954 13.997.848.876 383.182.410 22.927.200.240
299 |Provinsi Kali Tengah 172.723.133.799 73.055.500 170.654.992.965 1.995.085.079 172.723.133.544
300 [Kab. Barito Selatan 45.945.110.228 11.238.500 43.555.604.356 1.995.085.079 383.182.410 45.945.110.345
301 |Kab. Barito Utara 82.512.107.212 14.259.000 80.119.580.831 1.995.085.079 383.182.410 82.512.107.320
302 |Kab. Kapuas 101.536.453.417 11.238.500 72.224.203.522 28.917.828.718 383.182.410 101.536.453.150
303 |Kah. Kotawaringin Barat 55.756.977.606 11.238.500 53.351.880.121 2.010.676.700 383.182.410 55.756.977.731
304 |Kab. Kotawaringin Timur 61.222.813.762 11.238.500 43.674.142.796 17.154.250.604 383.182.410 61.222.814.310
305 |Kota Palangkaraya 52.282.010.710 11.238.500 24.369.942.581 27.517.647.283 383.182.410 52.282.010.774
306 |Kab. Barito Timur 63.975.559.256 146.111.700 58.833.594.397 4.612.670.806 383.182.410 63.975.559.313
307 |Kab. Murung Raya 171.613.290.571 11.238.500 136.832.700.483 34.386.168.935 383.182.410 171.613.290.328
308 [Kab. Pulang Pisau 46.759.031.245 11.238.500 23.561.507.511 22.803.102.662 383.182.410 46.759.031.083
309 [Kab. Gunung Mas 41.269.686.345 11.238.500 30.928.507.691 9.946.757.586 383.182.410 41.269.686.187
310 |Kab. Lamandau 41.726.548.429 11.238.500 27.037.226.261 14.294.901.182 383.182.410 41.726.548.353
311 |Kab. Sukamara 28.197.223.614 11.238.500 24.176.171.347 3.626.631.204 383.182.410 28.197.223.461
312 [Kab. Katingan 43.282.709.291 11.238.500 39.137.121.200 3.751.167.560 383.182.410 43.282.709.670
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313 |Kab. Seruyan 57.291.681.128 11.238.500 25.066.788.607 31.830.471.203 383.182.410 57.291.680.720
314 |Provinsi Kali Sel 598.929.612.942 13.441.230.596 581.882.508.606 3.605.873.709 - 598.929.612.911
315 |Kab. Banjar 202.977.917.819 2.240.205.264 168.721.175.784 31.633.354.215 383.182.410 202.977.917.673
316 |Kab. Barito Kuala 116.791.821.392 2.240.205.264 95.832.740.021 18.335.693.910 383.182.410 116.791.821.605
317 |Kab. Hulu Sungai Selatan 120.781.033.929 2.240.205.264 114.560.738.819 3.596.908.156 383.182.410 120.781.034.649
318 |Kab. Hulu Sungai Tengah 145.965.984.086 2.240.205.264 95.906.158.558 47.436.438.278 383.182.410 145.965.984.510
319 [Kab. Hulu Sungai Utara 155.401.226.616 2.240.205.264 95.832.740.021 56.945.099.137 383.182.410 155.401.226.832
320 |Kab. Kotabaru 286.600.825.176 2.240.205.264 282.678.987.962 1.298.449.884 383.182.410 286.600.825.520
321 |Kab. Tabalong 249.084.901.899 24.996.049.632 223.485.414.745 220.254.779 383.182.410 249.084.901.566
322 |Kab. Tanah Laut 295.581.370.245 2.240.205.264 292.678.911.503 279.071.363 383.182.410 295.581.370.540
323 |Kab. Tapin 241.437.052.655 2.240.205.264 238.618.125.030 195.540.313 383.182.410 241.437.053.017
324 |Kota Banjarbaru 98.840.679.064 2.240.205.264 96.021.751.157 195.540.313 383.182.410 98.840.679.144
325 |Kota Banjarmasin 98.651.667.792 2.240.205.264 95.832.740.021 195.540.313 383.182.410 98.651.668.008
326 |Kah. Bal 201.461.283.173 4.904.355.004 195.286.530.476 887.214.847 383.182.410 201.461.282.737
327 |Kab. Tanah Bumbu 338.087.676.064 2.240.205.264 332.074.020.302 3.390.267.968 383.182.410 338.087.675.944
328 |Provinsi Kali Timur 3.489.923.547.846 567.911.257.278 1.748.673.065.577 1.172.995.417.898 343.807.465 3.489.923.548.218
329 |Kab. Berau 1.010.166.685.160 110.467.092.705 341.131.448.761 557.989.420.722 195.540.313 383.182.410 1.010.166.684.911
330 [Kab. Kutai Kartanegara 4.155.637.840.247 716.468.661.959 2.529.774.910.202 908.815.545.676 195.540.313 383.182.410 4.155.637.840.560
331 |Kab. Kutai Barat 603.729.410.969 61.076.104.705 187.370.141.761 354.698.389.982 201.591.642 383.182.410 603.729.410.500
332 |Kab. Kutai Timur 1.770.461.369.310 117.591.395.063 341.131.448.761 1.311.158.987.435 196.355.274 383.182.410 1.770.461.368.943
333 |Kah. Mahakam Ulu 327.966.672.247 49.390.988.000 153.761.307.000 120.989.912.041 3.441.282.833 383.182.410 327.966.672.284
334 |Kab. Pasir 973.626.750.650 110.467.092.705 341.131.448.761 478.981.434.628 42.663.592.585 383.182.410 973.626.751.089
335 |Kota Balikpapan 753.628.742.751 110.467.092.705 341.131.448.761 232.184.431.987 69.462.586.887 383.182.410 753.628.742.750
336 |Kota Bontang 723.961.448.977 125.105.845.881 347.426.589.783 232.198.830.659 19.038.591.464 191.591.205 723.961.448.992
337 |Kota Samarinda 843.811.796.091 115.112.309.413 355.297.955.364 311.364.256.805 61.654.092.145 383.182.410 843.811.796.137
338 |Kah. Penajam Paser Utara 803.447.686.803 134.116.379.743 370.952.997.606 243.185.651.943 55.001.066.775 191.591.205 803.447.687.272
339 |Provinsi Kali Utara 1.112.688.606.532 175.524.506.000 546.394.506.000 358.611.411.010 32.158.183.532 1.112.688.606.542
340 |Kab. Bul 793.364.353.480 143.984.034.798 342.856.325.494 272.275.528.266 33.865.282.140 383.182.410 793.364.353.108
341 |Kab. Malinau 744.830.929.810 110.467.092.705 341.131.448.761 285.766.275.976 7.082.930.180 383.182.410 744.830.930.032
342 |Kah. Nunukan 822.798.640.249 118.415.579.944 341.552.282.761 355.407.655.697 7.039.938.976 383.182.410 822.798.639.788
343 |Kab. Tana Tidung 705.766.473.694 110.764.720.809 341.131.448.761 246.447.170.432 7.039.951.133 383.182.410 705.766.473.545
344 |Kota Tarakan 722.775.253.924 136.808.159.711 341.276.809.599 232.181.978.317 - 12.125.123.885 383.182.410 722.775.253.922
345 |Provinsi Sulawesi Utara 14.761.225.491 - 13.681.523.961 996.737.313 82.963.832 14.761.225.106
346 |Kab. Bolaang Mongond 2.521.758.176 1.984.248.268 142.391.044 11.936.422 383.182.410 2.521.758.144
347 |Kab. Minahasa 2.968.641.237 1.792.591.917 781.014.880 11.851.974 383.182.410 2.968.641.181
348 |Kab. Sangihe 2.386.657.401 1.849.231.917 142.391.044 11.851.974 383.182.410 2.386.657.345
349 |Kota Bitung 4.912.711.781 4.375.286.499 142.391.044 11.851.974 383.182.410 4.912.711.927
350 |Kota Manado 2.335.240.027 1.795.037.997 145.167.670 11.851.974 383.182.410 2.335.240.051
351 [Kab. Kepul Talaud 2.779.475.401 2.242.049.709 142.391.044 11.851.974 383.182.410 2.779.475.137
352 |Kab. Minahasa Selatan 3.025.213.387 2479.273.139 150.906.029 11.851.974 383.182.410 3.025.213.552
353 |Kab. Minahasa Tenggara 2.677.162.178 2.128.259.888 153.867.762 11.851.974 383.182.410 2.677.162.034
354 |Kab. Kepul Siau Tagulandang Biaro 2.330.017.401 1.792.591.917 142.391.044 11.851.974 383.182.410 2.330.017.345
355 |Kota Kotamub 2.330.017.401 1.792.591.917 142.391.044 11.851.974 383.182.410 2.330.017.345
356 |Kab. Bolaang Mongondow Timur 5.809.025.653 5.267.497.283 142.391.044 15.954.816 383.182.410 5.809.025.553
357 |Kab. Bolaang Mongondow Selatan 6.339.043.412 5.793.566.797 142.391.044 19.902.983 383.182.410 6.339.043.234
358 |Kota Tomohon 3.476.393.464 1.792.591.917 1.288.767.107 11.851.974 383.182.410 3.476.393.408
359 |Kah. Minahasa Utara 18.282.664.219 17.701.923.163 185.706.400 11.851.974 383.182.410 18.282.663.947
360 |Kab. Bolaang Mongondow Utara 2.877.319.415 1.950.392.301 142.391.044 401.353.988 383.182.410 2.877.319.743
361 |Provinsi Gorontalo 1.106.059.329 969.156.895 136.902.274 - 1.106.059.169
362 |Kah. Boalemo 602.766.101 46.658.976 172.924.691 383.182.410 602.766.077
363 |Kab. Gorontalo 1.379.918.392 867.722.682 129.013.295 383.182.410 1.379.918.387
364 |Kota Gorontalo 437.943.319 - 54.760.909 383.182.410 437.943.319
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365 |Kah. Pohuwato 6.420.986.838 1.237.491.180 4.800.313.720 383.182.410 6.420.987.310
366 |Kab. Gorontalo Utara 1.119.710.607 593.244.252 143.283.784 383.182.410 1.119.710.446
367 |Kab. Bone Bolango 1.557.591.575 - - 1.102.546.430 71.862.815 383.182.410 1.557.591.655
368 |Provinsi Sulawesi Tengah 32.895.468.760 2.218.108.281 3.448.073.300 25.748.880.461 1.480.407.067 - 32.895.469.109
369 |Kab. Banggai 18.458.388.746 443.621.130 6.896.145.900 8.211.481.774 2.523.957.930 383.182.410 18.458.389.144
370 |Kab. Banggai Laut 2.226.245.493 179.416.300 344.807.400 1.390.896.192 119.534.587 191.591.205 2.226.245.684
371 |Kab. Banggai Kepulauan 3.571.947.980 264.204.830 344.807.400 2.578.166.994 193.177.743 191.591.205 3.571.948.172
372 |Kab. Buol 9.088.929.302 443.621.130 689.614.800 4.705.573.976 2.866.937.858 383.182.410 9.088.930.174
373 |Kab. Toli-Toli 8.998.368.455 443.621.130 689.614.800 5.988.616.158 1.493.333.843 383.182.410 8.998.368.341
374 |Kab. Donggala 7.876.275.842 443.621.130 689.614.800 5.448.128.357 911.729.558 383.182.410 7.876.276.255
375 |Kab. Morowali 28.391.394.358 2.356.220.441 344.807.400 23.836.414.180 1.662.361.135 191.591.205 28.391.394.361
376 |Kab. Morowali Utara 19.654.589.687 2.079.995.400 344.807.400 16.503.152.159 535.043.681 191.591.205 19.654.589.845
377 |Kab. Poso 8.991.242.044 443.621.130 689.614.800 5.324.219.730 2.150.603.900 383.182.410 8.991.241.970
378 |Kota Palu 6.478.381.659 443.621.130 689.614.800 4.535.399.383 426.564.517 383.182.410 6.478.382.240
379 |Kab. Parigi Moutong 8.183.911.693 443.621.130 689.614.800 6.186.660.381 480.832.996 383.182.410 8.183.911.717
380 [Kab. Sigi 6.514.554.336 443.621.130 689.614.800 4.665.157.013 332.979.359 383.182.410 6.514.554.712
381 |Kab. Tojo Una Una 16.030.191.545 443.621.130 689.614.800 13.662.709.213 851.064.352 383.182.410 16.030.191.905
382 |Provinsi Sulawesi Selatan 30.681.745.517 11.858.554.140 18.777.311.182 45.880.248 - 30.681.745.570
383 |Kah. Bantaeng 2.860.547.813 1.031.178.316 1.442.197.261 3.989.586 383.182.410 2.860.547.573
384 |Kab. Barru 2.994.930.655 1.031.178.316 1.576.543.820 4.026.317 383.182.410 2.994.930.863
385 |Kah. Bone 3.497.632.924 1.031.178.316 2.078.536.812 4.734.949 383.182.410 3.497.632.487
386 |Kah. Bulukumba 3.073.903.778 1.031.178.316 1.655.553.226 3.989.586 383.182.410 3.073.903.538
387 |Kab. Enrekang 3.039.716.768 1.031.178.316 1.619.797.720 5.558.541 383.182.410 3.039.716.987
388 |Kab. Gowa 2.860.547.813 1.031.178.316 1.442.197.261 3.989.586 383.182.410 2.860.547.573
389 |Kah. Jeneponto 2.860.547.813 1.031.178.316 1.442.197.261 3.989.586 383.182.410 2.860.547.573
390 [Kab. Luwu 3.934.959.333 1.031.178.316 2.515.820.712 4.777.895 383.182.410 3.934.959.333
391 |Kab. Luwu Utara 5.061.677.476 1.031.178.316 3.636.443.917 10.872.249 383.182.410 5.061.676.892
392 |Kab. Maros 2.947.670.813 1.031.178.316 1.529.320.045 3.989.586 383.182.410 2.947.670.357
393 |Kah. Pangkajene Kepul 2.880.669.417 1.031.178.316 1.461.723.335 4.585.556 383.182.410 2.880.669.617
394 |Kab. Pinrang 2.860.686.154 1.031.178.316 1.442.197.261 4.127.927 383.182.410 2.860.685.914
395 [Kab. Selayar 3.610.548.517 1.031.178.316 2.192.197.618 3.989.586 383.182.410 3.610.547.930
396 |Kab. Sidenreng Rappang 3.111.660.030 1.031.178.316 1.692.544.141 4.754.803 383.182.410 3.111.659.670
397 [Kab. Sinjai 3.251.690.715 1.031.178.316 1.833.076.141 4.253.488 383.182.410 3.251.690.355
398 |Kah. Soppeng 2.862.850.494 1.031.178.316 1.444.078.861 4.410.267 383.182.410 2.862.849.854
399 [Kab. Takalar 2.860.586.813 1.031.178.316 1.442.235.832 3.989.586 383.182.410 2.860.586.144
400 |Kab. Tana Toraja 2.942.368.183 1.031.178.316 1.522.806.699 5.200.118 383.182.410 2.942.367.543
401 |Kah. Wajo 25.563.995.777 23.717.108.280 1.459.714.957 3.989.586 383.182.410 25.563.995.233
402 |Kota Pare-pare 2.860.547.813 1.031.178.316 1.442.197.261 3.989.586 383.182.410 2.860.547.573
403 |Kab. Toraja Utara 12.850.014.871 1.031.178.316 11.431.664.085 3.989.586 383.182.410 12.850.014.397
404 |Kota Makassar 2.860.547.813 1.031.178.316 1.442.197.261 3.989.586 383.182.410 2.860.547.573
405 |Kota Palopo 3.186.036.813 1.031.178.316 1.767.685.837 3.989.586 383.182.410 3.186.036.149
406 |Kab. Luwu Timur 27.610.559.149 1.031.178.316 25.826.987.267 369.211.827 383.182.410 27.610.559.820
407 |Provinsi Sulawesi Barat 2.455.800.384 - 1.902.448.479 553.352.073 - 2.455.800.552
408 |Kab. Majene 965.729.003 434.753.267 147.793.294 383.182.410 965.728.971
409 |Kab. Mamuju 5.006.759.068 3.486.580.530 1.328.586.521 191.591.205 5.006.758.256
410 |Kah. Mamuju Tengah 2.863.699.397 1.947.770.430 724.337.190 191.591.205 2.863.698.825
411 |Kab. Polewali Mandar 1.570.869.694 1.040.877.277 146.810.407 383.182.410 1.570.870.094
412 [Kab. M 1.683.994.286 215.772.659 1.085.039.574 383.182.410 1.683.994.643
413 |Kah. Mamuju Utara 1.019.726.116 489.733.619 146.810.407 383.182.410 1.019.726.436
414 |Provinsi Sulawesi Tenggara 61.153.215.403 60.589.549.368 563.665.781 - 61.153.215.149
415 |Kab. Buton 16.765.722.651 16.236.943.403 145.596.343 383.182.410 16.765.722.156
416 |Kab. Konawe 16.109.532.549 15.338.498.962 579.441.703 191.591.205 16.109.531.870
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417 |Kab. Konawe Kepulauan 2.259.901.993 1.958.706.641 109.604.785 191.591.205 2.259.902.631
418 |Kab. Kolaka 32.319.087.765 31.713.770.972 413.726.006 191.591.205 32.319.088.183
419 |Kab. Kolaka Timur 17.569.244.280 17.054.532.664 323.120.071 191.591.205 17.569.243.940
420 |Kab. Muna 11.820.935.923 10.454.540.782 983.212.839 383.182.410 11.820.936.031
421 |Kota Kendari 10.853.750.200 10.359.915.118 110.653.118 383.182.410 10.853.750.646
422 |Kota Bau-bau 10.935.722.615 10.442.016.948 110.523.386 383.182.410 10.935.722.744
423 |Kab. Konawe Selatan 30.363.678.297 29.747.806.642 232.688.574 383.182.410 30.363.677.626
424 |Kab. Bomb. 22.585.675.550 22.051.440.962 151.052.637 383.182.410 22.585.676.009
425 |Kab. Konawe Utara 36.268.071.334 34.505.416.956 1.379.471.198 383.182.410 36.268.070.564
426 |Kab. Buton Utara 11.651.534.645 10.655.468.852 612.883.684 383.182.410 11.651.534.946
427 |Kab. Wakatobi 10.845.581.768 10.359.915.118 102.484.686 383.182.410 10.845.582.214
428 |Kab. Kolaka Utara 22.077.470.902 21.542.160.661 152.127.765 383.182.410 22.077.470.836
429 |Provinsi Bali - - - - -
430 |Kab. Badung 383.182.410 383.182.410 383.182.410
431 |Kab. Bangli 383.182.410 383.182.410 383.182.410
432 |Kab. Buleleng 383.182.410 383.182.410 383.182.410
433 |Kab. Gianyar 383.182.410 383.182.410 383.182.410
434 |Kab. Jembrana 383.182.410 383.182.410 383.182.410
435 |Kab. Kar 383.182.410 383.182.410 383.182.410
436 |Kab. Klungkung 383.182.410 383.182.410 383.182.410
437 |Kab. Tabanan 383.182.410 383.182.410 383.182.410
438 |Kota Denpasar 383.182.410 - - - 383.182.410 383.182.410
439 |Provinsi Nusa Tenggara Barat 27.281.794.674 27.108.044.519 64.881.600 108.868.903 27.281.795.022
440 |Kab. Bima 7.300.345.503 6.878.552.616 14.418.133 24.193.088 383.182.410 7.300.346.247
441 |Kah. Dompu 6.967.766.650 6.430.627.623 129.763.197 24.193.088 383.182.410 6.967.766.318
442 |Kah. Lombok Barat 6.126.771.307 5.704.977.374 14.418.133 24.193.088 383.182.410 6.126.771.005
443 |Kab. Lombok Tengah 5.958.125.193 5.529.058.675 14.418.133 31.465.650 383.182.410 5.958.124.868
444 |Kab. Lombok Timur 5.953.632.416 5.531.838.275 14.418.133 24.193.088 383.182.410 5.953.631.906
445 |Kab. Sumb 9.588.061.243 8.915.121.703 14.418.133 275.339.156 383.182.410 9.588.061.402
446 |Kota Mataram 5.950.852.632 5.529.058.675 14.418.133 24.193.088 383.182.410 5.950.852.306
447 |Kab. Lombok Utara 5.950.852.632 5.529.058.675 14.418.133 24.193.088 383.182.410 5.950.852.306
448 |Kota Bima 5.950.852.632 5.529.058.675 14.418.133 24.193.088 383.182.410 5.950.852.306
449 |Kab. Sumbawa Barat 53.687.465.808 52.854.825.765 14.418.133 435.039.411 383.182.410 53.687.465.719
450 |Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.012.010.853 2.698.346.178 247.867.200 65.797.795 - 3.012.011.173
451 |Kab. Alor 739.244.817 255.537.972 24.786.720 75.737.547 383.182.410 739.244.649
452 |Kab. Belu 1.136.194.762 927.513.351 12.393.360 4.696.938 191.591.205 1.136.194.854
453 |Kab. Ende 1.276.217.009 555.292.230 296.553.600 41.188.809 383.182.410 1.276.217.049
454 |Kab. Flores Timur 502.008.016 84.265.332 24.786.720 9.773.746 383.182.410 502.008.208
455 |Kab. Kupang 1.086.810.903 670.596.125 24.786.720 8.245.648 383.182.410 1.086.810.903
456 |Kah. Lembata 697.997.181 84.265.332 223.967.520 6.582.111 383.182.410 697.997.373
457 |Kab. Malaka 954.142.738 748.273.302 12.393.360 1.885.173 191.591.205 954.143.040
458 |Kah. Manggarai 801.544.827 386.993.893 24.786.720 6.582.111 383.182.410 801.545.134
459 |Kah. Ngada 831.122.202 416.571.537 24.786.720 6.582.111 383.182.410 831.122.778
460 [Kab. Sikka 529.263.608 84.265.332 24.786.720 37.029.337 383.182.410 529.263.799
461 |Kab. Sumba Barat 759.888.381 345.337.332 24.786.720 6.582.111 383.182.410 759.888.573
462 |Kab. Sumba Timur 964.249.381 549.697.908 24.786.720 6.582.111 383.182.410 964.249.149
463 |Kab. Timor Tengah Selatan 1.633.177.814 1.218.625.738 24.786.720 6.582.111 383.182.410 1.633.176.979
464 |Kab. Timor Tengah Utara 2.291.705.579 1.877.153.471 24.786.720 6.582.111 383.182.410 2.291.704.712
465 |Kota Kupang 505.906.941 91.355.892 24.786.720 6.582.111 383.182.410 505.907.133
466 |Kab. Rote Ndao 644.173.381 229.622.694 24.786.720 6.582.111 383.182.410 644.173.935
467 |Kah. Nagekeo 1.154.973.170 740.431.574 24.786.720 6.572.783 383.182.410 1.154.973.487
468 |Kab. Sumba Tengah 882.936.053 468.393.972 24.786.720 6.572.783 383.182.410 882.935.885
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469 |Kab. Sumba Barat Daya 934.774.053 520.232.052 24.786.720 6.572.783 383.182.410 934.773.965
470 |Kab. Manggarai Timur 758.002.693 343.460.878 24.786.720 6.572.783 383.182.410 758.002.791
471 |Kab. Sabu Raijua 536.439.053 121.897.332 24.786.720 6.572.783 383.182.410 536.439.245
472 |Kab. Manggarai Barat 498.816.381 - 84.265.332 24.786.720 6.582.111 383.182.410 498.816.573
473 |Provinsi Maluku 9.242.341.849 434.363.880 1.882.987.805 - 6.924.990.213 - 9.242.341.898
474 |Kab. Maluku Tenggara Barat 4.448.469.868 86.872.356 13.948.148 3.964.466.953 383.182.410 4.448.469.867
475 |Kab. Maluku Tengah 16.356.412.030 86.872.356 178.522.292 15.707.835.112 383.182.410 16.356.412.170
476 |Kab. Maluku Tenggara 1.547.448.956 86.872.356 13.948.148 1.063.446.042 383.182.410 1.547.448.956
477 |Kab. Pulau Buru 11.959.752.430 86.872.356 13.948.148 11.475.749.514 383.182.410 11.959.752.428
478 |Kota Ambon 1.547.448.956 86.872.356 13.948.148 1.063.446.042 383.182.410 1.547.448.956
479 |Kab. Seram Bagian Barat 1.884.794.442 86.872.356 113.620.039 1.301.119.635 383.182.410 1.884.794.440
480 |Kab. Seram Bagian Timur 4.499.190.421 868.728.459 1.327.775.348 1.919.504.400 383.182.410 4.499.190.617
481 |Kab. Maluku Barat Daya 6.417.100.928 86.872.356 4.883.600.032 1.063.446.042 383.182.410 6.417.100.840
482 |Kab. Buru Selatan 13.955.244.004 86.872.356 1.016.876.598 12.468.312.591 383.182.410 13.955.243.955
483 |Kab. Kepul Aru 4.730.973.780 86.872.356 13.948.148 4.246.970.863 383.182.410 4.730.973.777
484 |Kota Tual 1.547.448.956 86.872.356 13.948.148 - 1.063.446.042 383.182.410 1.547.448.956
485 |Provinsi Maluku Utara 64.198.611.784 - 61.244.959.918 87.533.420 2.866.118.178 - 64.198.611.516
486 |Kab. Halmahera Tengah 35.005.640.463 31.593.812.497 21.883.355 3.006.762.185 383.182.410 35.005.640.447
487 |Kab. Halmahera Barat 15.944.548.009 14.660.204.824 175.066.841 726.093.457 383.182.410 15.944.547.532
488 |Kota Ternate 15.353.542.893 14.222.383.202 21.883.355 726.093.457 383.182.410 15.353.542.424
489 |Kab. Halmahera Timur 71.626.048.152 66.255.115.114 21.883.355 4.965.866.788 383.182.410 71.626.047.667
490 |Kota Tidore Kepulauan 17.245.147.361 14.636.043.554 21.883.355 2.204.037.924 383.182.410 17.245.147.243
491 |Kab. Kepul Sula 17.353.160.848 12.620.492.342 16.179.755 4.524.897.648 191.591.205 17.353.160.950
492 |Kab. Pulau Morotai 15.401.698.386 14.347.049.892 21.883.355 649.582.132 383.182.410 15.401.697.789
493 |Kab. Pulau Taliabu 9.337.610.886 7.163.837.780 5.703.600 1.976.478.080 191.591.205 9.337.610.665
494 |Kab. Halmahera Selatan 47.161.336.668 34.945.196.448 21.883.355 11.811.074.088 383.182.410 47.161.336.301
495 |Kab. Halmahera Utara 36.185.970.957 34.805.882.007 21.883.355 975.022.746 383.182.410 36.185.970.518
496 |Kab. Yalimo 19.630.628.409 17.538.141.595 - 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
497 |Kab. Lanny Jaya 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
498 |Provinsi Papua 287.888.084.867 257.888.333.175 29.999.751.378 287.888.084.553
499 |Kab. Biak Numfor 19.637.142.693 17.538.141.595 1.715.819.087 383.182.410 19.637.143.092
500 |Kab. Jayapura 21.484.351.236 17.630.973.595 3.470.195.628 383.182.410 21.484.351.633
501 |Kab. Jayawijaya 19.751.615.409 17.659.128.475 1.709.304.803 383.182.410 19.751.615.688
502 |Kab. Merauke 46.624.514.001 17.538.141.595 28.703.190.394 383.182.410 46.624.514.399
503 |Kab. Mimika 516.837.843.727 495.344.281.898 21.110.379.223 383.182.410 516.837.843.531
504 |Kab. Nabire 32.394.180.592 20.278.863.009 11.732.135.153 383.182.410 32.394.180.572
505 |Kab. Paniai 24.523.190.409 22.430.703.259 1.709.304.803 383.182.410 24.523.190.472
506 |Kab. Puncak Jaya 23.017.357.409 20.924.871.067 1.709.304.803 383.182.410 23.017.358.280
507 |Kab. Kepul Yapen 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
508 |Kota Jayapura 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
509 |Kab. Sarmi 49.118.568.275 24.106.513.207 24.628.872.699 383.182.410 49.118.568.316
510 |Kab. Keerom 27.211.947.260 18.641.370.715 8.187.394.653 383.182.410 27.211.947.778
511 |Kab. Yahuki 24.708.443.283 22.615.956.149 1.709.304.803 383.182.410 24.708.443.362
512 |Kab. Pegunungan Bintang 22.505.281.433 20.412.794.179 1.709.304.803 383.182.410 22.505.281.392
513 |Kab. Tolikara 20.991.872.409 18.899.385.115 1.709.304.803 383.182.410 20.991.872.328
514 |Kab. Boven Digoel 36.212.345.184 18.216.270.235 17.612.892.574 383.182.410 36.212.345.219
515 |Kab. Mappi 19.801.454.404 17.538.141.595 1.880.130.798 383.182.410 19.801.454.803
516 |Kab. Asmat 22.952.960.372 17.538.141.595 5.031.636.764 383.182.410 22.952.960.769
517 |Kab. Waropen 21.704.557.840 19.598.399.515 1.722.976.234 383.182.410 21.704.558.159
518 |Kab. Mamberamo Raya 36.945.177.534 32.149.781.659 4.412.213.928 383.182.410 36.945.177.997
519 |Kab. Mamberamo Tengah 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
520 |Kab. Nduga 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
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521 |Kab. Dogiyai 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
522 |Kab. Intan Jaya 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
523 |Kab. Puncak 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
524 |Kab. Deiyai 19.630.628.409 17.538.141.595 1.709.304.803 383.182.410 19.630.628.808
525 |Kab. Supiori 19.247.445.999 - - 17.538.141.595 1.709.304.803 - 19.247.446.398
526 |Provinsi Papua Barat 1.425.432.410.975 679.178.450.030 713.551.826.282 8.226.930.402 24.092.022.252 383.182.410 1.425.432.411.376
527 |Kab. Sorong 104.644.431.448 56.518.275.492 21.400.045.855 1.724.695.842 24.618.230.974 383.182.410 104.644.430.573
528 |Kab. Manokwari 21.972.599.485 3.153.466.351 7.834.718.320 7.346.203.949 3.510.483.138 127.727.470 21.972.599.228
529 |Kab. Manokwari Selatan 10.647.858.817 1.936.259.000 5.389.838.000 1.488.102.259 1.705.932.346 127.727.470 10.647.859.075
530 |Kab. Fak Fak 41.998.640.338 7.025.984.351 18.614.395.320 3.194.702.428 12.780.375.628 383.182.410 41.998.640.137
531 |Kota Sorong 30.607.342.550 7.025.984.351 18.614.395.320 173.392.806 4.410.387.261 383.182.410 30.607.342.148
532 |Kab. Pegunungan Arfak 10.770.790.314 1.936.259.000 5.389.838.000 1.589.631.949 1.727.333.843 127.727.470 10.770.790.262
533 |Kab. Sorong Selatan 32.780.810.573 7.025.984.351 18.614.395.320 737.505.894 6.019.742.283 383.182.410 32.780.810.258
534 |Kab. Raja Ampat 35.186.179.399 6.796.945.427 18.614.395.320 3.138.311.238 6.253.344.657 383.182.410 35.186.179.052
535 |Kab. Teluk Bintuni 246.121.050.306 23.335.832.522 183.358.303.668 5.569.217.405 33.474.513.482 383.182.410 246.121.049.487
536 |Kab. Teluk Wondama 48.872.582.957 7.025.984.351 18.614.395.320 2.994.174.630 19.854.845.669 383.182.410 48.872.582.380
537 |Kab. Tambrauw 34.130.636.135 7.025.984.351 18.614.395.320 1.190.051.390 6.917.021.847 383.182.410 34.130.635.318
538 |Kab. Maybrat 33.459.895.877 7.025.984.351 18.614.395.320 823.459.800 6.612.873.586 383.182.410 33.459.895.467
539 |Kab. Kaimana 47.560.335.461 7.025.984.351 18.614.395.320 2.946.626.598 18.590.146.172 383.182.410 47.560.334.851
540 |Dana cad - - - - - - -
541 |Nilai belum teridentifikasi daerah penerima - - - - - - - -
JUMLAH 62.001.317.679.192 24.114.357.778.087 18.795.120.439.100 16.425.919.576.995 467.100.051.471 2.008.378.171.979 190.441.657.876 62.001.317.675.508
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 3 4
1 |Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 3.443.846.450 3.443.846.450
2 | Kah. Aceh Barat 158.085.494 158.085.494
3 | Kab. Aceh Besar 460.504.718 460.504.718
4 | Kab. Aceh Selatan 158.085.494 128.170.115
5 | Kab. Aceh Singkil 158.085.494 158.085.494
6 | Kab. Aceh Tengah 573.620.634 573.620.634
7 | Kab. Aceh Tenggara 158.085.494 68.339.360
8 | Kab. Aceh Timur 158.085.494 128.170.115
9 | Kab. Aceh Utara 158.085.494 158.085.494
10 | Kah. Bireuen 158.085.494 158.085.494
11 | Kab. Pidie 333.342.347 274.842.138
12 | Kah. Simeulue 158.085.494 158.085.494
13 | Kota Banda Aceh 158.085.494 128.170.115
14 | Kota Sabang 158.085.494 128.170.115
15 | Kota Langsa 158.085.494 158.085.494
16 | Kota Lhokseumawe 158.085.494 128.170.115
17 | Kab. Nagan Raya 158.085.494 128.170.115
18 | Kah. Aceh Jaya 158.085.494 158.085.494
19 | Kab. Pidie Jaya 299.164.832 247.500.126
20 | Kab. Aceh Barat Daya 158.085.494 68.339.360
21 | Kab. Gayo Lues 3.300.572.056 3.300.572.056
22 | Kab. Aceh Tamiang 158.085.494 158.085.494
23 | Kab. Bener Meriah 380.983.731 312.955.244
24 | Kota Subulussalam 158.085.494 158.085.494
25 |Provinsi Sumatera Utara 5.915.727.921 5.915.727.921
26 |Kab. Asahan 188.456.500 188.456.500
27 |Kab. Dairi 582.958.720 582.958.720
28 |Kab. Deli Serdang 850.168.058 684.353.457
29 |Kab. Karo 1.071.565.440 1.071.565.440
30 [Kab. Labuhan Batu 186.692.966 186.692.966
31 |Kab. Langkat 728.151.185 728.151.185
32 [Kab. Mandailing Natal 201.333.346 201.333.346
33 |Kab. Nias 184.701.618 184.701.618
34 [Kab. Simalungun 402.099.187 402.099.187
35 |Kab. Tapanuli Selatan 185.363.539 185.363.539
36 |Kab. Tapanuli Tengah 185.802.054 150.693.873
37 |Kab. Tapanuli Utara 513.667.259 513.667.259
38 [Kab. Toba Samosir 185.100.000 185.100.000
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.D
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)

No. Daerah Pagu Realisasi

1 3 4

39 |Kota Binjai 185.781.551 10.240.654
40 |Kota Medan 673.994.616 543.904.171
41 |Kota Pematang Siantar 3.958.650.683 3.958.650.683
42 |Kota Sibolga 184.453.522 184.453.522
43 |Kota Tanjung Balai 184.938.624 184.938.624
44 |Kab. Batu Bara 186.320.776 186.320.776
45 |Kab. Labuhan Batu Utara 185.786.300 185.786.300
46 |Kab. Labuhan Batu Selatan 185.766.169 150.657.988
47 |Kab. Padang Lawas Utara 184.951.174 184.951.174
48 |Kab. Padang Lawas 185.066.557 79.742.018
49 |Kab. Nias Utara 184.629.480 184.629.480
50 |Kah. Nias Barat 184.301.967 184.301.967
51 |Kota Tebing Tinggi 185.008.848 185.008.848
b2 |Kota Padang Sidempuan 185.134.840 79.810.301
53 |Kah. Pakpak Bharat 184.404.326 149.296.145
b4 |Kab. Nias Selatan 185.851.752 80.527.213
b5 |Kab. Humbang Hasundutan 555.021.150 555.021.150
b6 |Kah. Serdang Bedagai 187.929.866 187.929.866
57 |Kab. Samosir 184.639.577 79.315.038
58 |Kota Gunungsitoli 184.673.497 9.132.600
59 [Provinsi Sumatera Barat 3.253.175.853 3.253.175.853
60 |Kab. Lima Puluh Kota 2.636.256.769 2.636.256.769
61 |Kab. Agam 431.259.696 431.259.696
62 |Kab. Kepulauan Mentawai 180.197.852 180.197.852
63 |[Kab. Padang Pariaman 180.197.852 180.197.852
64 |Kab. Pasaman 426.390.913 184.896.513
65 |[Kab. Pesisir Selatan 180.197.852 180.197.852
66 |Kab. Sijunjung 180.197.852 77.847.851
67 |Kab. Solok 488.299.124 396.143.027
68 |Kab. Tanah Datar 497.116.307 497.116.307
69 |Kota Bukit Tinggi 180.197.852 77.847.851
70 |Kota Padang Panjang 180.197.852 180.197.852
71 |Kota Padang 180.197.852 180.197.852
72 |Kota Payakumbuh 487.755.181 487.755.181
73 |Kota Sawahlunto 461.291.440 200.250.355
74 |Kota Solok 180.197.852 180.197.852
75 |Kota Pariaman 180.197.852 77.847.851
76 |Kab. Pasaman Barat 180.197.852 180.197.852
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
77 |Kab. Dharmasraya 180.197.852 180.197.852
78 |Kah. Solok Selatan 180.197.852 180.197.852
79 |Provinsi Riau
80 |Kab. Bengkalis
81 |Kab. Indragiri Hilir
82 |Kab. Indragiri Hulu
83 [Kah. Kampar
84 |Kab. Kuantan Singingi
85 |[Kah. Pelalawan
86 |[Kab. Rokan Hilir
87 |Kah. Rokan Hulu
88 |Kab. Siak
89 [Kota Dumai
90 |[Kota Pekanbaru
91 |Kab. Kepulauan Meranti . -
92 |Provinsi Kepulauan Riau 1.481.575.851 1.481.575.851
93 |Kab. Bintan 246.929.308 246.929.308
94 |Kab. Natuna 246.929.308 246.929.308
95 |Kab. Karimun 246.929.308 246.929.308
96 |Kota Batam 1.975.434.468 1.975.434.468
97 |[Kab. Kepulauan Anambas 246.929.308 246.929.308
98 |Kota Tanjung Pinang 246.929.308 246.929.308
99 |Kab. Lingga 246.929.308 246.929.308
100 |Provinsi Jambi 1.898.813.495 820.905.263
101 |Kab. Batanghari 189.881.349 189.881.349
102 |Kab. Bungo 189.881.349 82.090.525
103 |Kab. Kerinci 1.966.747.763 1.600.678.149
104 |Kab. Merangin 722.092.550 294.975.006
105 |Kab. Muaro Jambi 189.881.349 82.090.525
106 |Kab. Sarolangun 189.881.349 82.090.525
107 |Kab. Tanjung Jabung Barat 189.881.349 82.090.525
108 |Kab. Tanjung Jabung Timur 189.881.349 82.090.525
109 [Kah. Tebo 189.881.349 10.229.977
110 |Kota Jambi 189.881.349 10.229.977
111 |Kota Sungai Penuh 222.673.713 95.207.471
112 |Provinsi Sumatera Selatan 1.806.892.571 776.179.466
113 |Kab. Lahat 219.847.041 105.746.295
114 |Kab. Musi Banyuasin 128.639.767 5.935.826
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
115 |Kab. Musi Rawas 89.289.161 39.277.160
116 |Kab. Musi Rawas Utara 39.350.606 31.480.484
117 |Kab. Muara Enim 92.171.245 40.429.993
118 |Kab. Ogan Komering llir 128.639.767 5.935.826
119 [Kabh. Ogan Komering Ulu 128.639.767 55.017.402
120 |Kota Palembang 128.639.767 55.017.402
121 |Kota Pagar Alam 256.190.533 29.679.132
122 |Kota Lubuk Linggau 206.136.622 100.262.128
123 |Kota Prabumulih 128.639.767 55.017.402
124 |Kab. Empat Lawang 128.639.767 55.017.402
125 |Kab. Banyuasin 128.639.767 55.017.402
126 |Kab. Ogan llir 128.639.767 55.017.402
127 |Kab. OKU Timur 444.872.018 361.833.440
128 |Kab. OKU Selatan 1.802.638.777 1.802.638.777
129 |Kab. Penukal Abab Lematang llir 36.468.522 29.174.816
130 |Provinsi Bangka Belitung - -
131 |Kah. Bangka
132 |Kab. Belitung
133 |Kota Pangkal Pinang

134

Kabh. Bangka Selatan

135

Kab. Bangka Tengah

136

Kah. Bangka Barat

137

Kab. Belitung Timur

138

Provinsi Bengkulu

139

Kab. Bengkulu Selatan

140

Kah. Bengkulu Utara

141

Kab. Rejang Lebong

142

Kota Bengkulu

143

Kab. Kaur

144

Kab. Seluma

145

Kab. Mukomuko

146

Kab. Lebong

147

Kab. Bengkulu Tengah

148

Kah. Kepahiang

149

Provinsi Lampung

4.231.172.165

4.231.172.165

150

Kah. Lampung Barat

496.267.033

496.267.033

151

Kab. Lampung Selatan

809.397.499

809.397.499

162

Kabh. Lampung Tengah

850.201.474

850.201.474
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
153 |Kab. Lampung Utara 1.006.381.883 1.006.381.883

154 |Kab. Lampung Timur 2.540.772.168 2.540.772.168
155 |Kab. Tanggamus 620.325.449 620.325.449
156 |Kab. Tulang Bawang 305.865.372 305.865.372
157 |Kab. Way Kanan 321.390.871 321.390.871
158 |Kab. Pesawaran 609.934.685 499.531.666
159 |Kab. Pesisir Barat 240.799.510 240.799.510
160 |Kab. Pringsewu 706.222.315 706.222.315
161 |Kab. Mesuji 305.824.941 305.824.941
162 |Kab. Tulang Bawang Barat 304.248.132 304.248.132
163 |Kota Bandar Lampung 315.366.654 315.366.654
164 |Kota Metro 439.737.065 439.737.065
165 |Provinsi DKI Jakarta - -
166 |Provinsi Jawa Barat 71.571.388.669 30.741.533.111
167 |Kab. Bandung 7.956.225.948 6.422.833.060
168 |Kab. Bekasi 25.034.199.020 10.786.028.685
169 |Kab. Bogor 2.870.386.708 2.870.386.708
170 |Kab. Ciamis 2.357.348.871 2.357.348.871
171 |Kab. Cianjur 3.051.489.751 3.051.489.751
172 |Kab. Cirebon 4.128.918.618 206.860.130
173 |Kab. Garut 18.018.392.447 18.018.392.447
174 |Kab. Indramayu 2.800.667.579 1.167.473.356
175 |Kab. Karawang 34.406.518.434 14.287.702.042
176 |Kab. Kuningan 3.568.964.630 3.568.964.630
177 |Kab. Majalengka 7.942.907.225 7.942.907.225
178 |Kab. Pangandaran 690.109.511 690.109.511
179 |Kab. Purwakarta 2.929.080.532 2.384.682.457
180 |Kab. Subang 2.926.591.272 2.926.591.272
181 |Kab. Sukabumi 3.185.509.295 2.593.134.391
182 |Kab. Sumedang 13.067.743.571 13.067.743.571
183 |Kab. Tasikmalaya 2.953.609.893 2.953.609.893
184 |Kab. Bandung Barat 2.946.793.159 1.281.841.583
185 |Kota Bandung 2.918.293.548 2.918.293.548
186 |Kota Bekasi 2.882.125.473 2.882.125.473
187 |Kota Bogor 2.870.386.708 2.870.386.708
188 |Kota Cirebon 2.913.225.183 2.913.225.183
189 |Kota Depok 2.917.341.767 1.284.147.544
190 |Kota Sukabumi 2.905.717.522 2.361.296.543
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI

31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
191 |Kota Cimahi 2.882.125.473 2.882.125.473
192 [Kota Tasikmalaya 2.944.144.499 2.944.144.499
193 |Kota Banjar

2.931.090.248

189.179.497

194

Provinsi Banten

195

Kab. Lebak

196

Kah. Pandeglang

197

Kab. Serang

198

Kah. Tangerang

199

Kota Cilegon

200

Kota Tangerang

201

Kota Serang

202 |Kota Tangerang Selatan - -
203 (Provinsi Jawa Tengah 153.810.421.652 153.810.421.652
204 |Kab. Banjarnegara 4.452.559.296 4.452.559.296
205 |Kab. Banyumas 4.429.040.629 4.429.040.629
206 |Kah. Batang 4.883.692.247 4.883.692.247
207 |Kab. Blora 7.568.226.517 7.568.226.517
208 |Kah. Boyolali 10.768.855.272 10.768.855.272
209 |Kab. Brebes 4.485.689.209 4.485.689.209
210 |Kabh. Cilacap 4.482.922.911 4.482.922.911
211 |Kab. Demak 14.794.674.135 14.794.674.135
212 |Kah. Grobogan 6.440.476.877 6.440.476.877
213 |Kab. Jepara 7.693.703.857 7.693.703.857
214 |Kah. Karanganyar 5.796.959.217 5.796.959.217
215 |Kab. Kebumen 5.835.459.812 5.835.459.812
216 |Kah. Kendal 23.470.750.890 23.470.750.890
217 |Kab. Klaten 12.344.854.669 12.344.854.669
218 |Kah. Kudus 108.206.945.495 108.206.945.495
219 |Kab. Magelang 10.803.618.588 10.803.618.588
220 |Kabh. Pati 5.800.618.224 5.800.618.224
221 |Kab. Pekalongan 4.412.463.815 4.412.463.815
222 |Kah. Pemalang 4.848.754.912 4.848.754.912
223 |Kab. Purbalingga 5.013.547.792 5.013.547.792
224 |Kah. Purworejo 5.075.535.980 5.075.535.980
225 |Kab. Rembang 5.721.226.204 5.721.226.204
226 |Kah. Semarang 6.801.260.776 6.801.260.776

227

Kab. Sragen

5.080.191.127

5.080.191.127

228

Kab. Sukoharjo

5.486.201.583

5.486.201.583
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4

229 |Kab. Tegal 5.154.889.038 5.154.889.038
230 |Kab. Temanggung 23.931.416.345 23.931.416.345
231 [Kab. Wonogiri 5.140.315.031 5.140.315.031
232 |Kab. Wonosobo 8.155.633.798 8.155.633.798
233 |Kota Magelang 4.458.210.003 4.458.210.003
234 |Kota Pekalongan 5.688.561.008 5.688.561.008
235 [Kota Salatiga 5.243.970.795 5.243.970.795
236 |Kota Semarang 6.441.892.797 6.441.892.797
237 |Kota Surakarta 5.565.135.148 5.565.135.148
238 |Kota Tegal 4.412.729.843 4.412.729.843
239 |Provinsi DI Yogyakarta 6.409.605.963 6.409.605.963
240 |Kab. Bantul 4.535.979.444 4.535.979.444
241 |Kab. Gunung Kidul 1.879.123.070 1.879.123.070
242 |Kab. Kulon Progo 2.695.618.305 2.695.618.305
243 |Kab. Sleman 4.190.444.113 4.190.444.113

244

Kota Yogyakarta

1.664.582.313

1.654.582.313

245

Provinsi Jawa Timur

361.337.581.633

361.337.581.633

246

Kah. Bangkalan

10.144.178.508

10.144.178.508

247

Kab. Banyuwangi

12.5697.232.375

12.6597.232.375

248 |Kab. Blitar 12.579.138.053 12.579.138.053
249 |Kab. Bojonegoro 32.141.520.388 32.141.520.388
250 |Kab. Bondowoso 18.472.619.469 18.472.619.469
251 |Kab. Gresik 10.021.757.835 10.021.757.835
252 |Kab. Jember 43.204.627.501 43.204.627.501
253 |Kab. Jombang 17.738.527.881 17.738.527.881
254 |Kab. Kediri 34.823.982.962 34.823.982.962
255 |Kab. Lamongan 28.258.698.213 28.258.698.213
256 |Kab. Lumajang 13.672.991.570 13.672.991.570
257 |Kab. Madiun 10.890.183.526 10.890.183.526
258 |Kab. Magetan 11.020.757.169 11.020.757.169
259 |Kab. Malang 45.914.904.939 45.914.904.939
260 |Kab. Mojokerto 11.432.549.932 11.432.549.932
261 |Kab. Nganjuk 11.786.382.271 11.786.382.271
262 |Kab. Ngawi 14.107.234.300 14.107.234.300
263 |Kab. Pacitan 11.411.802.955 11.411.802.955
264 |Kab. Pamekasan 38.366.770.492 38.366.770.492
265 |Kab. Pasuruan 112.795.093.077 112.795.093.077

266

Kab. Ponorogo

10.919.492.138

10.919.492.138
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
267 |Kah. Probolinggo 31.538.271.494 31.538.271.494
268 |Kah. Sampang 14.430.325.277 14.430.325.277
269 |Kah. Sidoarjo 11.837.408.401 11.837.408.401
270 |Kah. Situbondo 21.053.561.792 21.053.561.792
271 |Kah. Sumenep 26.042.268.150 26.042.268.150
272 |Kah. Trenggalek 10.192.250.833 10.192.250.833
273 |Kah. Tuban 13.307.842.030 13.307.842.030
274 |Kah. Tulungagung 13.510.496.452 13.510.496.452
275 |Kota Blitar 10.819.477.857 10.819.477.857
276 |Kota Kediri 62.423.198.561 62.423.198.561
277 |Kota Madiun 9.951.149.437 9.951.149.437
278 |Kota Malang 28.784.206.347 28.784.206.347
279 |Kota Mojokerto 10.328.028.689 556.202.739
280 |Kota Pasuruan 9.978.903.258 9.978.903.258
281 |Kota Probolinggo 9.978.901.227 9.978.901.227
282 |Kota Surabaya 36.685.762.997 36.685.762.997
283 |Kota Batu 9.958.525.440 9.958.525.440
284 (Provinsi Kalimantan Barat - -
285 |Kab. Bengkayang
286 |Kab. Landak
287 |Kab. Kapuas Hulu
288 |Kab. Ketapang
289 |Kab. Pontianak
290 |Kab. Sambas
291 |Kab. Sanggau
292 |Kab. Sintang
293 |Kota Pontianak
294 |Kota Singkawang
295 |Kab. Kayong Utara
296 |Kah. Kubu Raya
297 |Kab. Sekadau
298 |Kah. Melawi - -
299 |Provinsi Kalimantan Tengah 93.896.990 93.896.990
300 |Kah. Barito Selatan 71.222.845 7.222.845
301 |Kab. Barito Utara 7.222.845 7.222.845
302 |Kah. Kapuas 71.222.845 71.222.845
303 |Kah. Kotawaringin Barat 1.222.845 71.222.845
304 [Kab. Kotawaringin Timur 7.222.845 7.222.845
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)

No.

Daerah

Pagu

Realisasi

2

3

1

305

Kota Palangkaraya

71.222.845

1.222.845

306

Kab. Barito Timur

1.222.845

1.222.845

307

Kab. Murung Raya

1.222.845

1.222.845

308

Kab. Pulang Pisau

125.195.986

125.195.986

309

Kab. Gunung Mas

1.222.845

1.222.845

310

Kab. Lamandau

1.222.845

1.222.845

311

Kab. Sukamara

71.222.845

1.222.845

312

Kah. Katingan

1.222.845

1.222.845

313

Kah. Seruyan

314

Provinsi Kalimantan Selatan

1.222.845

1.222.845

315

Kab. Banjar

316

Kab. Barito Kuala

317

Kab. Hulu Sungai Selatan

318

Kab. Hulu Sungai Tengah

319

Kab. Hulu Sungai Utara

320

Kab. Kotabaru

321

Kab. Tabalong

322

Kab. Tanah Laut

323

Kab. Tapin

324

Kota Banjarbaru

325

Kota Banjarmasin

326

Kah. Balangan

327

Kab. Tanah Bumbu

328

Provinsi Kalimantan Timur

329

Kab. Berau

330

Kab. Kutai Kartanegara

331

Kab. Kutai Barat

332

Kab. Kutai Timur

333

Kab. Mahakam Ulu

334

Kab. Pasir

335

Kota Balikpapan

336

Kota Bontang

337

Kota Samarinda

338

Kah. Penajam Paser Utara

339

Provinsi Kalimantan Utara

340

Kab. Bulungan

341

Kab. Malinau

342

Kab. Nunukan
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)

No.

Daerah

Pagu

Realisasi

2

3

1

343

Kab. Tana Tidung

344

Kota Tarakan

345

Provinsi Sulawesi Utara

346

Kah. Bolaang Mongondow

347

Kab. Minahasa

348

Kah. Sangihe

349

Kota Bitung

350

Kota Manado

351

Kab. Kepulauan Talaud

352

Kab. Minahasa Selatan

353

Kab. Minahasa Tenggara

354 |Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

355 |Kota Kotamubagu

356 |Kab. Bolaang Mongondow Timur

357 |Kah. Bolaang Mongondow Selatan

358 |Kota Tomohon

359 |Kab. Minahasa Utara

360 |Kab. Bolaang Mongondow Utara

361 |Provinsi Gorontalo

362 |Kab. Boalemo

363 |Kab. Gorontalo

364 |Kota Gorontalo

365 |Kab. Pohuwato

366 |Kab. Gorontalo Utara

367 |Kab. Bone Bolango - -
368 |Provinsi Sulawesi Tengah 1.785.831.457 1.785.831.457
369 |Kab. Banggai 180.368.069 180.368.069
370 |Kah. Banggai Laut 94.293.894 94.293.894
371 |Kab. Banggai Kepulauan 86.074.175 86.074.175
372 |Kah. Buol 203.175.444 203.175.444
373 |Kah. Toli-Toli 203.175.444 203.175.444
374 |Kah. Donggala 180.368.069 180.368.069
375 |Kah. Morowali 103.218.519 103.218.519
376 |Kah. Morowali Utara 77.149.550 77.149.550
377 |Kab. Poso 180.368.069 180.368.069
378 |Kota Palu 2.317.644.596 2.317.644.596
379 |Kab. Parigi Moutong 180.368.069 180.368.069
380 |Kabh. Sigi 180.368.069 180.368.069
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 3 4
381 |Kah. Tojo Una Una 180.368.069 180.368.069
382 |Provinsi Sulawesi Selatan 5.044.915.069 5.044.915.069
383 |Kah. Bantaeng 226.849.472 226.849.472
384 |Kab. Barru 229.021.850 229.021.850
385 |Kah. Bone 1.162.841.975 1.162.841.975
386 |Kah. Bulukumba 343.232.600 343.232.600
387 |Kah. Enrekang 219.411.853 219.411.853
388 |Kah. Gowa 218.878.078 218.878.078
389 |Kah. Jeneponto 257.339.555 257.339.555
390 |Kah. Luwu 221.336.932 221.336.932
391 |Kah. Luwu Utara 218.878.078 218.878.078
392 |Kah. Maros 218.878.078 218.878.078
393 |Kab. Pangkajene Kepulauan 223.543.200 223.543.200
394 |Kabh. Pinrang 218.878.078 218.878.078
395 |Kah. Selayar 218.878.078 218.878.078
396 |Kab. Sidenreng Rappang 218.878.078 218.878.078
397 |Kabh. Sinjai 1.533.431.388 1.533.431.388
398 |Kah. Soppeng 4.201.610.163 4.201.610.163
399 |Kah. Takalar 218.878.078 218.878.078
400 |Kab. Tana Toraja 266.458.059 266.458.059
401 |Kab. Wajo 255.191.663 255.191.663
402 |Kota Pare-pare 218.878.078 218.878.078
403 (Kab. Toraja Utara 223.540.897 223.540.897
404 |Kota Makassar 218.878.078 218.878.078
405 |Kota Palopo 218.878.078 218.878.078
406 |Kab. Luwu Timur 218.878.078 218.878.078
407 |Provinsi Sulawesi Barat
408 |Kab. Majene
409 (Kab. Mamuju
410 |Kab. Mamuju Tengah
411 [Kab. Polewali Mandar
412 |Kab. Mamasa
413 [(Kab. Mamuju Utara
414 |Provinsi Sulawesi Tenggara
415 (Kah. Buton
416 [Kab. Konawe
417 |Kab. Konawe Kepulauan

418

Kab. Kolaka
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.D
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
419 |Kab. Kolaka Timur
420 |Kab. Muna
421 (Kota Kendari
422 |Kota Bau-bau
423 |Kah. Konawe Selatan
424 |Kab. Bombana
425 (Kabh. Konawe Utara
426 |Kab. Buton Utara
427 |Kabh. Wakatobi
428 |Kab. Kolaka Utara - -
429 (Provinsi Bali 3.578.152.571 3.578.152.571
430 |Kab. Badung 443.963.452 443.963.452
431 |Kab. Bangli 484.967.105 484.967.105
432 |Kab. Buleleng 3.921.106.742 1.755.444.494
433 |Kab. Gianyar 1.238.393.623 1.238.393.623
434 |Kab. Jembrana 443.963.452 193.452.353
435 [Kah. Karangasem 484.737.934 484.737.934
436 |Kah. Klungkung 443.963.452 443.963.452
437 |Kab. Tabanan 443.963.452 360.459.751
438 |Kota Denpasar 443.963.452 193.452.353
439 |Provinsi Nusa Tenggara Barat 72.333.116.069 72.333.116.069
440 |Kab. Bima 8.862.401.845 8.862.401.845
441 |Kab. Dompu 4.861.376.738 4.861.376.738
442 |Kab. Lombok Barat 12.718.166.870 12.718.166.870
443 |Kab. Lombok Tengah 39.958.295.132 39.958.295.132
444 |Kab. Lombok Timur 54.577.614.599 54.577.614.599
445 |Kab. Sumbawa 8.610.249.836 8.610.249.836
446 |Kota Mataram 29.235.265.311 29.235.265.311
447 |Kab. Lombok Utara 4.425.042.878 4.425.042.878
448 |Kota Bima 3.002.088.842 3.002.088.842
449 |Kab. Sumbawa Barat 2.526.768.775 2.526.768.775
450 |Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.426.207.681 3.426.207.681
451 |Kab. Alor 202.281.068 5.203.916
452 |Kab. Belu 352.503.188 16.488.640
453 |Kab. Ende 1.709.606.753 64.657.707
454 |Kab. Flores Timur 294.435.486 236.413.205
455 |Kab. Kupang 241.020.271 194.169.286
456 |Kah. Lembata 607.774.165 246.156.662
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.0
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4

457 |Kab. Malaka 290.040.873 116.016.349
458 |Kah. Manggarai 211.944.622 170.601.972
459 |Kab. Ngada 188.864.674 78.140.321
460 |Kab. Sikka 441.944.273 10.376.651
461 |Kab. Sumba Barat 427.739.931 13.091.564
462 |Kab. Sumba Timur 249.293.767 103.065.979
463 [Kab. Timor Tengah Selatan 194.929.680 4.897.943
464 |Kab. Timor Tengah Utara 171.094.179 4.324.087
465 (Kota Kupang 171.094.179 4.324.087
466 |Kab. Rote Ndao 171.094.179 4.324.087
467 |Kab. Nagekeo 400.813.138 322.172.778
468 |Kab. Sumba Tengah 171.094.179 4.324.087
469 |Kab. Sumba Barat Daya 638.824.219 269.875.542
470 |Kab. Manggarai Timur 318.046.911 129.813.216
471 |Kab. Sabu Raijua 231.825.560 4.791.377
472 |Kab. Manggarai Barat

308.219.283

128.043.868

473

Provinsi Maluku

474

Kabh. Maluku Tenggara Barat

475

Kab. Maluku Tengah

476

Kab. Maluku Tenggara

477

Kab. Pulau Buru

478

Kota Ambon

479

Kab. Seram Bagian Barat

430

Kab. Seram Bagian Timur

481

Kabh. Maluku Barat Daya

482

Kab. Buru Selatan

483

Kab. Kepulauan Aru

484

Kota Tual

485

Provinsi Maluku Utara

4386

Kah. Halmahera Tengah

487

Kab. Halmahera Barat

4388

Kota Ternate

489

Kab. Halmahera Timur

490

Kota Tidore Kepulauan

491

Kab. Kepulauan Sula

492

Kab. Pulau Morotai

493

Kab. Pulau Taliabu

494

Kab. Halmahera Selatan
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED) LAMPIRAN 3.D
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )
(Dalam Rupiah)
No. Daerah Pagu Realisasi
1 2 3 4
495 (Kab. Halmahera Utara
496 |Kab. Yalimo
497 [Kab. Lanny Jaya
498 |Provinsi Papua
499 (Kab. Biak Numfor

500

Kah. Jayapura

501

Kab. Jayawijaya

502

Kab. Merauke

503

Kab. Mimika

504

Kab. Nabire

505

Kab. Paniai

506

Kab. Puncak Jaya

507

Kah. Kepulauan Yapen

508

Kota Jayapura

509

Kab. Sarmi

510

Kab. Keerom

511

Kab. Yahukimo

512

Kah. Pegunungan Bintang

513

Kab. Tolikara

514

Kab. Boven Digoel

515

Kab. Mappi

516

Kab. Asmat

517

Kah. Waropen

518

Kah. Mamberamo Raya

519

Kab. Mamberamo Tengah

520

Kab. Nduga

521

Kab. Dogiyai

522

Kab. Intan Jaya

523

Kab. Puncak

524

Kab. Deiyai

525

Kab. Supiori

526

Provinsi Papua Barat

527

Kab. Sorong

528

Kab. Manokwari

529

Kab. Manokwari Selatan

530

Kab. Fak Fak

531

Kota Sorong

532

Kab. Pegunungan Arfak
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.D

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
31 DESEMBER 2014 (AUDITED )

(Dalam Rupiah)

No.

Daerah

Pagu

Realisasi

1

2

3

1

533

Kab. Sorong Selatan

534

Kabh. Raja Ampat

535

Kab. Teluk Bintuni

536

Kab. Teluk Wondama

537

Kab. Tambrauw

538

Kabh. Maybrat

539

Kab. Kaimana

540

Sisa pagu yang tidak dialokasikan

258

JUMLAH

2.338.074.406.987

2.221.698.394.926
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS

31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)
DAU DAK

No. Daerah Pagu Realisasi Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6

1 |Provinsi Aceh 1.201.612.787.000 1.201.612.787.000 72.953.790.000 72.953.790.000
2 |Kab. Aceh Barat 550.414.472.000 550.414.472.000 71.422.070.000 71.422.070.000
3 |Kab. Aceh Besar 673.776.666.000 673.776.666.000 77.168.330.000 77.168.330.000
4 |Kab. Aceh Selatan 582.668.161.000 582.668.161.000 63.233.840.000 63.233.840.000
5 |Kab. Aceh Singkil 380.851.529.000 380.851.529.000 51.648.640.000 51.648.640.000
6 |Kab. Aceh Tengah 564.691.527.000 564.691.527.000 48.446.100.000 48.446.100.000
7 |Kab. Aceh Tenggara 520.394.600.000 520.394.600.000 46.192.990.000 46.192.990.000
8 |Kab. Aceh Timur 703.898.153.000 703.898.153.000 91.686.320.000 91.686.320.000
9 |Kab. Aceh Utara 755.061.139.000 755.061.139.000 70.250.520.000 70.250.520.000
10 |Kab. Bireuen 770.780.301.000 770.780.301.000 61.083.950.000 61.083.950.000
11 |Kab. Pidie 746.937.953.000 746.937.953.000 65.717.570.000 65.717.570.000
12 |Kab. Simeulue 378.859.516.000 378.859.516.000 67.027.470.000 67.027.470.000
13 |Kota Banda Aceh 610.554.730.000 610.554.730.000 38.833.120.000 38.833.120.000
14 |Kota Sabang 324.038.882.000 324.038.882.000 31.401.610.000 31.401.610.000
15 |Kota Langsa 419.767.005.000 419.767.005.000 32.355.330.000 32.355.330.000
16 |Kota Lhokseumawe 469.956.588.000 469.956.588.000 33.752.780.000 33.752.780.000
17 |Kab. Nagan Raya 500.941.291.000 500.941.291.000 74.559.290.000 74.559.290.000
18 |Kab. Aceh Jaya 382.101.138.000 382.101.138.000 55.013.090.000 55.013.090.000
19 |Kab. Pidie Jaya 391.789.535.000 391.789.535.000 55.700.990.000 55.700.990.000
20 |[Kab. Aceh Barat Daya 406.138.315.000 406.138.315.000 67.440.970.000 67.440.970.000
21 |Kab. Gayo Lues 403.096.648.000 403.096.648.000 51.885.490.000 51.885.490.000
22 |Kab. Aceh Tamiang 467.034.124.000 467.034.124.000 46.182.210.000 46.182.210.000
23 |Kab. Bener Meriah 410.897.128.000 410.897.128.000 60.325.290.000 60.325.290.000
24 |Kota Subulussalam 278.513.125.000 278.513.125.000 27.329.480.000 27.329.480.000
25 |Provinsi Sumatera Uts 1.349.132.276.000 1.349.132.276.000 79.637.850.000 59.728.388.000
26 |Kab. Asahan 795.350.930.000 795.350.930.000 67.954.340.000 67.954.340.000
27 |Kab. Dairi 532.723.259.000 532.723.259.000 48.992.230.000 48.992.230.000
28 |Kab. Deli Serdang 1.363.811.250.000 1.363.811.250.000 104.687.700.000 104.687.700.000
29 |[Kab. Karo 686.834.562.000 686.834.562.000 56.292.580.000 56.292.580.000
30 |Kab. Labuhan Batu 561.476.208.000 561.476.208.000 40.224.710.000 40.224.710.000
31 |Kab. Langkat 1.039.650.946.000 1.039.650.946.000 67.162.550.000 67.162.550.000
32 |Kab. Mandailing Natal 692.133.576.000 692.133.576.000 59.875.530.000 59.875.530.000
33 |Kab. Nias 347.698.829.000 347.698.829.000 72.092.260.000 72.092.260.000
34 |Kab. Simalungun 1.077.985.764.000 1.077.985.764.000 78.063.890.000 78.063.890.000
35 |Kab. Tapanuli Selatan 573.244.182.000 573.244.182.000 63.547.730.000 63.547.730.000
36 |Kab. Tapanuli Tengah 541.491.907.000 541.491.907.000 75.689.840.000 75.689.840.000
37 |Kab. Tapanuli Utara 596.841.256.000 596.841.256.000 48.316.860.000 48.316.860.000
38 |Kab. Toba Samosir 495.377.257.000 495.377.257.000 67.784.130.000 67.784.130.000
39 |Kota Binjai 526.069.678.000 526.069.678.000 31.534.230.000 31.534.230.000
40 |Kota Medan 1.393.504.580.000 1.393.504.580.000 74.109.590.000 55.582.193.000
41 |Kota Pematang Siantar 519.435.661.000 519.435.661.000 32.662.570.000 32.662.570.000
42 |Kota Sibolga 371.812.825.000 371.812.825.000 33.880.280.000 33.880.280.000
43 |Kota Tanjung Balai 387.259.055.000 387.259.055.000 34.027.320.000 25.520.490.000
44 |Kab. Batu Bara 591.720.062.000 591.720.062.000 51.819.020.000 51.819.020.000
45 |Kab. Labuhan Batu Utar 503.053.678.000 503.053.678.000 46.487.070.000 46.487.070.000
46 |Kab. Labuhan Batu Sela 450.151.264.000 450.151.264.000 52.260.820.000 52.260.820.000
47 |Kab. Padang Lawas Utal 418.726.923.000 418.726.923.000 36.461.510.000 36.461.510.000
48 |Kab. Padang Lawas 408.043.834.000 408.043.834.000 34.723.910.000 34.723.910.000
49 |Kab. Nias Utara 355.354.627.000 355.354.627.000 73.951.130.000 73.951.130.000
50 |[Kab. Nias Barat 279.674.672.000 279.674.672.000 49.384.690.000 49.384.690.000
51 |Kota Tebing Tinggi 385.030.433.000 385.030.433.000 36.231.720.000 36.231.720.000
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LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 (AUDITED)

LAMPIRAN 3.E

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS

31 DESEMBER 2014 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)
DAU DAK

No. Daerah Pagu Realisasi Pagu Realisasi

1 2 3 4 5 6

52 |Kota Padang Sidempuan 470.353.368.000 470.353.368.000 38.329.260.000 38.329.260.000
53 |Kah. Pakpak Bharat 313.591.345.000 313.591.345.000 62.184.950.000 62.184.950.000
54 |Kab. Nias Selatan 455.533.985.000 455.533.985.000 95.135.190.000 95.135.190.000
55 [Kah. Humbang Hasundut 487.059.684.000 487.059.684.000 56.959.620.000 56.959.620.000
56 |[Kabh. Serdang Bedagai 698.412.747.000 698.412.747.000 69.564.970.000 69.564.970.000
57 |Kab. Samosir 441.619.455.000 441.619.455.000 46.700.960.000 46.700.960.000
58 |Kota Gunungsitoli 383.524.614.000 383.524.614.000 32.231.500.000 32.231.500.000
59 |Provinsi Sumatera Ba 1.129.886.306.000 1.129.886.306.000 54.108.200.000 54.108.200.000
60 |[Kab. Lima Puluh Kota 700.183.206.000 700.183.206.000 59.929.540.000 59.929.540.000
61 [Kab. Agam 739.359.873.000 739.359.873.000 73.233.820.000 73.233.820.000
62 |Kab. Kepulauan Mentaw| 531.389.939.000 531.389.939.000 103.381.020.000 77.535.765.000
63 |Kab. Padang Pariaman 683.752.765.000 683.752.765.000 108.209.250.000 108.209.250.000
64 |Kab. Pasaman 542.067.878.000 542.067.878.000 50.669.030.000 50.669.030.000
65 |[Kab. Pesisir Selatan 753.984.939.000 753.984.939.000 107.565.620.000 107.565.620.000
66 |Kab. Sijunjung 498.591.200.000 498.591.200.000 73.027.260.000 73.027.260.000
67 |[Kab. Solok 651.730.691.000 651.730.691.000 90.839.880.000 90.839.880.000
68 |Kab. Tanah Datar 650.563.368.000 650.563.368.000 60.905.780.000 60.905.780.000
69 |[Kota Bukit Tinggi 404.285.567.000 404.285.567.000 33.148.850.000 33.148.850.000
70 |Kota Padang Panjang 341.743.153.000 341.743.153.000 31.839.720.000 23.879.790.000
71 |Kota Padang 1.060.917.648.000 1.060.917.648.000 76.349.870.000 57.262.403.000
72 |Kota Payakumbuh 412.929.814.000 412.929.814.000 32.503.170.000 32.503.170.000
73 |Kota Sawahlunto 336.999.766.000 336.999.766.000 31.072.890.000 31.072.890.000
74 |Kota Solok 354.372.862.000 354.372.862.000 32.287.100.000 32.287.100.000
75 |Kota Pariaman 386.256.228.000 386.256.228.000 38.438.430.000 38.438.430.000
76 |Kab. Pasaman Barat 580.406.954.000 580.406.954.000 78.952.230.000 78.952.230.000
77 |Kab. Dharmasraya 450.393.254.000 450.393.254.000 70.880.630.000 70.880.630.000
78 |Kab. Solok Selatan 406.540.345.000 406.540.345.000 72.464.280.000 72.464.280.000
79 |Provinsi Riau 820.984.584.000 820.984.584.000 43.737.510.000 43.737.510.000
80 |Kab. Bengkalis 85.777.928.000 85.777.928.000 35.738.130.000 26.803.598.000
81 |Kab. Indragiri Hilir 847.860.750.000 847.860.750.000 66.555.430.000 49.916.573.000
82 |Kab. Indragiri Hulu 631.168.431.000 631.168.431.000 11.923.740.000 11.923.740.000
83 |Kab. Kampar 742.583.673.000 742.583.673.000 48.755.370.000 48.755.370.000
84 |Kab. Kuantan Singingi 618.821.044.000 618.821.044.000 12.166.190.000 12.166.190.000
85 |Kab. Pelalawan 536.384.455.000 536.384.455.000 13.974.540.000 13.974.540.000
86 |Kab. Rokan Hilir 413.982.787.000 413.982.787.000 39.592.190.000 11.877.657.000
87 |Kab. Rokan Hulu 571.522.210.000 571.522.210.000 10.582.320.000 10.582.320.000
88 |Kab. Siak 276.181.935.000 276.181.935.000 14.097.620.000 14.097.620.000
89 |Kota Dumai 359.840.493.000 359.840.493.000 - -
90 |Kota Pekanbaru 809.987.156.000 809.987.156.000 45.643.430.000 34.232.573.000
91 |Kab. Kepulauan Meranti 371.269.172.000 371.269.172.000 1.944.790.000 1.944.790.000
92 |Provinsi Kepulauan Ri 698.009.318.000 698.009.318.000 41.678.090.000 41.678.090.000
93 |Kab. Bintan 304.974.241.000 304.974.241.000 17.294.000.000 17.294.000.000
94 |Kab. Natuna 187.950.770.000 187.950.770.000 75.837.300.000 75.837.300.000
95 |Kab. Karimun 324.170.518.000 324.170.518.000 9.306.480.000 9.306.480.000
96 |Kota Batam 559.103.958.000 559.103.958.000 56.687.430.000 56.687.430.000
97 |Kab. Kepulauan Anamba 215.651.064.000 215.651.064.000 61.703.520.000 61.703.520.000
98 |Kota Tanjung Pinang 360.587.451.000 360.587.451.000 - -
99 |Kab. Lingga 316.390.446.000 316.390.446.000 15.395.600.000 15.395.600.000
100 |Provinsi Jambi 948.337.712.000 948.337.712.000 49.355.510.000 49.355.510.000
101 |Kab. Batanghari 527.233.482.000 527.233.482.000 28.209.030.000 28.209.030.000
102 (Kab. Bungo 579.600.648.000 579.600.648.000 61.138.860.000 61.138.860.000
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103 |Kab. Kerinci 545.365.585.000 545.365.585.000 50.485.980.000 50.485.980.000
104 (Kab. Merangin 633.657.922.000 633.657.922.000 49.331.620.000 49.331.620.000
105 (Kab. Muaro Jambi 565.256.883.000 565.256.883.000 48.929.950.000 48.929.950.000
106 (Kab. Sarolangun 521.591.109.000 521.591.109.000 47.315.940.000 47.315.940.000
107 |Kab. Tanjung Jabung Ba 429.955.329.000 429.955.329.000 1.802.400.000 540.720.000
108 |Kab. Tanjung Jabung Tir 455.996.416.000 455.996.416.000 16.298.880.000 16.298.880.000
109 (Kab. Tebo 509.396.969.000 509.396.969.000 50.680.030.000 50.680.030.000
110 (Kota Jambi 678.620.172.000 678.620.172.000 50.248.330.000 50.248.330.000
111 Kota Sungai Penuh 365.298.130.000 365.298.130.000 27.039.360.000 27.039.360.000
112 |Provinsi Sumatera Sel| 985.542.760.000 985.542.760.000 62.754.900.000 62.754.900.000
113 |Kab. Lahat 615.240.306.000 615.240.306.000 82.832.120.000 82.832.120.000
114 |Kab. Musi Banyuasin 411.869.675.000 411.869.675.000 24.077.660.000 24.077.660.000
115 |Kab. Musi Rawas 420.562.346.000 420.562.346.000 82.831.280.000 82.831.280.000
116 |Kab. Musi Rawas Utara 284.408.593.000 284.408.593.000 - -
117 |Kab. Muara Enim 593.564.398.000 593.564.398.000 59.604.080.000 59.604.080.000
118 |Kab. Ogan Komering llir 931.158.869.000 931.158.869.000 88.870.760.000 88.870.760.000
119 |Kab. Ogan Komering Ulu 568.771.201.000 568.771.201.000 9.266.190.000 9.266.190.000
120 |Kota Palembang 1.203.662.453.000 1.203.662.453.000 66.056.370.000 49.542.278.000
121 |Kota Pagar Alam 354.727.429.000 354.727.429.000 36.716.820.000 36.716.820.000
122 |Kota Lubuklinggau 414.757.867.000 414.757.867.000 44.038.200.000 44.038.200.000
123 |Kota Prabumulih 383.313.715.000 383.313.715.000 32.536.350.000 32.536.350.000
124 |Kab. Empat Lawang 360.871.981.000 360.871.981.000 62.878.670.000 62.878.670.000
125 (Kab. Banyuasin 824.218.824.000 824.218.824.000 112.268.030.000 112.268.030.000
126 (Kab. Ogan llir 561.376.933.000 561.376.933.000 74.131.060.000 74.131.060.000
127 |Kab. Ogan Komering Ulu 680.713.525.000 680.713.525.000 67.063.390.000 67.063.390.000
128 |Kab. Ogan Komering Ulu 512.126.270.000 512.126.270.000 60.590.600.000 60.590.600.000
129 (Kab. Penukal Abab Lemd 110.386.837.000 110.386.837.000 - -
130 |Provinsi Bangka Belit 806.820.146.000 806.820.146.000 43.372.460.000 43.372.460.000
131 |Kab. Bangka 492.721.831.000 492.721.831.000 48.389.000.000 48.389.000.000
132 |Kab. Belitung 428.619.259.000 428.619.259.000 48.319.720.000 48.319.720.000
133 |Kota Pangkal Pinang 414.685.923.000 414.685.923.000 40.868.600.000 30.651.450.000
134 |Kab. Bangka Selatan 413.170.287.000 413.170.287.000 62.513.660.000 62.513.660.000
135 [Kab. Bangka Tengah 377.712.293.000 377.712.293.000 41.380.760.000 41.380.760.000
136 |Kab. Bangka Barat 413.680.194.000 413.680.194.000 41.455.370.000 31.091.528.000
137 (Kab. Belitung Timur 392.975.926.000 392.975.926.000 41.746.080.000 41.746.080.000
138 |Provinsi Bengkulu 955.095.187.000 955.095.187.000 53.927.020.000 53.927.020.000
139 [Kab. Bengkulu Selatan 490.436.878.000 490.436.878.000 49.499.850.000 49.499.850.000
140 (Kab. Bengkulu Utara 558.467.872.000 558.467.872.000 57.578.740.000 57.578.740.000
141 |Kab. Rejang Lebong 541.451.989.000 541.451.989.000 47.344.430.000 47.344.430.000
142 |Kota Bengkulu 602.742.391.000 602.742.391.000 51.533.280.000 38.649.960.000
143 |Kab. Kaur 371.883.436.000 371.883.436.000 69.427.740.000 69.427.740.000
144 |Kab. Seluma 444.698.984.000 444.698.984.000 70.105.040.000 65.858.208.000
145 |Kab. Mukomuko 454.993.409.000 454.993.409.000 65.382.410.000 65.382.410.000
146 |Kab. Lebong 373.700.225.000 373.700.225.000 60.010.640.000 60.010.640.000
147 |Kab. Bengkulu Tengah 379.669.582.000 379.669.582.000 52.582.290.000 52.582.290.000
148 |Kab. Kepahiang 402.021.565.000 402.021.565.000 59.017.010.000 59.017.010.000
149 |Provinsi Lampung 1.136.053.041.000 1.136.053.041.000 48.851.620.000 48.851.620.000
150 (Kab. Lampung Barat 388.754.357.000 388.754.357.000 82.070.780.000 82.070.780.000
151 Kab. Lampung Selatan 847.657.151.000 847.657.151.000 96.471.570.000 96.471.570.000
152 |Kab. Lampung Tengah 1.177.513.282.000 1.177.513.282.000 83.469.500.000 83.469.500.000
153 |Kab. Lampung Utara 838.661.589.000 838.661.589.000 89.315.410.000 89.315.410.000
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154 |Kab. Lampung Timur 940.041.243.000 940.041.243.000 66.462.790.000 66.462.790.000
155 (Kab. Tanggamus 669.512.156.000 669.512.156.000 84.431.860.000 84.431.860.000
156 |Kab. Tulang Bawang 533.313.684.000 533.313.684.000 59.728.060.000 59.728.060.000
157 (Kab. Way Kanan 573.114.161.000 573.114.161.000 82.270.930.000 82.270.930.000
158 |Kab. Pesawaran 625.845.694.000 625.845.694.000 78.453.260.000 78.453.260.000
159 (Kab. Pesisir Barat 227.314.157.000 227.314.157.000 6.269.960.000 4.702.470.000
160 (Kab. Pringsewu 547.622.366.000 547.622.366.000 47.232.130.000 47.232.130.000
161 |Kab. Mesuiji 387.694.110.000 387.694.110.000 51.809.920.000 51.809.920.000
162 |Kab. Tulang Bawang Ba 424.389.404.000 424.389.404.000 50.444.530.000 50.444.530.000
163 |Kota Bandar Lampung 921.826.931.000 921.826.931.000 42.841.640.000 42.841.640.000
164 |Kota Metro 414.624.161.000 414.624.161.000 34.078.240.000 34.078.240.000
165 |Provinsi DKI Jakarta 85.985.282.000 85.985.282.000 - -
166 |Provinsi Jawa Barat 1.687.686.386.000 1.687.686.386.000 78.215.030.000 78.215.030.000
167 |Kab. Bandung 1.897.769.300.000 1.897.769.300.000 157.374.520.000 157.374.520.000
168 |Kab. Bekasi 1.195.757.868.000 1.195.757.868.000 111.171.910.000 33.351.573.000
169 (Kab. Bogor 2.055.944.991.900 2.055.944.991.900 189.997.540.000 189.997.540.000
170 (Kab. Ciamis 1.068.289.296.000 1.068.289.296.000 133.308.200.000 133.308.200.000
171 |Kab. Cianjur 1.407.469.628.000 1.407.469.628.000 98.793.880.000 98.793.880.000
172 |Kab. Cirebon 1.406.862.523.000 1.406.862.523.000 101.527.360.000 76.145.520.000
173 |Kab. Garut 1.702.452.909.000 1.702.452.909.000 146.584.640.000 146.584.640.000
174 |Kab. Indramayu 1.267.337.159.000 1.267.337.159.000 102.472.650.000 102.472.650.000
175 |Kab. Karawang 1.188.478.470.000 1.188.478.470.000 124.624.020.000 124.624.020.000
176 |Kab. Kuningan 1.112.271.883.000 1.112.271.883.000 74.369.300.000 74.369.300.000
177 |Kab. Majalengka 1.092.495.173.000 1.092.495.173.000 80.150.500.000 80.150.500.000
178 |Kab. Pangandaran 363.882.472.000 363.882.472.000 5.166.470.000 5.166.470.000
179 |Kab. Purwakarta 786.592.072.000 786.592.072.000 41.050.470.000 41.050.470.000
180 (Kab. Subang 1.139.779.043.000 1.139.779.043.000 74.710.080.000 74.710.080.000
181 (Kab. Sukabumi 1.458.379.433.000 1.458.379.433.000 160.891.960.000 160.891.960.000
182 |Kab. Sumedang 1.104.417.363.000 1.104.417.363.000 91.292.060.000 91.292.060.000
183 |Kah. Tasikmalaya 1.342.934.278.000 1.342.934.278.000 110.312.210.000 110.312.210.000
184 |Kab. Bandung Barat 992.254.884.000 992.254.884.000 49.797.380.000 49.797.380.000
185 |Kota Bandung 1.596.749.326.000 1.596.749.326.000 63.607.140.000 47.705.355.000
186 |Kota Bekasi 1.133.417.253.000 1.133.417.253.000 71.420.080.000 21.426.024.000
187 |Kota Bogor 732.337.058.000 732.337.058.000 33.477.500.000 33.477.500.000
188 (Kota Cirebon 583.927.691.000 583.927.691.000 32.145.380.000 32.145.380.000
189 (Kota Depok 838.572.784.000 838.572.784.000 44.913.130.000 33.684.848.000
190 (Kota Sukabumi 484.938.664.000 484.938.664.000 27.957.170.000 20.967.878.000
191 (Kota Cimahi 537.371.615.000 537.371.615.000 35.913.670.000 26.935.253.000
192 |Kota Tasikmalaya 732.508.313.000 732.508.313.000 42.397.940.000 42.397.940.000
193 (Kota Banjar 342.267.848.000 342.267.848.000 25.380.740.000 19.035.555.000
194 |Provinsi Banten 728.490.012.000 728.490.012.000 16.717.970.000 12.538.478.000
195 (Kab. Lebak 1.000.878.505.000 1.000.878.505.000 104.216.110.000 104.216.110.000
196 |Kab. Pandeglang 1.077.077.628.000 1.077.077.628.000 128.026.450.000 128.026.450.000
197 |Kab. Serang 950.704.648.000 950.704.648.000 83.752.840.000 83.752.840.000
198 |Kab. Tangerang 1.213.857.913.000 1.213.857.913.000 103.912.330.000 103.912.330.000
199 (Kota Cilegon 490.917.599.000 490.917.599.000 481.020.000 144.306.000
200 |Kota Tangerang 890.213.131.000 890.213.131.000 38.067.490.000 11.420.247.000
201 |Kota Serang 564.282.698.000 564.282.698.000 42.079.440.000 42.079.440.000
202 |Kota Tangerang Selatan 566.429.457.000 566.429.457.000 23.972.480.000 17.979.360.000
203 |Provinsi Jawa Tengah 1.803.931.189.000 1.803.931.189.000 79.165.240.000 79.165.240.000
204 |Kab. Banjarnegara | 826.044.419.000 826.044.419.000 61.066.040.000 61.066.040.000
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205 |Kab. Banyumas 1.224.710.992.000 1.224.710.992.000 82.519.140.000 82.519.140.000
206 |Kab. Batang 682.182.894.000 682.182.894.000 52.176.600.000 52.176.600.000
207 |Kab. Blora 823.874.089.000 823.874.089.000 61.140.660.000 61.140.660.000
208 |Kab. Boyolali 943.220.456.000 943.220.456.000 81.095.720.000 81.095.720.000
209 |Kab. Brebes 1.186.969.845.000 1.186.969.845.000 97.975.310.000 97.975.310.000
210 |Kab. Cilacap 1.291.121.704.000 1.291.121.704.000 110.203.960.000 110.203.960.000
211 |Kab. Demak 795.874.748.000 795.874.748.000 74.599.670.000 74.599.670.000
212 |Kab. Grobogan 977.675.512.000 977.675.512.000 85.838.690.000 85.838.690.000
213 |Kab. Jepara 887.768.694.000 887.768.694.000 81.294.110.000 81.294.110.000
214 |Kab. Karanganyar 870.001.752.000 870.001.752.000 57.238.710.000 57.238.710.000
215 |Kab. Kebumen 1.125.568.884.000 1.125.568.884.000 80.709.170.000 80.709.170.000
216 |Kab. Kendal 852.170.849.000 852.170.849.000 63.848.820.000 47.886.615.000
217 |Kab. Klaten 1.142.586.588.000 1.142.586.588.000 66.576.420.000 66.576.420.000
218 |Kab. Kudus 795.851.851.000 795.851.851.000 55.188.900.000 41.391.675.000
219 |Kab. Magelang 965.124.427.000 965.124.427.000 64.981.490.000 48.736.118.000
220 |Kab. Pati 1.043.498.355.000 1.043.498.355.000 79.852.630.000 79.852.630.000
221 |Kab. Pekalongan 831.579.000.000 831.579.000.000 60.380.950.000 60.380.950.000
222 |Kab. Pemalang 1.016.813.333.000 1.016.813.333.000 72.024.740.000 54.018.555.000
223 |Kab. Purbalingga 777.989.499.000 777.989.499.000 57.267.330.000 57.267.330.000
224 |Kab. Purworejo 854.737.495.000 854.737.495.000 57.024.620.000 57.024.620.000
225 |Kab. Rembang 700.774.721.000 700.774.721.000 61.608.000.000 46.206.000.000
226 |Kab. Sem